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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, 

pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai 

satukesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, 

maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang 

sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan 

komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan 

pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD). 

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, 

Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, 

program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju 

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari 

APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 disusun 

dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) 

melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan  perencanaan partisipatif 

yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang 

partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau 

kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat 

pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. 

 

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Persiapan penyusunan RKPD. 

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses yaitu: 
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a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun 

RKPD; 

b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD; 

c. Penyusunan agenda tim kerja tim penyusun RKPD; 

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerahberdasarkan SIPD 

 

2. Penyusunan rancangan awal RKPD. 

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan adalah 

menganalisis, merumuskan dan menelaah  hal hal sebagai berikut :.  

a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; 

b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah; 

c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah; 

d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; 

e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; 

f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD; 

g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; 

h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis 

nasional; 

i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; 

j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan 

k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan. 

Untuk penelaahan pokok pokok pikiran DPRD dalam rancangan awal tersebut 

dikarenakan pokok pokok pikiran DPRD yang harus diparipunakan belum masuk ke 

Bappeda dan untuk penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP , program 

strategis nasional dan Rancangan awal RKPD Propinsi baru sebatas tema dan prioritas, 

hal tersebut disebabkan karena materinya yang ada baru sebatas tema dan prioritas. 

 
Adapun penyajian rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit 

sebagai berikut : 

1) Pendahuluan 

2) Gambaran Umum Kondisi Daerah 

3) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 

4) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 

5) Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah  

6) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

7) Penutup 

Rancangan awal dikonsultasi publikan untuk mendapat masukkan dan saran guna 

penyempurnaan Rancangan Awal RKPD, yang mana Rancangan Awal yang 

disempurnakan tersebut  menjadi pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja 

Perangkat Daerah. 

3. Penyusunan rancangan RKPD. 

Penysunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD 

menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi renja OPD yang telah 

disempunakan  dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, 
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RKP dan program strategis nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan 

program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja OPD 

sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Kulon 

Progo  dan penyelarasan dengan Tema Pembangunan, prioritas dan arah kebijakan 

Pemerintah maupun  Propinsi. 

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD. 

Musrenbang RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas 

Rancangan RKPD. Pelaksanaan musrenbang RKPD dimulai dari musrenbang kecamatan, 

Forum OPD dan musrenbang kabupaten. 

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD. 

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD 

menjadi Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang 

RKPD Kabupaten .  Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke 

Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk 

memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam Rancangan 

akhir RKPD. 

6. Penetapan RKPD 

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Daerah Istimewa 

Yogyakarta ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan 

di tingkat pusat, propinsi dan daerah. 

 

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 disusun pada tahun 2017, yang 

merupakan Tahap ke 3 dari RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2005-2025, sebagai tahun dasar 

ditetapkan tahun 2016 dan hal tersebut  sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang tertuang dalam 

lampiran bb. 1) Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah agar 

melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk 

dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode 

berikutnya. Dan sebagai tahun Pertama RPJMD 2017 - 2022 adalah tahun 2018, hal tersebut 

sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri 32 Tahun 2017 yang tertuang 

pada BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 angka 7. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan 

kepala daerah. Berdasarkan ketentuan diatas maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 merupakan tahun ke 2 (dua) dalam RPJMD 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017- 2022.  

Keberadaan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 merupakan satu bagian yang 

utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon , dimana RKPD ini 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun 

berdasarkan/berpedoman  pada RPJMD  untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
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perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD).  

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dari OPD yang 

penyusunannya berpedoman pada  RPJMD yang selanjutnya  digunakan sebagai pedoman 

kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai 

bahan penyusunan rancangan RKPD.  RKPD yang sudah ditetapkan oleh Bupati digunakan 

sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan 

sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dengan DPRD untuk 

mendapat kesepakatan. Adapun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah disepakati oleh DPRD dan Bupati sebagai dasar 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah: 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. 

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015–2019. 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan 

, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara  Evaluasi  Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,  Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB I - 5 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah. 

10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 

 

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo khususnya bagi OPD  dalam penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) OPD. 

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kabupaten Kulon Progo akan 

dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara Tahun 2019 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019. 

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 

dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan 

pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada 

gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 

Sistem Perencanaan Pembangunan 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, 

antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan  

mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2019 adalah untuk: 

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk 

dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD 

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 antara DPRD Kabupaten 

Kulon Progo dengan Bupati Kulon Progo yang selanjutnya akan dijabarkan dalam 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019; 

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; 

3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah 

dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; 

4. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana 

Kerja (Renja) OPD; 

5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan 

daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; 

6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Kepala Daerah kepada DPRD; 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB I - 7 

7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi. 

1.5 Sistematika Dokumen RKPD 

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

1.3. Hubungan antar Dokumen 

1.4. Maksud dan Tujuan 

1.5. Sistematika Dokumen RKPD 

II. Gambaran Umum Kondisi Daerah 

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, dan 

Realisasi RPJMD  

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan  prioritas dan sasaran 

pembangunan Daerah 

2.3.2.  Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah  

2.3.3.   

III. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah 

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

4.2. Prioritas dan  Sasaran Pembangunan Tahun 2019 

V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 

VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  

VII. Penutup 

 

 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB II - 1 

  

BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

 

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi  

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang terletak di bagian barat provinsi tersebut, dengan ibukota Kabupaten di Kota Wates. Terdiri dari 

12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 Rukun Warga dan 4.469 Rukun 

Tetangga. Luas wilayah sebesar 58.623,512 ha. Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya 

dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

 

Tabel  2.1   

Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan 

Kabupaten Kulon Progo 

No Kecamatan Luas Wilayah (ha) Persentase (%) 

1. Temon 3.629,890 6,19 

2. Wates 3.200,239 5,46 

3. Panjatan 4.459,230 7,61 

4. Galur 3.291,232 5,61 

5. Lendah 3.559,192 6,07 

6. Sentolo 5.265,340 8,98 

7. Pengasih 6.166,468 10,52 

8. Kokap 7.379,950 12,59 

9. Girimulyo 5.490,424 9,36 

10. Nanggulan 3.960,670 6,76 

11. Kalibawang 5.296,368 9,03 

12. Samigaluh 6.929,308 11,82 

Kabupaten Kulon Progo 58.623,512 100,00 

Sumber : Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka, BPS, 2016 
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Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : 

- Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah di bagian utara  

- Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di bagian timur. 

- Samudera Hindia di bagian selatan 

- Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah di bagian barat  

Untuk lebih jelasnya batas administrasi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut 

ini:  

Gambar 2.1   

Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo 
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2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 

Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak di antara 7
o
38‟30” – 7

o
58‟3” LS dan 

110
o
1‟37” – 110

o
16‟26” BT. Lokasi Kabupaten Kulon Progo dilihat secara posisi geostrategic 

mempunyai posisi yang menguntungkan. Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian barat 

Provinsi DI Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, merupakan „pintu 

gerbang‟ Provinsi DI Yogyakarta yang menghubungkan Provinsi DI Yogyakarta dengan pusat-pusat 

ekonomi dan pemerintahan yang terletak dengan bagian barat Pulau Jawa dan utara Pulau Jawa. 

Selain itu posisi Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia juga 

dapat menghubungkan Provinsi DI Yogyakarta dengan negara tetangga yang terletak di bagian 

selatan Indonesia seperti Australia. Posisi geostrategic dari Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada 

Gambar berikut: 

 

Gambar 2.2   

Posisi Geostrategic Kabupaten Kulon Progo 

 

Dengan adanya pembangunan bandara baru yang akan di bangun di Kecamatan Temon dan 

telah ditetapkannya KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Borobudur, tentunya akan banyak 

wisatawan yang akan menggunakan bandara baru tersebut. Jalur wisata dari bandara baru menuju 

Borobudur akan menjadi suatu koridor pertumbuhan ekonomi baru di Kulon Progo. Adanya Jalur 
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Jalan Lintas Selatan (JJLS) di sepanjang pantai Kulon Progo juga membuka akses atau jalur baru 

bagi distribusi barang maupun jasa khususnya untuk Jawa bagian selatan. Posisi geostrategic 

tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perkembangan wilayah kabupaten maupun 

perkembangan wilayah Provinsi DI Yogyakarta. 

Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi 

tiga kawasan yaitu : 

a. Kawasan pesisir  

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut, meliputi 

Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, dan sebagian 

Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0–2%, merupakan wilayah 

pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 24,8 km. 

b. Kawasan dataran  

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air 

laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih dan sebagian 

Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng antara 2–15%, tergolong 

berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan. 

c. Kawasan pegunungan 

Merupakan dataran tinggi/ perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 meter dari 

permukaan air laut, meliputi wilayah Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kokap, Kecamatan 

Samigaluh, Kecamatan Kalibawang. 

 

2.1.1.3 Topografis 

a. Kemiringan Lahan 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam wilayah dengan kemiringan 

lereng <2
0 

(40,11%) dan 18,73% wilayah dengan kemiringan >40%. Untuk lebih jelasnya, wilayah 

Kabupaten Kulon Progo menurut kemiringan lerengnya dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel  2.2   

Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng 

Kabupaten Kulon Progo 

No Kemiringan Lereng Persentase (%) 

1. < 2
0
 40,11 

2. 3
0
-15

0
 18,70 

3. 16
0
-40

0
 22,46 

4. >40
0
 18,73 

Kabupaten Kulon Progo 100,00 

Sumber : Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka, BPS, 2016, diolah 
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Dilihat dalam skala kecamatan, kecamatan yang mempunyai wilayah dengan kemiringan 

lereng >40
0
 (daerah pegunungan) terluas adalah Kecamatan Kokap yaitu seluas 3.634,63 Ha 

(33,11%). Sedangkan kecamatan yang tidak mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng >40
0
 

adalah Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, Kecamatan Lendah, dan 

Kecamatan Sentolo. Kelima kecamatan tersebut terletak di daerah dataran rendah sehingga tidak 

mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi pegunungan.  

 Kecamatan yang mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng <2
0 

terluas adalah 

Kecamatan Panjatan yaitu seluas 3.781,75 Ha (16,08%). Sedangkan Kecamaran Samigaluh 

merupakan kecamatan yang hampir tidak mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi dataran, 

wilayah yang mempunyai kemiringan lereng <2
0
 hanya seluas 113,08 Ha (0,48%). Secara rinci 

wilayah kabupaten berdasarkan kemiringan lereng menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini : 

Tabel  2.3   

Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng Menurut Kecamatan 

Kabupaten Kulon Progo 

No Kecamatan 
<2

0
 2

0
-15

0
 16

0
-40

0
 40

0
 

Luas % Luas % Luas % Luas % 

1. Temon 3.469,80 14,76 92,10 0,84 62,05 0,47 5,05 0,05 

2. Wates 2.956,50 12,57 243,50 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Panjatan 3.781,75 16,08 677,25 6,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Galur 3.291,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Lendah 2.066,50 8,79 1.492,50 13,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Sentolo 2.451,10 10,42 2.757,80 25,15 56,10 0,43 0,00 0,00 

7. Pengasih 1.996,80 8,49 1.563,07 14,26 2.122,15 16,11 485,05 4,42 

8. Kokap 284,18 1,21 858,07 7,83 2.603,15 19,76 3.634,63 33,11 

9. Girimulyo 129,12 0,55 606,08 5,53 1.827,10 13,87 2.928,70 26,68 

10. Nanggulan 2.328,71 9,90 1.416,15 12,92 193,09 1,47 23,05 0,21 

11. Kalibawang 646,18 2,75 1.233,85 11,25 2.914,77 22,13 501,20 4,57 

12. Samigaluh 113,08 0,48 23,05 0,21 3.392,12 25,76 3.400,75 30,98 

Luas total 23.514,72 100,00 10.963,42 100,00 13.170,53 100,00 10.978,43 100,00 

Sumber : Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka, BPS, 2016 

 

b.  Ketinggian Lahan 

Berdasarkan ketinggian lahan, persentase luas tanah di Kabupaten Kulon Progo menurut 

ketinggiannya dari permukaan air laut, meliputi: 17,58% berada pada ketinggian <7 meter diatas 

permukaan laut (dpal), 15,20% berada pada ketinggian 8-25 meter dpal, 22,84% berada pada 

ketinggian 26-100 meter dpal, 33,0% berada pada ketinggian 101-500 meter dpal, dan 11,37% berada 

pada ketinggian >500 meter dpal. Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi 3 wilayah menurut 

ketinggian lahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut. 
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Tabel  2.4   

Pembagian Wilayah Berdasar Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo 

No Ketinggian Lahan Cakupan Kecamatan 

1. 500-1000 m dpal 
Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan 
Samigaluh, Kecamatan Kalibawang 

2. 100-500 m dpal 
Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih dan Kecamatan 
Kokap 

3. 0-100 m dpal 
Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, 
Kecamatan Galur, dan Kecamatan Lendah 

Sumber : Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka, BPS, 2016, diolah 

 

 

Gambar 2.3   

Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo 
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2.1.1.4 Geologi 

a. Struktur dan Karakteristik 

1. Karakteristik dan Struktur 

Karakteristik Kabupaten Kulon Progo secara umum berupa kubah atau menyerupai 

kubah (Dome), dengan struktur geologi daerah terdiri atas :  

a. Struktur Geologi berupa Perlipatan Batuan (Fold), perlipatan batuan di formasi Sentolo. 

Perlipatan ini terdapat di bagian perbukitan Formasi Sentolo di daerah Pengasih, 

Sentolo, Panjatan, Lendah dan Galur. 

b. Struktur Geologi Patahan/Sesar (Fault), merupakan bagian dari batuan yang saling 

bergerak antara bagian blok batuan satu dengan blok batuan yang lain yang dipisahkan 

oleh zona patahan atau dapat diistilahkan pecahan batuan yang disertai gerakan massa 

batuan. Patahan di wilayah Kulon Progo dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu : 

- Patahan Regional, merupakan satu kesatuan patahan Yogyakarta. Patahan ini 

merupakan Patahan Graben Yogyakarta. Patahan Graben Yogyakarta adalah 

Patahan Opak dan Patahan Progo yang menyebabkan wilayah Kulon Progo dan 

Wonosari menjadi daerah dataran Tinggi dan di Kota yogyakarta menjadi dataran 

rendah. Patahan Opak berarah barat daya - Timur Laut, sedangkan patahan Progo 

berarah Utara Selatan. Patahan ini terletak di bagian timur Kulon Progo meliputi 

wilayah Kalibawang bagian timur, Nanggulan bagian Timur, Sentolo, Panjatan, Galur 

dan Lendah.  

- Patahan Lokal, merupakan patahan yang hanya terjadi di Kulon Progo. Patahan ini 

banyak terjadi di bagian pegunungan atau kubah di Kulon Progo utara bagian barat, 

dimana patahan berbentuk relatif radial yaitu berarah barat laut – tenggara, barat – 

timur dan barat daya – timur laut. Patahan ini terdapat di wilayah Kecamatan Kokap, 

Temon bagian utara, Pengasih, Nanggulan bagian barat. 

c. Struktur Kekar (joint) yaitu pecahan batuan yang tidak mengalami pergerakan. Struktur 

kekar ini sangat intensif terdapat di formasi batuan andesit dan formasi andesit tua. 

 

2. Formasi Batuan 

Formasi batuan dan sebarannya dibedakan menjadi endapan gunung api (40,37%), 

batuan sedimen (47,81%), batuan gunung api (7,48%) dan batuan terobosan (4,43%). Lebih 

detail dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut. 
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Tabel  2.5  

Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo 

No Kecamatan 

Luas Satuan Batuan (Ha) 

Endapan 
Gunung Api 

Batuan 
Sedimen 

Batuan 
Gunung Api 

Batuan 
Instrusi 

Jumlah 

1. Temon 3.688 - - - 3.688 

2. Wates 3.063 138 - - 3.197 

3. Panjatan 3.872 588 - - 4.454 

4. Galur 2.229 - 1.063 - 3.288 

5. Lendah 2.009 1.075 475 - 3.555 

6. Sentolo 3.165 1.175 925 - 5.259 

7. Pengasih 4.342 1.825 - - 6.161 

8. Kokap 550 4.230 - 2.600 7.372 

9. Girimulyo 125 5.366 - - 5.485 

10. Nanggulan 250 2.736 975 - 3.957 

11. Kalibawang 375 3.971 950 - 5.290 

12. Samigaluh - 6.929 - - 6.922 

TOTAL 23.667 28.032 4.388 2.600 58.628 

Persentase 40,37% 47,81% 7,48% 4,43% 100% 

Sumber : RDTRK Perlindungan Terhadap Kawasan di Bawahnya, 2007 

 

Kabupaten Kulon Progo secara stratigrafis termasuk ke dalam stratigrafis Pegunungan 

Kulon Progo. Unit stratigrafis yang paling tua di daerah Pegunungan Kulon Progo dikenal dengan 

Formasi Nanggulan, kemudian secara tidak selaras diatasnya diendapkan batuan-batuan dari 

Formasi Jonggaran dan Formasi Sentolo, yang menurut Van Bemmelen (1949) kedua formasi 

terakhir ini mempunyai umur yang sama, keduanya hanya berbeda faises. 

a. Formasi Nanggulan 

Formasi Nanggulan merupakan formasi yang paling tua di daerah pegunungan Kulon Progo. 

Singkapan batuan batuan penyusun dari Formasi Nanggulan dijumpai di sekitar desa 

Nanggulan, yang merupakan kaki sebelah timur dari Pegunungan Kulon Progo. Penyusun 

batuan dari formasi ini terdiri dari batupasir dengan sisipan lignit, Napal pasiran, batulempung 

dengan konkresi limonit, sisipan napal dan batugamping, batupasir dan tuff serta kaya akan 

fosil foraminifera dan moluska. Diperkirakan ketebalan formasi ini adalah 30 meter. 

b. Formasi Andesit Tua 

Batuan penyusun dari formasi ini terdiri atas breksi andesit, tuff, tufflapili, aglomerat dan 

sisipan aliran lava andesit. Lava, terutama terdiri dari andesit hiperstein dan andesit augit 

hornblende. Formasi Andesit Tua ini mempunyai ketebalan mencapai 500 meter mempunyai 

kedudukan yang tidak selaras di atas formasi Nanggulan. Batuan penyusun formasi ini 

berasal dari kegiatan vulkanisme di daerah tersebut, yaitu dari beberapa gunung api tua di 

daerah Pegunungan Kulon Progo yang oleh Van Bemmelen (1949) disebut sebagai Gunung 

Api Andesit Tua. Gunung api yang dimaksud adalah Gunung Gajah, di bagian tengah 
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pegunungan, Gunung Ijo di bagian selatan, serta Gunung Menoreh di bagian utara 

Pegunungan Kulon Progo. Formasi Andesit Tua diperkirakan berumur Oligosen Atas sampai 

Meiosen Bawah.  

c. Formasi Kaligesing 

Formasi Kaligesing tersusun oleh litologi breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batupasir 

tufaan. Formasi ini berdasarkan radiometroi berumur Oligosen dan menumpang tidak selaras 

di atas Formasi Nanggulan. Formasi ini terdapat di bagian Tengah sisi selatan barat dan barat 

laut dari kubah Kulon Progo. 

d. Formasi Dukuh 

Formasi Dukuh tersusun oleh perselangselingan antara breksi, batupasir kerikilan, 

batugamping dan batu lempung. Litologi satuan ini menunjukkan perlapisan baik dan silang – 

siur, sejajar pada batulempung dan batupasir. Formasi ini tidak selaras ditas Formasi 

Nanggulan. Formasi ini berumur Oligo-Miosen dan pelamparan di daerah Dukuh Kecamatan 

Samigaluh. 

e. Formasi Jonggrangan 

Litologi dari Formasi Jonggrangan ini tersingkap baik di sekitar desa Jonggrangan, suatu desa 

yang ketinggiannya di atas 700 meter dari muka air laut dan disebut sebagai Plato 

Jonggrangan. Bagian bawah dari formasi ini terdiri dari Konglomerat yang ditumpangi oleh 

Napal tufan dan Batupasir gampingan dengan sisipan Lignit. Formasi Jonggrangan ini terletak 

secara tidak selaras di atas Formasi Andesit Tua. Ketebalan dari Formasi Jonggrangan ini 

mencapai sekitar 250 meter (Van Bemmelen, (1949). Formasi Jonggrangan dan Formasi 

Sentolo keduanya merupakan Formasi Kulon Progo (“Westopo Beds”) diduga berumur 

Miosen Tengah. 

f. Formasi Sentolo  

Litologi penyusun Formasi Sentolo ini di bagian bawah, terdiri dari Aglomerat dan Napal, 

semakin ke atas berubah menjadi Batugamping berlapis dengan fasies neritik. Batu gamping 

koral dijumpai secara lokal, menunjukkan umur yang sama dengan formasi Jonggrangan, 

tetapi di beberapa tempat umur Formasi Sentolo adalah lebih muda Formasi Sentolo ini 

mempunyai ketebalan sekitar 950 meter.Satuan Endapan Vulkanik Kuarter merupakan 

endapan Gunung Merapi yang tersusun oleh breksi sisipan laca dan endapan lahar. Satuan 

ini berumur Pliosen-Pleistosen. Satuan ini terdapat di atas semua formasi di bagian timur. 

Satuan Endapan Aluvial tersusun oleh endapan kerikil, pasir, lanau dan lempung dan bongkah 

sepanjang sungai dan dataran pantai. 

 

Untuk lebih jelasnya stratigrafi formasi geologi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada 

Tabel berikut. 
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Tabel  2.6  

Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo 

Umur Formasi Deskripsi Litologi Ketebalan (m) 

Kuarter Aluvium Kerikil, pasir, lanau dan lempung sepanjang sungai 

dan dataran pantai. 
100 

Pliosen-

Pleistosen  

Endapan 

Vulkanik Kuarter 

breksi sisipan lava dan endapan lahar 
20 

Miosen 

Bawah 

 Sentolo Bagian atas batu gamping berlapis baik kaya 

foraminifera 

Bagian bawah konglomerat alas diatasnya napal 

tufaan bersalangan dengan vitriks tuf 

950 

Miosen 

Bawah 

Jonggrangan Bagian atas batugamping berlapis ke arah atas 

menjadi batugamping koral 

Bagian bawah konglomerat diatasnya napal tufaan 

dan bapsir gampingan berselang-seling dengan lignit 

250 

Oligo–

Miosen  

Dukuh Perselangselingan antara breksi, batupasir kerikilan, 

batugamping dan batulempung 
660 

Oligosen Kaligesing breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batupasir 

tufaan 
600 

Oligo-

Miosen 

Andesit Tua Breksi andesit, tuf, lapilli tuf, aglomerat dan 

berselingan dengan lava andesit. Terdapat fragmen 

batua lebih tua. 

660 

Eosen 

Atas –

Oligosen 

Nanggulan  Batupasir seling-seling dengan lignit, napal pasiran, 

batulempung gampingan struktur konkresi, selang-

seling napal dan batugamping, batupasir dan tuf, 

kaya foraminifera dan moluska foraminifera dan 

moluska 

300 

Sumber : RTRW Kab. Kulon Progo, 2012 

 

b. Potensi 

1. Potensi Air Tanah 

Kabupaten Kulon Progo mempunyai potensi air tanah yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) 

tersendiri yang tidak melampar kewilayah kabupaten lain yaitu Cekungan Wates dengan 

potensi air tanah bebas sejumlah 38.000.000 m3/tahun. Selain Cekungan Air Tanah (Cekungan 

Wates), sumber mata air yang ada di Kabupaten Kulon Progo lainnya dapat dilihat pada Tabel 

sebagai berikut. 

Tabel  2.7   

Sumber Mata Air di Kabupaten Kulon Progo dan Cekungan Air Tanah Wates 

No Sumber Lokasi (Kecamatan) Debit (Liter/Detik) Pemanfaatan 

1. Mata air Clereng Pengasih 100 - 300 Sudah/PDAM 

2. Tuk Mudal Girimulyo 5 - 15 Sudah 

3. Tuk Gua Kiskendo Girimulyo 24 - 60 Sudah 
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No Sumber Lokasi (Kecamatan) Debit (Liter/Detik) Pemanfaatan 

4. Tuk Grembul Kalibawang 5 - 10 Sudah/PDAM 

5. Tuk Gua Upas Samigaluh 1,5 - 3,5 Sudah/PDAM 

6. Mata air Sekepyar dan Kayangan Samigaluh - Belum 

7. Tuk  Mudal Anjir Pengasih 3 - 11 MCK 

8. Cekungan Air Tanah Wates 
*)
 Pengasih, Girimulyo, 

Kalibawang, Samigaluh, 
Nanggulan 

38.000.000 Belum 

Sumber :- Bappeda , DPU, Disperindag ESDM, PDAM Kab. Kulon Progo, 2014 

- 
*)
 Departemen ESDM, 2010 

 

2. Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 

Selain potensi geologi serta potensi air tanah, Kabupaten Kulon Progo juga mempunyai 

potensi Energi Baru dan Terbarukan yang tersebar di beberapa kecamatan. Untuk lebih 

lengkapnya sebaran potensi energi alternatif di Kabupaten Kulon Progo diperlihatkan di Tabel 

sebagai berikut. 

Tabel  2.8   

Potensi Energi Baru dan Terbarukan Kabupaten Kulon Progo 

No Kluster Bahan Lokasi 

1. 
Biofuel, Biokerosene, 

Bioethanol 

Ketela rambat, jarak 

pagar, nyamplung 
Seluruh kecamatan 

2. Biogas 
Limbah tahu,limbah 

ternak 

141 sentra industri tahu, 51.405 populasi 

ternak bisa dikembangkan biogas 15 ribu 

3. Briket Limbah kayu Seluruh kecamatan 

4. Energi Tenaga Surya Sinar matahari Seluruh kecamatan 

5. Mikrohidro Air 
Semawung, Kedungrong, Kalisangga, 

Sermo 

6. Energi Tenaga Angin Angin Sepanjang pantai dan pegunungan 

7. Energi Limbah Sampah Limbah sampah TPA Sampah 70-75 m
3
 

Sumber : Dinas Perindag ESDM Kab. Kulon Progo, 2014 

 

2.1.1.5 Hidrologi 

a. Daerah Aliran Sungai 

Menurut data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, sebagian 

besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam DAS Progo, DAS Serang dan sebagian 

kecil yang masuk dalam DAS Bogowonto. Sedangkan menurut Direktorat Bina Penatagunaan 

Sumberdaya Air, Kabupaten Kulon Progo masuk dalam Wilayah Sungai Serang-Bogowonto, 
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dan Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang. Adapun nama DAS dan sub DAS tersebut beserta 

luasannya dapat dilihat pada Tabel berikut. 

 

Tabel  2.9  

Nama DAS, Sub DAS dan Luasan Kabupaten Kulon Progo 

No. DAS Luas DAS (ha) Sub DAS 

1 Bogowonto 2509.931 Dekso 

      Gesing 

      Keduren 

      Kodil 

      Ngasinan 

      Plamping 

      Semanggung 

2 Serang 23532.85 Nagung 

      Ngrancah 

      Serang Hilir 

      Serang Sekiyep 

      Sidatan 

      Sumitro 

3 Progo 30141.92 Batang 

      Bedog 

      Blongkeng 

      Diro 

      Gandri 

      Jenes 

      Kedung-Gong 

      Konteng 

      Krasak 

      Krawang 

      Mlinting Putih 

      Penter 

      Progo Hilir 

      Sileng 

      Sindon Salak 

      Sudu 

      Tangsi 

      Tinalah 

Sumber data : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, 2017 
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Daerah Aliran Sungai Progo dengan sungai utama Kali Progo memiliki daerah 

pengaliran seluas 8.894 hektare, dengan debit maksimum 381,90 m³/detik dan debit minimum 

13,00 m³/detik. Daerah Aliran Sungai Serang dengan sungai utama Kali Serang dengan 

anak–anak sungainya, memiliki daerah pengaliran seluas 3.635,75 hektare, dengan debit 

maksimum 153,6 m³/detik dan debit minimum 0,03 m³/detik. Kedua sungai tersebut telah 

dimanfaatkan untuk irigasi persawahan seluas 9.351 ha.  

Kabupaten Kulon Progo terdapat danau buatan yaitu Waduk Sermo yang terletak di 

Kecamatan Kokap dengan luas genangan waduk sebesar 157 Ha. Waduk ini dibuat dengan 

membendung Kali Menguri dan anak-anak cabangnya, Kali Pantaran, Kali Kembang, Kali 

Papon dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Kali Ngrancah. Waduk Sermo berfungsi 

sebagai suplisi irigasi sawah yang berada di Kecamatan Temon, Wates dan Pengasih dan 

sebagian suplisi kebutuhan air minum. 

 

b. Sungai 

Beberapa sungai yang melintas di wilayah Kulon Progo memberikan pengaruh yang 

cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki pontensi 

ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun 

untuk irigasi pertanian. Berikut Tabel yang menyajikan data inventarisasi sungai di Kabupaten 

Kulon Progo beserta debitnya. 

 

Tabel  2.10  

Inventarisasi Sungai di Kabupaten Kulon Progo 

No. Nama Sungai 
Panjang Lebar (m) Kedalaman Debit (m3/dtk) 

(km) Permukaan Dasar (m) Maks Min 

1 Progo 56,70 650 0 6 1500 0 

2 Serang 23,16 60 0 8 650 0 

3 Ngrancah 9,12 50 0 10 0 0 

4 Gede 11,17 50 0 10 0 0 

5 Nagung 10,97 20 0 8 180 0 

6 Seling 7,75 15 0 4 30 0 

7 Pening 7,63 15 0 6 0 0 

8 Sidatan 3,86 8 0 2 0 0 

9 Sari 3,31 6 0 3 0 0 

10 Bogem 2,60 6 0 3 0 0 

11 Kopat 1,69 8 0 3 0 0 

12 Papah 21,94 30 0 5 160 0 

13 Tinalah 6,70 50 0 15 0 0 

14 Kamal/Sudu 11,60 20 0 12 0 0 

15 Salak 5,64 10 0 6 0 0 

16 Dunggong 5,45 10 0 7 0 0 
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Sumber : Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSAD) Kabupaten Kulon Progo oleh Bappeda 

Kabupaten Kulon Progo, 2013 

 

2.1.1.6 Klimatologi  

a. Iklim 

Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta 

terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan 

iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap 

periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri 

dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson 

Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga 

menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang 

sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau. 

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Kabupaten Kulon Progo 

juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan 

tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia maka 

terjadi penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi. 

Sedangkan klasifikasi iklim dengan menggunakan deskripsi tipe iklim menurut F. H. 

Schmidt dan J. H. A Ferguson yang didasarkan atas nisbah antara jumlah bulan kering dengan 

jumlah bulan basah, dimana bulan basah adalah bulan dengan total curah hujan kumulatif >100 

mm, bulan kering adalah bulan dengan total curah hujan kumulatif <60 mm dan bulan lembab 

adalah bulan dengan curah hujan rata-rata antara 60-100 mm. Terdapat delapan kelompok 

iklim yang didasarkan  pada nisbah bulan kering ke bulan basah yang disimbolkan dengan Q 

(dalam persen), yaitu ikilm A, Q<14,3, daerah sangat basah, hutan hujan tropis; iklim B, 

14,3=<Q<33,3, daerah basah, hutan hujan tropis; iklim C, 33,3=<Q<60,0, daerah agak basah, 

hutan rimba peluruh (daun gugur pada musim kemarau); ikilm D, 60,0=<Q<100,0, daerah 

sedang, hutan peluruh; ikilm E, 100,0=<Q<167,0, daerah agak kering, padang sabana; ikilm F, 

167,0=<Q<300,0, daerah kering, padang sabana; iklim G, 300,0=<Q<700,0, daerah sangat 

kering, padang ilalang; dan iklim H, Q>=700,0 daerah ekstrim kering, padang ilalang. 

Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh selama 6 tahun (2008-2013) dalam Buku 

Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka yang diterbitkan BPS Tahun 2014, maka Kabupaten 

Kulon Progo mempunyai rata-rata bulan kering sebanyak 3,83 dan rata-rata bulan basah 

sebanyak 7,17, sehingga akan didapatkan nilai Q sebesar 53,49%. Dengan demikian menurut 

17 Klegung 6,48 15 0 6 25 0 

18 
Rowo 

Jembangan 
8,30 12 0 3 20 0 

19 Banyu Meneng 5,03 8 0 5 10 0 
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klasifikasi Schmidt-Ferguson Kulon Progo termasuk dalam tipe iklim C kategori daerah agak 

basah. 

b. Curah Hujan 

Curah hujan dan hari hujan diukur menurut 5 stasiun hujan (Gejagan, Singkung, 

Gembongan, Beji, Brosot) di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kuloprogo termasuk dalam 

sub DAS Progo Hilir dengan tipe iklim Am, Aw, dengan curah hujan tahun 2011-2015 sebesar 

148 mm/hari sampai 271 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan berkisar dari 8-14 hari dalam 

sebulan. 

Secara umum curah hujan dan hari hujan mengalami fluktuasi dari tahun ketahun, 

dengan kecenderungan mengalami naik turun dalam tiap tahun. Curah Hujan dan Hari Hujan 

tinggi terjadi pada bulan Januari - April dan Nopember - Desember tiap tahunnya.  Hal ini terjadi 

karena bulan-bulan tersebut merupakan musim penghujan. 

Berikut secara rinci Curah Hujan dan Hari Hujan menurut bulan dan rata-rata Curah 

Hujan dan Hari Hujan Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut  ini. 

 

Tabel  2.11  

Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Stasiun Hujan  

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 

No Bulan 
2011 2012 2013 2014 2015 

CH HH CH HH CH HH CH HH CH HH 

1 Januari 300 20 306 15 409 22 301 19 372 18 

2 Pebruari 343 18 209 12 245 14 251 16 178 13 

3 Maret 262 20 229 13 222 11 174 10 345 17 

4 April 228 15 112 9 142 10 195 13 362 16 

5 Mei 195 10 70 5 183 10 55 7 47 4 

6 Juni 2 1 0 1 138 10 57 5 2 1 

7 Juli 1 1 0 0 490 22 301 19 0 0 

8 Agustus 0 0 0 0 245 14 251 16 0 0 

9 September 0 0 0 0 222 11 174 10 0 0 

10 Oktober 12 2 60 4 490 22 301 19 0 0 

11 Nopember 278 14 291 14 245 14 251 16 134 7 

12 Desember 310 17 493 18 222 11 174 10 394 17 

Jumlah 1.931 118 1.770 91 3.253 171 2.485 160 1.834 93 

Rata-rata 161 10 148 8 271 14 207 13 153 8 

Sumber :  Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka, BPS, 2016, diolah 
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Sumber :  Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka, BPS, 2016, diolah 

Gambar 2.4   

Grafik Rata-Rata Curah Hujan dan Hari Hujan 

Pengukuran Tahun 2011-2015 Kabupaten Kulon Progo 

 

2.1.1.7 Penggunaan Lahan 

a. Kawasan budidaya 

Berdasarkan hasil analisis peta penggunaan lahan dengan peta kawasan budidaya dari 

RTRW Kabupaten Kulon Progo, sebagian besar jenis penggunaan di kawasan budidaya 

adalah kebun tegalan yaitu seluas 16.991,44 Ha atau sebesar 45,09%. Untuk lebih jelasnya 

jenis penggunaan lahan dan luas penggunaan lahan pada kawasan budidaya dapat dilihat 

pada Tabel berikut. 

Tabel  2.12  

Penggunaan Lahan di Kawasan Budidaya Kabupaten Kulon Progo 

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) % 

1. Kebun Campuran 16.991,44 45,09 

2. Lahan Pasir 59,74 0,16 

3. Lahan Terbuka 7,47 0,02 

4. Padang Rumput 352,06 0,93 

5. Perairan Darat 574,44 1,52 

6. Permukiman 4.014,50 10,65 

7. Sawah Irigasi 8.935,45 23,71 

8. Sawah Tadah Hujan 233,91 0,62 

9. Tegalan 6.516,22 17,29 

 
Total 37.685,23 100,00 

Sumber : Hasil Analisis Peta RTRW dan NSAD Kabupaten Kulon Progo, 2013 
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Tabel  2.13  

Luas Penggunaan Lahan di Kawasan Budidaya Per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo 

No 
 

Penggunaan Lahan 
 

Temon Wates Panjatan Galur Lendah Sentolo 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

1. Kebun Campuran 965,15 29,08 899,91 30,22 2.143,43 50,84 1.015,92 34,69 2.583,15 70,14 2.804,07 53,10 

2. Lahan Pasir 21,96 0,66 8,93 0,30 
  

28,85 0,99 
    

3. Padang Rumput 37,34 1,13 140,34 4,71 59,11 1,40 11,55 0,39 25,24 0,69 30,06 0,57 

4. Perairan Darat 25,55 0,77 37,13 1,25 3,13 0,07 114,17 3,90 158,52 4,30 14,96 0,28 

5. Permukiman 372,40 11,22 572,77 19,24 123,95 2,94 143,61 4,90 80,29 2,18 448,85 8,50 

6. Sawah Irigasi 1.390,41 41,90 971,62 32,63 857,77 20,34 1.290,11 44,06 798,58 21,69 1.053,21 19,95 

7. Sawah Tadah Hujan 
          

1,39 0,03 

8. Tegalan 505,76 15,24 346,84 11,65 1.029,04 24,41 324,00 11,06 36,82 1,00 928,04 17,57 

Luas total 3.318,58 100,00 2.977,53 100,00 4.216,44 100,00 2.928,21 100,00 3.682,60 100,00 5.280,57 100,00 

 
 
 

No 
 

Penggunaan Lahan 
 

Pengasih Kokap Girimulyo Nanggulan Kalibawang Samigaluh 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

1. Kebun Campuran 2.917,64 63,12 2.321,23 75,86 109,27 9,91 562,48 15,25 668,25 24,75 0,92 0,85 

2. Lahan Terbuka 
        

7,47 0,28 
  

3. Padang Rumput 25,64 0,55 13,57 0,44 4,45 0,40 1,32 0,04 3,44 0,13 
  

4. Perairan Darat 26,35 0,57 123,88 4,05 6,32 0,57 33,89 0,92 22,44 0,83 8,09 7,44 

5. Permukiman 511,34 11,06 32,63 1,07 238,86 21,66 831,69 22,55 644,60 23,88 13,50 12,42 

6. Sawah Irigasi 563,79 12,20 90,19 2,95 213,34 19,34 979,35 26,56 679,36 25,17 47,72 43,90 

7. Sawah Tadah Hujan 17,44 0,38 
  

81,76 7,41 17,42 0,47 112,96 4,18 2,95 2,71 

8. Tegalan 560,12 12,12 478,58 15,64 449,03 40,71 1.261,52 34,21 560,97 20,78 35,52 32,68 

Luas total 4.622,32 100,00 3.060,08 100,00 1.103,04 100,00 3.687,67 100,00 2.699,50 100,00 108,70 100,00 

Sumber : Hasil Analisis Peta RTRW dan NSAD Kabupaten Kulon Progo, 2013 
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b. Kawasan lindung  

Kondisi kawasan lindung pada saat ini, apabila dilihat dari jenis penggunaan lahan, 

penggunaan yang paling besar luasannya dalam kawasan lindung adalah kebun yaitu seluas 

9.558,65Ha atau 45,64% dari luas wilayah Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan jenis 

penggunaan lahan dengan luasan terkecil di dalam kawasan lindung adalah lahan terbuka 

yaitu seluas 6,08 Ha atau 0,03%. Untuk lebih jelasnya luas tiap jenis penggunaan lahan dalam 

kawasan lindung dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel  2.14  

Penggunaan Lahan di Kawasan Lindung Kabupaten Kulon Progo 

No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) % 

1. Kebun Campuran 9.558,65 45,64 

2. Lahan Pasir 301,77 1,44 

3. Lahan Terbuka 6,08 0,03 

4. Padang Rumput 271,78 1,30 

5. Perairan Darat 902,03 4,31 

6. Permukiman 1.900,81 9,08 

7. Sawah Irigasi 378,78 1,81 

8. Sawah Tadah Hujan 890,18 4,25 

9. Tegalan 6.733,01 32,15 

 
Total 20.943,08 100,00 

Sumber : Hasil Analisis Peta RTRW dan NSAD Kabupaten Kulon Progo, 2013

II-13 
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Tabel  2.15  

Luas Penggunaan Lahan Budidaya di Kawasan Lindung Kabupaten Kulon Progo 

 

No. Penggunaan Lahan 
Temon Wates Panjatan Galur Lendah Sentolo 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

1. Kebun Campuran 16,02 4,59 61,93 22,80 17,99 6,99 29,20 7,20 41,20 22,92 59,81 29,43 

2. Lahan Pasir 138,74 39,74 42,08 15,49 69,29 26,92 51,66 12,75 
    

3. Padang Rumput 80,54 23,07 69,04 25,42 96,50 37,49 4,55 1,12 1,29 0,72 6,52 3,21 

4. Perairan Darat 51,34 14,71 48,98 18,04 4,42 1,72 158,67 39,15 119,95 66,73 92,58 45,56 

5. Permukiman 9,12 2,61 34,47 12,69 
  

7,62 1,88 3,58 1,99 15,56 7,66 

6. Sawah Irigasi 5,13 1,47 2,01 0,74 0,90 0,35 92,79 22,90 3,12 1,74 15,07 7,42 

7. Tegalan 48,22 13,81 13,07 4,81 68,30 26,54 60,76 14,99 10,62 5,91 13,65 6,72 

Luas total 349,11 100,00 271,58 100,00 257,39 100,00 405,25 100,00 179,75 100,00 203,19 100,00 

 

No. Penggunaan Lahan 
Pengasih Kokap Girimulyo Nanggulan Kalibawang Samigaluh 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

1. Kebun Campuran 505,43 31,47 2.975,93 75,35 2.208,49 50,53 71,65 20,27 692,56 29,20 2.878,47 43,44 

2. Lahan Terbuka 
        

6,08 0,26 
  

3. Padang Rumput 0,63 0,04 2,05 0,05 2,93 0,07 6,22 1,76 0,43 0,02 1,08 0,02 

4. Perairan Darat 57,54 3,58 144,69 3,66 8,61 0,20 86,69 24,53 104,38 4,40 24,19 0,37 

5. Permukiman 125,53 7,82 200,21 5,07 483,56 11,06 36,44 10,31 185,13 7,81 799,57 12,07 

6. Sawah Irigasi 24,39 1,52 
  

23,76 0,54 48,30 13,67 77,75 3,28 85,56 1,29 

7. Sawah Tadah Hujan 17,56 1,09 18,64 0,47 73,03 1,67 17,70 5,01 58,27 2,46 704,98 10,64 

8. Tegalan 874,76 54,47 607,71 15,39 1.569,87 35,92 86,39 24,45 1.247,24 52,59 2.132,42 32,18 

Luas total 1.605,84 100,00 3.949,22 100,00 4.370,24 100,00 353,39 100,00 2.371,85 100,00 6.626,27 100,00 

Sumber : Hasil Analisis Peta RTRW dan NSAD Kabupaten Kulon Progo, 2013 
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c. Wilayah Rawan Bencana 

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang 

berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, 

gempa tektonik/vulkanik dan lain-lain. 

Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Kulon Progo meliputi kawasan rawan banjir, 

kawasan rawan bahaya kekeringan, dan kawasan rawan bencana angin topan. 

1. Kawasan Rawan Banjir 

Kabupaten Kulon Progo memiliki wilayah yang rawan bencana banjir di bagian 

Selatan-Timur, yang mencakup beberapa daerah di sebagian Kecamatan Temon, 

Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, dan Pengasih. Banjir juga melanda di 

beberapa kecamatan di Kulon Progo diantaranya di pinggiran Sungai Keso 

Kecamatan Banyuroto dan Kecamatan Nanggulan yang disebabkan oleh air hujan 

yang sangat tinggi. Air sungai meluap mengakibatkan genangan air cukup tinggi. Di 

Kecamatan Sentolo banjir berasal dari Sungai Papah yang meluap. Selain itu, di 

Kecamatan Wates dan Pengasih banjir juga menggenangi areal persawahan. Daerah 

rawan bencana banjir bisa dilihat di Gambar berikut ini. 

        Sumber : RTRW Kulon Progo 

Gambar 2.5  

Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Kulon Progo 
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2. Kawasan Rawan Bahaya Kekeringan 

Bencana ini sering melanda wilayah Kabupaten Kulon Progo di bagian Utara 

dan Barat, terutama di wilayah Perbukitan Menoreh. Daerah rawan kekeringan 

meliputi:  

1) Kecamatan Pengasih terdapat 3 (tiga) desa yang rawan kekeringan, yakni 

Karangsari, Sidomulyo, dan Margosari.  

2) Kecamatan Girimulyo terdapat 4 (empat) desa, yakni Purwosari, Pendoworejo, 

Giripurwo, dan Jatimulyo. 

3) Kecamatan Kokap terdapat 2 (dua) desa yaitu Hargorejo dan Kalirejo 

4) Kecamatan Kalibawang terdapat 4 (empat) desa yaitu Banjararum, Banjarsari, 

Banjaroya, dan Banjarharjo. 

5) Kecamatan Temon terdapat 4 (empat) desa yaitu Kulur, Jangkaran, Kebonrejo, 

dan Temon Wetan. 

6) Kecamatan Panjatan terdapat 4 (empat) desa yaitu Gotakan, Cerme, 

Krembangan, dan Kanoman. 

7) Kecamatan Samigaluh terdapat 3 (tiga) desa yaitu Gerbosari, Purwoharjo, dan 

Sidoharjo. 

8) Kecamatan Nanggulan terdapat 3 (tiga) desa yaitu Banyuroto, Tanjungharjo, 

dan Donomulyo. 

Daerah rawan bencana kekeringan bisa dilihat di Gambar berikut ini. 

         Sumber RTRW Kulon Progo 

Gambar 2.6  

Peta Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Kulon Progo 
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3. Kawasan Rawan Bencana Angin Topan 

Kawasan rawan bencana angin topan berada di seluruh wilayah kecamatan 

4. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi 

Kawasan rawan bencana alam geologi  terdiri dari beberapa kawasan sebagai 

berikut. 

1) Kawasan rawan letusan gunung berapi berada di seluruh kecamatan. 

2) Kawasan rawan gempa bumi berapi berada di seluruh kecamatan. 

3) Kawasan rawan gerakan tanah. 

Kawasan rawan gerakan tanah berada di deretan Perbukitan Menoreh 

meliputi: Kecamatan Kokap, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, 

Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang; dan 

Kecamatan Samigaluh. 

4) Kawasan rawan tsunami. 

Tsunami dapat diakibatkan oleh peristiwa gempa bumi di dasar laut 

sehingga mengakibatkan naiknya gelombang laut secara cepat dan tiba-tiba. 

Walaupun kabupaten ini dalam beberapa tahun terakhir tidak terkena imbas 

langsung bencana tsunami yang melanda pesisir selatan jawa, tetap harus 

diwaspadai akan adanya potensi ini di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Kulon 

Progo. 

Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa, 

termasuk daerah yang rawan terhadap bencana tsunami. Wilayah yang rawan 

terletak di daerah selatan sejajar dengan garis pantai. Wilayah ini, sampai sejauh 3 

km dari pantai, umumnya memiliki topografi yang datar dengan ketinggian kurang 

dari 10 meter dpl yang meliputi Kecamatan Galur, Panjatan, Wates, dan Temon. 

Daerah kawasan rawan bencana geologi bisa dilihat di Gambar berikut ini. 
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Sumber: RTRW Kulon Progo 
Gambar 2.7  

Peta Rawan Bencana Alam Geologi Kabupaten Kulon Progo 

 

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 

Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kulon 

Progo dibagi menjadi 2 fungsi kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya 

(lihat Gambar 2.5). Dalam kawasan budidaya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan 

untuk mendukung pembangunan. Kesesuaian kawasan untuk kegiatan budidaya, selain 

berdasar atas perhitungan skor kesesuaian lahan, secara lebih rinci juga dilakukan 

identifikasi faktor-faktor fisik kawasan untuk kesesuaian fungsi kegiatan tertentu. Bentang 

alam Kabupaten Kulon Progo merupakan areal pedataran, perbukitan, dan pegunungan 

dengan lerengan beragam mulai 0-70%. Kelerengan lahan wilayah ini diklasifikasikan 

menjadi 5 kelas, seperti pada Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.16  
Kelerengan lahan wilayah 

Kelas 
Lereng 

Sudut 
Lereng 

Klasifikasi Kesesuaian Penggunaan 

1 0 – 5% Datar Tanaman/ Pertanian Lahan Basah 

2 5 – 15% Landai Pertanian Lahan Kering 

3 15 – 25% Agak Curam 
Tanaman Keras Tahunan, Baik Sebagai Tanaman 
Produksi Maupun Sebagai Buffer 

4 25 – 40% Curam Tanaman Keras Tahunan Terutama Sebagai Buffer 

5 >40% Sangat Curam Kawasan Lindung 

Sumber: SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980 
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1) Kawasan peruntukan hutan produksi; 

Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Kulon Progo berupa hutan produksi 

terbatas. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang digunakan untuk 

kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan 

fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan di bawahnya. 

2) Kawasan peruntukan hutan rakyat; 

Hutan rakyat merupakan hutan yang dikelola masyarakat dan bertempat di lahan milik 

masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka wilayah ditetapkan menjadi sentra 

bagi pengembangan hutan rakyat yang dapat dikonversi adalah di Kecamatan Temon 

seluas 794,25 ha, Kecamatan Wates seluas 184 ha, Kecamatan Panjatan seluas 651 ha, 

Kecamatan Galur seluas 291 ha, Kecamatan Lendah seluas 572 ha, Kecamatan Sentolo 

seluas 937 ha, Kecamatan Pengasih seluas 1.389 ha, Kecamatan Kokap seluas 4.247 ha, 

Kecamatan Nanggulan seluas 435 ha, Kecamatan Girimulyo seluas 3.095,50 ha, 

Kecamatan Samigaluh seluas 3.675 ha, dan Kecamatan Kalibawang seluas 1.855,37 ha. 

3) Kawasan peruntukan pertanian; 

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman 

pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan 

peternakan.  

a. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan 

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan 

basah dan pertanian lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah merupakan 

kawasan pertanian yang tersedia air secara terus menerus sepanjang tahun dan cocok 

untuk komoditas tanaman padi dengan ciri pengolahan tanah sawah.  

Persebaran pertanian lahan basah meliputi sebagian wilayah Kecamatan Temon, 

Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Girimulyo, Nanggulan, 

Kalibawang, dan Samigaluh seluas kurang lebih 10.622 Ha. Kawasan peruntukan 

pertanian lahan kering seluas kurang lebih 29.328 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus 

dua puluh delapan) hektare tersebar di seluruh kecamatan 

b. Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura 

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura ditetapkan pengelolaannya untuk 

kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan. Lokasi kawasan peruntukan pertanian 

hortikultura tersebar di seluruh kecamatan 

c. Kawasan Peruntukan Perkebunan 

Kawasan perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuai untuk komoditas 

tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi dengan tujuan untuk 

memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam 

meningkatkan produksi perkebunan dengan tetap memperhatikan kelestarian 

lingkungan.  
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Kawasan atau lokasi perkebunan tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Kulon 

Progo dan tidak diatur berdasarkan komoditi tertentu namun disesuaikan dengan 

potensi/kesesuaian lahan, terdiri atas komoditas kakao, kopi, kelapa, cengkeh, 

tembakau, nilam, lada, teh, gebang, jambu meter. 

Selain itu juga ditetapkan kawasan agropolitan yang meliputi pengembangan 

kawasan agropolitan Kalibawang, dengan DPP di Desa Banjararum dan 

pengembangan kawasan agropolitan Temon, dengan DPP di Desa Jangkaran. 

d. Kawasan Peternakan 

Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan 

besar kecil dan unggas. Kawasan ini merupakan kawasan padang rumput atau semak 

belukar cukup luas (minimum dua hektare) yang diperuntukkan bagi melepaskan dan 

sekaligus memelihara ternak. Lokasi untuk kawasan peternakan diutamakan pada 

tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya.  

Lokasi kawasan peternakan baik ternak besar (komoditas sapi, kuda, dan 

kerbau), ternak kecil (komoditas kambing, domba, babi, dan kelinci) dan unggas 

(komoditas ayam, itik, dan puyuh) tersebar di seluruh kecamatan 

4) Kawasan peruntukan perikanan; 

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan 

perikanan baik darat maupun laut dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan 

pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan 

produksi perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.  

Lokasi pengembangan kawasan perikanan: 

1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap 

      Kawasan peruntukan perikanan tangkap (laut) di Kecamatan Temon, Kecamatan 

Wates, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur  (sepanjang 24,9 kilometer pantai 

Selatan hingga 4 mil ke Samudera Hindia). 

2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya 

 Budidaya perikanan darat yang tersebar di seluruh kecamatan. 

 Budidaya perikanan air payau (tambak) di Kecamatan Galur, Wates, dan Temon. 

3) Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 

 Industri pengolahan tepung ikan di Desa Glagah Kecamatan Temon; 

 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi: 

- TPI di pelabuhan pendaratan ikan Tanjung Adikarta Desa Karangwuni 

Kecamatan Wates;  

- TPI Congot di Desa Jangkaran Kecamatan Temon; 

- TPI Bugel di Kecamatan Panjatan; dan 

- TPI Trisik di Kecamatan Galur. 

 Pasar induk perikanan di sekitar Kompleks Perdagangan Gawok Kecamatan 

Wates. 
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 Dermaga pelabuhan ikan di Desa Karangwuni Kecamatan Wates dan sebagian 

Desa Glagah Kecamatan Temon dengan luas 83 Ha 

Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 

32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan maka Kabupaten Kulon Progo 

ditetapkan sebagai salah satu kabupaten sebagai Kawasan Minapolitan seluas kurang 

lebih 7.160 hektare, dengan lokasi di Kecamatan Wates dan Kecamatan Nanggulan. 

5) Kawasan peruntukan pertambangan; 

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam 

pertambangan mineral dan batubara, yang terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan 

mineral (logam dan non logam) dan batubara, serta kawasan peruntukan pertambangan 

panas bumi, minyak dan gas bumi. Arahan pengembangan kawasan peruntukan 

pertambangan terutama bahan galian pasir besi di sepanjang pantai Kabupaten Kulon 

Progo.  

Pembagian (deliniasi) lokasi kawasan potensi tambang (Kawasan Peruntukan 

Pertambangan) atau Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) secara fungsional dan spasial 

dapat dilihat dalam Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan 

6) Kawasan peruntukan industri; 

Kawasan ini merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan 

industri yang pematangan tanah dan penyediaan sarana sepenuhnya dilakukan oleh 

pengusaha kawasan industri. 

a. Industri Besar 

 Kawasan peruntukan Industri besar di Kabupaten Kulon Progo direncanakan dengan 

lokasi meliputi: 

1) Kawasan Industri Sentolo dengan luas kurang lebih 4.796 Ha di Kecamatan 

Sentolo dan Kecamatan Lendah. 

2) Kawasan Industri Temon di Kecamatan Temon berupa industri bahari dengan luas 

kurang lebih 500 Ha. 

3) Kawasan peruntukan industri yang berada di Kecamatan Nanggulan dengan luas 

700 Ha 

b. Industri Kecil dan Mikro, tersebar diseluruh kecamatan 

7) Kawasan peruntukan pariwisata 

Pengembangan kawasan peruntukan wisata meliputi : 

a. Pariwisata Alam 

Pengembangan Kawasan meliputi: 

a) Puncak Suroloyo berada di Kecamatan Samigaluh; 

b) Goa Kiskendo berada di Kecamatan Girimulyo; 

c) Gunung Kuncir berada di Kecamatan Nanggulan; 

d) Gunung Kelir berada di Kecamatan Girimulyo; 

e) Goa Sumitro berada di Kecamatan Girimulyo; 
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f) Goa Sriti berada di Kecamatan Samigaluh;  

g) Goa Lanang Wedok berada di Kecamatan Pengasih; 

h) Goa Kebon berada di Kecamatan Panjatan; 

i) Gunung Lanang berada di Kecamatan Temon; 

j) Goa Banyu Sumurup di Kecamatan Samigaluh; dan 

k) Arung Jeram di Sungai Progo 

b. Peruntukan Pariwisata Budaya 

Pengembangan pariwisata budaya meliputi : 

a) Makam Nyi Ageng Serang berada di Kecamatan Kalibawang; 

b) Goa Maria Sendangsono berada di Kecamatan Kalibawang; 

c) Monumen Nyi Ageng Serang berada di Kecamatan Wates; 

d) Makam Keluarga Pakualaman Girigondo berada di Kecamatan Temon; 

e) Petilasan Linggo Manik berada di Kecamatan Samigaluh; 

f) Petilasan Ki Jaragil berada di Kecamatan Samigaluh 

g) Makam Pangeran Aris Langu berada di Kecamatan Kalibawang; 

h) Makam Kyai Krapyak berada di Kecamatan Kalibawang; 

i) Petilasan Demang Abang berada di Kecamatan Kalibawang; dan 

j) Makam Kyai Paku Jati berada di Kecamatan Pengasih 

c. Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan 

Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi: 

a) Waduk Sermo berada di Kecamatan Kokap; 

b) Pemandian Clereng berada di Kecamatan Pengasih; 

c) Taman Wisata Ancol berada di Kecamatan Kalibawang;  

d) Jembatan Bantar berada di Kecamatan Sentolo; 

e) Jembatan Duwet berada di Kecamatan Kalibawang; 

f) Wisata agro meliputi: Kecamatan Temon; Kecamatan Galur; Kecamatan Panjatan; 

Kecamatan Kokap; Kecamatan Kalibawang; dan Kecamatan Samigaluh. 

g) Wisata desa kerajinan  

Kawasan pengembangan pariwisata desa kerajinan dan budaya adalah kawasan 

yang diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata desa kerajinan dan budaya 

dengan mendayagunakan kerajinan dan budaya berdasarkan sosio kultural 

masyarakat. Lokasi kawasan tersebut meliputi: Kecamatan Galur; Kecamatan 

Lendah; Kecamatan Nanggulan; Kecamatan Kalibawang; dan Kecamatan Sentolo. 
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Sumber : RTRW Kulon Progo 

Gambar 2.8  

Peta Kawasan Budidaya Kabupaten Kulon Progo 

 

2.1.3 Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 berjumlah 445.655  jiwa terdiri dari 

laki-laki 221.293 jiwa dan perempuan 224.362 jiwa dengan jumlah rumah tangga 149.172 rumah 

tangga. Adapun pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi pada kurun empat tahun terakhir 

yaitu naik sebesar 1,18% pada tahun 2012, tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 13,14%, 

tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,30%, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,44% 

tahun 2016 mengalami kenaikan 0.30% dan naik  1,87 & di tahun 2017 . Demikian juga jumlah 

keluarga mengalami kenaikan dari sebanyak 144.578 pada tahun 2012 pada tahun 2013 

mengalami penurunan menjadi 135.155 pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 138,984, 

pada tahun 2015 sebesar 145.152, pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 146.414 dan 

mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 149.172. 

Peningkatan jumlah penduduk dan jumlah keluarga merupakan hasil validasi 

kependudukan yang memperhitungkan penghapusan penduduk yang sudah tidak berdomisili di 

Kulon Progo, maupun pemisahan keluarga bagi anggota keluarga yang sudah berkeluarga. Secara 

rinci perkembangan penduduk disajikan pada Tabel berikut ini. 
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Tabel  2.17  

Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan 

Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Kulon Progo 

No. Tahun Penduduk Jumlah 
Kepala 

Keluarga 
Laki-laki Perempuan Jumlah Pertumbuhan 

1 2008 234.364 242.203 476.387 2,81% 130.407 

2 2009 240.096 247.975 488.071 2,45% 137.720 

3 2010 231.672 238.848 470.520 -3,59% 136.120 

4 2011 233.289 240.333 473.622 0,65% 139.420 

5 2012 236.064 243.125 479.189 1,18% 144,578 

6 2013 206.546 209.663 416.209 -13,14% 135,155 

7 2014 206.494 210.979 417.473 0,30% 138.984 

8 2015 216.651 219.472 436.123 4,44% 145.152 

9 2016 216.902 220.539 437.441 0,30% 146.414 

10 2017 221.293 224.362 445.665 1,87 % 149.172 

 Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, Semester I 2017 

 

Menurut komposisi umur diketahui pada tahun 2017  jumlah penduduk berusia 0-4 tahun 

mengalami kenaikan  dibandingkan tahun 2016 dari sejumlah 25.908 menjadi 27.432. Jumlah 

penduduk usia produktif (15-59 tahun) pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 278.843, 

tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 271.140. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan 

menjadi 271.255. dan pada tahun 2017 naik menjadi 277.331. Secara rinci jumlah penduduk 

menurut batasan umur disajikan pada Tabel berikut. 

 

Tabel  2.18  

Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Kulon Progo 

No. Kelompok 
Umur 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 0 – 4 30.984 30.89 29.245 27.039 28.073 25.908 27.432 

2. 5 – 9 31.111 31.49 30.208 29.480 32.165 30.965 32.242 

3. 10 – 14 32.496 32.509 30.866 29.481 31.048 29.489 31.045 

4. 15 – 19 33.779 33.769 29.751 28.952 32.468 31.273 32.308 

5. 20 – 24 31.592 32.045 27.850 29.097 30.263 31.137 31.939 

6. 25 – 29 38.085 36.021 26.998 26.659 27.282 27.358 28.408 

7. 30 – 34 40.701 41.204 30.330 30.069 31.465 30.725 30.404 

8. 35 – 39 38.744 38.670 29.637 30.203 31.354 31.216 32.351 

9. 40 – 44 37.990 38.378 30.378 29.018 30.573 30.454 31.186 

10. 45 – 49 33.917 35.165 31.401 32.024 32.182 32.071 32.368 

11. 50 – 54 29.603 30.758 28.671 28.424 29.164 29.873 30.557 

12. 55 – 59 16.250 23.193 24.105 23.758 24.967 26.389 27.810 

13. 60 – 64 22.049 17.941 19.008 18.216 19.430 20.212 21.593 
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No. Kelompok 
Umur 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

14. 65-69 16.604 15.916 15.113 15.555 15.501 16.408 16.560 

15 70-74 15.287 16.288 14.625 14.645 13.953 14.919 13.846 

16 >75 21.595 22.973 19.162 22.430 24.031 27.222 25.246 

17 TOTAL 473.622 479.189 416.209 417.473 436.123 437.441 445.655 

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo,  Semester I Tahun 2017 

 

Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2017 jumlah penduduk 

perempuan Kulon Progo sebesar 50,4% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu 

sebesar 49,6%. Kondisi  ini tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2016. Hal ini 

terlihat dari besarnya sex ratio di Kabupaten Kulon Progo sebesar 98,35 pada tahun 2016 %. Sex 

ratio pada tahun 2017 sebesar 98,63 % yang berarti terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki dalam 

setiap 100 penduduk perempuan. Secara rinci jumlah penduduk menurut sex ratio disajikan pada 

Tabel berikut. 

Tabel  2.19  

Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Keadaan per 31 Desember 2016 

Tahun Laki-Laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (orang) Sex Ratio 

2010 231,672 238,848 470,520 97.00% 

2011 233,289 240,333 473,622 97.07% 

2012 236,064 243,125 479,189 97.10% 

2013 206,546 209,663 416,209 98.51% 

2014 206,494 210,979 417,473 97.87% 

2015 216.651 219.472 436.123 98,71% 

2016 216.902 220.539 437.441 98,35% 

       2017         221.293            224.362            445.655       98,63 % 

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo,  Semester I Tahun 2017 

 

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi kependudukan maka tiap tahun dilakukan 

perekaman data hingga tuntas sehingga penduduk yang wajib KTP sudah terdata semua. Adapun  

perekaman data program e-KTP per kecamatan telah dilaksanakan. Sampai dengan 31 Desember 

2017, capaiannya ditampilkan dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.20  

Data hasil perekaman e-KTP Kabupaten Kulon Progo 

Keadaan per 31 Desember 2017 

No. Kecamatan Wajib KTP Hasil perekaman % Sisa 

1. Temon 21.997 21.324 96.94      673  

2. Wates 36.752 35.688 97.10    1.064  
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No. Kecamatan Wajib KTP Hasil perekaman % Sisa 

3. Panjatan 29.626 28.817 97.27        809  

4. Galur 25.363 24.838 97.93        525  

5. Lendah 31.623 30.970 97.94        653  

6. Sentolo 38.159 37.401 98.01       758  

7. Pengasih 39.256 38.349 97.69        907  

8. Kokap 28.401 27.591 97.15        810  

9. Girimulyo 19.759 19.293 97.64       466  

10. Nanggulan 23.722 23.315 98.28        407  

11. Samigaluh 22.457 21.600 96.18        857  

12. Kalibawang 24.038 23.233 96.65        805  

Jumlah 341.153 332 97.40    8.734 

     

Sumber data: Dinas Dukcapil Kulon Progo,  Semester I Tahun 2017 

 

Capaian Standar Pelayanan Minimal yang menjadi ketugasan SKPD Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil terlihat di Tabel berikut ini. 

Tabel  2.21  

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kependudukan 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

Jenis Pelayanan 

Dasar 

  Nasional   Capaian Daerah 

Ket. 
Indikator 

Nilai 
(%) 

Batas waktu 

pencapaian 

Target Realisasi 

2016 2016 

(%) (%) 

Pelayanan 

Dokumen 

Kependudukan 

Cakupan penerbitan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) 
100 2015 100 96.25 

 

 

Cakupan penerbitan Akta  

Kelahiran 
100 2020 90 94.69 

 

 

Cakupan penerbitan KK  100 2015 100 100,00  
Cakupan Penerbitan Akta Kematian 70 2020 60 96.55  

Sumber data : Dinas Dukcapil Kulon Progo, 2016 

 

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi 

1. Pertumbuhan PDRB 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan 

jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam 

periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non 

residen (BPS 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah  

dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan 
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jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber 

daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha 

masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten 

Kulon Progo dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga 

berlaku. 

Menurut (BPS 2016) bahwa Data Pendapatan Nasional adalah salah satu indikator makro 

yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Hal tersebut dapat 

dipergunakan untuk melaksanakan analisis ekonomi suatu wilayah yang meliputi : PDRB harga 

konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 

ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menununjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi 

yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau 

menunjukkan perananan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga 

berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar 

harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita. 

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu 

mengalami kenaikan (lihat Tabel 2.22), pada tahun 2017 mencapai 8,7 trilyun rupiah, tahun 2016 

mencapai 8,2 trilyun rupiah, sedangkan pada tahun 2015 7.6 trilyun,  tahun 2014 mencapai 7.03 

trilyun rupiah, tahun 2013 mencapai 6.49 trilyun rupiah. Nilai PDRB yang selalu mengalami 

kenaikan tersebut mengindikasikan selalu terjadi pertumbuhan posiitif PDRB Kabupaten Kulon 

Progo.  Hal tersebut sejalan dengan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang 

banyak dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraannya. 

Tabel  2.22   

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 (dalam Juta Rupiah) 

Kategori Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,373.63 1,442.66 1,566.77 1,658.81 
                
1,770.06  

 
1 

Pertanian, Peternakan, 
Perburuan dan Jasa Pertanian 1,101.15 1,150.87 1,244.93 1,322.99 

                
1,421.76  

  
a. Tanaman Pangan  295.97 299.78 346.21 368.83 

                   
379.41  

  
b. Tanaman Hortikultura  339.15 335.12 353.09 368.52 

                   
413.59  

  
c. Tanaman Perkebunan 142.45 156.70 154.20 172.02 

                   
182.97  

  
d. Peternakan  300.35 332.45 363.69 384.30 

                   
414.18  

  
e. Jasa Pertanian dan Perburuan   23.22 26.70 27.74 29.32 

                    
31.58  

 
2 

Kehutanan dan Penebangan 
Kayu 202.14 212.59 233.68 243.72 

                   
246.10  

 
3 Perikanan  70.34 79.20 88.16 92.10 

                   
102.20  

B Pertambangan dan Penggalian  98.94 101.82 109.89 115.60 
                   
122.22  

 
1 Pertambangan Minyak, Gas dan - - - -  -  
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Kategori Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Panas Bumi 

 
2 

Pertambangan Batubara dan 
Lignit - - - -  -  

 
3 Pertambangan Bijih Logam - - - -  -  

 
4 

Pertambangan dan Penggalian 
Lainnya 98.94 101.82 109.89 115.60 

                   
122.22  

C Industri Pengolahan 780.59 871.87 925.81 1,014.20 
                
1,050.79  

 
1 

Industri Batubara dan 
Pengilangan Migas - - - -   

 
2 Industri Makanan dan Minuman  601.20 689.09 733.11 805.17 

                   
834.31  

 
3 Pengolahan Tembakau 61.38 57.29 57.17 60.02 

                    
64.27  

 
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 29.84 32.85 35.45 38.36 

                    
40.80  

 
5 

Industri Kulit, Barang dari Kulit 
dan Alas Kaki  0.63 0.64 0.68 0.73 

                      
0.78  

 

6 

Industri Kayu, Barang dari Kayu 
dan Gabus dan Barang Anyaman 
dari Bambu, Rotan dan 
Sejenisnya  9.75 9.93 10.16 10.19 

                    
10.40  

 

7 
Industri Kertas dan Barang dari 
Kertas, Percetakan dan 
Reproduksi Media Rekaman  0.34 0.36 0.37 0.40 

                      
0.40  

 
8 

Industri Kimia, Farmasi dan Obat 
Tradisional 22.94 24.90 27.28 29.47 

                    
29.43  

 
9 

Industri Karet, Barang dari Karet 
dan Plastik 0.51 0.52 0.50 0.52 

                      
0.56  

 
10 

Industri Barang Galian bukan 
Logam 15.13 15.99 15.95 16.73 

                    
17.89  

 
11 Industri Logam Dasar  - - - -  -  

 
12 

Industri Barang dari Logam, 
Komputer, Barang Elektronik, 
Optik dan Peralatan Listrik 0.55 0.59 0.59 0.63 

                      
0.65  

 
13 

Industri Mesin dan Perlengkapan 
YTDL 4.17 5.27 7.53 13.00 

                    
11.14  

 
14 Industri Alat Angkutan - - - -  -  

 
15 Industri Furnitur 8.15 8.24 8.58 9.13 

                      
8.93  

 
16 

Industri pengolahan lainnya, jasa 
reparasi dan pemasangan mesin 
dan peralatan 26.00 26.20 28.45 29.86 

                    
31.24  

D Pengadaan Listrik dan Gas 4.19 4.86 5.66 6.82 
                      
6.36  

 
1 Ketenagalistrikan  4.16 4.82 5.62 6.78 

                      
6.32  

 
2 

 Pengadaan Gas dan Produksi 
Es 0.04 0.04 0.04 0.04 

                      
0.04  

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 9.01 10.01 10.52 11.20 

                    
11.68  

F Konstruksi 561.70 602.70 649.78 710.84 
                   
752.01  

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 843.41 928.41 1,008.69 1,131.57 

                
1,184.41  

 
1 

Perdagangan Mobil, Sepeda 
Motor dan Reparasinya 37.42 42.42 46.42 50.70 

                    
54.39  
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Kategori Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

 
2 

Perdagangan Besar dan Eceran, 
Bukan Mobil dan Sepeda Motor 805.99 885.99 962.27 1,080.86 

                
1,130.02  

H Transportasi dan Pergudangan  547.29 593.00 636.39 669.41 
                   
695.73  

 
1 Angkutan Rel  2.72 3.52 4.23 4.69 

                      
4.63  

 
2 Angkutan Darat 442.09 479.00 510.91 531.81 

                   
550.45  

 
3 Angkutan Laut  - - - -   

 
4 

Angkutan Sungai Danau dan 
Penyeberangan - - - -   

 
5 Angkutan Udara - - - -   

 
6 

Pergudangan dan Jasa 
Penunjang Angkutan, Pos dan 
Kurir 102.48 110.48 121.25 132.91 

                   
140.65  

I 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 242.86 267.89 296.72 324.99 

                   
345.69  

 
1 Penyediaan Akomodasi  0.28 0.31 0.36 0.4 

                      
0.43  

 
2 Penyediaan Makan Minum 242.58 267.58 296.36 324.59 

                   
345.69  

J Informasi dan Komunikasi 342.99 364.48 382.52 413.77 
                   
429.17  

K Jasa Keuangan dan Asuransi 205.58 229.41 255.82 271.63 
                   
303.83  

 
1 Jasa Perantara Keuangan  186.78 208.46 233.28 247.38 

                   
280.97  

 
2 Asuransi dan Dana Pensiun 6.12 6.93 7.41 7.91 

                      
8.37  

 
3 Jasa Keuangan Lainnya 12.51 13.83 14.93 16.13 

                    
17.14  

 
4 Jasa Penunjang Keuangan 0.17 0.19 0.20 0.21 

                      
0.22  

L Real Estate 213.83 233.58 256.04 281.44 
                   
291.86  

M,N Jasa Perusahaan 18.11 20.30 22.11 23.42 
                    
24.22  

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 548.40 615.52 684.13 760.65 

                   
810.14  

P Jasa Pendidikan 369.07 409.07 461.61 491.52 
                   
516.11  

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 92.25 100.50 112.61 119.45 
                   
127.52  

R,S,T,U Jasa lainnya 237.74 260.50 286.47 307.11 
                   
315.43  

 
PDRB 6,489.59 7,056.58 7,671.54 8,312.43 8,757.23 

Sumber data : Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2017 
*angka sementara 
**angka sangat sementara 
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Tabel  2.23  

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 (dalam Juta Rupiah) 

Kategori Uraian 2013 2014 2015 * 2016 ** 2017*** 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,131.36 1,120.17 1,138.92 1,158.71 1,186.69 

  1 
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa 
Pertanian 

890.44 873.91 885.58 901.92 929.04 

    a. Tanaman Pangan  256.06 257.61 263.89 271.40 274.82 

    b. Tanaman Hortikultura  256.33 226.65 227.59 227.99 239.55 

    c. Tanaman Perkebunan  113.51 114.27 109.85 111.15 114.35 

    d. Peternakan  244.47 253.61 261.91 268.56 276.49 

    e. Jasa Pertanian dan Perburuan   20.08 21.77 22.33 22.82 23.83 

  2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 185.73 188.68 193.14 195.20 192.60 

  3 Perikanan  55.19 57.57 60.20 61.60 65.06 

B Pertambangan dan Penggalian  90.14 91.49 91.99 93.58 98.55 

  1 
Pertambangan Minyak, Gas dan Panas 
Bumi 

0 0 0 0 0 

  2 Pertambangan Batubara dan Lignit 0 0 0 0 0 

  3 Pertambangan Bijih Logam 0 0 0 0 0 

  4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 90.14 91.49 91.99 93.58 98.55 

C Industri Pengolahan 696.31 755.84 782.47 823.77 839.92 

  1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas 0 0 0 0 0 

  2 Industri Makanan dan Minuman  543.29 608.87 631.88 664.97 683.29 

  3 Pengolahan Tembakau 44.28 35.34 34.42 34.92 31.92 

  4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 23.84 25.52 26.81 28.04 28.51 

  5 
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas 
Kaki  

0.52 0.51 0.54 0.55 0.57 

  6 
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus 
dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan 
dan Sejenisnya  

9.62 9.59 9.50 9.42 9.59 

  7 
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, 
Percetakan dan Reproduksi Media 
Rekaman  

0.31 0.32 0.32 0.34 0.33 

  8 
Industri Kimia, Farmasi dan Obat 
Tradisional 

24.15 25.88 27.51 29.41 29.92 

  9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 0.42 0.41 0.4 0.39 0.4 

  10 Industri Barang Galian bukan Logam 13.41 13.67 12.93 13.04 13.65 

  11 Industri Logam Dasar  0 0 0 0 0 

  12 
Industri Barang dari Logam, Komputer, 
Barang Elektronik, Optik dan Peralatan 
Listrik 

0.52 0.53 0.53 0.54 0.56 

  13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 3.64 4.52 6.41 10.60 9.02 

  14 Industri Alat Angkutan 0 0 0 0 0 

  15 Industri Furnitur 7.81 7.71 7.64 8.12 7.76 

  16 
Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi 
dan pemasangan mesin dan peralatan 

24.50 22.97 23.59 23.43 24.41 
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Kategori Uraian 2013 2014 2015 * 2016 ** 2017*** 

D Pengadaan Listrik dan Gas 5.71 6.03 6.21 7.10 7.24 

  1 Ketenagalistrikan  5.68 5.99 6.17 7.07 7.20 

  2  Pengadaan Gas dan Produksi Es 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 

8.24 8.34 8.52 8.74 8.85 

F Konstruksi 483.86 508.86 530.76 565.13 583.11 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 

757.22 796.72 848.66 901.27 940.29 

  1 
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan 
Reparasinya 

32.49 34.99 36.09 38.56 40.49 

  2 
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan 
Mobil dan Sepeda Motor 

724.73 761.73 812.57 862.71 899.80 

H Transportasi dan Pergudangan  502.39 512.69 531.19 545.33 552.38 

  1 Angkutan Rel  2.25 2.55 2.75 2.87 2.61 

  2 Angkutan Darat 411.84 416.84 430.05 438.14 441.34 

  3 Angkutan Laut  0 0 0 0 0 

  4 
Angkutan Sungai Danau dan 
Penyeberangan 

0 0 0 0 0 

  5 Angkutan Udara 0 0 0 0 0 

  6 
Pergudangan dan Jasa Penunjang 
Angkutan, Pos dan Kurir 

88.30 93.30 98.40 104.32 108.43 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 209.36 219.37 231.15 244.86 254.28 

  1 Penyediaan Akomodasi  0.22 0.24 0.25 0.27 0.28 

  2 Penyediaan Makan Minum 209.14 219.14 230.90 244.59 254.00 

J Informasi dan Komunikasi 352.12 378.09 398.65 430.22 450.39 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 157.99 175.75 189.97 198.34 212.68 

  1 Jasa Perantara Keuangan  141.36 157.89 171.02 178.63 192.17 

  2 Asuransi dan Dana Pensiun 5.61 6.01 6.24 6.37 6.67 

  3 Jasa Keuangan Lainnya 10.87 11.69 12.55 13.17 13.68 

  4 Jasa Penunjang Keuangan 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 

L Real Estate 202.87 213.56 226.91 239.46 248.68 

M,N Jasa Perusahaan 18.33 19.56 20.89 21.61 22.48 

O 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

461.08 488.81 513.34 544.98 567.15 

P Jasa Pendidikan 353.04 378.04 405.42 421.21 442.28 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 84.99 91.00 97.50 103.02 108.53 

R,S,T,U Jasa lainnya 226.65 240.00 259.04 273.44 277.35 

   PDRB ADHK 5,741.66 6,004.32 6,281.80 6,580.78 6,800.93 

Sumber data : Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2017 
*angka sementara 
**angka sangat sementara 
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Sumber data : Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

Gambar 2.9  

Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Berlaku 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 

 

Sementara itu PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 

2010),  pada tahun tahun 2017 mencapai 6,8 trilyun rupiah, 2016 nilai PDRB mencapai sebesar 

6,5 trilyun rupiah, tahun 2015 sebesar 6,3 trilyun rupiah,  tahun 2014  sebesar 6,0 trilyun rupiah, 

tahun 2013 sebesar 5,74 trilyun rupiah, seperti tersajikan dalam tabel sebagai berikut : 

 

 

Sumber data : Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 

Gambar 2.10  

Produk Domestik Regional Bruto Dasar Harga Konstan 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 
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Sumber data : Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 

Gambar 2.11  

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2013 – 2017 (juta rupiah) 

 

 

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut BPS Kabupaten Kulon Progo (2016), nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo atas 

dasar harga konstan 2010, pada tahun 2013 mencapai 5,74 triliun rupiah, mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 5.47 triliun rupiah. Hal ini memperlihatkan bahwa selama 

tahun 2013 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87 persen, lebih cepat dibandingkan dengan 

tahun 2012 yang hanya mampu tumbuh sebesar 4,37 persen. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi 

perlambatan  laju pertumbuhan ekonomi sampai sebesar 4,55 persen, dan terjadi percepatan 

kembali pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,62 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 

kembali mengalami percepatan kembali menjadi 4,88 persen. Hal tersebut disebabkan pada tahun 

2017 terjadi percepatan pada beberapa sektor yang cukup berarti menyumbang percepatan LPE 

yaitu, pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 5,31 persen, sub sektor tanaman hortikultura 

sebesar 5,07 persen, perdagangan mobil sepeda motor dan reparasi  5,01 persen, jasa keuangan 

dan asuransi sebesar 7,23 persen. 

LPE Kabupaten Kulon Progo diharapkan terus meningkat seiring dengan berbagai jenis 

kegiatan yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo, dimulainya pembangunan bandara New 

Yogyakarta International Airport, pembangunan kawasan penyangga Kawasan Strategis 

Pariwisata Nasional Borobudur. 

Pada tahun 2017 kategori lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan positif 

dan sangat berpengaruh besar adalah  di antaranya adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan 

dan perikanan sebesar 2,41 persen, lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 5,31 
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persen, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 1,96 persen, Jasa Keuangan dan Asusransi 

sebesar 7,23 persen. Dari ke empat sektor tersebut diharapkan pada tahun berikutnya akan 

senantiasa mengalami percepatan pertumbuhan sehingga akan berpengaruh pada kontribusi 

PDRB pada tahun berikutnya. 

 

Tabel  2.24  

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 

 

Kategori Uraian 2013 2014 
2015 

* 
2016 

** 
2017*** 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.45 -0.99 1.67 1.74 2.41 

  1 
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa 
Pertanian 

2.68 -1.86 1.33 1.85 3.01 

    a. Tanaman Pangan  0.54 0.60 2.44 2.85 1.26 

    b. Tanaman Hortikultura 6.35 -11.58 0.41 0.18 5.07 

    c. Tanaman Perkebunan  5.07 0.68 -3.87 1.18 2.88 

    d. Peternakan  0.33 3.74 3.27 2.54 2.95 

    e. Jasa Pertanian dan Perburuan   1.37 8.41 2.57 2.19 4.43 

  2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 0.31 1.59 2.36 1.07 -1.33 

  3 Perikanan  6.26 4.32 4.57 2.33 5.62 

B Pertambangan dan Penggalian  4.60 1.49 0.55 1.73 5.31 

  1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi - -       

  2 Pertambangan Batubara dan Lignit - -       

  3 Pertambangan Bijih Logam - -       

  4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 4.6 1.49 0.55 1.73 5.31 

C Industri Pengolahan 7.37 8.55 3.52 5.28 1.96 

  1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas - -       

  2 Industri Makanan dan Minuman  8.74 12.07 3.78 5.24 2.76 

  3 Pengolahan Tembakau -0.48 -20.19 -2.61 1.45 -8.59 

  4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 4.52 7.02 5.07 4.59 1.68 

  5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki  5.35 -2.26 5.86 1.85 3.64 

  6 
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan 
Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya  

4.48 -0.27 -0.99 -0.84 1.80 

  7 
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan 
dan Reproduksi Media Rekaman  

0.69 1.45 0.98 6.25 -2.94 

  8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 1.29 7.19 6.30 6.91 1.73 

  9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 1.32 -0.26 -3.54 -2.50 2.56 

  10 Industri Barang Galian bukan Logam 9.62 1.97 -5.42 0.85 4.68 

  11 Industri Logam Dasar            

  12 
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang 
Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik 

4.79 2.62 -0.36 1.89 3.70 

  13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL -3.69 24.11 41.81 65.37 -14.91 

  14 Industri Alat Angkutan           

  15 Industri Furnitur 0.34 -1.32 -0.85 6.28 -4.43 

  16 
Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan 
pemasangan mesin dan peralatan 

6.37 -6.26 2.71 -0.68 4.18 
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Kategori Uraian 2013 2014 
2015 

* 
2016 

** 
2017*** 

D Pengadaan Listrik dan Gas 6.5 5.47 2.99 14.33 1.97 

  1 Ketenagalistrikan  6.5 5.47 3.01 14.59 1.84 

  2  Pengadaan Gas dan Produksi Es 5.95 4.78 -8.81 0.00 0.00 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

1.06 1.21 2.14 2.58 1.26 

F Konstruksi 4.21 5.17 4.30 6.48 3.18 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

5.33 5.22 6.52 6.20 4.33 

  1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 6.29 7.70 3.15 6.84 5.01 

  2 
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan 
Sepeda Motor 

5.29 5.11 6.67 6.17 4.30 

H Transportasi dan Pergudangan  3.19 2.05 3.61 2.66 1.29 

  1 Angkutan Rel  -0.35 13.31 7.77 4.36 -9.06 

  2 Angkutan Darat 2.57 1.21 3.17 1.88 0.73 

  3 Angkutan Laut            

  4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan           

  5 Angkutan Udara           

  6 
Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos 
dan Kurir 

6.29 5.66 5.46 6.02 3.94 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7.39 4.78 5.37 5.93 3.85 

  1 Penyediaan Akomodasi  8.05 6.46 4.65 8.00 3.70 

  2 Penyediaan Makan Minum 7.39 4.78 5.37 5.93 3.85 

J Informasi dan Komunikasi 6.15 7.37 5.44 7.92 4.69 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 13.62 11.24 8.09 4.41 7.23 

  1 Jasa Perantara Keuangan  14.89 11.69 8.32 4.45 7.58 

  2 Asuransi dan Dana Pensiun 0.96 7.03 3.88 2.08 4.71 

  3 Jasa Keuangan Lainnya 5.41 7.59 7.35 4.94 3.87 

  4 Jasa Penunjang Keuangan -0.63 5.34 0.88 0.00 0.00 

L Real Estate 4.48 5.27 6.25 5.53 3.85 

M,N Jasa Perusahaan 4.03 6.72 6.80 3.45 4.03 

O 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

5.11 6.02 5.02 6.16 4.07 

P Jasa Pendidikan 3.96 7.08 7.24 3.89 5.00 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.27 7.08 7.14 5.66 5.35 

R,S,T,U Jasa lainnya 4.55 5.89 7.93 5.56 1.43 

  Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 4.87 4.57 4.62 4.76 4.88 

Sumber data : Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2017 
* angka sementara 
**angka sangat sementara 

*** angka proyeksi 
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3. Distribusi Persentase PDRB 

Sektor PDRB yang  memiliki distribusi persentase tinggi akan sangat berpengaruh terhadap 

laju pertumbuhan ekonomi apabila terjadi sedikit saja perubahan. Sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan sebagai tulang punggung struktur ekonomi Kabupaten Kulon Progo merupakan sektor 

yang berkontribusi sangat tinggi terhadap struktur perekonomian. Karena dari tahun ke tahun 

senantiasa memiliki  persentase tertinggi dibanding sektor lainnya. Meskipun terjadi 

kecenderungan penurunan peran mulai dari tahun 2013 sebesar 19,70 persen, tahun 2014 

sebesar 18,66 persen, tahun 2015 sebesar 18,20 persen dan pada tahun 2016 terus menurun 

menjadi 17,61 persen sampai dengan tahun 2017 menjadi 17,45 persen. Hal tersebut dipicu 

terjadinya pertumbuhan negative pada tahun 2014 sebesar -0,99 persen yang mempengaruhi 

besaran laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penurunan pertumbuhan di sektor 

pertanian pada tahun 2014 dipengaruhi oleh penurunan sub sektor tanaman bahan makanan. 

Dimana sub sektor tanaman bahan makanan merupakan penyumbang terbesar dalam sektor 

primer di Kulon Progo terutama produksi padi. Faktor musim kemarau yang sangat panjang (el 

nino) yang terjadi pada  tahun 2014 yang menyebabkan kekeringan mempunyai andil yang sangat 

besar terhadap terganggunya panen padi di wilayah sebagian besar Kabupaten Kulon Progo. 

Namun demikian, situasi tersebut masih tertolong dengan sistem irigasi yang berjalan dengan baik 

dan lancar, meskipun tidak dapat memenuhi seratus persen kebutuhan air pada sistem pertanian. 

Sub sektor tanaman pangan sebagai bahan makanan mempunyai share yang besar pada 

sektor pertanian sebesar 4,29 pada tahun 2013 dan masih bertahan hingga tahun 2017 sebesar 

4,04 persen, sehingga besaran pertumbuhan sub sektor tanaman pangan sebagai bahan makanan 

sangat berpengaruh pada pertumbuhan sektor pertanian. Peran sektor ini baik secara berlaku 

maupun konstan cukup tinggi, sehingga sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan.  

Sektor kedua yang memiliki kontribusi besar dalam menyusun struktur ekonomi Kabupaten 

Kulon Progo adalah sektor perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.  

Sektor ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 pempunyai 

kontribusi sebesar 13,19 persen meningkat sampai dengan tahun 2017 sebesar 13, 83 persen. Hal 

tersebut disebabkan karena terjadinya pertumbuhan yang cukup signifikan pada sub sektor 

perdagangan besar bukan mobil yang berperan sebasar  13,19  persen pada tahun 2013 dan 

meningkat sampai sebesar 13,83 persen pada tahun 2017.  

Sektor terakhir yang berkontribusi terbesar ketiga adalah sektor Industri Pengolahan. Dan 

dari sektor tersebut, sub sektor Industri Makanan dan Minuman memiliki kontribusi yang terbesar.  

Hal tersebut disebabkan pada tahun 2013 sub sektor ini berkontribusi sebesar 9,46 persen dan 

meningkat cukup signifikan sebesar 10,05 persen pada tahun 2017. Seiring dengan 

dicanangkannya Kawasan Industri Sentolo (KIS) maka sektor ini diharapkan akan tumbuh sangat 

signifikan mengalami pertumbuhan positif, dan akan mengalami laju pertumbuhan yang tinggi. 

Pada sektor kontruksi, meskipun pada tahun 2013 hanya mempunyai kontribusi sebesar 8, 

43 persen dan stabil sampai dengan tahun 2017, akan tetapi adanya proyek penyelesaian 

Pelabuhan Adhikarto di Glagah, pembangunan dan pelebaran jalan nasional, perbaikan 

infrastruktur, dan pembangunan prasarana dan sarana fisik lain diharapkan mendorong 
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pertumbuhan yang cukup stabil pada sektor konstruksi. Sektor ini mampu tumbuh secara stabil 

pada kisaran empat persen sampai dengan lima persen.  Kenaikan sektor konstruksi diharapkan 

akan berpengaruh besar ketika sudah mulainya pembangunan Bandara New Yogyakarta 

International Airport, pembangunan JJLS atau pembangunan jalan baru dari ruas Bugel – Girijati 

Samas – Kretek Parangtritis, pembangunan kawasan peruntukan industri, kawasan KSPN, 

pembangunan embung dan pembangunan lainnya yang berkaitan dengan layanan dasar 

masyarakat. 

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti rumah sakit dan 

lembaga pendidikan swasta mengalami kecenderungan naik. Dengan semakin naiknya jasa rumah 

sakit dari sisi positifnya bisa diperkirakan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat semakin 

membaik. Beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 

antara lain: pada pertengahan bulan Oktober 2011 dikeluarkan kebijakan Bupati bahwa semua 

masyarakat Kulon Progo gratis berobat di Puskesmas dan RSUD berlaku mulai November 2011 

hendaknya dipertahankannya kebijakan tersebut sampai dengan masa masa yang akan datang. 

Hal tersebut terbukti semakin dipertegas dengan adanya peningkatan kontribusi pada sektor ini 

yang pada tahun 2013 hanya sebesar 1,48 persen meningkat 2017 menjadi 1,60 persen. 

Kebijakan Bupati Kulon Progo yang sangat popular di tengah-tengah masyarakat Kulon Progo 

tersebut, ditambah dengan semangat “Bela Beli Kulon Progo” dan “Gentong Rembes” bahkan 

sampai menjadi isu nasional dan mengantarkan Bupati Kulon Progo meraih penghargaan di tingkat 

nasional.  

Tabel  2.25  

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2013-2017 

 

Kategori Uraian 2013 2014 2015* 2016** 2017**** 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 19.70 18.66 18.13 17.61 17.45 

  1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 15.51 14.56 14.10 13.71 13.66 

    a. Tanaman Pangan  4.46 4.29 4.20 4.12 4.04 

    b. Tanaman Hortikultura  4.46 3.77 3.62 3.46 3.52 

    c. Tanaman Perkebunan  1.98 1.9 1.75 1.69 1.68 

    d. Peternakan  4.26 4.22 4.17 4.08 4.07 

    e. Jasa Pertanian dan Perburuan   0.35 0.36 0.36 0.35 0.35 

  2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 3.23 3.14 3.07 2.97 2.83 

  3 Perikanan  0.96 0.96 0.96 0.94 0.96 

B Pertambangan dan Penggalian  1.57 1.52 1.46 1.42 1.45 

  1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi           

  2 Pertambangan Batubara dan Lignit           

  3 Pertambangan Bijih Logam           

  4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 1.08 1.13 1.46 1.42 1.45 

C Industri Pengolahan 12.13 12.57 12.46 12.52 12.35 
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Kategori Uraian 2013 2014 2015* 2016** 2017**** 

  1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas           

  2 Industri Makanan dan Minuman  9.46 10.14 10.06 10.10 10.05 

  3 Pengolahan Tembakau 0.77 0.59 0.55 0.53 0.47 

  4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 0.42 0.43 0.43 0.43 0.42 

  5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki  0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

  6 
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang 
Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya  

0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 

  7 
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan 
Reproduksi Media Rekaman  

0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 

  8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 0.42 0.42 0.44 0.45 0.44 

  9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

  10 Industri Barang Galian bukan Logam 0.23 0.23 0.21 0.20 0.20 

  11 Industri Logam Dasar  0 0       

  12 
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, 
Optik dan Peralatan Listrik 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

  13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 0.06 0.06 0.10 0.16 0.13 

  14 Industri Alat Angkutan 0 0       

  15 Industri Furnitur 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 

  16 
Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan 
mesin dan peralatan 

0.43 0.38 0.38 0.36 0.36 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0.1 0.1 0.10 0.11 0.11 

  1 Ketenagalistrikan  0.1 0.1 0.10 0.11 0.11 

  2  Pengadaan Gas dan Produksi Es 0 0 0.00 0.00 0.00 

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 

F Konstruksi 8.43 8.48 8.45 8.59 8.57 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 
Motor 

13.19 13.27 13.51 13.70 13.83 

  1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 0.57 0.58 0.57 0.59 0.60 

  2 
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda 
Motor 

12.62 12.69 12.94 13.11 13.23 

H Transportasi dan Pergudangan  8.75 8.54 8.46 8.29 8.12 

  1 Angkutan Rel  0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

  2 Angkutan Darat 7.17 6.94 6.85 6.66 6.49 

  3 Angkutan Laut  0 0       

  4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 0 0       

  5 Angkutan Udara 0 0       

  6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir 1.54 1.55 1.57 1.59 1.59 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.65 3.65 3.68 3.72 3.74 

  1 Penyediaan Akomodasi  0 0 0.00 0.00 0.00 

  2 Penyediaan Makan Minum 3.64 3.65 3.68 3.72 3.73 

J Informasi dan Komunikasi 6.13 6.3 6.35 6.54 6.62 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 2.75 2.93 3.02 3.01 3.13 

  1 Jasa Perantara Keuangan  2.46 2.63 2.72 2.71 2.83 
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Kategori Uraian 2013 2014 2015* 2016** 2017**** 

  2 Asuransi dan Dana Pensiun 0.1 0.1 0.10 0.10 0.10 

  3 Jasa Keuangan Lainnya 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 

  4 Jasa Penunjang Keuangan 0 0 0.00 0.00 0.00 

L Real Estate 3.53 3.56 3.61 3.64 3.66 

M,N Jasa Perusahaan 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 

O 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

8.03 8.14 8.17 8.28 8.34 

P Jasa Pendidikan 6.15 6.3 6.45 6.40 6.50 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.48 1.52 1.55 1.57 1.60 

R,S,T,U Jasa lainnya 3.95 4 4.12 4.16 4.08 

   PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100 100 100 100 100 

 
Sumber data : Dinas Kominfo  Kabupaten Kulon Progo, 2017 

* angka sementara 
**angka sangat sementara 
*** angka proyeksi 
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4. PDRB Per Kapita 

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah  

dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, 

besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar 

kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi 

yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai 

PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. 

Selama kurun waktu 2013-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar 

harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita Kabupaten 

Kulon Progo tercatat sebesar 16,165.38 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada 

tahun 2017 mencapai 21,192.84 juta rupiah.  

PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan berimplikasi pada 

meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pembebasan lahan pada 

beberapa kegiatan pertambangan pasir besi mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon Progo. 

Terlebih sejak akhir tahun 2016 pembebasan lahan bandara di Temon sangat berpengaruh 

terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan pada rencana pembangunan bandara akan 

berpengaruh pada PDRB per kapita Kulon Progo pada tahun-tahun yang akan datang. Bahkan 

diperkirakan pada tahun 2018 ke atas PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo akan mengalami 

lonjakan yang secara signifikan yang diperkirakan berhubungan dengan rencana pembangunan 

bandara baru.  

Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita seharusnya secara positif akan 

meningkatkan daya beli pasar Kulon Progo. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan 

permintaan pasar sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat 

mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan 

yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih 

kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu 

mendorong pembentukan karakter pasar Kulon Progo yang berorientasi pada produk lokal. Oleh 

karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga 

dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan kompetitif. Pemenuhan pasar 

pada skala lokal pada tahun 2018 ke atas diprediksikan akan mengalami perubahan yang 

mendasar dengan adanya pembangunan bandara baru di kabupaten Kulon Progo. Pasar lokal 

Kabupaten Kulon Progo diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar. 

Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan mentah perlu 

penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak dapat diabaikan bahwa struktur 

perekonomian Kabupaten Kulon Progo paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian 

khususnya tanaman bahan makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam 

meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian. 

Sejalan dengan integrasi ekonomi ASEAN dibawah payung ASEAN Economic Community 

(AEC), kebijakan single market and single production unit harus disikapi dengan formulasi 

kebijakan yang tepat dalam memberikan peluang pasar domestik dan industri lokal untuk 
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berkembang, salah satunya mendorong pembentukan struktur pasar berbasis karakter budaya 

lokal. 

 

 
 

Gambar 2.12  

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2013 – 2017 (ribu rupiah) 

 

5. Laju Inflasi  

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara 

umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami 

kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. 

Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk 

di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. 

Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.  

Inflasi Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini masih mengacu  pada Inflasi Kota 

Yogyakarta, hal tersebut karena kota Wates belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan 

penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2012-2016, laju inflasi di 

Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -14,62% per tahun 

dan kecenderungannya menurun. Nilai inflasi tertinggi Kota Yogyakarta adalah pada tahun 2013, 

yaitu sebesar 7,32% dan nilai inflasi pada tahun 2016 adalah yang terendah, yaitu 2,29%. 

Fluktuasi inflasi Kota Yogyakarta ini sejalan dengan fluktuasi inflasi di tingkat nasional, dimana 

pada tingkat nasional, inflasi tertinggi adalah pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2016. 

Meski demikian, nilai inflasi Kota Yogyakarta lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional.  
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Tabel  2.26  

Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2012-2016 

 

No Kelompok Pengeluaran Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 

Pertumbuh
an Rata-

Rata 
(%/tahun) 

1 Bahan Makanan % 8,10 12,31 7,70 4,64 4,77 -12,40 

2 
Makanan Jadi, Minuman dan 
Rokok 

% 6,90 8,15 2,95 5,04 3,84 
-13,63 

3 
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan 
Bahan Bakar 

% 2,99 5,18 8,92 4,41 1,64 
-13,94 

4 Sandang % 3,56 0,00 3,61 5,87 3,04 -3,87 

5 Kesehatan % 1,93 3,08 5,49 4,21 4,17 21,24 

6 
Pendidikan, Rekreasi dan 
Olahraga 

% 1,43 3,17 2,37 1,36 2,40 
13,82 

7 
Transport, Komunikasi dan Jasa 
Keuangan 

% 1,30 10,45 9,36 2,51 -2,06 
12,00 

Inflasi Kota Yogyakarta % 4,31 7,32 6,59 3,09 2,29 -14,62 

Inflasi Nasional % 4,30 8,38 8,36 3,35 3,02 -8,46 

Sumber data : Data Perekonomian dan Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Desember 2012-2015 (Bank 
Indonesia 2012-2015); Statistik Ekonomi Keuangan Daerah DIY terbitan BI Vol.18 No.12 Tahun 2016 

 

Melihat perkembangan nilai inflasi pada rentang tahun 2012-2016, penyumbang nilai inflasi 

tertinggi pada setiap tahun berbeda-beda. Kelompok pengeluaran bahan makanan menyumbang 

nilai inflasi terbesar pada tahun 2012, 2013, dan 2016. Pada tahun 2014, penyumbang nilai inflasi 

terbesar adalah kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya, 

kelompok pengeluaran sandang adalah penyumbang terbesar nilai inflasi Kota Yogyakarta di 

tahun 2015. 

 

6. Kemiskinan 

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan 

pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan 

merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara 

menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi 

seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan 

sebagai garis kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui 

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemisikinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat 

Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis 

kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan. Sehingga pendataan penduduk miskin 

dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah 

garis kemiskinan. 

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan garis kemiskinan 

tahun 2012 sebesar Rp. 250,854,-, artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo 
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dengan nilai pengeluaran di bawah Rp. 250,854,- selama sebulan termasuk dalam kategori 

penduduk miskin. Selanjutya garis kemiskinan meningkat pada tahun 2016 di Kabupaten Kulon 

Progo menjadi Rp. 297,353,-, artinya setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai 

pengeluaran di bawah Rp. 297,353,- selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.  

Pada tahun 2016 terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulon 

Progo, namun secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo masih menduduki 

posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

ditunjukkan dengan tabel berikut. 

Tabel  2.27  

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indek Kedalaman Kemiskinan (P1), Indek 

Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2012-2016 
 

 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
 

 

 

Gambar 2.13  

Garis Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 
Tahun 2012-2016 

 

Tahun 
Garis 

Kemiskinan 

Penduduk Miskin Indek Kedalaman 
Kemiskinan (P1) 

Indek Keparahan 
Kemiskinan (P2) 

Jumlah (000) Persen 

2012 250,854 93.21 23.31 3,89 1,00 

2013 259,945 86.50 21.39 2,69 0,51 

2014 265,575 84.67 20.64 3,22 0,69 

2015 273,436 88.13 21.40 4,16 1,24 

2016 297,353 84.34 20.30 3,55 1,00 
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Gambar 2.14  

Prosentase Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2012-2016 
 
 

 
 

Gambar 2.15  

Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 
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Gambar 2.16  

Indek Keparahan Kemiskinan (P2) 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

 
 

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2012 sampai 

dengan 2016 secara umum semakin kecil tetapi pada tahun 2015 kemiskinannya 

meningkat menjadi 21,40 persen setelah sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 20,64 

persen, namun turun kembali menjadi 20,30 persen di tahun 2016. 

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo 2012-2016 selalu berada di atas 

DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Selain karena kondisi alam 

yang tidak begitu mendukung, kegiatan investasi di kedua wilayah ini juga masih relatif 

rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Namun dalam jangka panjang kegiatan 

investasi akan terus ditingkatkan, terlebih di Kabupaten Kulon Progo dengan masuknya 

beberapa mega proyek seperti pembangunan bandara baru Internasional, pelabuhan 

Tanjung Adikarta dan pabrik pengolahan pasir besi yang masuk dalam agenda 

pembangunan nasional dan kini sudah mulai berjalan.  

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi 

dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan skill (ketrampilan), pendidikan yang 

tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, 

evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat 

efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan 

yang tidak tepat sasaran akan justru memperparah kemiskinan dengan meningkatnya 

disparitas pendapatan. 

Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk 

miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin 

tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012-2016 

mengalami penurunan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin, meskipun 

pernah meningkat pada tahun 2014. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten 
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Kulon Progo pada tahun 2012-2016 juga mengalami penurunan ketimpangan pengeluaran 

di antara penduduk miskin, meskipun pernah meningkat pada tahun 2014.  

 

2.1.3 Fokus Kesejahteraan Sosial 

a. Angka Melek Huruf 

Angka melek huruf (tidak buta aksara) yaitu jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

dapat membaca dan menulis cenderung meningkat dari tahun 2012  sampai dengan 2016, 

pada tahun 2014 sebesar 93,36% meningkat di tahun 2016  sebesar 94,3 %meningkat dari 

tahun 2015 sebesar 93,64% dan tahun 2017  meningkat menjadi 96,9 %. Selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel berikut ini. 

Tabel  2.28  

Angka Melek Huruf di Kabupaten Kulon Progo 

No Uraian 
  

Tahun 
    

 Satuan 

   
2009 / 2010 / 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 

 

   
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Angka melek 

huruf 
0,022 0,904 0,744 0,975 0,946 0,936 0,928 0,969   

1) Penduduk 

usia 15 

  8.307 342.555 286.092 317.626 313.521 308.404 320.275 337.551 orang 

  
tahun ke 

atas dapat 

baca tulis 

  
        

 

             

2) Jumlah 

penduduk 

usia 

376.427 379.031 384.300 325.890 331.473 329.357 344.927 348.332 orang 

 15 tahun ke 

atas 
         

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

b. Rata-Rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah 

dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang 

pendidikan formal yang dijalani. Rata-rata lama sekolah menunjukkan trend peningkatan 

(lihat Tabel 2.31) dari tahun 2012 sebesar 7,93 tahun meningkat menjadi 8,02 tahun pada 

tahun 2013 menjadi 8,20 tahun di tahun 2014, tahun 2015 sebesar 8,38 , tahun 2016 

sebesar 8,40 dan tahun 2017 sebesar 9,54. 
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Tabel  2.29  

Angka Rata-rata Lama Sekolah 

No Uraian Tahun Satuan 

  

2009 / 
2010 

2010 / 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017  

1) Penduduk usia 15 137.409 119.609 117.300 123.156 103.852 102.708 104.581 108.590 Orang 

 tahun ke atas yang          

 tamat SD/MI          
2) Penduduk usia 15 

tahun keatas yang 

tamat SMP/MTs 

  81.133 72.298 72.230 78.121 63.393 64.805 68.631 85.612 Orang 

3) Penduduk usia 15 84.140 124.902 125.879 131.241 100.884 104.860 113.735 110.544 Orang 

 tahun keatas yang          

 tamat SLTA          
4) Penduduk usia 15 

tahun keatas yang 

tamat PT 

  16.422 26.573 27.150 28.124 22.855 24.202 26.508 25.063 Orang 

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2017.  

 

c. Angka Partisipasi  

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat 

akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Angka 

Partisipasi Sekolah dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan 

Angka Partisipasi Kasar (APK).  

 APM mengukur proporsi anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu  

sedangkan  APK menunjukan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan 

sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nilai APK dan APM Kabupaten Kulon Progo 

selengkapnya tercantum pada Tabel 2.32 

Tabel  2.30  

Angka Partisipasi Sekolah 

No Uraian 

Tahun 

Satuan 2009 / 
2010 

2010 / 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

 Angka Partisipasi Murni 

1) SD/MI 89,36 96,78 97,89 84,44 99,75 99,76 92,49 97,45 % 

2) SMP/MTs 81,76 98,77 98,99 73,14 97,88 97,90 76,64 92,44 % 

3) SLTA/MA 69,69 83,47 97,63 69,2 88,71 98,78 67,22 ??? % 

 Angka Partisipasi Kasar 

1) SD/MI 104,21 104,78 98,17 97,72 
103,5

3 
101,59 101,59 100,65 % 

2) SLTP/MTs 108,16 109,35 100,00 97,09 
101,2

0 
97,15 98,72 98,71 % 

3) SLTA/MA 100,74 88,07 99,12 92,82 96,88 105,53 91,62 - % 

 Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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d. Angka Kelulusan 

Tabel berikut menggambarkan angka pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk 

Kabupaten Kulon Progo, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 cenderung 

berfluktuasi, terbesar pada tahun 2009 sebesar 79,18% dan terendah pada tahun 2014 

sebesar 69,91%.  

Tabel  2.31  

Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Kulon Progo 

No Uraian Tahun Satuan 

  2009 / 

2010 

2010 / 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

 

1) Jumlah Penduduk 

tidak/belum tamat 

SD/MI 

55.676 127.609 46.042 35.308 125.225 210.826 123.986 127.191 Orang 

2) Jumlah penduduk 

tamat SD/MI 

137.409 119.138 117.300 123.012 103.852 102.684 104.581 102.662 Orang 

3) Jumlah penduduk 

tamat SMP/MTs 

81.133 72.298 72.230 78.089 63.393 112.083 68.631 70.534 orang 

4) Jumlah penduduk 

tamat SLTA/MA 

84.140 124.902 125.879 131.241 100.884 112.083 113.735 117.405 orang 

5) Jumlah penduduk 

tamat Perguruan 

Tinggi 

6.974 26.573 27.150 28.124 22.855 26.099 26.508 27.501 orang 

6) Jumlah Penduduk 391.064 470.520 473.622 476.824 416.209 480.173 437.441 445.293 orang 

  Angka Pendidikan 

Yang ditamatkan 

79,18% 72,87% 72,32% 75,60% 69,91% 73,50% 71,65% 71,44% Orang 

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

 

 

e. Angka Harapan Hidup 

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu 

daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang 

baru lahir. Angka harapan hidup cenderung meningkat dari tahun 2011 s/d tahun 2015, 

tercatat pada tahun 2013 sebesar 74,89 tahun, tahun 2014 sebesar 74,90 dan tahun 2015 

mencapai 75,15. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat 

hidup masyarakat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 sebesar 

74,90 merupakan angka tertinggi di DIY dan lebih besar dari tingkat DIY sebesar 74,50. 

Peningkatan angka harapan hidup dipengaruhi juga oleh penurunan angka kematian bayi. 

Gambar berikut ini memberikan gambaran kondisi angka harapan hidup tingkat 

D.I.Yogyakarta. 
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Sumber data : Inkesra, BPS 2015.; * angka dari Dinas Kesehatan 

Gambar 2.17  

Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo 

 

 

 

f. Indeks Pembangunan Manusia 

Upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk untuk mencapai 

kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Pada awalnya, konsep 

pembangunan ekonomi lebih menekankan pada usaha-usaha untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan ketertinggalan di bidang ekonomi dan 

pendapat bahwa perubahan maupun perbaikan di seluruh dimensi kehidupan dapat 

diwujudkan melalui kemajuan di bidang ekonomi (Subandi, 2011).  

Demikian kentalnya paradigma tersebut sehingga seringkali terminologi 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dianggap sebagai hal yang sama. 

Harus dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi merupakan dua 

hal yang secara fundamental berbeda. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan 

pendapatan per kapita dan pertambahan produk secara kuantitas. Adapun pembangunan 

ekonomi memiliki makna yang lebih luas, terutama peningkatan di bidang kesehatan, 

pendidikan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia (Perkins, 

Radelet dan Lindauer, 2006). Lebih lanjut, Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) 

menjelaskan bahwa suatu wilayah yang berhasil meningkatkan pendapatannya namun 

gagal dalam meningkatkan usia harapan hidup dan taraf kesehatan penduduk, tidak 

berhasil mengurangi angka kematian bayi serta tidak mampu meningkatkan pendidikan 

warganya dapat dianggap telah gagal dalam melakukan pembangunan. 

Selain itu, pengalaman selama lebih dari empat dekade terakhir menunjukkan 

bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi diperlukan, namun belum mencukupi persyaratan 

untuk dapat meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduk di berbagai negara. 
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Terkait dengan hal tersebut, Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) memaparkan bahwa 

terdapat paling sedikit tiga alasan utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum 

dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertama, pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi tidak dapat dinikmati oleh semua penduduk secara merata. Kedua, 

hasil dari pertumbuhan ekonomi tidak ditransfer untuk peningkatan standar hidup 

masyarakat. Ketiga, pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan dan konsumsi, akan 

tetapi penduduk yang telah sejahtera menjadi semakin sejahtera dan penduduk yang 

sebelumnya kurang sejahtera hanya mengalami sedikit peningkatan (dalam hal ini berlaku 

pandangan bahwa penduduk kaya semakin kaya dan penduduk miskin semakin miskin). 

 

 

Sumber data : IPM DIY Tahun 2016, 2017 

 

Gambar 2.18  

Perkembangan Indek Pembangunan Manusia 

Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2012-2016 

 

Gambar di atas menunjukkan perbandingan perkembangan IPM Kulon Progo, DIY 

dan Nasional kurun waktu 2012-2016. Dalam grafik tersebut terlihat IPM Kulon Progo 

mempunyai pola yang searah dengan IPM DIY maupun IPM Nasional.  Bahkan angka IPM 

Kulon Progo mampu berada di atas level IPM Nasional.  

Secara umum perkembangan IPM Kulon Progo dari tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016 senantiasa mengalami pembentukan pola yang semakin meningkat atau 

semakin baik, dengan nilai yang cukup tinggi 72.38 pada tahun 2016 dibandingkan angka 

IPM pada tahun 2012 hanya sebesar 69.74. 

Angka IPM Kulon Progo telah mencapai angka tertinggi pada tahun 2016 sebesar 

72.38 ini menunjukkan keberhasilan pembangunan manusia secara umum, bukan hanya 

pembangunan perekonomian semata. Tingginya angka IPM Kulon Progo sangat dipengaruhi 

oleh tingginya keempat indikator penyusunnya. Terutama angka harapan hidup yang 

mencapai nilai tertinggi di DIY sebesar 75.03 tahun dan harapan lama sekolah pada angka 

13,97 tahun. 

 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB II - 56 

 

2.1.4 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

Jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Kulon Progo disajikan pada Tabel berikut: 

 

Tabel  2.32  

Perkembangan Seni dan Budaya 

No Kecamatan 
Jumlah Kelompok 

Ketoprak Jathilan Incling Angguk Macapat Sholawatan Keroncong 

1 Temon 4 3 1 2 5 24 1 

2 Wates 5 4 0 0 3 10 0 

3 Panjatan 6 14 0 0 5 32 5 

4 Galur 12 4 0 0 1 0 3 

5 Lendah 39 21 0 0 3 13 5 

6 Sentolo 24 19 0 1 1 28 2 

7 Pengasih 15 15 2 1 0 14 0 

8 Kokap 20 19 4 6 1 35 0 

9 Girimulyo 33 29 16 6 0 0 0 

10 Nanggulan 15 18 0 0 5 4 1 

11 Kalibawang 10 21 0 0 2 1 1 

12 Samigaluh 19 17 1 0 2 0 0 

Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Kulon Progo, 2017 

 

Aset seni dan budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo kental dengan nuansa budaya 

Jawa, baik yang berkaitan dengan benda-benda bersejarah, upacara adat dan berbagai karya seni 

lainnya. Beberapa upacara adat di Kabupaten Kulon Progo sudah dikemas dengan cukup baik 

sehingga cukup mempunyai daya tarik wisata maupun bagi kelestarian budaya itu sendiri. Seni 

Angguk Putri sudah dapat memberikan warna sebagai identitas kebanggaan daerah, dan selain itu 

telah diupayakan terwujudnya seni unggulan yang  lain  yaitu  sendratari  dengan  mengangkat  

tema  lokal,  disamping  juga  seni  musik krumpyung yang mulai dikenalkan ke masyarakat pada 

tahun 2013. Tentu ini baru sebagian, dari berbagai jenis kesenian lokal yang berkembang di 

tengah masyarakat Kulon Progo. Namun demikian, beberapa diantaranya dikhawatirkan akan 

punah jika tidak segera mendapatkan perhatian, diantaranya; jabur dan wayang cangkem. 

Kinerja kesenian diukur berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 

Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian 

dimana pada tahun 2017 telah dicapai seperti dalam Tabel berikut ini. 
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Tabel  2.33  

Profil SPM Bidang Kesenian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2017 

No 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
 Tahun (Nilai) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Perlindunga

n, 

Pengemban

gan, dan 

Pemanfaata

n Bidang 

Kesenian 

1. Cakupan Kajian Seni 
(50%) 

53 53 53 53 53 86 

2. Cakupan Fasilitasi Seni 
(30%) 

190 238 238 238 238 238 

3. Cakupan Gelar Seni (75%) 133 133 133 133 133 200 

4. Misi Kesenian (100%) 100 100 100 100  
100 

 
100 

2. Sarana dan 

Prasarana 

5. Cakupan Sumberdaya 
Manusia Kesenian (25%) 

250 300 300 300 300 300 

6. Cakupan Tempat (100%) 100 100 100 100 100 100 

7. Cakupan Organisasi 196.08 196.08 196.08 196.08 196,08 196,08 

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kab. Kulon Progo, 2017 

 

Capaian kinerja SPM bidang kesenian Kabupaten Kulon Progo dengan dana APBD 

Kabupaten telah melampaui nilai persentase yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih ada 

beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya 

manusia bidang kesenian. 

Salah satu bentuk budaya yang lain adalah benda peninggalan sejarah. Di wilayah 

Kabupaten Kulon Progo banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi, 

yang sebagian sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Benda peninggalan sejarah yang 

ada hingga tahun 2017 sebanyak 202 buah (lihat Tabel 2.37) dan saat ini disimpan di Balai Agung 

Komplek Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Balai Agung tersebut difungsikan sebagai embrio 

museum walaupun kondisinya belum layak. Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

dengan bantuan Dana Keistimewaan sedang membangun sebuah Taman Budaya. Dengan 

adanya Dana Keistimewaan, pada masa yang akan datang diharapakan dapat dibangun museum 

yang representatif untuk menyimpan dan memelihara benda-benda cagar budaya, agar tetap 

terjaga baik kondisi maupun keamanannya. Selain itu, dengan terbangunnya museum nantinya 

masyarakat dapat melihat secara langsung koleksi-koleksi yang ada sehingga meningkatkan 

pengetahuan dan apresiasi terhadap benda-benda cagar budaya tersebut. 
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Tabel  2.34  

Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2017 

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kab. Kulon Progo, 2017 

Cakupan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya belum mencapai target yang 

diharapkan, disebabkan masih banyak grup-grup kesenian yang belum melaksanakan kegiatan 

secara rutin dan memiliki kelengkapan administratif. Berdasarkan pendataan dengan metode 

pendataan langsung ke lapangan pada tahun 2017, diperoleh hasil jumlah grup kesenian 

sebanyak 1.030 kelompok yang terdiri dari 35 jenis kesenian meliputi; jathilan, reog, oglek, incling, 

angguk, ndolalak, panjidur, krumpyung, topeng ireng, kethoprak, dagelan, tari, band, kulintang, dan 

sebagainya. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelestarian dan 

pengembangan budaya yang direncakan dalam tahun 2018 selain dengan dana APBD juga 

mengoptimalkan dana keistimewaan. Usulan dana keistimewaan tahun 2018 difokuskan pada 

penyelesaian Taman Budaya dan pembangunan geoheritage Kiskendo dan Kliripan 

 

2.1.5 Aspek Pelayanan Umum 

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan 

yang menjadi jangkauan pelayanan dari SKPD Kabupaten Kulon Progo. Sebagai tolok ukur dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik telah ditetapkan Peraturan Bupati 55 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Pada tahun 2016 dilakukan evaluasi atas kebijakan 

tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan 

Publik Evaluasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan 

ketentuan ini seluruh unit pelayanan publik diwajibkan menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok 

ukur yang dipergunakan untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian 

kualitas pelayanan sebagai komitmen/kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat 

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 

 

 

No. 
Peninggalan Sejarah Purbakala dan 

Permuseuman 

 Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Peninggalan Sejarah dan Purbakala 202 202 202 202 202 202 202 202 

 
a. Massa Prasejarah 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
b. Massa Hindu-Budha 154 154 154 154 154 154 154 154 

 
c. Massa Islam 23 23 23 23 23 23 23 23 

 
d. Massa Kolonial/Perjuangan 18 18 18 18/ 18 18 18 18 

 
e. Tradisional 5 5 5 5 5 5 5 5 

2. Museum (rintisan)/Balai Agung 1 1 1 1 1 1 1 1 
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2.1.6 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

2.1.6.1 Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. 

Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses 

pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata 

kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berusaha 

secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada 

urusan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan non formal dan informal. 

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar jenjang SD/MI pada tahun 2014 sebesar 

103,52%, tahun 2015 sebesar 101,59% dan tahun 2016 sebesar 101,41%. APK jenjang SMP/MTs 

tahun 2014 sebesar 101,20%, tahun 2015 sebesar 97,15 dan tahun 2016 sebesar 98,72%. 

Realisasi APK jenjang SD di atas seratus 100% artinya keterjangkauan pendidikan dasar merata. 

Hal ini dimungkinkan terdapat siswa SD/MI yang usianya di bawah 7 (tujuh) tahun atau ada siswa 

SD/MI yang usianya diatas 12 tahun. APK jenjang SMP/MTs dibawah 100% artinya 

keterjangkauan pendidikan dasar belum merata, dimungkinkan ada siswa SMP/MTs yang usianya 

di bawah 13 (tiga belas) tahun atau di atas 15 (lima belas) tahun atau ada siswa SMP/MTs daerah 

lain khususnya di wilayah perbatasan. 

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan dasar lebih menggambarkan kondisi 

keterserapan siswa pada usia jenjang sekolah SD/MI dan SMP/MTs. APM jenjang SD/MI pada 

tahun 2015 sebesar 99,76% dan pada tahun 2016 sebesar 99,44%. APM jenjang SD/MI di bawah 

100% artinya keterjangkauan pendidikan dasar belum merata di seluruh wilayah. Hal ini 

disebabkan masih terdapat siswa SD/MI yang usianya dibawah 7 (tujuh) tahun atau diatas 12 (dua 

belas) tahun. 

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 99,42%, tahun 

2015 sebesar 97,90% dan tahun 2016 sebesar 98,15%. APM SMP/MTs di bawah 100% 

dimungkinkan ada siswa SMP/MTs yang usianya di bawah 13 (tiga belas) tahun atau siswa yang 

usianya di atas 15 (lima belas) tahun dan ada siswa SMP/MTs Kulon Progo yang sekolah di 

Kabupaten/Daerah lain khususnya di wilayah perbatasan 

Kondisi ruang kelas SD/MI dalam keadaan baik tahun 2014 sebanyak 1.625 ruang 

dibandingkan jumlah ruang kelas SD/MI seluruhnya sebanyak 2.173 ruang sebesar 74,78%. 

Kondisi ruang kelas SD/MI dalam keadaan baik tahun 2015 sebanyak 1.663 ruang dibandingkan 

jumlah ruang kelas SD/MI seluruhnya sebanyak 2.211 ruang sebesar 75,21% dan jika 

dibandingkan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,43%. Kondisi ruang kelas SD/MI dalam 

keadaan baik tahun 2016 sebanyak 1.710 ruang dibandingkan jumlah ruang kelas SD/MI 

seluruhnya sebanyak 2.100 ruang sebesar 86,43% dan jika dibandingkan tahun 2015 mengalami 

kenaikan sebesar 6,22%. 

Kondisi ruang kelas SMP/MTs dalam keadaan baik tahun 2014 sebanyak 653 ruang 

dibandingkan jumlah ruang kelas SMP/MTs seluruhnya sebanyak 732 ruang sebesar 89,21%. 
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Kondisi ruang kelas SMP/MTs dalam keadaan baik tahun 2015 sebanyak 695 ruang dibandingkan 

jumlah ruang kelas SMP/MTs seluruhnya sebanyak 774 ruang sebesar 89,79% dan jika 

dibandingkan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,58%. Kondisi ruang kelas SMP/MTs 

dalam keadaan baik tahun 2016 sebanyak 635 ruang dibandingkan jumlah ruang kelas SMP/MTs 

seluruhnya sebanyak 732 ruang sebesar 86,75% dan jika dibandingkan tahun 2015 mengalami 

penurunan sebesar 3,05%. 

Pelaksanaan urusan pendidikan dilihat dari kondisi tenaga kependidikan sebagai meliputi 

guru bersertifikat pendidik jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK tahun 2015 

sebanyak 4.468 orang dibanding dengan jumlah seluruh guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA 

dan SMK sebanyak 7.658 orang adalah sebesar 58,34%, guru berpendidikan D-IV/S-1/S-2/S-3 

jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK tahun 2015 sebanyak 6.289 orang. Dari sisi 

akreditasi sekolah, tahun 2014 sekolah terakreditasi A sebanyak 386 dari 503 sekolah (76,74%) 

dan tahun 2015 meningkat menjadi 400 sekolah dari 504 sekolah atau sebesar 79,37%. 

Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI 2014 sebesar 0,09% dan tahun 2015 sebesar 

0,11%; Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SMP/MTs pada 2014 sebesar 0,13% dan tahun 2015 

sebesar 0,14%. Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 0,19% dan 

tahun 2015 sebesar 0,24%. Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK 

mengalami peningkatan karena meningkatnya jumlah siswa putus sekolah sebagai akibat faktor 

ekonomi masyarakat. Dalam rangka mengatasi masalah ini disalurkan Bantuan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten berupa BOS Pusat, BOSDA Provinsi, BBPD 

Kabupaten, beasiswa retrievel untuk anak putus sekolah, beasiswa miskin/beasiswa transisi bagi 

siswa rawan putus sekolah, dan Beasiswa berprestasi bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak 

mampu dan Program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. 

Angka Melek Huruf (tidak buta aksara) tahun 2014, yaitu jumlah penduduk usia 15 tahun 

ke atas yang dapat membaca dan menulis sebesar 93,52%. Jumlah penduduk usia di atas 15 

tahun yang dapat membaca dan menulis sebanyak 310.000 orang dibandingkan jumlah seluruh 

penduduk usia diatas 15 tahun sebanyak 331.473 orang adalah sebesar 93,52%. 

Angka Melek Huruf (tidak buta aksara) tahun 2015, yaitu jumlah penduduk usia15 tahun 

ke atas yang dapat membaca dan menulis pada tahun 2015 sebesar 93,64% dan tahun 2016 

sebesar 94,30%. Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang dapat membaca dan menulis 

sebanyak 308.404 orang dibandingkan jumlah seluruh penduduk usia diatas 15 tahun sebanyak 

329.357 orang adalah sebesar 93,64% dan jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami 

peningkatan sebesar 0,12%. Capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2015 sesuai dengan 

indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2011-2016 terdiri dari rata-rata lama 

sekolah, angka melek huruf, persentase akses dan mutu pendidikan, angka partisipasi sekolah, 

angka kelulusan dan persentase sekolah terakreditasi A. Tabel berikut ini memberikan gambaran 

capaian kinerja pendidikan sesuai dengan indikator kinerja daerah. 
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Tabel  2.35  

Capaian Indikator Kinerja Pendidikann Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2017 

No. Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Rata-rata Lama Sekolah 7,93 8,02 8,20 8,40 8,50 9,54* 

2. Angka Melek Huruf (%) 92,04 93,13 93,36 93,64 94,3 96,9* 

3. 
Persentase akses dan mutu 
pendidikan  (%) 

91,05 90,63 90,78 91,93 92,12 92,2* 

4. Angka Partisipasi Sekolah (%) 98,19 98,26 98,51  98,81  90,29  89,33*  

5. Angka Kelulusan (%) 99,51 99,95 98,95  99,99  99,99  100*  

6. 
Persentase sekolah 
terakreditasi A (%) 

75,55 76,14 77,34  79,32 79,20 78,1* 

Keterangan :  * angka sementara dinas pendidikan 

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah 

dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan 

formal yang dijalani. Rata-rata lama sekolah menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2012 

sebesar 7,93 tahun meningkat menjadi 8,02 tahun pada tahun 2013 dan menjadi 8,20 tahun di 

tahun 2014, tahun 2015 sebesar 8,38 dan tahun 2016 sebesar 8,40 (menurut angka Dinas 

Pendidikan). 

Kemampuan membaca menulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan oleh 

penduduk untuk dapat hidup sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis ini tercermin dari 

angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka melek huruf menunjukkan trend 

peningkatan dari 92,04% pada tahun 2012, tahun 2014 sebesar 93,36% meningkat menjadi 

93,64% pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 94,3%. 

Capaian akses dan mutu pendidikan mencerminkan kondisi peningkatan mutu pelayanan 

PAUD, peningkatan mutu tenaga kependidikan dan peningkatan peran serta pelajar. Akses dan 

mutu pendidikan menunjukan trend meningkat dari 90,78% tahun 2014 menjadi 91,93% tahun 

2015  dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 92,12 %. 

Capaian-capaian kinerja urusan pendidikan ini menunjukkan peningkatan dukungan 

penyelenggaraan pendidikan berupa Program Wajar Dikdas 9 Tahun, Rintisan Wajar 12 Tahun 

disertai kenaikan dukungan pendanaan operasional dari BOS Pusat, BOSDA Provinsi DIY, 

Penyediaan Biaya Pendidikan SD, SMP, SMA/SMK, penyediaan sarana dan prasarana dari dana 

DAK SD, SMK, SMP, SMK, block grand, dan sumber lain yang sah. 

Kinerja pendidikan berdasarkan indikator Milenium Development Goals (MDG‟s) 

disajikan dalam Tabel berikut ini. 
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Tabel  2.36  

Capaian Milenium Development Goals Bidang Pendidikan 

 

 Indikator 
Tahun 
2014 

Tahun 
2015 

Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

A. Tujuan 2. Mencapai pendidikan untuk semua  

1. 
Angka Partisipasi Murni (APM) 
Sekolah Dasar 

98,75% 99,75% 92,49% 97,45% 

2. 
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil 
menamatkan Sekolah Dasar 

100% 100% 100% 100% 

3. 
Angka melek huruf penduduk usia 15-
24 tahun, perempuan dan laki-laki 

98,75% 98,80% 98,40% 96,90% 

4. 
Angka Partisipasi Murni (APM) 
Sekolah Menengah Pertama 

98,96% 98,98% 76,64% 92,44% 

B. Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  

5. 
Rasio perempuan terhadap laki-laki di 
tingkat pendidikan dasar, menengah 
dan tinggi 

98,15 98,29 97,14 97,21 

a. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD 99,75% 99,75% 90,33% 91,2% 

b. 
Rasio APM perempuan/laki-laki di 
SMP 

97,86% 98,64% 92,94% 91,8% 

c. 
Rasio APM perempuan/laki-laki di 
SMA 

98,76% 98,54% 72,75%  

d. 
Rasio APM perempuan/laki-laki di 
Perguruan Tinggi 

96,21% 96,22% 97,21%  

6. 
Rasio melek huruf perempuan 
terhadap laki-laki pada kelompok usia 
15-24 

96,15% 98,29% 98,11% 98,14% 

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kulon Progo, 2018 

 

 

Berdasar data capaian MDG‟s tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan 

tahun 2016 belum ada yang tercapai 100% kecuali proporsi murid kelas 1 yang berhasil 

menamatkan Sekolah Dasar. 

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah 

dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan 

formal yang dijalani. Rata-rata lama sekolah menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2012 

sebesar 7,93 tahun meningkat menjadi 8,02 tahun pada tahun 2013 dan menjadi 8,20 tahun di 

tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 8,38 (menurut angka Dinas Pendidikan). 

Kemampuan membaca menulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan oleh 

penduduk untuk dapat hidup sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis ini tercermin dari 

angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka melek huruf menunjukkan trend 

peningkatan dari 92,04% pada tahun 2012, tahun 2014 sebesar 93,36% meningkatmenjadi 

93,64% pada tahun 2015. 
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Capaian akses dan mutu pendidikan mencerminkan kondisi peningkatan mutu pelayanan 

PAUD, peningkatan mutu tenaga kependidikan dan peningkatan peran serta pelajar. Akses dan 

mutu pendidikan menunjukan trend meningkat dari 90,78% tahun 2014 menjadi 91,93% tahun 

2015. 

Capaian-capaian kinerja urusan pendidikan ini menunjukkan peningkatan dukungan 

penyelenggaraan pendidikan berupa Program Wajar Dikdas 9 Tahun, Rintisan Wajar 12 Tahun 

disertai kenaikan dukungan pendanaan operasional dari BOS Pusat, BOSDA Provinsi DIY, 

Penyediaan Biaya Pendidikan SD, SMP, SMA/SMK, penyediaan sarana dan prasarana dari dana 

DAK SD, SMK, SMP, SMK, block grand, dan sumber lain yang sah.  

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar pada tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2016 selengkapnya terlihat di Tabel berikut ini. 
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Tabel  2.37  

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar 

Level Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

I SD       86,36        86,36     100,00 

MI       86,36        86,36     100,00 

SMP       93,18        93,18     100,00 

MTs       93,18       93,18     100,00 

SD      100,00      100,00       95,52 

MI      100,00     100,00     100,00 

SD      100,00      100,00       81,19 

MI     100,00   100,00    75,86 

SMP     100,00   100,00   100,00 

MTs 100,00  100,00   100,00 

SMP      100,00   100,00   86,36 

MTs      100,00  100,00      69,23 

SMP      100,00  100,00   45,45 

MTs     100,00  100,00     23,08 

SMP      100,00   100,00     18,18 

MTs    91,67   91,67           -   

SD       99,42    99,42 83,58 

MI       96,30 96,30     79,31 

SMP   98,48   98,48   81,82 

MTs       91,67    91,67    76,92 

SMP        98,48  98,48     92,42 

MTs        91,67 91,67     92,31 

SD        97,98  99,42    100,00 

MI        96,30   96,30    100,00 

SD       99,42   99,42     99,40 

MI        96,30  96,30    100,00 

SMP        99,42                99,42      43,94 

MTs        96,30                96,30 -   

Pendidikan dasar 

oleh satuan 

pendidikan

1

3

4

6

5 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) 

orang guru untuk setiap 32 peserta 

didik dan 6 (enam) orang guru 

untuk setiap satuan pendidikan, 

dan untuk daerah khusus 4 

(empat) orang guru setiap satuan 

pendidikan

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 

(satu) orang guru untuk setiap 

mata pelajaran, dan untuk daerah 

khusus tersedia satu orang guru 

untuk setiap rumpun mata 

pelajaran;

Tersedia satuan pendidikan dalam 

jarak yang terjangkau dengan 

berjalan kaki yaitu maksimal 3 km 

untuk SD/MI dan 6 km untuk 

SMP/MTs dari kelompok 

permukiman permanen di daerah 

terpencil;

2  Jumlah peserta didik dalam setiap 

rombongan belajar untuk SD/MI 

tidak melebihi 32 orang, dan untuk 

SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. 

Untuk setiap rombongan belajar 

tersedia 1 (satu) ruang kelas yang 

dilengkapi dengan meja dan kursi 

yang cukup untuk peserta didik dan 

guru, serta papan tulis;

 Di setiap SMP dan MTs tersedia 

ruang laboratorium IPA yang 

dilengkapi dengan meja dan kursi 

yang cukup untuk 36 peserta didik 

dan minimal satu set peralatan 

praktek IPA untuk demonstrasi dan 

eksperimen peserta didik;

 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs 

tersedia satu ruang guru yang 

dilengkapi dengan meja dan kursi 

untuk setiap orang guru, kepala 

sekolah dan staf kependidikan 

lainnya; dan di setiap SMP/MTs 

tersedia ruang kepala sekolah 

yang terpisah dari ruang guru;

No.
Jenis Pelayanan 

Dasar
Indikator SPM

KONDISI CAPAIAN SPM
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Level Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

SD       93,86                93,86       99,70 

MI        88,89                88,89    100,00 

SD        93,86    93,86     93,13 

MI 88,89    88,89    93,10 

SMP     96,97    96,97      92,42 

MTs        83,33  83,33    100,00 

SMP        96,97    96,97     77,27 

MTs       83,33   83,33      76,92 

SMP        74,24  74,24      43,94 

MTs        58,33     58,33      38,46 

SD       96,78   96,78     91,94 

MI      96,30    96,30    93,10 

SMP      100,00   100,00      80,30 

MTs     100,00   100,00    92,31 

SD      100,00  100,00    100,00 

MI      100,00  100,00   100,00 

SD      100,00   100,00     100,00 

MI     100,00     100,00      100,00 

SMP     100,00    100,00     100,00 

MTs 100,00     100,00    100,00 

SD       40,35   40,35       53,73 

MI       66,67    66,67     72,41 

SMP       40,91   40,91    96,97 

MTs       66,67   66,67       92,31 

14 Kunjungan pengawas ke satuan 

pendidikan dilakukan satu kali 

setiap bulan dan setiap kunjungan 

dilakukan selama 3 jam untuk 

melakukan supervisi dan 

pembinaan;

 Di setiap SMP/MTs tersedia guru 

dengan kualifikasi akademik S-1 

atau D-IV dan telah memiliki 

sertifikat pendidik masing-masing 

satu orang untuk mata pelajaran 

Matematika, IPA, Bahasa 

Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn

Di setiap Kabupaten/Kota semua 

kepala SD/MI berkualifikasi 

akademik S-1 atau D-IV dan telah 

memiliki sertifikat pendidik

11 Di setiap kab/kota semua kepala 

SMP/MTs berkualifikasi akademik 

S-1 atau D-IV dan telah memiliki 

sertifikat pendidik;

Di setiap kab/kota semua 

pengawas sekolah/ madrasah 

memiliki kualifikasi akademik S-1 

atau D-IV dan telah memiliki 

sertifikat Pendidik

Pemerintah kab/kota memiliki 

rencana dan melaksanakan 

kegiatan untuk membantu satuan 

pendidikan dalam 

mengembangkan kurikulum dan 

proses pembelajaran yang efektif;

9

10

12

13

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) 

orang guru yang memenuhi 

kualifikasi akademik S1 atau D-IV 

dan 2 (dua) orang guru yang telah 

memiliki sertifikat pendidik

8  Di setiap SMP/MTs tersedia guru 

dengan kualifikasi akademik S-1 

atau D-IV sebanyak 70% dan 

separuh diantaranya (35% dari 

keseluruhan guru) telah memiliki 

sertifikat pendidik, untuk daerah 

khusus masing-masing sebanyak 

40% dan 20%

7

No.
Jenis Pelayanan 

Dasar
Indikator SPM

KONDISI CAPAIAN SPM
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Level Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

II SD      100,00   100,00     90,00 

MI        100,00     100,00     86,99 

SD      100,00   100,00      56,12 

MI      100,00    100,00     41,38 

SMP    100,00   100,00      92,73 

MTs      100,00    100,00      86,57 

SMP    100,00  100,00     19,70 

MTs      100,00      100,00      15,38 

SD       61,40    61,40     58,81 

MI         55,56    55,56      37,93 

SD        98,83    98,83      94,33 

MI        55,56    55,56      82,76 

SMP        98,48   98,48   80,30 

MTs       83,33    83,33     46,15 

SD      100,00    100,00     99,84 

MI     100,00     100,00    93,95 

SMP     100,00     100,00      97,36 

MTs      100,00    100,00     93,80 

SD     100,00    100,00      97,61 

MI      100,00    100,00     82,76 

SMP     100,00     100,00     97,36 

MTs      100,00   100,00      93,80 

SMP       98,48    98,48      78,79 

MTs       83,33    83,33      76,92 

Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan

16

17

18

19 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam 

per minggu di satuan pendidikan, 

termasuk merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, membimbing atau 

melatih peserta didik, dan 

melaksanakan tugas  tambahan;

Pendidikan dasar 

oleh satuan 

pendidikan

15 Setiap SD/MI menyediakan buku 

teks yang sudah ditetapkan 

kelayakannya oleh Pemerintah 

mencakup mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS 

dan PKn dengan perbandingan 

satu set untuk setiap peserta didik

Setiap SMP/MTs menyediakan 

buku teks yang sudah ditetapkan 

kelayakannya oleh Pemerintah 

mencakup semua mata pelajaran 

dengan perbandingan satu set 

untuk setiap perserta didik;

Setiap SD/MI menyediakan satu set 

peraga IPA dan bahan yang terdiri 

dari model kerangka manusia, 

model tubuh manusia, bola dunia 

(globe), contoh peralatan optik, kit 

IPA untuk eksperimen dasar, dan 

poster/carta IPA;

Setiap SD/MI memiliki 100 judul 

buku pengayaan dan 10 buku 

referensi,dan setiap SMP/MTs 

memiliki 200 judul buku 

pengayaan dan 20 buku referensi;

No.
Jenis Pelayanan 

Dasar
Indikator SPM

KONDISI CAPAIAN SPM
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Level Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

SD      100,00    100,00    100,00 

MI     100,00    100,00    100,00 

SMP      100,00   100,00    100,00 

MTs    100,00 100,00   100,00 

Kelas I - II : 18 jam per minggu SD       98,54   98,54 100,00 

Kelas III : 24 jam per minggu MI       88,89   88,89   100,00 

SMP        98,48   98,48   100,00 

MTs        83,33   83,33   100,00 

SD     100,00   100,00    100,00 

MI      100,00 100,00     100,00 

SMP     100,00  100,00 100,00 

MTs    100,00 100,00   100,00 

SD     100,00     100,00    99,59 

MI      100,00   100,00 100,00 

SMP  100,00   100,00      99,36 

MTs      100,00    100,00       99,22 

SD      100,00  100,00     99,40 

MI      100,00 100,00   100,00 

SMP     100,00   100,00      90,91 

MTs     100,00   100,00       84,62 

SD    100,00     100,00     99,37 

MI     100,00 100,00   100,00 

SMP    100,00  100,00     100,00 

MTs     100,00 100,00    100,00 

SD      100,00  100,00    99,10 

MI     100,00   100,00     100,00 

SMP      100,00  100,00     100,00 

MTs       100,00   100,00    100,00 

23

20

21

22

Satuan pendidikan 

menyelenggarakan proses 

pembelajaran selama 34 minggu 

per tahun dengan kegiatan 

pembelajaran sebagai berikut :

Kelas VII – IX : 27 jam per minggu

Setiap satuan pendidikan 

menerapkan kurikulum sesuai 

ketentuan yang berlaku

Setiap guru yang menerapkan 

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang disusun 

berdasarkan silabus untuk setiap 

mata pelajaran yang diampunya

Setiap guru mengembangkan dan 

menerapkan program penilaian 

untuk membantu meningkatkan 

kemampuan belajar peserta didik

No.
Jenis Pelayanan 

Dasar
Indikator SPM

KONDISI CAPAIAN SPM
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Level Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

SD      100,00   100,00       98,21 

MI      100,00  100,00    100,00 

SMP     100,00  100,00    87,88 

MTs      100,00 100,00    61,54 

SD      100,00  100,00  100,00 

MI      100,00  100,00 100,00 

SMP       100,00  100,00    100,00 

MTs     100,00   100,00     100,00 

SD    100,00 100,00     100,00 

MI     100,00  100,00 100,00 

SMP    100,00 100,00   100,00 

MTs     100,00 100,00 100,00 

SD     100,00 100,00    100,00 

MI    100,00  100,00 100,00 

SMP       100,00  100,00   100,00 

MTs    100,00 100,00  100,00 

SD    100,00  100,00   100,00 

MI    100,00  100,00 100,00 

SMP    100,00  100,00  100,00 

MTs   100,00  100,00  100,00 

SD  100,00 

MI  100,00 

SMP 100,00 

MTs 100,00 

SD  100,00 

MI 100,00 

SMP 100,00 

MTs 100,00 

SD   99,40 

MI  100,00 

SMP 100,00 

MTs 100,00 

24

25

27 Setiap satuan pendidikan 

menerapkan prinsip-prinsip 

Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS)

Kepala sekolah melakukan 

supervisi kelas dan memberikan 

umpan balik kepada guru dua kali 

dalam setiap semester

 Setiap guru menyampaikan 

laporan hasil evaluasi mata 

pelajaran serta hasil penilaian 

setiap peserta didik kepada Kepala 

Sekolah pada akhir semester 

dalam bentuk laporan hasil 

prestasi belajar peserta didik.

26 Kepala sekolah atau Madrasah 

menyampaikan laporan hasil 

Ulangan Akhir Semester (UAS) dan 

Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) 

serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada 

orang tua peserta didik dan 

menyampaiakan rekapitulasinya 

kepada Dinas Pendidikan 

kabupaten/ kota atau Kantor 

Kemenag Kab/ kota pada setiap 

akhir semester

No.
Jenis Pelayanan 

Dasar
Indikator SPM

KONDISI CAPAIAN SPM

 

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Memperhatikan capaian SPM Pendidikan tersebut berbagai upaya yang dilakukan 

diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kualitas 

tenaga kependidikan maupun penyediaan biaya penyelenggaran pendidikan baik tingkat SD maupun 

SMP. Sedangkan pendidikan SMA/K menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 

. 

 

2.1.6.2 Kesehatan 

Dasar hukum penetapan SPM bidang kesehatan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

741/Menkes/PER/VII/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Peraturan Bupati 

Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan 

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 188/025A tentang Tahapan 

Pencapaian SPM Bidang Kesehatan. 

 

 

Tabel  2.38  

Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Bidang Kesehatan 2013-2017 

No. Indikator –SPM 

CAPAIAN 

2013 2014 2015 2016 2017 

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 Kunjungan Bumil K4 91,47 89,35 90,25 92,9 95 92,9 

2 Komplikasi Kebidanan 
yang Ditangani 

100 100 100 100 100 100 

3 Pertolongan 
Persalinan Oleh 
Tenaga Kesehatan 
yang Memiliki 
Kompetensi Kebidanan 

99,94 99,14 99,94 99,94 100 99,94 

4 Pelayanan Nifas 97,7 97,23 99,96 96,46 95 96,46 

5 Neonatus dengan 
Komplikasi yang 
Ditangani 

114,64 100 100 100 100 100 

6 Kunjungan Bayi 97,11 96,98 92,7 94,85 95 100 

7 Desa/ Kelurahan 
Universal Child 
Immunization (UCI) 

100 100 100 100 100 100 

8 Pelayanan Anak Balita 92,3 89,92 95,01 92,43 95,00 100 

9 Pemberian Makanan 
Pendamping ASI pada 
Anak usia 6-24 bulan 
keluarga miskin 

100 100 100 100 100 100 

10 Balita Gizi Buruk 
Mendapat Perawatan 

100 100 100 100 100 100 
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No. Indikator –SPM 

CAPAIAN 

2013 2014 2015 2016 2017 

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

11 Penjaringan 
Kesehatan Siswa SD 
dan Setingkat 

99,78 100 100 100 100 100 

12 Peserta KB Aktif 79,18 80,34 79,06 78,3 75 78,30 

13 Penemuan Dan 
Penanganan Penderita 
Penyakit – Acute 
Flacid Paralysis (AFP) 
rate per 100.000 
penduduk < 15 tahun 

30,34 100 100 50 100 33,33 

14 Penemuan Dan 
Penanganan Penderita 
Penyakit - Penemuan 
Penderita Pneumonia 
Balita 

37,7 33,84 27,26 12,72 100 100 

15 Penemuan Dan 
Penanganan Penderita 
Penyakit - Penemuan 
pasien baru TB BTA 
Positif 

100 48,03 41,22 80,53 70 100 

16 Penemuan Dan 
Penanganan Penderita 
Penyakit – Penderita 
DBD yang ditangani 

118,84 100 100 100 100 100 

17 Penemuan Dan 
Penanganan Penderita 
Penyakit - Penemuan 
penderita diare 

100 96,22 100 78,9 100 100 

18 Pelayanan Kesehatan 
Dasar Pasien 
Masyarakat Miskin 

100 100 100 100 100 100 

19 Pelayanan Kesehatan 
Rujukan Pasien 
Masyarakat Miskin 

75 100 100 100 100 100 

20 Pelayanan Gawat 
Darurat level 1 yang 
harus diberikan Sarana 
Kesehatan (RS) di 
Kab/ Kota 

100 100 100 100 100 100 

21 Desa/kelurahan 
mengalami KLB yang 
dilakukan penyelidikan 
epidemiologi <s24 jam 

100 100 100 100 100 100 

22 Desa Siaga Aktif 100 100 100 100 80 100 

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2018 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2017 

masih terdapat 3 indikator yang belum tercapai yaitu Kunjungan Bumil K4 yang ditargetkan 95,00% 

tercapai 92,90%; Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 

kebidanan yang ditargetkan 100,00% tercapai 99,94%. Penemuan dan penanganan penderita 

penyakit – Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun yang ditargetkan 

100,00% hanya tercapai 33,33%. Kunjungan bumil K4 tercapai 92,90% dari target 95%. 
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Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 

tercapai 99,94% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena masih terdapat 2 ibu bersalin di rumah 

(mbrojol). 2 kasus pertolongan persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 

berkompetensi kebidanan tersebut dikarenakan kelahiran yang mendadak, sehingga tidak sempat 

untuk mendatangi tenaga kesehatan yang berkompetensi kebidanan. Kejadian-kejadian tidak 

terduga tersebut dapat diantisipasi dengan meningkatkan cakupan kunjungan bumil, sehingga 

pemberian informasi kepada bumil tentang tanda-tanda akan melahirkan menjadi lebih efektif. 

Penemuan dan penanganan penderita penyakit – Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 

100.000 penduduk <15 tahun tercapai 33,33% dari target absolut 3. Sampai akhir tahun 2017 

hanya ditemukan 1 kasus lumpuh layuh mendadak pada anak usia <15 tahun dan setelah 

dilaksanakan pemeriksaan kasus lumpuh layuh yang ditemukan bukan disebabkan oleh virus polio. 

Kunjungan Bumil K4 tercapai 92,90% dari target 95%. Hal ini disebabkan adanya kasus 

keguguran (abortus), kelahiran immature dan bumil pindah keluar daerah sehingga tidak sampai 

kunjungan ke 4 (K4). 

Adapun  Capaian kinerja urusan kesehatan tahun 2013-2017 disajikan dalam Tabel berikut 

ini: 

Tabel  2.39  

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2013- 2017 

No. Indikator Sasaran Satuan 
Capaian Kinerja 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Angka Harapan 
Hidup  

Tahun 75,03 74,9 75 75,03 75,03* 

2 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 131,5 94,25 38,22 137 59,38 

3 Angka Kematian 
Bayi 

per 1.000 KH 18,23 11,5 9,17 9,58 8,31 

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon 
Progo, 2018 diolah.  
*)data sangat sementara Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

 

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang 

mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka 

harapan hidup cenderung meningkat dari tahun ke tahun.  Tahun 2015 mencapai 75,00 tahun, dan 

pada tahun 2016 menunjukkan angka 75,03. Angka proyeksi sementara dari Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa pada tahun 2017 angka harapan hidup 

Kabupaten Kulon Progo tetap di angka 75,03 hal ini dikarenakan angka harapan hidup Kabupaten 

Kulon Progo sudah merupakan angka harapan hidup tertinggi di tingkat nasional. Tingginya angka 

harapan hidup tersebut diatas tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menjamin dan meningkatkan 

upaya pelayanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan dan tenaga 

kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Selain hal tersebut diatas juga didukung oleh 

stabilitas sosial politik dan keamanan. 

Indikator capaian angka kematian ibu (AKI) adalah sebesar 59,38 per 100.000 kelahiran 

hidup, belum mencapai target 55,8 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian sudah lebih baik 
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dibanding tahun 2016 dengan AKI 136,80 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah angka kematian ibu 

secara absolut sebanyak 3 kasus, menurun dari tahun 2016 yang berjumlah 7 kasus. Berdasar hasil 

Audit Maternal Perinatal (AMP) oleh Tim AMP RSUP Prof Dr. Sardjito 3 (tiga) kematian ibu tersebut 2 

kasus dapat dicegah (avoidable) dan 1 (satu) kematian ibu tidak dapat dicegah (unavoidable) yaitu 

adanya kelainan jantung bawaan. Dua kematian ibu yang dapat dicegah perlu mendapat perhatian 

serius dan tindak lanjut perbaikan dalam pelayanan kesehatan. 

Capaian angka kematian bayi sebesar 8,31 per 1.000 KH sudah melampui target yang 

ditetapkan sebesar 8,86 per 1.000 KH dan dibawah capaian AKB tahun 2016 sebesar 9,59 per 1.000 

KH. Secara absolut jumlah kematian bayi sebanyak 42 bayi, menurun dibanding tahun 2016 sebanyak 

49 bayi. Penyebab kematian bayi ini antara lain disebabkan kelainan bawaan sebanyak 15, berat 

badan bayi lahir rendah kurang dari 2.500 gram sebanyak 13,  asfiksia sebanyak 13, penyakit infeksi 

sebanyak 9 dan leukemia 1 bayi.  Tidak ada kematian bayi di fasilitas kesehatan tingkat pertama 

karena prosedur penanganan persalinan telah dilaksanakan sesuai dengan manual rujukan.  

Untuk menekan angka kematian ibu dan bayi pada sejak tahun 2016 telah dibentuk Jejaring 

Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (Rindu KIA). Rindu KIA merupakan inovasi jaringan komunikasi dan 

informasi cepat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Inovasi ini diikutkan dalam Innovation 

Award I-2017 yang dilaksanakan oleh Lembaga INDOHCF (Indonesia Health Care Forum) di Jakarta 

dan mendapat penghargaan Juara II.   

Beberapa inovasi yang telah dilakukan  sejak tahun 2015 seperti Pemanfaatan teknologi SMS 

Gateway, deteksi dini dan pencegahan penularanan penyakit malaria, deteksi dini risiko tinggi (risti) 

maternal neonatal,  MPS online pemantauan bumil beresiko tinggi dalam upaya menurunkan kasus 

kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kulon Progo terus dilaksanakan. Indikator daerah yang tidak 

dapat dicapai adalah angka kematian ibu. Untuk menekan angka kematian ibu, selain dengan 

meningkatkan kapasitas dan pelayanan di fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan, akan 

dilaksanakan peningkatan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Ibu hamil 

harus diberikan informasi tentang kesehatan kehamilan, dan harus ada peningkatan kesadaran ibu 

hamil untuk selalu memonitor sendiri kesehatan dirinya maupun kandungan. 

Upaya yang dilakukan dalam urusan kesehatan dimaksudkan untuk mencapai sasaran daerah 

yaitu pengurangan angka kematian ibu, angka kematian bayi, peningkatan mutu layanan kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan maupun serta jaminan kesehatan bagi 

masyarakat kurang mampu. 

Permasalahan pada urusan kesehatan meliputi: belum tercapainya eliminasi malaria di 

Kabupaten Kulon Progo karena masih terdapat 6 desa indegenous malaria, sedangkan Nasional telah 

mencanangkan  program Eliminasi malaria tercapai pada  tahun 2021. Indikator daerah tereliminasi 

yaitu daerah yang tidak ditemukan lagi desa dengan kasus malaria yang lebih dari 1 ‰ penduduk dan 

tidak ditemukan kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 tahun berturut-turut serta dijamin 

dengan kemampuan surveilans yang baik.  

Lalu permasalahan kedua adalah masih terdapat  kematian ibu dan bayi meskipun pada tahun 

2017 telah berhasil di tekan. Jumlah kematian ibu pada tahun 2016 sebanyak 7 kasus berhasil ditekan 

menjadi 3 kasus. Kematian bayi dari 49 di tahun 2016 dapat ditekan menjadi 42 di tahun 2017. 
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Berdasar data AKI dan AKB yang fluktuatif, maka kematian ibu dan bayi harus terus di upayakan 

untuk penurunannya.  

Meskipun telah terbentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat  (TPKJM) namun kasus 

pasung di Kabupaten Kulon Progo masih mejadi masalah.  Indonesia telah dicanangkan bebas 

pasung sejak 2014, namun pembebasan pasung di Kabupaten Kulon Progo masih menjadi masalah 

paska pasien ODGJ dibebaskan, karena rata-rata pasien ODGJ mengalami pemasungan kembali 

akibat kurangnya peran serta masyarakat dalam penanganan.  

Permasalahan keempat terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Wates.  Jumlah antrian pasien rawat inap (ranap) di RSUD Wates untuk kelas 2, kelas 1 dan 

kelas utama (VIP) selalu meningkat pada semester 2 (Juli s.d. Desember). Pada tahun 2016 jumlah 

pasien yang memesan rawat inap kelas 2 sebanyak 1.107 pasien,  43,36% mendapat tempat ranap, 

8,22% membatalkan dan 48,15% tidak mendapat tempat/ belum masuk ranap. Sedangkan untuk 

kelas I dari total pasien pemesan sebanyak 2.721 pasien, mendapat tempat sebanyak 24,07%,  

10,33% membatalkan dan 65,60% tidak mendapat tempat/ belum masuk ranap. Untuk kelas Utama/ 

VIP total pasien yang memesan tempat sebanyak 734 pasien, mendapat tempat sebanyak 25,03%, 

11,63% membatalkan dan tidak mendapatkan tempat sebanyak 63,34%. Dengan jumlah Tempat 

Tidur yang terbatas maka beberapa pasien tidak dapat terlayani sesuai harapan masyarakat untuk 

bisa di rawat inap pada kelas 2, kelas 1 dan kelas utama (VIP).  

Masih berkaitan dengan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan di RSUD NAS 

belum optimal disebabkan sarana prasarana yang masih terbatas, dan sumber daya manusia yang 

masih kurang dari standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 baik secara kualitas 

maupun kuantitas. 

 

2.1.6.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

1. Pekerjaan Umum 

a. Jalan dan Jembatan 

Kewenangan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah diamanatkan melalui UU Nomor 38 

Tahun 2004 tentang Jalan. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan 

berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu penyelenggaraan jalan kabupaten. Dalam rangka 

menindaklanjuti kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten tersebut, pemerintah Kabupaten 

Kulon Progo telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 331/A/2015 Tentang Ruas Jalan 

yang Menjadi Kewenangan Kabupaten. Ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah ruas 

jalan yang berfungsi sebagai Jalan Lokal Primer, dimana Jalan Lokal Primer tersebut terbagi dalam 2 

(dua) bagian yaitu Jalan Lokal Primer I  dan Jalan Lokal Primer II. Jalan Lokal Primer I merupakan 

jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten 

dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, dan ibukota kecamatan dengan desa, sedangkan Jalan 

Lokal Primer II merupakan jalan yang menghubungkan antar desa.  
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Berdasarkan SK Nomor : 331/A/2015 Tentang Ruas Jalan yang Menjadi Kewenangan 

Kabupaten, panjang total jalan Lokal Primer I di Kabupaten Kulon Progo adalah 647,800 km, 

sedangkan panjang total Jalan Lokal Primer II adalah 1.354,979 km.  Realisasi penyelenggaraan 

jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 - 2017 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel  2.40  

Kondisi Jalan Lokal Primer di Kabupaten Kulon Progo 

No. Status Jalan 

Kondisi 

Total 
Baik 

Rusak 
Sedang 

Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

1 Tahun 2015 

LK I 
Km 495.67 70.91 67.23 13.99 647.80 

% 76.52 10.95 10.37 2.16 100.00 

LK II 
Km 895.5 357.6 68.42 33.46 1354.98 

% 66.09 26.39 5.05 2.47 100.00 

Total LK I dan 
LK II 

Km 1391.17 428.51 135.65 47.45 2002.78 

% 71.305 18.67 7.71 2.315 100.00 

2 Tahun 2016 

LK I 
Km 518.23 63.39 59.71 6.47 647.80 

% 80 9.78 9.22 1 100.00 

LK II 
Km 901.25 360.6 62.67 30.46 1354.98 

% 66.51 26.16 5.07 2.25 99.99 

Total LK I dan 
LK II 

Km 1419.48 423.99 122.38 36.93 2002.78 

% 73.255 17.97 7.145 1.625 100.00 

3 Tahun 2017 

LK I 
Km 460.94 43.63 111.34 31.90 647.80 

% 71.15 6.74 17.19 4.92 100.00 

LK II 
Km 1058.90 235.3 40.9 19.88 1354.98 

% 78.15 17.37 3.02 1.47 100.00 

Total LK I dan 
LK II 

Km 1519.84 278.93 152.24 51.77 2002.78 

% 74.65 12.05 10.10 3.19 100.00 

Sumber data :    Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon 
Progo, 2018 (diolah) 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 s/d tahun 2017 terjadi 

penurunan kondisi jalan dalam keadaan baik di Jalan kabupaten local primer I, dari 80 % menjadi 

71,15 %. Sedangkan pada jalan kabupaten local primer II terjadi peningkatan yang signifikan dari 

tahun 2016 s/d tahun 2017, dari 66,51 % menjadi 78,15 %. Secara total ada peningkatan kualitas 

jalan kabupaten dari 73,26 % kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2016 menjadi 

74,65 % kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2017. Total peningkatan pada jalan 

kabupaten dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 1,39 % (Lokal primer I dan Lokal primer II), atau 

sepanjang kurang lebih 27,84 Km. 
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Kecilnya peningkatan kualitas jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Kulon Progo disebabkan 

beberapa faktor, antara lain : 

1. Kondisi tanah tidak stabil sehingga mempengaruhi kualitas jalan yang ada karena kondisi 

geografis wilayah Kulon Progo sebagian merupakan  kawasan perbukitan terutama diwilayah 

tengah dan utara. 

2. Banyaknya angkutan yang tonasenya melebihi kualitas / kelas jalan yang dilalui. Angkutan 

yang melebihi tonase ini antara lain angkutan material tambang dan angkutan kayu. 

3. Kualitas pekerjaan fisik jalan yang cenderung kurang baik sehingga megakibatkan  kualitas 

jalan kurang baik dan umur layak jalan menjadi kecil/rendah. 

4. Kecilnya anggaran untuk kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan baik untuk jalan baik 

lokal primer I maupun jalan lokal primer II dibandingkan dengan laju penurunan kualitas 

jalan. 

 

Melihat faktor-faktor tersebut di atas maka alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan dan 

pemeliharaan jalan baik untuk jalan baik lokal primer I maupun jalan lokal primer II tidak sebanding 

dengan penurunan kualitas jalan akibat faktor geografis dan adanya mobilisasi kendaraan pengangkut 

material terutama material tambang dan angkutan kayu, sehingga kegiatan peningkatan dan 

pemeliharaan jalan tidak terlalu signifikan meningkatkan prosentase kondisi jalan dalam keadaan baik, 

atau dapat dikatakan bahwa laju penurunan kualitas  jalan kabupaten di Kulon Progo cukup tinggi.  

Melihat kondisi tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang tepat untuk dapat 

meningkatkan kualitas jalan dan meminimalkan penurunan kualitas jalan. Beberapa strategi yang 

dapat ditempuh antara lain adalah ; 

1. Mencari alternatif pembiayaan diluar APBD yang dapat dipergunakan untuk kegiatan 

peningkatan dan pemeliharaan jalan. 

2. Membatasi tonase pengangkutan material baik material tambang dan kayu disesuaikan 

dengan kondisi kelas jalan yang ada. 

3. Membangun atau meningkatkan kualitas jalan sehingga sesuai dengan kelas jalan untuk 

angkutan material tambang dan kayu, baik dengan anggaran APBD maupun melalui 

mekanisme jaminan perbaikan  jalan untuk kegiatan tambang. 

4. Mengintensifkan kegiatan pengawasan angkutan khususnya angkutan tambang dan kayu 

untuk meminimalkan kerusakan jalan. 

 

Selain Jalan Lokal Primer I dan Lokal Primer II, di Kabupaten Kulon Progo juga terbentang 

Jalan Nasional sepanjang 28,57 km dengan kondisi baik 23,92 km (83,75%) dan kondisi sedang 4,64 

km (16,25%). Jalan Provinsi sepanjang 145,54 km kondisi baik 129,48 km (88,97%), kondisi sedang 

16,07 km (11,03%). Kondisi jalan berdasarkan status jalan dapat dilihat di Tabel berikut ini : 
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Tabel  2.41  

Kondisi Jalan Negara dan jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo 

No. Status Jalan 

Kondisi  

Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Total 
Jalan km % km % km % km % 

1. Negara 23,92 83,75 4,64 16,25 - - - - 28,57 

2. Provinsi 129,48 88,97 16,07 11,03 - - - - 145,54 

Sumber data :    Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon 
Progo, 2017 (diolah) 

 

Kondisi jalan negara maupun jalan provinsi yang ada di Kabuparten Kulon Progo tidak seperti 

kondisi jalan lokal primer, dimana kualitasnya cenderung cukup stabil dalam kondisi baik. Jumlah 

jembatan pada tahun 2016 sebanyak 442 buah, meliputi 21 buah jembatan Nasional, 64 buah 

jembatan Provinsi dan jembatan Kabupaten sebanyak 361 buah. Rincian kondisi jembatan secara 

detail berdasarkan status jembatan diperlihatkan di Tabel berikut. 

 

Tabel  2.42  

Kondisi Jembatan di Kabupaten Kulon Progo 

No. Status Jembatan 

Kondisi  

Baik 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
sedang 

Total 
Jembatan 

unit % unit % unit % 

1. Negara 4  11  6  21 

2. Provinsi 33  20  11  64 

3. Kabupaten 190  162  9  361 

Sumber data :    Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon 
Progo, 2018 (diolah) 

 

Pengembangan akses jalan dan jembatan merupakan dukungan untuk pengembangan 

wilayah dan mendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah. Kondisi jalan dan jembatan di 

Kabupaten Kulon Progo diwilayah perkotaan dan penghubung antar kecamatan cenderung sudah 

dalam kondisi baik, akan tetapi di wilayah pegunungan dan perbatasan dengan wilayah Jawa Tengah/ 

Kabupaten Purworejo kondisinya memang cenderung masih kurang baik. Salah satu kendala kurang 

baiknya kondisi jalan dan jembatan terutama di wilayah pegunungan adalah kondisi lahan yang rawan 

longsor dan tanah yang labil (bergerak). 

 

b. Sarana Irigasi 

Jaringan irigasi di Kabupaten Kulon Progo terdiri jaringan irigasi dibawah kewenangan Pusat, 

Provinsi dan Kabupaten. Sesuai dengan PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka kewenangan 

Pemerintah Kabupaten adalah Daerah Irigasi yang luas oncorannya di bawah 1.000 ha (DI Kecil), 

yang telah diatur dalam Kepmen PU No. 293/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi 

Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Kab/Kota dengan kondisi sebagai berikut: 
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Tabel  2.43  

Kondisi Jaringan Irigasi menurut Daerah Irigasi dan Kewenangan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 – 2016 
 

% meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter

I.

D.I. 

KALIBAWANG 

SYSTEM 

7,152 70 130,465 60 44,249 70 51,624 16 30,639 5 3,687 20 14,750   8 14,056 25 18,437 10 7,375    6 11,339 10 7,375 0 0 Pusat

II. D.I. SAPON 1,900 80 52,523 80 52,523 80 52,523 5 3,283 5 3,283 5 3,283 10 6,565 10 6,565 10 6,565 5 3,283 5 3,283 5 3,283  Provinsi

III. D.I. KECIL 

1 Balong V 7 60 802 60 802 60 802 20 267 20 267 20 267 10 134 10 134 10 134 10 134 10 134 10 134 Kabupaten

2 Banaran 3 50 650 50 650 50 650 30 390 30 390 30 390 5 65 5 65 5 65 15 195 15 195 15 195 Kabupaten

3 Banjaran 17 60 1,980 60 1,980 80 2,640 20 660 20 660 10 330 10 330 10 330 5 165 10 330 10 330 5 165 Kabupaten

4 Belik II 4 45 270 45 270 70 420 2 12 2 12 15 90 3 18 3 18 7 42 50 300 50 300 8 48 Kabupaten

5 Bogor 15 60 1,705 60 1,705 70 1,989 25 711 25 711 25 711 10 284 10 284 3 85 5 142 5 142 2 57 Kabupaten

6 Borongaren 8 40 1,054 40 1,054 65 1,712 5 132 5 132 15 395 6 158 6 158 10 263 49 1,291 49 1,291 10 263 Kabupaten

7 Brangkalan 21 79 1,928 79 1,928 79 1,928 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 15 366 15 366 15 366 Kabupaten

8 Cikli 36 90 3,497 90 3,497 90 3,497 4 155 4 155 4 155 3 117 3 117 3 117 3 117 3 117 3 117 Kabupaten

9 Clangkring 4 60 1,438 60 1,438 55 1,318 20 479 20 479 10 240 8 192 8 192 10 240 12 288 12 288 25 599 Kabupaten

10 Clumprit 5 47 705 47 705 47 705 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 49 735 49 735 49 735 Kabupaten

11 Dasnganten 30 55 550 55 550 55 550 10 100 10 100 10 100 5 50 5 50 5 50 30 300 30 300 30 300 Kabupaten

12 Dukuh 8 75 1,125 75 1,125 75 1,125 10 150 10 150 10 150 5 75 5 75 5 75 10 150 10 150 10 150 Kabupaten

13 Dungdekem 8 55 963 55 963 65 1,138 25 438 25 438 15 263 10 175 10 175 10 175 10 175 10 175 10 175 Kabupaten

14 Duren/Mudal 26 65 1,387 65 1,387 60 1,280 20 427 20 427 20 427 5 107 5 107 5 107 10 213 10 213 15 320 Kabupaten

15 Gegunung 7 70 1,120 40 640 70 1,120 10 160 20 320 10 160 10 160 20 320 10 160 10 160 20 320 10 160 Kabupaten

16 Gemalang 11 65 869 65 869 65 869 20 267 20 267 20 267 5 67 5 67 5 67 10 134 10 134 10 134 Kabupaten

17 Grembul 6 60 1,249 60 1,249 60 1,249 20 416 20 416 20 416 10 208 10 208 10 208 10 208 10 208 10 208 Kabupaten

18 Jambeaji 30 65 1,014 65 1,014 70 1,092 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 15 234 15 234 10 156 Kabupaten

19 Jati 6 75 1,688 75 1,688 75 1,688 15 338 15 338 15 338 5 113 5 113 5 113 5 113 5 113 5 113 Kabupaten

20 Jetis 8 75 1,350 75 1,350 75 1,350 10 180 10 180 10 180 5 90 5 90 5 90 10 180 10 180 10 180 Kabupaten

21 Jurug 59 75 4,111 57 3,124 75 4,111 10 548 18 987 10 548 5 274 10 548 5 274 10 548 15 822 10 548 Kabupaten

22 Kanjangan 37 49 3,590 49 3,590 49 3,590 38 2,784 38 2,784 38 2,784 5 366 5 366 5 366 8 586 8 586 8 586 Kabupaten

23 Karang/Togor 12 48 1,104 48 1,104 68 1,564 20 460 20 460 10 230 2 46 2 46 2 46 30 690 30 690 20 460 Kabupaten

24 Kayangan 198 49 2,548 49 2,548 49 2,548 1 52 1 52 1 52 2 104 2 104 2 104 48 2,496 48 2,496 48 2,496 Kabupaten

25 Kebonharjo 24 74 1,441 74 1,441 58 1,129 4 78 4 78 12 234 2 39 2 39 2 39 20 389 20 389 28 545 Kabupaten

26 Kedung Bathang 5 39 546 39 546 39 546 6 84 6 84 6 84 5 70 5 70 5 70 50 700 50 700 50 700 Kabupaten

27 Kedung Bisu 5 68 612 68 612 60 540 4 36 4 36 4 36 3 27 3 27 6 54 25 225 25 225 30 270 Kabupaten

28 Kedung Kobong 5 66 726 66 726 66 726 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 30 330 30 330 30 330 Kabupaten

29 Kedung Mojing 4 45 450 45 450 60 600 3 30 3 30 3 30 7 70 7 70 7 70 45 450 45 450 30 300 Kabupaten
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% meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter

30 Kembangmalang 4 60 660 70 770 50 550 15 165 10 110 25 275 10 110 10 110 10 110 15 165 10 110 15 165 Kabupaten

31 Klampok 3 50 1,234 50 1,234 75 1,850 20 493 20 493 10 247 5 123 5 123 5 123 25 617 25 617 10 247 Kabupaten

32 Kluw ihan 8 55 1,013 55 1,013 65 1,197 15 276 15 276 20 368 5 92 5 92 5 92 25 460 25 460 10 184 Kabupaten

33 Mejing 6 60 720 60 720 60 720 20 240 20 240 20 240 10 120 10 120 10 120 10 120 10 120 10 120 Kabupaten

34 Melar 30 77 1,784 77 1,784 77 1,784 4 93 4 93 4 93 4 93 4 93 4 93 15 348 15 348 15 348 Kabupaten

35 Ngobarab (3bd) 30 60 1,603 60 1,603 55 1,469 15 401 15 401 15 401 5 134 5 134 5 134 20 534 20 534 15 401 Kabupaten

36 Niten 125 90 3,792 90 3,792 90 3,792 3 126 3 126 3 126 6 253 6 253 6 253 1 42 1 42 1 42 Kabupaten

37 Nyemani 15 75 2,017 75 2,017 75 2,017 10 269 10 269 10 269 5 134 5 134 5 134 10 269 10 269 10 269 Kabupaten

38 Pandan 7 40 500 40 560 75 938 10 125 10 140 10 125 10 125 10 140 10 125 40 500 40 560 5 63 Kabupaten

39 Penggung 32 60 2,700 71 3,195 65 2,925 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 30 1,350 19 855 25 1,125 Kabupaten

40 Pengkol 34 80 2,277 80 2,277 55 1,565 10 285 10 285 10 285 5 142 5 142 5 142 5 142 5 142 30 854 Kabupaten

41 Pereng 7 60 2,273 60 2,273 70 2,652 20 758 20 758 10 379 5 189 5 189 5 189 15 568 15 568 15 568 Kabupaten

42 Plelen 74 70 4,922 59 4,149 58 4,079 20 1,406 25 1,758 20 1,406 5 352 8 563 10 703 5 352 8 563 12 844 Kabupaten

43 Promasan 5 42 861 70 1,435 70 1,435 5 103 5 103 5 103 5 103 5 103 5 103 48 984 20 410 20 410 Kabupaten

44 Sarigono 30 47 1,875 47 1,875 65 2,594 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 49 1,955 49 1,955 31 1,237 Kabupaten

45 Sarimulyo 4 41 974 41 974 41 974 4 95 4 95 4 95 5 119 5 119 5 119 50 1,188 50 1,188 50 1,188 Kabupaten

46 Secang/Ngancar 9 45 713 45 713 45 713 2 32 2 32 2 32 3 48 3 48 3 48 50 792 50 792 50 792 Kabupaten

47 Seprati 6 48 1,200 48 1,200 70 1,750 25 625 25 625 5 125 5 125 5 125 5 125 22 550 22 550 20 500 Kabupaten

48 Siliran 8 100 280 100 280 100 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kabupaten

49 Singo Gow eng 25 65 2,722 59 2,471 65 2,722 10 419 9 377 10 419 10 419 13 544 10 419 15 628 19 796 15 628 Kabupaten

50 Soka 8 60 716 60 716 60 716 20 239 20 239 20 239 10 119 10 119 10 119 10 119 10 119 10 119 Kabupaten

51 Sumitro 98 87 7,031 87 7,031 55 4,445 1 81 1 81 10 808 2 162 2 162 10 808 10 808 10 808 25 2,021 Kabupaten

52 Tulangan 15 40 1,500 40 1,500 40 1,500 5 188 5 188 5 188 6 225 6 225 6 225 49 1,838 49 1,838 49 1,838 Kabupaten

53 Wadas 20 65 1,916 60 1,769 70 2,064 10 295 10 295 10 295 5 147 10 295 5 147 20 590 20 590 15 442 Kabupaten

54 Balong 11 35 560 35 560 35 560 10 160 10 160 10 160 5 80 5 80 5 80 50 800 50 800 50 800 Kabupaten

55 Bancik 6 40 320 40 320 70 560 20 160 20 160 10 80 15 120 15 120 5 40 25 200 25 200 15 120 Kabupaten

56 Belik 7 30 308 30 308 65 666 20 205 20 205 10 103 15 154 15 154 15 154 35 359 35 359 10 103 Kabupaten

57 Besole 6 30 240 30 240 65 520 25 200 25 200 10 80 10 80 10 80 10 80 35 280 35 280 15 120 Kabupaten

58 Bimo 5 45 360 45 360 70 560 15 120 15 120 10 80 5 40 5 40 5 40 35 280 35 280 15 120 Kabupaten

59 Blekok 8 30 360 30 360 30 360 25 300 25 300 25 300 5 60 5 60 5 60 40 480 40 480 40 480 Kabupaten

60 Blimbing 4 45 270 45 270 45 270 15 90 15 90 15 90 10 60 10 60 10 60 30 180 30 180 30 180 Kabupaten

61 Cikal 5 20 160 20 160 65 520 25 200 25 200 15 120 25 200 25 200 5 40 30 240 30 240 15 120 Kabupaten

62 D. Cengkek 4 30 225 30 225 30 225 25 188 25 188 25 188 15 113 15 113 15 113 30 225 30 225 30 225 Kabupaten

63 Dersono 5 50 550 50 550 50 550 15 165 15 165 15 165 10 110 10 110 10 110 25 275 25 275 25 275 Kabupaten

64 Dhung Winong 10 30 390 30 390 65 845 20 260 20 260 10 130 10 130 10 130 10 130 40 520 40 520 15 195 Kabupaten

65 Dlimas 5 50 400 50 400 50 400 5 40 5 40 5 40 10 80 10 80 10 80 35 280 35 280 35 280 Kabupaten
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% meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter

66 Dung Biru 10 15 240 15 240 63 1,008 30 480 30 480 10 160 15 240 15 240 10 160 40 640 40 640 17 272 Kabupaten

67 Dung Bulu 8 30 345 30 345 30 345 10 115 10 115 10 115 10 115 10 115 10 115 50 575 50 575 50 575 Kabupaten

68 Dung Cingklok 21 40 1,080 40 1,080 40 1,080 20 540 20 540 20 540 5 135 5 135 5 135 35 945 35 945 35 945 Kabupaten

69 Dung Wutah 7 35 385 35 385 35 385 20 220 20 220 20 220 10 110 10 110 10 110 35 385 35 385 35 385 Kabupaten

70 Dungpucung 10 30 420 30 420 70 980 20 280 20 280 5 70 10 140 10 140 15 210 40 560 40 560 10 140 Kabupaten

71 Dungsalak 5 30 240 30 240 65 520 30 240 30 240 10 80 5 40 5 40 5 40 35 280 35 280 20 160 Kabupaten

72 Dungsono 10 25 375 25 375 25 375 25 375 25 375 25 375 15 225 15 225 15 225 35 525 35 525 35 525 Kabupaten

73 Gimong 8 30 360 30 360 30 360 25 300 25 300 25 300 5 60 5 60 5 60 40 480 40 480 40 480 Kabupaten

74 Jangkang 5 15 143 15 143 67 637 35 333 35 333 13 124 5 48 5 48 5 48 45 428 45 428 15 143 Kabupaten

75 Jarakan 5 30 270 30 270 30 270 15 135 15 135 15 135 5 45 5 45 5 45 50 450 50 450 50 450 Kabupaten

76 Kali Ngiw o 21 30 630 30 630 65 1,365 20 420 20 420 15 315 10 210 10 210 10 210 40 840 40 840 10 210 Kabupaten

77 Kembang 10 40 480 40 480 40 480 15 180 15 180 15 180 5 60 5 60 5 60 40 480 40 480 40 480 Kabupaten

78 Kembang 8 40 360 40 360 40 360 20 180 20 180 20 180 5 45 5 45 5 45 35 315 35 315 35 315 Kabupaten

79 Kleben 6 40 720 40 720 40 720 20 360 20 360 20 360 5 90 5 90 5 90 35 630 35 630 35 630 Kabupaten

80 Ngroto 17 25 475 25 475 25 475 25 475 25 475 25 475 10 190 10 190 10 190 40 760 40 760 40 760 Kabupaten

81 Pengason 12 35 525 35 525 35 525 20 300 20 300 20 300 5 75 5 75 5 75 40 600 40 600 40 600 Kabupaten

82 Sebalong 5 20 150 20 150 20 150 20 150 20 150 20 150 10 75 10 75 10 75 50 375 50 375 50 375 Kabupaten

83 Sendat 5 20 190 20 190 60 570 20 190 20 190 10 95 25 238 25 238 15 143 35 333 35 333 15 143 Kabupaten

84 Separang 15 40 720 40 720 40 720 15 270 15 270 15 270 10 180 10 180 10 180 35 630 35 630 35 630 Kabupaten

85 Sinogo 25 40 520 67 871 68 884 10 130 7 91 12 156 10 130 8 104 10 130 40 520 18 234 10 130 Kabupaten

86 Sriten 5 35 245 35 245 35 245 15 105 15 105 15 105 10 70 10 70 10 70 40 280 40 280 40 280 Kabupaten

87 Tlogo 5 30 210 30 210 30 210 20 140 20 140 20 140 10 70 10 70 10 70 40 280 40 280 40 280 Kabupaten

88 Wareng 7 40 440 40 440 40 440 20 220 20 220 20 220 5 55 5 55 5 55 35 385 35 385 35 385 Kabupaten

89 Watu Payung 11 35 525 35 525 35 525 20 300 20 300 20 300 5 75 5 75 5 75 40 600 40 600 40 600 Kabupaten

90 Wiyu 4 15 135 15 135 70 630 30 270 30 270 10 90 5 45 5 45 10 90 50 450 50 450 10 90 Kabupaten

Jumlah 1,533 49 100,077 55 99,028 57 107,499 15      25,446 14 26276 13 22,967 7  11,248 7 12155 7 11,787 29 43,960 24 43423 23 38,212 
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Sumber data :    Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 
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Kondisi saluran irigasi dibawah kewenangan Pusat kurun waktu 2014 -2016 sebagian besar 

dalam kondisinya baik dan sebagian kecil dalam kondisi rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat, 

hanya tahun tahun 2015 mengalami sedikit penurunan kondisi tersebut dikarenakan adanya bencana 

alam yang menyebabkan kerusakan pada saluran irigasi tersebut. Sedangkan untuk saluran irigasi 

yang ada dibawah kewenangan pemerintah propinsi dari tahun 2014 - 2016 kondisinya stabil dan 

sebagian besar kondinya baik (80% kondisi baik) dan sebagian kecil dalam kondisi rusak sedang, 

rusak ringan dan rusak berat. 

Kondisi saluran irigasi dibawah kewenangan pemerintah kabupaten kondisinya masih 

memprihatinkan  dimana kondisi tahun 2014 -2016 sebagian kondisinya baik dan sebagian lagi 

kondisinya rusak berat  hampir 30 persen rusak berat dan sebagian kecil rusak sedang dan rusak 

ringan. Kondisi tersebut disebabkan karena kurangnya koordinasi lintas sektor, masih rendahnya 

pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani tentang fisik bangunan jaringan irigasi, adanya 

kompetisi pemanfaatan air antar sektor, penurunan ketahanan fisik dari prasarana pengendali banjir 

serta penurunan keberlanjutan dari prasarana jaringan irigasi.  

Dengan melihat permasalahan tersebut diatas dan mengingat Kabupaten Kulon Progo 

sebagian besar masyarakatnya masih bertumpu pada sektor pertanian maka kedepan berusaha untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi baik sekunder maupun tersier.  

Selain infrastruktur irigasi yang banyak mengalami kerusakan di kabupaten Kulon Progo 

masih banyak potensi air baku yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain Waduk Sermo 

tercatat sebanyak 17 embung yang dibangun di Kabupaten Kulon Progo yang dimanfaatkan untuk air 

baku, irigasi dan konservasi. 

 

Tabel  2.44  

Data embung di Kabupaten Kulon Progo 

No Nama Embung Lokasi Kapasitas (m
3
) 

1 Embung Blubuk Dusun Girinyono, Desa Sendangsari, 
Kec Pengasih 

18.655 

2 Embung Bogor Dusun Girinyono, Desa Sendangsari, 
Kec Pengasih 

6.000 

3 Embung Batur Dusun Batur, Desa Sendangsari, Kec 
Pengasih 

8.900 

4 Embung Kalibuko I  Desa Kalirejo, Kec. Kokap 6.170 

5 Embung Kayangan Dusun Paingan, Desa Sendangsari, 
Kec Pengasih 

6.000 

6 Embung Kedungromo Desa Giripurwo, Kec. Girimulyo 3.500 

7 Embung Ngroto Desa Kebonharjo, Kec. Samigaluh 6.000 

8 Embung Penggung Desa Hargorejo, Kec. Kokap 4.000 

9 Embung Tangkisan I Desa Hargomulyo, Kec. Kokap 35.000 

10 Embung Tangkisan II Desa Hargomulyo, Kec. Kokap 7.500 

11 Embung Weden Desa Sentolo, Kec. Sentolo 3.500 

12 Embung Dawetan Desa Giripurwo, Kec. Girimulyo 4.000 

13 Embung Cikli Desa Giripurwo, Kec. Girimulyo 3.000 

14 Embung Sambeng Dusun Anjir, Desa Hargowilis, Kec 
Kokap 

12.000 

15 Embung Bibis Dusun Klepu, Desa Hargowilis, Kec 
Kokap 

40.000 

16 Embung Jurug Desa. Sidorejo, Kec. Lendah 9.000 
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No Nama Embung Lokasi Kapasitas (m
3
) 

17 Embung Samigaluh Kec. Samigaluh 6.523 

 Sumber data : Dinas PUP-KP Kab Kulon Progo Tahun 2017 
 

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, secara bertahap juga masih 

terus dilakukan pembangunan infrastruktur irigasi baru untuk mendukung cetak sawah sebagai 

langkah untuk mempertahankan ketahanan pangan. 

Dari sisi pemberdayaan masyarakat terkait dengan kelembagaan pengelola air irigasi, di 

Kabupaten Kulon Progo memliliki  16 Gabungan P3A  yang  membawahi 297 P3A. Dari jumlah 

tersebut masih banyak yang memerlukan peningkatan kapasitas baik di tingkat GP3A maupun P3A 

sampai kelembagaan pengelola air tersebut mampu dan mandiri. 

 

 

 

c. Sarana Air Bersih 

Kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan terutama dilayani oleh Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirta Binangun, dengan sumber air dari Waduk Sermo, Clereng, Tuk Mudal, dan 

Sungai Progo. Jumlah pelanggan pada tahun 2016 mencapai 22.670 SR. 

Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk 

membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat 

berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs 

bidang Air Minum, dari data ketersediaan air baku didapatkan data debit dari instalasi pengolah air 

sebesar : 5.682.776 m3/tahun.  

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih dalam rumah tangga, 

masyarakat mengunakan berbagai sumber air. Sumber air baku tersebut antara lain bersumber dari : 

Sumur Gali, Mata Air, Waduk dan Sungai. Perhitungan  jumlah kebutuhan air baku (standar 

kebutuhan air baku adalah 60lt/hari/orang) yang digunakan dari sumber-sumber air tersebut. 

Berdasarkan perhitungan maka  didapatkan angka total kebutuhan air sebesar 10.499.276 m3/tahun. 

Jumlah penduduk tahun 2016 adalah 479.419 jiwa sehingga pelayanan air bersih sebesar 54,13% 

pada tahun 2016. 

Berdasarkan jumlah KK yang mempunyai akses terhadap air minum maka dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

Tabel  2.45  

Sumber Kebutuhan Air Baku 

 

No. Akses Air Baku  Jumlah KK 

 Perpipaan   

1. Jumlah KK yang terkoneksi dengan PDAM  22.670  

2. Jumlah KK yang terkoneksi dengan non PDAM  7.635  
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No. Akses Air Baku  Jumlah KK 

 Non Perpipaan Terlindungi   

3. Jumlah KK dengan akses air minum ke Sumur Gali 

Layak  

79.193  

4. Jumlah KK dengn akses air minum Isi Ulang 985  

 Non Perpipaan Tidak Terlindungi   

5. Jumlah KK dengan akses air minum ke Sumur Gali 

Tidak Terlindungi 

21.166  

6. Jumlah KK dengan akses air minum ke Lainnya:sungai, 

danau, saluran irigasi, dll  

78  

 Jumlah  131.649  

Sumber data :    Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
Kulon Progo, 2017 

 

 

Melihat kondisi di atas, maka masih banyak keluarga yang belum mendapatkan akses air 

minum yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan jaringan distribusi air minum melalui 

PDAM maupun Non PDAM (SPAMdes) sehingga kebutuhan air baku air bersih dapat diakses oleh 

masyarakat yang lebih luas. 

Program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon dalam rangka 

memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat adalah mengembangkan jaringan perpipaan distribusi 

air minum baik jaringan PDAM maupun non PDAM (SPAMdes), selain itu memberikan sambungan 

rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang mulai direncanakan di tahun 2017 dengan 

SR bagi BMR gratis sebanyak 1.000 sambungan. Dengan adanya program tersebut diharapkan akan 

lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum yang layak. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan air bersih sampai saat ini meliputi topografi 

yang berbukit/gunung, infrastruktur air bersih yang belum memadai,rendahnya kesadaran masyarakat 

terhadap lingkungan dan masih rendahnya dana dari pemerintah untuk air bersih 

Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada maka kedepan harus meningkatkan 

kualitas dan kuantitas  pelayanan air bersih dan sanitasi, meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap lingkungan di sekitarnya, meningkatkan  fasilitas masyarakat untuk mengakses air bersih 

serta sanitasi yang layak dan pengarusutamaan pembangunan air minum yang memenuhi kualitas, 

kuantitas, kontinuitas dan keterjangkuan oleh masyarakat, menjaga ketersediaan air dengan 

melakukan konservasi. 

 

d. Gedung Kantor  

Adanya prasarana gedung kantor yang memadai dapat meningkatkan kinerja aparatur 

pemerintah sehingga untuk mencukupi kebutuhan akan prasarana gedung kantor yang memadai 

maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Program Peningkatan Sarana 
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dan Prasarana Gedung Kantor yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan aparatur pemerintah 

kabupaten Kulon Progo akan bangunan rumah negara, bangunan gedung dan bangunan umum. 

Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ditujukan untuk tersedianya sarana dan 

prasarana gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik. Jumlah gedung kantor kondisi baik 

sampai dengan tahun 2016 sejumlah 35 unit, Jumlah gedung kantor kondisi rusak ringan sampai 

dengan tahun 2016 sejumlah 53 unit, Jumlah gedung kantor kondisi rusak sedang sampai dengan 

tahun 2016 sejumlah 15 unit dan Jumlah gedung kantor kondisi rusak berat sampai dengan tahun 

2016 ada satu unit. 

Tabel  2.46   

Data Kondisi Gedung Kantor  

No NAMA GEDUNG NAMA INSTANSI 
LUAS 

LANTAI 
DASAR 

JUMLAH 
LANTAI 

LUAS 
LANTAI 

KONDISI 

1 
BINANGUN I + 
Bupati 

Sekda 756 2 1512 Baik 

2 BINANGUN II DPPKA 324 2 648 Baik 

3 BINANGUN III 
Bagian Adm 
Pemerintahan, Bagian 
Hukum, Bagian Organisasi 

384 2 768 Baik 

4 BINANGUN IV Bagian Umum, 252 2 504 Baik 

5 BAPPEDA BAPEDA 300 2 600 Baik 

6 BKD BKD 328 1 328 Baik 

7 GEDUNG KACA 
R Pertemuan, Bag Kas 
Daerah 

594 1 594 Baik 

8 Bale AGUNG Sekda 224 1 224 Baik 

9 
Gedung Administrasi 
Pengujian Kendaraan 

Gedung Administrasi 
Pengujian Kendaraan 

696 1 696 Baik 

10 KPU KPU 405 1 405 Baik 

11 BIPP/BPP BIPP/BPP 240 1 240 Baik 

12 
Rumah Dinas Wakil 
Bupati 

Rumah Dinas Wakil Bupati 216 1 216 Baik 

13 Rumah Dinas Sekda Rumah Dinas Sekda 120 1 120 Baik 

14 Kantor Arsip Daerah Kantor Arsip Daerah 200 1 200 Baik 

15 
Kantor Kecamatan 
Sentolo 

Kantor Kecamatan 
Sentolo 

369 1 369 Baik 

16 Irda Irda 222 1 222 Baik 

17 
Dinas Pariwisata 
PORA  

Dinas Pariwisata PORA  243 1 243 Baik 

18 Kesbanglinmas Kesbanglinmas 180 1 180 Baik 

19 
Dinas Koperasi & 
UMKM 

Dinas Koperasi & UMKM 
  

160 Baik 

20 
Kantor Lingkungan 
Hidup 

Kantor Lingkungan Hidup 
  

210 Baik 

21 
Ruang Rapat 
BPMPPKB & Arsip 
Dis Dukcapil 

Ruang Rapat BPMPPKB 
& Arsip Dis Dukcapil 

180 2 360 Baik 

22 Gedung Bursa Kerja Gedung Bursa Kerja 56 1 56 Baik 

23 
Dinas Pertanian & 
Kehutanan Unit II 

Dinas Pertanian & 
Kehutanan Unit II 

120 1 120 Baik 

24 Gudang Logistik Gudang Logistik 120 1 120 Baik 

25 
Kantor Kecamatan 
Kokap 

Kantor Kecamatan Kokap 400 1 400 Baik 

26 
Kantor Kecamatan 
Samigaluh 

Kantor Kecamatan 
Samigaluh 

400 1 400 Baik 

27 
Kantor Dinas 
Kesehatan Unit II 

Kantor Dinas Kesehatan 
Unit II   

  Baik 

28 Dishubkominfo baru Dishubkominfo baru 
  

  Baik 

29 Perpustakaan Baru Perpustakaan Baru 
  

  Baik 

30 Satpol PP Baru Satpol PP Baru 
  

  Baik 
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No NAMA GEDUNG NAMA INSTANSI 
LUAS 

LANTAI 
DASAR 

JUMLAH 
LANTAI 

LUAS 
LANTAI 

KONDISI 

31 Kec Wates Baru Kec Wates Baru 
  

  Baik 

32 
UPTD Paud Dikdas 
Kec Wates Baru 

UPTD Paud Dikdas Kec 
Wates Baru   

  Baik 

33 BPBD BPBD 
  

  Baik 

34 Aula BKD/ Bappeda Aula BKD/ Bappeda 
  

  Baik 

35 
Garasi Pemadam 
Kebakaran 

Garasi Pemadam 
Kebakaran   

  Baik 

36 
eks Gedung 
Pengamat Pengairan 
Kecamatan Galur 

eks Gedung Pengamat 
Pengairan Kecamatan 
Galur 

96 1 96 
Rusak 
Berat 

37 Musholla Istiqomah Sekda 144 1 144 
Rusak 
Ringan 

38 Dinas Pendidikan I Dinas Pendidikan I 0 1 0 
Rusak 
Ringan 

39 
Dinas Perindag & 
ESDM 

Dinas Perindag & ESDM 0 1 0 
Rusak 
Ringan 

40 Kantor Sat Polisi PP Kantor Sat Polisi PP 341 1 341 
Rusak 
Ringan 

41 Kantor BKPMD Kantor BKPMD 234 1 234 
Rusak 
Ringan 

42 Gedung Kesenian Gedung Kesenian 600 1 600 
Rusak 
Ringan 

43 SKB SKB 360 1 360 
Rusak 
Ringan 

44 Gedung PKK Gedung PKK 0 1 0 
Rusak 
Ringan 

45 Media Centre Media Centre 120 1 120 
Rusak 
Ringan 

46 
Kantor Perijinan 
Terpadu 

Kantor Perijinan Terpadu 210 1 210 
Rusak 
Ringan 

47 
Kantor Kecamatan 
Wates Lama 

Kantor Kecamatan Wates 
Lama 

531 1 531 
Rusak 
Ringan 

48 
Rumah Dinas Ketua 
DPRD II 

Rumah Dinas Ketua 
DPRD II 

210 1 210 
Rusak 
Ringan 

49 BLK BLK 336 1 336 
Rusak 
Ringan 

50 Kantor KONI Kantor KONI 80 1 80 
Rusak 
Ringan 

51 
Kantor Kecamatan 
Temon 

Kantor Kecamatan Temon 460 1 460 
Rusak 
Ringan 

52 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Temon 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Temon 

120 1 120 
Rusak 
Ringan 

53 
eks Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Temon 

eks Cabang Dinas 
Pendidikan Kecamatan 
Temon 

168 1 168 
Rusak 
Ringan 

54 
Kantor Kecamatan 
Panjatan 

Kantor Kecamatan 
Panjatan 

450 1 450 
Rusak 
Ringan 

55 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Panjatan 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Panjatan 

168 1 168 
Rusak 
Ringan 

56 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Panjatan 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Panjatan 

168 1 168 
Rusak 
Ringan 

57 
Kantor Kecamatan 
Galur 

Kantor Kecamatan Galur 420 1 420 
Rusak 
Ringan 

58 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Galur 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Galur 

120 1 120 
Rusak 
Ringan 
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No NAMA GEDUNG NAMA INSTANSI 
LUAS 

LANTAI 
DASAR 

JUMLAH 
LANTAI 

LUAS 
LANTAI 

KONDISI 

59 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Galur 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Galur 

120 1 120 
Rusak 
Ringan 

60 
Exs Kantor Pembantu 
Bupati 

Exs Kantor Pembantu 
Bupati 

180 1 180 
Rusak 
Ringan 

61 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Sentolo 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Sentolo 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 

62 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Sentolo 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Sentolo 

147 1 147 
Rusak 
Ringan 

63 Sekretariat DPRD II Sekretariat DPRD II 864 2 1728 
Rusak 
Ringan 

64 
Dinas Pertanian dan 
Kehutanan 

Dinas Pertanian dan 
Kehutanan 

246 1 246 
Rusak 
Ringan 

65 
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

720 1 720 
Rusak 
Ringan 

66 

Badan 
Pemberdayaan Masy 
Pem Des Perempuan 
dan KB 

Badan Pemberdayaan 
Masy Pem Des 
Perempuan dan KB 

360 1 360 
Rusak 
Ringan 

67 
Dinas Pekerjaan 
Umum 

Dinas Pekerjaan Umum 
  

0 
Rusak 
Ringan 

68 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Pengasih 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Pengasih 

98 1 98 
Rusak 
Ringan 

69 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Pengasih 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Pengasih 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 

70 
Sub Dinas Keluarga 
Berencana 

Sub Dinas Keluarga 
Berencana 

150 1 150 
Rusak 
Ringan 

71 Rumah Dinas Pemda Rumah Dinas Pemda 550 1 550 
Rusak 
Ringan 

72 Dinas Kepenak Dinas Kepenak 550 1 550 
Rusak 
Ringan 

73 
Kantor Kecamatan 
Lendah 

Kantor Kecamatan Lendah 350 1 350 
Rusak 
Ringan 

74 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Lendah 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Lendah 

98 1 98 
Rusak 
Ringan 

75 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Lendah 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Lendah 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 

76 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Kokap 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Kokap 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 

77 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Kokap 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Kokap 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 

78 
Kantor Kecamatan 
Nanggulan 

Kantor Kecamatan 
Nanggulan 

350 1 350 
Rusak 
Ringan 

79 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Nanggulan 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Nanggulan 

98 1 98 
Rusak 
Ringan 

80 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Nanggulan 

120 1 120 
Rusak 
Ringan 
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No NAMA GEDUNG NAMA INSTANSI 
LUAS 

LANTAI 
DASAR 

JUMLAH 
LANTAI 

LUAS 
LANTAI 

KONDISI 

Nanggulan 

81 
Eks Kantor 
PEMBANTU BUPATI 
wilayah Utara 

Eks Kantor PEMBANTU 
BUPATI wilayah Utara 

202 1 202 
Rusak 
Ringan 

82 
Kantor Kecamatan 
Kalibawang 

Kantor Kecamatan 
Kalibawang 

400 1 400 
Rusak 
Ringan 

83 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Kalibawang 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Kalibawang 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 

84 

Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan 
Kalibawang 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Kalibawang 

120 1 120 
Rusak 
Ringan 

85 UPTD BENIH BIT UPTD BENIH BIT 210 1 210 
Rusak 
Ringan 

86 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Samigaluh 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Samigaluh 

98 1 98 
Rusak 
Ringan 

87 

Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan 
Samigaluh 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Samigaluh 

180 1 180 
Rusak 
Ringan 

88 
Kantor Kecamatan 
Girimulyo 

Kantor Kecamatan 
Girimulyo 

360 1 360 
Rusak 
Ringan 

89 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Girimulyo 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Girimulyo 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 

90 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Girimulyo 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Girimulyo 

198 1 198 
Rusak 
Ringan 

91 
GEDUNG 
KESRA/ULP 

Bagian Adm 
Pembangunan, Bagian 
Kesra, Komunikasi & 
Informasi 

372 2 744 
Rusak 

Sedang 

92 
Kantor Staf Ahli 
Bupati 

Kantor Staf Ahli Bupati 144 1 144 
Rusak 

Sedang 

93 Dinas Pehubungan Dinas Pehubungan 168 1 168 
Rusak 

Sedang 

94 Dinas Kesehatan I Dinas Kesehatan I 0 1 0 
Rusak 

Sedang 

95 
Dinas Pendidikan 
Unit II 

Dinas Pendidikan Unit II 192 1 192 
Rusak 

Sedang 

96 
Pepustakaan 
lama/Dis bud 

Pepustakaan lama/Dis 
bud 

192 1 192 
Rusak 

Sedang 

97 
UPTD Balai Lab & 
Peralatan DPU 

UPTD Balai Lab & 
Peralatan DPU 

936 1 936 
Rusak 

Sedang 

98 
UPTD Balai 
Kebersihan DPU 

UPTD Balai Kebersihan 
DPU 

144 1 144 
Rusak 

Sedang 

99 

Kantor Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Wates 

Kantor Cabang Dinas 
Pertanian dan Kelautan 
Kecamatan Wates 

120 1 120 
Rusak 

Sedang 

100 
Kantor Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Wates 

Kantor Cabang Dinas 
Pendidikan Kecamatan 
Wates 

120 1 120 
Rusak 

Sedang 

101 Rumah Dinas Bupati Rumah Dinas Bupati 285 1 285 
Rusak 

Sedang 

102 
Dinas Kependudukan 
Catatan Sipil  

Dinas Kependudukan 
Catatan Sipil  

285 1 285 
Rusak 

Sedang 
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No NAMA GEDUNG NAMA INSTANSI 
LUAS 

LANTAI 
DASAR 

JUMLAH 
LANTAI 

LUAS 
LANTAI 

KONDISI 

103 Kantor Kec. Pengasih Kantor Kec. Pengasih 891 1 891 
Rusak 

Sedang 

104 
Bidang Pengairan & 
UPTD Kebersihan 
DPU 

Bidang Pengairan & UPTD 
Kebersihan DPU 

168 1 168 
Rusak 

Sedang 

Sumber data : Dinas PUP-KP Kab Kulon Progo Tahun 2017 

 

2. Penataan Ruang 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang, Aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi pengaturan tata ruang, 

pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang dan pengawasan tata ruang. Dari keempat aspek 

penyelenggaraan penataan ruang ini keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu terkait 

dengan dokumen perencanaan (pengaturan) dan terkait dengan perwujudan rencana tata ruang atau 

pemanfaatan ruang. Dokumen perencanaan tata ruang, meliputi: rencana tata ruang wilayah (RTRW), 

rencana detail tata ruang (RDTR) atau rencana teknis ruang (RTR), dan rencana tata bangunan dan 

lingkungan (RTBL). Berapa banyak dokumen perencanaan tata ruang yang harus diwujudkan (RTRW, 

RDTR/RTR, dan RTBL) perlu dilakukan identifikasi berdasarkan karakteristik wilayah kabupaten/kota 

yang bersangkutan. Sedangkan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang berupa 

program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha, dan/atau 

masyarakat. Program-program ini sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak, perlu ada sebuah 

ukuran tertentu.  

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat 

ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Selanjutnya rencana detail tata ruang  (RDTR) atau rencana 

teknis ruang (RTR) yang harus disusun tergantung pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, 

dan rencana kawasan strategis yang ada dalam RTRW yang telah ditetapkan. Kemudian banyaknya 

rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang perlu disusun diidentifikasi berdasarkan 

RDTR/RTR yang telah disusun dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan di dalam 

RDTR/RTR, khususnya kawasan-kawasan yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang 

cukup cepat sehingga kawasan tersebut pertumbuhannya dapat terarah dan terkendali. Identifikasi 

dokumen rencana tata ruang (RTRW, RDTR/RTR, dan RTBL) untuk jangka waktu tahun 2017-2022 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 
Tabel  2.47  

Daftar Dokumen Rencana Tata Ruang Yang Perlu Disusun Tahun 2017-2022 

 

No 
Jenis dokumen 

rencana 
Banyaknya Keterangan 

1 RTRW 1 Revisi RTRW yang sudah ada 

2 RDTR perkotaan 12 1. RDTR perkotaan Temon 
2. RDTR perkotaan Wates 
3. RDTR perkotaan Sentolo 
4. RDTR perkotaan Nanggulan 
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No 
Jenis dokumen 

rencana 
Banyaknya Keterangan 

5. RDTR perkotaan Dekso 
6. RDTR perkotaan Lendah 
7. RDTR perkotaan Brosot 
8. RDTR perkotaan Panjatan 
9. RDTR perkotaan Samigaluh 
10. RDTR perkotaan Kalibawang 
11. RDTR perkotaan Girimulyo 
12. RDTR perkotaan Kokap 

3 RDTR tematik 1 RDTR Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(LP2B) 

4 RTR kawasan strategis 7 1. RTR kawasan strategis bandara 
2. RTR kawasan peruntukan industry sentolo 
3. RTR kawasan minapolitan nanggulan 
4. RTR kawasan minapolitan wates 
5. RTR kawasan agropolitan kalibawang 
6. RTR koridor temon-sentolo 
7. RTR kawasan ekonomi sentolo-galur-lendah 

5 RTBL 23 1. Perkotaan Wates 3 kawasan 
2. Perkotaan Temon 3 kawasan 
3. Perkotaan Sentolo 1 kawasan 
4. Perkotaan nanggulan 3 kawasan 
5. Perkotaan Dekso 1 kawasan 
6. Perkotaan Lendah 2 kawasan 
7. Perkotaan Brosot 2 kawasan 
8. Perkotaan Panjatan 2 kawasan 
9. Perkotaan Samigaluh 1 kawasan 
10. Perkotaan Kalibawang 2 kawasan 
11. Perkotaan Girimulyo 1 kawasan 
12. Perkotaan Kokap 2 kawasan 

  Jumlah 44  

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
Keterwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang dihitung dengan cara 

mengevaluasi struktur ruang dan pola ruang. Seberapa besar (prosentase) program-program yang 

telah dilakukan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan mengevaluasi pola ruang eksisting 

dengan bantuan interpretasi foto citra dibandingkan dengan rencana pola ruang. Hasil evaluasi dari 

struktur ruang dan pola ruang ini kemudian dirata-rata menghasilkan capaian keterwujudan rencana 

tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang. Tabel berikut menunjukkan capaian keterwujudan 

rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang. 

 

Tabel  2.48  

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2015-2016 

No Jenis rencana tata ruang 
Kesesuaian tata ruang (%) 

Tahun 2015 Tahun 2016 

1 Struktur ruang 68.73 68.73 

2 Pola ruang 82.35 82.56 

3 
Rata-rata struktur ruang dan pola 
ruang 

75.54 75.65 

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Selain dilakukan melalui evaluasi struktur ruang dan pola ruang, keterwujudan rencana tata 

ruang atau pemanfaatan ruang dapat juga diukur melalui perubahan penggunaan lahan. Dengan 

adanya aktivitas pembangunan, maka akan terjadi perubahan penggunaan lahan dari lahan tidak 

terbangun menjadi lahan terbangun. Untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan ini dapat 

dilakukan dengan bantuan interpretasi foto citra. Tabel berikut menunjukkan perubahan penggunaan 

lahan dari tahun 2015 dan 2016. 

 
Tabel  2.49  

Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 

No Penggunaan lahan Luas (ha) % 

1 Danau/waduk 134,00 0,23 

2 Kebun/perkebunan (campuran) 24.193,00 41,27 

3 Permukiman 9.951,00 16,97 

4 Padang rumput 1.203,00 2,05 

5 Sawah irigasi 9.407,00 16,06 

6 Sawah tadah hujan 1.500,00 2,56 

7 Semak/belukar 976,00 1,67 

8 Sungai 580,00 0,99 

9 Tambak 130,00 0,22 

10 Tegalan/lading 10.515,00 17,94 

11 Pasir darat (gosong sungai) 37,00 0,06 

 Total 58.627,00 100,00 

 Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Tabel  2.50  

Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

No Penggunaan lahan Luas (ha) % 

1 Danau/waduk      153,77    0,26 

2 Hutan   1.057,53    1,80 

4 Kebun 17.185,48  29,31 

5 Permukiman 18.664,04  31,83 

7 Rumput/tanah kosong      265,93    0,45 

8 Sawah irigasi 11.070,52  18,88 

9 Sawah tadah hujan   1.108,73    1,89 

10 Semak/belukar      796,99    1,36 

11 Sungai      675,94    1,15 

12 Tambak      185,18    0,32 

13 Tegalan/lading   7.463,40   12,73 

 Total 58.627,51 100,00 

 Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Berdasarkan rencana pola ruang (pola ruang dalam RTRW), dibagi menjadi kawasan 

budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung sebagian besar berada di daerah pegunungan 

menoreh, sebagian lainnya berada di sempadan sungai maupun sempadan pantai. Untuk kawasan 

budidaya banyak terdapat di dataran maupun pesisir. Hasil analisis peta kawasan budidaya dari 
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RTRW Kabupaten Kulon Progo, sebagian besar jenis peruntukannya di kawasan budidaya adalah 

pertanian lahan kering yaitu seluas 12.542,38 ha atau sebesar 33,28%. Untuk lebih jelasnya jenis 

peruntukannya pada kawasan budidaya dapat dilihat pada Tabel berikut ini. 

 
Tabel  2.51  

Kawasan Budidaya Kabupaten Kulon Progo 

 

No Jenis Peruntukan Luas (ha) % 

1 Hutan Produksi 683,62 1,81 

2 Hutan Rakyat 1.882,97 5,00 

3 Industri 3.565,81 9,46 

4 Perdagangan 346,13 0,92 

5 Perikanan Darat 831,27 2,21 

6 Permukiman Perdesaan 7.560,92 20,06 

7 Permukiman Perkotaan 1.778,96 4,72 

8 Pertanian Lahan Basah 8.493,17 22,54 

9 Pertanian Lahan Kering 12.542,38 33,28 

 
Total 37.685,23 100,00 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo, 2012 
 

Kondisi kawasan lindung, apabila dilihat dari jenis peruntukannya, peruntukan yang paling 

besar luasannya dalam kawasan lindung adalah resapan air yaitu seluas 16.770,32 ha atau 79,35% 

dari luas wilayah Kawasan Lindung. Sedangkan jenis peruntukan dengan luasan terkecil di dalam 

kawasan lindung adalah suaka alam yaitu seluas 109,13 ha atau 0,52%. Untuk lebih jelasnya luas tiap 

jenis penggunaan lahan dalam kawasan lindung dapat dilihat pada Tabel berikut. 

 

Tabel  2.52  

Kawasan Lindung Kabupaten Kulon Progo 

No Jenis Peruntukan Luas (Ha) % 

1 Hutan Lindung 278,58 1,32 

2 Kawasan Sempadan Waduk 341,84 1,62 

3 Pelestarian Alam 919,42 4,35 

4 Resapan Air 16.770,32 79,35 

5 Sempadan Pantai 579,54 2,74 

6 Sempadan Sungai 2.136,51 10,11 

7 Suaka Alam 109,13 0,52 

 
Total 21.135,34 100,00 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo, 2012 
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Berdasarkan pada kondisi yang ada dalam rangka untuk mendukung optimalisasi pelayanan 

infrastruktur, maka permasalahan di Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Kulon Progo adalah 

sebagai berikut. 

a. RTRW yang ada (perda no 1 tahun 2012) belum mampu mengakomodasi dinamika 

pembangunan yang ada, baik dinamika pembangunan internal di daerah maupun 

mengakomodasi kebijakan-kebijakan nasional/provinsi. 

b. Beberapa RDTR yang diamanatkan dalam RTRW sebagian sudah dilakukan penyusunan kajian 

namun belum ada yang ditetapkan (belum memiliki kekuatan hukum) dan sebagian lagi belum 

ada kajiannya. 

c. RTBL sebagai dokumen rencana tata ruang yang berskala mikro (untuk luas kawasan yang 

terbatas) masih banyak yang belum disusun dan ditetapkan, sehingga ancaman timbulnya 

kawasan kumuh sangat besar karena tidak ada regulasi yang mengatur/mengendalikan 

pertumbuhan kawasan. 

Berikut ini rencana tindak lanjut ke depan terkait dengan beberapa permasalahan di atas.  

1. Perlu adanya revisi RTRW yang mampu mengakomodasi dinamika pembangunan, baik dinamika 

pembangunan yang sifatnya internal wilayah kabupaten maupun yang mampu mengakomodasi 

kebijakan-kebijakan nasional/provinsi.  

2. Perlu segera menetapkan RDTR sebagai intrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang 

memiliki tingkat akurasi yang tinggi (skala peta yang besar, yaitu 1:5.000) dan interpretasi dalam 

pemberian perijinan yang lebih mantap karena RDTR sudah dilengkapi dengan peraturan zonasi 

(ketentuan pemberian ijin yang diperbolehkan, pemberian ijin dengan syarat,pemberian ijin yang 

sifatnya terbatas, dan pemberian ijin yang tidak diperbolehkan). 

3. Perlu segera dilakukan penyusunan dan penetapan RTBL, sehingga kemungkinan timbulnya 

kawasan kumuh menjadi rendah karena adanya instrument yang dapat digunakan untuk 

mengarahkan/mengendalikan pertumbuhan kawasan. 

4. Perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu pengendalian melalui pemberian 

rekomendasi kesesuaian ruang dalam rangka pengendalian pemberian ijin lokasi/penetapan 

lokasi, dan pemberian advice planning dalam rangka pengendalin pemberian ijin mendirikan 

bangunan. 

5. Perlu dilakukan pengendalian alih fungsi lahan, khususnya alih fungsi lahan tidak terbangun 

(lahan pertanian) menjadi lahan terbangun (permukiman, dan bangunan gedung lainnya). 

 

2.1.6.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria indikator 

sebagai berikut: 1) jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat dari 

tanah/bambu/kayu kualitas rendah, 2) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) 

terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah. Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 14.891 unit, 

sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. 
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Tabel  2.53  

Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

No. Kecamatan 

Kondisi Rumah Dengan Dinding dan 
Lantai Tidak Layak 

Total 
Sangat 
Miskin 

Miskin 
Hampir 
Miskin 

1 Galur 149 262 90 501 

2 Girimulyo 346 597 525 1468 

3 Kalibawang 369 384 231 984 

4 Kokap 617 1108 1023 2748 

5 Lendah 318 455 389 1162 

6 Nanggulan 164 334 350 848 

7 Panjatan 164 342 373 879 

8 Pengasih 495 637 609 1741 

9 Samigaluh 258 549 706 1513 

10 Sentolo 673 650 600 1923 

11 Wates 118 278 260 656 

12 Temon 124 223 121 468 

TOTAL 14.891 

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2017 

 

Dalam rangka peningkatan kualitas tempat hunian bagi masyarakat kurang mampu (MBR) 

maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengadakan  bedah rumah melalui  melalui program 

“Bedah Rumah”. Program bedah rumah  merupakan program sosial dan pemberdayaan masyarakat 

dimana sumber dana yang digunakan sama sekali bukan berasal dari APBD tetapi merupakan 

sumbangan yang tidak mengikat dari berbagai pihak dan juga yang bersumber dari APBD Kabupaten, 

APBD Propinsi maupun APBN. Pihak-pihak yang memberikan sumbangan dalam rangka program 

bedah rumah ini antara lain berasal dari: CSR perusahaan yang berlokasi di Kulon Progo maupun di 

luar Kulon Progo, alokasi dari BAZDA maupun dari Paguyuban Pegawai Kristiani dan lain-lain.  

Permasalahan yang dihadapi dalam hal perumahan masih tingginya angka defisit rumah 

(backlog) dan rumah kosong (housing stock), kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH) 

yang belum teratasi tuntas, dari sisi kemitraan peran serta dan keswadayaan masyarakat masih 

rendah, terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya kunci termasuk didalamnya informasi 

mengenai pembiayaan perumahan.  Selain hal tersebut juga disebabkan daya beli masyarakat, 

khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 

masih lemah. Sedangkan permasalahan di lingkungan perumahan umum yaitu: genangan air atau 

banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu  daerah  tangkapan  

air, rumah sudah terbangun namun prasarana pendukung lingkungannya belum  optimal, 

pelaksanaan  pembangunan  atau  pengembang  lebih mementingkan cluster (persil) sehingga PSU 

tidak terpadu antar sistem. 
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Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada maka kedepan harus meningkatkan 

kualitas  pelayanan perumahan,mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan 

rumah layak huni, penguatan peran kelembagaan perumahan, penyediaan  perumahan yang 

terintegrasi dengan air bersih dan sanitasi dan peningkatan koordinasi dengan propinsi maupun 

pemerintah pusat dalam penyelesaian perumahan. 

 

2.1.6.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat 

melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya 

pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan 

ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, 

peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. 

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran 

masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap 

masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan 

Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk menciptakan 

kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga hal ini akan mendukung 

pelaksanaan pembangunan. Capaian dalam peningkatan dan kenyamanan lingkungan disajikan 

dalam Tabel berikut. 

 

Tabel  2.54  

Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2011-2016 

 

No. Uraian 
Capaian Kinerja  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
Jumlah pelanggaran yang 
ditegakkan 

139 175 156 222 220 
244 

2. Jumlah pelanggaran 200 211 238 222 220 244 

3. Jumlah Linmas yg pernah dibina 1.500 1.800 2.780 3.020 3.220 3.326 

4. Jumlah Anggota Sat Linmas 3.326 3.326 3.326 3.326 3.326 3.326 

5. Jumlah Patroli 200 350 350 350 350 350 

6. Jumlah Patroli yg di rencanakan 350 350 350 350 350 350 

 Capaian Kinerja Program 57,30 68,53 74,57 99,93 99,9 106 

Sumber data: Sat Pol PP Kabupaten Kulon Progo, 2016 

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 pelanggaran 

yang ditegakkan terhadap terjadinya pelanggaran masih lebih sedikit daripada jumlah 

pelanggarannya. Dimulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 jumlah pelanggaran yang ditegakkan 

sama dengan jumlah  terjadinya pelanggaran. Pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015  jumlah Linmas 

yang pernah dibina jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota Linmas yang 

ada namun pada tahun 2016 jumlah linmas yang pernah dibina sudah sama dengan jumlah linmas 
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yang ada. Khusus untuk patroliintensitas pelaksanaannya setiap tahunnya sudah sesuai dengan yang 

direncanakan. 

Keberadaan Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, LSM dan Partai Politik diperlukan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan keterlibatan lembaga swadaya 

masyarakat/organisasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan. Capaian kinerja 

peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat periode 2012 -2016 telah sesuai target 

RPJMD yaitu 100%. Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP yang telah mendapat pembinaan pada 

tahun 2011 sebanyak 214 meningkat menjadi 232 pada tahun 2016. 

 

Tabel  2.55  

Capaian Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat 

Tahun 2011-2016 

No. Uraian 
Satuan Capaian Kinerja  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Jumlah kegiatan 

pembinaan politik daerah 

yang dilaksanakan  

Kegiatan 28 28 28 11 11 11 

2 Jumlah rencana kegiatan 

pembinaan politik daerah  

Kegiatan 28 28 28 11 11 11 

3 Jumlah Partai Politik, 

Ormas, LSM dan OKP 

yang telah mendapat 

pembinaan  

Lembaga  214 214 217 232 232 232 

4 Jumlah Partai Politik, 

Ormas, LSM dan OKP  

Lembaga  214 214 217 232 232 232 

 Capaian indikator kinerja 

program  

%  100 100 100 100 100 100 

Sumber data : Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, 2016 

 

Dengan adanya permasalahan diatas diperlukan strategi unutk mengatasinya yaitu dengan  

Peningkatan profesionalisme aparatur dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat, keamanan lingkungan dan penanganan bencana. Hal ini dalam rangka mencapai 

peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebesar 79%dan 

peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat sebesar  49%. Sedangkan untuk mencapai 

taget tersebut akan dilakukan melalui kebijakan Meningkatkan profesionalisme aparatur dan 

masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, keamanan lingkungan dan 

penanganan bencana. 
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3.1.1.6 Sosial 

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui program perlindungan sosial dan 

program pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial dilaksanakan melalui pelayanan dan 

rehabilitasi sosial serta pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS. Pemberdayaan sosial 

dilaksanakan dengan memberikan bimbingan sosial, motivasi, dan bimbingan usaha disertai dengan 

pemberian modal usaha untuk penumbuhan dan pengembangan pada kelompok usaha bersama 

(KUBE) atau bentuk pemberdayaan lainnya. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 

dilakukan melalui peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Orsos, PSM, 

Karang Taruna, dunia usaha serta potensi lainnya sehingga mampu menjadi mitra pemerintah dalam 

upaya pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo  

Berdasarkan pemutakhiran data PMKS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY, pada tahun 

2016 terdapat 73.735 penyandang dari berbagai jenis PMKS. Dibanding tahun 2017 yang berjumlah 

73.126 penyandang terjadi penurunan 609 penyandang atau sekitar 0,83%, namun hal tersebut belum 

mampu mencapai target penurunan angka PMKS sampai dengan angka 73.000 penyandang, dengan 

rincian perhitungan sebagai. 

 

Tabel  2.56  

Rincian Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemberdayaan 

Sosial Tahun 2015-2017 

No 
Sumber 

Dana 
Jenis Bantuan 

Tahun 

2015 2016 2017 

Penerima Satuan Penerima Satuan Penerima Satuan 

a. Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

1 KABUPATEN RTLH APBD 148 KK 229 KK 473 KK 

    RTLH Mensos 400 KK 90 KK 20 KK 

    RTLH BAZDA 40 KK 35 KK 71 KK 

  RTLH APBDes - KK - KK 476 KK 

    
RTLH 
CSR/PNPM/dll 

24 KK 67 KK *) KK 

    Bansos LUT 456 Orang 436 Orang 635 Orang 

    Bansos Balita 97 Orang 96 Orang 71 Orang 

    
Bansos Yatim 
(kesra) 

397 Anak 183 Anak 197 Anak 

    
Bansos RTS 
(BPMPD) 

3.861 KK - KK 99 KK 

    Bansos CB/CS 169 Orang 166 Orang 151 Orang 

    Bansos Psikotik 2 Orang 2 Orang 4 Orang 

    
Bansos Kursi 
Roda 

25 Orang - Orang - Orang 

    Bansos Sankem 189 Orang 150 Orang - Orang 

    Bansos Panti (23) 926 Orang 436 Orang 845 Orang 

    
Permakanan 
Bencana APBD 

1016 Orang 835 Orang 600 Orang 
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No 
Sumber 

Dana 
Jenis Bantuan 

Tahun 

2015 2016 2017 

Penerima Satuan Penerima Satuan Penerima Satuan 

    
Pemakaman 
Bencana CBP 

 -  Orang 8.002  Orang -  Orang 

2 DIY JSLU 194 Orang 340 Orang  Orang 

    Permakanan 40 Orang 40 Orang 2.166 Orang 

    Home care 100 Orang 40 Orang  Orang 

    Kursi Roda     2.166 Orang 

    RTLH PU     547 KK 

3 APBN ASLUT 240 Orang 240 Orang 241 Orang 

    ASODK 69 Orang 69 Orang - Orang 

    
ASKESOS (10 
orsos) 

391 Orang 43.021 Orang - Orang 

    
RASKIN/ Rastra 
(42.489) 

43.021 KK 43.021 KK 47.323 KK 

    PKH 2.446 KK 2428 KK 28.703 KK 

    ASPDB     69 Orang 

    RTLH APBN     20 KK 

    RTLH PU     597 KK 

                 

b. Pemberdayaan Sosial             

1 KABUPATEN Bansos KUBE 55 Kelompok 120 kelompok 115 kelompok 

2 DIY 
UEP Graduasi 
PKH 

30 Orang     550 Orang 

    UEP KTK PM 40 Orang 20 Orang   

    
KUBE DIY 
Pengembangan 

380 Orang 200 Orang   

3 APBN UEP LUT 40 Orang        

    Kube PKH 1950 Orang     10 Orang 

    
KUBE APBN L / 
DSM 

550 Orang        

    
KUBE QUICK 
WINS 

    350 KK   

    
KUBE FM 
PERDESAAN 

    400 KK   

    KUBE E-Warong       50 Orang 

Sumber data :  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon 
Progo, 2018 

*) data bantuan RTLH CSR digabung dengan BAZDA 

 

Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang bersumber dari APBD Kulon 

Progo selama periode 2017 memperlihatkan adanya peningkatan dari tahun lalu, terutama dalam hal 

penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selama tahun 2017, pelaksanaan 
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pembangunan bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan jangkauan pelayanan rehabilitasi dan 

perlindungan sosial, antara lain bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni terealisasi 473 rumah dari 

yang direncanakan 502 rumah (94,22%), bantuan untuk LUT 635 orang dari yang direncanakan 1000 

orang (63,50%), bantuan sosial untuk Balita Terlantar terealisasi kepada 71 anak dari 100 anak yang 

direncanakan (71,00%), bantuan untuk penyandang cacat berat maupun sedang terealisasi kepada 

151 orang dari 200 orang (75,50%), bantuan kepada panti sosial terealisasi seluruhnya kepada 23 

panti yang ada (100%),dan pemberdayaan keluarga fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha 

bersama (KUBE APBD) bagi 115 kelompok yang terdiri dari 1.150 orang. 

Pembangunan kesejahteraan sosial juga didukung dana APBD DIY untuk kegiatan Jaminan 

Sosial Lanjut Usia (JSLU) baik berupa permakanan bagi 2.166 orang. Kegiatan yang bersumber 

APBN berupa Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) sebanyak 241 orang, bantuan 

permakanan 1.256 orang, Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODK) sebanyak 69 

orang, dan program RASTRA yang menjangkau 47.323 Keluarga Penerima Manfaat. 

Pembangunan kesejahteraan sosial juga didukung dana APBD DIY bantuan permakanan 

Bencana  2.166 orang. Pemberdayaan keluarga fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha bersama 

(KUBE) bagi 115 kelompok yang terdiri dari 1.150 KK, UEP Graduasi PKH sebanyak 550 KK yang 

masing-masing orang menerima Rp.2.000.000,- Kegiatan yang bersumber APBN berupa, Asistensi 

Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) sebanyak 241 orang, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat 

(ASPDB) sebanyak 69 orang, RASTRA yang menjangkau 47.323 KK (100%), Permasalahan sosial 

lainnya yang agak sulit diperkirakan secara tepat seperti bencana alam memerlukan perhatian yang 

serius. Kejadian bencana sulit diprediksi waktu dan lokasinya, untuk itu diperlukan suatu manajemen 

penanggulangan bencana yang baik, komunikasi yang cepat, reaksi yang terukur dan terarah, serta 

sinergi semua pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi dampak bencana. Tahun 2017 di wilayah 

Kabupaten Kulon progo telah terjadi bencana sebanyak 122 kejadian, terbanyak adalah tanah longsor 

di 66 titik, Banjir 42 titik, pohon tumbang  sebanyak  14 titik, kejadian. Untuk mengatasi bencana di 

wilayah kecamatan, telah dikirim 350 tangki yang tersebar di 12 Kecamatan dimanfaatkan oleh 10.488 

jiwa. 

Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bertujuan untuk meningkatkan 

mutu dan profesionalisme potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pengembangan alternatif-

alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja 

sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial serta penetapan 

standardisasi dan legislasi pelayanan sosial. 

Yang dimaksud dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal 

yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat 

usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat 

manusiawi, sosial dan alam. 

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan 

kualitas SDM kesos masyarakat serta berbagai pelaku usaha kesejahteraan sosial baik lembaga 

pemerintah maupun non pemerintah. Penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial bukan hanya 

merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga dunia usaha dan masyarakat sekitar, sehingga 
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dengan program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi dan rasa kesetiakawanan sosial di 

masyarakat. Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, PSM, Orsos, 

dan Forum-forum sosial lainnya perlu terus dikembangkan, sehingga mampu menjadi mitra dalam 

upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Jumlah PMKS dari tahun 2015 sampai 2017 dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

 

Tabel  2.57  

Tingkat Keaktifan PSKS di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017 

No PSKS 
JUMLAH 

2015 2016 2017 

1 IPSM  35 35 15 

2 Komda Lansia - 25 25 

3 TAGANA 172 162 155 

4 KPK/TKSK 88 88 88 

5 Pendamping dan Operator PKH 19 19 57 

6 Fasilitator / Supervisor SLRT - 92 92 

7 Pendamping ASLUT/ASODK 34 34 34 

8 Tenaga Pelopor Perdamaian 10 10 20 

9 Satgas Kesetiakawanan Sosial 20 20 20 

10 Forum Panti 23 23 23 

11 Forum WKSBM 22 22 22 

12 Forum Orsos 12 12 12 

13 Karang Taruna 31 65 31 

14 LK3 Lestari 17 1 17 

15 Pendamping KUBE 28 28 22 

16 Dunia Usaha 55 59 75 

  JUMLAH 578 695 708 

Sumber data :  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
           Kabupaten Kulon Progo, 2018 

 
Tujuan pemberdayaan PSKS ini adalah untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, 

tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di 

lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial. Pada tahun 2017 tingkat keaktifan PSKS ada kenaikan tetapi tidak signifikan, 

dikarenakan berbagai keterbatasan terutama keterbatasan anggaran pembinaan, ketentuan tentang 

hibah yang membatasi, serta dicabutnya beberapa alokasi anggaran APBN melalui Kemensos RI 

dalam pembinaan PSKS. 
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Pencapaian yang cukup memberikan harapan besar dalam penanganan PMKS adalah 

dengan diterapkannya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Kulon Progo mulai tahun 

2017. Dengan dilaksanakannya SLRT maka Fasilitator yang ada disetiap Desa di Kabupaten Kulon 

Progo akan siap untuk menjangkau PMKS dan merujuknya ke berbagai program perlindungan sosial 

dan penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2017, Kabupaten Kulon Progo juga mendapatkan 

tambahan kepesertaan PKH  adalah 28.655 KK Miskin. 

Meskipun pencapaian pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial semakin 

membaik, berbagai permasalahan yang menjadi beban sosial masih harus diatasi, terutama 

permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan. Dalam hal ini, yang dimaksud kemiskinan adalah 

tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, dan interaksi 

sosial, serta mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber 

pelayanan sosial dasar. Masalah lainnya adalah rawan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, 

kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan 

sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS).  

Tindaklanjut yang diperlukan adalah: (1) peningkatan sarana dan fasilitas untuk mendukung 

peningkatan kemampuan pekerja sosial profesional, orsos, LSM, dan Karang Taruna untuk ikut serta 

dalam hal pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah sosial; (2) peningkatan koordinasi dan 

kerjasama dengan pemerintah desa dalam rangka pengembangan model pelayanan social pada 

skala yang lebih besar hingga skala kecamatan dan kabupaten; (3) peningkatan cakupan dan pilihan 

media informasi yang dapat diakses masyarakat luas terutama penduduk miskin dan sosialisasi dan 

promosi pada dunia usaha di bidang media massa dalam rangka peningkatan dukungannya; dan (4) 

peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, LSM, dan anggota legislatif yang terkait 

dalam rangka peningkatan anggaran bidang kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan 

penanganan masalah-masalah sosial yang tidak diskriminatif. 

 

 

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

2.3.2.1 Tenaga Kerja 

Masalah pokok ketenagakerjaan  adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja 

yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 

(Sakernas)  dilakukan BPS DIY sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini: 
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Tabel  2.58  

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012-2017 

No. Tahun 
Besaran (%) 

DIY Kulon Progo 

1 2012 3,86 3,04 

2 2013 3,24 2,85 

3 2014 3,33 2,88 

4 2015 4,07 3,72 

5 2016 2,72 2,37 

6 2017 3.02 1,99 

Sumber : Sakernas BPS DIY 
 

Hasil Sakernas menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 2012 

hingga 2017 adalah fluktuatif. TPT Kab. Kulon Progo mengalami penurunan dari 2,37 pada tahun 

2016 menjadi 1,99 pada tahu 2017 dan lebih rendah dari pada Propinsi DIY yang sebesar 3,02%. Hal 

ini disebabkan naiknya pekerja sektor informal dari 66,90 % pada tahun 2015 menjadi 70,26% pada 

tahun 2017.  Angka 1,99% tersebut mengandung arti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di 

Kabupaten Kulon Progo ada sekitar 2 orang yang masuk kategori penganggur.  

Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 terdapat 301 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 

8.635 orang. Perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan berjumlah 5.235 pekerja. Perusahaan yang telah memiliki sarana Hubungan 

Industrial seperti mempunyai Peraturan Perusahaan, PKB, Serikat Pekerja/ Buruh (SP/SB), LKS 

Bipartit/Lembaga Tripartit, berjumlah 68 perusahaan. Selain memberikan perlindungan juga 

diharapkan memberikan upah sesuai dengan aturan yaitu UMK,  pada tahun 2017 dari 301 

perusahaan sebanyak 200 perusahaan sudah memberikan upah sebagaimana mestinya. 

Capaian SPM Urusan Tenaga Kerja tahun 2012-2016 bisa dilihat di Tabel berikut: 

 

 

Tabel  2.59  

Realisasi Capaian SPM Urusan Tenaga Kerja Tahun 2012-2017 

No Jenis Pelayanan Dasar 2012 2013 2014 

Tahun 
2015 

Tahun 
2016 

Tahun 2017 

  
Target Realisasi 

1 Pelayanan pelatihan kerja                 

  A 
Besaran tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan 
berbasis kompetensi 

73,20% 57,68% 65,42% 66,04% 80,84% 75% 36,03% 

  B 
Besaran tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan 
berbasis masyarakat 

10% 42,00% 69,52% 61,00% 80,95% 60% - 

  C 
Besaran tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan 
kewirausahaan 

60% 68,57% 68,00% 66,67% 76,92% 60% 68,36% 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB II - 101 

 

No Jenis Pelayanan Dasar 2012 2013 2014 

Tahun 
2015 

Tahun 
2016 

Tahun 2017 

  
Target Realisasi 

2 
Pelayanan penempatan tenaga 
kerja     

          

  
Besaran pencari kerja terdaftar 
yang ditempatkan 

51% 72,98% 101,49% 69% 94,59% 70% 89,59% 

3 
Pelayanan penyelesaian 
perselisihan hubungan 
industrial  

  
          

  
Besaran kasus yang 
diselesaikan dengan Perjanjian 
Bersama (PB) 

100% 0% 0% 0% 100% 50% - 

4 
Pelayanan Kepesertaan 
Jamsostek    

          

  
Besaran Pekerja/Buruh yang 
menjadi peserta Jamsostek Aktif 

41,65% 42,75% 43,31% 50% 62,71% 50% 60,63% 

5 
Pelayanan pengawasan 
ketenagakerjaan    

          

  A 
Besaran pemeriksaan 
Perusahaan 

70% 37,14% 61,32% 61,43%    

  B 
Besaran pengujian 
peralatan di perusahaan 

13% 14,7% 19,06% 28,59%    

Sumber data :  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2018 
 

Untuk tahun 2017 dari 8 (delapan) pelayanan dasar dan 8 (delapan) indikator SPM terdapat 2 

indikator sudah tidak dilaksanakan karena kabupaten sudah tidak memiliki kewenangan indikator 

tersebut, yaitu pelayanan pengawasan ketenagakerjaan yang terdiri atas besaran pemeriksaan 

perusahaan dan besarnya pengujian peralatan di perusahaan. Selain itu terdapat 2 (dua) indikator 

SPM yang belum tercapai, yaitu besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 

kompetensi dari target 75% tercapai 36,03%. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran 

pelatihan berbasis kompetensi. Hal yang sama juga terjadi pada indikator pelayanan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yaitu besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama. 

Hal ini disebabkan tidak adanya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan. Namun 

demikian, hal ini mengandung arti bahwa hubungan industrial di Kabupaten Kulon Progo dalam 

kondisi yang kondusif.  

Jumlah peserta pelatihan tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang 

karena berkurangnya paket pelatihan yang bersumber dari APBN sebanyak 68 paket dan dana APBD 

sebanyak 4 paket menjadi 23 paket dengan dana APBN dan 4 paket dengan dana APBD, dengan 

masing-masing paket berjumlah 16 peserta. Jumlah pendaftar yang ada di BLK untuk mengikuti 

pelatihan untuk semua kejuruan berjumlah 1.199 orang, dengan peserta pelatihan berbasis 

kompetensi sebanyak 432 orang sehingga persentase pendaftar yang mendapatkan pelatihan 

berbasis kompetensi adalah 36,03%. Pelatihan berbasis kompetensi merupakan upaya yang 

dilakukan untuk menyiapkan tenaga kerja di Kulon Progo agar dapat bersaing dalam memperoleh 

lapangan pekerjaan. Upaya tersebut dilakukan terutama untuk menyambut dibangunnya bandara baru 

dan proyeksi pertumbuhan lapangan pekerjaan sebagai akibat dari pembangunan bandara baru 

tersebut.  
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Permasalahan dalam urusan tenaga kerja adalah : Rendahnya produktifitas tenaga kerja, 

terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai stándar kompetensi dan 

perkembangan teknologi/industri, minat kewirausahaan perlu ditingkatkan, masih adanya perusahaan 

yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara konsekuen, dan masih perlunya 

peningkatan karakter calon tenaga kerja 

Target yang akan dicapai adalah pengurangan angka pengangguran, peningkatan 

produktivitas tenaga kerja, peningkatan kompetensi (sertifikasi) tenaga kerja, dan Peningkatan 

Perlindungan Ketenagakerjaan. Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai target meliputi 

peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan kesempatan kerja, dan 

Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan, dengan kebijakan meningkatkan kompetensi dan 

produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan kesempatan kerja, dan meningkatkan perlindungan 

ketenagakerjaan.  

 

 

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dapat dilihat dari keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan 

dan anak. Sepanjang tahun 2017 terdapat kasus 109 kasus kekerasan yang ditangani. Jumlah 

tersebut diperoleh dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak 

(P2TP2A), maupun melalui Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 

(PK2PA). Terlayaninya kasus kekerasan tersebut didukung adanya P2TP2A dan komitmen dari 

jejaring PK2PA untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 

serta kerjasama yang baik dengan Forum penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY. 

Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui jejaring Penanganan 

Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) selama tahun 2016-2017 seperti tertera 

di Tabel berikut. 

 

 

Tabel  2.60  

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Layanan dari Jejaring Penanganan 

Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) Tahun 2016-2017 

Jejaring 
PK2PA 

2016 2017 

Jumlah Korban 
berdasarkan jenis 

layanan dari Jejaring 
PK2PA khusus untuk 

kasus baru 

Jumlah korban 
berdasarkan 
jenis layanan 
dari Jejaring 
PK2PA baik 
kasus baru 

maupun 
rujukan atau 

berulang 

Jumlah Korban 
berdasarkan jenis 

layanan dari Jejaring 
PK2PA khusus untuk 

kasus baru 

Jumlah korban 
berdasarkan 
jenis layanan 
dari Jejaring 
PK2PA baik 
kasus baru 

maupun 
rujukan atau 

berulang 

P
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Jejaring 
PK2PA 

2016 2017 

Jumlah Korban 
berdasarkan jenis 

layanan dari Jejaring 
PK2PA khusus untuk 

kasus baru 

Jumlah korban 
berdasarkan 
jenis layanan 
dari Jejaring 
PK2PA baik 
kasus baru 

maupun 
rujukan atau 

berulang 

Jumlah Korban 
berdasarkan jenis 

layanan dari Jejaring 
PK2PA khusus untuk 

kasus baru 

Jumlah korban 
berdasarkan 
jenis layanan 
dari Jejaring 
PK2PA baik 
kasus baru 

maupun 
rujukan atau 

berulang 
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Polres 20 25 45 11 31 14 10 24 10 26 

Polsek      0 10 10 3 10 

RSUD 
Wates 

8 1 9 8 15 2 1 3 3 14 

Dinas 
Kesehatan 

9 4 13 6 8 3 2 5 3 5 

P2TP2A 15 29 44 10 53 6 6 12 7 60 

Dinsos 0 0 0 0 6 0 8 8 6 27 

RS Swasta      0 0 0 0 1 

FPKK 
Kecamatan 

     1 1 2 1 2 

Kemenag 2 0 2 2 12 10 21 31 4 31 

Puskesmas      2 1 3 2 3 

PKBI      0 2 2 0 2 

FPK2PA 10 6 16 10 10      

Lembaga 
Lain 

     5 4 9 7 9 

Jumlah 64 65 129 47 135 43 66 109 46 190 

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon 
Progo, 2018 
 

Dari tabel data di atas  dapat dilihat bahwa jumlah kasus KDRT mencapai  42,20% dari 

seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu perlu disikapi dengan 

meningkatkan program-program yang mendukung terciptanya ketahanan keluarga dan sosialisasi 

pencegahan KDRT  agar dapat menekan angka kasus KDRT. Sedangkan dilihat dari trend kenaikan 

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013-2017 

dapat dilihat tabel di bawah ini. 

 

Tabel  2.61  

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2013-2017 

 

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Korban Kekerasan 
terhadap Perempuan 

46 54 49 64 43 
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No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

2 
Korban Kekerasan 
terhadap Anak 

39 38 59 65 66 

3 Jumlah Kasus KDRT 36 46 47 47 46 

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon 
Progo, 2018 

  

Secara umum angka kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat, angka kasus 

kekerasan terhadap perempuan cenderung menurun dan kasus kekerasan di dalam rumah tangga  

meningkat. Jenis  kekerasan terbanyak untuk kasus anak adalah pencabulan 23 kasus,  psikis 7 

kasus, fisik 14 kasus, penelantaran 10 kasus, perkosaaan 6 kasus, pelecehan seksual 2 kasus, dan 

exploitasi 4 kasus. Sedangkan jenis kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan fisik 19 

kasus, psikis 6 kasus, pencabulan 12 kasus, perkosaan 2 kasus, pelecehan seksual 1 kasus, 

penelantaran 3 kasus. Jumlah korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang melapor dan 

didampingi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah korban tersebut sejatinya masih lebih 

besar lagi karena masih ada korban yang tidak melapor, baik karena malu maupun tidak tahu cara 

melapornya. Dilihat dari jenis kekerasan anak karena pencabulan dan pemerkosaan dari tahun ke 

tahun juga semakin meningkat. 

Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A maupun Forum Penanganan Korban 

Kekerasan (FPKK) penyebab terjadinya kekerasan terhadap  anak antara lain karena pengaruh 

teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, makin bebasnya pergaulan remaja, kurangnya  

pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang baik dan benar. Kondisi ini juga dipengaruhi 

oleh peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang 

baik. 

Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan 

dengan dibentuknya FPKK hingga tingkat desa . Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan 

secara bersama sama dengan menggerakkan seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk 

melakukan sosialisasi serta penyuluhan.  

 

Tabel  2.62  

Partisipasi Kerja Perempuan 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Angka Partisipasi Kerja 

Perempuan 
66,43 88,7 94,7 96,33  

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon 
Progo, 2018 

 

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2018, peran perempuan di 

bidang ketenagakerjaan secara berurutan yang paling diminati dibandingkan laki-laki dapat dilihat 

pada Tabel berikut ini. 
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Tabel  2.63  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan 

Jenis Kelamin Tahun 2016-2017 

No Sektor 
2016 2017 

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan 

1 Petani/pekebun 54.651 58.859 52.110 56.580 

2 Wiraswasta 28.104 18.723 29.126 19.110 

3 Karyawan swasta 22.616 16.045 24.684 17.249 

4 Pedagang 2.202 5.354 2.178 5.203 

5 
Buruh harian 
lepas 

9.384 3.939 9.829 3.965 

6 
Pegawai Negeri 
Sipil 

5.050 3.557 5.016 3.519 

7 Guru 1.531 2.752 1.507 2.775 

8 Perdagangan 948 1.396 979 1.351 

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  Kulon Progo, 2018 (data konsolidasi 
bersih (DKB) 
 
 

Menurut data tersebut, maka lapangan kerja yang banyak diminati oleh perempuan 

dibandingkan dengan lakil-laki adalah di sektor pertanian/perkebunan, perdagangan, dan  guru.  

Dengan demikian, maka pemberdayaan perempuan sangat relevan diarahkan pada sektor  

pertanian, perkebunan dan perdagangan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, 

seperti melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera 

(P2WKSS), Desa Prima (Desa Perempuan Maju Mandiri Indonesia), dan program serupa lainnya. 

Selanjutnya capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak pada tahun 2017 adalah sebagai berikut.  

 

Tabel  2.64  

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

No 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Capaian Kinerja 

2013 2014 2015 2016 
2017 

Target Realisasi 

1 Penanganan 
pengaduan/ 
laporan korban 
kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak 

Cakupan 
perempuan dan 
anak korban 
kekerasan yang 
mendapatkan 
pengasuan oleh 
petugas terlatih 
di dalam Unit 
Pelayanan 
terpadu 

% 100 100 100 100 100 100 
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No 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Capaian Kinerja 

2013 2014 2015 2016 
2017 

Target Realisasi 

2 Pelayanan 
kesehatan bagi 
perempuan dan 
anak korban 
kekerasan 

Cakupan 
perempuan dan 
anak korban 
kekerasan yang 
mendapatkan 
layanan 
kesehatan oleh 
tenaga 
kesehatan 
terlatih di 
puskesmas 
maupun 
tatalaksana 
kekerasan 
terhadap 
perempuan atau 
anak dan pusat 
pelayanan 
terpadu/pusat 
krisis terpadu di 
rumah sakit 

% 100 100 100 100 100 100 

3.a Pelayanan 
Kesehatan bagi 
perempuan dan 
anak korban 
kekerasan 

Cakupan 
layanan 
rehabilitasi 
sosial yang 
diberikan oleh 
petugas 
rehabilitasi 
sosial terlatih 
bagi perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan di 
UPT 

% 100 100 100 100 75 100 

3.b   Cakupan 
layanan 
bimbingan 
rohani yang 
diberikan oleh 
petugas  
bimbingan 
rohani terlatih 
bagi perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan di 
UPT 

% 100 100 100 100 75 100 

4.a Penegakan dan 
Bantuan hukum 
bagi perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan 

Cakupan 
penegakan 
hukum dan 
tingkat 
penyidikan 
sampai dengan 
putusan 
pengadilan atas 
kasus-kasus 
kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak 

% 100 100 100 100 80 100 
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No 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Capaian Kinerja 

2013 2014 2015 2016 
2017 

Target Realisasi 

4.b   Cakupan 
perempuan dan 
anak korban 
kekerasan yang 
mendapatkan 
layanan bantuan 
hukum 

% 44 100 100 100 50 100 

5.a Pemulangan 
dan reintegrasi 
sosial bagi 
perempuan dan 
anak korban 
kekerasan 

Cakupan 
layanan 
pemulangan 
bagi perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan 

% 100 100 0 0 50 0 

5.b   Cakupan 
layanan 
reintegrasi 
sosial bagi 
perempuan dan 
anak korban 
kekerasan 

% 100 50 100 100 100 100 

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 
2018 

 

Dari indikator SPM tersebut diatas, ada indikator yang belum mencapai target SPM yaitu 

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan capaian 

sebesar 0% seharusnya minimal 50%. Kondisi ini dikarenakan korban kekerasan yang membutuhkan 

pelayanan pemulangan dari  luar negeri ke  Kulon Progo pada tahun 2017 tidak ada sehingga tidak 

ada pelayanan. Pemulangan yang dimaksudkan dalam SPM ini adalah pemulangan  korban 

kekerasan contohnya TKW dari luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan 

BP2TKI yang berada di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten tidak ada BP2TKI. 

Terkait dengan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun, di 

Kabupaten Kulon Progo selama Tahun 2017 ini telah dilaksanakan diversi sebanyak 2 kasus anak. 

Menurut data dari Kepolisian Resor Kulon Progo penerapan diversi sudah berjalan dengan baik 

meskipun masih banyak kendala baik dari instrumen pelaksana undang undang maupun kurangnya 

pemahaman masyarakat mengenai peraturan diversi itu sendiri. 

Permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kesadaran 

dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 

masih rendah, semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah 

tangga, dan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak masih perlu partisipasi dan dukungan dari 

masyarakat. 
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2.3.2.3 Pangan 

Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan 

cadangan pangan, aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu konsumsi 

pangan. Kinerja urusan pangan diukur dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 

65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan capaian pada tahun 2014-2017 terlihat pada Tabel berikut.  

  

Tabel  2.65  

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pangan 

No 

Jenis 

Pelayanan 

Dasar 

Indikator 2014 2015 2016 2017 

1. 

 

Ketersediaa

n dan 

cadangan 

pangan  

  

Ketersediaan Energi Per kapita 

(kkal/kap/hr))  

3.215 3.306 3.494 3.230 

Ketersediaan Protein Per Kapita 

(gr/kap/hr)  

85,38 120,98 120,26 132,65 

Cadangan pangan pemerintah (ton) 4,5 4,5 4,5 4,5 

Penguatan Cadangan Pangan 

masyarakat (ton)  

1.068 1.390 1.719,5 1.496 

2. Distribusi 

dan Akses 

Pangan  

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga 

dan Akses Pangan di Daerah (%)  

91,45 91,45 91,45 91,45 

Stabilitas Harga dan Pasokan 

Pangan(%)  

98,23 98,55 98,55 176,26 

3. Penganekar

agaman dan 

Keamanan 

Pangan 

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH)  

93,9 93,1 93 92 

Pengawasan dan Pembinaan 

Keamanan Pangan (%)  

95,83 95,92 96,23 93,10 

4. Penanganan 

Kerawanan 

Pangan  

Penanganan Daerah Rawan Pangan 

(desa)  

14 29 32 36 

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2018 

 

Dari perhitungan tersebut, capaian ketersediaan energi Tahun 2017 sebesar 

3.230.kkal/kapita/hari mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yang ketersediaannya sebesar 

3.494 kkal/kapita/hari. Angka ketersediaan energi tersebut berada di atas angka minimal ketersediaan 

energi 2.200 kkal/kapita/hari sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan energi di Kabupaten 

Kulon Progo relatif aman dan kecukupan. . 

Capaian ketersediaan protein tahun 2016 sebesar 120,26 gr/kapita/hari dan pada tahun 2017 

sebesar 132,65gr/kapita/hari. Capaian tersebut di atas angka batas minimal ketersediaan protein (56 

gr/kapita/hari). Dari hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2016 mencapai 93,1 

tahun 2017 mencapai 92, di atas standart nasional sebesar 90 . 
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Dari 6 (enam) indikator SPM ada 1 (satu) indikator yang belum tercapai yaitu cadangan 

pangan. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya petunjuk teknis mengenai pengelolaan 

cadangan pangan tersebut. Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan dari tahun ke tahun mengalami 

penurunan, pada tahun 2012 masih terdapat 34 desa rawan pangan, pada tahun 2013 menurun 

menjadi 27 desa rawan pangan. Pada tahun 2014 menjadi 12 desa rawan pangan dan tahun 2015 

berkurang lagi menjadi 9 desa rawan pangan, kemudian pada tahun 2016 berkurang lagi menjadi 6 

desa rawan pangan. Pada tahun 2017 desa rentan rawan pangan ada 4 desa. Dari 3 (tiga) indikator 

desa rawan pangan : ketersediaan pangan, angka kemiskinan dan angka kecukupan gizi, dari 4 

(empat) desa rentan rawan pangan di Kulon Progo disebabkan oleh angka kemiskinan dan 

ketersediaan pangan sebagai akibat kondisi geografis. Perkembangan desa rawan pangan seperti 

tercantum pada Tabel di bawah  ini. 

 

Tabel  2.66  

Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2012 – 2017 

No. Kecamatan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Keterangan 

1. Temon 2 2 0 0 0 0  

2. Wates 3 3 3 2 1 0  

3. Panjatan 2 2 0 0 0 0  

4. Galur 0 0 0 0 0 0  

5. Lendah 5 3 0 0 0 0  

6. Sentolo 2 3 1 1 1 0 
 

7. Pengasih 1 0 0 0 0 1 2017 : Sidomulyo 

8. Kokap 5 5 4 2 1 1 2017 : Kalirejo 

9. Girimulyo 3 3 1 1 1 0 
 

10. Nanggulan 1 1 0 0 0 0  

11. Kalibawang 4 2 0 0 0 0  

12. Samigaluh 6 3 3 3 2 2 2017 : Banjarsari, Kebonharjo 

 
Jumlah 34 27 12 9 6 4  

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2018 

 

Penyuluhan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan menurunkan angka 

kemiskinan. Capaian kinerja penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tahun 2012-2017 

disajikan dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.67  

Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani 

 

No. Kondisi 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Jumlah kelompok tani 1.702 1.743 1.765 1.968 1.410 
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No. Kondisi 2013 2014 2015 2016 2017 

a. Kelas pemula 348 353 327 533 171 

b. Kelas Lanjut 517 503 505 502 483 

c. Kelas Madya 742 778 812 811 654 

d. Kelas Utama 95 109 121 121 102 

2.a. Jumlah petani/buruh tani 142.086 138.871 139.000 139.149 139.228 

b. 
Jumlah keanggotaan  dlm 

kelompok tani 
83.926 70.271 79.728 88.041 72.800 

c. 

Rasio jumlah anggota kelompok 

tani dibanding jumlah 

petani/buruh tani (%) 

61,68 56,55 57,35 63,27 52,29 

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2018 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi perubahan jumlah kelompok tani pada tiap kelasnya. 

Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 jumlah kelompok tani mengalami peningkatan dikarenakan 

adanya penumbuhan kelompok baru dan kenaikan kelas kelompok. Kelompok tani pada tahun 2013 

sampai dengan 2017 merupakan kelompok tani disemua subsector pertanian dan kehutanan. Dengan 

adanya organisasi perangkat daerah yang baru di tahun 2017 dan urusan kehutanan berada di 

provinsi, maka jumlah kelompok  tani mengalami penurunan. Demikian hal nya dengan kelompok tani 

perikanan, yang kewenangan pembinaan nya berada di luar OPD Dinas Pertanian dan Pangan. 

Permasalahan yang dihadapi urusan pangan adalah konsumsi pangan masyarakat masih 

kurang beragam, bergizi, berimbang, masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap 

keamanan pangan, masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena 

rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan khususnya di desa rawan pangan. Sementara itu dari 

sisi sumberdaya manusia petani dan penyuluh, belum terpenuhinya 1 desa 1 penyuluh, serta peran 

petani dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian belum optimal  

Target  yang akan dicapai adalah diversifikasi pangan, pengurangan desa rawan pangan 

serta peningkatan pemberdayaan kelompok tani. Untuk mencapai upaya diversifikasi pangan 

dilakukan melalui strategi peningkatan penganekaragaman pangan dengan kebijakan meningkatkan 

diversifikasi pangan, sedangkan dalam upaya mencapai peningkatan pemberdayaan kelompok tani 

melalui strategi peningkatan pemberdayaan kelompok tani dengan kebijakan meningkatkan 

pemberdayaan kelompok tani. 

 

 

2.3.2.4 Pertanahan  

Capaian Kinerja layanan pertanahan selama periode 2012-2015 telah menunjukkan adanya 

peningkatan yang cukup signifikan, tahun 2012 sebesar 58,93% meningkat menjadi 77,49 pada tahun 

2015 atau meningkat sebesar 18,56%. 
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Persentase lahan yang bersertifikat pada tahun 2012 sebesar 60,81% menjadi 71,79% pada 

tahun 2015. Sedangkan persentase jumlah aset pemerintah daerah yang bersertifikat sebesar 15,98% 

pada tahun 2012 meningkat menjadi 93,42% pada tahun 2015. 

 

 

Tabel  2.68  

Kondisi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2012-2016 

No Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Jumlah lahan bersertifikat ha 35.652 35.927 40.796 42.088 43.208 

2 Jumlah lahan yang seharusnya 

bersertifikat 
ha  58.628 58.628 58.628 58.628 58.628 

3 Jumlah asset Pemda 

bersertifikat 
bidang 27 59 136 166 202 

4 Jumlah asset Pemda yang 

seharusnya bersertifikat 
bidang 169 174 190 199 213 

5 Jumlah permasalahan 

pertanahan yang diselesaikan 
Kasus 1 11 22 17 29 

6 Jumlah permasalahan 

pertanahan 
Kasus 1 11 28 22 42 

7 Capaian indikator kinerja 

program  
%  58,93 65,06 73,24 77,49 79,18 

Sumber data: Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

 

2.3.2.5 Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan adanya berbagai 

pembangunan proyek strategis di Kabupaten Kulon Progo, dimana kegiatan pembangunan tersebut 

membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat, juga mengandung risiko terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya 

tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. 

Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik.  

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah digunakan indeks kualitas 

lingkungan hidup (IKLH) dengan tiga indikator/parameter yaitu pencemaran air, pencemaran udara 

dan luas tutupan hutan. Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 

sebagaimana tabel berikut  : 
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Tabel  2.69  

IKLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2017 

 

No. Tahun IKLH 

1. 2014 66,21 

2. 2015 68,56 

3. 2016 65,75 

4. 2017 66,38 

Sumber Data :Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Pada IKLH 2017 menggunakan perhitungan yang telah dilakukan penyempurnaan dengan 

tetap difokuskan pada media lingkungan : air, udara dan hutan/lahan. Penyempurnaan ini meliputi 

pembenahan metodologi perhitungan dengan adanya perubahan dalam pembobotan.  Pada IKLH 

2014-2016 indikator air, udara dan tutupan lahan/hutan memiliki bobot sama, sedangkan pada IKLH  

2017 untuk indikator air dan udara memiliki bobot  sama yaitu 30% dan tutupan lahan/hutan dengan 

bobot 40%. 

Dari hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2017 capaiannya 

sebesar 66,38  melebihi target 2017  yaitu 62,9. Hasil nilai IKLH ini berada pada rentang yang cukup. 

Semua komponen IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Hutan 

dapat mencapai target. Namun dari hasil pemantauan kualitas air sungai menunjukkan kondisi 

kualitas air sungai masih berada pada status tercemar ringan-sedang. Ada beberapa kemungkinan 

penyebab terjadinya perubahan kualitas air, yaitu karena adanya kecenderungan meningkatnya 

beban pencemaran di badan-badan air, sedangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung 

terbatas. Dari hasil uji kualitas udara, menunjukkan capaian indeks di Kabupaten Kulon Progo masih 

dalam kategori baik. Demikian juga kualitas tutupan lahan masih dalam kategori baik. Berikut nilai 

indek dari ketiga indikato/parameter IKLH yaitu kualitas udara,  kualitas air dan tutupan hutan di 

Kabupaten Kulon Progo :  

Tabel  2.70  

Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Hutan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 - 2017 

No. Indikator 2014 2015 2016 2017 

1 Indeks Kualitas Air 63,33 70 62 40 

2 Indeks Kualitas Udara 98,74 98,76 98,07 94,22 

3 Indeks Tutupan Hutan/ 

Lahan 

36,56 36,93 37,27 65,28 

Sumber Data :Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan 

budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta 

pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Demikian juga setiap 

usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kulon Progo akan 

menimbulkan masalah lingkungan. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai 
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konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. 

Analisis mengenai dampak (amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan 

hidup dan menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak 

dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Untuk meminimalisir dampak yang dimungkinkan terjadi dari 

suatu usaha/kegiatan tersebut maka diperlukan suatu instrumen untuk menilai kelayakan suatu 

kegiatan. Instrumen tersebut dapat berupa izin lingkungan yang meliputi dokumen AMDAL (Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan),UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan 

Lingkungan), serta SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) untuk kegiatan usaha skala 

kecil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan instrumen tersebut diharapkan 

akan tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. Sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Kabupaten 

Kulon Progo tidak lagi memiliki Komisi Penilai Amdal, sehingga apabila ada kegiatan dan atau usaha 

yang wajib Amdal,kewenangan penilaian pada Komisi Penilai Amdal DIY. 

Kegiatan pengawasan pelaksanaan UKL/UPL juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kulon Progo untuk mengetahui sejauh mana ketaatan dari pemilik usaha dan atau 

kegiatan/pemrakarsa dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam 

dokumen lingkungannya. 

Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya 

akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan produk sampah, baik sampah domestik maupun 

sampah non domestik. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di 

sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi 

sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah 

sampah. Kabupaten Kulon Progo terus berupaya mendorong peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sampah. Kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah pada tahun 2016 

berjumlah 102 meningkat menjadi 114 kelompok di tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungannya. Selain itu juga 

adanya bantuan sarana prasarana dari pemerintah daerah. Ke depan perlu terus dilakukan upaya 

mendorong masyarakat dalam pengelolaan sampah ini. Tabel berikut ini merupakan kelompok 

masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang melakukan pengelolaan sampah. 

 

Tabel  2.71    

Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 
 

No Nama  Dusun Desa Kecamatan 

1 Ngudi resik Mejing Banjararum Kalibawang 

2 Bumi Arum Lestari Sayangan Banjararum Kalibawang 

3 Arum Berseri Kagongan Banjararum Kalibawang 

4 Kuncup Asri Kepiton Banjarasri Kalibawang 

5 Banjar Lestari Banjaran Banjaroya Kalibawang 

6 Uwuh Harjo Ngrajun Banjarharjo Kalibawang 

7 Resik manfaat Tulangan 34/14 Ngargosari Samigaluh 

8 Pulung sari Tegalsari Ngargosari Samigaluh 
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No Nama  Dusun Desa Kecamatan 

9 Lestari Pucung Ngargosari Samigaluh 

10 Rejeki Nguntukuntuk Ngargosari Samigaluh 

11 sumber rejeki Ngaran III Banjarsari Samigaluh 

12 Sido Asri Pengos Gerbosari Samigaluh 

13 Legowo Dukuh  Gerbosari Samigaluh 

14 Tinalah Asri Pagutan Purwoharjo Samigaluh 

15 Ngudi resik Kalirejo Lor Pagerharjo Samigaluh 

16 Sulur Permai Sulur  Sidoharjo Samigaluh 

17 Pulung Rejeki Pundak Lor Kembang Nanggulan 

18 Rizki Mulia Ngrojo Kembang Nanggulan 

19 Sekar Sekawan Pundak Tegal Kembang Nanggulan 

20 Sapu Jagad Plugon RT. 03/RW. 01 Donomulyo Nanggulan 

21 Pelopor Kebersihan Cepitan Wijimulyo Nanggulan 

22 Tanjung berkah Tanjunggunung Tanjungharjo Nanggulan 

23 Sadidu 29 Wonosidi Lor RW 29 Wates Wates 

24 Maju Sehati Wonosidi Lor RW 30, 31 Wates Wates 

25 Mawar Mekar Durungan RT 45 RW 21 Wates Wates 

26 Flamboyan 
Sebokarang RT 86 RW 
38 

Wates Wates 

27 Migunani Kedungdowo RW 24 Wates Wates 

28 BS SD N 4 Wates Wates  Wates 

29 Putri Sehati Gadingan Wates Wates 

30 Berkah Kuncen RT 05 RW 03 Bendungan Wates 

31 BS Nadhofah Bendungan RT 38 Bendungan Wates 

32 Sehat Sideman Giripeni Wates 

33 Seruni Graulan Giripeni Wates 

34 Teratai Putih Graulan RT 03 RW 02  Giripeni Wates 

35 Migunani Dobangsan Giripeni Wates 

36 Berkah Conegaran Triharjo Wates 

37 Melati Kembang Margosari Pengasih 

38 Skansa SMKN 1 Pengasih Pengasih Pengasih 

39 Karya Muda Kepek  Pengasih Pengasih 

40 Barokah RT 24/11 Sidomulyo Pengasih 

41 Gemah Ripah RT 23/11 Sidomulyo Pengasih 

42 Widodaren Parakan Sidomulyo Pengasih 

43 Kompak Kutogiri Sidomulyo Pengasih 

44 Obika Karangasem Sidomulyo Pengasih 

45 Bakung Asri Cemetuk Kedungsari Pengasih 

46 Hijau Daun Klegen Sendangsari Pengasih 

47 Dhuawar Sejahtera Kroco RT 21 RW 12 Sendangsari Pengasih 

48 Klegen Berseri Klegen Sendangsari Pengasih 

49 Mawar Asri Gegunung Sendangsari Pengasih 

50 Mugi Makmur Garang Tawangsari Pengasih 
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No Nama  Dusun Desa Kecamatan 

51 Ngudi Resik Kopok Kulon Tawangsari Pengasih 

52 Uwuh Mulyo Segajih Hargotirto Kokap 

53 Berkah Tirto Hargotirto Kokap 

54 Sido Mulyo Sambeng Hargorejo Kokap 

55 Sarwo Guno Selo timur Hargorejo Kokap 

56 Alam Lestari Ngaseman Hargorejo Kokap 

57 Ngudi Rejeki Tegalrejo Hargowilis Kokap 

58 Ngudi Makmur Bibis Hargowilis Kokap 

59 Giri Uwuh Klepu Hargowilis Kokap 

60 Bina Sejahtera Depok XI Depok  Panjatan 

61 Mekar Mandiri Depok VIII Depok  Panjatan 

62 Guyub Rukun Depok IV Depok  Panjatan 

63 Mbangun Lestari Kanoman III Kanoman Panjatan 

64 Suka Maju Tayuban I Tayuban Panjatan 

65 Migunani Bangeran 35/16 Bumirejo Lendah 

66 Mapan Bonosoro 40/18 Bumirejo Lendah 

67 Sadewo Pereng   

68 Ngugemi Kepek Jatirejo Lendah 

69 Makmur Bersama  Jatirejo Lendah 

70 Resik Geden RT 40 Sidorejo Lendah 

71 Uwuh Berkah Tubin RT 36  Sidorejo Lendah 

72 Wijaya Kusuma Karangwuluh Kidul Karangwuluh Temon 

73 Sekar Mandiri Plumbon Plumbon Temon 

74 Asri Lestari Salam 3 Plumbon Temon 

75 QT.A Panginan Sindutan Temon 

76 Mestiti Nagung Kedundang Temon 

77 Melati 2 Kledekan Jangkaran Temon 

78 Tekad Maju Kendeng Demen  

79 Bunda Mandiri Banyunganti Kidul Kaliagung Sentolo 

80 Limbah Mulya Ngrandu Kaliagung Sentolo 

81 Harapan Makmur Banyunganti Lor Kaliagung Sentolo 

82 Tambah Rejeki Gedangan Sentolo Sentolo 

83 Dadi Migunani Gedangan  Sentolo Sentolo 

84 Berokah Wora-wari Sukoreno Sentolo 

85 Rahayu Banggan Sukoreno Sentolo 

86 Barokah Wora-wari   

87 Utama Jonggrangan Jatimulyo Girimulyo 

88 Pemuda Jonggrangan RT 95 Jatimulyo Girimulyo 

89 Wanita Jonggrangan RT 96 Jatimulyo Girimulyo 

90 Menoreh Sukomoyo Rt 12 Jatimulyo Girimulyo 

91 Mekar Asri Sukomoyo Rt 10 Jatimulyo Girimulyo 

92 Sekar Arum Kujon Lor Kranggan Galur 

93 KSM Sampurna Asih Tobanan Pengasih Galur 
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No Nama  Dusun Desa Kecamatan 

94 KSM Melati Beji Wates Wates 

95 KSM Asri Mulyo Bendungan Bendungan  Wates 

96 KSM Amrih Resik 
 

Ngestiharjo Wates 

97 
KSM Sampah Rejo 
Mulyo  

Triharjo Wates 

98 KSM Giri Sehat 
 

Giripeni 
 

99 KSM Asri Sentolo Sentolo Sentolo 

100 KSM Kranggan Sehat 
 

Kranggan Galur 

101 KSM Alam Lestari  Banyuroto Nanggulan 

102 KPSM Sapu Jagad Kriyanan Wates Wates 

103 KPSM Kreatif Mandiri Driyan Wates Wates 

104 KPSM Sumber Waras Beji RT 08/04  Wates Wates 

105 KPSM Ngudi Makmur Beji, RT 07/04  Wates Wates 

106 KPSM Berhias Wetan Pasar Wates Wates 

107 KPSM Jembatan Putih Wonosidi Kidul Wates Wates 

108 KPSM Beringin Ringinardi Karangsari Pengasih 

109 KPSM Menara Jogahan Temon Wetan Temon 

110 KPSM Ngrojo Ngrojo Kembang Nanggulan 

111 KPSM Perintis Ped. I Panjatan Panjatan Panjatan 

112 KPSM Ijo Resik Ped III. Panjatan Panjatan Panjatan 

113 KPSM Galuh Asri Jetis Gerbosari Samigaluh 

114 KPSM Makmur I   Wahyuharjo Lendah 

Sumber Data :Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2018 
 

Dalam upaya pelayanan kepada masyarakat, dilakukan penerapan Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Lingkungan Hidup sesuai  Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor   19 

Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota. Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup diwadahi pada Program Penaatan dan 

Pengendalian Pencemaran. 

Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal  Bidang Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Indikator dan nilai Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Lingkungan Hidup serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan 

Hidup secara nasional sebagai berikut  : 

 

Tabel  2.72  

Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup 

No Jenis Pelayanan Target Realisasi 

1. Pelayanan pencegahan 

pencemaran air 

1. Tahun 2012 : 80% 

2. Tahun 2013 : 100% 

3. Tahun 2014 : 100% 

4. Tahun 2015 : 100% 

5. Tahun 2016 : 100% 

80% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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No Jenis Pelayanan Target Realisasi 

6. Tahun 2017 : 100% 100% 

2. Pelayanan pencegahan 

pencemaran udara dari 

sumber tidak bergerak 

1. Tahun 2012 : 80% 

2. Tahun 2013 : 100% 

3. Tahun 2014 : 100% 

4. Tahun 2015 : 100% 

5. Tahun 2016 : 100% 

6. Tahun 2017 : 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

3. Pelayanan informasi status 

kerusakan lahan dan/atau 

tanah untuk produksi 

biomasssa 

1. Tahun 2012 : 80% 

2. Tahun 2013 : 100% 

3. Tahun 2014 : 100% 

4. Tahun 2015 : 100% 

5. Tahun 2016 : 100% 

6. Tahun 2017 : 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

4. Pelayanan tindak lanjut 

pengaduan masyarakat 

akibat adanya dugaan 

pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup 

1. Tahun 2012 : 80% 

2. Tahun 2013 : 90% 

3. Tahun 2014 : 100% 

 4. Tahun 2015 : 100% 

 5. Tahun 2016 : 100% 

6. Tahun 2017 : 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2018 

 

Berdasarkan hasil kajian dan análisis capaian dan penerapan pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 semuanya 

telah tercapai sesuai target. Adapun ruang lingkup capaian standar pelayanan minimal Bidang 

Lingkungan Hidup  yang telah dilakukan di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2017 meliputi : 

1) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air. 

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan 

pencemaran air sejumlah 5 usaha,  jumlah usaha dan / kegiatan yang diawasi sejumlah 5 usaha, 

sehingga capaian indikator ini dapat mencapai target 100%.  

2) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak. 

Jumlah usaha dan / atau kegiatan  sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan 

administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara sejumlah 4 lokasi usaha, jumlah usaha 

dan / atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah 

diinventarisasi sejumlah 4 lokasi usaha. Kegiatan/usaha yang dipantau di  4 lokasi  telah 

memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencemaran udara, sehingga capaian indikator ini 

dapat mencapai target 100%. 

3) Pelayanan Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi 

Biomassa. 

Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/ atau tanah 

untuk produksi biomassa  seluas 1417 ha, luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/ 

atau tanah untuk produksi biomassa  seluas 1417 ha, sehingga capaian SPM indikator 3 sesuai 

target capaian SPM tahun 2017 yaitu 100%. 

4) Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup.  
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Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan 

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti  ada 5, jumlah pengaduan yang diterima instansi 

lingkungan hidup dalam satu tahun ada 5 pengaduan, sehingga capaian indikator 4 telah sesuai 

target yang ditetapkan untuk tahun 2017 yaitu 100%. 

 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah kabupaten 

bersama masyarakat dan dunia usaha/swasta, antara lain evaluasi pengelolaan lingkungan hidup, 

penyuluhan lingkungan, pengembangan jejaring pengelola sampah mandiri, penghijauan/konservasi 

pesisir dan lahan kritis. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan 

antara lain : 

1. Rehabilitasi lingkungan melalui : 

a) Konservasi mata air, dengan melakukan penanaman pohon disekitar mata air untuk 

melindungi sumber-sumber air yang ada. 

b) Selain perlindungan mata air, upaya konservasi air juga dilakukan melalui pembangunan 

sumur resapan dan lubang resapan biopori . 

c) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penanaman pohon perindang; 

d) Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. 

e) Perlunya penanaman dan pengembangan tanaman yang potensial untuk lahan kritis dan 

lahan rawan longsor di Kabupaten Kulon Progo. 

f) Rehabilitasi dan konservasi pesisir dan pantai. 

2. Peningkatan peran serta kelompok pengolah sampah dan perilaku masyarakat untuk mengelola 

sampah melalui : 

a)  Pembinaan kelompok pengolah sampah 

b)  Sosialisasi tentang pengelolaan sampah 

c)  Gerakan kebersihan lingkungan 

3. Dengan berkembangnya industri di Kabupaten Kulon Progo, beberapa peraturan perundangan 

yang perlu segera disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo antara lain peraturan 

tentang izin penyimpanan, sementara limbah B3 dan juga izin pembuangan limbah cair ke 

badan air. 

4. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

Dengan adanya peran aktif dan kerjasama antara berbagai pihak pemerintah, masyarakat, 

perguruan tinggi, dunia usaha maupun LSM diharapkan seluruh program dan kegiatan yang 

berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo 

dapat terlaksana dengan baik. 

 

Prestasi yang telah diperoleh dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 

2017 adalah sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel  2.73  

Prestasi Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 

No Nama Alamat Prestasi 

1 PP Daarul Amni Indonesia Tempel, Bumirejo, Lendah 
Peringkat V DIY dalam Evaluasi 
Pondok Pesantren Berwawasan 
Lingkungan Hidup  

2 Anom Sucondro Beteng, Jatimulyo, Girimulyo 
Peringkat I DIY dalam Seleksi 
Kalpataru Kategori Pembina 
Lingkungan 

3 
Kelompok Pelestari 
Mangrove dan Pesisir 
"Wana Tirta" 

Pasir Mendit, Jangkaran, 
Temon 

Peringkat III DIY dalam Seleksi 
Kalpataru Kategori Penyelamat 
Lingkungan 

4 Karsiyem, S.Pd SDN Kalimenur 
Peringkat II DIY dalam Seleksi 
Kalpataru Kategori Pengabdi 
Lingkungan 

5 Bank Sampah Seruni Graulan, Giripeni, Wates 
Peringkat I DIY dalam Evaluasi 
Bank Sampah Kategori Pemula 

6 
Bank Sampah Bunda 
Mandiri 

Banyunganti Kidul, Kaliagung, 
Sentolo 

Peringkat V DIY dalam Evaluasi 
Bank Sampah Kategori Lanjut 

7 
Pedukuhan Kroco, 
Sendangsari, Pengasih 

Kroco, Sendangsari, 
Pengasih 

Peringkat V dalam Evaluasi 
Kampung Hijau 

8 SDN Pantaran Pantaran, Hargotirto, Kokap 
Peringkat I Sekolah Adiwiyata 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 
2017 Kategori SD/MI  

9 SDN 2 Jonggrangan Beteng, Jatimulyo, Girimulyo 
Peringkat II Sekolah Adiwiyata 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 
2017 Kategori SD/MI 

10 SDN Bekelan Bekelan, Sidorejo, Lendah 
Peringkat III Sekolah Adiwiyata 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 
2017 Kategori SD/MI 

11 SMPN 1 Lendah Tempel, Bumirejo, Lendah 
Peringkat I  Sekolah Adiwiyata 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 
2017 Kategori SMP/MTs 

12 MTsN 2 Kulon Progo Janten, Temon 
Peringkat II  Sekolah Adiwiyata 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 
2017 Kategori SMP/MTs 

13 SMPN 2 Girimulyo Jetis, Pendoworejo, Girimulyo 
Peringkat III  Sekolah Adiwiyata 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 
2017 Kategori SMP/MTs 

14 SMAN 1 Sentolo Ploso, Banguncipto, Sentolo 
Peringkat I  Sekolah Adiwiyata 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 
2017 Kategori SMA/MA 

15 SMK Bopkri Wates Jl. Sugiman No.1 Wates 
Peringkat II  Sekolah Adiwiyata 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 
2017 Kategori SMA/MA 

16 SMAN 1 Girimulyo Giripurwo, Girimulyo 
Peringkat III Sekolah Adiwiyata 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 
2017 Kategori SMA/MA 

17 Dwi Martuti Rahayu 
Salakmalang, Banjarharjo, 
Kalibawang 

Peringkat I Pelestari 
Keanekaragaman Hayati  Bidang 
Ketahanan Pangan 
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No Nama Alamat Prestasi 

18 Koperasi Guyub Jati Raya Samigaluh, Kulon Progo 

Penghargaan Pengelola 
Lingkungan Hidup : Teh untuk 
Konservasi Tanah dan 
Kesejahteraan Masyarakat 
Sukonadi 

19 Ari Andrianto Pengasih, Kulon Progo Peternak Burung Pleci Produktif 

20 Bank Sampah Melati 
Kembang, Margosari, 
Pengasih 

Green and Clean Peringkat II DIY 

21 Pemkab Kulon Progo Jl. Perwakilan No.1 Wates Sertifikat Adipura 

22 Ir. Saptono Tanjung Ngestiharjo, Wates 
Penghargaan Kalpataru Nasional 
Kategori Pembina Lingkungan 

23 SDN Kalimenur Kalimenur, Sukoreno, Sentolo 
Peringkat V DIY Sekolah 
Adiwiyata 

24 SDN Brosot Galur, Kulon Progo 
Peringkat VI DIY Sekolah 
Adiwiyata 

25 MAN 2 Kulon Progo Wates, Kulon Progo 
Predikat sekolah Adiwiyata 
Nasional 

Sumber Data :Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 berjumlah 437.441 jiwa terdiri dari 

laki-laki 216.902 jiwa dan perempuan 220.539  jiwa dengan Jumlah rumah tangga 146.414 rumah 

tangga. Adapun pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi pada kurun empat tahun terakhir yaitu 

naik sebesar 1,18% pada tahun 2012, tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 13,14%, tahun 

2014 mengalami kenaikan sebesar 0,30%, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,44% dan tahun 

2016 mengalami kenaikan 0.30%. Demikian juga jumlah keluarga mengalami kenaikan dari sebanyak 

144.578 pada tahun 2012 pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 135.155 pada tahun 2014 

mengalami kenaikan menjadi 138,984, pada tahun 2015 sebesar 145.152 dan pada tahun 2016 

mengalami kenaikan menjadi 146.414. 

Peningkatan jumlah penduduk dan jumlah keluarga merupakan hasil validasi kependudukan 

yang memperhitungkan penghapusan penduduk yang sudah tidak berdomisili di Kulon Progo, 

maupun pemisahan keluarga bagi anggota keluarga yang sudah berkeluarga. Secara rinci 

perkembangan penduduk disajikan pada Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.74  

Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan 

 Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Kulon Progo 

No. Tahun 
Penduduk Jumlah 

Kepala 
Keluarga Laki-laki Perempuan Jumlah Pertumbuhan 

1. 2012 236,064 243,125 479,189 1,18% 144,578 

2. 2013 206,546 209,663 416,209 -13,14% 135,155 

3. 2014 206,494 210,979 417,473 0.30% 138,984 
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No. Tahun 
Penduduk Jumlah 

Kepala 
Keluarga Laki-laki Perempuan Jumlah Pertumbuhan 

4. 2015 216.651 219.472 436.123 4,44% 145.152 

5. 2016 216.902 220.539 437.441 0,30% 146.414 

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, 2016 

 

Menurut komposisi umur diketahui pada tahun 2016 jumlah penduduk berusia 0-4 tahun 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 dari sejumlah 28.073 menjadi 25.908. Jumlah 

penduduk usia produktif (15-59 tahun) mengalami kenaikan pada tahun 2011 orang sebesar 325.545 

pada tahun 2012 sebesar 329.123 dan pada tahun 2013 jumlah penduduk usia produktif mengalami 

penurunan menjadi 276.990. pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 278.843, tahun 2015 

mengalami penurunan menjadi 271.140, sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 

271.255. Secara rinci jumlah penduduk menurut batasan umur disajikan pada Tabel berikut. 

 

Tabel  2.75  

Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Kulon Progo 

No. 
Kelompok 

Umur 

 Tahun  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 0 – 4 30.528 30.984 30.89 29.245 27.039 28.073 25.908 

2. 5 – 9 31.165 31.111 31.49 30.208 29.480 32.165 30.965 

3. 10 – 14 32.943 32.496 32.509 30.866 29.481 31.048 29.489 

4. 15 – 19 33.207 33.779 33.769 29.751 28.952 32.468 31.273 

5. 20 – 24 31.800 31.592 32.045 27.850 29.097 30.263 31.137 

6. 25 – 29 39.838 38.085 36.021 26.998 26.659 27.282 27.358 

7. 30 – 34 40.624 40.701 41.204 30.330 30.069 31.465 30.725 

8. 35 – 39 38.215 38.744 38.670 29.637 30.203 31.354 31.216 

9. 40 – 44 37.946 37.990 38.378 30.378 29.018 30.573 30.454 

10. 45 – 49 32.902 33.917 35.165 31.401 32.024 32.182 32.071 

11. 50 – 54 28.992 29.603 30.758 28.671 28.424 29.164 29.873 

12. 55 – 59 16.250 23.193 24.105 23.758 24.967 26.389 27.148 

13. 60 – 64 22.049 17.941 19.008 18.216 19.430 20.212 21.275 

14. 65 – 69 17.445 16.604 15.916 15.113 15.555 15.501 16.408 

15. 70 – 74 16.500 15.287 16.288 14.625 14.645 13.953 14.919 

16. >75 20.116 21.595 22.973 19.162 22.430 24.031 27.222 

Jumlah 470.52 473.622 479.189 416.209 417,473 436.123 437.441 

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, 2016 

 

Tabel  2.76  

Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Keadaan per 31 Desember 2015 

Tahun Laki-Laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (orang) Sex Ratio 

2010 231.672 238.848 470.520 97.00% 

2011 233.289 240.333 473.622 97.07% 
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Tahun Laki-Laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (orang) Sex Ratio 

2012 236.064 243.125 479.189 97.10% 

2013 206.546 209.663 416.209 98.51% 

2014 206.494 210.979 417.473 97.87% 

2015 216.651 219.472 436.123 98,71% 

2016 216.902 220.539 437.441 98,35% 

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, 2016 

Dilihat dariTabel 2.74 tersebut pada tahun 2016 jumlah penduduk perempuan Kulon Progo 

sebesar 50,4% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu sebesar 49,6%. Kondisi ini 

tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2015,hal ini terlihat dari besarnya sex ratio di 

Kabupaten Kulon Progo sebesar 98,71%. Sex ratio pada tahun 2016 sebesar 98,35% yang berarti 

terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan 

Program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menitikberatkan pada kegiatan 

Implementasi SIAK (updating dan pemeliharaan) pengembangan data base kependudukan, 

monitoring dan pelaporan kependudukan, penyusunan profil kependudukan, sosialisasi kebijakan 

kependudukan dan catatan sipil, pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil, pencatatan 

dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, 

perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anakl. Pelaksanaan perekaman data 

program e-KTP per Kecamatan telah dilaksanakan. Sampai dengan 31 Desember 2016, capaiannya 

disajikan dalam Tabel berikut. 

 

Tabel  2.77  

Data hasil perekaman e-KTP Kabupaten Kulon Progo 

Keadaan per 31 Desember 2016 

No. Kecamatan Wajib KTP 
Hasil 

perekaman 
% Sisa 

1. Temon 21.813 21.201 97.19 612 

2. Wates 36.235 35.211 97.17 1.024 

3. Panjatan 29.324 28.479 97.12 845 

4. Galur 25.272 24.737 97.88 535 

5. Lendah 31.432 30.798 97.98 634 

6. Sentolo 37.525 36.715 97.84 810 

7. Pengasih 38.808 37.791 97.38 1.017 

8. Kokap 28.254 27.381 96.91 873 

9. Girimulyo 19.782 19.280 97.46 502 

10. Nanggulan 23.763 23.234 97.77 529 

11. Samigaluh 22.487 21.597 96.04 890 

12. Kalibawang 23.741 23.013 96.93 728 

Jumlah 338.436 329.437 97.34 8.999 

Sumber data: Dinas Dukcapil Kulon Progo, 2016 
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Dari Standar Pelayanan Minimal yang menjadi ketugasan SKPD Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil, pencapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.78  

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

Jenis Pelayanan 
Dasar 

Nasional 
Capaian Daerah 

Tahun 2016 Ket. 

Indikator 
Nilai 
(%) 

Batas waktu 
pencapaian 

Target 
(%) 

Realisasi 
(%) 

Pelayanan 

Dokumen 

Kependudukan 

Cakupan penerbitan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) 
100 2015 100 96.25 

 

Cakupan penerbitan Akta 

Kelahiran 
100 2020 90 94.69 

Cakupan penerbitan KK 100 2015 100 100 

Cakupan penerbitan Akta 

Kematian 
70 2020 60 96.55 

Sumber data : Dinas Dukcapil Kulon Progo, 2016 

 

1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 96,25% dari target nasional 100% 

(tahun 2016) 

2. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran sebesar 94,69% dari target nasional sebesar 90% 

(tahun 2016) 

3. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga sebesar 100% dari target nasional 100% (tahun 2016) 

Cakupan penerbitan kutipan akta kematian sebesar mencapai 96,55% dari target nasional sebesar 

60% (tahun 2016). 

 

 

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya 

dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan 

perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut lebih 

profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang merencanakan, 

menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dana Desa digunakan untuk 

mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa 

yang diatur dan diurus oleh Desa. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh 

dari pos bantuan keuangan kepada Desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti 

terlihat pada Tabel berikut ini. 
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Tabel  2.79  

Jumlah Bantuan Keuangan Desa 

Dari Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2016 

N
o 

Jenis 
Bantuan 

2013 2014 2015 2016 

(Rp00) (Rp00) (Rp00) (Rp00) 

1 
Alokasi 
Dana Desa 

13.124.074.640 18.149.448.853 68.359.870.881 74.525.723.231 

2 
Bagi hasil 
pajak 

737.537.470 2.044.738.896 2.285.913.751 2.641.253.659 

3 
Bagi hasil 
retribusi 

410.931.558 569.335.701 558.701.089 559.858.853 

4 TPAPD 14.813.520.000 14.181.432.000 - - 

 Jumlah 29.086.063.668 34.944.955.450 71.204.485.721 77.766.845.743 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kulon Progo, 2018 

 

 

Kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa dilaksanakan bekerjasama dengan TNI bertujuan 

untuk melakukan pembangunan desa secara terpadu antara TNI, aparat pemerintah dan masyarakat 

desa sehinga terwujud kemanunggalan TNI dengan masyarakat, terpenuhinya sarana prasarana desa 

serta terjaganya stabilitas keamanan di masyarakat. Kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa Tahun 

2017 Tahap I  dilaksanakan di Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo dan Tahap II di Desa 

Pendowoharjo Kecamatan Girimulyo. Kegiatan Karya Bakti TNI Tahap I dilaksanakan di Desa 

Tuksono Kecamatan Sentolo dan Tahap II di Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh dengan capaian 

sebagai berikut: 

Tabel  2.80  

Hasil Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Tahun 2017 

 

Lokasi Desa 
Jumlah 

Hibah (Rp.) 

Swadaya 

Masyarakat 

(Rp) 

Hasil yang dicapai 

Desa 

Banguncipto,  

Kecamatan 

Sentolo 

200.000.000 81.850.000 1. Cor Block 2,25 X 0,1 X 870 m 

2. Rehab Pos Kamling  3m x 2,8 x 

5.70 m 

3. Renovasi tempat wudhlu 1 unit 

 

Desa 

Pendowoharjo 

Kecamatan 

Girimulyo 

 

250.000.000 50.821.000 1. Cor Block 2.5 x 0,1 x 159 meter 

2. Talud jalan P1 1.5 x 10.5 meter 

3. Talud jalan P, P3, P4 3 x 25 meter 

4. Talud Jalan P5 3 x 10 meter 

5. Talud jalan P6 4 x 12 meter 

6. Talud jalan P7 3,5 x 20 meter 
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Lokasi Desa 
Jumlah 

Hibah (Rp.) 

Swadaya 

Masyarakat 

(Rp) 

Hasil yang dicapai 

7. Penyuluhan penyakit ternak  

8. Penyuluhan Wasbang 

 

Desa Tuksono, 

Kecamatan 

Sentolo  

200.000.000 17.950.000 1. Renovasi Mushola Roudhotul 

Jannah  1 unit 

2. Talud jalan sawah 0,40 x 1.5 x 159 

dan perkerasan jalan  

Desa Sidoharjo 

Kecamatan 

Samigaluh 

200.000.000 43.250.000 1. 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kab. Kulon Progo, 2018 

 

 

Dari hasil kegiatan TMMD di atas dapat dilihat bahwa tingkat swadaya masyarakat untuk 

pembangunan cukup tinggi dan bervariasi untuk tiap desa.  

Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kegiatan peningkatan peran serta masyarakat 

dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) tahun 2017 ini belum bisa mengikutsertakan 

penemuan dari masyarakat dalam ekspos / pameran Hari TTG Nasional. Ke depan akan lebih 

diintensifkan sosialisasi tentang  TTG di masyarakat. 

Lembaga ekonomi desa yang mempunyai peran dalam menggiatkan perekonomian desa 

adalah  pasar desa. Pengelolaan pasar desa ini terus dilakukan pembinaan agar keberadaannya 

juga mampu menjadi  salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah desa. Pasar desa diharapkan 

dapat menjadi salah satu jenis usaha telah mendapat pembinaan dari pemerintah daerah dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel  2.81  

Jumlah lembaga Ekonomi  Desa Tahun 2017 

No Uraian 
2017 

Target Realisasi 

1 Jumlah BUMDes kondisi baik 25 28 

2 Jumlah BUMDes seluruhnya 87 87 

3 Pasar Desa Kondisi baik 15 15 

4 Pasar Desa Seluruhnya 31 31 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kulon Progo, 2018 
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Tabel  2.82  

Pasar Desa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

 

No. Kec -Desa Nama Pasar Pedukuhan Luas (m
2
) 

Jml. 

Pedagang 

(org) 

1 Glagah Glagah Glagah 500 45 

2 Temon Kulon Kaligondang Kaligondang 498 160 

3 Panjatan Panjatan Dusun II 390 40 

4 Krembangan Krembangan Dusun V 500 60 

5 Gulurejo Gegulu Gegulu 2.250 11 

6 Bumirejo Degolan Degolan  700 89  

7 Srikayangan Panjul Panjul 300 10 

8 Tuksono Nyonyol Krebet 2.019 168 

9 Salamrejo Watu Ombo Dhisil 1.400 90 

10 Kedungsari Milir Milir 1.588 90 

11 Margosari Margosari Karang Tengah 500 100 

12 Kulur Cikli    

13 Tawangsari Siluwok Siluwok   

14 Sendangsari Girinyono Girinyono 3.175 11 

15 Hargorejo Ngaseman Ngaseman 1.700 120 

16 Hargorejo Sidodadi Kriyan 350 30 

17 Hargowilis Klepu Klepu 100 31 

18 Kalirejo Gunungijo Gunungijo 3.375 100 

19 Jatimulyo Cublak Sukomoyo 1.000 65 

20 Jatimulyo Pringtali Pringtali 1.000 60 

21 Jatimulyo Jonggrangan Jonggrangan 1.000 100 

22 Donomulyo Mudal Bandung 300 60 

23 Wijimulyo Krambilan Sokorojo 850 200 

24 Kembang Kembang Kembang 200 7 

25 Banjararum Degan Degan II 200 8 

26 Banjarasri Boro Semak 3.300 177 

27 Banjarharjo Demangan Demangan 500 30 

28 Banjarsari Bendo Waru X 800 15 

29 Banjarsari Tuk Bujel Balong I 900 25 

30 Sidoharjo Gorolangu Gorolangu 900 20 

31 Pagerharjo Plono Plono Timur 1.600 75 
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No. Kec -Desa Nama Pasar Pedukuhan Luas (m
2
) 

Jml. 

Pedagang 

(org) 

32 Sentolo Siwalan Siwalan    

   Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kulon Progo, 2018 

 

 

Pembinaan BUMDes tahun 2017 dititikberatkan pada penyempurnaan badan hukum 

BUMDes, kelembagaan/pengurus, pengelolaan keuangannya. Dari 87 BUMDes yang ada baru ada 

50 BUMDes yang sudah baik pengelolaannya. Tahun 2017 telah terbentuk  88 BUMDes yang 

datanya  dapat dilihat pada tabel berikut :  

 

Tabel  2.83  

BUMDes se Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 

NO KECAMATAN DESA NAMA BUMDES Kondisi 

1 TEMON Jangkaran Binangun Sejahtera Baik 

2   Sindutan BinangunSindutan Baik 

3   Palihan Binangun Sempulur Kurang  

4   Kalidengen Binangun Sejahtera   

5   Plumbon Binangun Lancar  

6   Kedundang Binangun Kartika Utama  

7   Kulur Binangun Bangkit Mandiri  

8   Kaligintung Binangun Dina Karya  

9   Temon Kulon Binangun Anugrah  

10   Kebonrejo Binangun Sejahtera   

11   Janten Binangun Sejahtera Utama  

12   Karangwuluh 
Binangun Manunggal 
sejahtera 

 

13 WATES Bendungan Binangun Mekar Asri  

14   Triharjo Binangun Asri  

15 PANJATAN Garongan Binangun Barokah  

16   Depok Binangun Sejahtera  

17   Bojong Binangun Dana Raharja  

18   Tayuban Binangun Sido Ono  

19   Gotakan Binangun Karya Raharja  

20   Panjatan Binangun Mandiri  

21   Krembangan Binangun Artha Mandiri  

22 GALUR Banaran Binangun migunani  

23 LENDAH Wahyuharjo Binangun  
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NO KECAMATAN DESA NAMA BUMDES Kondisi 

24   Bumirejo Bumi Rahayu   

25   Jatirejo Binangun Jati Unggul  

26   Sidorejo Binangun Dadi Maju  

27   Gulurejo Binangun Murakabi  

28   Ngentakrejo Karya Binangun Jaya  

29 SENTOLO Banguncipto Binangun Cipta Mandiri  

30 PENGASIH Sidomulyo Cipta Makmur  

31 KOKAP Hargorejo Binangun Makmur Mandiri  

32   Hargowilis Binangun Lestari  

33   Kalirejo Binangun Sejahera Abadi  

34   Hargotirto Binangun Mulyo  

35 GIRIMULYO Giripurwo Binangun Giripurwo  

36   Pendoworejo Binangun Dana Utama  

37 NANGGULAN Banyuroto Binangun Mekar Jaya  

38   Donomulyo Binangun Sejahtera Mulya  

39   Wijimulyo Binangun Mitra Sejahtera  

40   Tanjungharjo Binangun Sejahtera  

41   Jatisarono Binangun Jatimara  

42   Kembang Binangun Kusuma  

43 SAMIGALUH Kebonharjo Babar Anyar  

44   Banjarsari Binangun Ajar  

45   Purwoharjo Binangun Maju  

46   Sidoharjo Binangun Mandiri  

47   Gerbosari Binangun Sejahtera  

48   Ngargosari Binangun Sejahtera  

49   Pagerharjo Binangun Pagerharjo  

50 KALIBAWANG Banjararum Binangun Arta Arum  

51   Banjarasri Binangun Asri Sejahtera  

52   Banjarharjo Artha Sejahtera  

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kulon Progo, 2018 

 

Permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan dan belum optimalnya kualitas dan 

peran lembaga ekonomi desa. Sementara target yang akan dicapai tahun 2018 adalah Capaian 

Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat  49,18% yang akan dicapai 

dengan strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat dan 

kebijakan Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat. 

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya 

dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan 

perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut lebih 
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profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang 

merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dana Desa 

digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan 

lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain dana desa sumber pendapatan 

desa yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada Desa menunjukkan peningkatan yang 

cukup signifikan seperti terlihat pada Tabel berikut ini : 

 

Tabel  2.84  

Jumlah Bantuan Keuangan Desa 

Dari Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 

N
o 

Jenis 
Bantuan 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(Rp00) (Rp00) (Rp00) (Rp00) (Rp00) (Rp00) 

1 
Alokasi 
Dana Desa 

6.422.445.454 10.788.726.188 13.124.074.640 18.149.448.853 68.359.870.881 74.525.723.231 

2 
Bagi hasil 
pajak 

967.738.627 1.081.770.002 737.537.470 2.044.738.896 2.285.913.751 2.641.253.659 

3 
Bagi hasil 
retribusi 

905.151.591 1.130.660.045 410.931.558 569.335.701 558.701.089 559.858.853 

4 TPAPD 11.930.603.000 11.962.620.000 14.813.520.000 14.181.432.000 - - 

 Jumlah 20.225.938.672 24.963.776.235 29.086.063.668 34.944.955.450 71.204.485.721 77.766.845.743 

Sumber  data: BPMPDPKB Kab. Kulon Progo, 2016 

 

 

Dengan adanya kewenangan dan anggaran yang semakin besar di Desa, maka 

Pemerintah Desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Untuk 

menunjang pelayanan kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana perkantoran 

Pemerintahan Desa yang baik. Kondisi kantor desa dapat diketahui dalam Tabel sebagai berikut. 

 

 

Tabel  2.85  

Kondisi Kantor Desa Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

No. Kecamatan Baik Sedang 
Rusak 
Ringan 

1 Temon 5 7 3 

2 Wates 2 5 - 

3 Panjatan 7 3 1 
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No. Kecamatan Baik Sedang 
Rusak 
Ringan 

4 Galur 5 2 - 

5 Lendah 4 2 - 

6 Sentolo 5 2 1 

7 Pengasih 3 3 1 

8 Kokap 3 2 - 

9 Girimulyo 3 1 - 

10 Nanggulan 3 3 - 

11 Samigaluh 2 5 - 

12 Kalibawang 2 2 - 

 Jumlah 44 37 6 

Sumber  data: BPMPDPKB Kab. Kulon Progo, 2016 
 

Dalam rangka mendukung pengelolaan pemerintah desa sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 maka 

terjadi beberapa perubahan yang mendasar tentang pemerintahan desa. Untuk itu Pemerintah 

Daerah telah menyusun peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah tentang Desa. Ada 4 Raperda yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan di tahun 2015 

yaitu: 

 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa, 

 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015  tentang Kepala Desa, 

 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015  tentang Perangkat Desa, 

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, 

 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa, 

 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa. 

 

Selanjutnya sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah di atas telah ditetapkan Peraturan Bupati sebagai 

berikut. 

 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata 

Kerja Pemerintah Desa. 

 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan 

Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa. 

 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil 

Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Dan Alokasi Dana Desa. 

 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan 

Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan dan 

Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa. 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB II - 131 

 

 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 

 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 

Administrasi Keuangan Desa. 

 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pungutan Desa. 

 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2015. 

 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. 

 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa. 

 

Dari Peraturan Bupati tersebut di atas, terdapat beberapa yang harus ditindaklanjuti dengan 

Keputusan Bupati. Keputusan Bupati yang telah diterbitkan sebagai berikut. 

 Keputusan Bupati Nomor 154/A/2015 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Bank Pasar Kulon Progo sebagai Tempat Penyimpanan, Penyaluran, dan Pencairan 

Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan 

kepada Desa. 

 Keputusan Bupati Nomor 155/A/2015 tentang Lokasi dan Alokasi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil 

Retribusi, dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015. 

 Keputusan Bupati Nomor 156/A/2015 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah 

Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2015. 

 Keputusan Bupati Nomor 157/A/2015 tentang Besaran Penghasilan, Tunjangan dan 

Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa, Tunjangan Anggota BPD dan Honorarium Unsur 

Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 

Dalam rangka mengisi jabatan 35 Kepala Desa yang telah kosong sejak tahun 2013 dan 

2014, telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 

2014 pada tanggal 20 September 2015 yang berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil pemilihan kepala desa secara serentak telah 

dilantik tangggal 31 Oktober 2015. 

Permasalahan dipenyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya : 

1. Belum adanya regulasi tehnis UU no 6 tahun 2014 terkait lembaga kemasyarakatan dan 

belum bisa ditindaklanjuti dengan perda atau perbup 

2. Masih terbatasnya SDM aparat desa untuk mensikapi perubahan regulasi tentang Desa. 
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Melihat permasalahan diatas maka strategi yang akan diterapkan yaitu dengan 

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kebijakan meningkatkan kapasitas 

aparat dan aparatur desa 

 

 

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kebijakan Penyelenggaraan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) 

selain untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga untuk meningkatkan kualitas penduduk 

melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Program KKB direvitalisasi 

dengan konsentrasi pada pemantapan aspek program, peningkataan kualitas SDM dan pelayanan 

KB, serta penyediaan sarana pra sarana KKB yang memadai. 

Jumlah peserta KB aktif tahun 2017 sebanyak 45.116 PUS dari jumlah PUS sebanyak 

64.291 atau sebesar 70,19%, jumlah ini menurun dibanding tahun 2016 sebanyak 53.820 PUS, 

sebagaimana terlihat dari tabel berikut : 

 
Tabel  2.86  

Persentase Peserta KB Aktif  Tahun 2013-2017 

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1 PUS peserta KB Aktif 54.170     54.934      53.559      53.820  45.116 

2 Pasangan usia subur (PUS) 68.415     68.374      67.741      67.849  64.281 

  Persentase peserta KB Aktif 
(%) 
 

79,39       80,34        79,06        79,32  70,19 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kulon Progo, 2018 

 

Mulai tahun 2017 basis data menggunakan Pendataan Keluarga (PK) 2015 dan 

menggunakan standard penghitungan baru. Sebagai contoh  jumlah PUS dan PA mengalami 

penurunan yang signifikan hal ini dikarenakan  PUS usia 50 tahun dalam sistem pendataan yang 

baru langsung didrop out meskipun masih aktif menggunakan kontrasepsi.  

Dari capaian Peserta KB Aktif (PA) sebesar 70,19% tersebut komposisi peserta KB Wanita 

sebanyak 42.311 atau 93,78 % dan peserta KB pria sebanyak 2.805 atau 6,22%.  

Dari gambaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa minat dan kesadaran kaum pria 

untuk menjadi peserta KB masih kurang. Langkah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk 

memberikan reward bagi peserta KB pria metode MOP dengan memberikan kambing, masih belum 

dapat mengoptimalkan capaian target. Tahun 2017 hadiah kambing yang disediakan sejumlah 35 

namun baru tercapai 28. Untuk itu akan lebih ditingkatkan lagi Komunikasi Informasi dan Edukasi 

(KIE) bagi calon peserta KB Pria. 

PUS bukan peserta KB yang belum terlayani ( unmeet need) merupakan potensi bagi calon 

peserta KB. Tahun 2017 di Kabupaten Kulon Progo terdapat unmet need sebesar 13,32 %. Jumlah 

ini belum mencapai target nasional sebesar 10,06%. Penyebab capaian ini antara lain PUS bukan 
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peserta KB (unmet need) usia 45 tahun keatas sudah sulit diajak ber KB karena sudah merasa tidak 

membutuhkan padahal masih ada resiko hamil. 

Sementara itu penurunan jumlah peserta KB Aktif tersebut juga dipengaruhi oleh 

penurunan jumlah pasangan usia subur dan peningkatan bukan peserta KB (unmet need), 

sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.87  

PUS Bukan Peserta KB (Unmeet Need) 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016 

No Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 

1 Pasangan usia subur (PUS) PUS 68.374 67.741  67.849 64.281 

2 PUS bukan peserta KB (Unmeet 
Need) 

Orang 4.412 4.853  4.642 8.564 

  - Ingin anak tunda (IAT) Orang 2.276 2.202  2.374 3.581 

  - Tidak ingin anak lagi (TIAL) Orang 2.136 2.651  2.268 4.983 

3 Presentase  Persen 6,45 7,16  6,84 13,32 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kulon Progo, 2018 
 
 

Upaya sosialisasi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) dimana batas minimal wanita 21 

tahun dan untuk laki laki minimal 25 tahun masih perlu diintensifkan lagi karena masih banyak  

terdapat kasus penikahan dini di Kabupaten Kulon Progo. Data tahun 2014, tahun 2105 dan tahun 

2016, menunjukkan adanya penurunan angka pernikahan usia dini pada laki laki, akan tetapi pada 

tahun 2017 mengalami peningkatan. Angka pernikahan usia dini tersebut dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini. 

 

Tabel  2.88  

Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2017 

 

Tahun/Kasus 

2014 2015 2016 2017 

L  
(<19 Th) 

P 
(<16 Th) 

L  
(<19 Th) 

P  
(<16 Th) 

L  
(<19 Th) 

P  
(<16 Th) 

L  
(<19 Th) 

P  
(<16 Th) 

Pernikahan 
Usia Dini 

27 22  24 17  27 14 33 13 

Sumber data :  Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Kulon Progo, 2018 

 

Sebaliknya jumlah kasus kehamilan pranikah semakin meningkat. Pada tahun 2013, 

menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, angka kehamilan pranikah 

sebesar 9,37% dari total jumlah pernikahan. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 12,25%, angka 

pernikahan usia dini hampir 99% disebabkan karena kehamilan pra nikah akibat salah pergaulan. 

Pada tahun 2015 terjadi 107 persalinan remaja sedangkan pada 2016 meningkat menjadi 176 kasus. 
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Melihat kondisi tersebut maka perlu peningkatan layanan advokasi dan KIE tentang Kesehatan 

Reproduksi Remaja (KRR) baik melalui jalur sekolah melalui PIK Remaja dan non sekolah dengan 

dukungan berbagai pihak terkait. 

Upaya peningkatan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui kader bina keluarga seperti 

Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat 

Informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR). Pembinaan kelompok bina 

keluarga dan ketahanan keluarga disajikan dalam Tabel sebagai berikut. 

 

Tabel  2.89  

Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 
 

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Kelompok UPPKS Kelompok n.a 946 946  936 936* 

2 Jumlah Anggota UPPKS Orang n.a 17.246 16.549  16.667 14.145 

3 Kelompok BKB Kelompok 402 403 403  407 407* 

4 Kelompok BKR Kelompok 128 128 128  130 130* 

5 Kelompok BKL Kelompok 100 101 102  105 105* 

6 PIK KRR Kelompok 47 50 55  55 57 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kulon Progo, 2018 

*) Data Sementara 
 

Dari Tabel di atas dapat diketahui adanya penurunan jumlah anggota yang tergabung 

dalam kelompok UPPKS. Hal ini disebabkan menurunnya jumlah anggota yang aktif dalam 

kelompok. 

Hasil dari kegiatan PIK Remaja adalah terwujudnya remaja GenRe (Generasi Berencana)  

yaitu  remaja yang memiliki akhlak mulia yang dapat mempraktikan pola hidup sehat, seperti: 

terhindar dari resiko seksualitas, NAPZA, HIV/AIDS, menunda usia perkawinan sampai dengan usia 

ideal yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, bercita-cita dalam mewujudkan keluarga 

kecil bahagia sejahtera, memiliki life skill atau keterampilan hidup dan remaja GenRe harus bisa 

dalam model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya. 

 

 

2.3.2.9 Perhubungan  

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan 

pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan 

wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. Perkembangan jumlah kendaraan 

bermotor di Kabupaten Kulon Progo seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat terus mengalami 

kenaikan dengan pertambahan terbesar terjadi pada kendaraan roda dua. Adapun  perkembangan 

kendaraan dari tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel  2.90  

Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo 

No Jenis kendaraan satuan 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sepeda Motor unit 112.851 123.413 151.388 152.704 176.603 

2 
Mobil Penumpang Bukan 
Umum 

unit 6.454 7.326 9.300 11.055 12.727 

3 Minibus Umum unit 60 59 79 308 316 

4 Bus Umum unit 232 227 362 56 56 

5 Bus Bukan Umum unit 53 57 81 7 0 

6 Pick up Umum unit 3 5 8 17 16 

7 Pick up Bukan Umum unit 2.004 2.222 3.078 3.532 3.949 

8 Truck Umum unit 279 368 515 545 551 

9 Truck Bukan Umum unit 988 954 1.283 1.453 1.460 

 
Jumlah unit 122.924 134.631 166.094 169.677 195.678 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
Tingginya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan 

bermotor namun perkembangan sarana dan prasarana jalan lebih lambat dari pertumbuhan lalu 

lintas, berdampak pada meningkatnya kejadian kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu. Angka 

kecelakaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada 

tabel di bawah. 

Tabel  2.91  

Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kulon Progo 

No Uraian satuan 
Kejadian Kecelakaan Lalu lintas 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Jumah Kecelakaan kejadian 324 345 421 433 509 

2 Kerugian Materiil rupiah 198.330.000 207.520.000 187.250.000 115.350.000 113.808.000 

3 Jumlah Korban orang 717 693 857 904 1049 

 
- Meninggal orang 53 43 44 43 51 

 - Luka Berat orang 11 6 9 15 5 

 - Luka Ringan orang 653 644 804 846 993 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dan POLRES Kulon Progo, 2017 

 

Kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang terdiri kawasan pesisir, dataran dan 

pegunungan, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa 

jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan 

gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu 

lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari 

prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, 

jalan Provinsi dan jalan  Kabupaten dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB II - 136 

 

Tabel  2.92  

Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten 
Kulon Progo Tahun 2012-2016 

 

No 
Prasarana Perhubungan dan 
Fasilitas Perlengkapan Jalan 

Jumlah pada tahun 
Satuan 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Rambu-rambu lalu lintas 1.035 1.175 1.296 924 1.001 buah 

2 RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk 
Jalan) 

53 53 53 48 48 buah 

3 Cermin tikungan 0  0 5 13 13  buah 

4 Marka jalan 31.108 32.568 34.223 26.617 26.617 m² 

5 Traffic light (APILL) 3 3 4 4 6 unit 

6 Warning Light  0 0 0 1 1 unit 

7 Guard rail (pagar pengaman) 963 1.171 1.379 1.679 2.636 meter 

8 Halte  1 6  6  7  13   unit 

9 Lampu Penerangan Jalan Umum  1.407 1.582 1.679 1.523 1.807 titik 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini masih mengacu pada kewenangan jalan 

yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan 

kewenangan Provinsi sedangkan jalan desa yang menjadi kewenangan Desa belum bisa diakses 

dengan kegiatan Pembangunan LPJU yang ada di Dinas Perhubungan.  Kebutuhan penerangan jalan 

untuk jalur jalan kewenangan Desa juga sangat diperlukan, oleh karena itu, ke depan diharapkan 

penerangan Jalan Desa bisa dilaksanakan dengan pembiayaannya berkolaborasi antara pemerintah 

Kabupaten, PLN dan masyayakat pengguna penerangan jalan.  

Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal. Hal 

ini ditunjukkan capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang masih jauh di bawah target 

nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan 

sebesar minimal 60% menunjukkan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan masih belum optimal. 

Capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan khususnya Perlengkapan jalan 

selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar.  
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Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Gambar 2.19  

Capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan khususnya 
Perlengkapan jalan selama tahun 2012-2016 

 

Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan 

sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar wilayah 

tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Kondisi 

pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan 

kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum 

yang rendah. 

Jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai 

tahun 2016. Adapun jumlah penumpang angkutan umum dari tahun 2012 -2016 dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

Tabel  2.93  

Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No Moda Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Penumpang AKDP orang/th    690.215       682.283    856.395    535.313  
    

515.757  

2 Penumpang AKAP orang/th 1.121.322       793.457    751.355    680.509  
    

485.709  

3 
Penumpang 
Angkutan Pedesaan 

orang/th    200.584       142.000   223.234    256.176  
    

135.474  

Jumlah orang/th 2.012.121 1.617.740 1.830.984 1.471.998 1.136.940 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2017, diolah 

 

Kondisi rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum berdampak pada 

lesunya usaha angkutan umum. Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 
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Tabel  2.94  

Trayek dan jumlah kendaraan umum yang beroperasi 

 

No Kode Trayek - Nama Koperasi 
Jumlah 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 A  1 Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-Toyan-
Temon-Mlangsen- Pangkalan/Congot-Jangkaran-PP 
(Kop. Manunggal, Kop. Harapan) 

70 70 40 40 40 40 32 

2 2 Term.Wates-Karangnongko-Nagung-BendunganPleret-
Karangwuni-Glagah-PP (Kop. Adhikarta) 

3 - - - - - - 

3 3 Term.Wates-Dikbud-Kulur-Jombokan-Kaligintung-Demen-
Glagah-PP (Kop. Menoreh)  

4 4 3 3 3 3 1 

4 4 Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-
Kulwaru-Jetis-PP  

- - - - - - - 

5 B  1 Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bugel-Siliran-Brosot-
PP (Kop. Adhikarta)  

6 6 2 2 1 1 1 

6 2 Term.Wates-Giripeni-Kedung Pring-Bendungan-Nagung-
Cangakan-Trayu- Karangsewu-Tegal Buret-Brosot-Trisik-
PP 

- - - - - - -  

7 3 Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-
Kenteng-Nganggrung- Degolan-Lendah-PP 

- - - - - - -  

8 4 Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-
Kenteng-Nganggrung- Srikayangan-Gulurejo-
Ngentakrejo-PP (Kop. Adhikarta) 

- - - - - - -  

9 C  1 Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng-
Kutogiri-Plelen PP (Kop.Adhikarta,) √ 

6 6 4 4 - - - 

10 2 Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng-
Kalibiru/Kalingiwo-PP (Kop. Adhikarta) √ 

4 3 3 3 - - - 

11 3 Term.Wates-Karangnongko-Pengasih-Clereng-
Kedungrejo-PP (Kop. Adhikarta, Kop. Menoreh) 

3 3 3 3 3 3 2 

12 D  1 Term.Wates-Tambak-Toyan-Siluwok-Temon-Mlangsen-
Pripih-Sangon-PP (Kop. Adhikarta, Kop. Menoreh) 

5 5 4 4 - - - 

13 2 Term.Wates-Tambak-Jombokan-Kulur-Girigondo-
Kebonrejo-PP (Kop. Menoreh, Kop. Adhikarta) 

5 5 4 4 3 3 2 

14 3 Term.Wates-Dalangan-Jombokan-Kokap-PP  - - - - - - -  

15 4 Term.Wates-SGO-Teteg Barat-Beji-Gemulung-Klepu-
Kokap-PP (Kop. Mandiri) √ 

10 5 4 4 4 4 2 

16 5 Term.Wates-Beji-Gemulung-Sungapan-Hargotirto-PP 
(Kop. Yosawa) √ 

10 - - 3 3 3 - 

17 6 Term.Wates-Tunjungan-Ringinardi-Gemulung-Sermo-
Sidowayah-PP (Kop. Menoreh) 

5 5 4 4 2 2 2 

18 7 Term.Wates-Sendang-Anjir-Kliripan-Hargorejo-PP (Kop. 
Menoreh) 

3 3 3 3 2 2 - 

19 E  1 Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek-
Tanjungharjo-Ngringin- Sribit-Girimulyo-PP (Kop. 
Adhikarta) 

5 5 3 3 - - - 

20 2 Term.Wates-SGO-Pengasih-Kepek-Sentolo-PP (Kop. 
Menoreh) 

4 4 4 4 4 4 2 

21 3 Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek-
Sentolo-Girimulyo-Gua Kiskendo-PP (Perorangan) 

- - - - - - -  

22 4 Term.Wates-Sentolo-Nanggulan-Dekso-Samigaluh-PP 
(Kop. Yosawa) 

3 - - - - - - 

23 F  1 Sentolo-Ngelo-Tuksono-Ngentakrejo-Brosot-PP (Kop. 
Menoreh) 

 -  - - - - - - 

24 2 Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Jagalan-PP (Kop. 
Adhikarta)  

10 10 6 6 6 6 6 

25 3 Donomulyo-Sentolo-Sudu-Tanjungharjo-Ngringin-Sribit 
Girimulyo-Kenteng Nanggulan-PP (Kop. Asri) 

11 7 3 3 - - - 

26 4 Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Keji-Sidoharjo-
Gorolangu-PP 

 -  - - - - - - 

27 5 Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Piton-Boro-
Gorolangu-PP (Kop. Menoreh) 

2 2 2 2 2 2 2 

28 6 Kenteng Nanggulan-Pendoworejo-Banjarsari-Plono-
PP/Perintis (Kop. Adhikarta) 

2 - 3 - - - - 
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No Kode Trayek - Nama Koperasi 
Jumlah 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

29 7 Sentolo-Dudukan-Nyonyol-PP  -  - - - - - - 

30 8 Term.Wates-Ksatrian-Panjatan-Kanoman-PP   3 3 - - - - - 

31 9 Term.Wates-Dayakan-Milir-Krembangan-Cerme-
Bendungan-PP (Kop. Adhikarta) √ 

1 1 - - - - - 

32 10 Term.wates-Nagung-Bendungan-Toyan-Temon-
Mlangsen-Pripih-Tangkisan-PP(Kop. Manunggal) 

3 3 2 3 3 3 3 

33  Sentolo-Brosot-PP (Kop. Tugu Potlot) 2 1 - - - - - 

    Jumlah 180 151 97 98 76 76 55 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Tabel  2.95  

Data Terminal di Kabupaten Kulon Progo 

No Terminal Fungsi Luas Kondisi 

1 Wates Tipe B 7.910 Telah menjadi kewenangan DIY 

2 Brosot Tipe C 700 
Kondisi fisik kurang memadai, 
Angkutan umum enggan masuk 

3 Sentolo Tipe C 1.000 Cukup baik 

4 Kenteng Tipe C 1.664 Cukup baik 

5 Jagalan Tipe C 1.000 Berdekatan dengan pasar 

6 Jangkaran Tipe C 1.000 Lokasi kurang strategis 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

 

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika 

Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan dan penguasaan 

teknologi komunikasi dan informatika, maka pemerintah sebagai regulator maupun aktor dalam 

pembangunan perlu mengatur dan mengendalikan khususnya penyediaan infrastruktur menara 

telekomunikasi sebagai pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi. 

Perkembangan menara telekomunikasi di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2014 

sejumlah 96 unit sesuai target.  

Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan melalui pemberian 

fasilitasi perijinan berdasarkan verifikasi titik koordinat calon lokasi menara oleh Tim Pengawasan dan 

Pengendalian Menara Telekomunikasi, monitoring eksisting menara telekomunikasi untuk 

meminimalisir permasalahan di lapangan dan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara. 

Monitoring menara telekomunikasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi data menara dan 

memberikan stiker pengawasan yang mencantumkan data menara dan informasi kepada pemilik 

menara terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.  

Untuk memperoleh dan mengelola informasi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. 

Diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan paradigma komunikasi 

dengan masyarakat bukan lagi komunikasi untuk masyarakat. Hal tersebut melatarbelakangi 

pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang diharapkan mengatasi hambatan informasi 
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di lingkungan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. KIM adalah suatu lembaga yang dibentuk 

dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada diseminasi 

informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhannya. Pada tahun 2015 terdapat 12 KIM di 

Kabupaten Kulon Progo, yang perlu diberdayakan dan direvitalisasi. 

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam era globalisasi saat ini berperan 

penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat,akurat dan 

mudah dijangkau terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta tersalurnya aspirasi 

masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERIM.KOMINFO/12/2010. Capaian SPM 

bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 sebagaimana Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.96  

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 

No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM 
Target 

(%) 

Capaian (%) 

2014 2015 

1. Pelaksanaan Diseminasi 

Informasi Nasional 

Media massa seperti majalah, radio, 

dan televisi; 
100 230 230 

Media baru seperti website (media 

online); 
100 100 100 

Media tradisionil seperti pertunjukan 

rakyat 
100 750 750 

Media interpersonal seperti 

sarasehan, ceramah/ diskusi dan 

lokakarya 

100 66,7 66,7 

Media luar ruang seperti media 

buletin, leaflet, booklet brosur, 

spanduk, dan baliho 

100 191 275 

2. Pengembangan dan 

Pemberdayaan Kelompok 

Informasi Masyarakat (KIM) 

Cakupan pengembangan dan 

pemberdayaan Kelompok Informasi 

Masyarakat di Tingkat Kecamatan 
50% 58,3 58,3 

Sumber : Dinas Hubkominfo Kab. Kulon Progo, 2015 

 

Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut. 

1. Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara terkendala putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/ PUU-XII/ 2014 yang menganulir Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009  tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 

Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat hanya berorientasi dalam pengajuan 

bantuan/hibah kepada pemerintah dimana seharusnya merupakan wahana diseminasi informasi.  
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2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

Perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 

2017 mengalami peningkatan sebagai tercantum dalam Tabel  berikut ini. 

 

Tabel  2.97  

Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2017 

No Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Jumlah 

koperasi 
Unit 345 353 365 377 392 365 

2. Jumlah 

anggota  
orang 82.305 80.109 81.878 85.870 87.367 88.367 

3. Jumlah 

simpanan 
Rp.000 59.531.190 76.795.982 58.624.726 95.196.034 107.696.145 107.096.889 

4. Jumlah 

modal 

sendiri 

Rp.000 61.292.026 67.548.123 80.554.773 101.109.658 121.069.997 103.016.694 

5. Jumlah 

modal 

luar 

Rp.000 108.490.589 124.627.195 123.332.448 151.481.245 161.095.165 167.928.567 

6. Volume 

usaha 
Rp.000 133.982.067 154.030.027 161.498.330 210.394.544 211.178.283 222.804.434 

7. Jumlah 

SHU 
Rp.000 3.177.396 4.363.854 4.672.203 5.092.321 5.841.059 5.925.122 

8. Jumlah 

asset 
Rp.000 172.960.012 196.539.173 222.927.291 256.514.690 282.165.162 270.600.422 

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Dari data tersebut menunjukkan jumlah koperasi dari tahun ke tahun semakin bertambah. 

Tahun 2015 bertambah 15 koperasi atau meningkat sebesar 3,28%, Tahun 2016 bertambah 15 

koperasi  atau meningkat sebesar 3,97%. Peningkatan kuantitas koperasi menunjukkan kesadaran 

masyarakat untuk berkoperasi cukup tinggi. Jumlah asset pada tahun 2014 mengalami kenaikanya 

sebesar (Rp 000) 26.388.188 atau meningkat sebesar 13,43%. Pada tahun 2015 asset mengalami 

pertambahan sebesar (Rp 000) 33.587.399 atau mengalami kenaikan 15,07%. Pada tahun 2016 

mengalami peningkatan sebesar Rp (000) 25.650.470 dengan prosentase 10,00%. Dari tahun ke 

tahun menunjukkan  bahwa koperasi mempunyai kekayaan yang semakin meningkat yang berarti 

membuktikan kepercayaan anggota maupun pihak luar yang semakin tinggi terhadap koperasi. 

namun pada tahun 2016 penambahan asset berkurang dikarenakan modal luar berupa pinjaman 

pihak ketiga sudah lunas penambahan  modal luar koperasi juga mengalami penurunan Jumlah 

volume usaha pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp (000) 7.468.303 atau meningkat 4,85%. Pada 
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tahun 2015 bertambah sebesar 48.896.214 atau meningkat 30,28%. Pada tahun 2016 bertambah 

sebesar Rp (000) 48.896.214  dengan prosentase kenaikan 30,28%. Sedangkan volume usaha 

apabila tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp (000) 

783.739 dengan prosentase kenaikan 0,31%. Adanya penurunan prosentase omset koperasi 

dikarenakan tingginya persaingan lembaga keuangan yang ada di masyarakat, sehingga anggota 

mempunyai banyak pilihan untuk memilih yang lebih menguntungkan bagi masyarakat ataupun 

anggota koperasi. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi penurunan pada jumlah koperasi, jumlah 

simpanan, jumlah modal sendiri dan jumlah asset hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 ada 27 

koperasi yang dibubarkan. 

Data perkembangan koperasi aktif tahun 2012–2017 adalah sebagai berikut : 
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Tabel  2.98  

Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kulon Progo 

 

No Kecamatan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml % 

1. Temon 22 22 100 22 23 91,67 25 27 92,59 26 28 92,86 34 36 94,44 27 34 79,41 

2. Wates 89 96 92,70 92 98 94,85 96 101 95,05 98 103 95,15 101 106 95,28 66 100 66,00 

3. Panjatan 16 17 94,11 17 18 94,44 17 19 89,47 16 19 84,21 16 19 84,21 10 17 58,56 

4. Galur 22 24 91,66 22 24 91,67 22 25 88,00 23 25 92,00 25 27 92,59 16 23 69,56 

5. Lendah 14 16 87,5 14 16 87,50 16 17 94,12 17 18 94,44 16 17 94,11 15 16 93,75 

6. Sentolo 27 29 93,10 25 27 92,59 24 27 88,89 26 29 89,66 26 29 89,66 20 26 76,92 

7. Pengasih 43 46 93,47 47 50 94,00 47 49 95,92 50 52 96,15 51 53 96,27 36 51 70,58 

8. Kokap 23 25 92 24 26 92,31 25 26 96,15 26 27 96,30 26 27 96,30 16 26 61,53 

9. Girimulyo 10 13 76,92 10 13 76,92 11 14 78,57 12 15 80,00 12 15 80,00 9 12 75,00 

10. Nanggulan 18 18 100 18 18 100 21 21 100 21 21 100 22 22 100 14 22 63,63 

11. Kalibawang 17 19 89,47 17 19 89,47 18 21 85,71 18 18 100 18 18 100 13 18 72,22 

12. Samigaluh 17 20 85 18 21 85,71 18 18 100 19 22 86,36 20 23 86,96 15 20 75,00 

Jumlah 318 345 92,17 326 326 92,35 340 365 93,15 352 377 93,37 367 392 93.62 257 365 70,41 

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Definisi koperasi aktif yang digunakan tahun 2016 adalah sudah melaksanakan RAT 2 kali 

berturut-turut, masih ada kegiatan usaha dan administrasi yang dilaksanakan serta pengurus dan 

anggota masih memenuhi kewajibannya sesuai AD/ART. Pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif 

mengalami peningkatan sebesar 3,5% (12 koperasi) dari tahun 2014. Tahun 2016 jumlah koperasi 

aktif meningkat sebesar 4,26% (15 koperasi) dari tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pembinaan terhadap koperasi cukup berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah dan prosentase 

koperasi aktif. Pada tahun 2017 terjadi jumlah penurunan koperasi aktif, hal ini disebabkan adanya 

perubahan kriteria koperasi aktif, yang kriteria lama adanya aktivitas, adanya pengurus, buku 

administrasi terpelihara, sedangkan sekarang kriteria koperasi aktif, harus mengadakan RAT 3 tahun 

berturut-turut. 

Pemberdayaan UMKM mampu menumbuhkan UMKM dengan data perkembangan sebagai 

berikut : 

Tabel  2.99  

Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2017 

No Sektor Ekonomi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 
Pertanian, Peternakan 
Kehutanan dan Perikanan 

1.525 1.654 1.691 1.691 1.702 1912 

2. 
Pertambangan dan 
Penggalian 

37 33 53 53 53 53 

3. Industri Pengolahan 20.325 20.498 20.105 20.105 20.105 20.105 

4. Bangunan 211 207 211 211 211 211 

5. 
Perdagangan, Hotel dan 
Restoran 

    
 

   

 
a. Hotel dan Restoran 131 59 59 59 59 59 

 
b. Pedagang Pasar 1.321 1.321 2.000 2.000 2.000 2.000 

 
c. Pedagang di luar     
pasar 

9.336 9.336 9.366 9.366 9.362 9.336 

 
d. Pedaki 113 113 113 113 113 113 

6. Pengangkutan dan 
Komunikasi 

390 95 98 98 98 98 

7. Jasa-jasa 42 75 77 108 107 107 

Jumlah 31.906 33.391 33.743 33.784 33.810 34.698 

Sumber data: Kompilasi dan olahan berbagai sumber, 2017 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak 33.784 

UMKM meningkat sebanyak 41 UMKM atau 0,12% dari tahun 2014. Tahun 2016 jumlah UMKM 

sebanyak 33.810 atau meningkat sebanyak 26 UMKM atau 0,076% dari tahun 2015. Terjadi 

penurunan prosentase kenaikan UMKM dari tahun 2015 ke tahun 2016 tetapi di tahun 2017 kembali 

mengalami kenaikan disektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan seiring dengan 
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intensifnya pembinaan disektor tersebut dikarenakan adanya persaingan di dunia usaha yang 

semakin tinggi, pasar bebas ASEAN dan masih kurangnya kemampuan UMKM dalam SDM, 

manajemen usaha serta pangsa pasar usaha UMKM. 

 

Tabel  2.100  

Data Omset dan Aset UMKM Tahun 2012 - 2017 

 
Tahun Jumlah 

UMKM 

Jumlah Omset UMKM 

yang mendapat 

fasilitasi (Rp) 

%  Jumlah Aset 

(Rp) 

% Jumlah Omset 

(Rp) 

% 

2012 n.a n.a  n.a  n.a  

2013 n.a n.a  n.a  n.a  

2014 33,743 22.950.375.000 18 206.629.147.327 0.76 448.898.418.397 0,81 

2015 33.784 24.085.725.000 5 209.775.784.088 1.52 455.734.434.921 1,37 

2016 33.810 28.685.097.040 19 214.056.922.539 2.04 465.035.137.674 1,78 

2017 34.698 28.685.097.040 19,1 218.787.580.527 2.21 473.824.301.776 1,89 

Keterangan : 

Kolom 4,6,8 adalah prosentase Peningkatan UMKM 

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan prosentase pertumbuhan omset 

dan asset UMKM baik dari UMKM yang mendapatkan fasilitasi maupun dari total UMKM. Pada tahun 

2015 peningkatan jumlah omset UMKM secara keseluruhan meningkat Rp6.836.016.524,- (1,37%) 

dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2016 omset UMKM secara keseluruhan mengalami 

peningkatan  Rp9.300.702.753,- (1,78%) dibandingkan tahun 2015. Asset UMKM pada tahun 2015 

Rp3.146.636.761,- (1,52%) dari tahun 2014. Pada tahun 2016 meningkat Rp4.281.138.451,-  sebesar 

2,04% dibandingkan dengan tahun 2015. Adanya peningkatan asset maupum omset UMKM dan 

tahun 2017 naik lagi dipengaruhi oleh adanya daya dorong pemerintah daerah, antara lain dengan 

penerapan kebijakan yang memihak UMKM, fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan 

Perbankan dan BUMN, serta Pendampingan Kelompok UMKM oleh Perguruan Tinggi. 

Berdasarkan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan Koperasi adalah 

keterbatasan SDM pengelola dan disisi lain masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap 

koperasi. Sementara itu pada UMKM terdapat permasalahan masih kurangnya wawasan 

kewirausahaan dan kurangnya sinergitas dalam pemberdayaan UMKM. Secara umum pada KUMKM 

terdapat permasalahan kurangnya daya saing KUMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, 

menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta 

pengembangan manajemen. 

Target yang hendak dicapai adalah peningkatan jumlah koperasi aktif dan baru, peningkatan 

kualitas UMKM serta pengembangan permodalan UMKM. Untuk mencapai target tersebut, strategi 

yang digunakan adalah peningkatan daya saing KUMKM dalam dunia usaha dengan kebijakan 

meningkatkan daya saing KUMKM dalam dunia usaha. 
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2.3.2.12 Penanaman Modal 

Nilai realisasi investasi adalah sebesar Rp.1.208.722 juta rupiah (dengan angka riil sebesar 

Rp.1.208.722.530.482,00) dari target Rp.1.187.550 juta rupiah atau tercapai sebesar 101,78%. Nilai 

investasi tersebut disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel  2.101  

Nilai Investasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017 

No. Indikator Sasaran Satuan 

Capaian Kinerja 

2016 
2017 

Target Realisasi 

1 Nilai investasi 
PMA/PMDN 
 

Juta Rp. 1.131.936 1.187.550 1.208.722 

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Nilai investasi terbesar tahun 2017 masih sama dengan tahun tahun sebelumnya yaitu dari 

PT. JMI (Jogja Magasa Iron) yang merupakan PMA dan bergerak dalam pengolahan bijih besi yaitu 

sebesar Rp597.436.939.021,- sedangkan investasi terbesar PMDN adalah dari CV. KHS (Karya 

Hidup Sentosa) yang merupakan industri alat pertanian yaitu sebesar Rp319.568.155.959,-. 

Tabel  2.102  

Realisasi PMA/PMDN (Sektor Formal) 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017 

Perusahaan 2016 2017 

PMA 635.620.973.771 653.971.784.601 

1 PT. Sung Chang Indonesia 20.919.400.000            20.919.400.000  

2 PT. JMI 597.436.939.021          597.436.939.021  

3 PT. Epotech Indonesia 14.899.388.750            29.066.071.580  

4 PT. Liebe Green Standard Technology 2.365.246.000              2.365.246.000  

5 PT. Sang Kyung Abadi                   884.000.000  

6 PT. Toto Jongko Abadi Jaya                1.635.452.000  

7 PT. Khotis Prima Mitra                1.664.676.000  
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Perusahaan 2016 2017 

PMDN  496.315.045.895 554.750.745.881 

1 PT. Pagilaran 7.806.300.765              7.806.300.765  

2 PT. Kurnia Bumi Pertiwi 7.200.000.000            11.200.000.000  

3 PT. Aneka Sinendo 30.333.909.254            30.333.909.254  

4 CV. KHS      319.568.155.959           319.568.155.959  

5 PT. Lestari Pelita Graha 11.794.916.485            14.294.916.485  

6 PT. Putra Patria Adikarsa 15.398.089.865            17.749.500.000  

7 PT. OSCO 10.650.000.000            10.650.000.000  

8 PT. Pramana Putra Perkasa 4.520.000.000              4.520.000.000  

9 Naturindo Fresh 2.000.000.000              2.695.000.000  

10 PT. IGP International 5.000.000.000              5.000.000.000  

11 PT. Jaya Makmur Prayoga Sentausa 1.120.000.000              1.120.000.000  

12 PT. Odixa Pharma Laboratories        14.849.923.500             14.849.923.500  

13 Cakra Persada Adi Karya 1.000.000.000              1.000.000.000  

14 PT. Dian Niaga Yogyakarta 1.500.000.000              7.670.001.501  

15 PT. Energy Puritama 17.000.000.000            17.000.000.000  

16 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 17.297.942.133            17.297.942.133  

17 CV. Property Plus Indonesia 3.600.000.000              3.600.000.000  

18 CV. Gunung Batu Hidup Abadi 121.044.000                 121.044.000  

19 Sentolo Isti Parama 18.054.763.934            20.744.152.284  

20 PT. Parahyangan Abadi Land 7.500.000.000              7.500.000.000  

21 PT Gelora Persada Mandiri                3.900.000.000  
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Perusahaan 2016 2017 

22 PT. Biva Karya Jaya                8.471.000.000  

23 Yayasan Panti Rapih              27.658.900.000  

  Total Investasi PMA+PMDN 1.131.936.019.666       1.208.722.530.482  

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, 2018 

 

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM RI No. 9 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2015 

tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 

Tentang Standar Pelayanan Minimai Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan 

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk 

Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modai Provinsi Dan Kabupaten Kota, maka 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo tidak menyusun 

Standar Pelayanan Minimal (SPM)  untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Dalam  hal  perijinan,  kondisi  Pelayanan  Perizinan  ditampilkan  dalam Tabel  berikut ini. 

 

Tabel  2.103  

Pelayanan Perizinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

No. Uraian Satuan Target Realisasi 

1 Jumlah perizinan yang diterbitkan izin 3.000 3.752 

2 Jumlah pengajuan perizinan izin 3.050 3.796 

3 
jumlah pengajuan perizinan yang 

tidak memenuhi syarat 
izin 50 44 

4 Jumlah aduan yang terselesaikan aduan 10 1 

5 Jumlah aduan yang masuk aduan 10 1 

  Capaian % 100 100 

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

sudah baik. Angka itu menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan pelayanan perizinan 

yang diberikan. Jumlah perizinan yang diterbitkan sebanyak 3.752 izin, melebihi  jumlah yang 

ditargetkan yaitu sebesar 3.000 izin. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah 

dilakukannya sistem perizinan dengan jemput bola yaitu petugas melakukan sosialisasi perizinan dan 
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sekaligus melayani dan melakukan proses perizinan di tempat. Perizinan dengan jemput bola ini 

dilakukan di beberapa pasar di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Faktor lain yang mempengaruhi 

tinginya angka periizinan adalah adanya surat peringatan dari bidang pengawasan kepada pemilik izin 

yang masa izinnya sudah habis agar segera memperbaharui izin yang dimilikinya. Hal ini cukup efektif 

selain meningkatkan jumlah izin juga sebagai bentuk pengawasan terhadap perizinan. Faktor 

eksternal meningkatnya jumlah perizinan adalah meningkatnya investasi di bidang perumahan. 

Permasalahan pada urusan penanaman modal adalah : masih perlunya peningkatan 

pemahaman masyarakat terhadap masuknya investasi di Kabupaten Kulon Progo, harga lahan yang 

akan digunakan untuk investasi yang relatif tinggi (pada lahan yang berstatus lahan milik masyarakat) 

sehingga menimbulkan investasi biaya tinggi (high cost invesment), sarana dan prasarana pada lokasi 

yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan 

industri masih relatif minim, belum optimalnya promosi investasi, belum optimalnya kesadaran 

perusahaan pemegang izin prinsip melaksanakan kewajibannya, dan sarana dan prasarana 

pelayanan yang belum memadai dan belum memenuhi standard PTSP  

Dengan dimulainya pembangunan bandara, penanaman modal akan memiliki peluang 

pengembangan yang cukup besar. Target yang akan dicapai adalah peningkatan realisasi nilai 

investasi, peningkatan pemantauan dan pengawasan investasi, dan peningkatan pelayanan perijinan 

terpadu. Upaya mencapai target tersebut dilakukan dengan strategi peningkatan penanaman modal 

dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan promosi investasi, pemantauan dan pengawasan 

investasi, sedangkan dalam hal perijinan dilakukan peningkatan kualitas pelayanan untuk 

meningkatkan indek kepuasan konsumen. Kebijakan yang akan ditempuh meliputi meningkatkan 

pelayanan dan promosi investasi, pemantauan dan pengawasan investasi, dan meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

 

 

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 

Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Organisasi pemuda 

di Kabupaten Kulon Progo antara lain KNPI, Organisasi Mahasiswa, Pramuka, organisasi kesenian 

dan organisasi olah raga. 

Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan 

dinamika kegiatan kepemudaan dan olah raga yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2016 

telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan skala regional maupun nasional, diantaranya 

pengiriman pemuda/pemudi dalam kegiatan Bhakti Pemuda Antar Propinsi dan Pemuda Pelopor yang 

diselenggarakan oleh Kemenpora RI, serta pengiriman pemuda/pemudi dalam lomba kewirausahaan 

yang diselenggarakan oleh Balai Pemuda Dan Olahraga DIY. 

Demikian juga halnya dengan berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik 

di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat propinsi, regional, maupun nasional. Hingga 

saat ini jumlah cabang olah raga (cabor) di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 34 cabor, jumlah klub 

olah raga sebanyak 266 klub, dan terdapat 469 lapangan olah raga. 
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Gambaran prestasi olah raga Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional ditunjukkan 

pada Tabel di bawah ini. 

Tabel  2.104  

Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo dalam Pekan Olah Raga Tingkat Provinsi 

No. PORDA/PORPROV 
Perolehan Medali 

Emas Perak Perunggu 

1. PORDA 2005 45 39 63 

2. PORDA 2007 18 42 84 

3. PORPROV 2009 26 37 61 

4. PORPROV 2011 22 25 62 

5. PORDA DIY 2013 20 27 66 

6. PORDA DIY 2015 23 39 74 

7 PORDA DIY 2017 32 28 74 

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kulon Progo, 2017 

 

Adapun berbagai prestasi yang telah diraih pemuda dan atlet Kulon Progo pada beberapa 

cabang olah raga pada tingkat regional dan nasional pada tahun 2017 cukup membanggakan.Tabel 

berikut ini menyajikan capaian prestasi pemuda dan atlet dalam berbagai Kejuaraan Tingkat Daerah 

Istimewa Yogyakarta maupun Nasional. 

 

 

Tabel  2.105  

Prestasi Pemuda dan Atlet Kulon Progo Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional 

No Nama Peserta 
Asal Instansi/ 

Lembaga/ 
Sekolah 

Nama Kegiatan/ 
Kejuaraan 

Juara Tingkat Ket. 

1 Alviano Emeraldy Santoso 
SD Negeri 3 
Sentolo 

RX Relay KIDS Putra, 
Sepatu Roda Bertaraf 
Internasional 

III Internasional 
 

2 Bernadeta Hesti Lestari, S.Pd. 
SMP Negeri 3 
Sentolo  

DCT Open Tae Kwon Do 
Internasional 
Championship 2017 

III International  
 

3 Dhiya safitri  
SMP N 3 
Pengasih 

Pekan Olahraga Pelajar 
Nasional XIV Tahun 
2017, Cabang Olahraga 
Panahan Divisi 
Compound Beregu Putri 

I Nasional 
 

4 Frederico Refqi 
SD Negeri 
Percobaan 4 

Pekan Olahraga Pelajar 
Nasional XIV Tahun 2017 
Cabang Olahraga 
Panahan  

I Nasional 
 

5 Hasan Dzulfikar 
SMP Negeri 1 
Sentolo 

Anggar Kejurnas Tingkat 
Pelajar 

I Nasional PB IKASI/ di Batang 
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No Nama Peserta 
Asal Instansi/ 

Lembaga/ 
Sekolah 

Nama Kegiatan/ 
Kejuaraan 

Juara Tingkat Ket. 

6 Hilmi Yumna Haliza 
SMP Negeri 1 
Wates 

Pekan Olahraga Pelajar 
Nasional XIV Tahun 
2017, Cabang Olahraga 
Panahan Devisi 
Compound 

I Nasional 
 

7 Hilmi Yumna Haliza SMP N 1 Wates 

Pekan Olahraga Pelajar 
Nasional XIV Tahun 
2017, Cabang Olahraga 
Panahan Devisi 
Compound,beregu Putri 

I Nasional 
 

8 Yoga Dwi Kurniawan 
SMP Negeri 2 
Panjatan 

Bogor Open Archery 
Championship 2017 

I Nasional Divisi Standar BOW 

9 Yoga Dwi Kurniawan 
SMP Negeri 2 
Panjatan 

Kejuaraan Nasional 
Panahan antar 
PPLP/PPLD dan SKO 

I Nasional Putra Aduan Beregu 

10 Hapsari Faizzah Fitriana 
SMP Negeri 1 
Sentolo 

Anggar Sabel Putri 
Beregu 

III Nasional 
Popnas XIV 
Semarang 

11 Hapsari Faizzah Fitriana 
SMP Negeri 1 
Sentolo 

Pekan Olahraga Pelajar 
Nasional XIV tahun 
2017,cabang olahraga 
Anggar Nomor Sabel 
Beregu Putri 

III Nasional 
 

12 Hasan Dzulfikar 
SMP Negeri 1 
Sentolo 

Anggar Degen Putra III Nasional Kulon Progo Open 

13 Hasan Dzulfikar 
SMP Negeri 1 
Sentolo 

Pekan Olahraga Pelajar 
Nasional XIV Tahun 
2017, Cabang Olahraga 
Anggar Nomor Degen 
Beregu Putra 

III Nasional 
 

14 Sania Zahra Jamine 
SD Negeri 1 
Pandowan 

Kejuaraan Nasional 
Panahan PPLP/PPLD 
dan SKO Tahun 2017 

III Nasional Panahan  

15 Whiny Sachiko 
SD Negeri 4 
Wates 

Tennis Junior Nasional 
Nassau Jogja Kell umur 
10 Putri 

III Nasional 
 

16 Whiny Sachiko 
SD Negeri 4 
Wates 

Kejurnas Newe Armada 
Magelang Cabor Tennis 

III Nasional 
 

17 Afrisa Pramudya 
SD Negeri 
Kalimenur 

Futsal IV Nasional 
 

18 Argarino Akbar Semeru  
SMP Negeri 2 
Galur 

Kejurnas antar PPLP se 
Indonesia beregu 

IV Nasional 
 

19 Saktiawan Ari Syahputra 
SD Negeri 4 
Wates 

Lomba Sepakbola tingkat 
Nasional di Pasuruan 

Harapan I Nasional 
 

20 Tino Aminudin 
SD Negeri 
Cabean 

Kejurnas - Nasional 
 

21 Yoga Dwi Kurniawan 
SMP Negeri 2 
Panjatan 

Kejuaraan Gandawa AC 
CUP III Archery Open 
Tournament antar 
Pelajar, Pengkab, dan 
Club se Jawa dan Bali 

I 
Regional Jawa-

Bali 

Aduan Mix Standard 
BOW Putra Tingkat 
SMP 

22 Ramazki Aswin 
SD Negeri 
Cabean 

MBC 2017 (Panjat 
Tebing, Boulder) 

II 
Regional DIY-

Jateng  

23 Eudora Natogor Siahaan 
SD Negeri 3 
Sentolo 

Mental Aritmetika 
Kategori A2 

II 
Regional DIY-

Jateng  
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No Nama Peserta 
Asal Instansi/ 

Lembaga/ 
Sekolah 

Nama Kegiatan/ 
Kejuaraan 

Juara Tingkat Ket. 

24 Azwa Narindra M 
SD Negeri 4 
Wates 

Kejuaraan renang KU III 
Putri 100 m Gaya Kupu-
Kupu (Tirta Amanda 
Binangun Cup II) 

II 
Regional DIY-

Jateng  

25 Azwa Narindra M 
SD Negeri 4 
Wates 

Kejuaraan renang KU III 
Putri 1000 m Gaya bebas 
(Tirta Amanda Binangun 
Cup II) 

II 
Regional DIY-

Jateng  

26 Azwa Narindra M 
SD Negeri 4 
Wates 

Kejuaraan Estafet Gaya 
Bebas 4x50 m Putri (Tirta 
Amanda Binangun Cup 
II) 

III 
Regional DIY-

Jateng  

27 Azwa Narindra M 
SD Negeri 4 
Wates 

Kejuaraan Estafet Gaya 
Ganti 4x50 m Putri (Tirta 
Amanda Binangun Cup 
II) 

III 
Regional DIY-

Jateng  

28 Bernadeta Hesti Lestari, S.Pd. 
SMP Negeri 3 
Sentolo  

Poomse Master Tae 
Kwon Do 

III Regional Jawa  
 

29 Intan Nur Tsani Bashit 
SMP Negeri 3 
Sentolo  

Poomse Master Tae 
Kwon Do 

III Regional Jawa  
 

30 Ardian Fernando Putra 
SMP Negeri 3 
Sentolo  

Poomse Master Tae 
Kwon Do 

III Regional Jawa  
 

31 Tegar Dwi Hidayat 
SMP Negeri 3 
Sentolo  

Poomse Master Tae 
Kwon Do 

III Regional Jawa  
 

32 Tino Aminudin 
SD Negeri 
Cabean 

Anggar - Regional Jawa  Batang Open 

33 Argarino Akbar Semeru  
SMP Negeri 2 
Galur 

Jogja Junior Open 
beregu 

I DIY 
 

34 Ramazki Aswin 
SD Negeri 
Cabean 

PAB DI Yogya (Panjat 
Tebing) 

I DIY 
 

35 Ramazki Aswin 
SD Negeri 
Cabean 

Kejurda (Panjat Tebing, 
Lead) 

I DIY 
 

36 Amalia Atura 
SD Negeri 
Ngargosari 

Kejurda Karate I DIY 
 

37 Afrisa Pramudya 
SD Negeri 
Kalimenur 

Sepakbola I DIY 
 

38 Anggar Candra Dewa 
SDN BOPKRI 
Wates 

Lomba Tinju (Disdikpora 
DIY) 

I DIY 
 

39 Hapsari Faizzah Fitriana 
SMP Negeri 1 
Sentolo 

Anggar Sabel Putri 
Beregu 

I DIY Porda XIV Bantul 

40 Hapsari Faizzah Fitriana 
SMP Negeri 1 
Sentolo 

Anggar Sabel Putri Kadet I DIY Kejurda 

41 Hasan Dzulfikar 
SMP Negeri 1 
Sentolo 

Anggar Kadet Degen 
Putra 

I DIY Kejurda 

42 Yogi Aji P. 
SD Negeri 
Cabean 

PAB DI Yogya II DIY 
 

43 Titi Dias Ayu Pramesti 
SD Negeri 
Margosari 

Atletik II DIY 
 

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kulon Progo, 2017 

 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kepemudaan dan OR diantaranya 

yaitu minimnya sarana prasarana olah raga, belum optimalnya pembinaan olah raga prestasi, dan 

kegiatan kepemudaan belum terorganisir secara mantap.  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2017 adalah 

dengan mengoptimalkan pembinaan OR prestasi melalui pembinaan olah raga unggulan di setiap 

kecamatan, memasyaratkan olah raga rekreasi, melakukan penjaringan bibit bibit atlet, melakukan 
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pembinaan kepada organisasi-organisasi pemuda, meningkatkan kapasitas pemuda melalui pelatihan 

kewirausahaan, menyusun roadmap kepemudaan, mengembangkan SIM kepemudaan, 

mengoptimalkan pemanfaatan Stadion Cangkring dan melakukan koordinasi dengan desa agar 

mengalokasikan dana desa untuk sarana prasarana olah raga. 

 

 

2.3.2.14 Statistik 

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi 

pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada 

ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang 

berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan 

pamantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan 

pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para 

pengamat serta masyarakat pada umumnya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa 

jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan 

statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral 

diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara 

mandiri maupun bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis 

statistik sektoral. 
 

Upaya peningkatan kualitas data Kabupaten Kulon Progo menghadapi beberapa 

permasalahan baik permasalahan internal dan eksternal, diantaranya ialah sebagai berikut. 

 Terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. 

 Adanya perbedaan persepsi suatu data yang menjadikan beberapa versi data menurut 

masing-masing sumbernya. 

 Rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun institusi/lembaga 

dalam memberikan data maupun informasi secara jujur. Hal ini menyebabkan kualitas data 

yang dihasilkan belum optimal. 

 Belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, 

termasuk data mikro. 

Hal tersebut menjadikan terlambatnya penyajian data untuk pembangunan. Data yang 

dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan n+2, sedangkan data yang 

tersedia adalah n-1. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu data hingga 

diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan. 
 

Upaya kedepan dalam meningkatkan kualitas data pembangunan yang dapat digunakan 

sebagai basic perencanaan adalah sebagai berikut : 

 Meningkatkan koordinasi dengan BPS, SKPD, Desa, stakeholder lainnya. 

 Memperkuat forum satu data pembangunan. 
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2.3.2.15 Persandian  

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi 

guna mendukung stabilitas kemananan Negara Kesatuan Republik Indonesian. Untuk itu diperlukan 

adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan tehnologi persandian. 

Capaian kegiatan yang telah dilakukan untuk program persandian yaitu pengelolaan 

Komunikasi Sandi Daerah seperti tercantum dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.106  

Capaian Kegiatan Urusan Persandian 

No Kegiatan 2012 2013 2014 2015 

1 Forum Komunikasi Petugas  1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 

 Sandi Daerah     

Sumber data : Setda Kab Kulon Progo, 2015 

 

Upaya kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Persandian adalah 

dengan meningkatkan pengamanan jaringan informasi baik  jenis informasi maupun konten informasi 

dan peningkatan pengamanan jaringan komunikasi  pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di 

lingkup Kabupaten Kulon Progo. 

 

 

2.3.2.16   Kebudayaan  

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kulon Progo difokuskan untuk mengangkat kesenian 

tradisonal, upacara-upacara adat yang berkembang di masyarakat. Salah satu kesenian yang menjadi 

ciri khas ialah seni angguk putri. Seni Angguk Putri dapat memberikan warna sebagai identitas 

kebanggaan daerah, bahkan dalam rangka memasyarakatkan seni angguk ini telah diciptakan kreasi 

senam khas Kulon Progo yaitu senam angguk. Selain itu juga telah diupayakan mengangkat 

sendratari lokal Kulon Progo yaitu sendratari Sugriwo Subali, yang dipentaskan di Gua Kiskendo. 

Atraksi sendratari ini telah berhasil meningkatkan kunjungan wisata ke obyek wisata Gua Kiskendo. 

Kesenian yang mulai dikenalkan kembali yaitu seni krumpyung, jabur dan wayang cangkem. 

Berbagai upacara adat juga dilestarikan keberadaannya seperti upacara adat saparan rebo 

pungkasan, saparan kalibuko, tradisi wiwitan, gumbregi, dan sebagainya. Selain itu setiap tahun juga 

dilaksanakan upacara nyadran agung yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan, upacara ini 

disamping bertujuan untuk melestarikan tradisi juga sebagai ajang kembalinya warga Kulon Progo di 

perantauan. 

Salah satu bentuk budaya yang lain adalah benda peninggalan sejarah. Di wilayah 

Kabupaten Kulon Progo banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi, 
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yang sebagian sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Benda peninggalan sejarah yang ada 

hingga tahun 2015 sebanyak 202 buah dan saat ini disimpan di Balai Agung Komplek Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo, yang difungsikan sebagai embrio museum walaupun kondisinya belum 

layak. Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan bantuan Dana Keistimewaan 

sedang membangun sebuah Taman Budaya. Harapannya pada saatnya nanti dengan Dana 

Keistimewaan juga dapat dibangun museum yang representatif untuk menyimpan dan memelihara 

benda-benda cagar budaya, agar tetap terjaga baik kondisi maupun keamanannya. Selain itu dengan 

terbangunnya museum nantinya masyarakat dapat melihat secara langsung koleksi-koleksi yang ada 

untuk meningkatkan pengetahuan dan apresiasi terhadap benda-benda cagar budaya tersebut. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelestarian dan 

pengembangan budaya yang direncakan dalam tahun 2017 selain dengan dana APBD juga 

mengoptimalkan dana keistimewaan. Usulan dana keistimewaan tahun 2017 difokuskan pada 

penyelesaian Taman Budaya dan pembangunan geoheritage Kiskendo dan Kliripan 

 

2.3.2.17   Perpustakaan 

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu 

pengetahuan menuju masyarakat cerdas,kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya 

di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya 

kegemaran membaca masyarakat (reading habit society) menuju masyarakat belajar (learning 

society) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, 

perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah. Untuk 

memanfaatkannya, peran masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan 

sangat penting sehingga perlu adanya dorongan dengan berbagai bentuk seperti pemberian 

penghargaan dan sejenisnya. Kabupaten Kulon Progo mempunyai 1 (satu) Unit Perpustakaan 

Kabupaten yang baru selesai dibangun pada tahun 2014. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 

Kulon Progo digunakan untuk mendukung optimalisasi pelayanan kepustakaan kepada masyarakat. 

Capaian kinerja program dalam RPJMD 2011-2016 ditunjukkan dengan tingkat capaian 

layanan perpustakaan. Adapun capaian layanan perpustakaan tahun 2016 adalah sebagai berikut. 

  

Tabel  2.107  

Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016 

No Uraian 

Capaian Kinerja 

2015 
 2016 

 Target Capaian 

1. Jumlah kunjungan perpustakaan 101.515  84.250 113.316 

2. Jumlah populasi yang harus dilayani 308.404  339.401 333.035 

3. Jumlah buku 37.640  34.891 45.825 

4. Jumlah target buku 37640  34.891 45.825 

5. Jumlah perpustakaan kategori lanjut 14  16 14 
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No Uraian 

Capaian Kinerja 

2015 
 2016 

 Target Capaian 

6. Jumlah perpustakaan seluruhnya perpustakaan 663  663 663 

 (perpustakaan komunitas, perpustakaan desa,     

 sekolah, perpustakaan pesantren,     

 perpustakaan instansi)     

 Capaian indikator kinerja program 45.01  42,50 44,60 

Sumber data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Kulon Progo, 2016 

Jumlah kunjungan perpustakaan pada tahun 2016 sebanyak 113.316 pengunjung, 

terealisasi111,6% dari target RPJMD Perubahan 2011-2016. Sedangkan jumlah populasi yang harus 

dilayani adalah sebanyak 333.305. Capaian indikator kinerja pelayanan perpustakaan Tahun 2016 

sebesar 44,60% melebihi target RPJMD Perubahan 2011-2016 sebesar 42,50% yaitu terealisasi 

104,94%. 

Jumlah kunjungan perpustakaan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel  2.108  

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016 

No Bulan 
Tahun 

2015 2016 

1. Januari  11.346 11.875 

2. Februari  12.258 12.756 

3. Maret 11.572 12.104 

4. April 11.055 10.626 

5. Mei 8.685 7.428 

6. Juni 6.683 6.051 

7. Juli 1.162 4.328 

8. Agustus 4.346 11.921 

9. September 9.045 10.781 

10. Oktober 7.638 10.354 

11. November 11.255 10.655 

12. Desember 6.470 4.437 

 Total 101.515 113.316 

Sumber data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Kulon Progo, 2016 

 

Terjadi penurunan jumlah pengunjung di Bulan Juni-Juli 2016 disebabkan karena titik lokasi 

perpustakaan keliling berkurang/sekolah libur sehingga untuk operasional perpustakaan keliling hanya 

di desa/kecamatan dan lokasi umum lainnya. 
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Jumlah buku perpustakaan tahun 2016 adalah sebanyak 45.825 atau 111,72% dari target 

RPJMD Perubahan 2011-2016 sebanyak 34.891 buku. Secara rinci jumlah buku perpustakaan adalah 

sebagai berikut. 

 

Tabel  2.109  

Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2014-2015 

No Judul/Kelompok 
Jumlah 

2015 2016 

1. Umum 1.572 2.781 

2 Psikologi 1.652 2.399 

3. Agama 3.412 5.177 

4. Ilmu Sosial 3.742 7.218 

5. Bahasa 828 1.608 

6. Ilmu Murni 1.183 3.177 

7. Ilmu Terapan 6.455 9.472 

8. Kesenian dan OR 1.292 2.267 

9. Sastra 6.043 9.368 

10. Sejarah dan Geografi 1.451 2.280 

11. Koleksi Anak 1.631 1.631 

12. Buku Referensi 943 943 

13. Koleksi Keliling 2.337 2.337 

14. Koleksi Rumpin 5.099 5.099 

Jumlah 37.640 45.825 

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Kulon Progo, 2016 

Terjadi penambahan dan pengurangan jumlah buku dan koleksi bahan pustaka 

dikarenakan beberapa sebab, meliputi pengadaan bahan pustaka, buku rusak dan hibah dari 

masyarakat Kulon Progo.  

Jumlah perpustakaan kategori lanjut pada tahun 2016 dari target RPJMD Perubahan 2011-

2016 sejumlah 16 perpustakaan terealisasi 14. Secara rinci jumlah perpustakaan se-Kabupaten 

Kulon Progo dan jumlah perpustakaan kategori lanjut adalah sebagai berikut. 

 

Tabel  2.110  

Jumlah Perpustakaan Kategori Lanjut Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

No Perpustakaan Jumlah Kategori Lanjut 

1. Perpustakaan Komunitas  20 2 

2. Perpusatakaan desa 93 12 

3. Perpustakaan sekolah 513 - 
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4. Perpustakaan Instansi 27 - 

5. Perpustakaan Ponpes 10 - 

Total 663 14 

Sumber data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Kulon Progo, 2016 

 

Berikut ini berbagai prestasi dalam Prestasi Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan antara 

lain: 

1. Juara Harapan I Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi atas nama Perpustakaan Desa 

Tunas Bangsa, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo; 

2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo mendapat akreditasi B untuk 

Kategori Perpustakaan Umum; 

3. Inovasi dalam pengembangan perpustakaan yaitu bekerjasama dengan Coca Cola 

Foundation melalui program Perpusseru”; 

4. Inovasi dalam penyelenggaraan Pameran Buku bekerjasama dengan Gramedia. 

 

Permasalahan: 

1. Topografi wilayah Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari pinggiran pantai sampai dengan 

pegunungan menjadi kendala untuk dijangkau dalam pelayanan perpustakaan; 

2. Kurangnya data yang valid atas kondisi dan potensi Perpustakaan Desa di Kabupaten Kulon 

Progo; 

3. Penambahan armada 1 (satu) buah mobil keliling pada Bulan Desember 2015 yang 

pengoperasiannya dilakukan sejak awal Tahun 2016 diharapkan dapat menambah 

lokasi/pengunjung dan peminjam bahan pustaka di tahun-tahun berikutnya, sehingga 

memerlukan tambahan anggaran untuk BBM/pembiayaan dan tambahan personil; 

4. Kurangnya personil perpustakaan yang dapat ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dan 

pembinaan perpustakaan sampai ke pelosok wilayah Kulon Progo. 

 

Solusi: 

1. Dijangkau semaksimal mungkin dengan layanan perpustakaan keliling; 

2. Dilakukan survai data keseluruh perpustakaan desa di lapangan oleh Pustakawan; 

3. Tambahan personil untuk operasional mobil keliling dan personil yang menguasai IT 

diharapkan dapat segera terpenuhi. 

 

Penataan pustakawan yang berkesinambungan terhadap wilayah binaan agar dapat 

ditingkatkan dalam mensosialisasikan bahwa perpustakaan Kulon Progo dapat dikenal oleh 

masyarakat luas.. 
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2.3.2.18 Kearsipan  

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan 

pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada 

didalam pengelolaannya. Pada tahun 2016 ini jumlah arsip statis yang didapatkan sebanyak 5.000 

arsip atau terealisasi 100% dari target RPJMD Perubahan 5.000 arsip statis. Kegiatan pendampingan 

pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah dilakukan pada 6 (enam) SKPD yaitu Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, UPTD Paud dan Dikdas Galur, Kecamatan Samigaluh, Desa 

Gerbosari Samigaluh, RSUD Wates dan Desa Wijimulyo. Beberapa merupakan pembinaan lanjutan 

dari tahun-tahun sebelumnya. 

Keberhasilan dalam pengelolaan arsip di SKPD dipengaruhi oleh Kantor Perpustakaan dan 

Arsip sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) sebagai instansi pembina kearsipan dan juga unit 

kearsipan itu sendiri, dalam hal ini yang berperan adalah petugas kearsipan. Dengan terbayarnya 

honor petugas kearsipan SKPD sebanyak 142 orang diharapkan akan memberikan motivasi terhadap 

pengolahan dan penataan arsip di unit kerja dan atau SKPD. 

Capaian Kinerja Program dalam RPJMD Perubahan Tahun 2011-2016 ditunjukkan dengan 

tingkat Capaian Pengelolaan Kearsipan Tahun 2016, sebagai berikut: 

 

Tabel  2.111  

Capaian Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016 

No. Uraian 

Capaian Kinerja 

2015 
2016 

Target Capaian 

1. Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku 23 34 27 

2. Jumlah SKPD 39 39 40 

3. Jumlah desa yang menerapkan arsip secara baku 22 16 23 

4. Jumlah desa 87 87 87 

5. Jumlah arsip statis yang didapatkan 5.000 3.000 5.400 

6. Jumlah rencana arsip statis yang akan didapatkan 3.000 3.000 5.000 

 Capaian indikator kinerja program 66.37 67.76 66.37 

Sumber data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Kulon Progo, 2016 

 

Pada tahun 2016 jumlah unit kerja/SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku adalah 

sejumlah 27 SKPD atau terealisasi 67,64% dari target 34 SKPD. SKPD tersebut meliputi: 

Jumlah desa yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 23 desa dari target 87 

desa di RPJMD perubahan 2011-2016, terealisasi 26,43%.  

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kearsipan diantaranya sebagai berikut: 
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 Jabatan fungsional Arsiparis di Kabupaten Kulon Progo hanya 3 (tiga) orang dan terdapat di 

Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) sehingga belum 

cukup dalam pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kearsipan. 

 Masih rendahnya kesadaran tentang arti pentingnya arsip sehingga pedoman tentang 

kearsipan masih belum dimanfaatkan dan diberlakukan secara maksimal. 

 Belum semua SKPD di Kabupaten Kulon Progo menjadikan pengelolaan arsip sebagai 

prioritas kegiatan sehingga belum dianggarkan di rekening khusus kearsipan. 

 Belum adanya otomasi pelayanan dan pengelolaaan kearsipan sehingga masih dilakukan 

secara manual. 

 Anggapan yang keliru bahwa pengelolaan arsip SKPD merupakan tanggung jawab 

sepenuhnya petugas kearsipan dan atau arsiparis. 

 
Upaya–upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja kearsipan diantaranya 

adalah peningkatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan kearsipan di masing-masing SKPD 

dan desa, mengupayakan penambahan personil jabatan fungsional arsiparis dan peningkatan 

pengelolaan sistem informasi kearsipan statis. 

 

 

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan 

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten 

Kulon Progo sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung 

pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan 

berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Realisasi pelaksanaan 

pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2012-2017 disajikan dalam Tabel berikut. 

 

Tabel  2.112  

Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2012-2017 

No. Kondisi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Produksi ikan budidaya (ton) 12.565 13.810 14.324 14.338 13.458 13.693 

2. Produksi ikan tangkap (ton) 1.410 1.217 1.482 1.046 1.648 1.747 

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Produksi ikan tercapai 15.439, 93 Ton atau 105,31% dari target kinerja daerah yang 

ditetapkan yaitu 14.661 Ton, sedang bila dibandingkan dengan produksi ikan Tahun 2016 meningkat 

sebesar  2,23% dengan perincian produksi perikanan budidaya tercapai 13.692,68 Ton atau 109,65% 

dari target kinerja 12.488 Ton dan meningkat 1,77% dari Tahun 2016 (13.454,76 Ton), sedangkan 
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produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 tercapai 1.747,25 Ton atau 80,41% dari target kinerja 

2.173 Ton dan meningkat 6% dari Tahun 2016 (1.648,35 Ton). 

Total produksi ikan sebesar 13.692.581 kg terdiri atas produksi ikan dari kolam sebanyak 

11.144.235 kg yang merupakan produksi utama produksi perikanan budidaya atau sebesar 81,39%. 

Kemudian diikuti produksi ikan dari tambak sebanyak 2.541.910 kg udang vaname atau sebesar 

18,56% dari total produksi perikanan budidaya. Sedangkan produksi ikan dari sawah atau mina padi 

dan karamba di sungai hanya sebesar 4.964 kg ikan nila atau 0,04% dari total produksi perikanan 

budidaya dan 1.572 kg atau 0,01% dari total produksi perikanan budidaya.  

Peningkatan produksi perikanan tangkap Tahun 2017 dapat terlihat pada Tabel 47 di bawah 

ini. Produksi tangkap laut meningkat 15,82% dari Tahun 2016 dari 603.460 kg menjadi 698.900 kg, 

sedangkan untuk tangkap PU meningkat 0,33% dari 1.044.890 kg menjadi 1.048.351 kg. Secara total 

produksi perikan tangkap meningkat 6% dari 1.648.350 kg menjadi 1.747.251 kg. Rincian produksi 

perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap Perairan Umum terdapat pad Tabel 48 dan 49 di 

bawah ini.  

Kendala dalam perikanan budidaya yaitu ketrampilan dan pengetahuan pembudidaya ikan 

masih rendah dikarenakan kemampuan mengakses teknologi untuk mengantisipasi penurunan 

kualitas daya dukung pembudidayan ikan masih rendah sehingga berpengaruh terhadap produktifitas 

usaha perikanan. Pembudidayaan ikan di Kabupaten Kulon Progo ini masih berskala kecil, yang 

letaknya tersebar dan masih bersifat individual dengan belum ada manajemen tersentra. 

Ketersediaan air sebagai media utama budidaya ikan merupakan faktor utama dalam kegiatan 

pembudidayaan ikan. Kondisi topografi dan geografi Kabupaten Kulon Progo menyebabkan adanya 

beberapa ancaman bencana alam antara lain ancaman kekeringan terutama di kawasan pegunungan 

menoreh yaitu di Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang dan sebagian Kecamatan 

Pengasih. Ketersediaan air pada kemarau sangat kurang untuk usaha budidaya perikanan dan 

pengaturan air irigasi diutamakan untuk mendukung pola tanam. Kendala liannya  yaitu budidaya 

yaitu ketersediaan benih (kualitas, kuantitas, kontinuitas) dan tingginya harga pakan pabrikan 

sehingga margin keuntungan pembudidaya ikan sangat minim. Lebih lanjut lagi, belum/kurang 

berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk perikanan yang seharusnya bisa 

menjadi jalan keluar ketika ketika mengalami kegagalan dalam memasarkan produk perikanan yang 

berupa ikan segar. Produk olahan hasil perikanan Kabupaten Kulon Progo masih memerlukan 

peningkatan daya saingnya sehingga kedepannya diharapkan bisa bersaing dengan produk daerah 

lain bahkan dengan negara lain. Dari sisi pembudidaya ikan ada keterbatasan mengakses kebutuhan 

pasar.  Produk olahan hasil perikanan Kabupaten Kulon Progo masih memerlukan peningkatan daya 

saingnya sehingga kedepannya diharapkan bisa bersaing dengan produk daerah lain bahkan dengan 

negara lain. Dari sisi pembudidaya ikan ada keterbatasan mengakses kebutuhan pasar. 

Pada usaha perikanan tangkap, belum operasionalnya pelabuhan perikanan Tanjung 

Adikarta dengan kendala utamanya yaitu pemecah gelombang (breakwater) dalam proses 

pengembangan sehingga belum ideal. Hal ini menyebabkan nelayan tidak dapat keluar masuk 

pelabuhan setiap saat dengan aman. Nelayan di Kabupaten Kulon Progo merupakan nelayan kecil 

dengan menggunakan perahu motor tempel (PMT) yang melakukan aktifitas penangkapan hanya di 
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sepanjang pantai 1-4 mil dan sangat tergantung oleh cuaca seperti angin, gelombang, posisi bulan, 

pasang surut dan terbukti dengan adanya kecelakaan melaut pada Tahun 2017 yang terjadi akibat 

terjangan ombak. Adanya abrasi pantai yang mengakibatkan pantai menjadi curam sehingga 

mempersulit operasional PMT. 

Permasalahan yang dihadapi pada perikanan budidaya ketersediaan air pada waktu tertentu 

kurang akibat pengaturan air irigasi untuk mendukung pola tanam, fluktuasi ketersediaan benih ikan, 

tingginya harga pakan pabrikan, belum/kurang berkembangnya pengelolaan pasca panen dan 

pengolahan produk. Pada perikanan tangkap, belum selesainya pembangunan fisik pelabuhan 

perikanan Tanjung Adikarta menyebabkan nelayan tidak dapat melaut secara optimal. Sementara itu 

permasalahan pada kelembagaan dan sumberdaya manusia, kelembagaan kelompok belum mantap 

dan adanya keterbatasan kemampuan manajerial dan ketrampilan nelayan, pembudidaya ikan, 

pengolah dan pemasar produk perikanan 

Target yang akan dicapai adalah peningkatan produksi perikanan budidaya dan peningkatan 

produksi perikanan tangkap. Strategi yang digunakan rangka mendukung upaya peningkatan 

kuantitas, kualitas dan kontinuitas usaha perikanan budidaya dengan meningkatkan sarana 

prasarana, peningkatan kompetensi SDM pembudidaya ikan baik teknis maupun manajerial, fasilitasi 

terhadap akses teknologi serta permodalan. Serta strategi dalam rangka mendukung upaya 

peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas usaha perikanan tangkap dengan upaya utamanya 

adalah pemberdayaan nelayan kecil, meningkatkan sarana prasarana, serta peningkatan kelestarian 

sumber daya perikanan dan kelautan. 

 

2.3.3.2 Pariwisata  

Perkembangan kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada 

Tabel di bawah terlihat bahwa kunjungan wisata pada tahun 2014 sebanyak 415.136 orang terjadi 

penurunan 1.362 orang atau menurun 0,32% dibandingkan tahun 2013. Pendapatan retribusi 

pariwisata yang disajikan di tabel 2.3 menunjukkan bahwa tahun 2014 mencapai Rp1.891.124.00 atau 

meningkat sebesar 14,66% dibandingkan tahun 2013. Peningkatan pendapatan pada tahun 2014 

terjadi karena pada akhir tahun terjadi kenaikan tarif retribusi wisata. Kunjungan wisatawan pada 

tahun 2014 adalah 415.136 orang dan pada tahun 2015 mencapai 519.339 orang atau meningkat 

25,1%. Pendapatan retribusi retribusi tahun 2015 mencapai Rp2.318.531.000,- atau meningkat 

22,60%. Kunjungan wisatawan pada tahun 2016 adalah 716.390  orang meningkat 37,94% 

dibandingkan dengan tahun 2015, dengan pendapatan retribusi mencapai Rp 2.613.102.000,00. Pada 

tahun 2017, jumlah kunjungan wisata sebanyak 723.302 orang dengan pendapatan sebesar 

Rp3.479.983.900,- meningkat sebesar 24,91%. 
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Tabel  2.113  

Perkembangan Wisatawan pada Obyek Wisata 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 

 
      

No Obyek Wisata 
Jumlah Pengunjung (orang) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Pantai Glagah 293.981 282,639 335.635 314.021 392.262 

2 Pantai Congot 37.821 18,802 37.633 57.605 85.198 

3 Pantai Trisik 22.472 38,657 13.911 11.074 13.910 

4 Waduk Sermo 30.643 37,201 81.46.00 102.238 136.453 

5 Goa Kiskendo 07.06 10,943 0,674306 14.671 12.556 

6 Puncak Suroloyo 24.521 26,814 34.939 23.994 19.816 

7 
Kolam Renang 
Tanjungsari 

- 80 51 - 

 
8 WA Nglinggo - - - 192.787 59.061 

9 WA Tritis - - - - 4.046 

  Jumlah 416.498 415,136 519.339 716.390 723.302 

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

 

Tabel  2.114  

Perkembangan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 

 

No 

Obyek Wisata/ Pendapatan Retribusi Per Tahun (Rp.000) 

Retribusi 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Pantai Glagah 1.157.421 1.317.885 1.543.528 1.499.349 1.922.090 

2 Pantai Trisik 65.763 68.483 50.047 48.987 66.370 

3 Waduk Sermo 96.315 143.695 307.618 460.814 681.990 

4 Pantai Congot 147.712 171.410 171.783 274.948 428.855 

5 Goa Kiskendo 21.926 29.222 58.120 60.260 74.080 

6 Puncak Suroloyo 71.880 96.789 131.932 106.965 102.440 

7 
Kolam Renang 
Tanjungsari 

- 240 153 -  -  
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No 

Obyek Wisata/ Pendapatan Retribusi Per Tahun (Rp.000) 

Retribusi 2013 2014 2015 2016 2017 

8 WA Nglinggo - - - 41.052 121.830 

9 WA Tritis - - - - 6.834 

9 Wisma Sermo 36.020 37.850 33.250 30.330 16.390 

10 
Parkir di obyek 
wisata/lain-lain 
yang sah 

16.774 25.550.000 22.100 90.397 59.104,9 

 
Jumlah 1.613.811 1.891.124 2.318.531 2.613.102 3.479.983,9 

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Selain tujuan wisata yang beretribusi, di Kabupaten Kulon Progo juga berkembang wisata 

non retribusi, satu diantaranya adalah desa wisata.Masing-masing desa wisata memiliki ciri dan 

keunikan tersendiri.Desa wisata berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada 

potensi alam, seni budaya, dan keunikan kehidupan desa yang alami.Pada tahun 2016 tercatat 15 

desa wisata namun yang aktif ada 10 desa wisata.Tabel berikut ini memuat desa wisata aktif yang 

ada di Kabupaten Kulon Progo. 

 

Tabel  2.115  

Desa Wisata di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

 

No Desa Wisata Kecamatan 
Kedekatan 

dengan Obyek 
Wisata 

Keterangan 

1 Sidorejo Lendah Pantai Trisik Bendungan Sapon, budaya, 
batik, blangkon, kerajinan 
kembang kering, outbound di tepi 
Sungai Progo 

2 Kalibiru Kokap Waduk Sermo Hutan Wisata Kalibiru, alam 
perbukitan Menoreh, outbond 

3 Sermo Hargowilis Kokap Waduk sermo Waduk Sermo, Alam Perbukitan 
Menoreh 

4 Jatimulyo Girimulyo Goa Kiskendo-
Sumitro 

Penelusuran Goa, agro salak 

5 Banjarasri Kalibawang Monumen 
Nasution, 
Monumen 
Markas Besar 
Komando Djawa 

Wisata sejarah, ritual, Makam 
Pangeran Aris Langu, Petilasan 
Demang Abang, Narang 
Nanggolo. 

6 Banjaroya Kalibawang Lourdess 
Sendangsono, 

Ritual, ziarah, Makam Kyai 
Krapyak, Makam Pengikut P. 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB II - 165 

 

No Desa Wisata Kecamatan 
Kedekatan 

dengan Obyek 
Wisata 

Keterangan 

Ancol Diponegoro, Kesenian Strek, 
Embung Banjaroya, Durian Trip 

7  Nglinggo – 
Pagerharjo 

Samigaluh Nglinggo, Candi 
Borobodur 

Treking, menyadap nira aren, 
Lengger Tapeng, petilasan 
Linggo Manik, Gagak Roban, 
Dalem Tunu, Buto Sinjang  

8 Sidoharjo Samigaluh Puncak 
Suroloyo 

Panorama Menoreh, Grojogan / 
Curug Sidoharjo, Coffee Tour 

9 Purwoharjo Samigaluh Goa Sriti Goa, Latar belakang Sejarah 
Diponegoro, budaya 

10 Purwosari Girimulyo Goa Kiskendo, 
Goa Kidang 
kencana 

Goa kidang kencana, Air terjun, 
Budaya, Agro 

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Jumlah pengunjung desa wisata dan wisata desa pada tahun 2013 sebanyak 220.273 orang 

menjadi 338.641 orang pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pengunjung desa wisata dan wisata desa 

mencapai 356.797 orang. Pada tahun 2016 pengunjung desa wisata dan wisata desa mencapai 

708.145. Dan  pada tahun 2017 pengunjung desa wisata dan wisata desa sebanyak 850.759 orang. 

Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan kunjungan wisata ke desa wisata dan desa wisata di 

setiap tahunnya. 

Perkembangan pariwisata memberikan multiplier effect munculnya usaha-usaha jasa 

pariwisata.Usaha-usaha jasa pariwisata berkembang beriringan dengan berkembangnya obyek 

wisata, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat.Untuk menjamin 

pelayanan usaha jasa bagi konsumen (wisatawan) diperlukan legalitas bagi usaha jasa 

pariwisata.Berikut ini tabel usaha jasa pariwisata yang bertanda daftar usaha pariwisata (TDUP) di 

Kabupaten Kulon Progo. 

 

Tabel  2.116  

Perkembangan Usaha Jasa Pariwisata Berijin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

 

NO NAMA USAHA ALAMAT JENIS USAHA 

1 CV Diyonis Tour Jln. Wates, Purworejo, Toyan BPW 

2 CV Tama Indo Ngemplak,Kembang, Nanggulan Agen Wisata 

3 Aninda Tour & Travel Dusun 2, Krembangan, Panjatan Agen Wisata 

4 CV Nur Hidayah Pratama Jln. Sanun, Beji, Rt 08, RW 4 Jasa Boga 

5 Catering Lilik Susman Beji, Rt 6 Rw 3, Wates Jasa Boga 

6 Tiara Catering Jl Brigjen Katamso, Wates Jasa Boga 

7 Ayam Goreng Bu Hartin Kriyanan, Rt 28 Rw 13, Wates Rumah Makan 
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NO NAMA USAHA ALAMAT JENIS USAHA 

8 Sarirasa Sewugalur Rt 47/23, Karangsewu Rumah Makan 

9 Gudeg Bu Djuminten Kompleks ruko Gawok no 1, Wates Rumah Makan 

10 LCM Padukuhan VIII Depok, Panjatan Karaoke 

11 CV Andalan Gigas Production Jetis., Pendoworejo, Girimulyo MICE 

12 Catering Sehati Terbah, Rt 24 Rw 9, Pengasih Jasa Boga 

13 Difa Bakery Dan Catering Ngemplak Rt 78 Rw 25, Kembang Jasa Boga 

14 CV Waroeng Joglo Jl. Tentara Pelajar No 8 Wates Jasa Boga 

15 UD Bu Kusdiraba Dayakan, Rt 14 Rw 5, Pengasih Jasa Boga 

16 CV. Marganta Jaya Sejahtera Jl. Brigjen Katamso 24 Wates Jasa Boga 

17 CV Waroeng Joglo Jl. Tentara Pelajar No 8 Wates Rumah Makan 

18 Wisma Kusuma Hotel Jl. Wetan Pasar, Rt 35 Rw 16, Wates 
Hotel Non 
Bintang 

19 Resto Dan Caffe Pring Petung Jl. Perwakilan, Wates Rumah Makan 

20 Dapur Semar Jl. Tentara Pelajar, Wates Rumah Makan 

21 Trimolt Swimming Pool Panggang Rt 56 Rw 26, Bumirejo Gl. Renang 

22 CV Mita Mita Mandiri Wetan pasar RT/RW.001/007, Wates MICE 

23 Marganta Jaya Sejahtera Jl. Brigjen Katamso 68 Wates BPW 

24 CV. Fadila Citra Utama Temonan, Bendungan Wates BPW 

25 CV. Maharani Jl. KHA Dahlan Wates BPW 

26 RM. Bu Hartin Toyan Driyan, Wates restoran 

27 Quintoko Travel Tour Pleret Panjatan BPW 

28 CV. Ananta Jasa Karangwuni, Wates MICE 

29 UD. Almira Milir, Kedungsari, Pengasih MICE 

30 CV. Binangun Promisindo Kebonromo, Giripurwo MICE 

31 CV. El Zaidan Kriyanan, Wates MICE 

32 Catering UD. Bu Rojo Dayakan, Pengasih Jasa Boga 

33 "Titin" Pencengan, Kedundang Rumah makan 

 

Usaha jasa pariwisata yang mengajukan ijin usaha dan memenuhi syarat pada tahun 2017, 

sebanyak 33 usaha jasa.  Hal tersebut menunjukan meningkatkatnya peluang usaha di bidang 

pariwisata dan kesadaran masyarakat dalam pelayanan terhadap wisatawan. 

Permasalahan urusan pariwisata adalah keterbatasan sarana prasarana di obyek wisata 

yang mampu menjadi daya tarik kunjungan wisata,  belum adanya tata kelola obyek wisata yang jelas 

dan sesuai dengan karakterisik masing-masing obyek wisata, pariwisata Kulon Progo belum banyak 

dikenal oleh pasar wisata,penyelenggaraan atraksi wisata yang belum mampu menarik kunjungan 

wisata secara signifikan, kemampuan SDM pelaku pariwisata dalam menangkap peluang usaha dan 

kompetensi pelaku pariwisata masih terbatas 

Target yang akan dicapai meliputi peningkatan promosi berbasis IT dan efektivitas atraksi 

wisata, peningkatan sarana prasarana obyek wisata dalam kondisi baik dan peningkatan pengelolaan 
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daya tarik wisata, dan peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata serta pengembangan kapasitas 

kelembagaan dan SDM. Dengan melihat kondisi yang ada, permasalahan, tantangan dan peluang 

yang dihadapi untuk mencapai sasaran peningkatan kunjungan wisatawan maka dalam rangka 

mencapai target yang ditetapkan, maka strategi yang ditempuh adalah peningkatan sarana prasarana 

pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata, penyiapan SDM pelaku wisata dan jasa usaha 

pariwisata, dan pengefektifan pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata. Mengacu pada hal 

tersebut, kebijakan  yang diambil  adalah meningkatkan sarana prasarana pariwisata dan pengelolaan 

destinasi wisata, penyiapan SDM pelaku wisata dan jasa usaha pariwisata, dan meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata. 

 

2.3.3.3 Pertanian 

Capaian kinerja urusan pertanian tahun 2012-2017 disajikan dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.117  

Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2017 

No. Kondisi 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 
Produksi Padi dan 
Palawija (ton) 

198.769 211.286 197.712 222.926  

2 
Produksi Sayuran dan 
Buah-buahan semusim 
(ton) 

49.839,5 60.302,7 57.104,50 50.338  

3 

Produksi Buah-
buahan dan 
sayuran tahunan 
(ton) 

65.203,7 67.476 71.496,8 67.695,4  

4 
Produksi 
Biofarmaka  (ton) 

15.035,54 15.435,49 17.019,46 15.252,63  

5 
Produksi 
Perkebunan (ton) 

65.417,12 63.366,38 83.308,99 77.892,81  

6. 
Populasi ternak 
besar (ekor) 

53.634 49.522 49.866 51.176 51.708 

7. 
Populasi ternak kecil 
(ekor) 

153.669 133.047 134.411 136.574 133.680 

8. 
Populasi unggas 
(ekor) 

3.785.678 4.126.843 4.253.792 4.406.981 4.456.285 

9. Produksi daging (kg) 9.866.626 10.070.267 11.730.140 12.293.220 12.310.150 

10. Produksi telur (kg) 8.317.839 8.736.465 9.111.954 10.341.592 10.028.248 

11. 
Konsumsi protein 
hewani (gr/kap/hari) 

12,59 15,22 16,44 17,104 17,85 

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

   

Produksi padi dan palawija pada tahun 2015 turun sebesar 11.351 ton (5,43%) dibanding 

tahun 2014. Tahun 2016 produksi padi dan palawija naik sebesar 11.640 ton (5,51%) dibandingkan 

tahun 2014 dan naik sebesar 25.214 ton (12,75%) dibanding tahun 2015. Produksi sayuran dan buah-
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buahan semusim turun sebesar 6.766,5 ton (11,85%) dibanding tahun 2015. Tahun 2016 produksi 

buah-buahan dan sayuran tahunan mengalami penurunan sebesar 3.801,4 ton (5,32%) dibandingkan 

produksi tahun 2015. Penurunan produksi juga terjadi pada produksi biofarmaka dan produksi 

tanaman perkebunan. Produksi biofarmaka turun sebesar 1.766,83 ton (10,38%) dibanding tahun 

2015. Sedangkan produksi perkebunan turun sebesar 5.416,18 (6,5%) dibanding tahun 

2015.Penurunan tahun 2016 disebabkan anomali iklim. 

Populasi ternak besar mengalami peningkatan sebanyak 532 ekor (1,04%) dibandingkan 

tahun 2016.  Peningkatan populasi terjadi pada komoditas Sapi potong dari 51.047 ekor menjadi 

51.579 ekor. Untuk komoditas sapi perah, kerbau dan kuda populasinya tidak mengalami perubahan.  

Populasi ternak kecil meningkat dari relatif tidak terjadi perubahan dari 136.574 ekor di 

tahun 2016, menjadi 136.680 ekor pada tahun 2017 atau peningkatan sebesar 0,08%. Peningkatan 

populasi terjadi pada komoditas kambing sebesar 0,04%, komoditas kambing PE sebesar 0,2%, 

komoditas domba sebesar 0,07%. Peningkatan populasi terbesar terjadi pada komoditas kelinci yaitu 

sebesar 0,31%, sedangkan pada komoditas babi mengalami penurunan sebesar (-0,59%). 

Pada tahun 2017 populasi unggas mengalami peningkatan sebesar 1,23% menjadi 

4.456.285 ekor.  Peningkatan populasi terbesar terjadi pada komoditas itik sebesar 2,18% dan 

komoditas ayam buras sebesar 2,41%.  

Produksi daging dari tahun 2016 sebesar 12.293.220 kg meningkat sebesar 0,14,8% pada 

tahun 2017 menjadi 12.310.150 kg, tercapai sebesar 100,46% bila dibandingkan dengan target 

(12.253.292 kg). Produksi telur tahun 2017 sebanyak 10.028,248 kg, tercapai sebesar 101,65% bila 

dibandingkan dengan target (9.865.508 kg). 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat sedangkan alih fungsi 

lahan sawah setiap tahun terjadi secara massif pada areal persawahan yang cukup luas maka 

dilakukan upaya penambahan baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah. Untuk 

menambah luas baku lahan tanaman pangan dilakukan melalui cetak sawah. Pada tahun 2016 

dilakukan  cetak sawah dengan luas 5 Ha, Tahun 2017 dilakukan cetak sawah luas 70 Ha. 

 

Tabel  2.118  

Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan per Kecamatan  

Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2016 

 

No. Kecamatan 
Jumlah Penyakit per Kecamatan Rerata 

Pertumbuhan 
2011-2016 (%) 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Samigaluh 329 266 515 93 421 104.80 

2 Kalibawang 240 191 439 89 534 102.32 

3 Nanggulan 196 46 249 48 219 121.86 

4 Girimulyo 617 239 450 29 407 270.23 

5 Sentolo 96 21 312 113 298 270.48 

6 Pengasih 477 262 274 98 413 60.32 

7 Kokap 319 225 356 11 340 605.45 

8 Lendah 329 97 445 173 386 90.92 
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No. Kecamatan 
Jumlah Penyakit per Kecamatan Rerata 

Pertumbuhan 
2011-2016 (%) 2012 2013 2014 2015 2016 

9 Wates 270 517 526 73 311 58.34 

10 Temon 182 165 226 1,007 214 45.53 

11 Panjatan 361 460 403 98 339 49.58 

12 Galur 274 236 367 104 413 53.94 

  Jumlah 3,690 2,725 4,562 1,936 4,295 23.68 

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
Penyakit hewan di Kabupaten Kulon Progo di tahun 2016 terjadi peningkatan dibandingkan 

dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 jumlah penyakit hewan sejumlah 1.936 sedangkan tahun 2016 

sejumlah 4.295. Kenaikan jumlah penyakit terjadi karena faktor musim hujan yang berkepanjangan. 

Musim penghujan membuat kondisi lingkungan menjadi lembab. Oleh sebab itu, berbagai macam 

sumber penyakit seperti bakteri, virus dan parasit internal (cacing, parasit darah) berkembang seiring 

meningkatnya kelembaban lingkungan. Penyakit yang mendominasi terjadi peningkatan diantaranya 

penyakit cacingan/helminthiasis, scabies, pink eye, enteritis dan myasis. Sedangkan peningkatan 

penyakit per kecamatan terjadi di kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Nanggulan, Girimulyo dan 

Kokap. Kondisi geografis di 5 (lima) kecamatan tersebut merupakan dataran tinggi, yang mana ketika 

curah hujan tinggi terjadi kondisi lingkungan yang lembab. Dengan kondisi demikian, tindakan 

preventif perlu dikakukan seperti pemberian obat cacing, memelihara sanitasi lingkungan dan 

kandang, penyemprotan desinfektan dan pemberian multivitamin pada ternak. 

Permasalahan yang dihadapi urusan pertanian adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian 

menjadi lahan non pertanian, sarana dan prasarana pertanian belum memadai, rendahnya adopsi 

teknologi oleh petani, rendahnya posisi tawar petani menyebabkan harga ditingkat petani dikuasai 

oleh tengkulak, anomali iklim, Serangan OPT, bencana alam (banjir/kekeringan), menyebabkan gagal 

panen dan penurunan mutu produk, rata rata petani berusia lanjut serta pendidikan rendah, dan 

peredaran produk peternakan dan perikanan (daging, telur, susu, maupun produk olahannya belum 

sepenuhnya memenuhi syarat aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). 

Target  yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah peningkatan produktivitas ketersediaan 

sarpras dan kualitas hasil tanaman pangan, peningkatan produktivitas, ketersediaan sarana 

prasarana dan kualitas hasil hortikultura, peningkatan produksi komoditas perkebunan prioritas 

daerah, peningkatan produksi ternak  

 Untuk mencapai target  di atas melalui : 

1. peningkatan penerapan teknologi budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran 

hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan 

2. peningkatan pelayanan kesehatan hewan 

Sedangkan kebijakan yang dilakukan untuk adalah : 

1. meningkatkan penerapan teknologi budidaya, sarana prasarana dan permodalan untuk usaha 

budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil  tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan dan peternakan 

2. meningkatkan pelayanan kesehatan hewan 
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2.3.3.4 Perdagangan 

Pembangunan sektor perdagangan pada tahun 2017 mencapai hasil sebagai berikut.  

Penerbitan perizinan usaha, baik SIUP, TDP dan TDG, serta penerbitan izin bagi kios, los dan 

dasaran di pasar negeri/tradisional. Jumlah perizinan tersebut disajikan dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.119  

Data Pengusaha Memiliki SIUP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 

No. Tahun Jumlah Pengusaha Jumlah 

Mikro Kecil Menengah Besar 

1. 2013 - 2.767 161 89 3.017 

2. 2014 - 3.134 204 100 3.438 

3. 2015 - 3.559 239 116 3.914 

4. 2016 - 4.133 280 134 4.547 

5. 2017 410 4.269 312 139 5.130 

Sumber data : Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo,  2017 

   

Sesuai Peraturan Daerah No 7 tahun 2016, bahwa klasifikasi izin usaha perdagangan 

menjadi 4 kriteria yaitu SIUP Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar.  

 

Tabel  2.120  

Data Perusahaan Memiliki TDP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 

 

No. Tahun Jenis Perusahaan Jumlah 

PT Koperasi CV Firma Perorangan BUL 

1. 2013 91 112 434 5 2.917 31 3.590 

2. 2014 100 114 496 5 3.290 31 4.036 

3. 2015 116 120 544 5 3.703 32 4.520 

4. 2016 140 124 591 5 4.280 32 5.172 

5. 2017        

Sumber data : Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo,  2017 

 

Tabel  2.121  

Penerbitan Perizinan Sektor Pasar Tradisional Tahun 2013-2017 

 

No. Tahun JenisPenerbitan Total 

Kios Los Bango 

1. 2013 556 2.982 363 3.901 

2. 2014 536 2.613 1.149 4.298 

3. 2015 546 2.323 1.482 4.351 
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No. Tahun JenisPenerbitan Total 

Kios Los Bango 

4. 2016 504 2.505 971 3.980 

5. 2017 511 2.021 2.207 4.739 

Sumber data : Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo,  2017 

 

a) Realisasi kegiatan ekspor  

Ekspor perdagangan tahun 2017 mencapai 21.852.294,52 USD dengan perincian 

sebagaimana Tabel berikut ini. 

Tabel  2.122  

Perkembangan Ekspor Komoditi
*) 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2017 

  

No Mata Dagangan Satuan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 

Volume Nilai US$ Volume Nilai US$ Volume Nilai US$ Volume Nilai US$ 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

 

Arang Briket 

Kerajinan  Serat 

alam 

Kerajinan Kayu 

The Mahkota Dewa 

Gula Kristal 

Synthetic  wigs 

Sabut Kelapa 

Kerajinan dekorasi 

rumah 

TraktorTangan 

Stagen 

Kg 

Pieces 

 

Pieces 

Kg 

Ton 

Pieces 

Kg 

Box 

 

Unit 

Pieces 

4.838.460,2 

138.294 

 

5.025 

30.600 

1.235.864 

829.441 

107.446 

2.240 

 

124 

8.000 

3.532.192,92 

456.370,20 

 

138.228,00 

21.675,00 

2.278.986,88 

8.283.973,68 

22.504,54 

79.856,99 

 

248.000,00 

16.666,66 

5.933.440 

138.690 

 

445 

22.000 

1.241.140 

1.005.390 

66.631 

0 

 

107 

15.000 

5.014.655,00 

531.762,19 

 

9.929,87 

15.583,32 

1.888.479,74 

9.847.071,15 

12.287,26 

0 

 

213.034,00 

28.521,54 

9.795.319 

85.619 

 

290 

24.000 

979.920 

1.176.308 

67.579 

0 

 

212 

250 

7.394.630,94 

241.755,74 

 

8.607,27 

270.559,98 

1.556.655,63 

11.777.015,00 

12.719,71 

0 

 

425.530,77 

466,99 

7.706.532 

67.479 

 

510 

5.460 

1.696.387 

1.151.820 

40.686 

0 

 

213 

1.000 

5.527.911,43 

399.310,05 

 

11.722,00 

47.133,60 

3.575.865,34 

11.922.986,00 

8.609,90 

0 

 

356.845,20 

1.911,00 

 

 JUMLAH   15.078.454,87  17.561.324,07  21.687.942,04  21.852.294,52 

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2017 

 

Jenis komoditi dan Negara tujuan ekspor disajikan di Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.123  

Jenis Komoditi dan Negara Tujuan Ekspor Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

 

No. Jenis Komoditi Negara Tujuan 

1. Arang Briket Arab Saudi, Amerika, Brasil, Australia, Libanon, Rusia, 

Kwait, Qatar, Turki, Spanyol, Jerman, Singapura, Malaysia, 

Swedia, Jepang, Yunani 

2. Kerajinan Serat Alam Belanda, Amerika, UEA 

3. Synthetic Wigs Amerika, Eropa, Korea, Inggris 

4. Gula Kristal Amerika, Australia, Malaysia, Jerman, Denmark, Selandia 

Baru, Portugal, Belanda, Italia, Belgia, Ciha, Korea, Brasil, 

Chile 
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No. Jenis Komoditi Negara Tujuan 

5.  Teh Mahkota Dewa Malaysia  

6. Kerajinan Kayu Eropa 

7. Sabut  Kelapa China 

8. TraktorTangan Timor Leste, Namibia, Dominika, Brunei Darussalam, 

Senegal, Panama 

9. Stagen Arab Saudi 

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2017 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah nilai ekspor mencapai 

21.852.294,52 US$ atau meningkat sebesar 0,76% dibandingkan realisasi di tahun 2016 yang 

mencapai 21.687.942,04 US$. Peningkatan volume ekspor tertinggi terjadi pada komoditas 

stagen yang mencapai 4 kali lipat dari tahun lalu dengan realisasi ekspor pada tahun 2017 

sebanyak 1.000 pieces, sedangkan volume ekspor terendah terjadi pada komoditas teh 

mahkota dewa dengan prosentase penurunan mencapai 77,25%, Kenaikan ekspor stagen 

disebabkan adanya kenaiakn permintaan dari Saudi Arabia, sedangkan penurunan volume 

teh mahkota dewa akibat berkurangnya minat konsumen dari Malaysia. 

Selain stagen, peningkatan volume ekspor juga terjadi pada kerajinan kayu sebesar 

75,86% dengan nilai 11.772 US$, gula Kristal 73,11% dengan nilai 3.575.865,34 US$ dan 

traktor tangan sebesar 0,47% dengan peningkatan sejumlah 22,71US$.  

 

b) Peningkatan kualitas sarana-prasarana perdagangan sekaligus sebagai upaya perbaikan 

fasilitas-fasilitas obyek retribusi melalui berbagai perbaikan infrastruktur pendukung obyek 

retribusi.  

Pada Tabel berikut ini menunjukkan jumlah pasar tradisional kondisi baik naik dari 8 pasar 

pada tahun 2013 menjadi 13 pasar pada tahun 2017 atau mengalami kenaikan sebesar 

62,5% dari tahun 2013.  

Tabel  2.124  

Perkembangan Kondisi Fisik Pasar Negeri Tahun 2013 – 2017 

No. Tahun Kondisi Jumlah 

Baik Sedang Kurang 

           1  2013 8 14 10 32 

           2  2014 10 12 10 32 

           3  2015 8 13 11 32 

           4  2016 13 8 11 32 

           5  2017 13 10 7 30 

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2017 
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Tabel berikut ini menunjukkan jumlah pedagang tradisional yang menggunakan sarana 

perdagangan berupa kios, los dan bango. Pada tahun 2017 jumlah pedagang pasar 

tradisional mencapai 8.337, turun sebesar 301 disebabkan berpindahnya kewenangan Pasar 

Hewan Pengasih dan Pasar Klangon yang menyebabkan berkurangnya jumlah pedagang di 

pasar tradisional yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan.  

 

Tabel  2.125  

Jumlah Pedagang Pasar Negeri Berdasarkan Sarana Perdagangan 

Yang dipergunakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016 

 

No. Tahun Pedagang Jumlah 

Kios Los Bango/Pelataran 

1. 2016 
719 3.742 4.177 8.638 

2. 2017 
696 3.736 3.905 8.337 

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2017 

 

c) Realisasi pendapatan daerah dari sektor perdagangan tahun 2013 – 2017 

Urusan perdagangan selain melaksanakan fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat dan 

pendorong bagi pengembangan perekonomian daerah juga berfungsi sebagai sumber 

pendapatan daerah. Realisasi pendapatan sektor perdagangan ditunjukkan pada tabel 2.115 

berikut: 

Tabel  2.126  

Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Tradisional Tahun 2013-2017 

No. Rincian Pendapatan 
Realisasi (Rp.000) 

2013  2014  2015  2016 2017 

1 Pelayanan Persampahan / 

Kebersihan 

191,174.00  187,082.90     303,242.10  330.370.400 348.959.400 

2 Retribusi Pelayanan Pasar 749,882.80  695,652.40     779,299.00  876.937.525 903.750.125 

3 Retribusi Tempat Khusus 

Parkir 

 5990.,0    62,030.00       61,977.00  64.818.000 69.416.000 

4 Lain-lain PAD yang sah 

(MCK Pasar)   

  13,786.00     3,855.00       13,894.50  44.198.000 44.671.000 

  Jumlah 954,842.80 958,620.30 1,158,412.60 1.316.323.925 1.366.796.525 

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2017 

 

Pendapatan sektor perdagangan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,83% 

dari tahun lalu dengan nilai kenaikan sebesar Rp.50.472.600. Peningkatan terbesar dari retribusi 

tempat khusus parkir sebesar 7,09%, dilanjutkan dari retribusi pelayanan pelayanan 

persampahan/kebersihan sebesar 5,63%. 
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Pada urusan perdagangan tahun 2018, upaya yang dilakukan dititikberatkan pada 

peningkatan pemberdayaan pedagang, peningkatan kemampuan ekspor, dan pelayanan 

kemetrologian yang mulai tahun 2017 menjadi kewenangan kabupaten. Sementara dalam hal pasar 

tradisional selain dilakukan pemberdayaan pedagang juga dilakukan peningkatan kualitas sarana 

prasarana pasar. 

Permasalahan urusan perdagangan adalah belum semua pelaku usaha dalam aktivitasnya 

berorientasi pada kepuasan pelanggan/konsumen, kurang lengkapnya sarana prasarana tera/tera 

ulang, masih lemahnya produk dalam menembus (penetrasi) pasar yang disebabkan lemahnya 

strategi pemasaran dan kurangnya promosi, dan sarana prasarana pasar daerah kurang representatif 

Target yang akan dicapai adalah pengembangan usaha perdagangan  dengan strategi 

peningkatan daya saing usaha perdagangan dan kebijakan meningkatkan kapabilitas pedagang, serta 

kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan, dan target yang kedua adalah capaian 

peningkatan kualitas pasar tradisional dengan strategi peningkatan daya saing bagi pedagang pasar, 

dan kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar rakyat serta 

manajemen pengelolaan pasar. 

 

2.3.3.5 Perindustrian 

Pencapaian perkembangan industri kecil sampai dengan tahun 2017 diperlihatkan di Tabel 

sebagai berikut. 

 

Tabel  2.127  

Data PerkembanganIndustri Kecil KabupatenKulonProgoTahun 2014-2017 

 

No Kriteria 2014 2015 2016 2017 

1. Sentra 61 47 47 47 

2. Unit Usaha 20.105 20.140 16.546 16.679 

3. Tenaga Kerja (orang) 55.054 53.064 47.344 44.822 

4. Nilai Investasi (Rp.) 72.875.410.000,00 87.498.643.000,00 79.647.439.000 85.044.349.000 

5. Nilai Produksi (Rp.) 500.952.666.000,00 513.877.000.000,00 705.457.136.000 789.737.117.000 

6. Nilai Bahan baku/ 

Penolong (Rp.) 

340.523.799.000,00 349.309.146.000,00 348.071.556.000 470.816.076.000 

7. UpahTenaga Kerja 

(Rp.) 

- - 73.798.452.000 118.282.986.000 

8. NilaiTambah (Rp.) 160.370.980.000,00 164.567.854.000,00 283.587.127.000 333.236.478.000 

      

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 2017  
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor industri di Kabupaten Kulon Progo 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, 

peningkatan yang terjadi antara lain : 
 

1. Meningkatnya jumlah unit usaha baru sebanyak 145 unit usaha, dimana yang bertumbuh cukup 

besar adalah olahan pasir semen dan olahan makanan 

2. Meningkatnya nilai investasi, hal ini menunjukkan meningkatnya investasi yang dilakukan oleh 

pelaku usaha IKM 

3. Meningkatnya nilai tambah usaha industri, hal ini menggambarkan bahwa sektor industri di Kulon 

Progo memiliki prospek yang menjanjikan untuk memperoleh keuntungan.  

 

Meskipun demikian ternyata dengan meningkatnya usaha baru tidak berdampak terhadap 

meningkatnya jumlah tenaga kerja bahkan mengalami penurunan yang cukup berarti, yakni sebesar 

2.522 orang. Penurunan jumlah tenaga sektor industri, khususnya di usaha industri kecil antara lain 

disebabkan karena tidak adanya regenerasi ( pengrajin gula kelapa, pengrajin tempe); berubahnya 

status tenaga kerja menjadi pemilik/pelaku usaha (pengrajin batik, olahan pasir semen, olahan 

makanan, jahit); beralihnya tenaga kerja sektor industri ke sektor jasa (menjadi penambang pasir, 

berdagang). 

 

Tabel  2.128  

Penerbitan Perijinan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2017 

 

No. Jenis Perijinan 2014 2015 2016 2017 

1. Ijin Usaha Industri (IUI) 2 buah 3 buah 1 buah 63 

 - Kecil - - - 60 

 - Menengah - - - 3 

2. Tanda Daftar Industri 83 buah 96 buah 88 buah - 

Sumber data: DPMPT Kab. Kulon Progo, 2017 

Sesuai Perda No 12 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Industri, kegiatan usaha industri 

diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu Industri Kecil, Menengah dan Besar. Pada Tahun 2017 jumlah 

izin usaha industri berjumlah 63 izin.  

Secara umum permasalahan yang dihadapi urusan perindustrian adalah mindset wirausaha 

belum dimiliki oleh sebagian besar pelaku usaha industry, industri didominasi oleh industri pengolahan 

pangan dan kerajinan umum yang sangat tergantung ketersediaan hasil pertanian,  ketergantungan 

bahan baku dengan daerah lain, proses produksi masih menggunakan teknologi yang sederhana, 

lemahnya jejaringan usaha, dan belum terwujudnya kawasan industri 

Target yang akan dicapai adalah pertumbuhan Industri yang akan dilakukan dengan strategi 

peningkatan daya saing produk industri dengan kebijakan mengembangkan kapasitas usaha industri 

kecil dan menengah. 
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2.3.3.6 Transmigrasi  

Program penempatan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta 

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah 

meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan 

mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu 

tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada 

penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya 

tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi 

masyarakat. 

Untuk menyiapkan calon transmigran agar memiliki ketrampilan dan kesiapan menjadi 

transmigran yang handal dan mandiri di daerah tujuan transmigrasi, sebelum pemberangkatan 

diberikan pelatihan berupa antara lain pelatihan Intensifikasi Lahan Pertanian (ILP) dan Pertukangan 

Kayu. Pelatihan kepada calon transmigran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 

selain itu juga dilaksanakan oleh Pemerintah DIY dan Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) 

Yogyakarta serta daerah lain.  

Adapun pelaksanaan pelatihan tahun 2015 -2017 yang dilaksanakan tercantum pada tabel 

berikut. 

 

Tabel  2.129  

Pelatihan yang diberikan kepada Calon Transmigrasi 

No Pelatihan Jumlah Peserta Penyelenggara 

Tahun 2015   

1. Pelatihan Intensifikasi Lahan 
Pertanian dan Pertukangan Bagi 
Calon Transmigran  

50 orang calon 
transmigran  

Dinas Sosnakertrans 
Kabupaten  Kulon Progo 

2. Pelatihan peningkatan Kapasitas 
Calon Transmigran Motivator  

4  orang calon 
transmigran 

Balai Besar Latihan 
Masyarakat Bandung 

3. Pelatihan Dasar Umum (PDU) 
Transmigrasi 

34 orang calon 
transmigran 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi DIY 

4. Pelatihan Budidaya Unggas 20 orang calon 
transmigran 

Balai Besar Latihan 
Masyarakat Yogyakarta 

Tahun 2016   

1. Pelatihan Intensifikasi Lahan 
Pertanian dan Pertukangan Bagi 
Calon Transmigran  

50 orang calon 
transmigran  

Dinas Sosnakertrans 
Kabupaten  Kulon Progo 

2. Pelatihan peningkatan Kapasitas 
Calon Transmigran Motivator  

1 orang calon 
transmigran 

Balai Besar Latihan 
Masyarakat Jepara 

3. Pelatihan Dasar Umum (PDU) 
Transmigrasi 

46 orang calon 
transmigran 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi DIY 

4 Pelatihan berbasis kompetensi  21 orang calon 
transmigran 

Balai Besar Latihan 
Masyarakat Yogyakarta 

5 Pelatihan Sarana Air Bersih 10 orang  calon 
transmigran 

Balai Besar Latihan 
Masyarakat Yogyakarta 

6 Pelatihan Budi daya ikan air tawar 10 orang  calon 
transmigran 

Balai Besar Latihan 
Masyarakat Yogyakarta 

Tahun 2017   
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No Pelatihan Jumlah Peserta Penyelenggara 

1. Pelatihan Intensifikasi Lahan 

Pertanian dan Pertukangan Bagi 

Calon Transmigran  

50 orang calon 

transmigran  

Dinas Nakertrans 

Kabupaten  Kulon Progo 

2. Pelatihan peningkatan Kapasitas 

Calon Transmigran Motivator  

1 orang calon 

transmigran 

 

Balai Besar Latihan 

Masyarakat Jawa Barat 

3. Pelatihan Dasar Umum (PDU) 

Transmigrasi 

18 orang calon 

transmigran 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi DIY 

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Melalui beberapa pelatihan tersebut di atas, diharapkan calon transmigran mendapatkan 

pengetahuan dan ketrampilan, sehingga dapat dimanfaatkan dan diterapkan di lokasi transmigrasi, 

sedangkan untuk menyiapkan calon transmigran sebelum pemberangkatan ke lokasi transmigrasi, 

telah dilaksanakan pembekalan mental calon transmigran. 

Pemberangkatan calon transmigran dilaksanakan setelah terbit Surat Pemberitahuan 

Pemberangkatan (SPP) dari Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Calon 

transmigran yang telah lulus seleksi awal, kemudian diadakan seleksi akhir di tingkat Kabupaten 

sesuai dengan jumlah alokasi penempatan transmigrasi dari Pemerintah, yang dikelompokan 

berdasarkan lokasi tujuan penempatan transmigrasi. 

Realisasi penempatan transmigran pada tahun 2012 – 2017 terlihat di Tabel sebagai berikut. 

 

Tabel  2.130  

Target dan Realisasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2012 – 2017 

 

Tahun 
Alokasi Realisasi 

KK Lokasi KK Lokasi 

2012 75 na 53 7 

2013 67 9 47 6 

2014 19 6 19 4 

2015 64 10 27 5 

2016 62 12 52 9 

2017 18 5 16 5 

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.Kulon Progo, 2017 

Calon transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi mendapat bantuan sosial 

sebagai modal kerja dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang disalurkan kepada masing-masing 

Kepala Keluarga. Adapun bantuan sosial untuk modal kerja calon transmigran dapat diketahui dalam 

sebagai berikut : 
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Tabel  2.131  

Bantuan Untuk Modal Kerja Calon Transmigran Tahun 2012 – 2017 

 

Tahun KK Jumlah Bantuan (Rp.) Lokasi 

2012 43            215.000.000  na 

2013 30            175.000.000  4 

2014 19            100.000.000  4 

2015 23            115.000.000  4 

2016 39            195.000.000  8 

2017 14 70.000.000 5 
Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten. Kulon Progo, 2017 

Pada untuk tahun 2016 Bantuan Sosial  untuk Modal Kerja diberikan kepada 39 KK 

(Rp195.000.000,-) dari  50 KK direncanakan dengan total anggaran Rp250.000.000,- atau sebesar  

78%. Hal tersebut disebabkan adanya pengunduran diri dari calon transmigran sebanyak 11 KK 

sebelum pemberangkatan. Sedang tahun 2017 bantuan sosial untuk modal kerja diberikan kepada 14 

KK, karena 2 KK merupakan pengganti sehingga tidak termasuk dalam daftar SK Bupati. 

 Untuk penempatan transmigran tahun 2016 sebanyak 52 KK, yang tidak mendapat Bantuan 

Sosial sebanyak 7 KK, karena calon transmigran tersebut merupakan pendaftar baru dan pengganti 

calon transmigran yang mengundurkan diri sebelum pemberangkatan dan tidak masuk dalam 

Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahap Kedua Tahun Anggaran 2016, 

serta 6 KK calon transmigran berangkat atas biaya sendiri. Bantuan Sosial untuk Modal Kerja bagi 

calon transmigran digunakan untuk pembelian alat pertanian, benih tanaman, pupuk dan obat-obatan 

pertanian. Seperti halnya tahun 2016, tahun 2017 ada 2 KK yang mengundurkan diri sebelum 

pemberangkatan, walaupun ada penggantinya tetapi tidak bisa mendapatkan bantuan sosial modal 

kerja. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini diantaranya adalah terbatasnya 

daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran, karena masih memilih 

daerah Sumatera, belum adanya kesesuaian ketrampilan calon transmigran dengan kebutuhan dan 

potensi daerah tujuan transmigrasi. Kebijakan pelaksanaan urusan transmigrasi sangat dipengaruhi 

oleh kebijakan tingkat pusat terutama untuk lokasi penempatan transmigran. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh kabupaten dititikberatkan pada penyiapan calon transmigran mulai dari seleksi, 

sosialisasi, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan modal kerja disamping penyusunan 

kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigran. 

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan urusan transmigrasi meliputi 

mengoptimalkan kerja sama antar daerah dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan 

transmigransi, melakukan penyebarluasan informasi ketransmigrasian kepada masyarakat melalui 

penyuluhan dan komunikasi informasi edukasi (KIE), melakukan cek lokasi calon penempatan 

transmigran, memberikan pelatihan kepada calon transmigran dan memberikan bantuan modal 

kepada calon transmigran. 
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2.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan 

2.3.4.1 Perumusan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah 

Pengembangan budaya demokrasi di Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan tumbuh 

dengan baik. Perkembangan demokrasi juga dapat dilihat dari proses penggunaan hak suara dalam 

Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Dukuh berjalan dengan baik tidak menimbulkan gangguan 

ketertiban dan kerusuhan. Proses pemilihan Kades dan Kepala Dukuh tersebut disajikan dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel  2.132  

Pemilihan Kades dan Pemilihan Kepala Dukuh di Kabupaten Kulon Progo 

No. Jenis 
  Tahun   

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Pemilihan Kades 3 2 - 17 32 

2. Pemilihan Ka Dukuh 9 22 30 47 44 

Sumber : BPMPDPKB Kab. Kulon Progo, 2013 
 

Kondisi demokrasi yang kondusif dan suasana yang aman dan tertib diharapkan semakin 

meningkat, sebagai modal untuk menyongsong proses-proses politik dalam berkehidupan berbangsa 

dan bernegara yang membutuhkan peran serta aktif dan partisipasi masyarakat agar dalam 

pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. 

Pelaksanaan Pembinaan Hukum, pada Tahun 2012 telah ditetapkan 7 (tujuh) 

Desa/Kelurahan Binaan yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum dengan Keputusan Bupati 

Nomor 372 tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Sadar Hukum yaitu Desa Sendangsari Kecamatan 

Pengasih, Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap, Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo, Desa 

Wahyuharjo Kecamatan Lendah, Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan, Desa Banjararum 

Kecamatan Kalibawang, dan Kelurahan Wates Kecamatan Wates. 

Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat, aparat 

Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan sejumlah produk hukum daerah. Berikut ini 

memperlihatkan produk hukum yang telah dikeluarkan sebagai pedoman bagi masyarakat. 

 

Tabel  2.133  

Daftar Inventarisasi Produk Hukum Daerah Tahun 2008-2016 

No Produk Hukum 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Peraturan Daerah 17 17 13 16 23 14 12 19 18 

2. Peraturan Bupati 113 64 76 96 89 90 66 76 117 

3. Keputusan Bupati 450 350 409 408 419 561 434 426 410 

4. Instruksi Bupati 2 3 4 4 5 1 7 2 2 

 Jumlah 582 434 500 524 536 666 519 523 547 

Sumber data: Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo, 2016 
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Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo berdasarkan pada pedoman OPD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); bahwa dasar utama penyusunan 

perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi 

urusan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan. 

Salah satu dinamisasi lingkungan adalah adanya peraturan baru yang bersifat khusus 

seperti halnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Regulasi ini memberikan amanah 5 (lima) bidang kewenangan pada Pemerintah Daerah 

DIY yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil 

Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Dalam 

implementasinya Pemda DIY mengalirkan urusan keistimewaan khususnya bidang kebudayaan 

kepada Pemerintah kabupaten/kota. Bertambahnya kewenangan pada hakikatnya menjadikan 

penambahan fungsi dan beban kerja yang perlu diwadahi dalam sebuah lembaga yang proprosional, 

tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing). 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah saat ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki 42 Organisasi Perangkat 

Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 20 Dinas Daerah, 

3 Badan Daerah, 12 Kecamatan, 1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2 RSUD dan BPBD. Rincian 

dari OPD disajikan dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.134  

Daftar OPD Tahun 2017 

NO. RUMPUN OPD OPD / UNIT ORGANISASI 

A SEKRETARIAT DAERAH Tipe B 

B SEKRETARIAT DPRD Tipe B 

C INSPEKTORAT DAERAH Tipe B 

D DINAS DAERAH 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A 

2. Dinas Kesehatan Tipe A 

3. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Tipe A 

4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B 

5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C 

6. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Tipe A 

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A 

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B 

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B 

10. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A 
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NO. RUMPUN OPD OPD / UNIT ORGANISASI 

11. Dinas lingkungan Hidup Tipe C 

12. Dinas Perhubungan Tipe C 

13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C 

14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B 

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tipe B 

16. Dinas Kebudayaan Tipe B 

17. Dinas Perpustakaan dan kearsipan tipe C 

18. Dinas Pariwisata Tipe B 

19. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B 

20. Dinas Perdagangan Tipe B 

E BADAN DAERAH 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A 

2. Badan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A 

3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tipe B 

F KECAMATAN 1. Kecamatan Temon 

2. Kecamatan Wates 

3. Kecamatan Panjatan 

4. Kecamatan Galur 

5. Kecamatan Lendah 

6. Kecamatan Sentolo 

7. Kecamatan Pengasih 

8. Kecamatan Kokap 

9. Kecamatan Girimulyo 

10. Kecamatan Nanggulan 

11. Kecamatan Samigaluh 

12. Kecamatan Kalibawang 

H LEMBAGA EXISTING YANG 

MASIH DIBERLAKUKAN 

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

3. Rumah Sakit Umum Daerah Wates 

4. Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang 

JML. OPD 42 

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kab Kulon Progo 2016 

Perkembangan lembaga keuangan bank dan non bank serta Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) di Kabupaten Kulon Progo selama kurun 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan 

peningkatan.  Dari sisi jumlah lembaga, terdapat peningkatan pada jumlah bank milik daerah di mana 

pada tahun 2012 sejumlah 17 unit menjadi 21 unit pada tahun 2016 yakni dengan dibukanya kantor 

kas dan atau kantor cabang pembantu Bank Pasar maupun BPD di Kabupaten Kulon Progo. Jumlah 

bank swasta juga mengalami peningkatan dengan dibukanya kantor cabang Bank Sama, Bank 

Bersaudara dan Bank BDE. Selain itu, jumlah BPR, BUKP, dan Pegadaian juga menunjukkan 

peningkatan di akhir tahun 2016. 

Unit usaha daerah di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo, 

PT. Selo Adikarto, Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, dan PDAM Tirta Binangun Kulon Progo. 
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Selain kantor kas, hingga tahun 2016 PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo telah mempunyai 13 kantor 

kas pembantu yang tersebar di 12 Kecamatan.     

 

Tabel  2.135  

Data Perkembangan Lembaga Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah 2012-2016 

No Keterangan 
Tahun 

Satuan 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 Lembaga 
keuangan , 
perbankan 

           

  a. Bank 
Pemerintah 

24 - - 24 24 unit  

  b. Bank Milik 
Daerah 

11 - - 21 21 unit  

  c. Bank Swasta 3 - - 6 6 unit  

  d. BPR 7 - - 10 10 unit  

  e. BUKP 
(Badan Usaha 
Kredit 
Pedesaan) 

12 12/14 12/14 12 12 unit  

  f. Pegadaian 4 - - 5 5 unit  

2 Jumlah Unit 
Usaha Daerah 

           

  a. Jumlah 
BUMD 

4 4 4 4 4 unit  

  b. Jumlah BPD - - - 1 1 unit  

  c. Jumlah BPR  1 1 1 1 1 unit  

  d. Jumlah 
PDAM  

1 1 1 1 1 unit  

3 Hasil 
Perusahaan 
Milik Daerah 
dan 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Daerah (PAD) 

           

  a. BPD  3.762,06 4.711,43 5.713,98   juta Rp. 

  b. Bank Pasar  2.132,62 2.486,98 2.985,84 2.985.845.601  3.035.754.481 juta Rp. 

  c. PDAM 0 0 0 0 0 juta Rp. 

  d. BUKP  65,56 67,42 80,82 54,63 58,23 juta Rp. 

 e. PT. Selo 
Adikarto 

1.246,36 1.656,57 1.832,59 0 1.837.545.319 juta Rp. 

 f. Perumda 
Aneka Usaha 
KP 

96,59 251,95 337,34 0 Proses audit  

  e. Bank dan 
non Bank  

- - - 1.923.482   juta Rp. 

Sumber data : Bagian Admisnistrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
Jumlah lembaga keuangan bank dan non bank pada tahun 2015 adalah sebanyak 361 unit, 

terdiri dari 24 unit Bank Pemerintah, 6 unit Bank Swasta, 21 unit Bank Milik Daerah,  11 unit BPR, 14 

unit BUKP,  88 unit BUM Desa/LKM Binangun, 5 unit Pegadaian, 18 unit Baitul Maal wa Tamwil, dan 

18 lembaga keuangan lainnya. Dilihat dari lokasi sebaran per wilayah Kecamatan, Wates merupakan 

wilayah dengan jumlah lembaga keuangan terbanyak, yaitu 68 lembaga keuangan. Sedangkan 
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Girimulyo dan Kalibawang merupakan dua wilayah Kecamatan dengan jumlah lembaga keuangan 

paling sedikit, masing-masing 14 dan 19 lembaga keuangan. 

 

Tabel  2.136  

Lembaga Keuangan, Perbankan dan Perkreditan Tahun 2015 

No Kecamatan 
Bank 

Pemeri
ntah 

Bank 
Swasta 

Bank 
Milik 

Daerah 
BPR BUKP 

BUM 
Desa/ 
LKM 

Binangun 

Pegada
ian 

BMT 
Lainnya (UPK, 
Koperasi Unit 

Simpan Pinjam) 

Juml
ah 

1 Temon 5 1 1 1 1 15 1 2 11 38 

2 Wates 11 6 6 3 1 8 2 2 34 73 

3 Panjatan 2 0 1 0 1 11 0 1 5 21 

4 Galur 2 0 1 0 1 7 0 2 7 20 

5 Lendah 2 0 0 0 1 6 0 4 10 23 

6 Sentolo 2 0 2 1 1 8 1 1 18 35 

7 Pengasih 1 0 2 2 1 7 0 1 32 47 

8 Kokap 1 0 2 0 1 5 0 0 16 26 

9 Nanggulan 2 0 2 1 1 6 0 2 9 23 

10 Girimulyo 1 0 0 0 1 4 0 1 8 14 

11 Samigaluh 1 0 2 1 1 7 0 1 18 31 

12 Kalibawang 2 0 2 2 1 4 1 1 6 19 

 
JUMLAH 32 7 21 11 12 88 5 18 174 370 

Sumber data : Bagian Admisnistrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 
 
 
 
 

Tabel  2.137  

Lembaga Keuangan, Perbankan dan Perkreditan Tahun 2016 

 

No Kecamatan 
Bank 

Pemeri
ntah 

Bank 
Swasta 

Bank 
Milik 

Daerah 
BPR BUKP 

BUM 
Desa/ 
LKM 

Binangun 

Pegadai
an 

BMT 

Lainnya 
(UPK, 

Koperasi 
Unit 

Simpan 
Pinjam) 

Jumlah 

1 Temon 5 1 1 1 1 15 1 2 11 38 

2 Wates 11 6 6 3 1 8 2 2 34 73 

3 Panjatan 2 0 1 0 1 11 0 1 5 21 

4 Galur 2 0 1 0 1 7 0 2 7 20 

5 Lendah 2 0 0 0 1 6 0 4 10 23 

6 Sentolo 2 0 2 1 1 8 1 1 18 35 

7 Pengasih 1 0 2 2 2 7 0 1 32 47 

8 Kokap 1 0 2 0 2 5 0 0 16 26 
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9 Nanggulan 2 0 2 1 1 6 0 2 9 23 

10 Girimulyo 1 0 0 0 1 4 0 1 8 14 

11 Samigaluh 1 0 2 1 1 7 0 1 18 31 

12 Kalibawang 2 0 2 2 1 4 1 1 6 19 

 
JUMLAH 32 7 21 11 14 88 5 18 174 370 

Sumber data : Bagian Admisnistrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Tabel  2.138  

Data Perkembangan BUMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 

No Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah BUMD Unit                         4                           4                           4                          4                           4  

2 
Jumlah Unit 
Usaha 

Unit                          4                          4                           7                           7                           7  

3 
Penyertaan 
Modal 
(Akumulasi) 

Rp.  36.490.103.925   40.717.109253   43.776.355.421    48.556.003.908    51.110.104.838  

4 Modal Sendiri Rp.                          -                           -                           -                           -                          -  

5 
Volume Usaha 
(Pendapatan) 

Rp.   75.919.304.662  113.759.688.578  157.246.046.134  177.808.161.745  181.681.737.543  

6 
Laba Bersih 
Tahun Berjalan 
(EAT) 

Rp.   6.047.333.815      7.069.098.658      8.960.088.583    10.074.915.878      9.483.804.458  

7 
Laba yang 
disetor (PAD) 

Rp.     2.943.705.655      3.475.588.362      4.395.521.670      5.155.788.033     5.459.235.600  

8 Aset Rp. 191.248.686.005  266.464.347.734  331.504.672.219  378.991.427.918  394.051.740.443  

Sumber data : Bagian Admisnistrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
Data di atas merupakan data gabungan dari 4 (empat) BUMD Kabupaten Kulon Progo, yaitu 

PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo yang bergerak di sektor jasa keuangan/perbankan, PT. Selo 

Adikarto yang bergerak dibidang produksi dan penjualan Asphalt Mixing Plant (AMP), Perumda  

Aneka Usaha Kulon Progo yang bergerak di sektor usaha perdagangan (SPBU/BBM), industri dan 

jasa (perbengkelan), dan PDAM Tirta Binangun yang bergerak dibidang penyedia air bersih. 

Jumlah akumulasi penyertaan modal Pemerintah kepada BUMD mengalami peningkatan 

setiap tahunnya, penyertaan modal setiap tahunnya diberikan kepada PD. BPR. Bank Pasar Kulon 

Progo dan PDAM Tirta Binangun. Penyertaan modal pada PD. BPR. Bank Pasar dilakukan karena 

belum mencapai modal dasar sejumlah Rp. 50 Milyar, sedangkan pada PT. Selo Adikarto baru 

disertakan satu kali ketika awal pendirian pada tahun 2003 sejumlah Rp. 8 Milyar. 

Pendapatan usaha BUMD secara keseluruhan mengalami peningkatan, peningkatan di 

tahun 2015 tidak signifikan dikarenakan terjadi penurunan pendapatan pada PT. Selo Adikarto dan 

Perumda “Aneka Usaha  Kulon Progo”.  Laba BUMD secara keseluruhan mengalami peningkatan 

setiap tahunnya, perolehan laba terbesar dicapai oleh PD. BPR. Bank Pasar yang mencapai di angka 

Rp. 6 Milyar dan PT. Selo Adikarto mencapai Rp. 3 Milyar. PDAM Tirta Binangun memperoleh laba 

Rp. 626 Juta pada tahun 2015, meskipun telah memperoleh laba, PDAM belum menyetorkan PAD 

karena cakupan pelanggan yang belum mencapai 80% layanan, hal ini sesuai amanat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690/477/SJ tentang Percepatan terhadap program 

penambahan 10 juta sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013). Perkembangan aset 
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secara BUMD secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, aset pada BUMD yang 

terbesar adalah aset PD. BPR. Bank Pasar yang sebagian besar merupakan dana masyarakat. 

 

Tabel  2.139  

Lembaga BUMD Tahun 2015 
 

No BUMD 
Unit 

Usaha 

Penyertaan modal 
(Rp.) 

Modal 
Sendiri (Rp.) 

Omset (Rp.) Laba Bersih 
Tahun Berjalan 

(Rp.)/EAT 

Laba yang 
disetor (Rp.) Aset (Rp.) 

1 
PD. BPR. Bank 
Pasar 

1           20.178.778.652                        -      47.215.721.776     5.761.519.000  3.035.754.000   392.083.823.000  

2 
PT. Selo 
Adikarto 

1              8.000.000.000                       -     51.074.995.967     3.220.038.306  2.423.481.600  5.722.371.599  

3 
PDAM Tirta 
Binangun 

1           12.814.047.711                        -     15.397.946.442        626.775.697                           -    17.552.897.634  

4 
Perumda 
Aneka Usaha 
KP 

3           10.000.000.000                        -      67.993.073.358     (434.517.545)                          -    12.125.460.601  

  JUMLAH 
 

50.992.826.363 - 181.681.737.543 9.173.815.458 5.459.235.600 447.484.552.834 

Sumber data : Bagian Admisnistrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang terbanyak adalah pada PD. BPR. Bank Pasar 

Kulon Progo, karena sebagai lembaga perbankan yang mengelola dana masyarakat, dengan asset 

lebih dari Rp. 300 juta dan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat syarat minimum 

untuk nilai CAR (Capital Adequacy Ratio)/Rasio Kecukupan Modal yang harus dipenuhi. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo, ditetapkan Modal 

Dasar Pemda pada PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo sejumlah Rp. 50 Milyar. 

Penyertaan Modal Pemda pada PDAM terus dilakukan, sebagai amanat Perda Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PDAM Tirta Binangun sebesar Rp. 

5.150.000.000,- diberikan bertahap mulai dari 2013 s.d. 2016, dilanjutkan dengan Perda No. 15 Tahun 

2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Binangun sebesar Rp. 9 Milyar, 

penyertaan modal ini dalam rangka menangkap dana hibah dari Kementerian PU, dimana setiap 

penyertaan modal Pemda kepada PDAM yang dipergunakan untuk sambungan rumah Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR), mendapat penggantian (reimburse) dari Kementerian Pekerjaan 

Umum. 

Tahun 2015, Perumda Aneka Usaha mengalami kerugian, kerugian bukan disebabkan 

karena kemunduran operasional usaha perusahaan, tetapi lebih pada koreksi atas beban-beban masa 

lalu yang ditanggung di tahun 2015, yang menyebabkan kenaikan beban usaha melebihi dari 

kenaikan laba kotor perusahaan. 

 

 

Tabel  2.140  

Lembaga BUMD Tahun 2016 *) 
 

No BUMD 
Unit 

Usaha 

Penyertaan 
Modal (Rp.) 

Modal Sendiri 
(Rp.) 

Omset (Rp.) Laba Tahun 
Berjalan (Rp.) 

Laba yang 
disetor (Rp.) Aset (Rp.) 

1 
PD. BPR. Bank 
Pasar 

1 22.269.474.284 38.054.206.889  49.279.643.752 5.851.771.552 3.035.754.482  392.229.416.947 
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2 PT. Selo Adikarto 1 8.000.000.000 11.301.695.267  57.464.848.866   3.675.090.638 2.423.481.600 34.126.326.062 

3 
PDAM Tirta 
Binangun 

1 13.839.554.891 
                         

15.690.336.872  
16.570.888.062  614.162.658    18.390.296.660  

4 
Perumda Aneka 
Usaha KP 

3 
 

10.000.000.000 
 

11.765.698.746  61.433.472.720  543.603.645  - 12.088.266.327  

  JUMLAH 
 

54.109.029.175 76.811.937.774 184.748.853.400 10.684.628.493 5.459.236.082 456.834.305.996 

 

*) Data Audited 
Sumber data : Bagian Administrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
Permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Administrasi Perekonomian adalah masih 

lemahnya inisiasi dalam  pemanfaatan  dan  pengembangan  bahan  pangan  lokal dari aspek 

budidaya (on farm), pengolahan paska panen dan pemasaran (off-farm); fluktuasi harga kebutuhan 

pokok strategis dan ketersediaannya yang belum memadai; masih kurangnya kuantitas dan kualitas 

produk kebijakan bidang perekonomian; masih kurangnya kapasitas SDM pengelola BUMD, BUM 

Desa maupun Lembaga Keuangan baik dari segi kualitas dan kuantitas, serta masih kurangnya 

ketaatan dan ketertiban pengelola terhadap peraturan yang berlaku. 

Target yang akan dicapai adalah Peningkatan BUMD dan Lembaga Keuangan maupun Perumusan 

dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dengan kebijakan Peningkatan sinergi dan keterpaduan 

dalam hal penyusunan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, 

peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga (Public Private Partnership) dalam bidang perekonomian, 

optimalisasi BUMD dan Lembaga Keuangan dalam mendukung pembangunan. 

 
 
2.3.4.2 Pengawasan 

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Kulon Progo sangat penting, karena 

fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai 

dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan 

melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2012 s.d. 

2016 disajikan dalam Tabel berikut. 

 

Tabel  2.141  

Pemeriksaan, Evaluasi dan Reviu Tahun 2015-2016 

No 
Jenis/ Obyek 
Pemeriksaan 

(Obrik) 

2015 2016 
  

% Kenai-
kan 

Temuan 

Hasil 
(LHP/LHE/L

HR) 

Jml.  
Temuan 
Peme-
riksaan 

Jml.  
Rekom-
endasi 

Hasil 
(LHP/LHE/L

HR) 

Jml.  
Temuan 
Peme-
riksaan 

Jml.  
Rekom-
endasi 

A Pemeriksaan 
Berkala/Reguler 

41 112 132 41 88 139 -21,43 

B Pemeriksaan 
Khusus/Tematik 
Program/Kegiatan 
SKPD 

10 3 6 10 9 16 200,00 

C Pemeriksaan 
Kasus 

6 0 0 7 6 15 600,00 

D Pemeriksaan 
Penyelenggaraan 

13 71 91 24 89 105 25,35 
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No 
Jenis/ Obyek 
Pemeriksaan 

(Obrik) 

2015 2016 
  

% Kenai-
kan 

Temuan 

Hasil 
(LHP/LHE/L

HR) 

Jml.  
Temuan 
Peme-
riksaan 

Jml.  
Rekom-
endasi 

Hasil 
(LHP/LHE/L

HR) 

Jml.  
Temuan 
Peme-
riksaan 

Jml.  
Rekom-
endasi 

Pemerintahan 
Desa 

E Pemeriksaan 
Khusus/Tematik 
LKM Binangun 

6 24 27 0 0 0 -100,00 

  Jumlah 
Pemeriksaan 

2.091 210 256 2.098 192 275 -8,57 

F Evaluasi SPIP 21 0 0 18 0 0 0,00 

G Evaluasi 
Implementasi 
SAKIP dan 
Kinerja SKPD 

39 0 114 39 0 113 0,00 

  Jumlah Evaluasi 60 0 114 57 0 113 0,00 

H Reviu 
Pelaksanaan 
Pengelolaan BMD 

5 0 0 0 0 0 0,00 

I Reviu Laporan 
Keuangan 

40 0 0 40 0 0 0,00 

  Jumlah Reviu 45 0 0 40 0 0 0,00 

Sumber : Inspektorat Daerah, 2017 

 

Berdasar data tabel di atas dapat diketahui trend jumlah temuan pemeriksaan terbanyak 

ada pada Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemeriksaan Berkala, karena 

jumlah obyek pemeriksaan yang paling banyak.  Untuk Evaluasi LKjIP pada Tahun 2016 dilaksanakan 

pada 39 SKPD, yang nilainya meningkat sebanyak 22 SKPD atau sebesar 56,41% dari total SKPD. 

Jika dibandingkan dengan evaluasi tahun sebelumnya terdapat kenaikan jumlah SKPD yang nilainya 

meningkat sebesar 46,67%. Hal ini berarti kualitas kinerja pelaporan kinerja SKPD semakin 

meningkat. 

Rasio obrik yang tidak ada temuan keuangan mengalami sedikit peningkatan sebesar 

0,62%. Untuk tindak lanjut hasil pengawasan internal, 203 rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat 

waktu dari 242 rekomendasi yang dihasilkan atau sebesar 83,88%. Jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya juga naik 59,84%. Hal ini menunjukkan tingkat ketaatan SKPD terhadap ketentuan 

pengelolaan keuangan semakin baik. 

Permasalahan yang ada : 

1. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan belum dapat diselesaikan 100% oleh obyek pemeriksaan 

2. Kesenjangan jumlah aparat pengawasan/Auditor 24 orang  dibandingkan kebutuhan 57 orang 

sesuai dengan analisis beban kerja obyek pemeriksaan sehingga masih kurang 33 

Mendasar pada permasalahan di atas strategi untuk mencapai target Nilai akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah BB dan Capaian peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengawasan desa 62,48% adalah Peningkatan kinerja pengawasan dan evaluasi instansi pemerintah. 

Sedangkan kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan Meningkatkan kinerja pengawasan dan 

evaluasi instansi pemerintah melalui program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal. 
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2.3.4.3 Perencanaan Pembangunan 

Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan mulai tahun 

2016 dengan dukungan aplikasi yang berbasis teknologi informasi, yang berupa: Sistem informasi 

perencanaan (Rencana-Ku) dan Sistem informasi monitoring dan evaluasi (MonevKu). 

Selain itu untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan telah digunakan data album 

kemiskinan yang berbasis aplikasi sistem penanggulangan kemiskinan (Sinangkis). Aplikasi tersebut 

diterapkan untuk menentukan proporsi wilayah sasaran dan besaran kuota rumah tangga sasaran 

penerima program secara berkeadilan dan lebih akurat. Akurat artinya di buat secara terperinci dan 

mendetail dan dirumuskan segala aspek organisasi, tata kerja, metode kerja, penggunaan tenaga 

kerja, pembiayaan, jadwal waktu, target hasil dari sistem pengawasan. 

Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian perencanaan 

program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan 

kegiatan sebagai berikut: 

Tabel  2.142  

Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Tahun 2016-2017 

 3  

No. 
 
 
 

Uraian 
 
 

Capaian Kinerja 

2016 2016 

 
 

 
 

Target Realisasi 

1. Jumlah   program   RKPD   sesuai RPJMD 108 112 108 

2. Jumlah Program RPJM 112 112 112 

3. Jumlah kegiatan APBD yang sesuai RKPD 517 650 517 

4. Jumlah kegiatan RKPD 517 650 517 

 Capaian indikator kinerja program 98,21 100,00 98,21 

Sumberdata: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Rasio penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD semakin meningkat dan pada 2015 

seluruh program RPJMD telah dijabarkan dalam RKPD. Kesesuaian perencanaan program pada 2016 

tercapai 98,21%, dari 112 program di RPJMD ada 108 program yang tertuang di RKPD, dan total 517 

kegiatan di RKPD sudah tertuang semua di APBD. Empat program yang tidak terlaksana adalah 2 

program dari urusan Kebudayaan dan 2  program  dari  Urusan  Energi Sumber Daya Mineral. Urusan 

Kebudayaan telah terlaksana dengan menggunakan dana Keistimewaan DIY, sedangkan Urusan 

ESDM telah dialihkan kewenangannya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. 

Permasalahan yang ada meliputi adanya keterlambatan penetapan dokumen perencanaan 

tahunan pemerintah pusat dan DIY, belum semua kegiatan dilakukan monitoring ke lapangan , tingkat 

partisipasi steak holder dalam proses perencanaan pembangunan masih belum optimal dan 

kurangnya kompetensi SDM perencana. 
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Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan di daerah dan dalam era globalisasi 

maka dituntut sebuah perencanaan yang akuntabel, efisien,efektif dan transparan .  Target yang 

ditetapkan di tahun 2018 adalah Capaian kinerja perencanaan 82,75% dan  Capaian tindak lanjut 

kerjasama 100%.  Mendasar pada permasalahan  dan kondisi yang ada  maka untuk mencapai target 

yang ditetapkan disusun strategi peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan 

pengembangan IPTEK. Adapun  langkah kebijakan yang ditempuh  dengan meningkatan kinerja 

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dan meningkatkan  kinerja fungsi penelitian 

dan pengembangan IPTEK Daerah  

 

 

2.3.4.4. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

Tabel berikut  menunjukkan bahwa jumlah PNS dalam kurun waktu 2012-2016 jumlah PNS 

semakin menurun. 

Tabel  2.143  

Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2012-2016 

 

No Tahun Jumlah PNSD Kebutuhan Kurang/Lebih 
Rasio Riil 
Terhadap 

Kebutuhan 

1 2012 8.428  9.072  -644 92,90 

2 2013 8.150  9.072  -922 89,84 

3 2014 8.047  9.494  -1.447 84,76 

4 2015 7.889  9.470  -1.581 83,31 

5 2016 7.624  9.438  -1.814 80,78 

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2016 

 

Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan antara pengurangan personil dibandingkan dengan 

penambahan personil. Pengurangan personil terjadi secara kontinyu melalui pensiun, mutasi keluar 

dan meninggal dunia. Sedangkan penambahan personil hanya melalui pengadaan CPNS yang sangat 

dibatasi oleh kuota formasi Pemerintah dan mutasi masuk yang tidak menunjukkan penambahan yang 

signifikan. 

Tabel  2.144  

Diklatpim PNS Tahun 2012-2017 

NO. TAHUN 

DIKLATPIM II DIKLATPIM III DIKLATPIM IV 

PEJABAT 
STRUKTURAL 

BELUM 
DIKLATPIM 

JML 
PESERTA 

DIKLATPIM 

PEJABAT 
STRUKTURAL 

BELUM 
DIKLATPIM 

JML 
PESERTA 

DIKLATPIM 

PEJABAT 
STRUKTURAL 

BELUM 
DIKLATPIM 

JML 
PESERTA 

DIKLATPIM 
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NO. TAHUN 

DIKLATPIM II DIKLATPIM III DIKLATPIM IV 

PEJABAT 
STRUKTURAL 

BELUM 
DIKLATPIM 

JML 
PESERTA 

DIKLATPIM 

PEJABAT 
STRUKTURAL 

BELUM 
DIKLATPIM 

JML 
PESERTA 

DIKLATPIM 

PEJABAT 
STRUKTURAL 

BELUM 
DIKLATPIM 

JML 
PESERTA 

DIKLATPIM 

1 2012 
 

3 
 

30 
 

40 

2 2013 
 

2 
 

5 
 

40 

3 2014 
 

3 
 

20 
 

38 

4 2015 7 6 6 2 90 40 

5 2016 4 4 9 2 99 56 

6 2017 - - 31 10 120 43 
Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2017 

 

Masih terdapat kesenjangan kompetensi pejabat struktural terutama dalam unsur 

pemenuhan Diklatpim. Sampai akhir 2017 diperhitungkan sejumlah 21 pejabat eselon III dan 77 

pejabat eselon IV belum melaksanakan Diklatpim. 

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur diukur melalui tiga sub indikator yaitu 

prosentase pejabat yang telah mengikuti diklatpim, prosentase pengawai yang tidak berkasus dan 

keterisian jabatan struktural. Capaian peningkatan kapasitas SDM pada tahun 2016 terealisasi 

93,46% dari target RPJMD sebesar 93,72%. Secara rinci capaian tersebut dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel  2.145  

Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2015-2016 

 

No. Uraian Satuan 

Capaian Kinerja 

2015 
2016 

Target Realisasi 

1 Jumlah     pejabat     struktural     yg 
memenuhi persyaratan diklatpim 

Pejabat 544 580 607 

2 Jumlah pejabat struktural yg ada Pejabat 654 650 657 

3 Jumlah pegawai yg tdk berkasus PNS 7861 8.420 7.619 

4 Jumlah pegawai PNS 7889 8.445 7.624 

5 Jumlah pejabat struktural Pejabat 654 650 657 

6 Jumlah     pejabat     struktural     yg 
seharusnya ada 

Pejabat 674 675 685 

Capaian Indikator Kinerja Program % 93,29 95,08 93,46 

Sumber data : BKD Kabupaten Kulon Progo, 2016 
 

Berdasarkan tabel tersebut pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sebesar 

95,39%, pegawai yang tidak berkasus sebesar 99,93% dan keterisian jabatan struktural sebesar 

97,33%. Sedangkan penjatuhan hukuman disiplin pada tahun 2016 diberikan kepada 5 

pegawai.Masih terdapat gap keterisian pejabat struktural sejumlah 28 jabatan ini akan berpengaruh 
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terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Jumlah pegawai yang tidak berkasus 

turun dari 28 menjadi 5 pada 2016, hal ini berarti ada peningkatan kedisiplinan pegawai terhadap 

ketentuan perundang-undangan aparatur sipil negara. 

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sampai saat ini meliputi  belum meratanya 

distribusi jumlah pegawai antar SKPD dimana terlihat ada pejabat stuktural tidak mempunyai staf akan 

tetapi ada yang mempunyai lebih dari yang dibutuhkan, Keterbatasan pemenuhan kebutuhan PNS 

karena kuota formasi CPNS yang terbatas, belum optimalnya kapasitas pegawai, belum optimalnya 

pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis sistem informasi (SIMASNEG) dimana sampai saai 

ini untuk kenaikkan pangkat regular saja masih ada yang terlambat dan belum optimalnya sistem 

penghargaan atas kinerja pegawai yang mana untuk pemberian tambahan penghasilan belum 

mendasarkan pada beban kerja. 

Dengan adanya perubahan perombakan struktur organisasi berdasarkan regulasi baru dan 

adanya moratorium kepegawaian dan permasalahan permasalahan tersebut di atas serta target yang 

akan dicapai  tahun 2018 yaitu Capaian pengembangan aparatur  93,15%, Capaian Peningkatan 

Pendayagunaan Aparatur 86,63% dan Capaian Pembinaan dan Layanan Aparatur 84,19%. maka 

strategi yang akan dilakukan adalah dengan Peningkatan pendayagunaan, pengembangan  dan 

pelayanan aparatur. Sedangkan kebijakan yang ditempuh adalah Meningkatkan pengelolaan 

kepegawaian, dan Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jenis pendidikan serta pelatihan bagi 

aparatur.  

 

2.3.4.5. Keuangan  

Realisasi pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.477.635.033.509,34 atau 

mengalami pelampauan target sebesar 1,06% dari target RPJMD yang ditetapkan sejumlah Rp. 

1.398.671.900.977,90 Sedangkan belanja terealisasi sebesar Rp.1.408.566.648.380,40 dari rencana 

pada APBD tahun 2016 sebesar Rp. 1.499.044.036.193,42 yaitu mencapai 93,96%. 

 

Tabel  2.146  

Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset  

Tahun 2015-2016 
 

No. Uraian 

Capaian Kinerja 

 
2015 

2016 

Target 
 
 

Target 

Realisasi 

1. Jumlah realisasi pendapatan 1.227,35 1.392,76 1.477,63 

2. Jumlah target pendapatan (RPJMD) 1.221,51 1.286,09 1.398,67 

3. Jumlah realisasi belanja 1.243,12 1.478,92 1.408,56 

4. Jumlah anggaran belanja 1.352,21 1.478,92 1.499,04 

5. 
Jumlah        penerbitan        dokumen keuangan 

daerah (APBD, Perubahan APBD     dan     

Pertanggungjawaban APBD) tepat waktu 

3 3 3 
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No. Uraian 

Capaian Kinerja 

 
2015 

2016 

Target 
 
 

Target 

Realisasi 

6. Jumlah dokumen keuangan daerah 3 3 3 

7. 
Jumlah    SKPD    tertib    administrasi asset 

39 41 41 

8. Jumlah SKPD 39 41 41 

 Capaian Indikator Kinerja Program 98,10 100,00 99,90 

Sumber: DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2016 
 

Jumlah dokumen keuangan daerah yang ditetapkan tepat waktu meliputi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  dan  

Pertanggungjawaban Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah. Tertib administrasi asset telah 

dilakukan oleh semua SKPD. 

 

Tabel  2.147  

Capaian Pengembangan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2015-2016 
 

No. Uraian 

Capaian Kinerja 

 
2015 

2016 

Target 
 
 

Target 

Realisasi 

1. 
Jumlah analisis kebijakan menjadi bahan 

kebijakan 

14 17 17 

2. Jumlah analisis kebijakan yang disusun 14 17 17 

 Capaian indikator kinerja program 100 100 100 

Sumberdata : Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2016 
 

Berdasarkan tabel tersebut kinerja pengembangan kebijakan keuangan daerah telah 

mencapai target yang ditetapkan 100% dengan 17 dokumen kebijakan. Terjadi peningkatan 

produktivitas kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan operasional penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Permasalahan yang ada : 

1. Adanya dinamika kebijakan pemerintah dan dinamika implementasi penganggaran dari SKPD 

2. Kurangnya pemahaman SKPD terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan  

keuangan daerah‟ 

3. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator 

4. Kurang optimalnya pendapatan daerah. 

Target yang harus dicapai adalah : 

1. Adanya dinamika kebijakan pemerintah dan dinamika implementasi penganggaran dari SKPD 

2. Kurangnya pemahaman SKPD terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan  

keuangan daerah 
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3. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator 

4. Kurang optimalnya pendapatan daerah 

. 

 

2.3. Aspek Daya Saing Daerah   

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah  

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator 

pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. 

Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan 

ekonomi daerah sebagai berikut. 

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita) 

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat 

pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi 

peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat 

diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran 

konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk 

makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan 

termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, 

sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. 

Berdasarkan Hukum Engel/Engel Law bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan 

seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, 

namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat. 

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga unuk 

bahan makanan sebesar 50,98 persen, angka tersebut lebih tinggi dari Pengeluaran konsumsi 

rumah tangga untuk bahan non makanan. Adapun komposisi tingkat pengeluaran Per Kapita 

Sebulan menurut Kelompok Kelompok Bukan Makanan.  

 

Tabel  2.148  

Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan 

di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011- 2014 

No Kelompok Makanan 2011 2012 2013 2014**) 

1 Padi-padian 8,48 8,56 10,65 9,27 

2 Umbi-umbian 0,34 0,41 0,51 0,53 

3 Ikan 1,13 0,91 1,29 1,1 

4 Daging & Hasilnya 1,73 1,66 1,99 1,53 

5 Telur, Susu & Hasilnya 3,42 3,25 3,83 3,74 
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No Kelompok Makanan 2011 2012 2013 2014**) 

6 Sayur-sayuran 3,88 3,36 4,74 3,58 

7 Kacang-kacangan 2,17 1,85 2,18 1,91 

8 Buah-buahan 2,98 2,27 2,68 2,6 

9 Minyak dan Lemak 2,08 1,82 2,22 1,97 

10 Bahan Minuman 2,47 2,42 2,89 2,44 

11 Bumbu-bumbuan 0,58 0,55 0,71 0,6 

12 Konsumsi lainnya 1,15 1,12 1,3 1,2 

13 Makanan dan Minuman Jadi 14,94 14,56 15,81 15,93 

14 Minuman Alkohol 0 0 0 0 

15 Tembakau dan Sirih 3,52 3,71 4,66 4,58 

 
Jumlah / Total 48,87 46,46 55,46 50,98 

Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2015 diolah 

Dari Tabel di atas dapat digambarkan bahwa pengeluaran tertinggi pada kelompok 

makanan dan minuman jadi  dikuti oleh kelompok  padi-padian, kelompok tembakau/ dan sirih, 

kelompok telur dan susu, kelompok sayuran.  Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat 

Kulon Progo pola konsumsinya menginginkan yang lebih praktis dan siap saji dan didukung juga 

kemudahan akses berbagai jenis makanan dan minuman jadi. 

Untuk konsumsi tembakau dan sirih walaupun sudah ada perda masalah rokok tingkat 

konsumsinya masih tergolong tinggi yaitu pada urutan ketiga yakni sebesar 4,58 persen dan hal 

tersebut menggambarkan bahwa masyarakat masih kurang sadar akan bahaya nikotin dan belum 

sadar juga untuk mengalokasikan pendapatannya untuk jenis kelompok  yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Kabupaten Kulon Progo bebas alkohol dimana tingkat konsumsi kelompok ini sebesar nol persen, 

sedangkan untuk konsumsi ikan masih sangat rendah sekali, hanya berkisar 1,1 persen. 

b. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan). 

Pengeluaran Konsumsi per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan di 

Kabupaten Kulon Progo sebesar 49,02 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan 

dengan pengeluaran konsumsi bahan makanan. Adapun komposisi tingkat pengeluaran Per 

Kapita Sebulan menurut Kelompok Kelompok Bukan Makanan dapat dilhat pada Tabel di bawah 

ini. 

Tabel  2.149  

Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Kelompok Bukan Makanan 

No Kelompok Bukan Makanan 2011 2012 2013 2014**) 

1 
Perumahan, Bahan Bakar, 

Penerangan dan Air 

14,2 15,07 14,93 14,41 

2 Barang dan Jasa 10,99 10,25 11,5 11,26 

3 Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala  2,61 2,8 2,44 3,09 

4 Barang Tahan Lama 9,67 14,28 6,04 3,99 

5 Pajak Pemakaian dan Premi Asuransi 2,03 1,58 1,91 1,7 
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Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2015 diolah 

 

Tingkat pengeluaran tertinggi pada kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan 

air sebesar 14,41 persen dan dikuti oleh kelompok barang dan jasa sebesar 11,26 persen, 

sedangkan kelompok terendah pada pengeluaran pajak pemakaian dan premi asuransi. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran masih pada kebutuhan pokok dan masyarakat belum 

sadar mengenai manfaat mengenai pentingnya asuransi. 

Pengeluaran konsumsi urutan ketiga adalah kelompok biaya pendidikan. Angka tersebut 

dari tahun 2011-2014 cenderung meningkat di tahun 2014 lonjakan kenaikannya sangat dratis. 

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya pendidikan 

yang tinggi bagi putra putrinya. 

 

Tabel  2.150  

Persentase konsumsi non pangan 

 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Pengeluaran non pangan rata-rata per kapita 

sebulan 

238.360 289.585 213.443 282.854  361.899 

2 Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan 466.166 540.921 479.261 576.964 670.192 

3 Rasio 0,511 0,535 0,445 0,490 0,539 

Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2015 diolah 

 

 

 

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Sampai dengan tahun 2015 rasio pemanfaatan ruang adalah sebesar 0,82 persen. 

Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang 

berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat 

menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata 

ruang. 

Adapun penggunaan/pemanfaatan lahan di Kabupaten Kulon Progo dalam hal 

ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bisa dilihat di Tabel berikut. 

 

 

 

6 Keperluan Pesta & Upacara 3,13 1,01 0,47 1,97 

7 Biaya Pendidikan 3,97 4,29 4,07 8,17 

8 Biaya Kesehatan 4,54 4,25 3,18 4,43 

 
Jumlah 51,13 53,54 44,54 49,02 
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Tabel  2.151  

Rasio Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 s.d 2015 

NNo Uraian 2012 

(Ha) 

2013 

(Ha) 

2014 

(Ha) 

2015 

(Ha) 

1. Realisasi RTRW n 46.134,37 46638,57 48.278,23 

2. Rencana Peruntukan RTRW 58.628 58.628 58.628 58.628 

3. Rasio (1./2.)  0,78 0,79 0,82 

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

b. Kawasan peruntukan industri. 

Kawasan industri merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan 

industri yang pematangan tanah dan penyediaan sarana sepenuhnya dilakukan oleh 

pengusaha kawasan industri. Untuk infrastuktur jalan di kawasan peruntukan industri 

Sentolo yakni ruas jalan Dudukan-Ngentakrejo sudah sebagian tertangani dan untuk tahun 

2017 rencana dilaksanakan persiapan dan perencanaan pengadaan tanah untuk 

menangani  ruas jalan tersebut. Untuk rencana lima tahun mendatang ruas jalan tersebut 

harus tuntas penanganannya dan fasilitas lainnya pun diusahakan selesai. 

 

c. Industri Besar 

Kawasan peruntukan industri besar di Kabupaten Kulon Progo direncanakan dengan 

lokasi meliputi sebagai berikut : 

a) Kawasan Industri Sentolo dengan luas kurang lebih 4.796 Ha di Kecamatan Sentolo 

dan Kecamatan Lendah. 

b) Kawasan Industri Temon di Kecamatan Temon berupa industri bahari dengan luas 

kurang lebih 500 Ha. 

c) Kawasan peruntukan industri yang berada di Kecamatan Nanggulan dengan luas 700 

Ha 

d) Industri Kecil dan Mikro, tersebar diseluruh kecamatan 

 

d. Luas wilayah produktif  

Rasio luas luas wilayah produktif di Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,527 persen. 

Hal tersebut mengambarkan bahwa belum seluruh kawasan budidaya digunakan untuk 

budidaya. Oleh karena itu, ke depan perlu peningkatan budidaya tanaman tanaman 

pangan, hortikultura, empon-empon, kacang-kacangan, peternakan dan perikanan. Di 

samping hal tersebut juga perlu didorong peningkatan pemanfaaatan pekarangan, 

mengurangi tanaman tanaman yang tidak produktif dan menggantikan dengan tanaman 

yang produktif. Adapun luas lahan produktif dapat dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel  2.152  

Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2015 

NO Uraian 2012 2013 2014 2015 

1. Luas Wilayah produktif (Ha) 20.908,39 20.909,58 20.907,83 20.937,83 

2. Luas Seluruh Wil. Budidaya 

(Ha) 

37.658,69 

 

37.658,69 37.658,69 37.658,69 

3. Rasio (1./2.) 0,555 0,555 0,555 0,556 

 Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Rasio luas lahan produktif untuk tingkat kecamatan tertinggi di Kecamatan Girimulyo sebesar 

0,915% dan terendah di Kecamatan Sentolo sebesar 0,354 %,  disebabkan karena kawasan 

industri dan kawasan perdagangan belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam rangka 

mengentaskan kemiskinan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan 

pemanfaatan pekarangan, peningkatan budidaya perikanan dan peternakan. Adapun 

persentase luas wilayah lahan produktif dapat dilihat dalam Tabel berikut. 

 

Tabel  2.153   

Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 

 

No. Kecamatan*) Luas Wilayah 

Produktif 

Luas Seluruh Wil. 

Budidaya 

Rasio 

(1) (2) (3) (4) (5=3/4) 

1 Galur 1.865,25 2.919,55 0,639 

2 Girimulyo 1.002,25 1.095,13 0,915 

3 Kalibawang 2.316,77 2.693,16 0,860 

4 Kokap 1.697,71 3.077,82 0,552 

5 Lendah 1.336,41 3.668,34 0,364 

6 Nanggulan 2.501,05 3.679,54 0,680 

7 Panjatan 2.188,73 4.208,51 0,520 

8 Pengasih 2.592,09 4.614,40 0,562 

9 Samigaluh 80,47 100,76 0,798 

10 Sentolo 1.866,85 5.272,80 0,354 

11 Temon 1.909,34 3.359,05 0,568 

12 Wates 1.580,92 2.969,61 0,532 

 Jumlah 20.937,83 37.658,69 0,556 

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

e. Jumlah orang yang terangkut di terminal 

Jumlah kendaraan yang masuk dalam terminal baik itu AKAP maupun AKDP sangat fluktuatif, 

begitu juga dengan jumlah orang yang terangkut dari terminal. Pada tahun 2013 terjadi 

penurunan drastis dari tahun 2012 untuk jumlah orang yang terangkut. Hal tersebut dipengaruhi 
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banyak penumpang yang beralih ke kendaraan roda dua maupun mobil pribadi. Adapun data 

mengenai jumlah angkutan dan orang yang terangkut di terminal dapat dilihat pada Tabel 

berikut : 

Tabel  2.154  

Jumlah Angkutan Umum dan Orang yang Terangkut dari Terminal Tahun 2012-2014 

 

TAHUN 
Bus Penumpang Bus 

AKAP AKDP AKAP AKDP 

2012 30.939 21.865 1.138.686 1.030.905 

2013 21.174 26.919 682.294 793.517 

2014 22.121 25.987 751.355 856.395 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 diolah 

 

f. Jalan dan jembatan  

Kondisi jalan di kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2015 untuk kolektor primer I kondisi baik 80 

persen sedangkan untuk kolektor II kondisi baik 69,14 persen. Kondisi  jalan baik ini sudah 

melebihi capaian tingkat Nasional. Pemerintah memang berkomitmen untuk penyediaan jalan 

kondisi baik dalam rangka percepatan pertumbuhan pengembangan wilayah maupun 

pengembangan kawasan strategis, sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan 

ekonomi.  Kondisi jalan secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : 

 

Tabel  2.155  

Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo 

 

No. Status Jalan 

Kondisi 
Total 
Jalan 

Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat 

km % km % km % km % 

1. Negara 23,92 83,75 4,64 16,25     28,57 

2. Provinsi 129,48 88,97 16,07 11,03     145,54 

3. Lokal Primer I 518,23 80,00 63,39 9,78 59,71 9,21 6,47 0,99 647,80 

4. Lokal Primer II 938,83 69,14 325,85 24,05 63,725 4,70 28,75 2,11 1.354,97 

Sumber:    Dinas Pekerjaan Umum  Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan jalan dan jembatan guna meningkatkan 

perekonomian meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan, pemeliharaan 

berkala jalan dan pemeliharaan  secara rutin jalan dan jembatan. 
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2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus 

diperhatikan adalah penciptaan iklimm kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan 

dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan 

jumlah demonstrasi. 

a. Angka kriminalitas 

Jika dilihat dari kejadian kejahatan dari tahun 2012 hingga 2014 cenderung meningkat tiap 

tahunnya.  Dengan meningkatnya kejahatan tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, 

dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya 

kurang. 

Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena  faktor ekonomi dimana tingkat kemiskinan 

terlalu tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi 

hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi 

yang tidak terbendung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta 

pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi 

bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan 

ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun 

kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan 

masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab.  

Tabel  2.156  

Jumlah kejadian kejahatan Kabupaten Kulon Progo 

No Jenis Kriminal 2013 2014 2015 2016 

1. Jumlah pencurian biasa 19 9 20 7 

2. Jumlah pencurian hewan 1 1 4 0 

3. Jumlah pencurian dengan kekerasan 5 7 15 17 

4. Jumlah lainnya 281 321 403 917 

5. Jumlah kejadian total 306 338 442 941 

6. Jumlah kerugian 6.783.078 6.239.178 10.214.642 262.390 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kulon Progo 2017 

Dengan melihat kenyataan tersebut, kedepan diupayakan untuk meningkatkan patrol terpadu, 

meningkatkan pembinaan mental, dan menggiatkan pengamanan swadaya. 

 

b. Jumlah Demonstrasi 

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan 

orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok 

tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Protes
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sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa 

umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan 

pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan 

perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan 

tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal 

ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. 

Demonstrasi di Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh demonstrasi ekonomi. Salah satu 

permasalahan diantaranya adalah berkaitan dengan pembangunan bandara di Temon. Kejadian 

demo di kabuapaten Kulon Progo bissa dilihat di Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.157  

Jumlah Demo Kabupaten Kulon Progo 

No Uraian 1012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Demonstrasi politik 4 6 2 2 2  

2 Demonstrasi ekonomi 24 30 11 9 8  

3 
Demonstrasi mogok 
kerja 

0 2 1 0 0 
 

 Jumlah 28 38 14 11 10  

Sumber Data : Kesbangpol 2017 

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya demonstrasi adalah dengan meningkatkan 

koordinasi lintas sektoral untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik dan mengaktifkan tim 

penanganan konflik sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepentingan_kelompok
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majikan&action=edit&redlink=1
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2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai 

dengan Tahun 2017 

A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 

Capaian Kinerja dan Keuangan RKPD Tahun 2017 berisi perbandingan target 

dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2017 yang sudah ditetapkan 

dalam APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017. Jumlah/besaran target 

kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 

2017, sedangkan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD 

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017. 

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah berdasarkan RKPD 2017 

dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 5 tujuan 

dengan 7 indikator kinerja dan 7 sasaran dengan 13 indikator yang ditetapkan dalam 

RKPD Kabupaten Kulon progo Tahun 2017.  

Tabel  2.158  

Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran RKPD  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 
Tujuan 

Satu
an 

Targ
et 

2017 

Realisa
si 2017 

Prose
n-tase 

Ket. 
Sumber 

Data  

1. Terwujudnya 
sumberdaya 
manusia 
yang 
berkualitas 

  Nilai IPM 
(Index 
Pembangu
nan 
Manusia) 

 Nilai  71,9
4 

72,89** 101,3
2  

Tercap
ai   

 Proyeksi 
Kominfo 

    Meningkatn
ya kualitas 
pendidikan 
masyarakat 

Rata-Rata 
Lama 
Sekolah 

tahu
n 

8,4 9,54** 113,5
7  

Tercap
ai   

 Dinas 
Dikpora 

    Meningkatn
ya derajat 
kesehatan 
masyarakat 

Angka 
Harapan 
Hidup 

tahu
n 

74,9
5 

75,03**    
100,1
1 

 
Tercap
ai   

 Proyeksi 
Kominfo 

    Meningkatn
ya 
pelestarian/ 
pengemban
gan budaya 
dan prestasi 
genarasi 
muda 

Capaian 
pelestarian 
dan 
pengemban
gan seni 
budaya 
daerah 

% 100 122,99    
122,9
9  

 
Tercap
ai   

Dinas 
Kebuday
aan 

      Capaian 
prestasi 
generasi 
muda 

% 53,4
3 

55,91   
104,6
4  

 
Tercap
ai   

Dinas 
Dikpora 

2 Meningkatka
n 
pertumbuhan 
dan 
pemerataan 
ekonomi 
daerah 

  Pertumbuh
an Ekonomi 

  5,37 4,88**     
90,88  

 Tidak 
Tercap
ai   

 Proyeksi 
Kominfo 

      Gini Rasio   0,44 0,36** 117,8
1 

 
Tercap

 Proyeksi 
Kominfo 
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No Tujuan Sasaran 
Indikator 
Tujuan 

Satu
an 

Targ
et 

2017 

Realisa
si 2017 

Prose
n-tase 

Ket. 
Sumber 

Data  

ai   

    Meningkatn
ya  
pendapatan 
masyarakat 

Angka 
Penganggu
ran 

% 2,07 1,99* 103,8
6 

 
Tercap
ai   

BPS  
(hasil 
Sakernas 
2017) 

      Angka 
Kemiskinan 

% 17,7
5 

20,03*     
87,15  

 Tidak 
Tercap
ai   

BPS 

3 Terwujudnya 
kualitas 
penyelengga
raan 
pemerintaha
n dan 
pelayanan 
publik yang 
transparan, 
akuntabel 
dan 
partisipatif  

  Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

  70 64,69    
92,41  

 Tidak 
Tercap
ai   

Bagian 
Organisa
si Setda 
& 
Inspektor
at 
Daerah  

    Meningkatn
ya tata 
kelola 
pemerintaha
n 

Capaian 
penegakan 
peraturan 
daerah dan 
penangana
n konflik 
sosial 

% 93,4
8 

88,89  95,09   Tidak 
Tercap
ai   

Sat Pol 
PP, 
Kesbang
pol  

      Nilai 
akuntabilita
s kinerja 
pemerintah 
daerah 
(AKIP) 

  BB BB 100  
Tercap
ai   

Kemenp
an RB 
(nilai 
2016) 

      Nilai Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM)  

% 77,1
5 

81,54* 105,6
9 

 
Tercap
ai   

Bag. 
Organisa
si Setda  

      Opini BPK   WTP WTP 100  
Tercap
ai   

BPK 
(Opini 
2016) 

4 Mewujudkan 
keseimbanga
n Daya 
Dukung dan 
Daya 
Tampung 
Lingkungan 

  Daya 
Dukung 
Lingkungan 

  80,5
6% 

 75%  93,10                       Tidak 
Tercap
ai   

Dinas 
Pertaru 

      Daya 
Tampung 
Lingkungan 

  75%  83%    
110,6
7      

 
Tercap
ai   

Dinas 
Pertaru 

    Meningkatn
ya 
pengelolaan 
sumber 
daya alam 
secara 
berkelanjuta
n 

IKLH % 68,6
5 

76,5  
111,4
3  

 
Tercap
ai   

DLH  

      Presentase 
Kesesuaian 
Ruang 

% 83 87.25 105,1
2  

 
Tercap
ai   

Dinas 
Pertaru 
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No Tujuan Sasaran 
Indikator 
Tujuan 

Satu
an 

Targ
et 

2017 

Realisa
si 2017 

Prose
n-tase 

Ket. 
Sumber 

Data  

5 Terpenuhiny
a pelayanan 
infrastruktur 
wilayah 

  Prosentase 
peningkata
n 
pelayanan 
infrastruktur 
dan 
transportasi 

% 83,2
3 

    
73,31  

   
88,08  

Tidak  
Tercap
ai   

DPUPKP
, Dinas 
Perhubu
ngan  

    Meningkatn
ya 
pelayanan 
infrastruktur 
dan 
transportasi  

Prosentase 
peningkata
n 
pelayanan 
infrastruktur 
dan 
transportasi 

% 83,2
3 

 73,31      
88,08  

Tidak 
Tercap
ai   

DPUPKP
, Dinas 
Perhubu
ngan  

 Rata-rata      96,74   

Keterangan : ** angka sangat sementara 
               * angka sementara 
 

Tabel  2.159  

Predikat Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran RKPD 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

 

No Interval Nilai 
Realisasi Kinerja  

Predikat Kinerja Jumlah Indikator 
Sasaran 

Persentase 
(%)* 

1 90% - 100% Sangat tinggi 17 89,47 

2 75% -89,99% Tinggi 2 10,53 

3 65% - 74,99% Sedang 0 0 

4 50%- 64,99% Rendah 0 0 

5 ≤ 49,99% Sangat Rendah 0 0 

 Jumlah 19 100,00 

Ketarangan   : * angka sementara 
Sumber     : Bappeda Kulon Progo, 2017 

 

Tabel  2.160  

Anggaran dan Realisasi Keuangan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 
 

No. Jenis Belanja Target Kinerja Keuangan 

Tahun 2017 

Realisasi Tahun 2017* % 

1. Belanja Tidak 

Langsung 
847.339.962.069,65 810.944.149.119,00 95,70 

2. Belanja Langsung 

 
652.932.799.317,00 619.722.066.803.60 94.91 

 Jumlah Belanja 

 
1.500.272.761.386,65 1.430.666.541.382.90 95.36 

Ketarangan   : * angka sementara 
Sumber    : BKAD Kulon Progo, 2017 
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Tabel  2.161  

Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 
 

No. Uraian Rata-rata Tingkat 

Capaian RKPD 

(%)* 

Predikat Kinerja 

1. Realisasi Kinerja  99,73 Sangat Tinggi (ST) 

2. Realisasi Keuangan  (Anggaran) 94,91     Tinggi ST) 

Ketarangan   : * angka sementara 
Sumber       : Bappeda Kulon Progo, 2017; BKAD Kulon Progo, 2017 

 

Dari Tabel Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran RKPD Tahun 2017, Capaian 

kinerja tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2017 dapat tercapai 96,72% predikat Sangat Tinggi. Total 

indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran ada 19 indikator kinerja, karena ada satu  

indikator yang dipakai untuk indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran, yaitu prosentase 

penigkatan pelayanan infrastruktur dan transportasi. Dari 19 indikator kinerja, ada 13 indikator 

kinerja yang tercapai atau sebesar 68,42%, sedangkan indikator kinerja yang tidak  tercapai ada 6 

indikator kinerja atau sebesar 31,58%. Predikat Sangat Tinggi ada pada 17 indikator kinerja atau 

89,47%, dan predikat Tinggi ada 2 indikator kinerja atau 10,53 %. Indikator kinerja yang tidak 

tercapai adalah pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, capaian 

penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial daya dukung lingkungan, dan 

prosentase peningkatan pelayanan infrastruktur dan transportasi. 

Target kinerja keuangan dari anggaran belanja RKPD tahun 2017  sebesar Rp, 

1.500.272.761.386,65 terealisasi sebesar Rp 1.430.666.541.382,90 atau tercapai  95,36%. 

Gambaran umum jumlah program dan kegiatan sesuai dengan RKPD  Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2017 sebanyak 104 program dan 507 kegiatan, Selanjutnya secara umum capaian kinerja 

RKPD Tahun 2017 sebesar 99,73% dan capaian kinerja keuangan RKPD Tahun 2017 sebesar 

94,91%. 

 

B. Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2017 

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah 2017, selain berdasarkan RKPD 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 juga dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat 

kinerja terhadap 5 tujuan dengan 7 indikator kinerja dan 9 sasaran dengan 17 indikator kinerja yang 

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.  
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Tabel  2.162  

Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 
Berdasarkan RPJMD 2017-2022 

 

N
o 

Tujuan Sasaran Indikator 
Satua

n 

Targ
et  

2017 

Realis
asi 

2017 

Pros
e-

ntas
e 

Ket 
Sumber 

Data  

1 Terwujudnya 
sumberdaya 
manusia yang 
berkualitas 

  Nilai IPM 
(Indeks 
Pembangu
nan 
Manusia) 

Nilai 72,8
0  

 
72,89*
*  

 
100,
12  

 
Tercap

ai  

 Proyeksi 
Kominfo   

    Meningkatn
ya kualitas 
pendidikan 
masyarakat 

1,  Rata-
rata lama 
sekolah 

tahun      
8,56  

9,54**  
111,
46  

 
Tercap

ai  

 Data 
Dikpora  

    2, Harapan 
lama 
sekolah 

tahun 14,0
1  

14,05*
* 

 
100,
31  

 
Tercap

ai  

 Data 
Dikpora  

    3,  Angka 
melek 
huruf 

% 96,6
2  

96,90*
*  

100,
29  

 
Tercap

ai  

 Data 
Dikpora  

    Meningkatn
ya derajat 
kesehatan 
masyarakat 

1,  Angka 
Harapan 
Hidup 

tahun    
75,0
3  

75,03*
* 

100,
00 

 
Tercap

ai  

 Proyeksi 
Kominfo   

      2,  Angka 
Kematian 
Ibu 

per 
100,00

0 
Kelahir

an 
Hidup 

   
56,2
6  

59,38*  
94,4
5  

 Tidak 
Tercap

ai  

 Dinas 
Kesehata

n  

      3,  Angka 
Kematian 
Bayi 

per 
1000 

Kelahir
an 

Hidup 

   
8,86  

8,31*  
106,
21  

 
Tercap

ai  

 Dinas 
Kesehata

n  

    Meningkatn
ya 
pelestarian/ 
pengemban
gan budaya 
dan 
prestasi 
generasi 
muda 
  

1, Cakupan 
Pelestarian 
dan  
Pengemba
ngan 
Budaya 
daerah 

%  
72,4

1  

  69,62   
96,1
5  

 Tidak 
Tercap

ai  

Dinas 
Kebudaya
an 

    2, Cakupan 
prestasi 
generasi 
muda 

% 25,3
3 

45,75* 180,
63  

 
Tercap

ai  

 Data 
Dikpora  

2 Terwujudnya 
pertumbuhan 
dan 
pemerataan 
ekonomi 

  1,     Gini 
Rasio 

Nilai     
0,34  

0,36**   
94,1
2  

 Tidak 
Tercap

ai  

 Proyeksi 
Kominfo   

2, 
Pertumbuh
an 
Ekonomi 

% 4,88 4,88**  
100,
00  

 
Tercap

ai  

 Proyeksi 
Kominfo   

3, Angka 
Kemiskinan 

% 19,2
5 

20,03*  
95,9
5  

 Tidak 
Tercap

ai  

 BPS  

  Meningkatn
ya 
Pendapatan 
Masyarakat 

1, Angka 
penganggu
ran terbuka 

%       
3,2  

1,99  
137,
81  

 
Tercap

ai  

BPS 
(hasil 
Sakernas 
Agustus 
2017) 

  2, 
Pendapata

juta 
rupiah 

16,3
9  

16,24*
* 

   
99,0

 Tidak 
Tercap

 Proyeksi 
Kominfo   
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N
o 

Tujuan Sasaran Indikator 
Satua

n 

Targ
et  

2017 

Realis
asi 

2017 

Pros
e-

ntas
e 

Ket 
Sumber 

Data  

n perkapita 
penduduk 

8  ai  

3 Mewujudkan  
tata kelola 
pemerintahan 
yang baik 

  Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

   64  64,69  
101,
08  

 
Tercap

ai  

Bagian 
Organisas
i Setda, 
Inspektor
at Daerah 

    Meningkatn
ya kualitas 
penyelengg
araan 
pemerintah
an  dan 
pelayanan 
publik yang 
responsif 
dan 
akuntabel 
  
  

1,  Nilai 
akuntabilita
s kinerja 
pemerintah 
daerah 
(AKIP) 

Nilai BB BB  
100,
00  

 
Tercap

ai  

Kemenpa
n RB 

    2, 
Akuntabilita
s 
Pengelolaa
n 
Keuangan 
Daerah 
(Opini 
BPK) 

Opini 
BPK 

WTP WTP  
100,
00  

 
Tercap

ai  

BPK 

    3, Nilai 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

Nilai 77,1
5  

81,54*  
105,
69  

 
Tercap

ai  

Bag, 
Organisas
i Setda 

  Mewujudkan 
keamanan, 
ketertiban dan 
ketenteraman 
lingkungan 
  

  Indeks 
ketertiban 
dan 
ketenteram
an 

Nilai   
0,72  

0,0005
37  

 
199,
93  

 
Tercap

ai  

Pol PP, 
kesbangp
ol 

  Meningkatn
ya 
kedisiplinan
, ketertiban, 
dan 
kehidupan 
bermasyara
kat yang 
kondusif 

Cakupan 
penegakan 
peraturan 
daerah dan 
penangana
n konflik 
sosial 

%    
76,8
9  

88,89   
115,
61  

 
Tercap

ai  

Pol PP, 
kesbangp
ol 

4 Terwujudnya 
pembangunan 
kawasan 
berkelanjutan 
  

  Indeks 
Pembangu
nan 
Berkelanjut
an 

Nilai 72,5
7  

74,52  102,
68  

 
Tercap

ai  

DPUPKP, 
Dishub, 

DLH, 
Dinas 

Pertaru  

  Meningkatn
ya 
pelayanan 
infrastruktur 
yang 
mendukung 
performa 
wilayah 

Indeks 
Pembangu
nan 
Infrastruktu
r 

Nilai                       
67,5
7  

                     
69,92  

                  
103,
47  

 
Tercap

ai  

DPUPKP, 
Dinas 
Perhubun
gan  

    Meningkatn
ya 
pengelolaa
n kualitas 
lingkungan 
hidup 

Indeks 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 
(IKLH) 

Nilai 62,9
0 

  66,38  105,
53  

 
Tercap

ai  

Dinas 
Lingkunga
n Hidup  
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N
o 

Tujuan Sasaran Indikator 
Satua

n 

Targ
et  

2017 

Realis
asi 

2017 

Pros
e-

ntas
e 

Ket 
Sumber 

Data  

    Meningkatn
ya 
pengendali
an 
pemanfaata
n ruang 

Persentase 
Kesesuaia
n Ruang 

% 87,2
4  

87,25  
102,
80  

 
Tercap

ai  

Dinas 
Pertaru 

   Rata-rata             
99,1
6  

    

Keterangan : ** angka sangat sementara 
               * angka sementara 

 

Tabel  2.163  

Anggaran dan Realisasi Keuangan RPJMD 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

 

No. Jenis Belanja Target Kinerja Keuangan 

Akhir RPJMD  

Realisasi Tahun 2017* % 

1. Belanja Tidak 

Langsung 
4.885.690.398.975,89 810.944.149.119,00 18,08 

2. Belanja Langsung 

 
3.427.293.492.090,42 619.722.066.803.60 16.60 

 Jumlah Belanja 

 
8.312.983.891.066,31 1.430.666.215.922.60 17.21 

Ketarangan   : * angka sementara 
Sumber    : BKAD Kulon Progo, 2017 

  
Evaluasi terhadap kinerja tujuan dan sasaran daerah tahun 2017 dilakukan terhadap 

RKPD Tahun 2017 dan RPJMD Tahun 2017-2022 dan terdapat perbedaan indikator kinerja 

maupun angka target indikator kinerja dikarenakan tahun 2017 merupakan tahun transisi dimana 

RPJMD 2017-2022 baru disahkan pada tanggal 20 November 2017. Dari Tabel Realisasi Kinerja 

Tujuan dan Kinerja Sasaran Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 berdasarkan RPJMD Tahun 

2017-2022, Capaian kinerja tujuan dan sasaran  Tahun 2017 dapat tercapai 99,16% predikat 

Sangat Tinggi. Dari 24 indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, ada 19 indikator kinerja yang 

tercapai atau sebesar 79,17%, sedangkan indikator kinerja yang tidak  tercapai ada 5 indikator 

kinerja atau sebesar 20,83%. Predikat Sangat Tinggi ada pada seluruh indikator kinerja atau 100%. 

Indikator kinerja yang tidak tercapai adalah angka kematian ibu, Cakupan Pelestarian dan  

Pengembangan Budaya daerah, gini rasio, angka kemiskinan, dan pendapatan penduduk per 

kapita. 

Target kinerja keuangan dari anggaran belanja RPJMD sampai dengan tahun tahun 

2022  sebesar Rp 8.312.983.891.066,31 terealisasi sampai dengan tahun 2017 (tahun transisi) 

sebesar Rp 1.430.666.541.382,90  atau tercapai  17,21%. Secara lengkap hasil evaluasi RKPD 

Kabupaten Kulon Tahun 2017 disajikan dalam Tabel berikut. 



K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  K Rp  K Rp K Rp K Rp

1.01 Urusan Pendidikan

1.01.1.01.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 997,771,650 25 107,003,575 50 153,228,595 75 184,156,725 100 518,805,704     100,00 963,194,599     100,00 96.53 100 963,194,599

Dinas Pendidikan 

Pemuda Dan 

Olahraga

1.01.1.01.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 1,122,456,220 98.16 65,987,808 98.16 182,471,010 100 350,743,236 100 459,351,305     100,00 1,058,553,359     100,00 94.31 100 1,058,553,359

Dinas Pendidikan 

Pemuda Dan 

Olahraga

1.01.1.01.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 1,058,308,950 26.85 46,661,500 46.3 186,239,400 91.67 569,492,259 100 237,319,000     100,00 1,039,712,159     100,00 98.24 100 1,039,712,159

Dinas Pendidikan 

Pemuda Dan 

Olahraga

1.01.1.01.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumberdaya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 88,949,600 0 0 0 0 100 0 100 84,434,450     100,00 84,434,450     100,00 94.92 100 84,434,450

Dinas Pendidikan 

Pemuda Dan 

Olahraga

1.01.1.01.01.01.38

Program Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat

Cakupan Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat (%)

18.62 2,640,027,450 17.71 57,123,800 17.71 420,705,694 17.71 211,195,712 17.23 1,317,784,618  17.23 2,006,809,824       92,53 76.01 17.23 2,006,809,824

Dinas Pendidikan 

Pemuda Dan 

Olahraga

1.01.1.01.01.01.39
Program Pembinaan 

Sekolah Dasar

Cakupan Pendidikan 

Sekolah Dasar (%)
62.94 47,929,841,870 66.97 756,478,130 66.97 5,891,915,634 66.97 11,207,619,931 62.54 5,809,687,360  62.54 23,665,701,055       99,36 49.38 62.54 23,665,701,055

Dinas Pendidikan 

Pemuda Dan 

Olahraga

1.01.1.01.01.01.40

Program Pembinaan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Cakupan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama (%)

80.58 28,410,526,564 86.79 1,477,513,350 86.79 1,853,160,748 86.79 6,713,443,675 78.42 3,168,585,650  78.42 13,212,703,423       97,32 46.51 78.42 13,212,703,423

Dinas Pendidikan 

Pemuda Dan 

Olahraga

1.01.1.01.01.01.41
Program Pembinaan 

Ketenagaan

Cakupan Peningkatan 

Kapasitas Ketenagaan (%)
39.09 11,759,336,475 39.03 199,825,740 39.03 3,009,383,910 39.03 2,913,360,190 39.03 5,193,976,503  39.03 11,316,546,343       99,85 96.23 39.03 11,316,546,343

Dinas Pendidikan 

Pemuda Dan 

Olahraga

1.02

1.02.1.02.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 563,359,775 25 59,079,500 50 116,721,596 75 148,515,400 100 236,174,810     100,00 560,491,306     100,00 99.49 100 560,491,306 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 445,399,722 59.99 63,362,654 60.27 56,219,515 60.27 119,156,189 60.27 138,199,667  60.27 376,938,025       60,27 84.63 60.27 376,938,025 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 81,646,150 30.56 5,361,000 46.3 14,798,925 65.74 21,817,500 100 39,309,625     100,00 81,287,050     100,00 99.56 100 81,287,050 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumberdaya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 10,000,000 50 1,200,000 50 0 100 1,000,000 100 7,800,000     100,00 10,000,000     100,00 100 100 10,000,000 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.48
Program Peningkatan 

Kesehatan Masyarakat

Cakupan peningkatan 

Kesehatan Masyarakat 

(%)

58,35 1,948,576,250 74.54 116,239,800 74.5 333,909,250 74.49 378,793,135 74.49 887,686,713  74.49 1,716,628,898     127,66 88.1 74.49 1,716,628,898 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.49
Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit

Cakupan Pemberantasan 

Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan (%)

53,43 732,079,450 76.35 58,317,220 78.48 135,383,948 71.38 134,905,822 71.38 348,108,770  71.38 676,715,760     133,60 92.44 71.38 676,715,760 Dinas Kesehatan

7 8 9 10 11 12=11/66 13=5+11 14=13/4
15

Urusan Kesehatan

III IV*

1 2 3
4 5

TABEL. 2.164

EVALUASI HASIL PROGRAM RKPD KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2017

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program (outcome)/ 

Kegiatan (output)

Target RPJM 

pada Akhir 

Periode RPJMD

Realisasi 

Capaian Kinerja 

RPJMD s.d RKPD 

Tahun lalu

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 2017 

(Tahun yang Dievaluasi)

Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Anggaran 

s.d Akhir Triwulan IV RKPD Tahun 

2017 (sesuai capaian APBD)*

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Triwulan IV 

Tahun 2017 (%)*

Realisasi Kinerja dan Anggaran 

RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 

2017*

Tingkat 

Capaian 

Kinerja 

dan 

Anggara

n 

RPJMD 

s.d 

SKPD Penanggung 

Jawab

I II
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K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  K Rp  K Rp K Rp K Rp

7 8 9 10 11 12=11/66 13=5+11 14=13/4
151 2 3

4 5

1.02.1.02.01.01.50
Program Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan

Capaian Peningkatan 

Layanan Kesehatan (%)
77,04 60,088,053,881 58.12 5,275,844,556 58.66 12,211,757,716 58.66 16,207,039,766 58.66 19,476,830,468  58.66 53,171,472,507       76,14 88.49 58.66 53,171,472,507 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51
Program Peningkatan 

Sumber Daya Kesehatan

Cakupan peningkatan 

Sumber Daya Kesehatan 

(%)

78,89 18,103,642,300 78.46 36,789,450 91.11 55,628,927 92.97 4,514,729,872 92.97 12,652,802,642  92.97 17,259,950,891     117,85 95.34 92.97 17,259,950,891 Dinas Kesehatan

1.02.1.02.02.01.47

Program Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan 

Rujukan

Capaian Kinerja Mutu 

Pelayanan dan Manfaat 

(%)

90 97,728,831,050 0 20,845,809,783 0 28,800,009,167 86.25 27,120,743,863 86.25 19,773,061,832  86.25 96,539,624,645       95,83 98.78 86.25 96,539,624,645 Rsud Wates

1.02.1.02.03.01.47

Program Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan 

Rujukan

Capaian Kinerja Mutu 

Pelayanan dan Manfaat 

(%)

71.9 16,793,741,868 82.5 225,653,471 82.5 2,310,450,968 90 5,692,922,422 90 7,532,559,125       90,00 15,761,585,986     125,17 93.85 90 15,761,585,986
Rsud Nyi Ageng 

Serang

1.03

1.03.1.03.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 324,540,200 25 61,127,689 50 43,036,880 75 103,841,510 100 113,408,505     100,00 321,414,584     100,00 99.04 100 321,414,584

Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan 

Dan Kawasan 

Permukiman

1.03.1.03.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 1,771,779,016 0 276,031,522 100 400,986,181 100 432,510,370 100 532,499,588     100,00 1,642,027,661     100,00 92.68 100 1,642,027,661

Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan 

Dan Kawasan 

Permukiman

1.03.1.03.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 74,380,275 19.44 6,619,225 31.48 16,274,800 76 24,837,350 100 18,579,350     100,00 66,310,725     100,00 89.15 100 66,310,725

Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan 

Dan Kawasan 

Permukiman

1.03.1.03.01.01.18

Program Pembangunan 

dan Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan

Capaian panjang jalan 

kabupaten dalam kondisi 

baik (%)

74,63 100,292,778,730 73.31 310,280,594 73.81 12,727,521,259 74.32 21,064,953,432 74.65 62,934,998,850  74.65 97,037,754,135     100,03 96.75 74.65 97,037,754,135

Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan 

Dan Kawasan 

Permukiman

1.03.1.03.01.01.23

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Kebinamargaan

Capaian layanan uji 

laboratorium dan alat berat 

(%)

78.57 1,447,156,400 74.06 9,864,225 76.55 85,594,675 75.97 74,681,300 78.57 95,570,275  78.57 265,710,475     100,00 18.36 78.57 265,710,475

Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan 

Dan Kawasan 

Permukiman

1.03.1.03.01.01.52

Program Pengembangan, 

Pengelolaan, dan 

Konservasi Sumber Daya 

Air

Capaian ketersediaan air 

baku, peningkatan 

pelayanan irigasi, dan 

drainase pengairan dalam 

kondisi baik (%)

75,98 27,510,925,618 71.43 374,481,000 72.3 3,446,268,405 72.44 8,796,428,268 75.57 13,088,198,197  75.57 25,705,375,870       99,46 93.44 75.57 25,705,375,870

Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan 

Dan Kawasan 

Permukiman

1.03.1.03.01.01.56

Program Pembangunan 

dan Rehabilitasi Sarana 

Prasarana Gedung Kantor 

dan Bangunan Umum

Cakupan sarana 

prasarana gedung kantor 

dalam kondisi baik (%)

73,08 2,241,532,450 70.19 2,541,225 70.19 11,798,150 72.12 621,165,050 73.08 1,449,592,800  73.08 2,085,097,225     100,00 93.02 73.08 2,085,097,225

Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan 

Dan Kawasan 

Permukiman

1.03.1.03.01.01.57

Program Pembangunan 

Pengembangan Sarana 

Prasarana Air Minum dan 

Sanitasi

Capaian layanan air bersih 

dan air limbah (%)
66.25 1,379,311,450 66.01 148750 65.84 48,943,160 65.85 361,835,712 66.25 801,195,742  66.25 1,212,123,364     100,00 87.88 66.25 1,212,123,364

Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan 

Dan Kawasan 

Permukiman

1.03.1.03.01.01.58

Program Pembinaan dan 

Pengendalian Jasa 

Konstruksi

Cakupan peningkatan 

kualitas jasa konstruksi 

(%)

74.58 213,215,800 70.83 27,210,025 72.08 130,079,500 73.33 27,279,800 74.58 24,426,300  74.58 208,995,625     100,00 98.02 74.58 208,995,625

Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan 

Dan Kawasan 

Permukiman

1.03.1.03.01.01.59

Program Pengelolaan 

Kebersihan dan 

Pertamanan

Capaian taman dalam 

kondisi baik, layanan 

persampahan (%)

67.66 4,465,960,340 67.51 395,354,495 67.6 799,675,475 660.767 1,316,012,515 67.66 1,879,276,460  67.66 4,390,318,945     100,00 98.31 67.66 4,390,318,945

Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan 

Dan Kawasan 

Permukiman

1.03.2.04.01.01.53
Program Perencanaan 

Tata Ruang

Cakupan perencanaan 

tata ruang (%)
28,13 1,488,881,700 0 149,899,000 0 86,560,000 11.9 876,224,000 11.9 298,301,540  11.9 1,410,984,540       42,30 94.77 11.9 1,410,984,540

Dinas Pertanahan 

Dan Tata Ruang

1.03.2.04.01.01.60
Program Pembinaan Tata 

Ruang

Cakupan pembinaan tata 

ruang (%)
8 26,859,325 0 1,290,000 4 7,233,000 8 11,620,000 8 1,931,250         8,00 22,074,250     100,00 82.18 8 22,074,250

Dinas Pertanahan 

Dan Tata Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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1.03.2.04.01.01.61
Program Pelaksanaan Tata 

Ruang

Cakupan pengendalian 

tata ruang (%)
78.79 231,199,550 66.67 4,803,600 66.67 7,279,950 63.29 64,363,000 63.29 149,307,500  63.29 225,754,050       80,33 97.64 63.29 225,754,050

Dinas Pertanahan 

Dan Tata Ruang

1.03.2.04.01.01.62

Program Pengelolaan 

Database dan Sistem 

Informasi Tata Ruang

Cakupan pengelolaan 

database dan sistem 

informasi tata ruang (%)

3 85,128,600 0 6,594,500 0 17,824,892 0 22,452,104 3 37,861,424         3,00 84,732,920     100,00 99.54 3 84,732,920
Dinas Pertanahan 

Dan Tata Ruang

1.04

1.04.1.03.01.01.22

Program Lingkungan Sehat 

Permukiman dan 

Pengembangan 

Perumahan

Capaian peningkatan 

pelayanan perumahan dan 

peningkatan kawasan 

lingkungan sehat 

permukiman (%)

41,94 33,373,371,473 61.86 6,670,378,200 64.35 11,846,388,700 64.38 509,660,575 64.45 12,744,573,725  64.45 31,771,001,200     153,67 95.2 64.45 31,771,001,200

Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan 

Dan Kawasan 

Permukiman

1.04.1.03.01.01.23
Program Pembangunan 

Infrastruktur Perkotaan

Capaian peningkatan 

infrastruktur perkotaan (%)
100 185,408,700 100 1,008,700 100 0 100 0 100 184,041,000     100,00 185,049,700     100,00 99.81 100 185,049,700

Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan 

Dan Kawasan 

Permukiman

1.05

1.05.1.05.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 96,270,025 25 16,552,550 50 20,208,500 75 14,549,000 100 43,298,200     100,00 94,608,250     100,00 98.27 100 94,608,250
Kantor Kesatuan 

Bangsa Dan Politik

1.05.1.05.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 310,658,300 100 40,001,038 100 82,552,909 100 17,493,954 100 132,796,887     100,00 272,844,788     100,00 87.83 100 272,844,788
Kantor Kesatuan 

Bangsa Dan Politik

1.05.1.05.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 21,837,900 19.44 0 32.54 0 51.98 2,143,750 100 14,819,900     100,00 16,963,650     100,00 77.68 100 16,963,650
Kantor Kesatuan 

Bangsa Dan Politik

1.05.1.05.01.01.17

Program Peningkatan 

Wawasan Kebangsaan dan 

Politik Masyarakat

Capaian peningkatan 

wawasan kebangsaan dan 

politik masyarakat (%)

63.62 1,212,463,075 38.07 113,311,250 47.43 249,906,250 58.1 431,909,500 71.43 149,915,050  71.43 945,042,050     112,28 77.94 71.43 945,042,050
Kantor Kesatuan 

Bangsa Dan Politik

1.05.1.05.02.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Capaian Administrasi 

Perkantoran (%)
100 302,987,175 25 62,358,735 50 76,118,316 75 86,708,861 100 75,065,812     100,00 300,251,724     100,00 99.1 100 300,251,724

Satuan Polisi 

Pamong Praja

1.05.1.05.02.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 366,621,700 99.43 35,212,194 99.43 59,123,647 99.43 43,975,986 99.43 220,416,013  99.43 358,727,840       99,43 97.85 99.43 358,727,840
Satuan Polisi 

Pamong Praja

1.05.1.05.02.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 28,703,600 19.44 0 32.54 16,743,000 71.03 7,154,400 100 3,989,000     100,00 27,886,400     100,00 97.15 100 27,886,400
Satuan Polisi 

Pamong Praja

1.05.1.05.02.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 36,329,950 0 4,950,000 0 2,895,500 50 4,820,000 100 7,239,600     100,00 19,905,100     100,00 54.79 100 19,905,100
Satuan Polisi 

Pamong Praja

1.05.1.05.02.01.30

Program Peningkatan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat

Capaian peningkatan 

ketentraman dan 

ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat 

(%)

70 1,531,722,350 51.48 355,726,731 63.48 369,348,705 64.06 295,635,689 72.12 418,529,843  72.12 1,439,240,968     103,03 93.96 72.12 1,439,240,968
Satuan Polisi 

Pamong Praja

1.05.1.05.03.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 129,281,650 25 26,125,050 50 22,566,365 75 35,528,270 100 44,447,156     100,00 128,666,841     100,00 99.52 100 128,666,841

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah

1.05.1.05.03.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 868,749,500 99.17 53,815,457 99.17 225,630,929 99.47 446,844,787 99.48 132,614,255  99.48 858,905,428       99,48 98.87 99.48 858,905,428

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
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1.05.1.05.03.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 29,894,000 24.21 2,065,250 46.83 4,537,000 71.03 8,119,000 100 14,841,000     100,00 29,562,250     100,00 98.89 100 29,562,250

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah

1.05.1.05.03.01.31
Program Penanggulangan 

Bencana

capaian peningkatan 

penanggulangan bencana 

(%)

65,88 14,899,739,475 64.11 138,706,500 64.11 3,053,865,238 71.09 3,868,053,766 70.88 7,827,322,420  70.88 14,887,947,924     107,59 99.92 70.88 14,887,947,924

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah

1.06

1.06.1.06.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 214,113,250 25 34,559,050 50 47,983,750 75 53,774,450 100 69,214,950     100,00 205,532,200     100,00 95.99 100 205,532,200

Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan Dan 

Perlindungan Anak

1.06.1.06.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 544,850,175 100 46,182,389 100 152,833,198 100 187,300,578 100 112,837,246     100,00 499,153,411     100,00 91.61 100 499,153,411

Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan Dan 

Perlindungan Anak

1.06.1.06.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 66,591,350 19.44 9,906,700 32.54 12,601,350 66.27 8,999,100 100 16,807,200     100,00 48,314,350     100,00 72.55 100 48,314,350

Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan Dan 

Perlindungan Anak

1.06.1.06.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumberdaya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 7,500,000 0 0 0 0 0 0 100 7,500,000     100,00 7,500,000     100,00 100 100 7,500,000

Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan Dan 

Perlindungan Anak

1.06.1.06.01.01.24
Program Perlindungan dan 

Pemberdayaan Sosial

Capaian Perlindungan dan 

Pemberdayaan Sosial (%)
65,19 2,458,350,450 80.05 205,443,750 80.05 445,775,400 80.46 718,987,200 61.05 839,644,500  61.05 2,209,850,850       93,65 89.89 61.05 2,209,850,850

Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan Dan 

Perlindungan Anak

2.01

2.01.2.01.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 182,402,700 25 26,067,600 50 31,002,500 75 49,716,600 100 69,041,908     100,00 175,828,608     100,00 96.4 100 175,828,608
Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 499,439,600 100 127,255,439 100 220,180,060 100 43,289,320 100 77,426,813     100,00 468,151,632     100,00 93.74 100 468,151,632
Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 57,876,100 28.97 3,000,000 42.06 11,386,300 66.27 4,659,000 100 36,090,800     100,00 55,136,100     100,00 95.27 100 55,136,100
Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumberdaya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 10,920,500 0 0 0 450500 100 2,235,000 100 7,815,000     100,00 10,500,500     100,00 96.15 100 10,500,500
Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.18
Program Perlindungan 

Ketenagakerjaan

Capaian perlindungan 

ketenagakerjaan (%)
57,81 163,250,000 80.43 14,664,450 89.22 50,278,300 89.22 45,206,800 53.47 44,547,478  53.47 154,697,028       92,49 94.76 53.47 154,697,028

Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.19

Program Pengembangan 

dan Pelatihan Tenaga 

Kerja

capaian peningkatan 

penyerapan tenaga kerja 

(%)

71,56 2,083,244,950 24.32 135,025,950 46.77 1,232,471,575 48.32 345,531,625 66.08 320,933,015  66.08 2,033,962,165       92,34 97.63 66.08 2,033,962,165
Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

2.02

2.02.1.06.01.01.21

Program Kesetaraan 

Gender dan Peningkatan 

Kualitas Hidup dan 

Perlindungan Perempuan 

dan anak

Cakupan Perlindungan 

Perempuan dan Anak (%)
60,92 1,059,650,100 58.13 81,805,900 58.13 99,733,300 60.14 243,601,950 66.14 579,246,733  66.14 1,004,387,883     108,57 94.78 66.14 1,004,387,883

Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan Dan 

Perlindungan Anak

2.03

2.03.3.03.01.01.26
Program Pemberdayaan 

Penyuluhan

Capaian peningkatan 

pemberdayaan kelompok 

tani (%)

72,93 736,908,480 69.64 84,993,450 69.64 265,732,000 69.64 201,093,550 73 162,462,000       73,00 714,281,000     100,10 96.93 73 714,281,000
Dinas Pertanian Dan 

Pangan

2.03.3.03.01.01.27
Program Ketahanan 

Pangan Daerah

Capaian upaya 

diversifikasi pangan (%)
76,05 1,208,417,250 72.15 6,216,400 72.95 366,901,800 75.34 538,554,210 57,31 228,966,650       57,31 1,140,639,060       75,36 94.39 57,31 1,140,639,060

Dinas Pertanian Dan 

Pangan

2.04

Urusan Sosial

Urusan Tenaga Kerja

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pangan

Urusan Pertanahan
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2.04.2.04.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 234,185,350 25 37,237,550 50 38,611,000 75 41,551,000 100 90,139,866     100,00 207,539,416     100,00 88.62 100 207,539,416
Dinas Pertanahan 

Dan Tata Ruang

2.04.2.04.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 526,069,850 100 59,374,287 100 118,650,698 100 22,886,525 100 290,448,982     100,00 491,360,492     100,00 93.4 100 491,360,492
Dinas Pertanahan 

Dan Tata Ruang

2.04.2.04.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 38,442,900 19.44 1,900,000 32.54 5,225,950 71.03 7,917,450 100 18,792,000     100,00 33,835,400     100,00 88.01 100 33,835,400
Dinas Pertanahan 

Dan Tata Ruang

2.04.2.04.01.01.12
Penyusunan Perencanaan 

Kinerja SKPD

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 38,442,900 19.44 1,900,000 32.54 5,225,950 71.03 7,917,450 100 18,792,000     100,00 33,835,400     100,00 88.01 100 33,835,400
Dinas Pertanahan 

Dan Tata Ruang

2.04.2.04.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 2,260,000 0 0 0 0 0 0 100 2,000,000     100,00 2,000,000     100,00 88.5 100 2,000,000
Dinas Pertanahan 

Dan Tata Ruang

2.04.2.04.01.01.16

Program Penataan 

Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah

Cakupan penataan 

penguasaan pemilikan 

penggunaan dan 

pemanfaatan tanah (%)

50.76 1,829,121,000 38.26 285,336,000 36.96 753,136,330 57.02 224,983,373 52,92 354,767,190       52,92 1,618,222,893     104,26 88.47 52,92 1,618,222,893
Dinas Pertanahan 

Dan Tata Ruang

2.04.2.04.01.01.19

Program Pengelolaan 

Database dan Sistem 

Informasi Pertanahan

Cakupan pengelolaan 

database dan sistem 

informasi pertanahan (%)

39.46 57,783,800 36.96 3,620,000 37.13 8,119,500 37.56 8,141,500 38,61 37,320,497       38,61 57,201,497       97,85 98.99 38,61 57,201,497
Dinas Pertanahan 

Dan Tata Ruang

2.05

2.05.2.05.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 127,044,800 25 14,793,300 50 10,367,600 75 43,317,300 100 51,736,100     100,00 120,214,300     100,00 94.62 100 120,214,300
Dinas Lingkungan 

Hidup

2.05.2.05.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

apaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 295,935,500 100 25,685,119 100 172,719,457 100 34,036,967 100 51,418,805     100,00 283,860,348     100,00 95.92 100 283,860,348
Dinas Lingkungan 

Hidup

2.05.2.05.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 19,599,700 34.26 2,376,500 42.59 560000 69.44 3,334,400 92.59 12,557,500  92.59 18,828,400       92,59 96.06 92.59 18,828,400
Dinas Lingkungan 

Hidup

2.05.2.05.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 6,000,000 0 0 0 0 100 0 100 6,000,000     100,00 6,000,000     100,00 100 100 6,000,000
Dinas Lingkungan 

Hidup

2.05.2.05.01.01.26

Program Pengelolaan dan 

Konservasi lingkungan 

hidup

capaian perlindungan dan 

konservasi sumber daya 

alam (%)

47.38 744,590,600 42.21 131,168,000 42.21 91,088,000 0 103,168,350 48.97 402,867,190  48.97 728,291,540     103,36 97.81 48.97 728,291,540
Dinas Lingkungan 

Hidup

2.05.2.05.01.01.27
Program Penaatan dan 

Pengendalian Pencemaran

Capaian peningkatan 

pengendalian pencemaran 

dan perusakan lingkungan 

hidup (%)

86.37 1,122,200,800 69.27 33,878,900 69.27 189,749,900 76.56 258,992,050 86.46 629,594,671  86.46 1,112,215,521     100,10 99.11 86.46 1,112,215,521
Dinas Lingkungan 

Hidup

2.06

2.06.2.06.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 181,214,400 25 36,915,750 50 34,767,984 75 35,751,472 100 60,613,200     100,00 168,048,406     100,00 92.73 100 168,048,406
Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

2.06.2.06.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 1,124,545,600 100 83,255,960 100 256,476,303 100 250,560,544 100 436,025,086     100,00 1,026,317,893     100,00 91.27 100 1,026,317,893
Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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2.06.2.06.01.01.12

Program Perencanaan 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 48,126,700 28.97 7,633,300 42.06 13,524,625 50.4 10,013,325 100 14,607,625     100,00 45,778,875     100,00 95.12 100 45,778,875
Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

2.06.2.06.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 6,000,000 100 6,000,000 100 0 100 0 100 0     100,00 6,000,000     100,00 100 100 6,000,000
Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

2.06.2.06.01.01.15

Program Penataan 

Administrasi 

Kependudukan

Capaian penataan 

administrasi 

kependudukan (%)

100 2,020,451,350 94.08 329,955,325 98.28 743,170,575 98.29 433,489,033 98.72 437,440,104  98.72 1,944,055,037       98,72 96.22 98.72 1,944,055,037
Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

2.06.2.06.01.01.16
Program Administrasi 

Pencatatan Sipil

Capaian administrasi 

pencatatan sipil (%)
71.45 571,373,350 65.62 63,780,100 76.67 286,701,245 76.69 111,803,750 78.22 72,541,034  78.22 534,826,129     109,48 93.6 78.22 534,826,129

Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil

2.07

2.07.2.07.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 167,658,975 25 21,499,200 50 27,229,500 75 53,996,900 100 53,620,168     100,00 156,345,768     100,00 93.25 100 156,345,768

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa Pengendalian 

Penduduk Dan 

Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 553,063,800 100 60,015,649 100 59,083,636 100 79,228,573 99.86 226,583,345  99.86 424,911,203       99,86 76.83 99.86 424,911,203

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa Pengendalian 

Penduduk Dan 

Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 44,800,275 28.97 2,784,300 42.06 2,475,650 70.83 1,664,000 100 24,093,700     100,00 31,017,650     100,00 69.24 100 31,017,650

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa Pengendalian 

Penduduk Dan 

Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumberdaya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 11,810,000 0 0 0 2,207,850 100 3,250,000 100 4,416,950     100,00 9,874,800     100,00 83.61 100 9,874,800

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa Pengendalian 

Penduduk Dan 

Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.29

Program Penguatan 

Kelembagaan dan 

Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat

Capaian Penguatan 

Kelembagaan dan 

Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat (%)

45,17 639,261,675 27.55 24,960,500 40.13 191,036,600 41.86 109,156,750 45.59 211,908,582  45.59 537,062,432     100,93 84.01 45.59 537,062,432

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa Pengendalian 

Penduduk Dan 

Keluarga Berencana

2.07.2.07.01.01.30

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa

Capaian Peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa (%)

41,65 390,907,600 47.43 16,255,000 55.21 89,515,900 65.83 89,175,600 67.85 145,611,550  67.85 340,558,050     162,91 87.12 67.85 340,558,050

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa Pengendalian 

Penduduk Dan 

Keluarga Berencana

2.08

2.08.2.07.01.01.26

Program Keluarga 

Berencana dan Pembinaan 

Keluarga

Cakupan Pembinaan 

Keluarga (%)
91,86 1,838,885,975 25.81 33,855,750 25.93 1,140,828,160 26.34 289,543,122 90.05 317,566,750  90.05 1,781,793,782       98,03 96.9 90.05 1,781,793,782

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Desa Pengendalian 

2.09

2.09.2.09.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 209,848,250 25 34,003,841 50 46,192,410 75 48,199,143 100 79,180,515     100,00 207,575,909     100,00 98.92 100 207,575,909 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 3,865,546,550 91.92 768,146,827 94.02 838,307,653 97.3 849,245,377 97.3 930,299,641  97.3 3,385,999,498       97,30 87.59 97.3 3,385,999,498 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 62,209,600 26.85 8,013,500 46.3 8,049,200 65.74 11,196,900 100 33,660,375     100,00 60,919,975     100,00 97.93 100 60,919,975 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

18.18 15,194,000 10 430000 12 10,454,000 12 750000 12 3,560,000       12,00 15,194,000       66,01 100 12 15,194,000 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.26

Program Peningkatan 

Pelayanan Prasarana 

Perhubungan

Capaian peningkatan 

prasarana perhubungan 

(%)

57.71 1,804,303,325 36.43 310,662,500 42.11 428,958,775 48.78 464,620,650 58,06 517,183,700       58,06 1,721,425,625     100,61 95.41 58,06 1,721,425,625 Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.27
Program Peningkatan 

Keselamatan Transportasi

Cakupan peningkatan 

keselamatan transportasi 

(%)

34.6 4,996,293,700 19.34 107,271,250 32.13 431,207,200 40.75 3,028,628,150 0 1,401,710,250       47,74 4,968,816,850     137,98 99.45 47,74 4,968,816,850 Dinas Perhubungan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Perhubungan
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2.10

2.10.2.10.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 229,961,700 25 31,838,750 50 38,406,000 75 47,914,880 100 96,955,704     100,00 215,115,334     100,00 93.54 100 215,115,334
Dinas Komunikasi 

Dan Informasi

2.10.2.10.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

75.27 298,236,050 95.77 46,683,472 95.77 59,501,862 98.71 84,605,241 98.71 54,919,602  98.71 245,710,177     131,14 82.39 98.71 245,710,177
Dinas Komunikasi 

Dan Informasi

2.10.2.10.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

0 50,692,000 19.44 4,610,500 31.48 9,795,000 58.33 5,202,000 100 18,789,500     100,00 38,397,000 #DIV/0! 75.75 100 38,397,000
Dinas Komunikasi 

Dan Informasi

2.10.2.10.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di OPD 

(%)

100 37,690,000 0 0 100 9,410,000 100 1,659,000 100 12,966,000     100,00 24,035,000     100,00 63.77 100 24,035,000
Dinas Komunikasi 

Dan Informasi

2.10.2.10.01.01.19

Program Pengembangan 

Komunikasi, Informatika 

dan Media Massa

Cakupan pengembangan 

e-Gov (%)
55,82 2,351,219,000 60.66 213,093,277 73.46 488,982,707 75.84 522,908,689 54,92 1,028,919,574       54,92 2,253,904,247       98,39 95.86 54,92 2,253,904,247

Dinas Komunikasi 

Dan Informasi

2.11

2.11.2.11.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 117,000,000 25 16,625,800 50 23,116,350 75 37,500,646 100 39,707,018     100,00 116,949,814     100,00 99.96 100 617,810,994

Dinas Koperasi Dan 

Usaha Mikro Kecil 

Menengah

2.11.2.11.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

84 162,842,000 80.25 12,616,102 82.38 51,072,841 82.52 38,340,185 88 45,361,931       88,00 147,391,059     104,76 90.51 88 5,541,292,671

Dinas Koperasi Dan 

Usaha Mikro Kecil 

Menengah

2.11.2.11.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

19.03 33,600,000 7.97 700000 11.17 2,331,900 12.97 6,747,250 19.03 23,393,900  19.03 33,173,050     100,00 98.73 19.03 313,372,025

Dinas Koperasi Dan 

Usaha Mikro Kecil 

Menengah

2.11.2.11.01.01.24

Program Peningkatan 

Kualitas Kelembagaan dan 

Pengawasan KUMKM

Capaian peningkatan 

kualitas kelembagaan 

KUMKM (%)

47.42 161,713,800 44.36 2,402,550 49.21 76,277,500 47.43 52,418,600 49.12 28,846,800  49.12 159,945,450     103,58 98.91 49.12 1,249,244,925

Dinas Koperasi Dan 

Usaha Mikro Kecil 

Menengah

2.11.2.11.01.01.25
Program Peningkatan 

Pemberdayaan KUMKM

Capaian peningkatan 

pemberdayaan KUMKM 

(%)

33.44 1,058,450,000 33.56 3,374,750 32.15 88,696,750 32.24 66,876,950 33.62 764,983,800  33.62 923,932,250     100,54 87.29 33.62 1,695,941,675

Dinas Koperasi Dan 

Usaha Mikro Kecil 

Menengah

2.11.2.11.01.01.26
Program Pengembangan 

Permodalan KUMKM

Capaian pengembangan 

permodalan KUMKM (%)
46.7 66,756,300 45.36 7,972,000 46.36 25,532,725 46.66 17,427,700 46.92 15,070,000  46.92 66,002,425     100,47 98.87 46.92 158,332,750

Dinas Koperasi Dan 

Usaha Mikro Kecil 

Menengah

2.12

2.12.2.12.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 168,183,725 25 39,411,553 50 31,709,102 75 46,224,200 100 44,546,650     100,00 161,891,505     100,00 96.26 100 161,891,505

Dinas Penanaman 

Modal Dan 

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 242,570,750 91.11 100,927,520 91.43 43,340,744 91.43 44,469,961 91.43 35,947,183  91.43 224,685,408       91,43 92.63 91.43 224,685,408

Dinas Penanaman 

Modal Dan 

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 36,865,400 33.73 0 42.06 2,521,500 82.14 10,652,000 100 21,849,400     100,00 35,022,900     100,00 95 100 35,022,900

Dinas Penanaman 

Modal Dan 

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 16,650,000 0 0 100 16,650,000 100 0 100 0     100,00 16,650,000     100,00 100 100 16,650,000

Dinas Penanaman 

Modal Dan 

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.32
Program Peningkatan 

Pelayanan Perijinan

Capaian peningkatan 

pelayanan perijinan 

terpadu (%)

100 318,685,000 100 52,322,600 100 77,196,500 98.87 103,932,700 100 79,468,600     100,00 312,920,400     100,00 98.19 100 312,920,400

Dinas Penanaman 

Modal Dan 

Pelayanan Terpadu

2.12.2.12.01.01.53
Program Pemantauan dan 

Pengawasan Investasi

Capaian pemantauan dan 

pengawasan investasi (%)
86,37 95,657,400 24.94 9,715,400 60.11 17,133,550 87.54 24,637,900 88.07 42,579,717  88.07 94,066,567     101,97 98.34 88.07 94,066,567

Dinas Penanaman 

Modal Dan 

Pelayanan Terpadu

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Penanaman Modal

Urusan Komunikasi dan Informatika
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2.12.2.12.01.01.54
Program Pelayanan 

Investasi

Capaian realisasi investasi 

(%)
61.86 417,308,325 4.12 41,836,490 45 88,661,434 42.5 131,993,717 70.21 150,835,615  70.21 413,327,256     113,50 99.05 70.21 413,327,256

Dinas Penanaman 

Modal Dan 

Pelayanan Terpadu

2.13

2.13.1.01.01.01.22

Program Peningkatan 

Pembinaan Pemuda dan 

Olahraga

Capaian pembinaan 

pemuda dan olah raga (%)
38.91 1,417,987,925 39.09 61,740,950 39.09 186,344,725 39.09 678,891,554 49.12 481,917,100  49.12 1,408,894,329     126,24 99.36 49.12 1,408,894,329

Dinas Pendidikan 

Pemuda Dan 

Olahraga

2.14

2.14.2.10.01.01.15
Program Pengembangan 

Data/ Informasi/ Statistik

Cakupan Pengembangan 

Data/Informasi/Statistik 

(%)

57,1 240,653,100 0 29,831,300 0 44,784,100 0 70,404,750 57,71 79,794,336       57,71 224,814,486     101,07 93.42 57,71 224,814,486
Dinas Komunikasi 

Dan Informasi

2.15

2.15.2.10.01.01.14
Program Pengelolaan 

Persandian

Capaian pengelolaan 

persandian (%)
23,5 20,000,000 11.38 2,691,000 11.38 2,650,000 20.52 4,887,500 10,5 9,436,856       10,50 19,665,356       44,68 98.33 10,5 19,665,356

Dinas Komunikasi 

Dan Informasi

2.16

2.16.2.16.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 159,290,350 25 13,504,850 50 43,266,050 75 26,493,850 100 63,599,025     100,00 146,863,775     100,00 92.2 100 146,863,775 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 1,051,059,370 80.2 36,699,231 80.2 268,504,427 80.2 303,331,574 80,02 382,647,440       80,02 991,182,672       80,02 94.3 80,02 991,182,672 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 122,999,200 33.73 1,762,250 42.06 4,039,000 61.51 5,922,000 100 93,137,000     100,00 104,860,250     100,00 85.25 100 104,860,250 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 15,000,000 0 0 0 0 0 0 100 8,400,000     100,00 8,400,000     100,00 56 100 8,400,000 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.15
Program Pengembangan 

Nilai Budaya

Capaian Pengembangan 

Nilai Budaya (%)
100 518,533,850 60.56 0 117.22 212,843,500 117.22 170,240,000 117.22 133,014,000  117.22 516,097,500     117,22 99.53 117.22 516,097,500 Dinas Kebudayaan

2.16.2.16.01.01.16
Program Pengelolaan 

Kekayaan Budaya

Capaian Pengelolaan 

Kekayaan Budaya (%)
100 350,099,300 20 40,146,000 40 77,758,350 40 7,925,750 40 211,236,000       40,00 337,066,100       40,00 96.28 40 337,066,100 Dinas Kebudayaan

2.17

2.17.2.17.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 119,536,125 25 23,173,300 50 26,543,390 75 35,117,700 100 33,667,160     100,00 118,501,550     100,00 99.13 100 118,501,550
Dinas Perpustakaan 

Dan Kearsipan

2.17.2.17.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 544,444,700 98.5 59,318,297 98.53 257,321,744 98.53 76,674,477 98.53 124,341,208  98.53 517,655,726       98,53 95.08 98.53 517,655,726
Dinas Perpustakaan 

Dan Kearsipan

2.17.2.17.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 25,499,625 24.21 5,377,500 32.54 13,131,700 71.03 2,245,000 100 3,321,500     100,00 24,075,700     100,00 94.42 100 24,075,700
Dinas Perpustakaan 

Dan Kearsipan

2.17.2.17.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumberdaya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 23,999,550 0 6,717,250 50 975 100 8,572,000 100 6,100,000     100,00 22,364,250     100,00 93.19 100 22,364,250
Dinas Perpustakaan 

Dan Kearsipan

2.17.2.17.01.01.21
Program Pengembangan 

Budaya Baca

Prosentase peningkatan 

Layanan Perpustakaan 

(%)

80.4 555,624,875 40.68 33,042,600 57.16 47,808,350 65.54 362,769,300 65.54 96,392,900  65.54 540,013,150       81,52 97.19 65.54 540,013,150
Dinas Perpustakaan 

Dan Kearsipan

2.18

2.18.2.17.01.01.23
Program Peningkatan 

Pengelolaan Kearsipan

Capaian pengelolaan 

Kearsipan (%)
53,67 393,206,550 13.79 51,693,500 18.05 76,392,700 25.17 117,689,500 41,96 139,201,946       41,96 384,977,646       78,18 97.91 41,96 384,977,646

Dinas Perpustakaan 

Dan Kearsipan

3.01

Urusan Pemuda dan Olahraga

Urusan Statistik

Urusan Persandian

Urusan Kebudayaan

Urusan Perpustakaan

Urusan Kearsipan

Urusan Kelautan dan Perikanan
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3.01.3.01.02.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 183,594,200 25 31,409,090 50 53,200,160 75 39,017,762 100 58,438,461     100,00 182,065,473     100,00 99.17 100 182,065,473
Dinas Kelautan Dan 

Perikanan

3.01.3.01.02.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 337,042,525 86.55 43,812,652 88.04 173,033,818 88.04 40,716,370 100 48,480,061     100,00 306,042,901     100,00 90.8 100 306,042,901
Dinas Kelautan Dan 

Perikanan

3.01.3.01.02.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 48,818,900 30.56 10,799,000 46.3 5,558,100 54.63 8,911,250 100 22,671,600     100,00 47,939,950     100,00 98.2 100 47,939,950
Dinas Kelautan Dan 

Perikanan

3.01.3.01.02.01.38

Program Peningkatan 

Produksi Perikanan 

Budidaya

Capaian peningkatan 

produksi perikanan 

budidaya dan produk 

olahan ikan (%)

100 2,899,442,410 71.37 46,037,500 64.79 179,512,000 67.51 2,140,134,950 164,09 358,781,239     164,09 2,724,465,689     164,09 93.97 164,09 2,724,465,689
Dinas Kelautan Dan 

Perikanan

3.01.3.01.02.01.39

Program Peningkatan 

Produksi Perikanan 

Tangkap dan Pengendalian 

Sumber Daya Perikanan 

dan Kelautan

Capaian peningkatan 

produksi perikanan 

tangkap dan pelestarian 

sumber daya perikanan 

dan kelautan (%)

100 1,505,456,300 107.56 44,434,050 105.14 221,887,052 105.14 831,113,850 164,09 338,688,823     164,09 1,436,123,775     164,09 95.39 164,09 1,436,123,775
Dinas Kelautan Dan 

Perikanan

3.01.3.01.02.01.40

Program Peningkatan Daya 

Saing Produk Kelautan 

Perikanan

Capaian peningkatan daya 

saing produk kelautan 

perikanan (%)

100 457,297,575 12.63 30,950,375 34.86 246,206,200 59.06 76,305,500 105,25 91,190,600     105,25 444,652,675     105,25 97.23 105,25 444,652,675
Dinas Kelautan Dan 

Perikanan

3.02

3.02.3.02.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 157,499,850 25 12,832,500 50 43,876,850 75 40,944,550 100 53,907,881     100,00 151,561,781     100,00 96.23 100 151,561,781 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 486,945,300 74.05 14,686,017 78.89 134,133,195 84.43 96,829,861 99,65 188,327,267       99,65 433,976,340       99,65 89.12 99,65 433,976,340 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 35,000,000 30.56 0 50 4,874,500 69.44 400000 100 26,556,600     100,00 31,831,100     100,00 90.95 100 31,831,100 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumberdaya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 6,000,000 100 0 100 2,250,000 100 0 100 3,750,000     100,00 6,000,000     100,00 100 100 6,000,000 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.19
Program Peningkatan 

Pemasaran Wisata

Capaian peningkatan 

promosi berbasis IT dan 

efektifitas Atraksi Wisata 

(%)

99,6 505,307,000 19.07 17,908,000 29.55 138,952,700 59.27 140,418,000 93,81 154,606,000       93,81 451,884,700       94,19 89.43 93,81 451,884,700 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.20

Program Peningkatan 

sarana prasarana 

pariwisata dan pengelolaan 

daya tarik wisata

Capaian peningkatan 

sarana prasaran objek 

wisata dalam kondisi baik 

dan peningkatan 

pengelolaan daya tarik 

wisata (%)

50 5,204,085,875 0 261,832,425 0 578,507,825 17.14 1,238,131,762 47,15 2,839,895,766       47,15 4,918,367,778       94,30 94.51 47,15 4,918,367,778 Dinas Pariwisata

3.02.3.02.01.01.21
Program Peningkatan 

Pemberdayaan Pariwisata

Capaian peningkatan 

pembinaan usaha jasa 

pariwisata serta 

pengembangan kapasitas 

kelembagaan dan SDM 

(%)

28.12 345,797,200 24 4,340,000 39.33 69,558,000 39.33 107,260,000 41,55 154,372,480       41,55 335,530,480     147,76 97.03 41,55 335,530,480 Dinas Pariwisata

3.03

Urusan Pariwisata

Urusan Pertanian
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3.03.3.03.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 590,888,400 25 92,014,500 50 122,209,650 75 149,984,100 100 220,489,800     100,00 584,698,050     100,00 98.95 100 584,698,050
Dinas Pertanian Dan 

Pangan

3.03.3.03.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana prasarana kondisi 

baik (%)

100 840,817,340 100 65,591,361 100 362,090,547 100 205,698,734 100 157,380,945     100,00 790,761,587     100,00 94.05 100 790,761,587
Dinas Pertanian Dan 

Pangan

3.03.3.03.01.01.12

Program Perencanaan 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 162,972,850 19.44 16,652,250 38.89 17,270,000 73.15 12,635,000 100 98,007,600     100,00 144,564,850     100,00 88.7 100 144,564,850
Dinas Pertanian Dan 

Pangan

3.03.3.03.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 30,050,000 0 2,510,800 0 4,165,000 100 8,665,000 100 9,990,000     100,00 25,330,800     100,00 84.3 100 25,330,800
Dinas Pertanian Dan 

Pangan

3.03.3.03.01.01.33

Program Peningkatan 

Produksi dan Mutu Produk 

Tanaman Pangan

Capaian peningkatan 

produktifitas, ketersediaan 

sarpras dan kualitas hasil 

tanaman pangan (%)

40,21 5,406,842,575 40 91,153,666 40.3 784,396,680 40.3 2,013,037,360 44,22 1,981,189,815       44,22 4,869,777,521     109,97 90.07 44,22 4,869,777,521
Dinas Pertanian Dan 

Pangan

3.03.3.03.01.01.34

Program Peningkatan 

Produksi dan Mutu Produk 

Holtikultura

Capaian peningkatan 

produktifitas, ketersediaan 

sarpras dan kualitas hasil 

hortikultura (%)

50.6 1,588,578,950 27.27 17,488,000 28.06 593,147,650 30.34 469,693,450 50,71 453,773,500       50,71 1,534,102,600     100,22 96.57 50,71 1,534,102,600
Dinas Pertanian Dan 

Pangan

3.03.3.03.01.01.35

Program Peningkatan 

Produksi dan Mutu Produk 

Perkebunan

Capaian peningkatan 

produksi komoditas 

perkebunan prioritas 

daerah (%)

50.44 332,927,680 25 11,367,700 25.21 165,511,500 35.21 149,613,580 50,49 5,417,000       50,49 331,909,780     100,10 99.69 50,49 331,909,780
Dinas Pertanian Dan 

Pangan

3.03.3.03.01.01.36

Program Peningkatan 

Produksi dan Pemasaran 

Hasil Peternakan

Capaian peningkatan 

produksi ternak (%)
96.35 6,753,419,160 43.9 60,272,350 53.94 1,026,160,083 63.98 3,467,308,320 101,55 2,054,760,500     101,55 6,608,501,253     105,40 97.85 101,55 6,608,501,253

Dinas Pertanian Dan 

Pangan

3.03.3.03.01.01.37

Program Peningkatan 

Kesehatan Hewan dan 

Kesehatan Masyarakat 

Veteriner (Kesmavet)

Capaian kesehatan ternak 

dan kesmavet (%)
90.99 760,566,725 94.3 38,212,425 94.97 466,097,137 95.45 101,244,069 95,48 68,516,363       95,48 674,069,994     104,93 88.63 95,48 674,069,994

Dinas Pertanian Dan 

Pangan

3.06

3.06.3.06.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

20 370,351,850 5 39,842,350 10 180,505,724 15 64,068,516 20 74,092,150       20,00 358,508,740     100,00 96.8 20 358,508,740 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

88.21 678,711,000 99.59 136,243,475 99.59 144,900,874 99.59 331,624,215 99.59 60,197,224  99.59 672,965,788     112,90 99.15 99.59 672,965,788 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

21.43 50,549,700 6.55 3,478,900 9.92 5,759,400 11.71 8,655,000 21.43 32,384,700  21.43 50,278,000     100,00 99.46 21.43 50,278,000 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumberdaya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 10,000,000 5 0 50 9,750,000 85 0 100 0     100,00 9,750,000     100,00 97.5 100 9,750,000 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.20

Program Pembinaan dan 

Penataan Pasar 

Tradisional

Capaian peningkatan 

kualitas Pasar Tradisional 

(%)

39.03 30,729,652,046 20.02 679,728,880 20.05 5,972,920,520 20.09 10,191,539,540 55,05 13,245,393,351       55,05 30,089,582,291     141,05 97.92 55,05 30,089,582,291 Dinas Perdagangan

3.06.3.06.01.01.23
Program Pengembangan 

Usaha Perdagangan

Capaian pengembangan 

usaha perdagangan (%)
5,12 1,737,791,535 0.73 36,147,716 2.72 225,831,350 3.82 724,786,900 8,04 631,427,763         8,04 1,618,193,729     157,03 93.12 8,04 1,618,193,729 Dinas Perdagangan

3.07 Urusan Perindustrian

Urusan Perdagangan
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3.07.3.06.01.01.23
Program Pengembangan 

Industri

Capaian pertumbuhan 

industri (%)
8,72 2,041,907,675 0.06 88,390,650 0.11 136,519,100 0.18 708,445,345 15,04 976,390,200       15,04 1,909,745,295     172,48 93.53 15,04 1,909,745,295 Dinas Perdagangan

3.08

3.08.2.01.01.01.21
Program Penempatan 

Transmigrasi

Capaian Penempatan 

Transmigran (%)
100 223,286,600 0 2,447,000 0 51,326,750 0 92,155,329 88.89 73,155,485  88.89 219,084,564       88,89 98.12 88.89 219,084,564

Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi

4.01

4.01.4.01.03.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

(%)

100 2,184,912,850 25 203,201,080 50 336,026,922 75 481,853,320 100 1,052,896,241     100,00 2,073,977,563     100,00 94.92 100 2,073,977,563 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 4,171,684,891 86.38 586,991,113 86.38 1,262,749,913 85.87 391,532,680 87.52 1,728,417,176  87.52 3,969,690,882       87,52 95.16 87.52 3,969,690,882 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian 

Perencanaan,Pengendalia

n,dan Evaluasi Kinerja (%)

100 60,270,750 15.74 2,766,000 24.07 5,543,250 69.44 11,177,000 100 35,630,000     100,00 55,116,250     100,00 91.45 100 55,116,250 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Manusia 

SKPD

Capaian Peningkatan 

Kapasitas Pegawai di 

SKPD (%)

100 133,899,900 0 0 0 0 55.56 87,268,250 10 25,955,000       10,00 113,223,250       10,00 84.56 10 113,223,250 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.16

Program Peningkatan 

Pelayanan Kedinasan 

KDH/Wakil KDH

Capaian Kinerja 

Pelayanan Kedinasan 

KDH/Wakil KDH (%)

100 1,666,740,900 26.84 213,067,500 61.83 337,808,750 101.24 537,054,700 120.23 528,369,600  120.23 1,616,300,550     120,23 96.97 120.23 1,616,300,550 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.26

Program Penataan 

Peraturan Perundang-

undangan

Cakupan Peraturan 

Perundang-undangan 

yang Disusun (%)

84,8 485,234,450 14.17 38,888,150 28.75 202,742,027 84.72 114,943,950 91.63 121,881,667  91.63 478,455,794     108,05 98.6 91.63 478,455,794 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.29
Program Pengembangan 

Kapasitas Otonomi Daerah

Capaian Pengembangan 

Kapasitas Otonomi Daerah 

(%)

100 833,202,150 50 34,938,150 83.33 34,680,000 1000 283,653,000 100 452,084,000     100,00 805,355,150     100,00 96.66 100 805,355,150 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.33

Program Peningkatan 

Pelayanan 

Kemasyarakatan

Cakupan Pelayanan 

Kegiatan Kemsyarakatan 

(%)

100 1,235,570,450 0 112,390,200 0 411,003,200 14.24 224,317,200 100 441,283,600     100,00 1,188,994,200     100,00 96.23 100 1,188,994,200 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.51
Program Penataan dan 

Penguatan Organisasi

Capaian Kelembagaan 

yang Efektif dan Efisien 

(%)

68,2 281,236,400 16.67 26,910,050 33.33 72,010,300 46.26 55,667,984 69.47 123,744,815  69.47 278,333,149     101,86 98.97 69.47 278,333,149 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.53
Program Pelayanan 

Bantuan Hukum

Capaian Pelayanan 

Bantuan Hukum (%)
100 276,864,500 32.67 43,299,750 53.33 19,910,000 100.67 43,909,500 140.67 96,990,145  140.67 204,109,395     140,67 73.72 140.67 204,109,395 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.58

Program Perumusan dan 

Pengendalian Kebijakan 

Daerah

Capaian analisis kebijakan 

yang dijadikan bahan 

kebijakan (%)

100 420,951,025 4.17 8,404,250 7.74 37,818,050 32.74 114,831,756 112.5 240,357,760  112.5 401,411,816     112,50 95.36 112.5 401,411,816 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.59

Program Peningkatan 

Kualitas Pengadaan 

Barang/Jasa

Cakupan Pengadaan 

Barang dan Jasa (%)
100 871,469,700 24.35 49,203,749 68.26 187,602,000 86.52 235,076,180 100 340,788,600     100,00 812,670,529     100,00 93.25 100 812,670,529 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.65

Program Peningkatan 

BUMD, BUM Desa dan 

lembaga keuangan

Cakupan Lembaga 

Keuangan Berkinerja Baik 

(%)

95,79 173,320,450 8.43 11,495,000 8.43 21,995,500 91.48 25,388,250 95.79 113,896,194  95.79 172,774,944     100,00 99.69 95.79 172,774,944 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.03.01.66

Program Peningkatan 

Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah

Cakupan Ketepatan 

Laporan Kinerja Kepala 

Daerah (%)

100 278,085,700 83.33 86,343,600 83.33 125,371,600 100 24,876,000 100 39,089,026     100,00 275,680,226     100,00 99.13 100 337,311,226 Sekretariat Daerah

4.01.4.01.04.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 569,758,200 25 68,811,640 50 88,784,734 75 104,114,729 100 243,113,180     100,00 504,824,283     100,00 88.6 100 504,824,283 Sekretariat Dprd

Urusan Transmigrasi

Urusan Administrasi Pemerintahan
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4.01.4.01.04.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 1,113,771,720 99.04 159,384,272 99.04 192,726,934 100 217,799,586 100 373,327,410     100,00 943,238,202     100,00 84.69 100 943,238,202 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 62,000,000 24.21 0 37.3 12,133,500 66.27 7,700,000 100 29,639,000     100,00 49,472,500     100,00 79.79 100 49,472,500 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Manusia 

SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 386,727,000 25 0 75 0 100 9,250,000 100 263,389,200     100,00 272,639,200     100,00 70.5 100 272,639,200 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.62
Program Pembentukan 

Peraturan Daerah

Capaian penetapan 

peraturan daerah (%)
100 8,437,196,900 15.38 1,215,924,608 30.77 1,419,918,858 69.23 2,209,402,560 80 2,185,341,130       80,00 7,030,587,156       80,00 83.33 80 7,030,587,156 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.63
Program Penganggaran 

Pembangunan Daerah

Capaian penetapan 

dokumen perencanaan 

dan penganggaran (%)

100 3,041,850,475 20 395,359,300 20 537,994,225 60 1,254,679,200 100 742,438,950     100,00 2,930,471,675     100,00 96.34 100 2,930,471,675 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.04.01.64

Program Pengawasan 

Kebijakan dan 

Pembangunan Daerah

Capaian rekomendasi 

hasil pengawasan 

kebijakan dan 

pembangunan (%)

100 6,197,120,350 50 1,114,733,325 50 1,481,440,213 75 1,564,326,693 100 1,588,129,295     100,00 5,748,629,526     100,00 92.76 100 5,748,629,526 Sekretariat Dprd

4.01.4.01.08.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 80,264,175 25 19,883,575 50 21,151,350 75 19,573,000 100 19,435,500     100,00 80,043,425     100,00 99.72 100 80,043,425 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 204,600,500 95.48 23,600,150 95.57 60,286,854 99.05 90,986,009 99.05 23,180,524  99.05 198,053,537       99,05 96.8 99.05 198,053,537 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 34,527,550 33.73 0 51.59 1,554,500 71.03 17,221,600 100 15,299,200     100,00 34,075,300     100,00 98.69 100 34,075,300 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.31
Program Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan

Capaian Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan (%)
66.58 44,813,000 51.18 5,535,000 61.32 21,654,000 63.95 4,189,000 63.95 12,907,000  63.95 44,285,000       96,05 98.82 63.95 44,285,000 Kecamatan Temon

4.01.4.01.08.01.61

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kecamatan

Capaian peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

(%)

88,31 166,448,350 16.4 29,787,750 43.61 58,673,000 66.29 41,981,000 66.29 35,014,000  66.29 165,455,750       75,07 99.4 66.29 165,455,750 Kecamatan Temon

4.01.4.01.09.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 132,261,000 25 28,069,450 50 29,000,800 75 36,939,500 100 34,697,650     100,00 128,707,400     100,00 97.31 100 128,707,400 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 233,741,720 100 48,524,381 100 51,130,459 100 43,948,385 100 80,252,048     100,00 223,855,273     100,00 95.77 100 223,855,273 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 49,668,750 28.97 400000 42.06 12,463,450 71.03 12,364,874 100 20,394,150     100,00 45,622,474     100,00 91.85 100 45,622,474 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.31
Program Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan

Capaian Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan (%)
66.58 50,775,750 48.16 12,870,850 48.16 10,855,050 56.05 13,155,350 66.58 13,429,300  66.58 50,310,550     100,00 99.08 66.58 50,310,550 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.40
Program Peningkatan 

Pelayanan Kelurahan

Capaian Peningkatan 

Pelayanan Kelurahan (%)
63,27 22,988,800 61.4 7,755,300 65.9 10,535,000 72.7 1,540,000 63,27 1,553,800       63,27 21,384,100     100,00 93.02 63,27 21,384,100 Kecamatan Wates

4.01.4.01.09.01.60

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kelurahan

Capaian peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kelurahan 

(%)

53,24 908,899,525 33.07 20,426,500 35.82 425,465,100 40.52 183,695,450 53,24 275,333,300       53,24 904,920,350     100,00 99.56 53,24 904,920,350 Kecamatan Wates
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4.01.4.01.09.01.61

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kecamatan

Capaian peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

(%)

82.47 167,230,400 82.47 22,167,475 82.47 37,988,225 82.47 57,966,575 82.47 48,858,500  82.47 166,980,775     100,00 99.85 82.47 166,980,775 Kecamatan Wates

4.01.4.01.10.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 91,319,000 25 22,087,050 50 21,409,600 75 24,438,950 100 20,918,500     100,00 88,854,100     100,00 97.3 100 88,854,100 Kecamatan Panjatan

4.01.4.01.10.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 407,165,000 4.61 17,771,285 79 286,914,110 98.27 54,204,803 98.27 37,494,806  98.27 396,385,004       98,27 97.35 98.27 396,385,004 Kecamatan Panjatan

4.01.4.01.10.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 34,000,000 33.73 4,951,750 46.83 6,616,000 76.44 14,423,000 100 6,441,200     100,00 32,431,950     100,00 95.39 100 32,431,950 Kecamatan Panjatan

4.01.4.01.10.01.31
Program Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan

Capaian Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan (%)
66.58 54,430,000 43.03 10,638,350 50.79 14,375,000 58.68 16,962,975 66.58 10,977,790  66.58 52,954,115     100,00 97.29 66.58 52,954,115 Kecamatan Panjatan

4.01.4.01.10.01.61

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Kecamatan

Capaian peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

(%)

82.47 165,606,000 22.56 46,364,475 40.15 44,005,700 62.39 45,440,850 82.47 26,536,440  82.47 162,347,465     100,00 98.03 82.47 162,347,465 Kecamatan Panjatan

4.01.4.01.11.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 92,364,300 25 18,453,800 50 24,337,475 75 24,250,550 100 22,824,575     100,00 89,866,400     100,00 97.3 100 89,866,400 Kecamatan Galur

4.01.4.01.11.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 475,918,001 74.46 18,326,526 74.53 28,604,269 74.87 227,569,834 74.87 182,327,830  74.87 456,828,459       74,87 95.99 74.87 456,828,459 Kecamatan Galur

4.01.4.01.11.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 29,487,050 28.97 1,595,500 37.3 4,610,250 4.63 5,797,000 100 16,658,700     100,00 28,661,450     100,00 97.2 100 28,661,450 Kecamatan Galur

4.01.4.01.11.01.31
Program Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan

Capaian Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan (%)
66.58 43,850,000 42.89 3,291,000 50.79 25,096,050 58.68 10,662,000 66.58 4,602,075  66.58 43,651,125     100,00 99.55 66.58 43,651,125 Kecamatan Galur

4.01.4.01.11.01.61

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Kecamatan

Capaian peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

(%)

82.47 174,950,000 20.4 24,922,950 43.67 71,031,000 68.07 47,246,775 82.47 29,088,100  82.47 172,288,825     100,00 98.48 82.47 172,288,825 Kecamatan Galur

4.01.4.01.12.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 93,957,500 25 23,997,800 50 20,951,350 75 23,356,450 100 24,877,900     100,00 93,183,500     100,00 99.18 100 93,183,500 Kecamatan Lendah

4.01.4.01.12.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 256,489,647 87.45 19,389,493 87.69 62,917,823 99.32 129,227,626 98.88 32,158,750  98.88 243,693,692       98,88 95.01 98.88 243,693,692 Kecamatan Lendah

4.01.4.01.12.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 27,721,125 28.97 340300 42.06 7,064,000 45.63 3,553,000 100 16,279,500     100,00 27,236,800     100,00 98.25 100 27,236,800 Kecamatan Lendah

4.01.4.01.12.01.31
Program Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan

Capaian Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan (%)
66.58 54,630,000 37.76 9,088,000 45.66 21,134,700 69.21 14,569,000 69.21 9,807,000  69.21 54,598,700     103,95 99.94 69.21 54,598,700 Kecamatan Lendah

4.01.4.01.12.01.61

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Kecamatan

Capaian peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

(%)

82.47 166,719,550 21.75 24,986,200 43.51 47,746,000 65.26 56,260,200 82.47 35,118,600  82.47 164,111,000     100,00 98.44 82.47 164,111,000 Kecamatan Lendah

4.01.4.01.13.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 83,012,500 25 13,001,700 50 22,914,100 75 25,924,300 100 21,155,400     100,00 82,995,500     100,00 99.98 100 82,995,500 Kecamatan Sentolo
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4.01.4.01.13.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 817,285,525 93.58 71,018,447 93.58 213,394,448 93.75 487,496,718 93.75 26,143,719  93.75 798,053,332       93,75 97.65 93.75 798,053,332 Kecamatan Sentolo

4.01.4.01.13.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 28,249,700 33.73 0 46.83 6,442,500 75.79 2,717,000 100 17,240,200     100,00 26,399,700     100,00 93.45 100 26,399,700 Kecamatan Sentolo

4.01.4.01.13.01.31
Program Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan

Capaian Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan (%)
66.58 71,040,500 15.39 13,234,100 50.79 15,176,900 58.68 24,019,450 66.58 18,600,050  66.58 71,030,500     100,00 99.99 66.58 71,030,500 Kecamatan Sentolo

4.01.4.01.13.01.61

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Kecamatan

Capaian peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

(%)

82.47 151,689,450 20.24 26,529,500 37.23 37,652,450 62.23 41,240,600 82.47 37,519,600  82.47 142,942,150     100,00 94.23 82.47 142,942,150 Kecamatan Sentolo

4.01.4.01.14.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 123,284,450 25 23,459,700 50 33,598,400 75 34,350,100 100 29,669,100     100,00 121,077,300     100,00 98.21 100 121,077,300 Kecamatan Pengasih

4.01.4.01.14.01.11
Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 350,359,500 74.86 24,984,823 74.86 239,599,761 100 61,813,174 100 18,433,442     100,00 344,831,200     100,00 98.42 100 344,831,200 Kecamatan Pengasih

4.01.4.01.14.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 350,359,500 74.86 24,984,823 74.86 239,599,761 100 61,813,174 100 18,433,442     100,00 344,831,200     100,00 98.42 100 344,831,200 Kecamatan Pengasih

4.01.4.01.14.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 30,111,450 28.97 6,626,450 42.06 4,080,000 66.27 1,158,000 100 16,906,700     100,00 28,771,150     100,00 95.55 100 28,771,150 Kecamatan Pengasih

4.01.4.01.14.01.31
Program Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan

Capaian Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan (%)
66.58 50,333,000 32.76 13,675,200 45.26 15,272,000 50.53 10,226,800 66.58 10,617,000  66.58 49,791,000     100,00 98.92 66.58 49,791,000 Kecamatan Pengasih

4.01.4.01.14.01.61

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Kecamatan

Capaian peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

(%)

82.47 152,229,750 20.08 29,372,600 41.83 36,108,000 58.17 49,921,400 82.47 34,819,100  82.47 150,221,100     100,00 98.68 82.47 150,221,100 Kecamatan Pengasih

4.01.4.01.15.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 83,401,000 25 13,489,800 50 19,572,650 75 20,483,150 100 27,334,800     100,00 80,880,400     100,00 96.98 100 80,880,400 Kecamatan Kokap

4.01.4.01.15.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 469,000,000 60 7,088,052 89.74 130,178,455 89.74 263,543,371 89.74 41,074,213  89.74 441,884,091       89,74 94.22 89.74 441,884,091 Kecamatan Kokap

4.01.4.01.15.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 29,596,700 33.73 1,804,800 46.83 8,057,900 71.03 3,534,100 100 15,782,000     100,00 29,178,800     100,00 98.59 100 29,178,800 Kecamatan Kokap

4.01.4.01.15.01.31
Program Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan

Capaian Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan (%)
66.58 55,074,800 43.42 1,674,550 51.05 22,550,400 56.28 13,648,950 66.58 17,200,900  66.58 55,074,800     100,00 100 66.58 55,074,800 Kecamatan Kokap

4.01.4.01.15.01.61

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Kecamatan

Capaian peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

(%)

82.47 162,575,100 72.24 12,067,400 76.59 40,046,475 78.79 25,700,250 82.47 84,154,975  82.47 161,969,100     100,00 99.63 82.47 161,969,100 Kecamatan Kokap

4.01.4.01.16.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 118,794,600 25 21,159,000 50 30,611,900 75 29,531,950 100 35,824,050     100,00 117,126,900     100,00 98.6 100 117,126,900 Kecamatan Girimulyo

4.01.4.01.16.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 334,644,730 88.03 7,524,806 90.66 236,340,336 98.59 57,214,149 98.59 24,583,517  98.59 325,662,808       98,59 97.32 98.59 325,662,808 Kecamatan Girimulyo

4.01.4.01.16.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan 

Evaluasi Kinerja (%)

100 30,595,850 33.73 3,360,900 46.83 2,439,875 56.75 5,897,250 100 18,375,905     100,00 30,073,930     100,00 98.29 100 30,073,930 Kecamatan Girimulyo
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4.01.4.01.16.01.31
Program Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan

Capaian peningkatan 

pelayanan kecamatan (%)
66.58 45,677,950 40.39 6,333,550 48.29 11,652,975 58.68 14,909,750 66.58 12,490,375  66.58 45,386,650     100,00 99.36 66.58 45,386,650 Kecamatan Girimulyo

4.01.4.01.16.01.61

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Kecamatan

Capaian program 

peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintah kecamatan (%)

82.47 154,658,775 21.75 23,927,775 66.23 45,186,325 62.39 46,351,500 82.47 38,227,300  82.47 153,692,900     100,00 99.38 82.47 153,692,900 Kecamatan Girimulyo

4.01.4.01.17.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 79,250,000 25 15,451,000 50 20,563,200 75 22,066,950 100 20,442,950     100,00 78,524,100     100,00 99.08 100 78,524,100
Kecamatan 

Nanggulan

4.01.4.01.17.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 642,776,150 97.62 10,872,930 97.62 38,747,684 89.86 379,745,699 89.86 187,788,649  89.86 617,154,962       89,86 96.01 89.86 617,154,962
Kecamatan 

Nanggulan

4.01.4.01.17.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 29,000,000 28.97 12,137,550 42.06 11,518,550 71.03 1,312,100 100 3,682,350     100,00 28,650,550     100,00 98.8 100 28,650,550
Kecamatan 

Nanggulan

4.01.4.01.17.01.31
Program Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan

Capaian Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan (%)
66.58 81,457,500 15.39 5,284,900 15.39 23,874,050 48.68 24,426,000 66.58 24,804,900  66.58 78,389,850     100,00 96.23 66.58 78,389,850

Kecamatan 

Nanggulan

4.01.4.01.17.01.61

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Kecamatan

Capaian peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

(%)

82.47 164,429,500 20.24 27,152,350 20.24 47,271,425 63.85 45,321,300 82.47 41,775,700  82.47 161,520,775     100,00 98.23 82.47 161,520,775
Kecamatan 

Nanggulan

4.01.4.01.18.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 75,582,850 25 13,858,250 50 18,751,100 75 17,233,000 100 18,844,000     100,00 68,686,350     100,00 90.88 100 143,851,919
Kecamatan 

Samigaluh

4.01.4.01.18.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 426,051,750 98.76 17,185,727 98.82 93,541,950 98.82 277,168,438 98.82 22,223,578  98.82 410,119,693       98,82 96.26 98.82 742,386,593
Kecamatan 

Samigaluh

4.01.4.01.18.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 26,830,000 0 70000 28.97 13,309,375 42.06 9,687,675 71.03 2,733,500  71.03 25,800,550       71,03 96.16 71.03 35,728,650
Kecamatan 

Samigaluh

4.01.4.01.18.01.31
Program Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan

Capaian Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan (%)
66.58 47,868,000 30.26 4,474,650 45.66 18,193,125 35 11,479,250 58.68 12,920,000  58.68 47,067,025       88,13 98.33 58.68 78,523,025

Kecamatan 

Samigaluh

4.01.4.01.18.01.61

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Kecamatan

Capaian peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

(%)

82.47 153,453,500 47.08 31,318,475 48.7 32,353,150 64.02 49,662,150 0 31,527,950             -   144,861,725             -   94.4 0 290,427,225
Kecamatan 

Samigaluh

4.01.4.01.19.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 64,450,100 25 14,864,150 50 16,108,800 71.96 15,405,000 100 16,497,950     100,00 62,875,900     100,00 97.56 100 116,412,950
Kecamatan 

Kalibawang

4.01.4.01.19.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 387,572,310 100 24,008,508 100 35,687,224 100 295,105,776 100 26,080,522     100,00 380,882,030     100,00 98.27 100 735,934,909
Kecamatan 

Kalibawang

4.01.4.01.19.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 28,749,825 19.44 3,661,750 32.54 5,119,500 72.22 11,983,250 100 7,924,250     100,00 28,688,750     100,00 99.79 100 37,640,700
Kecamatan 

Kalibawang

4.01.4.01.19.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumberdaya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 3,300,000 0 0 0 0 100 3,300,000 100 0     100,00 3,300,000     100,00 100 100 5,910,000
Kecamatan 

Kalibawang

4.01.4.01.19.01.31
Program Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan

Capaian Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan (%)
66.58 67,183,050 45.53 12,963,700 66.58 19,491,200 66.58 16,819,250 66.58 17,596,000  66.58 66,870,150     100,00 99.53 66.58 133,474,950

Kecamatan 

Kalibawang
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4.01.4.01.19.01.61

Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Kecamatan

Capaian peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

(%)

82.47 160,358,700 82.47 27,957,600 82.47 40,740,100 82.47 44,522,850 82.47 44,948,500  82.47 158,169,050     100,00 98.63 82.47 299,160,050
Kecamatan 

Kalibawang

4.02

4.02.4.02.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 181,645,125 25 19,144,000 50 36,504,947 75 28,112,500 100 88,134,649     100,00 171,896,096     100,00 94.63 100 171,896,096 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 437,756,465 76.11 37,651,783 77.53 105,262,145 77.53 117,580,578 77.53 150,614,245  77.53 411,108,751       77,53 93.91 77.53 411,108,751 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 24,750,000 28.97 2,190,000 42.06 5,681,250 66.27 3,169,550 100 7,311,600     100,00 18,352,400     100,00 74.15 100 18,352,400 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 48,776,000 0 3,755,500 0 3,834,000 100 12,920,000 100 25,141,000     100,00 45,650,500     100,00 93.59 100 45,650,500 Inspektorat Daerah

4.02.4.02.01.01.57

Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 

Internal

Capaian peningkatan 

sistem pengawasan 

internal dan pengawasan 

desa (%)

57,91 1,289,765,150 33.74 205,372,850 33.74 237,523,250 59.22 194,278,300 68,09 584,327,586       68,09 1,221,501,986     117,58 94.71 68,09 1,221,501,986 Inspektorat Daerah

4.03

4.03.4.03.01.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Capaian Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

(%)

100 279,679,800 25 43,008,500 50 49,245,547 75 74,156,141 100 86,368,856     100,00 252,779,044     100,00 90.38 100 252,779,044

Badan Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

4.03.4.03.01.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian Ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

98.08 934,612,660 88.26 25,013,162 72.11 434,266,359 72.36 153,357,120 82,6 210,919,737       82,60 823,556,378       84,22 88.12 82,6 823,556,378

Badan Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

4.03.4.03.01.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian, dan 

Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 65,951,250 32.14 9,995,000 40.48 14,410,000 64.68 16,533,000 100 22,410,000     100,00 63,348,000     100,00 96.05 100 63,348,000

Badan Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

4.03.4.03.01.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 33,898,000 16.13 6,000,000 16.13 9,000,000 0 2,638,150 100 7,148,000     100,00 24,786,150     100,00 73.12 100 24,786,150

Badan Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

4.03.4.03.01.01.16
Program Kerjasama 

Pengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjut 

kerjasama (%)
76 330,254,350 70 27,495,000 70 76,363,500 81.82 151,687,600 79.62 69,250,400  79.62 324,796,500     104,76 98.35 79.62 324,796,500

Badan Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

4.03.4.03.01.01.21
Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Capaian kesesuaian 

perencanaan program (%)
85.65 2,753,467,075 72.84 151,182,161 79.61 531,836,629 79.61 700,147,004 83,99 1,086,665,885       83,99 2,469,831,679       98,06 89.7 83,99 2,469,831,679

Badan Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

4.04

4.04.4.04.05.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 236,646,600 25 41,412,550 50 67,124,300 75 67,950,900 100 57,388,750     100,00 233,876,500     100,00 98.83 100 233,876,500
Badan Keuangan 

Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

98,61 637,267,750 98.61 37,775,598 98.61 53,080,704 89.98 169,360,700 75,38 250,871,768       75,38 511,088,770       76,44 80.2 75,38 511,088,770
Badan Keuangan 

Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 50,529,300 26.85 7,016,850 42.59 13,558,800 80.56 13,092,250 100 15,567,450     100,00 49,235,350     100,00 97.44 100 49,235,350
Badan Keuangan 

Dan Aset Daerah

Urusan Pengawasan

Urusan Perencanaan

Urusan Keuangan
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4.04.4.04.05.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumberdaya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 12,000,000 0 0 66.67 5,100,000 100 1,800,000 100 4,800,000     100,00 11,700,000     100,00 97.5 100 11,700,000
Badan Keuangan 

Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.18

Program Peningkatan 

Pengelolaan Anggaran dan 

Kualitas Kebijakan 

Pengelolaan Keuangan

apaian peningkatan 

pengelolaan anggaran dan 

perbendaharaan (%)

98,48 565,129,950 21.67 80,510,750 21.67 91,885,250 70 125,259,350 88,89 246,268,500       88,89 543,923,850       90,26 96.25 88,89 543,923,850
Badan Keuangan 

Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.19

Program Peningkatan 

Pengelolaan 

Perbendaharaan

Capaian peningkatan 

pengelolaan 

perbendaharaan (%)

100 340,231,525 49.56 68,230,350 61.88 65,101,800 78.92 102,617,900 97,64 84,083,778       97,64 320,033,828       97,64 94.06 97,64 320,033,828
Badan Keuangan 

Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.20

Program Peningkatan 

Penerapan Akuntansi dan 

Pelaporan

Capaian peningkatan 

penerapan akuntansi dan 

pelaporan (%)

100 224,041,925 0 48,236,750 77.78 29,271,900 88.89 85,638,699 100 45,657,650     100,00 208,804,999     100,00 93.2 100 208,804,999
Badan Keuangan 

Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.21
Program Peningkatan 

Penerimaan Pajak Daerah

Capaian peningkatan 

pendapatan daerah (%)
52,72 2,268,765,000 5.15 101,704,250 13.19 324,755,450 22.51 498,076,750 57,65 1,294,154,617       57,65 2,218,691,067     109,35 97.79 57,65 2,218,691,067

Badan Keuangan 

Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.22
Program Peningkatan 

Pendapatan Daerah

Capaian Peningkatan 

Penerimaan Pajak Daerah 

(%)

100 427,719,250 62.89 51,931,300 75.17 124,754,743 88.97 160,379,800 98,15 84,225,945       98,15 421,291,788       98,15 98.5 98,15 421,291,788
Badan Keuangan 

Dan Aset Daerah

4.04.4.04.05.01.23
Program Peningkatan 

Pengelolaan Asset Daerah

Capaian peningkatan 

pengelolaan asset daerah 

(%)

96,67 310,735,725 80.67 40,366,200 80.67 73,683,250 80.67 118,755,699 88,67 69,635,708       88,67 302,440,857       91,72 97.33 88,67 302,440,857
Badan Keuangan 

Dan Aset Daerah

4.05

4.05.4.05.07.01.01
Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

(%)

100 148,808,800 25 13,981,830 50 40,644,749 75 40,191,600 100 53,181,158     100,00 147,999,337     100,00 99.46 100 147,999,337

Badan Kepegawaian 

Pendidikan Dan 

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.11

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Perkantoran

Capaian ketersediaan 

sarana dan prasarana 

kondisi baik (%)

100 279,185,250 93.63 10,419,052 93.63 175,522,928 93.63 36,792,501 91,89 40,667,289       91,89 263,401,770       91,89 94.35 91,89 263,401,770

Badan Kepegawaian 

Pendidikan Dan 

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.12

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Kinerja

Capaian perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi 

kinerja (%)

100 41,097,000 33.73 0 42.06 4,330,500 71.03 2,492,250 100 30,280,650     100,00 37,103,400     100,00 90.28 100 37,103,400

Badan Kepegawaian 

Pendidikan Dan 

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.13

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia SKPD

Capaian peningkatan 

kapasitas pegawai di 

SKPD (%)

100 3,000,000 0 0 0 0 100 0 100 3,000,000     100,00 3,000,000     100,00 100 100 3,000,000

Badan Kepegawaian 

Pendidikan Dan 

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.57
Program Pendayagunaan 

Aparatur

Capaian Peningkatan 

Pendayagunaan Aparatur 

(%)

83,34 220,432,200 63.19 6,883,148 63.19 73,978,750 68.35 44,471,600 72,3 91,153,900       72,30 216,487,398       86,75 98.21 72,3 216,487,398

Badan Kepegawaian 

Pendidikan Dan 

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.58
Program Pengembangan 

Aparatur

Capaian Pengembangan 

Aparatur (%)
89,27 3,069,965,025 95.21 282,151,798 95.79 1,489,707,831 98.37 701,729,485 90,31 391,351,676       90,31 2,864,940,790     101,17 93.32 90,31 2,864,940,790

Badan Kepegawaian 

Pendidikan Dan 

Pelatihan

4.05.4.05.07.01.59
Program Pembinaan dan 

Pelayanan Aparatur

Capaian Pembinaan 

Layanan Aparatur (%)
78,36 587,965,050 68.58 1,368,500 68.58 210,631,150 68.57 112,265,500 78,4 237,134,000       78,40 561,399,150     100,05 95.48 78,4 561,399,150

Badan Kepegawaian 

Pendidikan Dan 

Pelatihan

      99,73 94,91

 ST ST

      652.932.799.317       52.569.630.541       129.358.671.463       163.529.800.134       274.264.290.126        619.722.392.263,90        619.722.392.263,90 

Keterangan : * angka sementara

Urusan Kepegawaian

Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)

Predikat Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM
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2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah 

2.6.1 Isu Strategis 

1. Tuntutan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar 

2. Tumbuhnya pusat kawasan ekonomi baru  

3. Tingginya angka kemiskinan 

4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah 

5. Daerah rawan bencana 

6. SDM masyarakat belum kompetitif 

7. Tuntutan profesionalisme pelayanan publik 

 

 

 

2.6.2 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah 

Pembangunan Tahun 2019 yang merupakan RPJMD ketiga dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 akan menjabarkan 

strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. 

Isu dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada 

tahun 2019 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara 

lain sebagai berikut : 

1. Prioritas Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan sasaran 

daerah : 

a. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan transfortasi, permasalahan yang 

dihadapi meliputi : 

a) Perlunya penyiapan infrastruktur pendukung bandara udara baru bertaraf 

nasional dan penyiapan infrastruktur sebagai penopang Kawasan Strategis 

Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur serta penyiapan infrastruktur di 

kawasan peruntukan Industri; 

b) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat, 

khususnya masyarakat miskin; 

c) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih 

adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir; 

d) Belum seluruh regulasi yang berkaitan dengan tata ruang tersusun; 

e) Belum optimalnya pengendalian tata ruang; 

f) Perlengkapan jalan berupa APILL, rambu, marka, guardraill dan LPJU belum 

dapat mencapai target Standar Pelayanan Minimum. 
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b. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, permasalahan 

yang dihadapi meliputi : 

a) Menurunnya fungsi lindung kawasan akibat dari tekanan kegiatan budidaya di 

sekitar kawasan lindung terutama di daerah sempadan pantai dan sempadan 

mata air; 

b) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam 

pengelolaan lingkungan hidup; 

c) Mash adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mengelola limbah dengan 

baik dan benar (limbah cair maupun padat); 

d) Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung mitigasi bencana belum  

optimal. 

 

2. Prioritas Peningkatan Layanan Kesehatan dengan sasaran daerah Meningkatnya 

Derajat Kesehatan Masyarakat , permasalahan yang dihadapi meliputi : 

a. Penyiapan rumah sakit berstandart internasional sebagai penopang pembangunan 

bandaran baru dan sebagai kawasan KSPN Borobudur; 

b. Angka kematian ibu dan bayi yang fluktuatif, pada tahun 2015 telah berhasil ditekan 

penurunannya namun di tahun 2016 kembali meningkat; 

c. Perilaku budaya hidup bersih dan sehat dikalangan masyarakat belum optimal; 

d. Sistem pengelolaan jaminan kesehatan sosial belum optimal; 

e. Perlunya penguatan peran keluarga dan komunitas masyarakat untuk peningkatan 

kualitas SDM; 

f. Kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia di bidang kesehatan baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas. 

 

3. Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan sasaran daerah : 

a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi 

meliputi : 

a) Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi 

bagi penduduk usia sekolah; 

b) Kemampuan akademik dan profesionalisme sebagian tenaga pendidik dan 

kependidikan belum memenuhi standar minimal dan jenis pendidikan yang 

ditamatkan oleh guru; 

c) Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya 

jenjang SD/MI; 

d) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan belum optimal; 

e) Fasilitas/sarana prasarana penunjang pendidikan belum optimal. 

 

b. Meningkatnya Pelestarian/Pengembangan Budaya dan Prestasi Generasi Muda, 

permasalahan yang dihadap meliputi : 
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a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, 

kehidupan seni, bahasa dan sastra 

b. Belum optimalnya perawatan peninggalan warisan budaya fisik (tangible) dan 

dikhawatirkan akan mengancam keberadaannya; 

c. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset berharga 

d. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta 

pemberdayaan lembaga budaya lokal untuk misi diplomasi budaya; 

e. Belum optimalnya pembinaan kegiatan kepemudaan dan cabang olah raga 

prestasi; 

f. Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di seluruh 

wilayah Kabupaten Kulon Progo. 

 

4. Prioritas Pemberdayaan  Ekonomi dan Sosial dengan sasaran daerah Meningkatnya 

Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi : 

a. Persaingan dunia usaha koperasi dan UMKM semakin tinggi sebagai dampak 

adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ; 

b. Perlunya penyiapan SDM yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

bandara baru dan sektor pendukungnya; 

c. Rendahnya ketrampilan dan keahlian pencari kerja sehingga sulit bersaing di pasar 

kerja baik di tingkat lokal, daerah maupun luar negeri; 

d. Infrastruktur dan  jaringan utilitas pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai 

kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan industri masih 

relatif minim; 

e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai stándar 

kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi; 

f. Daya saing produk UMKM belum kuat; 

g. Belum optimalnya  peran lembaga ekonomi desa; 

h. Perlunya penyiapan kawasan wisata sebagai penyangga KSPN Borobudur ; 

i. Keterbatasan sarana prasarana dan belum adanya fasilitas rekreatif di obyek wisata 

yang mampu menjadi magnet kunjungan wisata; 

j. Belum adanya regulasi yang jelas dalam pengelolaan desa wisata serta wisata 

minat khusus, untuk menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan yang cukup 

signifikan; 

k. Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di 

bidang pariwisata masih lemah; 

l. Pengembangan produk pariwisata belum optimal karena terbatasnya investasi di 

bidang pariisata; 

m. Belum semua pelaku usaha dalam aktifitasnya berorientasi pada kepuasan 

pelanggan/konsumen; 
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n. Masih lemahnya produk dalam menembus (penetrasi) pasar yang disebabkan 

kurangnya promosi dan kurangnya strategi pemasaran produsi dalam era 

globalisasi;   

o. Lemahnya motivasi usaha dan jiwa kewirausahaan; 

p. Kemampuan dan kapasitas pengrajin pelaku usaha industri relatif masih rendah; 

q. UPTD Metrologi Legal belum bisa melaksanakan tera/tera ulang karena belum 

memiliki Sarana Prasarana yang dibutuhkan seperti alat penera yang diluar  

standart minimal kebutuhan tera dan Surat Keterangan Kemampuan Pelaksana 

Tera/Tera Ulang (SKKPTTU). 

 

5. Prioritas Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan sasaran daerah 

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, permasalahan yang dihadapi meliputi: 

a. Perlunya kewaspadaan Dini aparatur pemerintah dan masyarakat  

b. Belum optimalnya penegakan peraturaan perundangan-undangan di daerah; 

c. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah; 

d. Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan 

kadang terjadi keterlambatan dalam penetapannya; 

e. Mash rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Pemerintah dalam mendukung 

pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet E- Gov: 

f. Masih minimnya infrastruktu di bidang layanan informasi dalam rangka 

implementasi SDGs; 

g. Masih diperlukan penguatan kapasitas pengguna barang daerah dalam 

pengelolaan asset yang digunakan; 

h. Kemampuan pengelolaan keuangan sesuai standart akuntansi pemerintah di 

masing masing OPD belum merata; 

i. Integrasi data perencanaan, penganggaran, pengelolan keuangan, monitoring dan 

evaluasi serta pelaporan belum optimal; 

j. Perlunya peningkatan kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat, 

swasta, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi 

permasalahan pembangunan. 

 

6. Prioritas Pemantapan Ketahanan Pangan dengan sasaran daerah Meningkatnya 

Kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi : 

a. Masih adanya 6 desa rawan pangan yang utamanya disebabkan oleh indikator 

kemiskinan (akses pangan) dan ketersediaan pangan (produksi); 

b. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang. 

c. Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena 

rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan. 

d. Peran masyarakat dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian, perikanan 

dan kehutanan masih rendah.. 
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e. Terjadinya alih fungsi lahan pertanianmenjadi non pertanian (pemukiman, industry, 

jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian. Hal ini berpotensi 

menurunkan luas tanam dan luas panen sehingga berpotensi menurunkan produksi 

pertanian. 

f. Sarana Prasarana yang belum memadai. Sarana prasarana (alat mesin pertanian, 

benih/bibit, pupuk, pakan) yang belum memadai menyebabkan penerapan teknologi 

belum sesuai rekomendasi. 

g. Anomali iklim, bencana, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), 

mengakibatkan gagal panen dan penurunan serta mutu produk 

h. Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh 

pedagang/tengkulak. 

i. Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat 

komoditas pertanian terutama tanaman hortikultura yang mudah rusak. 

j. Peredaran produk peternakan dan perikanan (daging, telur, susu, maupun produk 

olahannya belum sepenuhnya memenuhi syarat aman, sehat, utuh dan halal 

(ASUH). 

k. Akses permodalan yang rendah menyebabkan kurangnya ketersediaan modal 

usaha tani. 

l. Usaha kelautan dan perikanan sebagian besar merupakan  usaha sambilan dengan 

skala kecil. 

m. Tingginya harga pakan pabrikan 

n. Pembangunan fisik pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta belum selesai. 

o. Keterbatasan kemampuan manajerial dan ketrampilan nelayan, pembudidaya ikan, 

pengolah dan pemasar produk perikanan. 

 

 

2.6.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan 

keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu 

tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan 

urusan pemerintah daerah yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2018. 

 

1. Pendidikan 

a. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi 

penduduk usia sekolah. 

b. Kemampuan akademik dan profesionalisme sebagian tenaga pendidik dan 

kependidikan belum memenuhi standar minimal dan jenis pendidikan yang 

ditamatkan oleh guru. 

c. Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya 

jenjang SD/MI. 
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d. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan belum optimal dan lebih 

banyak mengharapkan bantuan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.  

e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan jenjang PAUDNI, 

pendidikan Sekolah Dasar. 

 

2. Kesehatan 

a. Belum tercapainya Bebas Malaria di Kabupaten Kulon Progo, masih terdapat 4 

wilayah Kecamatan yang merupakan Daerah Endemis Malaria, yaitu Kecamatan 

Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan Kokap. 

b. Angka kematian ibu dan bayi yang fluktuatif, pada tahun 2015 telah berhasil 

ditekan penurunannya namun di tahun 2016 kembali meningkat, sedangkan pada 

tahun 2017 kembali dapat diturunkan. 

c. Meningkatnya angka penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, 

stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya. 

d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan 

sehat. 

e. Belum optimalnya sistem pengelolaan jaminan kesehatan. 

f. Puskesmas yang sudah terakreditasi baru 6 dari 21 puskesmas, begitu juga 

dengan puskesmas yang memiliki nilai IKM sangat baik  baru 5 puskesmas.  

g. Belum optimalnya sarana, prasarana dan sumberdaya manusia di RSUD Wates 

untuk memenuhi standar RSUD dengan pelayanan berstandar internasional. 

h. Keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia di RSUD Nyi Ageng 

Serang mengakibatkan pelayanan kesehatan belum optimal. 

 

3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 

a. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya 

wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir. 

b. Belum optimalnya kualitas prasarana jalan dan jembatan jalan kabupaten. 

c. Dukungan infrastruktur di kawasan strategis kabupaten belum optimal. 

d. Belum optimalnya penyediaan prasarana gedung perkantoran dan  penyediaan 

prasarana publik khususnya di perkotaan. 

e. Belum adanya data base jembatan. 

f. Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan irigasi. 

g. Kurang terpadunya pengelolaan sumber daya air. 

h. Kurangnya usaha-usaha konservasi sumberdaya air. 

i. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah dan 

persampahan. 

j. Masih rendahnya fasilitasi penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman 

perdesaan. 

k. Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan. 
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l. Belum tersedianya perencanaan induk sistem keciptakaryaan. 

m. Belum seluruh RDTR dan RTBL selesai disusun. 

n. Masih kurangnya sosialisasi rencana tata ruang. 

o. Belum terlaksananya rencana pembangunan infrastruktur sehingga rencana 

struktur dan pola ruang belum sepenuhnya tercapai. 

p. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang. 

q. Belum optimalnya pengawasan bangunan. 

r. Belum lengkapnya regulasi penyelenggaraan bangunan gedung dalam rangka 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

s. Belum terbentuknya kelembagaan tim ahli bangunan gedung sebagai pendukung 

penyelenggaraan bangunan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. 

 

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

a. Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni. 

b. Belum adanya data base perumahan dan permukiman. 

c. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin termasuk air 

bersih dan sanitasi. 

d. Belum adanya data base lingkungan permukiman perumahan, drainase, jamban 

keluarga, dan air buangan. 

 

5. Perhubungan 

a. Pemenuhan perlengkapan jalan berupa APILL, rambu, marka, guardraill dan LPJU 

belum dapat mencapai target nasional Standar Pelayanan Minimum. 

b. Jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi menurun dan jaringan trayek 

yang terlayani menurun. 

c. Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat terhadap peraturan lalu lintas 

menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. 

d. Masih terjadinya pelanggaran tonase oleh kendaraan angkutan barang yang 

melintas di wilayah Kulon Progo. 

e. Belum optimalnya penataan parkir terutama pada badan jalan yang 

mengakibatkan kemacetan khususnya pada even menjelang hari besar. 

f. Keterbatasan SDM dalam penyelenggaraaan urusan perhubungan kurang 

memadai; 

g. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraaan urusan perhubungan kurang 

memadai. 

 

 

6. Lingkungan hidup 

a. Belum optimalnya pengelolaan sampah sesuai dengan metode dan teknik 

pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan; 
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b. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam 

pengelolaan lingkungan hidup; 

c. Belum optimalnya  pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup; 

d. Menurunnya fungsi lindung kawasan akibat dari tekanan kegiatan budidaya di 

sekitar kawasan lindung terutama di daerah sempadan pantai dan sempadan mata 

air. 

e. Masih adanya  usaha dan/ atau kegiatan yang  belum mengelola limbah dengan 

baik dan benar (limbah cair maupun padat). 

  

7. Pertanahan 

a. Rumitnya proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

b. Permintaan harga tanah oleh masyarakat selalu berada di atas harga pasaran. 

c. Belum terbitnya perdais urusan pertanahan beserta aturan operasionalnya. 

d. Masih minimnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pensertifikatan (proses 

penerbitan sertifikat) tanah warga. 

 

8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

a. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan 

arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil. 

b. Perlunya peningkatan kualitas implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 

(SAK). 

c. Keterbatasan SDM yang mampu mengoperasionalkan perangkat Tehnologi 

Informasi SAK. 

d. Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil. 

e. Belum optimalnya pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil. 

 

9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan 

terhadap perempuan dan anak masih rendah. 

b. Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam 

rumah tangga. 

c. Belum optimalnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan 

Kabupaten Layak Anak. 

 

10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

a. Menurunnya partisipasi peserta KB pria dan Peran laki laki dalam keikutsertaan 

KB masih merupakan isu kesenjangan gender. 

b. Peran dan fungsi keluarga makin menurun sehingga ketahanan keluarga makin 

melemah  
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c. Permasalahan remaja makin meningkat dan semakin kompleks. 

 

11. Sosial 

a. Angka kemiskinan masih tergolong tinggi.  

b. Belum seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat 

mengakses jaminan sosial dan pemberdayaan sosial.  

c. PSKS dan pekerja sosial masih terbatas kuantitas maupun kualitasnya. 

d. Terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan 

PMKS. 

e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial 

f. Minimnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial sementara 

frekuensi/ variasi bencana sangat kompleks. 

 

12. Tenaga kerja 

a. Rendahnya produktifitas tenaga kerja. 

b. Rendahnya Minat kewirausahaan . 

c. Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan 

secara konsekuen. 

d. Masih kurangnya kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan 

(kesempatan kerja) 

e. Masih perlunya peningkatan karakter calon tenaga kerja 

 

13. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

a. Keterbatasan SDM pengelola koperasi. 

b. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.  

c. Wawasan kewirausahaan masih kurang.  

d. Kurangnya sinergitas dalam pemberdayaan UMKM.  

e. Kurangnya daya saing KUMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, 

menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan 

pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.  

 

14. Penanaman Modal 

a. Harga lahan yang akan digunakan untuk investasi yang relatif tinggi (pada lahan 

yang berstatus lahan milik masyarakat) sehingga menimbulkan investasi biaya 

tinggi (high cost invesment). 

b. Infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai 

kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan industri masih 

relatif minim. 

c. Belum efektifnya promosi investasi. 
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d. Belum optimalnya kesadaran perusahaan pemegang izin prinsip melaksanakan 

kewajibannya. 

 

15. Kebudayaan 

a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan 

seni, bahasa dan sastra,. 

b. Belum optimalnya perawatan peninggalan warisan budaya fisik (tangible) dan 

kelestariannya. 

c. Belum dioperasionalkannya  Taman Budaya sebagai pusat kegiatan kebudayaan, 

d. Belum dimilikinya museum sebagai wahana pengamanan peninggalan warisan 

budaya fisik (tangible). 

e. Belum optimalnya pengelolaan budaya  

f. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta 

pemberdayaan lembaga budaya lokal untuk misi diplomasi budaya. 

g. Masih lemahnya perlindungan hukum untuk semua aset kebudayaan baik yang 

fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). 

h. Kebudayaan lokal belum menjadi spirit bagi masyarakat Kulon Progo, sehingga 

perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya, dan kesejarahan. 

 

16. Kepemudaan dan Olah Raga 

a. Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga 

unggulan, dan kegiatan kepemudaan, 

b. Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di seluruh 

wilayah Kabupaten Kulon Progo. 

 

17. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

a. Perlunya peningkatan kewaspadaan aparatur pemerintah dan masyarakat akan 

kemungkinan dinamika politik di masyarakat 

b. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

publik. 

c. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang persatuan dan kesatuan, 

solidaritas, hormat menghormati meskipun dalam perbedaan. 

d. Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap 

keamanan dan kenyamanan lingkungan. 

e. Perlunya peningkatan kesadaran berbangsa dan bermasyarakat serta partisipasi 

dalam pembangunan bagi organisasi kemasyarakatan dan LSM. 

f. Perlunya peningkatan kewaspadaan dan upaya pencegahan dini terhadap 

bencana. 
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18. Fungsi Penunjang 

a. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. 

b. Keterbatasan jumlah aparatur pemerintah. 

c. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur. 

d. Perlunya peningkatan manajemen aset dalam fungsi perencanaan, 

pendayagunaan dan pengendalian. 

e. Keterbatasan tindak lanjut peraturan perundang-undangan dari pusat dalam 

rangka mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. 

f. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. 

g. Masih terbatasnya sarana prasarana kerja bagi aparatur. 

h. Perlunya peningkatan pelayanan kecamatan. 

i. Perlunya peningkatan pelayanan kelurahan. 

j. Keterbatasan dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dikarenakan 

belum lengkapnya aturan turunannya. 

k. Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan 

kadang terjadi keterlambatan dalam penetapannya. 

l. Kemampuan SDM aparatur dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan 

masih terbatas. 

m. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan. 

n. Masih lemahnya inisiasi dalam  pemanfaatan  dan  pengembangan  bahan  

pangan  lokal dari aspek budidaya (on farm), pengolahan pasca panen dan 

pemasaran (off-farm). 

o. Fluktuasi harga kebutuhan pokok strategis dan ketersediaannya yang belum 

memadai. 

p. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas produk kebijakan bidang perekonomian 

q. Masih kurangnya kapasitas SDM pengelola BUMD, maupun Lembaga Keuangan 

baik dari segi kualitas dan kuantitas, serta masih kurangnya ketaatan dan 

ketertiban pengelola terhadap peraturan yang berlaku 

 

19. Pangan 

a. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang. 

b. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan. 

c. Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat  terhadap bahan pangan karena 

rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan khususnya di desa rawan pangan. 

d. Belum terpenuhinya 1 desa 1 penyuluh. 

e. Sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan masih kurang optimal dan peran petani 

dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian belum optimal. 
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20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

a. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi desa 

b. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan  

c. Perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan sistem aplikasi 

didesa. 

d. Masih kurangnya ketepatan penetapan dan penyampaian Dokumen APBDes dan  

pelaporan pelaksanaan pembangunan didesa. 

e. Belum optimalnya kualitas dan peran Badan Usaha Milik Desa 

f. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih belum optimal 

 

21. Statistik 

a. Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD; 

b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik; 

c. Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam 

penyelenggaraan pemerintahan; 

d. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan 

pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan. 

 

22. Kearsipan 

a. Masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan 

arsip daerah. 

b. Masih rendahnya apresiasi pemerintah dan masyarakat terhadap arsip daerah. 

c. Sumber daya manusia yang terbatas secara kualitas dan kuantitas mempengaruhi 

tingkat layanan kearsipan dan kualitas pengelolaan arsip. 

d. Sarana dan prasarana kearsipan belum tersedia optimal untuk pengelolaan dan 

pelayanan kearsipan baik pihak yang membutuhkan. 

e. Pedoman pengelolaan arsip masih sangat terbatas dan umum, sehingga perlu ada 

aturan yang pragmatis dan mudah dilakukan. 

 

23. Komunikasi dan Informatika 

a. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat belum optimal sesuai tujuan 

dibentuknya KIM 

b. Keterbatasan SDM dalam penyelenggaraaan urusan Komunikasi dan Informatika 

kurang memadai. 

c. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraaan urusan Komunikasi dan 

Informatika kurang memadai. 

 

24. Perpustakaan 
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a. Topografi wilayah Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari pinggiran pantai 

sampai dengan pegunungan menjadi kendala untuk dijangkau dalam pelayanan 

perpustakaan. 

b. Perlunya tambahan armada mobil keliling untuk pendekatan pelayanan kepada 

masyarakat. 

c. Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat menjadi acuan juga kendala 

dalam layanan perpustakaan/ kurangnya tenaga yang menguasai IT. 

d. Kurangnya personil perpustakaan yang dapat ditugaskan untuk melakukan 

sosialisasi dan pembinaan perpustakaan sampai ke pelosok wilayah Kulon 

Progo. 

  

25. Pertanian 

a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. 

b. Sarana dan prasarana produksi, pasca panen dan pemasaran pertanian belum 

memadai. 

c. Rendahnya adopsi teknologi oleh petani. 

d. Rendahnya posisi tawar petani menyebabkan harga ditingkat petani dikuasai oleh 

tengkulak. 

e. Anomali iklim, Serangan OPT, bencana alam (banjir/kekeringan), menyebabkan 

gagal panen dan penurunan mutu produk. 

f. Rata rata petani berusia lanjut serta pendidikan rendah. 

g. Peredaran produk peternakan dan perikanan (daging, telur, susu, maupun produk 

olahannya belum sepenuhnya memenuhi syarat aman, sehat, utuh dan halal 

(ASUH). 

h. Masih adanya penyakit hewan menular. 

 

26. Pariwisata 

a. Belum optimalnya penyiapan kawasan wisata sebagai penyangga KSPN 

Borobudur  

b. Keterbatasan sarana prasarana dan belum adanya fasilitas rekreatif di obyek 

wisata yang mampu menjadi magnet kunjungan wisata. 

c. Belum adanya regulasi yang jelas dalam pengelolaan desa wisata serta wisata 

minat khusus, untuk menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan yang cukup 

signifikan. 

d. Kemampuan SDM pelaku pariwisata dan kesadaran masyarakat di sekitar obyek 

wisata tentang Sapta Pesona masih sangat terbatas. 

e. Belum dimilikinya legalitas usaha pariwisata olah sebagian besar pelaku usaha 

pariwisata 

f. Masih belum optimalnya kinerja penarikan retribusi masuk obyek wisata. 
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27. Kelautan dan perikanan 

a. Ketersediaan air pada waktu tertentu kurang akibat pengaturan air irigasi untuk 

mendukung pola tanam. 

b. Fluktuasi ketersediaan benih ikan. 

c. Tingginya harga pakan pabrikan. 

d. Belum/ kurang berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk. 

e. Pembangunan fisik pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta belum selesai. 

f. Kelembagaan kelompok belum mantap. 

g. Keterbatasan kemampuan manajerial dan ketrampilan nelayan, pembudidaya ikan, 

pengolah dan pemasar produk perikanan. 

 

28. Perdagangan 

a. Belum semua pelaku usaha dalam aktivitasnya berorientasi pada kepuasan 

pelanggan/konsumen. 

b. Kurang lengkapnya sarana prasarana tera/tera ulang. 

c. Masih lemahnya produk dalam menembus (penetrasi) pasar yang disebabkan 

lemahnya strategi pemasaran dan kurang efektifnyanya promosi. 

d. Sarana Prasarana Pasar Daerah kurang representative). 

 

29. Perindustrian 

a. Mindset wirausaha belum dimiliki oleh sebagian besar pelaku usaha industry. 

b. Belum terwujudnya kawasan industri. 

c. Industri didominasi oleh industri pengolahan pangan dan kerajinan umum yang 

sangat tergantung ketersediaan hasil pertanian. 

d. Pemanfaatan tehnologi dalam proses produksi relatif rendah. 

e. Lemahnya jejaringan usaha 

 

30. Transmigrasi 

a. Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon 

transmigran, karena masih memilih daerah Sumatera. 

b. Masih kurangnya kesesuaian ketrampilan calon transmigran dengan kebutuhan dan 

potensi daerah tujuan transmigrasi. 

. 

31. Persandian 

a. Belum optimalnya pengamanan terhadap informasi strategis dan pengamanan 

ruang publik. 

b. Terbatasnya SDM yang memenuhi kapabilitias dan kompetensi terhadap 

persandian. 
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BAB III  

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN  

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

 

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan 

kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019, 

yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2018, proyeksi Tahun 2019 serta kebutuhan 

dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2019. Gambaran kerangka ekonomi 

daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil 

langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah 

pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2019 dapat dicapai sesuai dengan sasaran 

program dan kegiatan yang diharapkan. 

 

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan 

jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam 

periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non 

residen (BPS 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah  

dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan 

jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber 

daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha 

masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten 

Kulon Progo dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga 

berlaku. 

Menurut (BPS 2016) bahwa Data Pendapatan Nasional adalah salah satu indikator makro 

yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Hal tersebut dapat 

dipergunakan untuk melaksanakan analisis ekonomi suatu wilayah yang meliputi : PDRB harga 

konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke 

tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menununjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi 

yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau 

menunjukkan perananan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga 

berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar 

harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita. 

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 7 tahun terakhir selalu 

mengalami kenaikan (lihat Gambar 3.1), pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 9,8 trilyun rupiah, 

2018 diperkirakan mencapai 9.09 trilyun rupiah, meningkat dari pada tahun 2017 diperkirakan 
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mencapai 8.57 trilyun rupiah, pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 8.20 trilyun rupiah, pada 

tahun 2015 diperkirakan 7.60 trilyun,  2014 mencapai 7.03  trilyun rupiah, tahun 2013 mencapai 

6.49 trilyun rupiah. 

 

 

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2018 
Tahun 2017 s.d. 2019  Merupakan Angka Prediksi 

 
Gambar 3.1 

PDRB dan Prediksi PDRB ADHB Tahun 2013 – 2019 

 

Menurut BPS Kabupaten Kulon Progo (2016), nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar 

harga konstan 2010, pada tahun 2014 mencapai 6.00 triliun rupiah, mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 5.74 triliun rupiah. Hal ini memperlihatkan bahwa selama 

tahun 2014 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55 persen, lebih lambat dibandingkan dengan 

tahun 2013 yang mampu tumbuh sebesar 4,87 persen. Sedangkan pada tahun 2016 diprediksikan 

terus mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,03 persen. Laju pertumbuhan 

ekonomi akan terus meningkat seiring dengan berbagai jenis kegiatan yang terdapat di Kabupaten 

Kulon Progo, dimulainya pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport, 

pembangunan kawasan penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan yang 

lainnya maka diperkirakan pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonominya sebesar 4.75 persen, 

tahun 2018 sebesar 5 persen dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2019 sebesar 5.15 

persen. 

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2019 diperkirakan masih didominasi oleh  

kategori lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar  5,18 persen. Secara 

keseluruhan pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi masing-masing kategori lapangan usaha 

mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali untuk kategori Pengolahan tembakau mengalami 
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pertumbuhan negatifyaitu sebesar -7,15 persen. Sebanyak enam belas kategori lapangan usaha 

yang mengalami pertumbuhan positif pada kisaran dua hingga dua puluh satu persen. Dan terdapat 

sebanyak lima kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kurang dari lima persen. 

 

3.2.2 PDRB Per Kapita 

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah  

dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, 

besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar 

kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi 

yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai 

PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. 

Selama kurun waktu 2013-2019, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar 

harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 3.3). Pada tahun 2013, nilai PDRB per 

kapita Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 16,17 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan 

hingga pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 23,57 juta rupiah. Peningkatan PDRB per kapita 

yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi, oleh karena itu untuk melihat 

peningkatan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan 

harga konstan 2010. Selama periode 2013-2019, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 

mengalami peningkatan dari 14,30 juta rupiah pada tahun 2013 menjadi 17,40 juta rupiah pada 

tahun 2019.  

Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita seharusnya secara positif akan 

meningkatkan daya beli pasar Kulon Progo. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan 

permintaan pasar sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat 

mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan 

yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih 

kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu 

mendorong pembentukan karakter pasar Kulon Progo yang berorientasi pada produk lokal. Oleh 

karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga 

dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan kompetitif. Pemenuhan pasar 

pada skala lokal pada tahun 2019 ke atas diprediksikan akan mengalami perubahan yang 

mendasar dengan adanya pembangunan bandara baru di kabupaten Kulon Progo. Pasar lokal 

Kabupaten Kulon Progo diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar. 

Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan mentah perlu 

penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak dapat diabaikan bahwa struktur 

perekonomian Kabupaten Kulon Progo paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian 

khususnya tanaman bahan makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam 

meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian. 
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Sejalan dengan integrasi ekonomi ASEAN dibawah payung ASEAN Economic Community 

(AEC), kebijakan single market and single production unit harus disikapi dengan formulasi 

kebijakan yang tepat dalam memberikan peluang pasar domestik dan industri lokal untuk 

berkembang, salah satunya mendorong pembentukan struktur pasar berbasis karakter budaya 

lokal.  

 

 

 

Sumber : Diskominfo  Kab. Kulon Progo, 2017 
Tahun 2013 s.d. 2019 Merupakan Angka Prediksi 

 
Gambar 3.2  

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2013 – 2019 (juta rupiah) 

 

 

3.2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi PDRB  

Besaran laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2013 – 2019 sebagai berikut 

(lihat Gambar 3.4): pada tahun 2013 sebesar 4,87 persen, tahun 2014 sebesar 4,55 persen, 

tahun 2015 diprediksikan sebesar 4,64 persen, tahun 2016 diprediksikan sebesar 4,03 persen, 

dan pada tahun 2017 sebesar 4,75 persen, tahun 2018 sebesar 4,97 persen dan  puncaknya 

diperkirakan LPE Kabupaten Kulon Progo akan mencapai 5,15 persen  pada tahun 2019. 

 

 

 

 

16.165.385 

17.414.089 

18.759.272 

20.145.984 

21.153.198 

22.361.531 

23.569.863 

16.000.000,00

17.000.000,00

18.000.000,00

19.000.000,00

20.000.000,00

21.000.000,00

22.000.000,00

23.000.000,00

24.000.000,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PDRB



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB III - 5 
 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2017 
Tahun 2017 s.d. 2019 Merupakan Angka Prediksi 

 

Gambar 3.3 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2011 – 2018 

 

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi diprediksi terjadi di tahun 2019 setelah sebelumnya 

tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sektor pertanian sebagai tulang 

punggung struktur ekonomi Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan 

negatif sebesar 1,39 persen yang mempengaruhi besaran laju pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan. Penurunan pertumbuhan di sektor pertanian pada tahun 2014 dipengaruhi oleh 

penurunan sub sektor tanaman bahan makanan. Dimana sub sektor tanaman bahan makanan 

merupakan penyumbang terbesar dalam sektor primer di Kulon Progo terutama produksi padi. 

Faktor musim kemarau yang sangat panjang (el nino) yang terjadi pada  tahun 2014 yang 

menyebabkan kekeringan mempunyai andil yang sangat besar terhadap terganggunya panen 

padi di wilayah sebagian besar Kabupaten Kulon Progo. Namun situasi tersebut masih tertolong 

dengan sistem irigasi yang berjalan dengan baik dan lancar, meskipun tidak dapat memenuhi 

seratus persen kebutuhan air pada sistem pertanian 

Pertumbuhan yang cukup tinggi pada sub sektor yang punya andil besar dalam 

perekonomian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tahun 2012 

sampai dengan 2013 sektor pertumbuhannya positif. Akan tetapi pada tahun 2014 terjadi sedikit 

perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4.68 persen.  Hal ini sangat dipengaruhi oleh 

terjadinya perlambatan laju pertumbuhan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 

khususnya pada sub sektor tanaman pangan. 

4,87 

4,57 4,62 
4,76 

4,88 4,97 
5,15 

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

LPE



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB III - 6 
 

Sub sektor tanaman bahan makanan mempunyai share yang besar pada sektor 

pertanian (lihat Tabel 3.2), sehingga besaran pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan 

sangat berpengaruh pada pertumbuhan sektor pertanian. Peran sektor ini baik secara berlaku 

maupun konstan cukup tinggi, sehingga sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan. Akan tetapi sektor pertanian pada tahun 2016 

sampai dengan tahun 2017 diprediksikan terus mengalami peningkatan yang cukup berarti 

sehingga hal tersebut dapat berpengaruh cukup besar dalam peningkatan laju pertumbuhan 

ekonomi. Dimana pada tahun 2016 diperkirakan mempunyai laju pertumbuhan sebesar 1.76 

persen, dan tahun 2017 sebesar 1.88 persen dan pada tahun 2018 terjadi sedikit perlambbatan 

sebesar 0.01 persen menjadi sebesar 1.87.  Hal tersebut diharapkan tidak terjadi pengaruh yang 

nyata di tingkat petani. 

Seiring dengan dicanangkannya Kawasan Industri Sentolo (KIS) maka pada tahun 2013 

sampai dengan 2014 tumbuh sangat signifikan sebesar 7.37 persen dan 8.28 persen. Pada 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sektor industri pengolahan diperkirakan tetap akan 

mengalami pertumbuhan positif, dan akan mengalami laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 

2017 sebesar 8.14 persen. Untuk sektor listrik dan  gas pada tahun 2010 mengalami 

pertumbuhan 0.57 persen dan pada tahun 2011 mengalami percepatan pertumbuhan 

dibandingkan tahun 2010, dimana pada tahun 2011 pertumbuhannya sebesar 5.53 persen. 

Untuk tahun 2012 sektor itu mulai bangkit hingga mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 

10.10 persen. Sampai dengan tahun 2017 seiring dengan perkembangan industri sektor ini 

diperkiran terus mengalami pertumbuhan positif. Dan pada tahun 2018 diperkirakan akan 

mengalami perlambatan menjadi sebesar 7.76 persen. Diperkirakan pada sektor ini pada tahun 

2019 akan mengalami pertumbuhan sebesar 3,48 persen. 

Sektor konstruksi pada tahun 2013 mengalami perlambatan laju pertumbuhan sebesar 

4.21 persen. Pada tahun 2013 sektor ini kembali mengalami percepatan laju peretumbuhan 

sebesar 5.17 persen disusul pada tahun 2014 tetap tumbuh posistif pada angka 5.09 persen 

meskipun mengalami sedikit perlambatan.Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sektor 

konstruksi ini diperkiran terus mengalami percepatan laju pertumbuhan dan pada tahun 2017 

diperkirakan mencapai puncaknya sebesar 5.16 persen dan terus disusul untuk tahun 2018 

sebesar 5.51 persen. Kenaikkan sektor konstruksi diperkirakan  disebabkan sudah mulainya 

pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport, pembangunan JJLS atau 

pembangunan jalan baru dari ruas Bugel – Girijati Samas – Kretek Parangtritis, pembangunan 

kawasan peruntukan industri, kawasan KSPN, pembangunan embung dan pembangunan 

lainnya yang berkaitan dengan layanan dasar masyarakat. 

Seiring dengan peningkatan produksi di sektor pertanian dan sektor pertambangan 

penggalian, serta semakin bertambahnya usaha perdagangan maupun industri baik di kawasan 

pesisir maupun KIS, pembangunan bandara dapat perpengaruh terhadap pertumbuhan pada 

sektor akomodasi dan makan minum. Hal tersebut seiring dengan masuknya  tenaga kerjayang 

bekerja pada beberapa industri maupun pertambangan berpengaruh kuat pada peningkatan 

pertumbuhan sektor akomodasi, dan makan minum. Sektor ini tumbuh stabil pada kisaran empat 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB III - 7 
 

sampai dengan lima persen (lihat Gambar 3.3). Pada tahun 2013 sektor ini mampu tumbuh 7.39 

persen, sedangkan pada tahun 2014 tumbuh sebesari 4.78 persen. Pada tahun 2015 hingga 

2018 diperkirakan pertumbuhannya positif sampai dengan 4.08 persen pada tahun 2018 dan 

pada tahun 2019 diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 4,03 persen. 

Adanya kebijakan untuk angkutan kereta api (jumlah penumpang menyesuaikan dengan 

jumlah tempat duduk) serta semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan 

pribadi “baik sepeda motor ataupun mobil” berdampak pada semakin lambatnya pertumbuhan 

sektor pengangkutan dan komunikasi .Pada tahun 2013 sempat terjadi kenaikan laju 

pertumbuhan sebesar 3.19 persen akan tetapi pada tahun berikutnya kembali terjadi 

perlambatan laju pertumbuhan sebesar 2.05 persen dan diperkiran angka dua persen ini akan 

stabil sampai dengan tahun 2018 sebesar 2.64 persen. Apabila bandara baru di Temon pada 

tahun 2019 atau 2020 sudah dapat dioperasikan diperkirakan akan terjadi perubahan yang 

sangat berarti pada sektor ini (lihat Gambar 3.3).    

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial masih sangat berperan 

dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut karena 

anggaran pada sektor tersebut relatif stabil dianggarkan dalam APBD baik APBD Kabupaten, 

APBD DIY maupun APBN. Pada tahun 2013 terjadi perlambatan sebesar 5.11 persen.Pada 

sektor tersebut diperkirakan sampai dengan tahun 2017 akan terus mengalami percepatan laju 

pertumbuhan meskipun tidak terlalu besar.  Hal ini terkait erat dengan besaran anggaran 

pemerintah yang selalu terjadi kenaikan meskipun tidak terlalu besar. Diperkirakan sampai 

dengan tahun 2018 mencapai pertumbuhan sebesar 6.41 persen dan pada tahun 2019 

diperkirakan akan mencapai 4,37 persen. 

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti rumah sakit dan 

lembaga pendidikan swasta mengalami kecenderungan naik (lihat Gambar 3.3). Dengan 

semakin naiknya jasa rumah sakit dari sisi positifnya bisa diperkirakan bahwa pelayanan 

kesehatan masyarakat semakin membaik. Beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan 

pelayanan kesehatan masyarakat antara lain: pada pertengahan bulan Oktober 2011 

dikeluarkan kebijakan Bupati bahwa semua masyarakat Kulon Progo gratis berobat di 

Puskesmas berlaku mulai November 2011 dan dipertahankannya kebijakan tersebut sampai 

dengan saat ini. Laju pertumbuhan sektor ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 

diperkirakan terus mengalami percepatan yang sangat tinggi dan pada puncaknya pada tahun 

2019 diperkirakan sampai dengan angka 5,02 persen. Dari data pertumbuhan sektor kesehatan 

dan kegiatan sosial yang senantiasa meningkat ini membuktikan bahwa program Bupati Kulon 

Progo dalam hal kesehatan dan kegiatan sosial bernilai positif. Kebijakan Bupati Kulon Progo 

yang sangat popular di tengah-tengah masyarakat Kulon Progo tersebut, ditambah dengan 

semangat “Bela Beli Kulon Progo” dan “Gentong Rembes” bahkan sampai menjadi isu nasional 

dan mengantarkan Bupati Kulon Progo meraih penghargaan di tingkat nasional. 
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3.2.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 

 Analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal 

(peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah berdasarkan hasil 

analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 

RKPD sampai tahun 2016, realisasi RPJMD, dan kondisi ekonomi daerah tahun 2016 dan 

perkirakan tahun 2018 meliputi : 

1. Kondisi internal 

a. Faktor kekuatan 

1) Potensi sumber daya alam 

Potensi sumber daya alam yang sangat besar di Kabupaten Kulon Progo 

didominasi pada sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata terutama 

wisata alam dan wisata edukasi. 

2) Aspek demografi 

Aspek demografi di Kabupaten Kulon Progo cenderung mengalami 

pertambahan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo jumlah Penduduk 

Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 sebesar 437.441 jiwa. Dengan 

didukung oleh sumber daya manusia, usia angkatan kerja yang cukup besar 

maka di harapkan menjadi kekuatan untuk menggerakkan roda perekonomian 

pembangunan Kabupaten Kulon Progo. 

3) Produk Domestik Reginonal Bruto (PDRB) Per Kapita 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Kulon Progo 

cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 setiap 

penduduk Kabupaten Kulon Progo dapat menghasilkan nilai tambah sebesar 

Rp16,17 Juta, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 17,52 juta dan pada 

tahun 2015 terus meningkat pada angka Rp18,43 juta dengan demikian 

tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kulon Progo diharapkan semakin 

baik yang dapat menjadi modal untuk menumbuhkan perekonomian 

Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut ditopang dengan peranan sektor 

pertanian yang berperan besar dalam struktur perekonomian Kabupaten 

Kulon Progo sebesar 21,17 % pada tahun 2013,  21,13 % pada tahun 2014, 

dan 21,45 % pada tahun 2015. 

4) Investasi 

Investasi Kabupaten Kulon Progo  cenderung meningkat.  Pada tahun 2014 

terjadi pertumbuhan investasi sebesar 66,07 % dan pada tahun 2015 

mengalami peningkatan menjadi 72,53 %. Hal ini didukung oleh ketersediaan 

sumber daya alam dan infrastuktur yang memadai, kondisi keamanan dan 

ketertiban yang relatif kondusif, dimulainya pembangunan bandara 

internasional, dan adanya kawasan peruntukan industri menjadi daya tarik 
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tersendiri bagi investor. 

Adanya regulasi tentang kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif bagi 

investor.  

5) Komitmen pemerintah daerah 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkomitmen untuk 

memberikan peningkatan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan 

partisipatif. Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai inovasi daerah yang 

mengoptimalkan potensi lokal yang mensejahterakan masyarakat.  

b. Faktor kelemahan 

1) Pemanfaatan sumber daya alam 

Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal. 

2) Nilai tambah produk pertanian  

Nilai tambah produk-produk pertanian di Kabupaten Kulon Progo masih belum di 

manfaatkan secara optimal menjadi bahan-bahan olahan, sehingga 

keragaman hasil produk pertanian belum memungkinkan memiliki nilai 

tambah (added values).  

3) Tingkat pengangguran 

Tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo tergolong masih tinggi 

meskipun cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah 

pengangguran terbuka di Kabupaten Kulon Progo mencapai 8.736 orang, 

dimana sebagian besar pengangguran tersebut merupakan warga usia 

produktif.  

4) Tingkat dekadensi moral. 

Tingkat dekadensi moral di Kabupaten Kulon Progo cenderung meningkat seperti 

penyalahgunaan narkoba tahun 2014 sejumlah 56 orang meningkat menjadi 

441 orang pada tahun 2015.  

 

2. Kondisi eksternal 

a. Faktor peluang 

1) Posisi geostrategic 

 Dengan adanya pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon dan telah 

ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur akan 

menjadi suatu koridor pertumbuhan ekonomi baru di Kulon Progo. Adanya 

jalur JJLS di sepanjang pantai Kulon Progo juga membuka akses atau jalur 

baru bagi distribusi barang/jasa dan penumpang khususnya untuk Jawa 

bagian selatan. Posisi geostrategic tersebut dapat memberikan keuntungan 

bagi perkembangan wilayah kabupaten maupun perkembangan wilayah 

Provinsi DI Yogyakarta. 
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2) Kebijakan investasi nasional 

 Mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia menjadi fokus dari paket 

kebijakan ekonomi melalui beberapa strategi antara lain kemudahan perijinan, 

insentif investasi dan percepatan infrastruktur pendukung. 

3) Pasar bebas ASEAN  

 Kondisi pasar bebas ASEAN membuka peluang bagi produk-produk lokal baik 

dari segi tenaga kerja, produksi maupun pemasaran.  

b. Faktor ancaman. 

1) Pasar bebas ASEAN. 

Pasar bebas ASEAN menjadi ancaman yang serius bagi pelaku ekonomi di 

Kabupaten Kulon Progo sebab persaingan akan semakin tajam. Ketidaksiapan 

daerah dalam menghadapi persaingan tersebut akan menyebabkan 

Kabupaten Kulon Progo menjadi tujuan bagi pemasaran produk dan tenaga 

kerja terlatih.  

2) Perubahan iklim. 

 Perubahan iklim akibat pengaruh pemanasan global memberikan dampak 

pada dunia. Kecenderungan perubahan iklim yang tidak menentu 

mengganggu pola tanam petani, perkembangan dan penyebaran organisme 

pengganggu tanaman, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian finansial. 

3) Bencana alam. 

 Kabupaten Kulon Progo termasuk bagian dari jalur yang rawan bencana alam, 

karena kedudukan wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sebagian merupakan 

dataran tinggi (Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo dan Kokap) 

menjadikan rawan terhadap bencana tanah longsor.  

4) Faktor politik. 

 Penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati akan menyedot banyak 

energi masyarakat kearah politik dan berpotensi meningkatkan kerentanan di 

bidang keamanan dan ketertiban masyarakat bila semua pihak tidak dewasa 

dalam berpolitik. 

 

Tantangan dan prospek perekonomian daerah dalam pelaksanaan pembangunan 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 adalah pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon 

dan ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur akan menjadi 

pemicu pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo. Hal ini didukung juga oleh ketersediaan sumber 

daya alam dan infrastuktur yang memadai,  kondisi keamanan dan ketertiban yang relatif 

kondusif, dan adanya kawasan peruntukan industri menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. 

Kondisi Pasar Bebas ASEAN memberikan tantangan kepada pemerintah daerah untuk 

meningkatkan kualitas dan kuntunuitas  produk-produk lokal, tenaga kerja, maupun pemasaran 
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ke luar daerah sehingga mampu bersaing di pasar. Selain itu masyarakat diharapkan tidak 

hanya sebagai penonton tetapi juga menjadi bagian dari pelaku pasar. 

Beberapa strategi yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah  yaitu: 

1. Pengoptimalan dan pengembangan  pemanfaatan sumber daya alam 

2. Peningkatan kualitas tenaga kerja 

3. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi 

4. Peningkatan kualitas dan kuntunuitas  produk lokal 

5. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi di atas antara lain : (1) 

pengelolaan perencanaan untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok pemerintah daerah dalam 

dalam penyediaan pelayanan publik, (2) pengembangan potensi wilayah, (3) Peningkatan 

komoditas produksi unggulan, (4) pemberdayaan masyarakat, (5) Peningkatan ketrampilan bagi 

tenaga usia kerja dan (6) pengembangan infrastruktur wilayah. 

 

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan 

dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah 

dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada 

dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka 

melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan penganggaran  lebih 

fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas,  

nasionaldan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas 

fungsi 

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan 

dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 

3) program dan kegiatan yang disusun  harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan 

peluang yang dihadapi .Selain hal tersebut diatas juga harus berpedoman pada norma dan 

prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah 

norma dan prinsip tersebut, meliputi: 

(1) Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah 

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih 

dan bertanggung jawab.Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan 

tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka 

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran 

dan manfaat yang diperoleh masyarkat dari suatu kegiatan atau yang 
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dianggarkan. 

(2) Disiplin Anggaran 

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

Oleh karena itu, penyusunan  dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat 

guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(3) Keadilan Anggaran 

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan 

retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan 

masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaanya 

secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat 

dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam 

pemberian pelayanan. 

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat 

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, 

guna kepentingan bagi masyarakat.Perencanaan perlu ditetapkan secara 

jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang 

diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan. 

 

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan 

retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. 

Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas derah yang menambah ekuitas 

dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu 

dibayarkan kembali oleh daerah.  

Dalam hal peraihan pendapatan daerah sampai saat ini masih banyak dikendala 

dan permasalahan  yang dihadapi terutama dalam  peningkatan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun permasalahannya adalah : 

a. Regulasi yang berlaku saat ini sudah jauh ketinggalan dibanding dengan 

peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Semisal beberapa 

peraturan daerah yang mengatur masalah tarif atau besarnya pajak/retribusi 

daerah terlalu kecil disbanding dengan keadaan perekonomian saat ini. 
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b. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah, disisi lain masih 

adanya upaya dari wajib pajak/retribusi untuk menghindar dari kewajiban 

membayar pajak/retribusi daerah. 

c. Belum adanya mekanisme khusus untuk mengetahui data obyek pajak, yang 

menyebabkan data obyek pajak tidak sesuai dengan fakta/keadaan. 

d. Fasilitas obyek retribusi belum memadai khusunya pada obyek wisata, 

menyebabkan sangat sedikitnya kunjungan ulang yang dilakukan oleh 

wisatawa. 

e. Lemahnya data dan penatausahaan perpajakan/retribusi daerah. 

f. Masih lemahnya kapasitas petugas yang menangani pungutan pendapatan 

daerah. 

g. Belum optimalnya kinerja BUMD. 

Dengan melihat analisis kondisi /eksisting perkembangan perekonomian yang 

ada, mengamati perkembangan pembangunan di kawasan strategis dan melihat 

permasalahan yang ada, maka strategi yang ditempuh dalam peningkatan 

pendapatan daerah ialah 

a. peninjauan dan penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan 

daerah,  

b. peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan potensi pendapatan daerah, 

c. peningkatan kualitas SDM  

d. peningkatan investasi.  

Dengan strategi tersebut diatas maka  kebijakan daerah  yang ditempuh dalam 

meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut. 

a. Peninjauan dan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan 

pendapatan daerah, 

b. Meningkatkan  kualitas  BUMD 

c. Meningkatkan inovasi peningkatan pendapatan 

d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada obyek pajak/retribusi 

e. Meningkatan kualitas SDM   

f. Meningkatkan pelayanan perijinan 

g. Mempercepat pembangunan infrastruktur 

Adapun upaya upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan 

daerah  antara lain  : 

a. Melakukan peninjauan perda dan menyusun kembali sesuai dengan regulasi 

dan kondisi, 

b. Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada BUMD. 

c. Menambah penyertaan modal kepada BUMD. 

d. Merancang design / mekanisme khusus untuk menjaring data produksi atas 

obyek pajak sehingga wajib pajak tidak bisa melakukan rekayasa data 

produksi atas obyek pajak. 
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e. Ekstensifikasi dan intensifikasi  terhadap sumber-sumber pendapatan. 

f. Memperbaiki fasilitas obyek retribusi 

g. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan 

daerah. 

h. Penegakan Peraturan Daerah 

i. mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah 

j. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman  kepada masyarakat 

kaitannya dengan keajiban pembayaran pajak daerah 

k. Bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah 

l. Penyederhanaan dan transparasi pelayanan perijinan 

m. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak / retribusi daerah menuju 

pelayanan prima. 

n. Pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi 

o. Pembangunan infrastruktur di kawasan penyangga KSPN, kawasan 

peruntukan industri 

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber 

pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari: 

a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 

Pajak Mineral Bukan Logam,Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa 

Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari 

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 

Daerah/BUMD. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan 

Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan 

Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda 

Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari 

pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum 

Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP, Pendapatan Bunga 

Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya 

yang merupakan hak Daerah. 

2. Dana Perimbangan, terdiri dari: 

a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan 
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angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi.Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak bersumber 

dari pajak dan sumber daya alam. 

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi 

Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.  

a) Bagi Hasil Pajak terdiri dari : 

i. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan  

ii. Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi meliputi : 

iii. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari : 

a) Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 

b) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) 

c) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat 

umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal 

(antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan 

keuangan antar Daerah.  Dana Alokasi Umum merupakan : 

1) Komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN dalam 

rangka desentralisasi fiskal yang didasarkan atas formula dengan 

pendekatan alokasi dasar dan celah fiskal dengan 

memperhitungkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. 

2) Block Grant yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi 

dan memperbaiki kesenjangan fiskal antar daerah (horizontal fiscal 

imbalance) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah. 

3) Equalization grant, yaitu berfungsi untuk mengurangi kesenjangan 

kemampuan keuangan yang diakibatkan oleh perbedaan 

pendapatan daerah dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana 

Bagi Hasil  Sumner Daya Alam. 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi 

Khusus terbagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik.  

Rancangan awal RKPD tersebut belum memasukkan dana DAK, baik 

DAK fisik maupun DAK Non fisik yang dikarenakan dana tersebut 

dicantumkan dalam dokumen kalau sudah ada informasi resmi dari 

Kementerian Keuangan. 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: 

a. Pendapatan Hibah 
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b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsiyang meliputi Bagi 

Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi 

Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan 

Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah. 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. 

Kabupaten  Kulon Progo mendapat alokasi dana penyesuaian dimana 

dana tersebut bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk 

mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang mendasarkan 

peraturan perundang undangan  berlaku dan kegiatannya sudah 

menjadi urusan daerah.  Dana Penyesuaian otonomi khusus hanya 

terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID)  yang pada Tahun 2019  

memprediksikan sebesar Rp62.250.000.000,00,- dengan asumsi 

Pemerintah  Kulon Progo memperoleh opini wajar tanpa pengecualian 

(WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK, 

menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tepat waktu dan 

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu serta memenuhi batas 

minimum penilaian kinerja. 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya. 

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah 

Untuk tahun 2019 menargetkan Rp 70.000.000.000,00 untuk bantuan 

pembanguan RSUD Wates (lanjutan) 

e. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Adapun gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2016 s/d 2020 

Kabupaten Kulon Progo 

NO Uraian 
Jumlah 

Realisasi Tahun 
2016 

Realisasi Tahun 
2017 

Target Tahun 2018 Target Tahun 2019 Target  Tahun 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Pendapatan asli 
daerah 

   180,273,363,594.69   249.662.893.335,52     206,336,514,151.13     217,509,391,629.74  246.201.790.368,47 

1.1.1 Pajak daerah 31,393,835,053.70  47,239,062,646.60       57,687,397,290.89       62,048,565,572.17  67.436.518.379,41 

1.1.2 Retribusi daerah 9,857,662,642.63  7,329,130,686.19         8,879,783,127.13         9,514,426,304.00  9.917.536.978,82 
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NO Uraian 

Jumlah 

Realisasi Tahun 
2016 

Realisasi Tahun 
2017 

Target Tahun 2018 Target Tahun 2019 Target  Tahun 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.3 Hasil  
pengelolaan  
kekayaan  daerah 
yang dipisahkan 

14,317,819,815.93  15,783,395,763.54       15,531,111,952.62       17,064,633,055.89  17.636.297.988,84 

1.1.4 Lain-lain 
pendapatan asli 
daerah yang sah 

124,704,046,082.43  179,311,304,293.19     124,238,221,780.49     128,881,766,697.68   151.211.437.021,41  

1.2 Dana 
perimbangan 

957,551,588,907.00  942.334.184.917,00    994,945,762,000.00     735,535,336,552.00  765.070.881.280,09 

1.2.1 Dana   bagi   hasil   
pajak/Bagi   hasil 
bukan pajak 

26,387,202,166.00  26,200,469,908.00       28,647,957,000.00       29,666,396,552.00  30.684.836.103,05 

1.2.2 Dana alokasi 
umum 

718,490,508,000.00  705,868,940,000.00     705,868,940,000.00     705,868,940,000.00  734.386.045.177,04 

1.2.3 Dana alokasi 
khusus 

212,673,878,741.00  210,264,775,009.00     260,428,865,000.00   0,00  0,00 

1.3 Lain-lain 
pendapatan 
daerah yang sah 

220,245,922,345.63  233.083.453.036,53    327,838,985,634.20     340,837,628,858.38  318.760.580.400,92 

1.3.1 Hibah 16,767,499,548.00  5,407,024,795.00       41,821,400,000.00       47,527,200,002.00  44.527.200.003,00 

1.3.2 Dana darurat 0.00  0.00  0.00  0.00  0,00 

1.3.3 Bagi hasil pajak 
dari provinsi dan 
dari pemerintah 
daerah lainnya 

76,355,539,797.63  79,733,816,868.53       75,878,394,634.20       82,906,414,606.98  84.564.542.899,12 

1.3.4 Dana    
Penyesuaian    
dan    Otonomi 

99,744,600,000.00  50,890,070,000.00       62,250,000,000.00       62,250,000,000.00  62.250.000.000,00 

1.3.5 Bantuan   
Keuangan   dari    
provinsi 
pemerintah 
daerah lainnya**) 

27,378,283,000.00  19,425,064,373.00       70,000,000,000.00       70,000,000,000.00  49.000.000.000,00 

1.3.6 Dana Desa   77.627.477.000,00 77.889.191.000,00 78.418.837.498,80 78.418.837.498,80 

  JUMLAH 
PENDAPATAN 
DAERAH 
(1.1+1.2+1.3) 

1,358,070,874,847.32  1,425,084,347,388.75  1,529,121,261,785.33  1,293,882,357,040.12  1.330.033.252.049,48 

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2018 

 

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan 

pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta 

berorientasi money follow program berbasis money follow function  dimana 

pendekatan penganggaran  lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait 

langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi 

masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok OPD.  

Dengan sudah dimulai pembangunan Bandara Baru New York International 

Airport, ditetapkannya Kawasan Penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 

Borobudur dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asian maka Kulon Pogo harus 

mempersiapkan masyarakat agar dapat berperan serta dalam pembangunan dan 

dalam pasar bebas tersebut, mempersiapkan aparatnya, mempercepat pembangunan 

infrastruktur , menyiapkan produk produk lokal yang berkualitas dan ketersediaannya 
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bisa kontinu serta meningkatkan derajad pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. 

Dengan hal tersebut di atas maka  kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana 

Tahun Anggaran 2019 ialah mempercepat pembangunan infrastruktur yang 

berkelanjutan di kawasan strategis kabupaten, mempercepat pembangunan RSUD 

Wates menjadi rumah sakit pelayanan berstandart  internasional, peningkatan 

pelayanan dasar pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, 

peningkatan ketahananan pangan, peningkatan ketrampilan bagi penduduk usia kerja, 

meningkatkan kualitas dan kuntinuitas produk produk unggulan dan mengurangi 

kemiskinan.  

Pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek 

efektifitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan disiplin anggaran. Untuk  anggarannya 

disusun dengan prinsip money follow program berbasis money follow function dimana 

pendekatan penganggaran  lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait 

langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak 

langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas dan fungsi OPD .  

Penggunaan dana Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, 

belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan 

kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa dan partai politik, serta 

digunakan untuk belanja tidak terduga, sedangkan penggunaan belanja langsung 

digunakan untuk membiayai program/ kegiatan yang dijabarkan dalam urusan wajib 

pelayanan dasar, urusan wajib tidak termasuk pelayanan dasar,  urusan pilihan dan 

urusan penunjang yang ada di masing-masing OPD. 

 

A. Belanja Tidak Langsung  

BelanjaTidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, Adapun Belanja Tidak 

Langsung  terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja pegawai yang  meliputi: 

Gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga belas 

dan gaji keempat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan 

ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja representasi DPRD dan 

pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan 

penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, 

meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan 

DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, 

tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB dan juga sudah termasuk 
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tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran 

jaminan kecelakaan, iuran jamiman kematian dan subsidi iuran Askes PNS. 

Belanja  pegawai tersebut sudah memasukkan  belanja pegawai  untuk 

PNS baru sejumlah 100 Orang 

Adapun sumber pendanaan belanja pegawai  sebagian besar bersumber 

dari Dana Alokasi Umum (DAU). 

b. Belanja Bunga 

Belanja bunga dianggarkan untuk membayar bunga pinjaman RSUD Wates 

sebesar Rp 315.134.375,00. 

c. Belanja Subsidi 

Belanja subsidi tidak dialokasikan. 

d. Belanja Hibah  

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan 

pemeritah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan 

memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, 

Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan 

masyarakat dan hibah ini secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. 

Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, 

kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak 

mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah 

daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum 

kepada masyarakat. 

e. Belanja Bantuan Sosial 

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam 

bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka 

meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial 

diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara 

selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. 

f. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi  kepada Pemerintah Desa   

Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa 

dihitung  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran tersebut 

digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, dan bantuan 

kepada partai politik. 

h. Belanja Tak Terduga 

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa 

diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan 

bencana alam,  bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan 
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biaya administrasi pelaksanaan DAK. 

i. Belanja Langsung 

Belanja Langsung ditujukan untuk  belanja prioritas program/kegiatan 

pembangunan mendukung pencapaian  tujuan dan sasaran daerah tahun 

2019.  

 

Adapun Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2016 s/d 2020 dituangkan 

dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel 3.2 
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2016 s/d 2020 

Kabupaten Kulon Progo 

NO Uraian 

Jumlah 

Realisasi Tahun 
2016 

Realisasi Tahun 
2017 

Target Tahun 2018 Target Tahun 2019 Target  Tahun 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 
Belanja Tidak 
Langsung 

 884.391.750.338,20   847,339,962,069.65     825,756,120,374.33     759,187,467,709.64  788,843,668,277.52  

2.1.1 Belanja pegawai  705.425.036.351,20   626,381,850,126.54     619,010,840,995.33     546,988,758,362.32   566,610,277,739.89  

2.1.2 Belanja bunga  38.583.281,00          461,445,589.00            477,109,379.00            315,134,375.00          153,159,375.00  

2.1.3 Belanja subsidi  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 Belanja hibah  33.571.120.200,00     21,776,983,400.00       23,949,790,000.00       23,207,475,000.00     29,945,650,000.00  

2.1.5 
Belanja bantuan 
sosial 

 4.426.220.000,00     25,276,804,400.00       20,738,700,000.00       22,527,435,000.00     23,600,170,000.00  

2.1.6 

Belanja bagi hasil 
kepada 
Provinsi/Kabupaten/
kota dan Pemerintah 
Desa* 

 2.795.602.565,00       4,600,444,223.00         6,656,715,000.00         7,156,299,187.62       7,735,405,535.82  

2.1.7 

Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/
kota dan 
Pemerintahan Desa* 

 135.883.735.391,00   152,702,639,556.00     152,922,961,000.00     153,992,365,784.70   155,799,005,626.81  

2.1.8 
Belanja tidak 
terduga 

 2251.452.550,00          986,384,004.00         2,000,000,000.00         5,000,000,000.00       5,000,000,000.00  

B 
JUMLAH BELANJA 
TIDAK LANGSUNG 

 884.391.750.338,20   832,186,551,298.54     825,756,120,374.33     759,187,467,709.64   788,843,668,277.52  

              

2.2 Belanja Langsung  290.293.620.520,00       706,111,141,411.00     534,558,268,131.50   515,024,533,698.96  

2.2.1 Belanja pegawai          37,421,631,300.00      

2.2.2 
Belanja barang dan 
jasa 

       305,599,846,560.00      

2.2.3 Belanja modal        363,089,663,551.00      

              

C 
JUMLAH BELANJA 
LANGSUNG 

 290.293.620.520,00       706,111,141,411.00     534,558,268,131.50   515,024,533,698.96  

              

D 
TOTAL JUMLAH 
BELANJA 

    1,531,867,261,785.33  1,293,745,735,841.14  1,303,868,201,976.4
8  

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2018 

3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan 
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piutang daerah, untuk Tahun 2019 kebijakan  dalam hal penerimaan pembiayaan daerah 

hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya , 

dan dalam hal pengeluaran pembiayaan daerah, pemerintah daerah mengambil kebijakan 

bahwa anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran pokok utang tahun pertama 

RSUD Wates sebesar Rp 1.254.000.000,-. Disamping hal tersebut di atas juga digunakan 

untuk penyertaan modal yang alokasi anggarannya berdasarkan amanat yang ada di 

Perda Kulon Progo. Adapun penyertaan modal sebesar Rp 24.254.000.000,00 yang terdiri 

dari penyertaan modal sebesar Rp. 6.000.000.000,00 kepada Bank Pasar Kulon Progo 

dan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 kepada PDAM serta PT. Bank BPD DIY sebesar Rp. 

14.000.000.000,00. 

Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2019 

dan prakiraan maju tahun 2020  kemudian dituangkan dalam Tabel berikut: 

 

Tabel 3.3 
Realisasi dan Proyeksi/Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan  

Tahun 2016 s/d 2020  Kabupaten Kulon Progo 

NO 
Jenis Penerimaan dan 

Pengeluaran Pembiayaan 
Daerah 

Jumlah 

Realisasi Tahun 
2016 

Realisasi Tahun 
2017 

Tahun Berjalan 
2018 

Proyeksi/Target 
pada Tahun 

Rencana 2019 

Proyeksi/Target 
pada Tahun 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Penerimaan pembiayaan 73,564,296,695.64 69,126,549,811.84  13,000,000,000.00  10,000,000,000.00  13,000,000,000.00  

3.1.1 Sisa lebih perhitungan 
anggaran tahun 
sebelumnya (SILPA) 

73,564,296,695.64 69,126,549,811.84  13,000,000,000.00  10,000,000,000.00  13,000,000,000.00  

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4 Penerimaan pinjaman 
daerah 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.5 Penerimaan kembali 
pemberian pinjaman 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.6 Penerimaan piutang daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

  JUMLAH PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

73,564,296,695.64 69,126,549,811.84 13,000,000,000.00  10,000,000,000.00  13,000,000,000.00  

              

3.2 Pengeluaran pembiayaan 0,00 9,731,500,000.00  10,254,000,000.00  24,254,000,000.00  39,165,050,073.00  

3.2.1 Pembentukan dana 
cadangan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2 Penyertaan modal 
(Investasi) daerah 

0,00 9,000,000,000.00  9,000,000,000.00  23,000,000,000.00  37,911,050,073.00  

3.2.3 Pembayaran pokok utang 0,00 731,500,000.00  1,254,000,000.00  1,254,000,000.00  1,254,000,000.00  

3.2.4 Pemberian pinjaman 
daerah 

0,00 0,00 0,00     

              

  JUMLAH PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 

0,00 9,731,500,000.00  10,254,000,000.00  24,254,000,000.00  39,165,050,073.00  

              

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 73,564,296,695.64 53,887,398,178.99  2,746,000,000.00  0,00 0,00 

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2018 
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BAB IV 

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus 

berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit 

bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan 

sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada 

kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. 

Perencanaan pembangunan tahun 2019 ini merupakan tahun kedua dari tahapan ke-3 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, 

perencanaan tahun 2019 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2017-2022, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 

2012, hasil evaluasi RKPD tahun 2017 dan capaian kinerja RPJMD tahun 2017, identifikasi isu 

strategis, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun 2014, 

tahun 2015, tahun 2016 dan 2017 serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Disamping hal 

tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan seharusnya juga memperhatikan sasaran 

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD DIY. Namun, berhubung RPJMD 

DIY untuk periode 2017-2022 baru disusun, maka dalam menentukan prioritas pembangunan 

Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 menggunakan sasaran pembangunan nasional yang 

tertuang dalam RPJMN III Tahun 2015-2019 sebagai pedoman penyelarasan sasaran. 

 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 

Dalam Rencana  Pembangunan Jangka Panjang  Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 

2005-2025 sudah dirumuskan visi Kulon Progo sampai dengan tahun 2025, adapun Visi 

Pembangunan Kulon Progo adalah “Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, 

Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin“. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 misi 

pembangunan Kulon Progo 2005 -2025 yakni : 

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan 

beradab berdasarkan Pancasila 

2. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing 

3. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum 

4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu 

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 

6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari 
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7. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri 

8. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut sudah ditetapkan tujuan dan sasaran pokok  

pembangunan, adapun tujuannya adalah “Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang maju, 

mandiri, sejahtera lahir dan batin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945”  sedangkan 

sasaran-sasaran pokok RPJP : 

1. Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,   

berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:  

a. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral 

berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan 

masyarakat Kulon Progo yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan 

berorientasi iptek.  

b. Makin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, 

dan martabat masyarakat Kulon Progo, serta menguatnya jati diri dan kepribadiannya.  

 

2. Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat 

yang sejahtera lahir dan batin ditunjukkan oleh hal-hal berikut: 

a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga 

pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan 

daerah-daerah lain yang maju, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 

5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.  

b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam 

pembangunan yang diupayakan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain, 

ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Secara umum peningkatan 

kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk 

tumbuh seimbang.  

c. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di 

semua wilayah. Sektor pertanian, dalam arti luas dan pariwisata yang didukung oleh 

sarana dan prasarana yang andal menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara 

efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya 

saing global sebagai motor penggerak perekonomian, jasa serta pertambangan yang 

perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.  

d. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama 

lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, 

termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat 

terpenuhi. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan 

fungsi sumber daya air.  
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e. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, 

serta profesional yang mampu mendukung pembangunan daerah .  

 

3. Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang demokratis, berlandaskan hukum 

ditunjukkan oleh hal-hal berikut:  

a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber 

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan 

seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi 

manusia.  

b. Menciptakan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat kelembagaan demokrasi 

di Kulon Progo.  

c. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.  

d. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-

prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.  

e. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat 

diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional 

dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, 

serta adanya kemandirian daerah. 

 

4. Terwujudnya Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu ditandai oleh hal-hal berikut:  

a. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang menjamin terlaksananya pelaksanaan 

pembangunan daerah.  

b. Terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang mantap antar elemen pemerintahan dan 

masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.  

 

5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, ditandai oleh hal-hal 

berikut:  

a. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan 

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; Terwujudnya pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi; kawasan Industri; Agropolitan; Jalur Jalan Lintas Selatan; 

Pembangunan Pelabuhan penangkapan Ikan Samodra; kemungkinan pembangunan 

Bandara, Pangkalan Angakatan Laut Nasional, Penambangan pasir besi dan pabrik baja; 

Meningkatnya aktifitas dan pertumbuhan ekonomi di kota dan pedesaan, termasuk 

berkurangnya kesenjangan antar wilayah .  

b. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman, sehat dan dalam kualitas 

gizi yang memadai serta tersedianya jaminan pangan sepanjang tahun untuk tingkat 

rumah tangga.  
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c. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan 

perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan 

kota tanpa permukiman kumuh.  

d. Sebaran permukiman terdorong dan terkendali secara alami menempati lahan yang aman 

dari bencana alam dan lebih terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 

sehingga kebutuhan infrastruktur jalan, listrik, air minum dan pelayanan menjadi lebih 

efektif dan efisien.  

e. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang 

baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.  

 

6. Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo asri dan lestari, ditandai hal-hal sebagai berikut:  

a. Terciptanya kondisi perkotaan dan pedesaan yang tertata rapi, indah, sehat dan nyaman. 

b. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi 

lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya sesuai dengan fungsi, daya 

dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan 

ekonomi secara seimbang, dan lestari. Kawasan yang berfungsi Lindung diutamakan di 

kawasan hutan dan sepanjang kawasan bukit Menoreh.  

c. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk 

mewujudkan nilai tambah, daya saing masyarakat, serta modal pembangunan.  

d. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan 

dan kualitas kehidupan.  

 

7. Terwujudnya wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri, ditandai hal-

hal sebagai berikut :  

a. Teroptimalkannya potensi pesisir dan sumber kekayaan laut dalam rangka membangun 

ekonomi, keamanan baik di tingkat regional dan Nasional secara berkelanjutan, didukung 

dengan sarana dan prasarana yang memadai.  

b. Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dibidang kelautan yang didukung 

oleh pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.  

c. Terkendalinya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.  

 

8. Terwujudnya Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional, 

ditandai hal-hal sebagai berikut :  

a. Mewujudkan Kabupaten Kulon Progo dan mempromosikan identitas daerah sebagai 

Kabupaten demokratis dalam tatanan masyarakat regional maupun nasional.  

b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban untuk mendukung kerjasama daerah, regional, 

nasional dan Internasional dalam rangka peningkatan pembangunan daerah.  

c. Terwujudnya kemandirian daerah dalam konstelasi regional, Nasional maupun global 
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d. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan tingkat nasional maupun Luar Negeri di 

Kabupaten Kulon Progo.  

 

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1 Kabupaten 

Kulon Progo, RPJMD ke-2 Kabupaten Kulon Progo maka RPJMD ke-3 Kabupaten Kulon Progo 

ditujukan  untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang 

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan 

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu 

dan teknologi yang terus meningkat.  

. 

 

4.2. Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2032 

Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2012–2032, mengamanatkan bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan kabupaten 

sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan serta industri bahari dengan 

mensinergikan wilayah, dan untuk mencapai tujuan tersebut  ditetapkan kebijakan sebagai berikut : 

a. Pengendalian dan pengembangan lahan pertanian; 

b. Peningkatan dan pendayagunaan kawasan pantai yang bersenergi dengan kelestarian ekosistem; 

c. Peningkatan kawasan pariwisata; 

d. Pengelolaan kawasan pertambangan; 

e. Pengembangan kawasan minapolitan; 

f. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis; 

g. Pengembangan sistem pelayanan perdesaan; 

h. Pemantapan prasarana wilayah pada sistem perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya 

tampung; 

i. Pengendaian fungsi kawasan lindung dan; 

j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. 

 

 

4.3. Sasaran Makro Pembangunan RPJMD DIY 

Sasaran makro pembangunan tahun 2019 untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 serta 

sasaran makro pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 disajikan dalam Tabel 

4.1 berikut. 
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Tabel  4.1.  

Sasaran Makro Pembangunan DIY dan Kulon Progo Tahun 2019 

No Indikator Target 2019 

DIY (dalam RPJMN) Kulon Progo 

1 IPM (nilai)  n.a  73, 

2 Kemiskinan (%)  9,9  17,25 

3 Tingkat pengangguran terbuka (%)  3,3 2,9 

4 Pertumbuhan ekonomi (%) 6,5 5,06 

Sumber : RPJMN 2015 -2019, 2015; Bappeda KP, 2018 

 

4.4. Sasaran  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 

2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup : 

1. Sasaran Makro;  

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:  

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;  

4. Sasaran Dimensi Pemerataan;  

5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;  

6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.  

Sasaran makro untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 yang ditetapkan 

dalam pengembangan wilayah Jawa-Bali pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

tahun 2015-2019 seperti tercantum dalam Tabel 4.2 berikut.  

Tabel  4.2.  

Sasaran Makro Nasional dan DIY Tahun 2019 dalam RPJMN 

No. Indikator Target 2019 

Nasional DIY 

1 Pertumbuhan ekonomi (%) 8 6,5 

2 Tingkat Kemiskinan (%) 7,0 – 8,0 9,9 

3 Tingkat pengangguran  (%) 4,0 – 5,0 3,3 

Sumber : RPJMN 2015-2019, 2015 

 

4.6  Sasaran Daerah Tahun 2019 

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan oleh Perda Nomor 

12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kulon Progo Tahun 2017-

2022 maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah 

operasional pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan 

sasaran pembangunan daerah Tahun 2019 disajikan di Tabel 4.3 berikut: 
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Tabel  4.3.  

Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah 

 

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

Terwujudnya 

sumberdaya manusia 

yang berkualitas 

Indeks Pembangunan  

Manusia (IPM) 

Meningkatnya kualitas 

pendidikan masyarakat 

Rata rata lama sekolah 

 Harapan lama sekolah 

 Angka Melek Huruf 

Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat 

Angka Harapan Hidup 

 Angka Kematian Ibu 

 Angka Kematian Bayi 

Meningkatnya pelestarian/ 

pengembangan budaya dan 

prestasi generasi muda 

Cakupan pelestarian dan 

pengembangan budaya 

daerah  

Cakupan prestasi genersi 

muda 

 

Terwujudnya 

pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi 

Rasio Gini Meningkatnya pendapatan 

masyarakat 

Angka pengangguran 

terbuka 

Pertumbuhan Ekonomi 

 

Angka Kemiskinan 

 Pendapatan Perkapita 

Penduduk 

Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik yang 

rensponsif dan akuntabel 

Nilai akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah (AKIP) 

 

Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Opini 

BPK) 

Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

 

Mewujudkan keamanan, 

ketertiban dan 

ketenteraman 

lingkungan 

Indeks ketertiban dan 

ketenteraman 

Meningkatnya kedisiplinan, 

ketertiban, dan kehidupan 

bermasyarakat yang 

kondusif  

Cakupan penegakan 

peraturan daerah dan 

penanganan konflik sosial 

Terwujudnya 

pembangunan kawasan 

berkelanjutan 

Indeks Pembangunan 

Berkelanjutan 

Meningkatnya pelayanan 

infrastruktur yang 

mendukung performa 

wilayah 

Indeks Pembangunan 

Infrastruktur 

  Meningkatnya kualitas 

lingkungan hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan 

hidup (IKLH) 

 Meningkatnya 

pengendaalian pemanfaatan 

ruang 

Persentase Kesesuaian 

Ruang 

Sumber : Bappeda Kabupaten Progo, 2018 
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4.7. Prioritas Pembangunan  

Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2019 merupakan tahun kedua dari  

pelaksanaan pembangunan lima tahunan tahap ke 3 dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1 

Kabupaten Kulon Progo, RPJMD ke-2 Kabupaten Kulon Progo. Adapun gambaran posisi RKPD 

Tahun 2019 terhadap RPJPD dapat dilihat di Gambar 4.1 berikut ini. 

 

Gambar 4.1 

Posisi Dokumen RKPD 2019 
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Dalam merencanakan pembangunan tidak terlepas dari target yang sudah ditetapkan, adapun 

target utama sasaran daerah pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel  4.4.  

Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2019 

 

TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
TARGET SASARAN 

INDIKATOR 

SASARAN 
TARGET 

Terwujudnya 

sumberdaya 

manusia yang 

berkualitas 

Indeks 

Pembangunan  

Manusia 

 

 

 

 

73,06 Meningkatnya 

kualitas pendidikan 

masyarakat 

Rata rata lama 

sekolah 

9,58 tahun 

  Harapan lama 

sekolah 

14,49 tahun 

  Angka Melek Huruf 98,33% 

 Meningkatnya derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Angka Harapan 

Hidup 

75,09 tahun 
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TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
TARGET SASARAN 

INDIKATOR 

SASARAN 
TARGET 

 

 

 

 

 

  Angka Kematian Ibu 55,35 

  Angka Kematian Bayi 8,12 

 Meningkatnya 

pelestarian/ 

pengembangan 

budaya dan prestasi 

generasi muda 

Cakupan pelestarian 

dan pengembangan 

budaya daerah 

        74,66% 

 Capaian prestasi 

generasi muda 

49,39% 

Terwujudnya 

pertumbuhan 

dan 

pemerataan 

ekonomi  

Rasio Gini 

 

 

Pertumbuhan 

ekonomi 

0,33 

 

 

5,06 

Meningkatnya 

pendapatan 

masyarakat 

Pendapatan 

Perkapita Penduduk 

17,39 juta 

   Angka pengangguran 

Terbuka 

2,9 

 Angka 

kemiskinan 

17,25    

Terwujudnya 

tata kelola 

pemerintahan 

yang baik 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

70 Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik 

yang responsif dan 

akuntabel 

Nilai akuntabilitas 

kinerja pemerintah 

daerah (AKIP) 

 

BB 

 Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan (Opini 

BPK ) 

WTP 

 Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

82,25 

Mewujudkan 

keamanan, 

ketertiban dan 

ketenteraman 

lingkungan 

Indeks 

ketertiban dan 

ketenteraman 

0,000534 Meningkatnya 

kedisiplinan, 

ketertiban, dan 

kehidupan 

bermasyarakat yang 

kondusif 

Cakupan penegakan 

peraturan daerah dan 

penanganan konflik 

sosial 

91,11% 

Terwujudnya 

pembangunan 

kawasan 

berkelanjutan 

Indeks 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

 

75,00 Meningkatnya 

pelayanan 

infrastruktur yang 

Mendukung Performa 

Wilayah 

Indeks 

Pembangunan 

Infrastruktur 

70,67 

    Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

66,92 

   Persentase 

Kesesuaian Ruang 

87,41 

Sumber : Bappeda KP 2018 
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4.7.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019, Tema Pembangunan Pemerintah 

Daerah DIY Tahun 2019 dan Tema dan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten 

Progo Tahun 2019 

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2019 adalah: 

“Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas” 

Tema Pembangunan Nasional tersebut dimaknai pemerintah pada tahun 2019 berupaya 

mewujudkan pertumbuhan di segala bidang  secara merata di seluruh wilayah. 

Tema  tersebut dijabarkan menjadi 5 Prioritas Nasional yaitu: 

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar 

2. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif 

3. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman 

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan 

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu 

 

Sedangkan Tema Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu  

“Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja Dengan  Pertumbuhan  Inklusif”.  

Tema pembangunan pemerintah DIY dimaknai bahwa pemerintah DIY pada tahun 2019 berupaya 

meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat Jogja serta menjaga tatanan 

sosial yang menjamin kebhinekaan dan pelestarian-pengembangan budaya Jogja. 

Tema tersebut dijabarkan dalam Fokus Tematik sebagai berikut: 

1. Penurunan Kemiskinan 

2. Mengatasi Ketimpangan Wilayah 

3. Dukungan Pembangunan New Yogyakarta International Airport 

4. Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah 

 

Dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 telah ditetapkan indikasi tema 

pembangunan tahun 2019 yaitu: 

“Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter & berbudaya untuk mendorong 

pemanfaatan kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah” 

 

Tema pembangunan Pemerintah Daerah DIY merupakan sub tema pemerintah pusat, 

sedangkan tema pembangunan Kabupaten Kulon Progo merupakan sub tema DIY. Sehingga 

mendasar pada tema nasional, tema pembangunan DIY dan indikatif tema Kab. Kulon Progo dalam 

RPJMD maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 adalah: 

“MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN DAERAH MELALUI  PEMBANGUNAN MANUSIA 

SEUTUHNYA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN” 

Tema tersebut dimaknai bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya mewujudkan 

pertumbuhan daerah dengan memanfaatkan peluang peluang yang ada diantaranya pembangunan 

New Yogyakarta International Airport, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, 
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kawasan peruntukan industry, selain itu diperlukan pembangunan manusia dalam segala bidang, baik 

kualitas pendidikan, derajat kesehatan, pendapatan masyarakat, begitu pula kualitas sumber daya 

aparatur pemerintah, diharapkan pertumbuhan daerah dan pembangunan disegala bidang tersebut 

dapat dirasakan oleh masyarakat di semua wilayah. Dalam mewujudkan pertumbuhan daerah 

diperlukan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di segala bidang/sektor diharapkan 

mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi investor-investor baru untuk mengembangkan usaha di 

wilayah Kulon Progo dengan ditetapkannya kawasan pusat pertumbuhan (seperti: kawasan 

peruntukan industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur), sehingga diharapkan akan 

dapat memicu peningkatan perekonomian daerah. Tujuan akhir yang diharapkan dari peningkatan 

kegiatan perekonomian daerah ini adalah  terciptanya berbagai macam peluang kerja dan peluang 

usaha baru bagi masyarakat lokal, sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi 

angka pengangguran serta angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Kulon Progo dan  

Untuk mewujudkan tujuan daerah dan sasaran pembangunan daerah, maka pada tahun 2018 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:  

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia  

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui 

peningkatan (a) kualitas pendidikan, (b) budaya membaca, (c) kualitas manajemen pendidikan  (d) 

sarana prasarana pendidikan, (e) karakter dan budaya masyarakat (f) kualitas kesehatan 

masyarakat, (g) meningkatkan kesejahteraan keluarga;  serta (h) menurunkan angka kematian ibu 

dan bayi. 

Prioritas ini ditujukan untuk (a) meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, (b) meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat (c) meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan (d) 

meningkatkan prestasi generasi muda. Prioritas peningkatan kualitas pendidikan selaras dengan 

prioritas nasional Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan 

pelayanan dasar dan sasaran utama yang diamanatkan dalam RPJM Nasional yakni sasaran 

pembangunan manusia dan masyarakat. 

 

2. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah 

Tujuan prioritas ini ialah peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan 

meningkatkan kinerja ekonomi daerah melalui pengembangan dan pemberdayaan industri, 

mengembangkan usaha perdagangan, pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional, 

peningkatan perluasan pasar ekspor dan daya saing, peningkatan pemberdayaan koperasi, usaha 

kecil dan menengah, meningkatkan daya tarik Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tujuan 

investasi pengembangan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan 

penanganan permasalahan sosial, dan peningkatnya produktivitas tenaga kerja. 

Prioritas tersebut selaras dengan prioritas nasional peningkatan nilai tambah ekonomi melalui 

pertanian, industri, dan jasa produktif serta sasaran utama pembangunan nasional yaitu sektor 

unggulan.  
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3. Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan 

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah 

guna mendukung  pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dengan 

mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan Hal tersebut dilakukan  dengan cara: (a) 

Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan; (b) Meningkatkan pelayanan sumber daya air; (c) 

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai; (d) Meningkatkan 

penataan lingkungan permukiman dan perkotaan; (e) Meningkatkan kinerja layanan transportasi; 

(f) Meningkatkan konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan; 

(g) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; serta (h) Meningkatkan 

kesesuaian pemanfaatan ruang.   

Prioritas daerah ini selaras dengan prioritas nasional Pengurangan kesenjangan antarwilayah 

melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, serta prioritas Pemantapan ketahanan energi, 

pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan. Proiritas daerah ini juga mendukung 

program prioritas nasional, antara lain: (a) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi 

(darat, laut, udara, inter-moda); (b) Pengembangan telekomunikasi dan informatika; (c) 

Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal; (d) Pembangunan perdesaan; dan (e) 

Pencegahan dan penanggulangan bencana (A.1 kebakaran hutan), (f) penyediaan perumahan 

layak, dan (g) air bersih sanitasi. 

 

4. Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik 

Prioritas ini ditetapkan untuk: 

a. mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, 

akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 

penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya 

aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 

mendukung peningkatan penerimaan daerah; optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan 

aset daerah secara optimal; 

b. mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi 

pada prinsip-prinsip clean goverment dan good governance; 

c. menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan 

penegakan hukum dengan strategi pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis 

masyarakat, penerapan sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; 

Prioritas tersebut selaras dengan sasaran daerah yaitu meningkatnya kapasitas tata 

kelola pemerintahan, selaras dengan prioritas nasional Politik, Hukum,  dan Keamanan, sasaran 

utama pembangunan politik, hukum, pertanahan dan keamanan yang diamanatkan dalam 

RPJMN 2015-2019, Prioritas tersebut selaras dengan program prioritas nasional stabilitas 

keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. 
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4.8. Keselarasan RKPD Tahun 2019 dengan Sasaran Daerah 

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019, maka diperlukan keselarasan antara 

sasaran daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang telah ditetapkan. 

Gambaran tentang keselarasan sasaran daerah 2019 dengan prioritas pembangunan Tahun 

2019 dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini: 

 

Gambar 4.2. 

Penyelarasan sasaran daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Bappeda KP, 2018 

 

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran daerah yang ditetapkan maka diperlukan program 

dan kegiatan prioritas. Program prioritas harus mendukung pencapaian sasaran OPD dan kegiatan 

prioritas harus dapat menjadi determinan faktor capaian program. Adapun penjabaran program 

prioritas tahun 2019 sebagaimana tabel berikut ini: 

 

 

 

 

Meningkatnya pendapatan masyarakat 

Sasaran Daerah Tahun 2019 Prioritas Pembangunan 2019 

 

 

 

Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia 

 

 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Ekonomi Daerah 

Meningkatnya pelestarian / pengembangan 

budaya dan prestasi generasi muda 

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

 

Peningkatan Profesionalisme Pelayanan 

Publik 

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik yang 

responsif dan akuntabel 

Peningkatan infrastruktur wilayah secara 

berkelanjutan 

 

Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang 

mendukung performa wilayah 

Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan 

kehidupan bermasyarakat yang kondusif 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB IV - 14 

 

Tabel  4.5.  

Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan sasaran pembangunan Daerah dan Target 

Pembangunan Tahun 2019  

No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

1. Peningkatan 

infrastruktur 

wilayah secara 

berkelanjutan 

Meningkatnya 

pelayanan 

infrastruktur 

yang 

mendukung 

Pekerjaan umum 

dan Penataan 

Ruang 

       

  performa 

wilayah 

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % DPU 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % DPU 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % DPU 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

   Program 

Pembangunan dan 

Rehabilitasi/Pemelih

araan Jalan dan 

Jembatan 

Capaian panjang 

jalan kabupaten 

dalam kondisi baik 

78,04 % DPU 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

   Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Kebinarmargaan 

Capaian uji 

laboratorium dan alat 

berat 

81,25 % DPU 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

   Program 

Pengembangan 

Pengelolaan dan 

Konservasi Sumber 

Daya Air 

Indeks ketersediaan 

air baku, 

peningkatan 

pelayanan irigasi, 

dan drainase 

pengairan dalam 

kondisi baik 

82,11 Nilai DPU 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

   Program 

Pembangunan dan 

Rehabilitasi Sarana 

Prasarana 

Perkotaan dan 

Perkantoran 

Cakupan sarana 

prasarana perkotaan 

dan perkantoran 

dalam kondisi baik 

84,51 %  DPU 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

   Program 

Pembangunan, 

Pengembangan, 

Sarana Prasarana 

Air Minum dan 

Sanitasi 

Cakupan layanan air 

bersih dan air limbah 

 

67,66 % DPU 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

   Program 

Pengelolaan 

Kebersihan dan 

Pertamanan 

Cakupan taman 

dalam kondisi baik, 

layanan 

persampahan 

68,26 % DPU 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

   Perumahan Rakyat 

Dan Kawasan 

Permukiman 

       

   Program 

Pengembangan 

Lingkungan 

Perumahan dan 

Permukiman Sehat 

Cakupan 

Pengembangan 

Lingkungan 

Perumahan dan 

Permukiman Sehat 

42,15 % DPU 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

   Perhubungan        

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Perhubungan 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Perhubungan 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Perhubungan 

   Program 

Peningkatan 

Pelayanan Sarana 

Prasarana 

Perhubungan 

Cakupan pelayanan 

sarana prasarana 

perhubungan 

77,39 % Dinas 

Perhubungan 

   Program 

Peningkatan tertib 

lalu lintas jalan 

Cakupan tertib lalu 

lintas jalan 

47,69 % Dinas 

Perhubungan 

   Komunikasi dan 

Informatika 

       

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Komunikasi dan 

Informasi 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Komunikasi dan 

Informasi 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Komunikasi dan 

Informasi 

   Program 

Pengembangan 

Aplikasi Informatika 

Cakupan 

pengembangan e-

Gov 

69,49 % Dinas 

Komunikasi dan 

Informasi 

  Meningkatnya 

pengelolaan  

Lingkungan Hidup        

  kualitas 

lingkungan 

hidup 

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

   Program Penaatan 

dan Pengendalian 

Pencemaran  

Cakupan 

peningkatan 

penaatan dan 

pengendalian 

pencemaran 

63,99 % Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

   Program 

Pengelolaan dan 

Konservasi 

Lingkungan Hidup 

Cakupan 

pengelolaan dan 

konservasi 

lingkungan hidup 

55.02 % Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

   Kesatuan Bangsa 

dan Politik dalam 

Negeri 

       

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % BPBD 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

20 % BPBD 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % BPBD 

   Program 

Penanggulangan 

Bencana 

Cakupan 

penanggulangan 

bencana 

 

70,17 % BPBD 

  Meningkatnya 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang 

Pekerjaan umum 

dan penataan 

ruang 

       

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Pertanahan dan 

Tata Ruang 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Pertanahan dan 

Tata Ruang 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Pertanahan dan 

Tata Ruang 

   Program 

Perencanaan 

Penataan Ruang 

Cakupan 

Perencanaan 

Penataan Ruang 

74,68 % Dinas 

Pertanahan dan 

Tata Ruang 

   Program 

Pengendalian dan 

Pemanfaatan 

Penataan Ruang 

Cakupan 

Pelaksanaan 

Penataan Ruang 

89,58 % Dinas 

Pertanahan dan 

Tata Ruang 

2. Peningkatan 

kualitas sumber 

daya manusia  

 

Meningkatnya 

derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Pengendalian 

Penduduk Dan 

Keluarga 

Berencana 

       

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas PMD 

Pengendalian 

Penduduk dan 

KB 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

20 % Dinas PMD 

Pengendalian 

Penduduk dan 

KB 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas PMD 

Pengendalian 

Penduduk dan 

KB 

   Program Keluarga 

Berencana dan 

Pembinaan Keluarga 

Indeks Pembinaan 

Keluarga Berencana 

63,87  Nilai Dinas PMD 

Pengendalian 

Penduduk dan 

KB 

   Program Advokasi 

dan Pengendalian 

Penduduk 

Indeks Advokasi dan 

Pengendalian 

Penduduk 

62,07 Nilai Dinas PMD 

Pengendalian 

Penduduk dan 

KB 

   Kesehatan        

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Kesehatan 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Kesehatan 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Kesehatan 

   Program 

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Indeks Kesehatan 

Masyarakat 

67,16 Nilai Dinas 

Kesehatan 

   Program 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit 

Indeks Pencegahan 

dan Pengendalian 

Penyakit 

69,94 Nilai  Dinas 

Kesehatan 

   Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Cakupan Pelayanan 

Kesehatan 

91,17 % Dinas 

Kesehatan 

   Program 

Peningkatan Sumber 

Daya Kesehatan 

Indeks Sumber Daya 

Kesehatan 

81,07 Nilai Dinas 

Kesehatan 

   Program 

Peningkatan 

Cakupan Mutu 

Pelayanan dan 

93,75 % RSUD Wates  
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

RSUD Wates 

Manfaat 

   Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

RSUD Nyi Ageng 

Serang 

Cakupan Mutu 

Pelayanan dan 

Manfaat 

81,88 % RSUD Nyi 

Ageng Serang 

  Meningkatnya 

kualitas  

Pendidikan        

  pendidikan  

masyarakat 

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

   Program Pendidikan 

Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Non 

Forma 

Cakupan Pembinaan 

Pendidikan Anak 

Usia Dini dan 

pendidikan Non 

Formal 

38,31 % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

   Program Pembinaan 

Sekolah Dasar 

Cakupan Pembinaan 

Sekolah Dasar 

60,43 % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

   Program Pembinaan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Cakupan Pembinaan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

88,96   % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

   Program Pembinaan 

Ketenagaan 

Indeks Peningkatan 

Kapasitas 

Ketenagaan 

                                 

43,23 

Nilai Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

   Perpustakaan        
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

   Program 

Pengembangan 

Budaya Baca 

Cakupan 

Peningkatan 

Layanan 

Perpustakaan 

48,39 % Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

  Meningkatnya  Kebudayaan        

  pelestarian/ 

pengembang

an budaya  

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Kebudayaan 

  dan prestasi 

generasi 

muda 

Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Kebudayaan 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Kebudayaan 

   Program 

Pengembangan Seni 

Adat dan Tradisi 

Cakupan 

Pengembangan Seni 

Adat dan Tradisi 

77,90 % Dinas 

Kebudayaan 

   Program 

Pengembangan 

Sejarah Bahasa dan 

Sastra 

Cakupan 

Pengembangan 

Sejarah Bahasa dan 

Sasra 

95,24 % Dinas 

Kebudayaan 

   Program Pengelola 

an kekayaan Budaya 

Cakupan 

Pengelolaan 

Kekayaan Budaya 

72,51 % Dinas 

Kebudayaan 

   Kepemudaan Dan        
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

Olah Raga 

   Program 

Peningkatan 

Pembinaan Pemuda 

dan Olah Raga 

Cakupan Pembinaan 

Pemuda dan 

Olahraga 

51,80 % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

3. Pengurangan 

Kemiskinan dan 

Peningkatan 

Ekonomi Daerah 

Meningkatnya 

pendapatan 

masyarakat 

Sosial        

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

   Program 

Perlindungan Sosial 

Indeks Perlindungan 

Sosial 

53,90 Nilai Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

   Program 

Pemberdayaan 

Sosial 

Indeks 

Pemberdayaan  

Sosial 

40,08 Nilai Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

   Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

    

   Program 

Peningkatan 

pemberdayaan 

perempuan dan 

pengarusutamaan 

gender 

Cakupan 

pemberdayaan 

perempuan dan 

pengarusutamaan 

gender 

83,93 % Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

   Program 

Peningkatan 

Perlindungan 

Cakupan 

Perlindungan 

Perempuan dan 

83,31 % Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

Perempuan dan 

Anak 

Anak Perlindungan 

Anak 

   Transmigrasi        

   Program 

Penempatan 

Transmigrasi 

Capaian 

Penempatan 

Transmigran 

100 % Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

   Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

       

   Program Penguatan 

Kelembagaan dan 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

Cakupan Penguatan 

Kelembagaan dan 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

58,34                                                                                                           % Dinas PMD, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

KB 

   Perindustrian        

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Perdagangan 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Perdagangan 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Perdagangan 

   Program 

Pengembangan 

Industri 

Indeks pertumbuhan 

industri 

12,31 Nilai Dinas 

Perdagangan 

   Perdagangan        

   Pengembangan 

Usaha Perdagangan 

Capaian 

Pengembangan 

Usaha Perdagangan 

19,68 % Dinas 

Perdagangan 

   Program Pembinaan 

dan Penataan Pasar 

Tradisional 

Cakupan 

peningkatan kualitas 

Pasar Tradisional 

48,56 % Dinas 

Perdagangan 

   Penanaman Modal        

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % DPMPT 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % DPMPT 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % DPMPT 

   Program Pelayanan 

Investasi 

Indeks realisasi  

investasi 

70,33 Nilai DPMPT 

   Program 

Pemantauan dan 

Pengawasan 

Investasi 

Indeks pemantauan 

dan pengawasan 

investasi 

84,38 Nilai  DPMPT 

   Pariwisata        

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas Pariwisata 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Pariwisata 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas Pariwisata 

   Program 

Peningkatan Sarana  

Prasarana 

Pariwisata Dan 

Pengelolaan Daya 

Tarik Wisata 

Cakupan 

peningkatan sarana 

prasarana objek 

wisata dalam kondisi 

baik dan 

peningkatan 

pengelolaan daya 

tarik wisata 

71,43 % Dinas Pariwisata 

   Program 

Peningkatan 

Pemberdayaan 

Pariwisata 

Cakupan 

peningkatan 

pembinaan usaha 

jasa pariwisata serta 

pengembangan 

kapasitas 

kelembagaan dan 

SDM 

46,81 % Dinas Pariwisata 

   Program 

Peningkatan 

Pemasaran Wisata 

Cakupan 

peningkatan promosi 

berbasis IT dan 

efektifitas atraksi 

100    Dinas 

Pariwisata 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

wisata 

   Tenaga Kerja        

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

   Program 

Pengembangan dan 

Pelatihan Tenaga 

Kerja 

Cakupan 

penempatan dan 

pengembangan 

kompetensi tenaga 

kerja 

72,45 % Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

   Program 

Perlindungan 

Ketenagakerjaan 

Cakupan 

perlindungan 

ketenagakerjaan 

68,09 % Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

   Koperasi, Usaha 

Kecil, Dan 

Menengah 

       

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas Koperasi 

UKM 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Koperasi 

UKM 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas Koperasi 

UKM 

   Program 

Peningkatan kualitas 

Kelembagaan dan 

Pengawasan 

KUMKM 

Indeks kualitas 

kelembagaan 

KUMKM 

53,33  Nilai Dinas Koperasi 

UKM 

   Program 

Pengembangan 

Indeks  

permodalan                                                                                                                                                                                                                                                                                    

49,51 Nilai  Dinas Koperasi 

UKM 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

Permodalan 

KUMKM 

KUMKM        

   Program 

Peningkatan 

Pemberdayaan 

KUMKM 

"Cakupan 

pemberdayaan  

KUMKM" 

34,03 %  Dinas Koperasi 

UKM 

4. Peningkatan 

Profesionalisme 

Pelayanan Publik 

Meningkatnya 

kedisiplinan, 

ketertiban, 

dan  

Ketenteraman, 

ketertiban umum, 

dan pelindungan 

masyarakat 

      

  kehidupan 

bermasyarak

at yang  

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Kantor 

Kesbangpol 

  kondusif Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Kantor 

Kesbangpol 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Kantor 

Kesbangpol 

   Program 

Peningkatan 

Wawasan 

Kebangsaan dan 

Politik Masyarakat 

Cakupan 

peningkatan 

wawasan 

kebangsaan dan 

politik masyarakat 

82,22 % Kantor 

Kesbangpol 

   Ketenteraman, 

ketertiban umum, 

dan pelindungan 

masyarakat 

       

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Satuan Polisi 

Pamong Praja 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Satuan Polisi 

Pamong Praja 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Satuan Polisi 

Pamong Praja 

   Program Cakupan 92,68 % Satuan Polisi 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

Peningkatan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum  

peningkatan 

ketentraman dan 

ketertiban umum 

Pamong Praja 

   Program 

Peningkatan 

Penegakan 

Peraturan Daerah 

Capaian peningkatan 

penegakan 

peraturan daerah 

100 % Satuan Polisi 

Pamong Praja 

  Meningkatnya 

kualitas  

Fungsi Penunjang 

Urusan 

             

  Penyelengga-

raan  

Administrasi 

Pemerintahan 

    

  pemerintahan 

dan 

pelayanan  

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % SETDA 

  publik yang 

responsif dan 

akuntabel 

Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % SETDA 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % SETDA 

   Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kedinasan 

KDH/Wakil KDH 

Cakupan kinerja 

pelayanan kedinasan 

KDH/Wakil KDH 

100 % SETDA (Bagian 

Umum) 

   Program Penataan 

Peraturan 

Perundang-

undangan dan 

Bantuan Hukum 

Cakupan 

penyusunan produk 

dan pelayanan 

hukum 

95,52 % SETDA (Bag. 

Hukum) 

   Program 

Pengembangan 

Kapasitas Otonomi 

Daerah 

Cakupan 

pengembangan 

kapasitas otonomi 

daerah 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. 

Pemerintahan 

Umum) 

   Program 

Peningkatan BUMD 

dan Lembaga 

Keuangan 

Cakupan BUMD dan 

Lembaga Keuangan 

berkinerja baik 

98,95 % SETDA (Bag. 

Adm. 

Perekonomian) 

   Program 

Peningkatan 

Kualitas Pengadaan 

Barang/Jasa 

Cakupan pengadaan 

barang dan jasa 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. 

Pembangunan) 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

   Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kemasyarakatan 

Capaian pelayanan 

kegiatan 

kemasyarakatan 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. Kesra) 

   Program Perumusan 

dan pengendalian 

kebijakan penguatan 

kelembagaan 

Cakupan Efektivitas 

dan Efisiensi 

kelembagaan 

78,49 % SETDA (Bag. 

Organisasi) 

   Program Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan 

Pemerintahan 

Cakupan perumusan 

dan pengendalian 

kebijakan 

pemerintahan 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. Pemr. 

Umum) 

   Program Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

rakyat dan 

Kemasyarakatan 

Cakupan Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat dan 

Kemasyarakatan 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. Kesra) 

   Program Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan 

Perekonomian 

Cakupan Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan 

Perekonomian 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. 

Perekonomian) 

   Program Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan 

Pembangunan 

Cakupan Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan 

Pembangunan 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. 

Pembangunan) 

   Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sistem 

Pelayanan Publik 

Cakupan 

Peningkatan 

Kapasitas Sistem 

Pelayanan Publik 

100 % SETDA (Bag. 

Organisasi) 

   Pertanahan     

   Program 

Pengelolaan 

Pertanahan 

Cakupan 

Pengelolaan 

Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah 

80,48 % Dinas 

Pertanahan dan 

Tata Ruang 

   Fungsi Penunjang 

Urusan 

       

   Perencanaan     

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

   Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase capaian 

jumlah program yang 

memenuhi target 

79,82 % Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

   Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Pemerintahan dan 

Kesra 

Persentase capaian 

jumlah program yang 

memenuhi target 

bidang 

Pemerintahan dan 

Kesra 

79,25 % Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

   Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Sosial dan Ekonomi 

Persentase capaian 

jumlah program yang 

memenuhi target 

bidang  Sosial dan 

Ekonomi 

75,00 % Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

   Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Infrastruktur dan 

Pengembangan 

Wilayah 

Persentase capaian 

jumlah program yang 

memenuhi target 

bidang Infrastruktur 

dan Pengembangan 

Wilayah 

75,00 % Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

   Program 

Pengendalian 

Pembangunan 

Daerah 

Rata-rata persentase 

ketercapaian 

program 

pembangunan 

97,48 % Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

   Program Kerjasama 

Pengembangan 

IPTEK 

Capaian tindak lanjut 

kerjasama 

100 % Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

   Statistik     

   Program 

Pengembangan 

komunikasi media 

massa dan 

Data/informasi/Statis

tik 

Cakupan 

Pengembangan 

komunikasi media 

massa dan  

Data/Informasi/ 

Statistik 

68,25 % Dinas 

Komunikasi dan 

Informasi 

   Persandian     

   Program 

Pengelolaan 

Persandian 

Cakupan 

Pengelolaan 

Persandian 

36,56 % Dinas 

Komunikasi dan 

Informasi 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

   Fungsi Penunjang 

Urusan 

       

   Pengawasan     

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Inspektorat 

Daerah 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Inspektorat 

Daerah 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Inspektorat 

Daerah 

   Program 

Peningkatan Sistem 

Pengawasan 

Internal 

Cakupan 

peningkatan sistem 

pengawasan internal 

dan pengawasan 

desa 

63,73 % Inspektorat 

Daerah 

   Fungsi Penunjang 

Urusan 

       

   Kepegawaian serta 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

    

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

   Program 

Pengembangan 

Aparatur 

Cakupan 

Pengembangan 

Aparatur 

94,42 % Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

   Program 

Pendayagunaan 

Cakupan 

Peningkatan 

86,79 % Badan 

Kepegawaian 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB IV - 30 

 

No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

Aparatur  Pendayagunaan 

Aparatur 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

   Program  

Pembinaan dan 

Pelayanan Aparatur 

Cakupan Pembinaan 

dan Layanan 

Aparatur 

92,12 % Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

   Fungsi Penunjang 

Urusan 

       

   Administrasi 

Pemerintahan 

    

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Sekretariat 

DPRD 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Sekretariat 

DPRD 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Sekretariat 

DPRD 

   Program 

Pembentukan 

Peraturan Daerah 

Capaian penetapan 

peraturan daerah 

100 % Sekretariat 

DPRD 

   Program 

Penganggaran dan 

Pengawasan 

Kebijakan 

Pembangunan 

Daerah 

Cakupan penetapan 

dokumen 

perencanaan, 

penganggaran dan 

rekomendasi hasil 

pengawasan 

kebijakan dan 

pembangunan 

100 % Sekretariat 

DPRD 

   Kearsipan        

   Program 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Kearsipan 

Cakupan 

Pengelolaan 

Kearsipan 

67,94 % Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

 

   Fungsi Penunjang 

Urusan 

       

   Administrasi 

Pemerintahan 

    

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Kecamatan 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Kecamatan 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Kecamatan 

   Program 

Peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

kecamatan  

Cakupan 

peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

kecamatan 

90,46 % Kecamatan 

   Program 

Peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintah 

kelurahan  

Cakupan 

Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Kelurahan 

69,41 % Kecamatan 

Wates 

   Pemberdayaan 

masyarakat dan 

desa 

       

   Program 

Peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa  

Cakupan  

Peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

80,26 % Dinas PMD 

Perlindungan 

Penduduk dan 

KB 

   Fungsi Penunjang 

Urusan 

       

   Keuangan     

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Badan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Badan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Badan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

   Program 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Cakupan 

peningkatan 

pengelolaan 

100 % Badan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

Anggaran dan 

Kualitas Kebijakan 

Pengelolaan 

Keuangan 

anggaran dan 

kualitas kebijakan 

pengelolaan 

keuangan 

   Program 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Perbendaharaan 

Cakupan 

peningkatan 

pengelolaan 

perbendaharaan 

99,22 % Badan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

   Program 

Peningkatan 

Penerapan 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Capaian peningkatan 

penerapan akuntansi 

dan pelaporan 

100 % Badan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

   Program 

Peningkatan 

Penerimaan Pajak 

Daerah 

Cakupan 

peningkatan 

penerimaan pajak 

daerah 

52,94 % Badan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

   Program 

Peningkatan 

Pendapatan Daerah 

Cakupan 

Peningkatan 

Realisasi 

Pendapatan Daerah 

100 % Badan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

   Program 

Peningkatan 

Pengelolaan Asset 

dan Investasi 

Pemerintah Daerah 

Cakupan 

peningkatan 

pengelolaan asset 

dan investasi 

pemerintah daerah 

96,67 % Badan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

   Administrasi 

kependudukan dan 

pencatatan sipil 

       

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas Dukcapil 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Dukcapil 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas Dukcapil 

   Program Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan 

100 % Dinas Dukcapil 

   Program Cakupan 100 % Dinas Dukcapil 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

Pengelolaan 

informasi 

administrasi 

kependudukan 

   Program Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

Cakupan Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

96,08 % Dinas Dukcapil 

   Fungsi Penunjang 

Urusan 

       

   Administrasi 

Pemerintahan 

    

   Peningkatan 

Pelayanan 

Kecamatan 

Cakupan 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kecamatan 

76,07 % Kecamatan 

   Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kelurahan 

Cakupan 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kelurahan 

80,36 % Kecamatan 

Wates 

   Penanaman Modal        

   Program 

Peningkatan 

Pelayanan Perijinan 

Indeks peningkatan 

pelayanan perijinan 

 

100 Nilai Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu 

6. Pemantapan 

Ketahanan Pangan 

Meningkatnya  

pendapatan  

Pertanian        

  masyarakat Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas Pertanian 

dan Pangan 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Pertanian 

dan Pangan 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas Pertanian 

dan Pangan 

   Program 

Peningkatan 

Produksi dan Mutu 

Produk Tanaman 

Pangan 

Cakupan 

peningkatan 

produktifitas, 

ketersediaan sarana 

prasarana dan 

kualitas hasil 

tanaman pangan 

50,35 % Dinas Pertanian 

dan Pangan 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

   Program 

Peningkatan 

Produksi dan Mutu 

Produk Holtikultura 

Cakupan 

peningkatan 

produktifitas, 

ketersediaan sarana 

prasarana dan 

kualitas hasil 

hortikultura 

50,71 % Dinas Pertanian 

dan Pangan 

   Program 

Peningkatan 

Produksi dan Mutu 

Produk Perkebunan 

Cakupan 

peningkatan 

produktifitas, 

ketersediaan sarana 

prasarana dan 

kualitas hasil 

perkebunan 

50,53 % Dinas Pertanian 

dan Pangan 

   Program 

Peningkatan 

Produksi dan 

Pemasaran Hasil 

Peternakan 

Cakupan 

peningkatan 

produksi dan 

pemasaran hasil 

ternak 

96,39 % Dinas Pertanian 

dan Pangan 

   Program 

Peningkatan 

Kesehatan Hewan 

dan Kesehatan 

Masyarakat 

Veteriner 

(Kesmavet) 

Cakupan kesehatan 

ternak dan kesmavet 

88,62 % Dinas Pertanian 

dan Pangan 

   Kelautan dan 

Perikanan 

       

   Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

   Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

   Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

   Program 

Peningkatan 

Produksi   Perikanan 

Budidaya 

Cakupan 

peningkatan 

intensifikasi 

perikanan budidaya 

100 % Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

   Program Cakupan 100 % Dinas Kelautan 
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No. 

 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Target Satuan SKPD 

Peningkatan 

Produksi Perikanan 

Tangkap dan 

Pengendalian 

Sumber daya 

Perikanan dan 

Kelautan 

peningkatan 

produksi perikanan 

tangkap dan 

pelestarian sumber 

daya perikanan dan 

kelautan 

 dan Perikanan 

   Program 

Peningkatan Daya 

Saing Produk 

Kelautan Perikanan 

Cakupan 

peningkatan daya 

saing produk 

kelautan perikanan 

100 % Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

   Pangan        

   Program 

Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Daerah 

Cakupan upaya 

diversifikasi pangan 

77,83 % Dinas Pertanian 

dan Pangan 

   Program 

Pemberdayaan 

Penyuluhan 

Cakupan 

peningkatan 

pemberdayaan 

kelompok tani 

75,96 % Dinas Pertanian 

dan Pangan 

Sumber : Bappeda KP 2018 

 

 

 

4.9. Pendekatan Isu Strategis, Prioritas, Sasaran Pembangunan Kulon Progo dan Program OPD 

Dalam perencanaan pembangunan diperlukan interkoneksi dan keterpaduan antar dokumen 

perencanaan, sehingga di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017–2022 direncanakan adanya sasaran dan indikator sasaran 

Pemerintah Daerah yang menjadi Indikator Kinerja utama (IKU) Bupati Kulon Progo. Sasaran dan 

indikator sasaran Pemerintah Daerah harus menjadi acuan dalam penyusunan sasaran Rencana 

Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (Renstra OPD) sehingga sasaran OPD serta program OPD 

harus terkoneksi/terintegrasi dan terpadu dengan sasaran daerah. Isu strategis pembangunan 

Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari : 

1. Tuntutan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar 

2. Tumbuhnya pusat kawasan ekonomi baru  

3. Tingginya angka kemiskinan 

4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah 

5. Daerah rawan bencana 

6. SDM masyarakat belum kompetitif 

7. Tuntutan profesionalisme pelayanan publik 
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Secara lebih jelas interkoneksi dan keterpaduan antara isu strategis, prioritas, sasaran 

pembangunan dan program OPD dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut :  

 

 

Tabel  4.6.  

Pendekatan Prioritas, Sasaran Pembangunan Kulon Progo, dan Program OPD 

No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

1. Tuntutan 

kebutuhan 

sarana dan 

prasarana 

pelayanan 

dasar. 

Peningkatan 

infrastruktur 

wilayah secara 

berkelanjutan 

Meningkatnya 

pelayanan 

infrastruktur 

yang 

mendukung 

performa 

wilayah 

Pekerjaan umum 

dan Penataan 

Ruang 

       

 Tumbuhnya 

pusat 

kawasan 

ekonomi 

baru. 

  Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % DPU 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

 Daerah 

rawan 

bencana. 

  Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % DPU 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % DPU 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

     Program 

Pembangunan dan 

Rehabilitasi/Pemeli

haraan Jalan dan 

Jembatan 

Capaian panjang 

jalan kabupaten 

dalam kondisi baik 

78,04 % DPU 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

    Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kebinarmargaan 

Capaian uji 

laboratorium dan 

alat berat 

81,25 % DPU 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

    Program 

Pengembangan 

Pengelolaan dan 

Konservasi Sumber 

Daya Air 

Indeks 

ketersediaan air 

baku, peningkatan 

pelayanan irigasi, 

dan drainase 

pengairan dalam 

82,11 Nilai DPU 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

kondisi baik 

    Program 

Pembangunan dan 

Rehabilitasi Sarana 

Prasarana 

Perkotaan dan 

Perkantoran 

Cakupan sarana 

prasarana 

perkotaan dan 

perkantoran dalam 

kondisi baik 

84,51 % DPU 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

    Program 

Pembangunan, 

Pengembangan, 

Sarana Prasarana 

Air Minum dan 

Sanitasi 

Cakupan layanan 

air bersih dan air 

limbah 

 

67,66 % DPU 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

    Program 

Pengelolaan 

Kebersihan dan 

Pertamanan 

Cakupan taman 

dalam kondisi baik, 

layanan 

persampahan 

68,26 % DPU 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

    Perumahan 

Rakyat Dan 

Kawasan 

Permukiman 

       

    Program 

Pengembangan 

Lingkungan 

Perumahan dan 

Permukiman Sehat 

Cakupan 

Pengembangan 

Lingkungan 

Perumahan dan 

Permukiman Sehat 

42,15 % DPU 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

    Perhubungan        

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Perhubungan 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Perhubungan 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Perhubungan 

    Program 

Peningkatan 

Pelayanan Sarana 

Prasarana 

Cakupan 

pelayanan sarana 

prasarana 

perhubungan 

77,39 % Dinas 

Perhubungan 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

Perhubungan 

    Program 

Peningkatan tertib 

lalu lintas jalan 

Cakupan tertib lalu 

lintas jalan 

 

47,69 % Dinas 

Perhubungan 

    Komunikasi dan 

Informatika 

       

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Komunikasi 

dan Informasi 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Komunikasi 

dan Informasi 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Komunikasi 

dan Informasi 

    Program 

Pengembangan 

Aplikasi Informatika 

Cakupan 

pengembangan e-

Gov 

69,49 % Dinas 

Komunikasi 

dan Informasi 

   Meningkatnya 

pengelolaan  

Lingkungan Hidup        

   kualitas 

lingkungan 

hidup 

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

    Program Penaatan 

dan Pengendalian 

Pencemaran  

Cakupan 

peningkatan 

penaatan dan 

pengendalian 

pencemaran 

63,99 % Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

    Program 

Pengelolaan dan 

Cakupan 

pengelolaan dan 

55,02 % Dinas 

Lingkungan 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

Konservasi 

Lingkungan Hidup 

konservasi 

lingkungan hidup 

Hidup 

    Kesatuan Bangsa 

dan Politik dalam 

Negeri 

       

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % BPBD 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % BPBD 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % BPBD 

    Program 

Penanggulangan 

Bencana 

Cakupan 

penanggulangan 

bencana 

70,17 % BPBD 

    Pekerjaan umum 

dan penataan 

ruang 

       

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Pertanahan 

dan Tata 

Ruang 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Pertanahan 

dan Tata 

Ruang 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Pertanahan 

dan Tata 

Ruang 

    Program 

Perencanaan 

Penataan Ruang 

Cakupan 

Perencanaan 

Penataan Ruang 

74,68 % Dinas 

Pertanahan 

dan Tata 

Ruang 

    Program 

Pengendalian dan 

Pemanfaatan 

Cakupan 

Pelaksanaan 

Penataan Ruang 

89,58 % Dinas 

Pertanahan 

dan Tata 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

Penataan Ruang Ruang 

2. SDM 

masyarakat 

belum 

kompetitif 

Peningkatan 

kualitas sumber 

daya manusia 

Meningkatnya 

derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Pengendalian 

Penduduk Dan 

Keluarga 

Berencana 

       

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas PMD 

Pengendalia

n Penduduk 

dan KB 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas PMD 

Pengendalia

n Penduduk 

dan KB 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas PMD 

Pengendalia

n Penduduk 

dan KB 

    Program Keluarga 

Berencana dan 

Pembinaan 

Keluarga 

Indeks Pembinaan 

Keluarga 

Berencana 

63,87 Nilai Dinas PMD 

Pengendalia

n Penduduk 

dan KB 

    Program Advokasi 

dan Pengendalian 

Penduduk 

Indeks Advokasi 

dan Pengendalian 

Penduduk 

62,07 Nilai Dinas PMD 

Pengendalia

n Penduduk 

dan KB 

    Kesehatan        

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Kesehatan 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Kesehatan 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Kesehatan 

    Program 

Peningkatan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Indeks Kesehatan 

Masyarakat 

67,16 Nilai Dinas 

Kesehatan 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

    Program 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit 

Indeks 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit 

69,94 Nilai  Dinas 

Kesehatan 

    Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan 

91,17 % Dinas 

Kesehatan 

   Program 

Peningkatan 

Sumber Daya 

Kesehatan 

Indeks Sumber 

Daya Kesehatan 

81,07 Nilai Dinas 

Kesehatan 

   Kesehatan        

   Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

kesehatan rujukan 

RSUD Wates 

Cakupan Mutu 

Pelayanan dan 

Manfaat 

93,75 % RSUD Wates  

   Kesehatan        

   Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

kesehatan rujukan 

RSUD Nyi Ageng 

Serang 

Cakupan Mutu 

Pelayanan dan 

Manfaat 

81,88 % RSUD Nyi 

Ageng 

Serang 

   Meningkatnya  Pendidikan        

    kualitas 

pendidikan 

masyarakat 

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

    Program 

Pendidikan Anak 

Usia Dini dan 

Pendidikan Non 

Formal 

Cakupan 

Pembinaan 

Pendidikan Anak 

Usia Dini dan 

pendidikan Non 

Formal 

38,31 % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

    Program 

Pembinaan 

Sekolah Dasar 

Cakupan 

Pembinaan 

Sekolah Dasar 

60,43 % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

    Program 

Pembinaan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Cakupan 

Pembinaan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

88,96 % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

    Program 

Pembinaan 

Ketenagaan 

Indeks Peningkatan 

Kapasitas 

Ketenagaan 

43,23 Nilai Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

    Perpustakaan        

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Perpustakaa

n dan 

Kearsipan 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Perpustakaa

n dan 

Kearsipan 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Perpustakaa

n dan 

Kearsipan 

    Program 

Pengembangan 

Budaya Baca 

Cakupan 

Peningkatan 

Layanan 

Perpustakaan 

48,39 % Dinas 

Perpustakaa

n dan 

Kearsipan 

   Meningkatnya  Kebudayaan        

   pelestarian/ 

pengembanga

n budaya dan 

prestasi 

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Kebudayaan 

   generasi 

muda 

Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Kebudayaan 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

20 % Dinas 

Kebudayaan 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

    Program 

Pengembangan 

Seni Adat dan 

Tradisi 

Cakupan 

Pengembangan 

Seni Adat dan 

Tradisi 

77,90 % Dinas 

Kebudayaan 

    Program 

Pengembangan 

Sejarah Bahasa 

dan Sastra 

Cakupan 

Pengembangan 

Sejarah Bahasa 

dan Sasra 

95,24 % Dinas 

Kebudayaan 

    Program 

Pengelolaan 

Kekayaan Budaya 

Cakupan 

Pengelolaan 

Kekayaan Budaya 

72,51 % Dinas 

Kebudayaan 

    Kepemudaan Dan 

Olah Raga 

       

    Program 

Peningkatan 

Pembinaan 

Pemuda dan Olah 

Raga 

 

Cakupan 

Pembinaan 

Pemuda dan 

Olahraga 

51,80 % Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga 

3. Tingginya 

angka 

kemiskinan 

Pengurangan 

Kemiskinan dan 

Peningkatan  

Meningkatnya 

Pendapatan 

Masyarakat 

Sosial        

 Tumbuhnya 

pusat 

kawasan 

ekonomi 

baru. 

Ekonomi 

Daerah 

 Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas Sosial 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Anak 
 Belum 

optimalnya 

pemanfaata

n potensi 

wilayah. 

  Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Sosial 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Anak 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas Sosial 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Anak 

    Program 

Perlindungan 

Sosial 

Indeks 

Perlindungan 

Sosial 

53,90 % Dinas Sosial 

Pemberdaya

an 

Perempuan 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

dan 

Perlindungan 

Anak 

    Program 

Pemberdayaan 

Sosial 

Indeks 

Pemberdayaan  

Sosial 

40,08 % Dinas Sosial 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Anak 

    Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

    

    Program 

Peningkatan 

pemberdayaan 

perempuan dan 

pengarusutamaan 

gender 

Cakupan 

pemberdayaan 

perempuan dan 

pengarusutamaan 

gender 

 

83,93 % Dinas Sosial 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Anak 

    Program 

Peningkatan 

Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak 

Cakupan 

Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak 

83,31 % Dinas Sosial 

Pemberdaya

an 

Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Anak 

    Transmigrasi        

    Program 

Penempatan 

Transmigrasi 

Capaian 

Penempatan 

Transmigran 

100 % Dinas 

Tenaga Kerja 

dan 

Transmigrasi 

    Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

       

    Program 

Penguatan 

Kelembagaan dan 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

Cakupan 

Penguatan 

Kelembagaan dan 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

58,34  % Dinas PMD, 

Pengendalia

n Penduduk 

dan KB 

    Perindustrian        

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

20 % Dinas 

Perdagangan 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

Perkantoran 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Perdagangan 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Perdagangan 

    Program 

Pengembangan 

Industri 

Indeks 

pertumbuhan 

industri 

12,31 Nilai Dinas 

Perdagangan 

    Perdagangan        

    Pengembangan 

Usaha 

Perdagangan 

Capaian 

pengembangan 

saha perdagangan 

19,68 % Dinas 

Perdagangan 

    Program 

Pembinaan dan 

Penataan Pasar 

Tradisional 

Cakupan 

peningkatan 

kualitas Pasar 

Tradisional 

48,56 % Dinas 

Perdagangan 

    Penanaman Modal        

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % DPMPT 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % DPMPT 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % DPMPT 

    Program Pelayanan 

Investasi 

Indeks realisasi  

investasi 

70,33 Nilai DPMPT 

    Program 

Pemantauan dan 

Pengawasan 

Investasi 

Indeks pemantauan 

dan pengawasan 

investasi 

84,38  Nilai  DPMPT 

    Pariwisata        

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Cakupan 

Pelayanan 

20 % Dinas 

Pariwisata 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

Perkantoran Administrasi  

Perkantoran 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Pariwisata 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Pariwisata 

    Program 

Peningkatan 

Sarana  Prasarana 

Pariwisata Dan 

Pengelolaan Daya 

Tarik Wisata 

Cakupan 

peningkatan sarana 

prasarana objek 

wisata dalam 

kondisi baik dan 

peningkatan 

pengelolaan daya 

tarik wisata 

71,43 % Dinas 

Pariwisata 

    Program 

Peningkatan 

Pemberdayaan 

Pariwisata 

Cakupan 

peningkatan 

pembinaan usaha 

jasa pariwisata 

serta 

pengembangan 

kapasitas 

kelembagaan dan 

SDM 

46,81  % Dinas 

Pariwisata 

    Program 

Peningkatan 

Pemasaran Wisata 

Cakupan 

peningkatan 

promosi berbasis IT 

dan efektifitas 

atraksi wisata 

100   Dinas 

Pariwisata 

    Tenaga Kerja        

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Tenaga Kerja 

dan 

Transmigrasi 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Tenaga Kerja 

dan 

Transmigrasi 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

20 % Dinas 

Tenaga Kerja 

dan 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Transmigrasi 

    Program 

Pengembangan 

dan Pelatihan 

Tenaga Kerja 

Cakupan 

penempatan dan 

pengembangan 

kompetensi tenaga 

kerja 

72,45 % Dinas 

Tenaga Kerja 

dan 

Transmigrasi 

    Program 

Perlindungan 

Ketenagakerjaan 

Cakupan 

perlindungan 

ketenagakerjaan 

 

68,09 % Dinas 

Tenaga Kerja 

dan 

Transmigrasi 

    Koperasi, Usaha 

Kecil, Dan 

Menengah 

       

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Koperasi 

UKM 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Koperasi 

UKM 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Koperasi 

UKM 

    Program 

Peningkatan 

kualitas 

Kelembagaan dan 

Pengawasan 

KUMKM 

Indeks kualitas 

kelembagaan 

KUMKM 

53,33 Nilai Dinas 

Koperasi 

UKM 

    Program 

Pengembangan 

Permodalan 

KUMKM 

"Indeks  

permodalan 

KUMKM" 

49,51 Nilai Dinas 

Koperasi 

UKM 

    Program 

Peningkatan 

Pemberdayaan 

KUMKM 

Cakupan 

peningkatan 

pemberdayaan 

KUMKM 

 

34,03 % Dinas 

Koperasi 

UKM 

4. Tuntutan 

profesionali

Peningkatan 

Profesionalisme 

Meningkatnya 

kedisiplinan, 

Ketenteraman, 

ketertiban umum, 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

sme 

pelayanan 

publik 

Pelayanan 

Publik 

ketertiban, 

dan  

dan pelindungan 

masyarakat 

   kehidupan 

bermasyaraka

t yang 

kondusif 

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Kantor 

Kesbangpol 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Kantor 

Kesbangpol 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Kantor 

Kesbangpol 

    Program 

Peningkatan 

Wawasan 

Kebangsaan dan 

Politik Masyarakat 

Cakupan 

peningkatan 

wawasan 

kebangsaan dan 

politik masyarakat 

82,22 % Kantor 

Kesbangpol 

    Ketenteraman, 

ketertiban umum, 

dan pelindungan 

masyarakat 

       

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Satuan Polisi 

Pamong 

Praja 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Satuan Polisi 

Pamong 

Praja 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Satuan Polisi 

Pamong 

Praja 

    Program 

Peningkatan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Cakupan 

peningkatan 

ketentraman dan 

ketertiban umum 

92,68 % Satuan Polisi 

Pamong 

Praja 

    Program 

Peningkatan 

Capaian 

peningkatan 

100 % Satuan Polisi 

Pamong 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

Penegakan 

Peraturan Daerah 

penegakan 

peraturan daerah 

Praja 

   Meningkatnya 

kualitas  

Fungsi Penunjang 

Urusan 

      

   penyelenggar

aan  

Administrasi 

Pemerintahan 

    

   pemerintahan  

dan 

pelayanan 

publik yang  

Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % SETDA  

   responsif dan 

akuntabel 

Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % SETDA  

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % SETDA  

    Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kedinasan 

KDH/Wakil KDH 

Cakupan kinerja 

pelayanan 

kedinasan 

KDH/Wakil KDH 

100 % SETDA 

(Bagian 

Umum) 

    Program Penataan 

Peraturan 

Perundang-

undangan dan 

Bantuan Hukum 

Cakupan 

penyusunan produk 

dan pelayanan 

hukum 

95,52 % SETDA (Bag. 

Hukum) 

    Program 

Pengembangan 

Kapasitas Otonomi 

Daerah 

Cakupan 

pengembangan 

kapasitas otonomi 

daerah 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. 

Pemerintaha

n Umum) 

    Program 

Peningkatan BUMD 

dan Lembaga 

Keuangan 

Cakupan Lembaga 

Keuangan  

berkinerja baik 

98,95 % SETDA (Bag. 

Adm. 

Perekonomia

n) 

    Program 

Peningkatan 

Kualitas 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

 

Cakupan 

pengadaan barang 

dan jasa 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. 

Pembanguna

n) 

    Program 

Peningkatan 

Capaian pelayanan 

kegiatan 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. Kesra) 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

Pelayanan 

Kemasyarakatan 

kemasyarakatan 

    Program 

Perumusan dan 

pengendalian 

kebijakan 

penguatan 

kelembagaan 

Cakupan 

Efektivitas dan 

Efisiensi 

kelembagaan 

78,49 % SETDA (Bag. 

Organisasi) 

    Program 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Pemerintahan 

Cakupan 

perumusan dan 

pengendalian 

kebijakan 

pemerintahan 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. Pemr. 

Umum) 

    Program 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

rakyat dan 

Kemasyarakatan 

Cakupan 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat dan 

Kemasyarakatan 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. Kesra) 

    Program 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Perekonomian 

Cakupan 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Perekonomian 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. 

Perekonomia

n) 

    Program 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Pembangunan 

Cakupan 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Pembangunan 

100 % SETDA (Bag. 

Adm. 

Pembanguna

n) 

    Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sistem 

Pelayanan Publik 

Cakupan 

Peningkatan 

Kapasitas Sistem 

Pelayanan Publik 

100 % SETDA (Bag. 

Organisasi) 

   Meningkatnya  Pertanahan        

   pengendalian 

pemanfaatan 

ruang 

Program 

Pengelolaan 

Pertanahan 

Cakupan 

pengelolaan 

penggunaan dan 

pemanfaatan tanah 

80,48 % Dinas 

Pertanahan 

dan Tata 

Ruang 

    Fungsi Penunjang 

Urusan 

      

    Perencanaan     
    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Badan 

Perencanaan 

Pembanguna

n Daerah 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Badan 

Perencanaan 

Pembanguna

n Daerah 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Badan 

Perencanaan 

Pembanguna

n Daerah 

    Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

capaian jumlah 

program yang 

memenuhi target 

79,82 % Badan 

Perencanaan 

Pembanguna

n Daerah 

    Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Pemerintahan dan 

Kesra 

Persentase 

capaian jumlah 

program yang 

memenuhi target 

bidang 

Pemerintahan dan 

Kesra 

79,25 % Badan 

Perencanaan 

Pembanguna

n Daerah 

    Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Sosial dan Ekonomi 

Persentase 

capaian jumlah 

program yang 

memenuhi target 

bidang  Sosial dan 

Ekonomi 

75,00 % Badan 

Perencanaan 

Pembanguna

n Daerah 

    Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Infrastruktur dan 

Pengembangan 

Wilayah 

Persentase 

capaian jumlah 

program yang 

memenuhi target 

bidang Infrastruktur 

dan 

Pengembangan 

Wilayah 

75,00 % Badan 

Perencanaan 

Pembanguna

n Daerah 

    "Program 

Pengendalian 

Pembangunan 

Daerah 

Rata-rata 

persentase 

ketercapaian 

program 

pembangunan 

97,48 %  Badan 

Perencanaan 

Pembanguna

n Daerah 

    Program 

Kerjasama 

Pengembangan 

IPTEK 

Capaian tindak 

lanjut kerjasama 

100 % Badan 

Perencanaan 

Pembanguna

n Daerah 

    Statistik          
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

    Program 

Pengembangan 

komunikasi media 

massa dan 

Data/informasi/Stati

stik 

Cakupan 

Pengembangan 

komunikasi media 

massa dan  

Data/Informasi/ 

Statistik 

68,25 % Dinas 

Komunikasi 

dan Informasi 

    Persandian     

    Program 

Pengelolaan 

Persandian 

Cakupan 

Pengelolaan 

Persandian 

36,56  % Dinas 

Komunikasi 

dan Informasi 

    Fungsi Penunjang 

Urusan 

       

    Pengawasan     

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Inspektorat 

Daerah 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Inspektorat 

Daerah 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Inspektorat 

Daerah 

    Program 

Peningkatan 

Sistem 

Pengawasan 

Internal 

Cakupan 

peningkatan sistem 

pengawasan 

internal dan 

pengawasan desa 

63,73 % Inspektorat 

Daerah 

    Fungsi Penunjang 

Urusan 

       

    Kepegawaian 

serta Pendidikan 

dan Pelatihan 

    

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan 

dan 

Pelatihan 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan 

dan 

Pelatihan 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan 

dan 

Pelatihan 

    Program 

Pengembangan 

Aparatur 

Cakupan 

Pengembangan 

Aparatur 

94,42 % Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan 

dan 

Pelatihan 

    Program 

Pendayagunaan 

Aparatur  

Cakupan 

Peningkatan 

Pendayagunaan 

Aparatur 

86,79 % Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan 

dan 

Pelatihan 

    Program  

Pembinaan dan 

Pelayanan Aparatur 

Cakupan 

Pembinaan dan 

Layanan Aparatur 

92,12 % Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan 

dan 

Pelatihan 

    Fungsi Penunjang 

Urusan 

       

    Administrasi 

Pemerintahan 

    

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Sekretariat 

DPRD 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Sekretariat 

DPRD 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Sekretariat 

DPRD 

    Program 

Pembentukan 

Peraturan Daerah 

Capaian penetapan 

peraturan daerah 

100 % Sekretariat 

DPRD 

    Program 

Penganggaran dan 

Pengawasan 

Kebijakan 

Cakupan 

penetapan 

dokumen 

perencanaan, 

100 % Sekretariat 

DPRD 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

Pembangunan 

Daerah 

penganggaran dan 

rekomendasi hasil 

pengawasan 

kebijakan dan 

pembangunan 

    Kearsipan        

    Program 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Kearsipan 

Cakupan 

Pengelolaan 

Kearsipan 

67,94 % Dinas 

Perpustakaa

n dan 

Kearsipan 

    Fungsi Penunjang 

Urusan 

       

    Administrasi 

Pemerintahan 

    

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Kecamatan 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Kecamatan 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Kecamatan 

    Program 

Peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

kecamatan  

Cakupan 

peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

kecamatan 

90,46 % Kecamatan 

    Program 

Peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintah 

kelurahan  

Cakupan 

Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Kelurahan 

69,41 % Kecamatan 

Wates 

    Pemberdayaan 

masyarakat dan desa 

      

    Program 

Peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa  

Cakupan  

Peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

80,26 % Dinas PMD 

Perlindungan 

Penduduk 

dan KB 

    Fungsi Penunjang 

Urusan 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

    Keuangan     

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Badan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Badan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Badan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

    Program 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Anggaran dan 

Kualitas Kebijakan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Cakupan 

peningkatan 

pengelolaan 

anggaran dan 

kualitas kebijakan 

pengelolaan 

keuangan 

100 % Badan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

    Program 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Perbendaharaan 

Cakupan 

peningkatan 

pengelolaan 

perbendaharaan 

99,22 % Badan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

    Program 

Peningkatan 

Penerapan 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Capaian 

peningkatan 

penerapan 

akuntansi dan 

pelaporan 

100 % Badan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

    Program 

Peningkatan 

Penerimaan Pajak 

Daerah 

Cakupan 

peningkatan 

penerimaan pajak 

daerah 

52,94 % Badan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

    Program 

Peningkatan 

Pendapatan 

Daerah 

Cakupan 

Peningkatan 

Realisasi 

Pendapatan 

Daerah 

100 % Badan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

    Program 

Peningkatan 

Pengelolaan Asset 

dan Investasi 

Pemerintah Daerah 

Cakupan 

peningkatan 

pengelolaan asset 

dan investasi 

pemerintah daerah 

96,67 % Badan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

    Administrasi 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil 

       

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Dukcapil 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Dukcapil 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Dukcapil 

    Program Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan 

100 % Dinas 

Dukcapil 

    Program 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

Cakupan 

Pengelolaan 

informasi 

administrasi 

kependudukan 

100 % Dinas 

Dukcapil 

    Program Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

Cakupan 

Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

96,08 % Dinas 

Dukcapil 

    Fungsi Penunjang 

Urusan 

       

    Administrasi 

Pemerintahan 

    

    Peningkatan 

Pelayanan 

Kecamatan 

Cakupan 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kecamatan 

76,07 % Kecamatan 

    Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kelurahan 

Cakupan 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kelurahan 

80,36 % Kecamatan 

Wates 

    Penanaman Modal        

    Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Indeks peningkatan 

pelayanan perijinan 

100 Nilai Dinas 

Penanaman 

Modal dan 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

Perijinan Pelayanan 

Terpadu 

6. Kurang 

kompetitifny

a produk  

Pemantapan 

Ketahanan 

Pangan 

Meningkatnya  

pendapatan 

masyarakat 

Pertanian        

 local dari 

aspek 

kualitas dan 

kontinuitas 

  Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Pertanian 

dan Pangan 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Pertanian 

dan Pangan 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Pertanian 

dan Pangan 

    Program 

Peningkatan 

Produksi dan Mutu 

Produk Tanaman 

Pangan 

Cakupan 

peningkatan 

produktifitas, 

ketersediaan 

sarana prasarana 

dan kualitas hasil 

tanaman pangan 

50,35 % Dinas 

Pertanian 

dan Pangan 

    Program 

Peningkatan 

Produksi dan Mutu 

Produk Holtikultura 

Cakupan 

peningkatan 

produktifitas, 

ketersediaan 

sarana prasarana 

dan kualitas hasil 

hortikultura 

50,71 % Dinas 

Pertanian 

dan Pangan 

   Program 

Peningkatan 

Produksi dan Mutu 

Produk Perkebunan 

Cakupan 

peningkatan 

produktifitas, 

ketersediaan 

sarana prasarana 

dan kualitas hasil 

perkebunan 

50,53 % Dinas 

Pertanian 

dan Pangan 

   Program 

Peningkatan 

Produksi dan 

Pemasaran Hasil 

Peternakan 

Cakupan 

peningkatan 

produksi dan 

pemasaran hasil 

ternak 

96,39 % Dinas 

Pertanian 

dan Pangan 

   Program Cakupan 88,62 % Dinas 
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No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

Peningkatan 

Kesehatan Hewan 

dan Kesehatan 

Masyarakat 

Veteriner 

(Kesmavet) 

kesehatan ternak 

dan kesmavet 

Pertanian 

dan Pangan 

    Kelautan dan 

Perikanan 

       

    Program Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi  

Perkantoran 

20 % Dinas 

Kelautan dan 

Perikanan 

    Program 

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

Capaian  

Perencanaan, 

Pengendalian dan  

Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas 

Kelautan dan 

Perikanan 

    Program 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

Capaian 

Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya  

Manusia OPD 

20 % Dinas 

Kelautan dan 

Perikanan 

    Program 

Peningkatan 

Produksi   

Perikanan 

Budidaya 

Cakupan 

peningkatan 

intensifikasi 

perikanan budidaya 

100 % Dinas 

Kelautan dan 

Perikanan 

    Program 

Peningkatan 

Produksi Perikanan 

Tangkap dan 

Pengendalian 

Sumber daya 

Perikanan dan 

Kelautan 

Cakupan 

peningkatan 

produksi perikanan 

tangkap dan 

pelestarian sumber 

daya perikanan dan 

kelautan 

100 

 

% Dinas 

Kelautan dan 

Perikanan 

    Program 

Peningkatan Daya 

Saing Produk 

Kelautan Perikanan 

Cakupan 

peningkatan daya 

saing produk 

kelautan perikanan 

100 % Dinas 

Kelautan dan 

Perikanan 

    Pangan        

   Program 

Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Daerah 

Cakupan upaya 

diversifikasi pangan 

77,83 % Dinas 

Pertanian 

dan Pangan 

    Program 

Pemberdayaan 

Cakupan 

peningkatan 

75,96 % Dinas 

Pertanian 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB IV - 59 

 

No. 

 

 

Isu 

Strategis 

Prioritas 

Pembangunan 

Kab. Kulon 

Progo 

Sasaran 

Daerah 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan 

Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 

Target Satuan OPD 

Penyuluhan pemberdayaan 

kelompok tani 

dan Pangan 

Sumber : Bappeda KP 2017 

 

 

4.11.Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten  

Kulon Progo 

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi 

Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda 

Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita.  Nawa Cita (lihat juga Gambar 4.4) tersebut 

merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil 

Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-

2019. Agenda Pembangunan Nasional Nawacita yaitu: 

Cita 1     

 

: Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara. 

Cita 2     : Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 

desa dalam kerangka Negara kesatuan. 

Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 

Cita 6 :  Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia 

lainnya. 

Cita 7 :  Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sek/tor-sektor 

strategis ekonomi domestik. 

Cita 8 :  Melakukan revolusi karakter bangsa. 

Cita 9 :  Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 
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Gambar 4.4 

Agenda Nasional Nawacita 

 

 

Sumber : Bappenas 2016 

 

Dalam konteks pembangunan, keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan 

penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kabupaten Kulon Progo 

yang merupakan bagian dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus 

mempunyai sinergi perencanaan pembangunan agar apa yang telah ditetapkan menjadi prioritas 

Kabupaten Kulon Progo dapat selaras dengan Prioritas Nasional dan Prioritas pembangunan DIY.  

Untuk lebih memperjelas gambaran penjabaran keselarasan pembangunan antara 9 

(Sembilan) Agenda Prioritas Nasional dengan prioritas dan sasaran daerah Kabupaten Kulon Progo 

dapat dilihat dalam jabaran keselarasan sebagai berikut: 
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Tabel  4.7.  

Keselarasan Prioritas Pembangunan Antara Nawa Cita dengan Prioritas dan Sasaran Daerah 

Kabupaten Kulon Progo 

Nawa Cita Prioritas Kulon Progo Sasaran Daerah 

Melakukan revolusi karakter bangsa Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia 

Meningkatnya kualitas 

pendidikan masyarakat 

Meningkatnya 

pelestarian/pengembangan 

budaya dan prestasi generasi 

muda 

Meningkatkan kualitas hidup manusia 

dan masyarakat Indonesia 

Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat 

Memperteguh kebhinekaan dan 

memperkuat restorasi sosial 

Indonesia 

Pengurangan 

Kemiskinan dan 

Peningkatan Ekonomi 

Daerah 

Meningkatnya pendapatan 

masyarakat 

Meningkatkan produktivitas rakyat 

dan daya saing di pasar Internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa 

maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya 

 

Mewujudkan Kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestic 

Membangun Indonesia dari pinggiran 

dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa desa dalam kerangka 

negara kesatuan 

Peningkatan infrastruktur 

wilayah secara 

berkelanjutan 

Meningkatnya pelayanan 

infrastruktur yang mendukung 

performa wilayah 

 Meningkatnya kualitas 

lingkungan hidup  

  Meningkatnya pengendalian 

pemanfaatan ruang 

Menghadirkan kembali Negara untuk 

melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada 

seluruh warga Negara 

Peningkatan 

Profesionalisme 

Pelayanan Publik 

Meningkatnya kedisiplinan, 

ketertiban, dan kehidupan 

bermasyarakat yang kondusif 

 

 

 

Meningkatnya kualitas 

penyelanggaraan 

pemerintahan dan pelayanan 

publik yang responsif dan 

akuntabel 

Membuat Pemerintahan selalu hadir 

dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang efektif, 

demokratis dan terpercaya 

Memperkuat kehadiran Negara 

dalam melakukan reformasi sistem 

dan penegakan hukum yang bebas 

korupsi, bermartabat dan terpercaya 

Sumber : Bappeda KP, 2018 
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Selanjutnya Strategi Pembangunan Nasional yang dirumuskan dalam „Dimensi 

Pembangunan‟ dan „Kondisi Perlu‟ sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 

2015-2019 guna mewujudkan 9 (sembilan) Agenda Prioritas Nawacita yang dikaitkan dengan prioritas 

pembangunan dan sasaran Daerah. Penjabaran prioritas pembangunan dan sasaran daerah yang 

sesuai dengan karakteristik Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat di Tabel 4.10 berikut: 

 

Tabel  4.8.  

Keselarasan antara Dimensi Pembangunan Pemerintah dengan Prioritas dan Sasaran 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 

Nawa Cita Dimensi Pembangunan Prioritas Kulon Progo Sasaran Daerah 

5, 8 ,9 Dimensi Pembangunan 

Manusia 

Pengurangan Kemiskinan 

dan Peningkatan Ekonomi 

Daerah 

Meningkatnya pendapatan 

masyarakat 

Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia 

Meningkatnya kualitas 

pendidikan masyarakat 

Meningkatnya 

pelestarian/pengembangan 

budaya dan prestasi 

generasi muda 

Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat 

3 Dimensi Pemerataan dan 

Kewilayahan 

Peningkatan infrastruktur 

wilayah secara 

berkelanjutan 

Meningkatnya pelayanan 

infrastruktur yang 

mendukung performa 

wilayah 

 Meningkatnya kualitas 

lingkungan hidup 

   Meningkatnya pengendalian 

pemanfaatan ruang 

6, 7 Dimensi Pembangunan 

Sektor Unggulan 

Pengurangan Kemiskinan 

dan Peningkatan Ekonomi 

Daerah  

Meningkatnya pendapatan 

masyarakat 

 

1,2,4 Kondisi Perlu Peningkatan 

Profesionalisme Pelayanan 

Publik 

Meningkatnya kualitas 

penyelanggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik yang 

responsif dan akuntabel 

   Meningkatnya kedisplinan, 

ketertiban, dan kehidupan 

bermasyarakatan yang 

kondusif 

Sumber : Bappeda KP, 2018 

 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB IV - 63 

 

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan tujuan daerah telah ditetapkan sasaran 

pembangunan nasional dan arah kebijakan sektoral yang akan dijabarkan dalam prioritas 

pembangunan. Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan Tahun 2019 adalah sebagai 

berikut: 

(1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;  

(2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;  

(3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;  

(4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan; 

dan  

(5) Stabilitas keamanan national dan kesuksesan pemilu. 

 

Selanjutnya prioritas pembangunan nasional diselaraskan dengan prioritas daerah Kabupaten 

Kulon Progo yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Kulon Progo dijabarkan dalam Tabel 

4.9 berikut: 
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Tabel  4.9.  

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Program Prioritas Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 

Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

Pembangunan 
manusia melalui 
pengurangan 
kemiskinan dan 
peningkatan 
pelayanan dasar 

Peningkatan 
kualitas sumber 
daya manusia 

Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

        

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas PMD 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas PMD 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas PMD 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

  Program Keluarga Berencana dan 
Pembinaan Keluarga 

Indeks Pembinaan Keluarga 
Berencana 

63,87 Nilai Dinas PMD 
Pengendalian 

Penduduk dan KB 

  Program Advokasi dan 
Pengendalian Penduduk 

Indeks Advokasi dan 
Pengendalian Penduduk 

62,07 Nilai Dinas PMD 
Pengendalian 

Penduduk dan KB 

  Kesehatan         

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Kesehatan 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Kesehatan 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Kesehatan 

  Program Peningkatan  Kesehatan 
Masyarakat 

Indeks Kesehatan Masyarakat 67,16 Nilai Dinas Kesehatan 

  Program Pencegahan dan 
pengendalian Penyakit 

Indeks Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

69,94 Nilai Dinas Kesehatan 

  Program Peningkatan Sumber 
Daya Kesehatan 

Indeks Sumber Daya 
Kesehatan 

81,07 Nilai Dinas Kesehatan 

  Program Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan 

Cakupan Pelayanan 
Kesehatan 

91,17 % Dinas Kesehatan 

  Program Peningkatan Pelayanan 
kesehatan rujukan RSUD Wates 

Cakupan Mutu Pelayanan dan 
Manfaat 

93,75 % RSUD Wates 

  Program Peningkatan Pelayanan 
kesehatan rujukan RSUD Nyi 
Ageng Serang 

Cakupan Mutu Pelayanan dan 
Manfaat 

81,88 % RSUD Nyi Ageng 
Serang 

 

  
  

 Pendidikan         

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olah 

Raga 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olah 

Raga 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olah 

Raga 

  Program Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan Non Formal 

Cakupan Pembinaan 
Pendidikan Anak Usia Dini dan 
pendidikan Non Formal 

38,31 % Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah 

Raga 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Program Pembinaan Sekolah 
Dasar 

Cakupan Pembinaan Sekolah 
Dasar 

60,43 % Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah 

Raga 

  Program Pembinaan Sekolah 
Menengah Pertama 

Cakupan Pembinaan Sekolah 
Menengah Pertama 

88,96 % Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah 

Raga 

  Program Pembinaan Ketenagaan Indeks Peningkatan Kapasitas 
Ketenagaan 

43,23 Nilai Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah 

Raga 

  Perpustakaan     

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan 

  Program Pengembangan Budaya 
Baca 

Cakupan Peningkatan 
Layanan Perpustakaan 

48,39 % Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan 

  Kepemudaan dan Olah Raga         

  Program Peningkatan Pembinaan 
Pemuda dan Olah Raga 

Cakupan Pembinaan Pemuda 
dan Olahraga 

51,80 % Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah 

Raga 
 

    Kebudayaan     

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Kebudayaan 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Kebudayaan 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Kebudayaan 

  Program Pengembangan Seni 
Adat dan Tradisi 

Cakupan Pengembangan Seni 
Adat dan Tradisi 

77,90 % Dinas Kebudayaan 

  Program Pengembangan Sejarah 
Bahasa dan Sastra 

Cakupan Pengembangan 
Sejarah Bahasa dan Sasra 

95,24 % Dinas Kebudayaan 

  Program Pengelolaan kekayaan 
Budaya 
 

Cakupan Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

72,51 % Dinas Kebudayaan 

Peningkatan 
nilai tambah 
ekonomi melalui 
pertanian, 
industri, dan 
jasa produktif 

Pengurangan 
Kemiskinan dan 
Peningkatan 
Ekonomi Daerah 

Sosial     

   Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak 

  Program Perlindungan Sosial Indeks Perlindungan Sosial 53,90 Nilai Dinas Sosial 
Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak 

  Program Pemberdayaan Sosial Indeks Pemberdayaan  Sosial 40,08 Nilai Dinas Sosial 
Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Transmigrasi     

  Program Penempatan 
Transmigrasi 

Capaian Penempatan 
Transmigrasi 

100 % Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

  Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 

    

  Program Penguatan 
Kelembagaan dan Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 

Cakupan Penguatan 
Kelembagaan dan 
Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat  

58,34 % Dinas PMD 
Pengendalian 

Penduduk dan KB 

  Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

    

  Program Peningkatan 
pemberdayaan perempuan dan 
pengarusutamaan gender 

Cakupan pemberdayaan 
perempuan dan 
pengarusutamaan gender 

83,93 % Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

  Program Peningkatan 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak 

Cakupan Perlindungan 
Perempuan dan Anak 

83,31 % Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

  
  

  
  

Perindustrian     

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Perdagangan 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Perdagangan 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Perdagangan 

  Program Pengembangan Industri Indeks pertumbuhan industri 12,31 Nilai Dinas Perdagangan 

  Perdagangan     
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Pengembangan Usaha 
Perdagangan 

Capaian Pengembangan 
Usaha Perdagangan 

19,68 % Dinas Perdagangan 

  Program Pembinaan dan 
Penataan Pasar Tradisional 

Cakupan peningkatan kualitas 
Pasar Tradisional 

48,56 % Dinas Perdagangan 

  Penanaman Modal         

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % DPMPT 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % DPMPT 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % DPMPT 

  Program Pelayanan Investasi Indeks realisasi  investasi 70,33 Nilai DPMPT 

  Program Pemantauan dan 
Pengawasan Investasi 

Indeks pemantauan dan 
pengawasan investasi 

84,38 Nilai DPMPT 

  Pariwisata     

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Pariwisata 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Pariwisata 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Pariwisata 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB IV - 70 

 

Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Program Peningkatan Sarana 
Prasarana Pariwisata dan 
Pengelolaan Daya Tarik Wisata 

Cakupan peningkatan sarana 
prasarana objek wisata dalam 
kondisi baik dan peningkatan 
pengelolaan daya tarik wisata 

71,43 % Dinas Pariwisata 

  Program Peningkatan 
Pemberdayaan Pariwisata 

Cakupan peningkatan 
pembinaan usaha jasa 
pariwisata serta 
pengembangan kapasitas 
kelembagaan dan SDM 

46,81 % Dinas Pariwisata 

  Program Peningkatan Pemasaran 
Wisata 

Cakupan peningkatan promosi 
berbasis IT dan efektifitas 
atraksi wisata 

100 % Dinas Pariwisata 

  Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah 

    

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Koperasi UKM 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Koperasi UKM 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Koperasi UKM 

  Program Peningkatan kualitas 
Kelembagaan dan Pengawasan 
KUMKM 

Indeks kualitas kelembagaan 
KUMKM 

53,33 Nilai Dinas Koperasi UKM 

  Program Pengembangan 
Permodalan KUMKM 

"Indeks  
permodalan KUMKM" 

49,51 Nilai Dinas Koperasi UKM 

  Program Peningkatan 
Pemberdayaan KUMKM 

Cakupan 
pemberdayaan  
KUMKM 

34,03 % Dinas Koperasi UKM 

  Tenaga Kerja     
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 

  Program Pengembangan dan 
Pelatihan Tenaga Kerja 

Cakupan penempatan dan 
pengembangan kompetensi 
tenaga kerja 

72,45 % Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

  Program Perlindungan 
Ketenagakerjaan 

Cakupan perlindungan 
ketenagakerjaan 

68,09 % Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

    Pertanian         

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Pertanian dan 

Pangan 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Pertanian dan 

Pangan 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Pertanian dan 

Pangan 

  Program Peningkatan Produksi 
dan Mutu Produk Tanaman 
Pangan 

Cakupan peningkatan 
produktifitas, ketersediaan 
sarana prasarana dan kualitas 
hasil tanaman pangan 

50,35 % Dinas Pertanian dan 
Pangan 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Program Peningkatan Produksi 
dan Mutu Produk Holtikultura 

Cakupan peningkatan 
produktifitas, ketersediaan 
sarana prasarana dan kualitas 
hasil hortikultura 

50,71 % Dinas Pertanian dan 
Pangan 

  Program Peningkatan Produksi 
dan Mutu Produk Perkebunan 

Cakupan peningkatan 
produktifitas, ketersediaan 
sarana prasarana dan kualitas 
hasil perkebunan 

50,53 % Dinas Pertanian dan 
Pangan 

  Pertanian         

  Program Peningkatan Produksi 
dan Pemasaran Hasil Peternakan 

Cakupan peningkatan 
produksi dan pemasaran hasil 
ternak 

96,39 % Dinas Pertanian dan 
Pangan 

  Program Peningkatan Kesehatan 
Hewan dan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 

Cakupan kesehatan ternak 
dan kesmavet 

88,62 % Dinas Pertanian dan 
Pangan 

  Kelautan dan Perikanan     

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Kelautan dan 

Perikanan 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Kelautan dan 

Perikanan 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Kelautan dan 

Perikanan 

  Program Peningkatan Produksi 
Perikanan Budidaya 

Cakupan peningkatan 
intensifikasi perikanan 
budidaya 

100 % Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

  Program Peningkatan Produksi 
Perikanan Tangkap dan 
Pengendalian Sumber daya 
Perikanan dan Kelautan 

Cakupan peningkatan 
produksi perikanan tangkap 
dan pelestarian sumber daya 
perikanan dan kelautan 

100 % Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

  Program Peningkatan daya saing Cakupan peningkatan daya 100 % Dinas Kelautan dan 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

produk kelautan perikanan saing produk kelautan 
perikanan 

Perikanan 

  Pangan         

  Program Peningkatan Ketahanan 
Pangan Daerah 

Cakupan upaya diversifikasi 
pangan 

77,83 % Dinas Pertanian dan 
Pangan 

  Program Pemberdayaan 
Penyuluhan 

Cakupan peningkatan 
pemberdayaan kelompok tani 

75,96 % Dinas Pertanian dan 
Pangan 

Pengurangan 
kesenjangan 
antarwilayah 
melalui 
penguatan 
konektivitas dan 
kemaritiman 

Peningkatan 
infrastruktur 
wilayah secara 
berkelanjutan 

Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

    

Pemantapan 
ketahanan 
energi, pangan, 
dan sumberdaya 
air melalui 
pelestarian 
lingkungan  

 Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % DPUPKP 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % DPUPKP 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % DPUPKP 

   Program Pembangunan dan 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 
dan Jembatan 

Capaian panjang jalan 
kabupaten dalam kondisi baik 

78,04 % DPUPKP 

  Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Kebinarmargaan 

Capaian uji laboratorium dan 
alat berat 

81,25 % DPUPKP 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Program Pengembangan 
Pengelolaan dan Konservasi 
Sumber Daya Air 

Indeks ketersediaan air baku, 
peningkatan pelayanan irigasi, 
dan drainase pengairan dalam 
kondisi baik 

82,11 Nilai DPUPKP 

  Program Pembangunan dan 
Rehabilitasi Sarana Prasarana 
Perkotaan dan Perkantoran 

Cakupan sarana prasarana 
perkotaan dan perkantoran 
dalam kondisi baik 

84,51 % DPUPKP 

  Program Pembangunan, 
Pengembangan, Sarana 
Prasarana Air Minum dan Sanitasi 

Cakupan layanan air bersih 
dan air limbah 

67,66 % DPUPKP 

  Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman 

        

  Program Lingkungan Sehat 
Permukiman dan Pengembangan 
Perumahan 

Capaian peningkatan 
pelayanan perumahan dan 
peningkatan kawasan 
lingkungan sehat permukiman 

64,54 % DPUPKP 

  Program Pembangunan 
Infrastruktur Perkotaan 

Capaian peningkatan 
infrastruktur perkotaan 

100 % DPUPKP 

  Perhubungan     

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Perhubungan 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Perhubungan 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Perhubungan 

  Program Peningkatan Pelayanan 
Sarana Prasarana Perhubungan 

Cakupan pelayanan sarana 
prasarana perhubungan 

77,39 % Dinas Perhubungan 

  Program Peningkatan tertib lalu 
lintas jalan 

Cakupan tertib lalu lintas jalan 47,69 % Dinas Perhubungan 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Komunikasi dan Informatika         

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Komunikasi dan 

Informasi 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Komunikasi dan 

Informasi 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Komunikasi dan 

Informasi 

  Program Pengembangan Aplikasi 
Informatika 

Cakupan pengembangan e-
Gov 

69,49 % Dinas Komunikasi dan 
Informasi 

  
  
  
 

  
  

Lingkungan Hidup         

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Lingkungan 

Hidup 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Lingkungan 

Hidup 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Lingkungan 

Hidup 

  Program Penataan dan 
Pengendalian Pencemaran 

Cakupan peningkatan 
penaatan dan pengendalian 
pencemaran 

63,99 % Dinas Lingkungan 
Hidup 

  Program Pengelolaan dan 
Konservasi lingkungan hidup 

Cakupan pengelolaan dan 
konservasi lingkungan hidup 

55,02 % Dinas Lingkungan 
Hidup 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

    

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang 

  Program Perencanaan Penataan 
Ruang 

Cakupan perencanaan 
penataan ruang 

74,68 % Dinas Pertanahan dan 
Tata Ruang 

  Program Pengendalian dan 
Pemanfaatan Penataan Ruang 

Cakupan Pelaksanaan 
Penataan Ruang 

89,58 % Dinas Pertanahan dan 
Tata Ruang 

  Program Pengelolaan Kebersihan 
dan Pertamanan 

Cakupan taman dalam kondisi 
baik, layanan persampahan 

68,26 % DPUPKP 

  Ketenteraman, Ketertiban 
Umum, dan Perlindungan 
Masyarakat 

    

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % BPBD 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % BPBD 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % BPBD 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Program Penanggulangan 
Bencana 

Cakupan penanggulangan 
bencana 

70,17  % BPBD 

Stabilitas 
keamanan 
nasional dan 
kesuksesan 
pemilu  

Peningkatan 
profesionalisme 
pelayanan publik 

Ketenteraman, Ketertiban 
Umum, dan Perlindungan 
Masyarakat 

    

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Kantor Kesbangpol 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Kantor Kesbangpol 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Kantor Kesbangpol 

  Program Peningkatan Wawasan 
Kebangsaan dan Politik 
Masyarakat 

Cakupan peningkatan 
wawasan kebangsaan dan 
politik masyarakat 

82,22 % Kantor Kesbangpol 

  Ketenteraman, Ketertiban 

Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat 

    

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Satuan Polisi  Pamong 

Praja 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Satuan Polisi  Pamong 

Praja 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 

20 % Satuan Polisi  Pamong 

Praja 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

Sumber Daya  
Manusia OPD 

Sumber Daya  
Manusia OPD 

  Program Peningkatan 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum  

Cakupan peningkatan 
ketentraman dan ketertiban 
umum 

92,68 % Satuan Polisi  Pamong 
Praja 

  Program Peningkatan Penegakan 
Peraturan Daerah 

Capaian peningkatan 
penegakan peraturan daerah 

100 % Satuan Polisi  Pamong 
Praja 

  Fungsi Penunjang 
Pemerintahan 

    

  Administrasi Pemerintahan         

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % SETDA 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % SETDA 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % SETDA 

  Program Peningkatan Pelayanan 
Kedinasan KDH/Wakil KDH 

Cakupan kinerja pelayanan 
kedinasan KDH/Wakil KDH 

100 % SETDA (Bagian Umum) 

  Program Penataan Peraturan 
Perundang-undangan dan 
Bantuan Hukum 

Cakupan penyusunan produk 
dan pelayanan hukum 

95,52  SETDA (Bag. Hukum) 

  Program Pengembangan 
Kapasitas Otonomi Daerah 

Cakupan pengembangan 
kapasitas otonomi daerah 

100 % SETDA (Bag. Adm. 
Pemerintahan Umum) 

  Program Peningkatan Kinerja 
BUMD dan Lembaga Keuangan 

Cakupan BUMD dan Lembaga 
Keuangan berkinerja baik 

98,95 % SETDA (Bag. Adm. 
Perekonomian) 

  Program Peningkatan Kualitas 
Pengadaan Barang/Jasa 

Capaian pengadaan barang 
dan jasa 

100 % SETDA (Bag. Adm. 
Pembangunan) 

  Program Peningkatan Pelayanan 
Kemasyarakatan 

Capaian pelayanan kegiatan 
kemasyarakatan 

100 % SETDA (Bag. Adm. 
Kesra) 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Program Perumusan dan 
pengendalian kebijakan 
penguatan kelembagaan 

Cakupan Efektivitas dan 
Efisiensi kelembagaan 

78,49 % SETDA (Bag. 
Organisasi) 

  Program Perumusan dan 
Pengendalian Kebijakan 
Pemerintahan 

Cakupan perumusan dan 
pengendalian kebijakan 
pemerintahan 

100 % SETDA (Bag. Adm. 
Pemerintahan Umum) 

  Program Perumusan dan 
Pengendalian Kebijakan 
Kesejahteraan rakyat dan 
Kemasyarakatan 

Cakupan Perumusan dan 
Pengendalian Kebijakan 
Kesejahteraan Rakyat dan 
Kemasyarakatan 

100 % SETDA (Bag. Adm. 
Kesra) 

  Program Perumusan dan 
Pengendalian Kebijakan 
Perekonomian 

Cakupan Perumusan dan 
Pengendalian Kebijakan 
Perekonomian 

100 % SETDA (Bag. Adm. 
Perekonomian) 

  Program Perumusan dan 
Pengendalian Kebijakan 
Pembangunan 

Cakupan Perumusan dan 
Pengendalian Kebijakan 
Pembangunan 

100 % SETDA (Bag. Adm. 
Pembangunan) 

  Program Peningkatan Kapasitas 
Sistem Pelayanan Publik 

Cakupan Peningkatan 
Kapasitas Sistem Pelayanan 
Publik 

100 % SETDA (Bag. 
Organisasi) 

  Pertanahan     

  Program Pengelolaan Pertanahan Cakupan pengelolaan 
penggunaan dan pemanfaatan 
tanah 

80,48 % Dinas Pertanahan dan 
Tata Ruang 

  Fungsi Penunjang Urusan         

  Perencanaan     

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % BAPPEDA 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % BAPPEDA 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  

20 % BAPPEDA 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

Manusia OPD Manusia OPD 

  Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase capaian jumlah 
program yang memenuhi 
target 

79,82 % BAPPEDA 

  Program Perencanaan 
Pembangunan Pemerintahan dan 
Kesra 

Persentase capaian jumlah 
program yang memenuhi 
target bidang Pemerintahan 
dan Kesra 

79,25 % BAPPEDA 

  Program Perencanaan 
Pembangunan Sosial dan 
Ekonomi 

Persentase capaian jumlah 
program yang memenuhi 
target bidang  Sosial dan 
Ekonomi 

75,00 % BAPPEDA 

  Program Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah 

Persentase capaian jumlah 
program yang memenuhi 
target bidang Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah 

75,00 % BAPPEDA 

  Program Pengendalian 
Pembangunan Daerah 

Rata-rata persentase 
ketercapaian program 
pembangunan 

97,48 % BAPPEDA 

  Program Kerjasama 
Pengembangan IPTEK 

Capaian tindak lanjut 
kerjasama 
 
 

100 % BAPPEDA 

  Statistik     

  Program Pengembangan 
komunikasi media massa dan 
Data/informasi/Statistik 

Cakupan Pengembangan 
komunikasi media massa dan  
Data/Informasi/ Statistik 

68,25 % Dinas Komunikasi dan 
Informasi 

  Persandian     

  Program Pengelolaan Persandian Cakupan Pengelolaan 
Persandian 

36,56 % Dinas Komunikasi dan 
Informasi 

  Fungsi Penunjang 
Pemerintahan 

    

  Pengawasan         
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Inspektorat Daerah 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Inspektorat Daerah 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Inspektorat Daerah 

  Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal 

Cakupan peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengawasan desa 

63,73 % Inspektorat Daerah 

  Kepegawaian serta Pendidikan 
dan pelatihan 

        

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

  Program Pengembangan 
Aparatur 

Cakupan Pengembangan 
Aparatur 

94,42 % Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan 

Pelatihan 

  Program Pendayagunaan 
Aparatur 

Cakupan Peningkatan 
Pendayagunaan Aparatur 

86,79 % Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan 

Pelatihan 

  Program  Pembinaan dan Cakupan Pembinaan dan 92,12 % Badan Kepegawaian 
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Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

Pelayanan Aparatur Layanan Aparatur Pendidikan dan 
Pelatihan 

  Administrasi Pemerintahan         

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Sekretariat DPRD 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Sekretariat DPRD 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Sekretariat DPRD 

  Program Pembentukan Peraturan 
Daerah 

Capaian penetapan peraturan 
daerah  

100 % Sekretariat DPRD 

  Program Penganggaran dan 
Pengawasan Kebijakan 
Pembangunan Daerah 

Cakupan penetapan dokumen 
perencanaan, penganggaran 
dan rekomendasi hasil 
pengawasan kebijakan dan 
pembangunan 

100 % Sekretariat DPRD 

  Kearsipan         

  Program Peningkatan 
Pengelolaan Kearsipan 

Cakupan Pengelolaan 
Kearsipan 

67,94 % Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan 

  Fungsi Penunjang Urusan         

  Administrasi Pemerintahan     

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Kecamatan 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Kecamatan 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB IV - 83 

 

Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Kecamatan 

  Program Peningkatan 
penyelenggaraan pemerintahan 
kecamatan 

Cakupan peningkatan 
penyelenggaraan 
pemerintahan kecamatan 

90,46 % Kecamatan 

  Program Peningkatan 
penyelenggaraan pemerintah 
kelurahan 

Cakupan Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kelurahan 

69,41 % Kecamatan Wates 

  Pemberdayaan masyarakat dan 
desa 

        

  Program Peningkatan 
penyelenggaraan pemerintahan 
desa 

Cakupan  Peningkatan 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

80,26 % Dinas PMD 
Perlindungan Penduduk 

dan KB 

  Fungsi Penunjang 
Pemerintahan 

        

  Keuangan     

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Badan Keuangan dan 

Aset Daerah 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Badan Keuangan dan 

Aset Daerah 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Badan Keuangan dan 

Aset Daerah 

  Program Peningkatan 
Pengelolaan Anggaran dan 
Kualitas Kebijakan Pengelolaan 
Keuangan 

Cakupan peningkatan 
pengelolaan anggaran dan 
kualitas kebijakan pengelolaan 
keuangan 

100 % Badan Keuangan dan 
Aset Daerah 



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB IV - 84 

 

Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Program Peningkatan 
Pengelolaan Perbendaharaan 

Cakupan peningkatan 
pengelolaan perbendaharaan 

99,22 % Badan Keuangan dan 
Aset Daerah 

  Program Peningkatan Penerapan 
Akuntansi dan Pelaporan 

Capaian peningkatan 
penerapan akuntansi dan 
pelaporan 

100 % Badan Keuangan dan 
Aset Daerah 

  Program Peningkatan 
Penerimaan Pajak Daerah 

Cakupan Peningkatan 
Penerimaan Pajak Daerah 

52,94 % Badan Keuangan dan 
Aset Daerah 

  Program Peningkatan 
Pendapatan Daerah 

Cakupan Peningkatan 
Realisasi Pendapatan Daerah 

100 % Badan Keuangan dan 
Aset Daerah 

  Program Peningkatan 
Pengelolaan Asset dan Investasi 
Pemerintah Daerah 

Cakupan peningkatan 
pengelolaan asset dan 
investasi pemerintah daerah 

96,67 % Badan Keuangan dan 
Aset Daerah 

  Administrasi Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

        

  Program Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi  
Perkantoran 

20 % Dinas Dukcapil 

  Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

Capaian  
Perencanaan, 
Pengendalian dan  
Evaluasi Kinerja 

20 % Dinas Dukcapil 

  Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

Capaian Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya  
Manusia OPD 

20 % Dinas Dukcapil 

  Program Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi Kependudukan 

100 % Dinas Dukcapil 

  Program Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan 

Cakupan Pengelolaan 
informasi administrasi 
kependudukan 

100 % Dinas Dukcapil 

  Program Pelayanan Pencatatan 
Sipil 

Cakupan Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

96,08 % Dinas Dukcapil 

  Fungsi Penunjang Urusan     

  Administrasi Pemerintahan         



Ranc. Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2019 

 

BAB IV - 85 

 

Prioritas 
Nasional 

Prioritas Kulon 
Progo 

Bidang Urusan Pemerintah dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Program Target Satuan SKPD 

  Peningkatan Pelayanan 
Kecamatan 

Cakupan Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

76,07 % Kecamatan 

  Program Peningkatan Pelayanan 
Kelurahan 

Cakupan Peningkatan 
Pelayanan Kelurahan 

80,36 % Kecamatan Wates 

  Penanaman Modal     

  Program Peningkatan Pelayanan 
Perijinan 

Indeks peningkatan pelayanan 
perijinan 

100 Nilai Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 

Terpadu 

 

Sumber : Bappeda KP, 2017 
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4.12. Sinkronisasi Target Kinerja Pembangunan Kewilayahan Nasional 2018, Dengan Sasaran 

Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 

Sasaran pembangunan kewilayahan Rancangan RKP 2018 yang selaras/sinkron dengan 

sasaran target  kinerja pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

 

Tabel  4.10.  

Keselarasan Target Sasaran Kewilayahan Antara RKP, RKPD 

Kabupaten Kulon Progo 

No Indikator Nasional Tahun 

2018 

Target RKPD 

Kulon Progo 

2018 

1 Tingkat Kemiskinan (%) 9,5 - 10  18,25  

2 Tingkat pengangguran (%) 5,0 – 5,3  3,05 

3 Pertumbuhan  Ekonomi 5,2 - 5,6 % 4,97 % 

                          Sumber : Bappeda KP, 2017 

 

Tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo targetnya lebih tinggi dari yang ditetapkan  

Nasional, hal tersebut disebabkan tingkat kemiskinan di Kulon Progo sangat tinggi dibandingkan 

dengan tingkat kemiskinan DIY maupun Nasional, sehingga Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

tidak menuangkan target RKPD Kabupaten Kulon Progo sama dengan target Nasional,  karena 

hal tersebut  akan sulit dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo. Jika dicermati tren penurunannya 

tiap tahunnya sangat kecil sekali walaupun penanggulangan kemiskinan ini sudah diintervensi 

berbagai bantuan baik dari pemerintah, Pemda DIY, pemerintah daerah maupun swasta angka 

penurunannya tetap kecil sekali untuk tahun 2016 ini hasil hitungan sementara Bappeda baru 

tercapai 19,94%. 

Tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo targetnya yang ditetapkan dalam 

RKPD juga lebih rendah dari  nasional. Hal tersebut terjadi karena tingkat pengangguran di Kulon 

Progo lebih rendah dari tingkat propinsi maupun nasional. 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo diprediksikan tumbuh 4,97% 

pertumbuhannya lebih lambat dari Nasional maupun DIY, dengan asumsi tahun 2018 sub sektor 

jasa mengalami kenaikan diasumsikan bahwa mega proyek pasir besi dan bandara sudah 

dimulai pembangunannya serta industri sudah ada yang beroperasional. 
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4.13. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2012-2032 dengan Sasaran Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2018 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten telah ditetapkan melaui Perda Nomor 1 Tahun 

2012. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah ”Mewujudkan 

Kabupaten Kulon Progo sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, 

pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah.” RTRW Kabupaten 

Kulon Progo disusun dengan fungsi sebagai acuan (a) penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), (b) pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo, (c) 

mewujudkan keseimbangan pembangunan di dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo, (d) 

menentukan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, 

dan swasta dan (e) sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah 

kabupaten. 

Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 tentunya mengacu 

terhadap RTRW Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan Daerah Tahun 2018 merupakan bagian 

dari periode pelaksanaan tahap II (2018-2022) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 

2012-2032. Indikasi waktu pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, 

meliputi : 

a. tahap I (tahun 2012-2017); 

b. tahap II (tahun 2018-2022); 

c. tahap III (tahun 2023-2027); dan 

d. tahap IV (tahun 2028-2032). 

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan indikasi program utama yang 

memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan 

pelaksanaan dengan prioritas pembangunan, meliputi : 

a. pengembangan Perkotaan Wates sebagai pusat pemerintahan daerah dan pusat 

pengembangan utama kabupaten; 

b. membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi pengembangan kawasan strategis pariwisata, 

ekonomi, dan kawasan industri Sentolo; 

c. pengembangan agropolitan dan minapolitan serta pertanian tanaman pangan; 

d. membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan dan tertinggal dengan 

pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat 

kegiatan wilayah, perkotaan dan pedesaan; 

e. pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah 

pusat-pusat pertumbuhan regional-nasional; 

f. membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, 

pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah di mana 

pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan; 
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g. dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air 

bersih, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, 

industri, pertanian dan pariwisata; 

h. penanganan dan pengelolaan kawasan daerah aliran sungai (DAS), sumber mata air, 

pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian 

lingkungan; dan 

i. peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, ketrampilan 

dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua sektor, menghadapi 

tantangan globalisasi dan pasar bebas. 

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 terdapat kawasan strategis kabupaten. Kawasan 

strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai 

pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis 

dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis kawasan 

strategis antara lain kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, 

pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi 

tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis kabupaten, 

terdiri dari: 

a. bidang pertumbuhan ekonomi; 

b. bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;  

c. bidang fungsi dan daya dukung lingkungan; 

d. bidang pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut; dan 

e. bidang pelestarian sosial budaya. 

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan 

kriteria memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan yang dapat 

menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten, memiliki potensi ekspor (lq > 1), didukung 

jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, berfungsi untuk mempertahankan 

tingkat produksi pangan kabupaten dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, ditetapkan 

untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. 

Kawasan strategis kabupaten bidang pertumbuhan ekonomi terdiri dari:  

a. Kawasan strategis koridor  yang menghubungkan Temon – Wates – Yogyakarta; 

b. Kawasan strategis ekonomi berada di Kecamatan Galur, Lendah, dan Sentolo; 

c. Kawasan Industri Sentolo, meliputi: Desa Banguncipto, Desa Sentolo, Desa Sukoreno, Desa 

Salamrejo, Desa Tuksono yang berada di Kecamatan Sentolo dan Desa Ngentakrejo, Desa 

Gulurejo yang berada di Kecamatan Lendah. 

d. Kawasan Agropolitan, meliputi: Kecamatan Kalibawang dan Kecamatan Temon. 

e. Kawasan Minapolitan dengan luas kurang lebih 7.160 (tujuh ribu seratus enam puluh) 

hektar, meliputi: Kecamatan Wates dan Kecamatan Nanggulan. 
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Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam merupakan kawasan yang 

didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap pendayagunaan 

sumber daya alam. Kawasan strategis kabupaten bidang pendayagunaan sumber daya alam dan 

teknologi tinggi meliputi: 

a. Kawasan strategis pertambangan pasir besi di wilayah pantai, meliputi: 

1) Kecamatan Temon;  

2) Kecamatan Wates; 

3) Kecamatan Panjatan; dan 

4) Kecamatan Galur. 

b. Kawasan pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut di pantai selatan. 

Kawasan strategis „bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup‟ merupakan 

kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap 

kepentingan untuk penyelamatan lingkungan hidup. Kawasan strategis kabupaten bidang fungsi 

dan daya dukung lingkungan meliputi: 

a. Penyelamatan Penyu di Pantai Bugel Kecamatan Panjatan sampai dengan Pantai Trisik 

Kecamatan Galur; dan 

b. Gumuk pasir di sepanjang Pantai Trisik Kecamatan Galur. 

Kawasan strategis kabupaten „bidang pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut‟ 

meliputi Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah dan Pantai Congot. 

Kawasan strategis bidang pelestarian sosial budaya merupakan kawasan yang di 

dalamnya berlangsung kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan, melindungi berkaitan dengan 

aspek sosial dan budaya. Untuk pengembangan kawasan strategis bidang pelestarian sosial 

budaya tidak didanai dari APBD Kulon Progo, akan tetapi dinanai dari alokasi Dana 

Keistimewaan. Kawasan strategis bidang pelestarian sosial budaya meliputi: Makam Keluarga 

Pakualaman Girigondo dan Monumen Pabrik Gula Karangsewu.  

. 

 

4.14 Sinkronisasi Target Kinerja dalam Fokus Pembangunan Kewilayahan Pasca 

Pembangunan New Yogyakarta International Airport  

 

Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulon Progo 

dimulai pada tahun 2017 dengan upacara “Babat Alas Nawung Krida” pada hari Jum‟at 27 Januari 

2017 yang dihadiri Presiden Joko Widodo beserta jajarannya dan Gubernur DIY Sri Sultan 

Hamengkubuwono X beserta jajarannya. Pembangunan Bandara New Yogyakarta International 

Airport di Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulonprogo, DIY dibangun di atas lahan 

seluas 587 hektar yang dibangun 2 tahap. Bandara Internasional Yogyakarta ini akan dikembangkan 

untuk mewujudkan konsep “airport city” di Yogyakarta, yang memadukan bandara dengan kawasan 

logistik, kawasan industri, serta kawasan wisata dalam satu kawasan ekonomi terpadu. Untuk 

mendukung konektivitas dengan kota-kota sekitarnya, selain dihubungkan dengan jalan nasional, 
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bandara ini juga akan terintegrasi dengan jalur kereta api untuk mempermudah transportasi dari dan 

ke bandara. 

Keberadaan bandara baru diharapkan dapat memacu perkembangan perekonomian, aktivitas 

bisnis, dan mendukung kegiatan pariwisata Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo pada khususnya dan 

Jawa Tengah bagian selatan dalam hal ini Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan 

sekitaranya. Pembangunan Bandara tersebut merupakan upaya dalam mendukung Kawasan 

Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya masuk sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) 

prioritas nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dalam menanggapi keberadaan Bandara di wilayah Kulon Progo serta masuknya Kabupaten Kulon 

Progo maka berikut ini beberapa program kegiatan yang mendukung prioritas nasional pembangunan 

bandara NYIA sebagai berikut: 

1. Penyediaan fasilitas kesehatan yaitu pembangunan RSUD Wates 

2. Penyiapan SDM Masyarakat berupa pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, peningkatan 

produktifitas dan pelatihan tenaga kerja termasuk Aviation Security. 

3. Pembangunan Jalan Kabupaten Sogan-Karangwuni 

4. Pembangunan drainase Kota Wates 

5. Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan 

6. Program Perencanaan Penataan Ruang berupa Penyusunan RDTR Kawasan Strategis 

Bandara 

7. Program Pelayanan Investasi 

 

4.15 Sinkronisasi Target Kinerja dalam Fokus Pembangunan Kewilayahan Tema Pembiayaan 

Daerah 

 Sedangkan  Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 digunakan untuk 

Penyertaan Modal pada Bank Pasar sebesar Rp. 6.000.000.000,00, kepada PDAM sebesar Rp. 

3.000.000.000,00, dan Bank BPD DIY sebesar Rp. 14.000.000.000,00 serta Pembayaran pokok utang 

untuk RSUD Wates Rp. 1.254.000.000,00.  

Rencana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada PT. Bank BPD DIY akan 

ditindaklanjuti setelah Perda Penyertaan Modal BPD ditetapkan. 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman 

pada Renstra OPD sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017. 
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JUMLAH PAGU

Rp.
: 58,877,794,475 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO
URUSAN, PROGRAM,

KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

1.01.1.01.01.01.01-P Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 1,788,928,925 APBD

Kabupaten

20 % 0

1.01.1.01.01.01.01.26-P Penyediaaan Jasa dan

Peralatan Perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, Komunikasi) dan peralatan kantor (alat

tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka)

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 346,488,525 12 bulan 0

Terbayarnya honorarium Petugas Jaga Malam 2 orang, Sopir 2 orang, Satpam 3 orang,

dan tenaga kebersihan 3 orang

12 bulan 12 bulan 0

1.01.1.01.01.01.01.27-P Penyediaaan Jasa

Keuangan

Terbayarnya honorarium PPK SKPD, Petugas Verifikasi, Akuntansi, Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran,

Penyimpan Barang, Pengurus Barang, dan Pembantu Pengurus Barang (396 Orang)

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 1,193,993,500 12 bulan 0

1.01.1.01.01.01.01.28-P Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 bulan 248,446,900 12 bulan 0

1.01.1.01.01.01.12-P Program Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 533,746,800 APBD

Kabupaten

20 % 0

1.01.1.01.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunnya Dokumen Renja dan Review Renstra Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 100,990,000 2 dokumen 0

1.01.1.01.01.01.12.02-P Penyusunan laporan

keuangan

Tersusunnya dokumen laporan kinerja keuangan Lingkup

Kabupaten

19

dokumen

25,000,000 19

dokumen

0

1.01.1.01.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi

dan pelaporan kinerja

Terlaksananya pengendalian kegiatan dan evaluasi kinerja dan tersusunnya laporan

bulanan, triwulanan, serta tahunan

Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 407,756,800 2 dokumen 0

Tersusunnya dokumen laporan bulanan, triwulanan, tahunan, LKjIP, LPPD, LKPJ 6 dokumen 6 dokumen 0

Terlaksananya Diklat Dapodik, LI S/M, Verval SP, SPIP dan pengelolaan web dinas 5 kegiatan 5 kegiatan 0

Tersedianya data profil dinas dan kalender pendidikan 2 kegiatan 2 kegiatan 0

1.01.1.01.01.01.12.04-P Pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar

Tersedianya dokumen capaian SPM Dikdas Lingkup

Kabupaten

0 dokumen 0 0 dokumen 0

1.01.1.01.01.01.14-P Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia

OPD

20 % 15,468,120,000 APBD

Kabupaten

20 % 0
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dan Kualitas Sumber

Daya Manusia OPD

1.01.1.01.01.01.14.01-P Pengadaaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Lingkup

Kabupaten

577 unit 14,092,000,000 0 unit 0

1.01.1.01.01.01.14.02-P Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Terlaksananya pembayaran listrik, air, telepon, internet untuk Kantor Dinas Dikpora, dan

12 Kantor Dikpora Kecamatan, dan pembelian BBM

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 1,200,000,000 12 bulan 0

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran 12 bulan 12 bulan 0

1.01.1.01.01.01.14.04-P Pendidikan dan Pelatihan

Non Formal

Terlatihnya SDM pegawai dinas Lingkup

Kabupaten

960 orang 176,120,000 0 orang 0

1.01.1.01.01.01.14.05-P Pendidikan dan

Pengembangan SDM

Aparatur

Terlaksananya pendidikan dan pengembangan SDM aparatur Lingkup

Kabupaten

0 orang 0 0 orang 0

1.01.1.01.01.01.38-P Program Pendidikan

Anak Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal

Capain Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 38.31 % 1,330,278,763 APBD

Kabupaten

39.35 % 0

1.01.1.01.01.01.38.01-P Pembangunan/

Rehabilitasi Sarana

Prasarana PAUD dan PNF

Terbangunnya/terehabilitasinya sarana dan prasarana PAUD dan PNF Lingkup

Kabupaten

8 unit 390,783,254 8 unit 0

1.01.1.01.01.01.38.02-P Pengadaan Sarana PAUD

dan PNF

Terpenuhinya Sarana APE Luar Lembaga PAUD Lingkup

Kabupaten

30

lembaga

300,508,428 30

lembaga

0

Terpenuhinya sarana Mebelair lembaga PAUD 20

lembaga

20

lembaga

0

Tersedianya Komputer unit untuk LKP dan PKBM 2 lembaga 2 lembaga 0

Terlaksananya pemasangan Listrik untuk 3 TK N ( TKN Blubuk, TKN Trukan Temon,

TKN Kalipetir Pengasih)

3 lembaga 0 lembaga 0

Tersedianya Mobil Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 1 lembaga 0 lembaga 0

1.01.1.01.01.01.38.06-P Pemberdayaan Anak

Putus Sekolah

Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi anak putus sekolah Lingkup

Kabupaten

60 anak 38,015,697 60 anak 0

1.01.1.01.01.01.38.07-P Penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan

dan Keaksaraan

Terlayaninya program kesetaraan paket B dan C Lingkup

Kabupaten

365 warga

belajar

232,917,127 365 warga

belajar

0

Terlayaninya program keaksaraan 140 warga

belajar

140 warga

belajar

0

1.01.1.01.01.01.38.08 Pembinaan dan Penilaian

Kelembagaan Satuan

PAUD dan PNF

Terselenggaranya pembinaan dan penilaian kelembagaan satuan pendidikan PAUD dan

PNF

Lingkup

Kabupaten

50

lembaga

25,197,044 50

lembaga

0

Terlaksananya pencapaian Standar Minimal (SPM) melalui pendataan, pelatihan dan

pembinaan

2 kegiatan 2 kegiatan 0

1.01.1.01.01.01.38.10-P Penyelenggaraan

Kelembagaan PAUD dan

PNF

Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Kelembagaan PAUD dan PNF Lingkup

Kabupaten

845

lembaga

30,641,576 845

lembaga

0
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1.01.1.01.01.01.38.11-P Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini

dan PNF

Terlaksananya gebyar PAUD (500 orang) dan lomba kreatifitas PAUD (450 orang) Lingkup

Kabupaten

950 orang 312,215,637 950 orang 0

Terlaksananya penguatan pendidikan karakter 357

sekolah

357

sekolah

0

Tersedianya Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD 12 bulan 12 bulan 0

Terlaksananya lomba sekolah sehat dan peningkatan pemahaman tentang APBS 2 kegiatan 2 kegiatan 0

Terlaksananya pendataan peserta didik paud 914

lembaga

914

lembaga

0

Terlaksananya penyelenggaraan keaksaraan/kesetaraan, kursus dan ketrampilan SKB 1 kegiatan 1 kegiatan 0

1.01.1.01.01.01.38.12-P Pembinaan, Pemantauan

dan Evaluasi Pelaksanaan

Kurikulum PAUD dan PNF

Terlaksananya pelatihan implementasi kurikulum PAUD dan PNF Lingkup

Kabupaten

300 orang 0 300 orang 0

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum PAUD dan PNF 300

lembaga

300

lembaga

0

Terlaksananya evaluasi hasil belajar (EHB) program paket A,B,dan paket C 20

lembaga

20

lembaga

0

Terlaksananya Ujian Nasional Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C 8 paket 8 paket 0

Terlaksananya lomba: kesetaraan, keaksaraan, PKBM, LKP, TBM 14 jenis

lomba

14 jenis

lomba

0

Terlaksananya lomba: Gugus PAUD, PAUD berprestasi, dan sekolah sehat 3 jenis

lomba

3 jenis

lomba

0

Terlaksananya pembinaan, pendampingan, dan evaluasi Pendidikan keluarga, serta

Pendidikan Berkelanjutan

60

lembaga

60

lembaga

0

1.01.1.01.01.01.39-P Program Pembinaan

Sekolah Dasar

Capaian Pembinaan Sekolah Dasar 60.43 % 18,519,689,996 APBD

Kabupaten

60.98 % 0

1.01.1.01.01.01.39.01-P Pengadaan Sarana

Pendidikan SD

Tersedianya peralatan pendidikan Lingkup

Kabupaten

9 paket 2,452,214,472 9 paket 0

Tersedianya media pendidikan 16 paket 16 paket 0

Tersedianya buku koleksi perpustakaan 9 paket 9 paket 0

Tersedianya meubelair siswa 18 paket 18 paket 0

Tersedianya meubelair guru 3 paket 3 paket 0

Tersedianya Mobil Dinas Bidang Pembinaan SD 1 paket 0 paket 0

1.01.1.01.01.01.39.02-P Pembangunan/Rehabilitasi

Bangunan SD

Terbangunnya/terehabnya ruang kelas Lingkup

Kabupaten

7 paket 7,825,925,329 7 paket 0

Terbangunnya/terehabnya ruang guru 4 paket 4 paket 0



V - 5

Terbangunnya/terehabnya ruang perpustakaan 14 paket 14 paket 0

Terbangunnya/terehabnya ruang jamban 7 paket 7 paket 0

Terbangunnya/terehabnya ruang belajar lainnya 3 paket 3 paket 0

Terbangunnya/terehabnya bangunan sekolah 30 paket 30 paket 0

Terlaksananya relokasi bangunan sekolah 2 paket 2 paket 0

Terbangunnya/terehabnya gedung gugus sekolah 2 paket 2 paket 0

1.01.1.01.01.01.39.03-P Penyediaan Biaya

Pendidikan SD

Tersalurnya Biaya Operasional Sekolah Dasar Lingkup

Kabupaten

336

sekolah

7,859,628,092 336

sekolah

0

Tersalurkannya Penghargaan bagi siswa berprestasi SD 7 kategori 7 kategori 0

Tersalurkannya Beasiswa Miskin SD 360 siswa 360 siswa 0

1.01.1.01.01.01.39.04-P Pengembangan Potensi

Siswa SD

Terlaksananya Olimpiade Sain Nasional (OSN) 2 mapel , Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (O2SN) 10 cabang, Festival Lomba Seni Siswa Nasional ( FLSN) 9 cabang,

Gladi Kawruh, Cerdas Cermat , Sekolah Sehat, Dokter kecil , Musabaqoh Tilawatil

Quran (MTQ)

Lingkup

Kabupaten

10 kategori 56,344,963 10 kategori 0

1.01.1.01.01.01.39.05-P Peningkatan Mutu

Pendidikan SD

Terlaksananya pendidikan Kepramukaan Lingkup

Kabupaten

200 guru 55,976,173 200 guru 0

Terlaksananya peningkatan Pemahaman K13 200 guru 200 guru 0

1.01.1.01.01.01.39.06-P Pengembangan program

pendidikan inklusif jenjang

SD

Terfasilitasinya assesmen siswa berkebutuhan khusus Lingkup

Kabupaten

300 siswa 26,102,757 300 siswa 0

Terlaksananya diklat pelayanan ABK bagi Guru SD dan KKG Inklusi 80 guru 80 guru 0

1.01.1.01.01.01.39.07-P Pelaksanaan Evaluasi

Mutu Pendidikan SD

Terfasilitasinya bedah kisi-kisi, Diklat penulisan soal, USBN, latihan USN, UAS, UKK Lingkup

Kabupaten

6 kegiatan 182,433,294 6 kegiatan 0

Terlaksananya PPDB SD 1 kegiatan 1 kegiatan 0

Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan pendidikan SD 1 kegiatan 1 kegiatan 0

1.01.1.01.01.01.39.08 Pembinaan dan Penilaian

Kelembagaan Satuan

Pendidikan SD

Terselenggaranya pembinaan dan penilaian akreditasi satuan pendidikan SD Lingkup

Kabupaten

120

sekolah

61,064,916 120

sekolah

0

Terlaksananya pencapaian Standar Minimal (SPM) melalui pendataan, pelatihan dan

pembinaan

2 kegiatan 2 kegiatan 0

1.01.1.01.01.01.40-P Program Pembinaan

Sekolah Menengah

Pertama

Capaian Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 88.96 % 10,859,019,997 APBD

Kabupaten

90.26 % 0

1.01.1.01.01.01.40.01-P Peningkatan Mutu

Pendidikan SMP

Terlaksananya pemahaman terhadap Implementasi kurikulum 2013, MOS dan PPDB,

RAPBS dan keuangan, kesehatan reproduksi

Lingkup

Kabupaten

7 kegiatan 20,926,332 7 kegiatan 0
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Terlaksananya pendampingan sekolah piloting SMP unggul dan berkarakter 12 sekolah 12 sekolah 0

1.01.1.01.01.01.40.02-P Pengembangan Potensi

Siswa SMP

Terlaksananya penyelenggaraan dan pengiriman kontingen lomba OSN, O2SN, FLS2N,

LPI, MTQ, Sekolah sehat, Gladi Kawruh dan Ngudar Kawruh Tembang.

Lingkup

Kabupaten

8 jenis 66,351,394 8 jenis 0

Terlaksananya penyelengggaraan dan pengiriman kontingen Gladhi Kawruh dan Ngudar

Kawruh (18 siswa), LPI (400 siswa), LCC (9 siswa), LPSN (6 siswa), LKJS (6 siswa),

MTQ (200 siswa),

639 siswa 639 siswa 0

Terlaksananya penyelenggaraan dan pengiriman kontingen lomba OSN 3 mapel 3 mapel 0

Terlaksananya penyelengggaraan dan pengiriman kontingen lomba FLS2N 16 cabang 16 cabang 0

Terlaksananya penyelengggaraan dan pengiriman lomba Sekolah Sehat/UKS 3 sekolah 3 sekolah 0

1.01.1.01.01.01.40.03-P Penyediaan Biaya

Pendidikan SMP

Terpenuhinya Penyediaan Biaya Pendidikan bagi 80 SMP/MTs Lingkup

Kabupaten

80 satuan 3,380,244,779 80 satuan 0

Terlaksananya pemberian beasiswa 1 paket 1 paket 0

Terfasilitasinya operasional sekolah unggulan 5 sekolah 5 sekolah 0

1.01.1.01.01.01.40.04-P Pelaksanaan Evaluasi

Mutu Pendidikan SMP

Terselenggaranya Bedah kisi-kisi UN dan USBN, Latihan UN dan USBN, Pelaksanaan

UN dan USBN, Pelaksanaan UAS, UKK

Lingkup

Kabupaten

80 sekolah 72,724,848 80 sekolah 0

1.01.1.01.01.01.40.05-P Pengadaan Sarana

Pendidikan SMP

Tersedianya peralatan laboratorium komputer Lingkup

Kabupaten

15 paket 1,469,713,168 15 paket 0

Tersedianya media pendidikan 30 paket 30 paket 0

Tersedianya meubelair ruang kelas 66 paket 66 paket 0

Tersedianya buku koleksi perpustakaan 66 paket 66 paket 0

Tersedianya Mobil Dinas Bidang Pembinaan SMP 1 unit 0 unit 0

1.01.1.01.01.01.40.06-P Pembangunan/Rehabilitasi

Prasarana SMP

Terlaksananya relokasi sekolah Lingkup

Kabupaten

1 paket 5,821,097,659 1 paket 0

Terbangunnya/terehabnya KM/WC 60 paket 60 paket 0

Terbangunnya/terehabnya laboratorium komputer 10 paket 10 paket 0

Terbangunnya talud/pagar 3 paket 3 paket 0

Terehabnya ruang belajar 15 paket 15 paket 0

Terbangunnya/terehabnya perpustakaan sekolah 3 paket 3 paket 0

Terlaksananya revitalisasi sekolah 5 paket 5 paket 0

Terbangunnya/terehabnya laboratorium IPA 10 paket 10 paket 0
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1.01.1.01.01.01.40.08-P Pengembangan Program

Pendidikan Inklusif Jenjang

SMP

Terlaksananya pemahaman guru reguler terhadap pendidikan inklusi dan terlaksananya

assesmen ABK

Lingkup

Kabupaten

158 orang 16,093,587 158 orang 0

1.01.1.01.01.01.40.09 Pembinaan dan Penilaian

Kelembagaan Satuan

Pendidikan SMP

Terlaksananya pembinaan dalam rangka pemenuhan akreditasi sesuai 8 Standar

Nasional Pendidikan

Lingkup

Kabupaten

20 sekolah 11,868,230 20 sekolah 0

Terlaksananya pencapaian Standar Minimal (SPM) melalui pendataan, pelatihan dan

pembinaan

2 kegiatan 2 kegiatan 0

1.01.1.01.01.01.41 Program Pembinaan

Ketenagaan

Capaian Peningkatan Kapasitas Ketenagaan 43.23 Nilai 9,502,849,997 APBD

Kabupaten

45.18 Nilai 274

1.01.1.01.01.01.41.01-P Peningkatan dan

Pengembangan PTK

PAUD dan PNF

Terbayarnya insentif GTT/GTY, PTT/PTY (242 orang), honorarium pendidik PAUD

Pelangi Nusa (2 orang), honorarium petugas administrasi dan juru masak PAUD

Pelangi Nusa (2 orang), honorarium GTT/PTT di TK Negeri (5 orang)

Lingkup

Kabupaten

13 bulan 1,595,035,899 13 bulan 0

Terselenggaranya Diklat PKB (100 orang), Diklat Berjenjang (150 orang) , Diklat

Penguatan Kepala Sekolah (50 orang)

300 orang 300 orang 0

Tersedianya data pendidik PAUD 12

kecamatan

12

kecamatan

0

Terselenggaranya lomba kreativitas, seleksi apresiasi GTK 26 jenis 26 jenis 0

1.01.1.01.01.01.41.02-P Pemetaan dan Penilaian

Kinerja PTK PAUD dan

PNF

Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala TK ( 45 orang) , Seleksi calon Kepala TK (12

orang), Seleksi Calon Pengawas TK ( 12 orang)

Lingkup

Kabupaten

69 orang 28,467,946 69 orang 0

Terselenggaranya Lomba Guru dan Kepala TK Berprestasi 2 jenis

lomba

2 jenis

lomba

0

Terfasilitasinya Sertifikasi Guru, Kepala TK dan Pengawas TK 12

kecamatan

12

kecamatan

0

Terfasilitasinya penilaian dan verifikasi DUPAk jenjang PAUD dan PNF 2

semester

2

semester

0

1.01.1.01.01.01.41.05-P Peningkatan dan

Pengembangan PTK SD

Terbayarnya biaya tenaga bantu pendidikan non PNS jenjang SD Lingkup

Kabupaten

807 orang 6,621,002,427 807 orang 0

Terbayarnya honorarium GTT/GTY/PTT/PTY/PTTD SD 312 orang 312 orang 0

Terlaksananya seleksi tenaga bantu pendidikan non PNS tahun 2018 129 orang 129 orang 0

Terlaksananya berbagai lomba -lomba (OSNG, Ajang Kreasi Guru, Guru/Kepala

/Pengawas Sekolah Berprestasi)

5 jenis

lomba

5 jenis

lomba

0

Terfasilitasinya KKG, Forum K3S, KKPS SD 19

kelompok

19

kelompok

0

Terlaksananya Diklat Penguatan Kepala Sekolah (108 orang), Diklat Penulisan Karya

Tulis Ilmiah (180 orang), Diklat Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (108 orang), Diklat

Penguatan Pengelolaan Administrasi Sekolah bagi tenaga bantu pendidikan (108

orang), Diklat Penyusunan APBS Sekolah (108 orang), Diklat Pasca UKG/PKB (180

orang)

6 kegiatan 6 kegiatan 0

1.01.1.01.01.01.41.06-P Pemetaan dan Penilaian

Kinerja PTK SD

Fasilitasi Pendataan dan pemetaan PTK SD Lingkup

Kabupaten

274

sekolah

140,763,507 274

sekolah

274
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Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah tahunan dan 4 tahunan 274

sekolah

274

sekolah

0

Terlaksananya Seleksi calon kepala sekolah 72 orang 72 orang 0

Terlaksananya Seleksi dan Diklat Calon Pengawas Sekolah 12 orang 12 orang 0

Terlaksananya sosialisasi PAK JFT Guru dan terlaksananya penilaian serta verifikasi

DUPAK bagi pendidik dan tenaga kependidikan

180 orang 180 orang 0

1.01.1.01.01.01.41.09-P Peningkatan dan

Pengembangan PTK SMP

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SMP Lingkup

Kabupaten

66 orang 1,089,915,862 66 orang 0

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kompetensi MGMP SMP (40 orang) 13 mgmp 13 mgmp 0

Terbayarnya insentif GTT/PTT dan GTY/PTY Jenjang SMP (147 orang), GPK (5 orang),

GTT/PTT di SMP Negeri (11 orang)

13 bulan 13 bulan 0

Terlaksananya Diklat Perpustakaan Sekolah 66 orang 66 orang 0

Tersedianya Mobil Dinas Bidang Pembinaan Ketenagaan 1 unit 0 unit 0

1.01.1.01.01.01.41.10-P Pemetaan dan Penilaian

Kinerja PTK SMP

Terlaksananya Lomba Guru/Kepala/Pengawas Sekolah Berprestasi, OGN (5 mapel) Lingkup

Kabupaten

4 jenis

lomba

27,664,356 4 jenis

lomba

0

Terlaksananya penilaian dan verifikiasi DUPAK pengawas 2

semester

2

semester

0

Terfasilitasinya sertifikasi pendidik (900 orang), penilaian kinerja kepala sekolah (36

orang)

2 kegiatan 2 kegiatan 0

Terlaksananya seleksi calon pengawas SMP ( 6 orang), calon kepala sekolah (5 orang) 2 kegiatan 2 kegiatan 0

2.13.1.01.01.01.22-P Program Peningkatan

Pembinaan Pemuda dan

Olah Raga

Cakupan pembinaan pemuda dan olah raga 51.8 % 875,159,997 APBD

Kabupaten

57.47 % 274

2.13.1.01.01.01.22.04-P Pengembangan dan

Peningkatan Sarana

Prasarana Olah Raga dan

Pemuda

Terpeliharanya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga Lingkup

Kabupaten

4 unit 490,721,109 4 unit 0

Tersedianya Mobil Bidang PORA 1 unit 0 unit 0

2.13.1.01.01.01.22.05-P Peningkatan Kapasitas

Generasi Muda

Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Pemuda terhadap Manajemen Kepemimpinan

melalui Diklat Kepemimpinan

Lingkup

Kabupaten

100 orang 37,906,874 100 orang 0

Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Pemuda Terhadap Manajemen Usaha melalui

Diklat Kewirausahaan

50 orang 50 orang 0

2.13.1.01.01.01.22.06-P Pembinaan Prestasi

Generasi Muda

Diperolehnya wakil Kulon Progo dalam JPI Lingkup

Kabupaten

5 orang 214,805,624 5 orang 0

Diperolehnya wakil Kulon Progo dalam Pemuda Pelopor 5 orang 5 orang 0

Terlaksananya Lomba Baris-berbaris tingkat kabupaten 1 kali 1 kali 0

Terfasilitasinya kegiatan Paskibraka 1 paket 1 paket 0
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2.13.1.01.01.01.22.07-P Peningkatan dan

Pengembangan

Pembinaan Olahraga

Terlaksananya Gebyar Senam dan Peringatan Haornas Lingkup

Kabupaten

2 kali 131,726,390 2 kali 0

Terlaksananya Senam Jumat Pagi dan Minggu Pagi 80 kali 80 kali 0

Terlaksananya POPDA 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya Monitoring Penggunaan Dana Hibah 3 lembaga 3 lembaga 0

Terlaksananya Pembinaan Atlet Berbakat 10 orang 10 orang 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS KESEHATAN

JUMLAH PAGU

Rp.
: 45,744,423,020 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

1.02.1.02.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 124,360,000 APBD

Kabupaten

20 % 119,820,000

1.02.1.02.01.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa tenaga jasa malam,

kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 46,323,000 12 bulan 47,409,000

1.02.1.02.01.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya honor penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 bulan 38,786,000 12 bulan 37,235,000

1.02.1.02.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar

daerah

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 39,251,000 12 bulan 35,176,000

1.02.1.02.01.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 56,320,000 APBD

Kabupaten

20 % 174,090,000

1.02.1.02.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersedianya Renja, Renja Perubahan dan Renstra Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 21,360,000 3 dokumen 17,777,000

1.02.1.02.01.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan akhir bulan Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 12,640,000 2 dokumen 12,387,000

1.02.1.02.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,

laporan tahunan, Profil Kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD, penyusunan DHA dan Profil

Kesehatan

Lingkup

Kabupaten

19

dokumen

22,320,000 19

dokumen

24,106,000

1.02.1.02.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia

OPD

20 % 217,680,000 APBD

Kabupaten

20 % 383,820,000
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1.02.1.02.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya kendaraan operasional dinas, peralatan dan perlengkapan kantor 8 unit 66,909,000 8 unit 65,090,000

1.02.1.02.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pemeliharaan asset gedung, kendaraan dinas roda empat dan roda dua, peralatan dan

perlengkapan kantor (komputer, LCD, mesin ketik, alat foging, tower repiter dan sarana

SIK, cool chain, AC)

12 bulan 148,271,000 12 bulan 142,340,000

1.02.1.02.01.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Pegawai mengikuti diklat, seminar dan workshop 4 orang 2,500,000 4 orang 2,300,000

1.02.1.02.01.01.48-P Program

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat

Indeks Kesehatan Masyarakat 67.16 Nilai 688,041,000 APBD

Kabupaten

69.93 Nilai 1,046,751,000

1.02.1.02.01.01.48.01-P Keselamatan ibu

dan bayi

Terfasilitasinya koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan keselamatan ibu dan bayi,

kelas ibu, ANC terpadu, puskesmas PONED, review manual rujukan, supervisi fasilitatif

dan pelayanan KB, bimtek PWS KIA dengan kohort

Lingkup

Kabupaten

21

Puskesmas

142,302,000 21

Puskesmas

139,021,000

Tersedianya buku KIA, buku pendampingan bumilristi, tool PONED, kohort KIA 4 jenis 4 jenis 0

Terfasilitasinya pembahasan masalah AKI dan AKB 0 kali 0 kali 0

Tersedianya data pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kespro 4 kali 4 kali 0

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kegiatan keselamatan ibu dan bayi 9 kali 9 kali 0

Terlaksananya supervisi kegiatan keselamatan ibu dan bayi 9 kali 9 kali 0

Terfasilitasinya workshop pembahasan kematian ibu (AMP), audit medik KB, review

manual rujukan, revitalisasi kinerja bidan di desa, jejaring rindu KIA

7 kali 7 kali 0

Terfasilitasinya konsultasi program dan data pelayanan kesehatan ibu anak ke Provinsi 12 kali 12 kali 0

Terfasilitasinya sosialisasi ante natal care (ANC) terpadu dan pembelajaran hasil audit

maternal perinatal (AMP)

4 kali 4 kali 0

Tersedianya kohort KIA, tool poned, daftar tilik supervivi fasilitatif, daftar tilik ANC terpadu,

formulir AMP, poster ANC terpadu

6 macam 6 macam 0

Terlaksananya sosialisasi, koordinasi, dan konsolidasi program jampersal 6 kali 6 kali 0

Tersedianya rumah tunggu kelahiran untuk jampersal 1 lokasi 1 lokasi 0

Terbayarnya klaim pelayanan persalinan 12 bulan 12 bulan 0

Terlaksananya monev program jampersal 3 kali 3 kali 0

1.02.1.02.01.01.48.02-P Pelayanan

kesehatan

keluarga

Tersedianya formulir supervisi Fasilitatif PKPR, formulir laporan kematian bayi dan balita,

formulir supervisi fasilitatif puskesmas mampu tata laksana KtP/A, formulir supervisi

fasilitatif pelayanan kesehatan balita, kohort lansia

Lingkup

Kabupaten

5 jenis/

form

43,697,000 5 jenis/

form

41,949,000

Terfasilitasinya validasi data pelayanan kesehatan keluarga 5 kali 5 kali 0
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Terfasilitasinya sosialisasi keterpaduan SDIDTK di Posyandu 2 kali 2 kali 0

Terlaksananya koordinasi, evaluasi, sosialisasi pelayanan kesehatan bayi, balita, remaja,

MTBS, SIDTK, PKPR, yankes lansia, Puskesmas mampu tata laksana korban KtP/A,

anak berkebutuhan khusus dan anak di panti, dan pembahasan khusus kematian bayi dan

balita

25 kali 25 kali 0

Terfasilitasinya pelatihan/ workshop kesehatan keluarga 6 kali 6 kali 0

Terfasilitasinya monitoring dan supervisi pelayanan kesehatan bayi, balita, remaja di

Puskesmas

21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Terlaksananya sosialisasi puskesmas santun lansia, kohort lansia, pemantauan

pertumbuhan bayi dan balita, pelaporan elektronik peningkatan kapasitas Puskesmas

PKPR, pelayanan kesehatan neonatal esensial, pemantauan puskesmas PONED

40 kali 40 kali 0

Terlaksananya sosialisasi pelayanan kespro calon pengantin 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya monev pasca pelatihan sistem informasi KIA 6

Puskesmas

6

Puskesmas

0

1.02.1.02.01.01.48.03-P Peningkatan

Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat

(PHBS)

Terlaksananya pertemuan sosialisasi dan penggalangan komitmen pembentukan kawasan

pedukuhan bebas asap rokok

Lingkup

Kabupaten

3 desa 66,441,000 3 desa 63,783,000

Terkajinya PHBS tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, kesehatan, tempat ibadah

dan tempat kerja

5 tatanan 5 tatanan 0

Terlaksananya pendataan PHBS 930 dusun 930 dusun 0

Terlaksananya evaluasi PHBS di Puskesmas 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Terlaksananya pembinaan PHBS 5 tatanan, monev dan intervensi kegiatan PHBS 12 kali 12 kali 0

Terlaksananya penyebarluasan informasi dan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) 10 kali 10 kali 0

Terlaksananya bimtek bagi petugas Promkes Puskesmas 5 kali 5 kali 0

1.02.1.02.01.01.48.04-P Pemberdayaan

UKBM

Terlaksananya kampanye kesehatan melalui pameran Lingkup

Kabupaten

1 paket 78,586,000 1 paket 75,443,000

Terbinanya forum pengelola posyandu 88 orang 88 orang 0

Terlaksananya pelatihan kader desa siaga 3 desa 3 desa 0

Terlaksananya advokasi ormas di desa siaga 3 desa 3 desa 0

Terbinanya kader pos penanggulangan malaria desa (PPMD) 28 orang 28 orang 0

Terbinanya kelompok paguyuban pengobat tradisional 25 orang 25 orang 0

Terbinanya kelompok kesehatan olah raga 30 orang 30 orang 0

Terbinanya kader pos UKK 21 orang 21 orang 0
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Terlaksananya monev SIP 12

Posyandu

12

Posyandu

0

Terlaksananya kegiatan BOK 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0

Terbentuknya desa siaga percontohan 2 desa 2 desa 0

Terfasilitasinya kegiatan PKK KB Kes dalam rangka penurunan AKI dan kegiatan

kecamatan sayang ibu

2 kali 2 kali 0

Terwujudnya desa siaga aktif mandiri 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Terbentuknya UKBM baru di 21 Puskesmas 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Terlaksananya pendataan keluarga sehat 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

1.02.1.02.01.01.48.05-P Penanggulangan

permasalahan gizi

masyarakat

Terlaksananya koordinasi program gizi dalam rangka surveilans gizi Lingkup

Kabupaten

15 kali 118,749,000 15 kali 113,999,000

Terlaksananya pertemuan validasi data 2 kali 2 kali 0

Terlaksananya pertemuan evaluasi program gizi 2 kali 2 kali 0

Terlaksananya koordinasi penanganan anemia pada remaja 2 kali 2 kali 0

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kegiatan TFC 2 kali 2 kali 0

Tersosialisasikannya pemberian makan pada bayi dan anak 1 kali 1 kali 0

Tersosialisasikannya pedoman gizi seimbang 1 kali 1 kali 0

Tersosialisasikannya pemantauan pertumbuhan balita 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk dan kurus 40 Balita 40 Balita 0

Terlaksananya PMT Pemulihan pada ibu hamil KEK 90 Bumil 90 Bumil 0

Terlaksananya Therapeutic Feeding Center (TFC) 10 Balita 10 Balita 0

Terlaksananya bimtek program gizi dalam rangka penanggulangan permasalahan gizi 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Terlaksananya persiapan dan evaluasi pemberian PMT-P pada balita KEP dan Bumil KEK 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya pelatihan fasilitator PMBA 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya workshop pengembangan pembentukan model pemberdayaan masyarakat

dalam penanggulangan stunting

1 kali 1 kali 0

Bimtek dan monev tim pemberdayaan masyarakat 4 kali 4 kali 0
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PMT untuk dusun model pemberdayaan masyarakat 10 orang 10 orang 0

1.02.1.02.01.01.48.06 Penyehatan

Sanitasi

Lingkungan

Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air Lingkup

Kabupaten

460 sampel 68,226,000 460 sampel 65,497,000

Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi stop BABs/ STBM 9 DEsa 9 DEsa 0

Terfasilitasinya desa STBM 88 desa 88 desa 0

Terlaksananya koordinasi, monitoring bantuan jambanisasi 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Terlaksananya kegiatan wira usaha sanitasi 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Terfasilitasinya pelaksanaan pamsimas 15 desa 15 desa 0

Terlaksananya pelatihan bagi pengelola makanan minuman 100 orang 100 orang 0

Terlaksananya pelatihan kesehatan kerja bagi dokter 0 orang 0 orang 0

1.02.1.02.01.01.48.07 Pengembangan

Kawasan Sehat

Terlaksananya pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan Lingkup

Kabupaten

33

fasyankes

119,359,000 33

fasyankes

114,585,000

Terfasilitasinya verifikasi kabupaten sehat 1 dokumen 1 dokumen 0

Terlaksananya monitoring kualitas kesehatan lingkungan 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Terlaksananya pengawasan kesehatan TTU 765 lokasi 1 dokumen 1 dokumen 0

Terlaksananya pengawasan, pembinaan kesehatan tempat pengelolaan makanan 100 TPM 100 TPM 0

Terkoordinasinya paguyuban pasar sehat 1 kali 1 kali 0

1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan

Kesehatan Kerja

dan Olah Raga

Terdatanya institusi pekerjaan formal dan informal Lingkup

Kabupaten

12

dokumen

50,681,000 12

dokumen

48,654,000

Terbinanya kesehatan kerja di sektor formal dan informal 1 kali 1 kali 0

Terdatanya club kelompok olah raga 12

dokumen

12

dokumen

0

Terlaksananya pembinaan keselamatan olah raga kepada 25 klub olah raga 1 kali 1 kali 0

Terbinanya program kesehatan kerja 1 kali 1 kali 0

Terfasilitasinya tempat kebugaran (fitness center)/ terbinanya program olah raga 12 bulan 12 bulan 0

Terlaksananya tes kebugaran pada jamaah haji 1 kali 1 kali 0

1.02.1.02.01.01.49-P Program

Pencegahan dan

Indeks pencegahan dan pengendalian penyakit 69.94 Nilai 549,871,000 APBD

Kabupaten

78.19 Nilai 1,576,551,000
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Pengendalian

Penyakit

1.02.1.02.01.01.49.01-P Pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular

langsung

Terlaksananya penanganan kasus penyakit menular langsung Lingkup

Kabupaten

12

kecamatan

85,856,000 12

kecamatan

82,723,000

1.02.1.02.01.01.49.02-P Pencegahan dan

pengendalian

penyakit tular

vektor dan

zoonotik

Terlaksananya penanganan kasus penyakit tular vektor dan zoonotik Lingkup

Kabupaten

12 bulan 355,424,000 12 bulan 342,451,000

1.02.1.02.01.01.49.03-P Immunisasi dasar,

lanjutan, khusus

Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS, tempat layanan imunisasi, UCI dan program PD3I Lingkup

Kabupaten

20 kali 18,854,000 20 kali 18,165,000

Terbinanya program PD3I 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Tersosialisasikannya imunisasi dasar, lanjutan dan khusus 1 kali 1 kali 0

1.02.1.02.01.01.49.04-P Penyelenggaraan

surveylans, sistem

kewaspadaan dini

dan respon

Kejadian Luar

Biasa

Terfasilitasinya penyelidikan KLB kurang dari 24 jam Lingkup

Kabupaten

20 kejadian 49,192,000 20 kejadian 47,396,000

Tersusunnya rencana kegiatan penyelenggaraan SKDR KLB 1 dokumen 1 dokumen 0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan SKDR KLB 53 kali 53 kali 0

Terlaksananya surveylans kesehatan haji/ tes kebugaran calon jamaah haji 1 kali 1 kali 0

Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKDR KLB 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Tersusunnya data penyakit hasil SKDR KLB 1 dokumen 1 dokumen 0

Terbinanya program surveylans, sistem kewaspadaan dini dan respon 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Terkoordinasinya kegiatan surveylans 61 kali 61 kali 0

Terlaksananya simulasi KLB PHEIC 1 kali 1 kali 0

1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan

pengendalian

penyakit tidak

menular

Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 26,622,000 1 dokumen 25,651,000

Terselenggaranya koordinasi pengendalian PTM 16 kali 16 kali 0

Terbentuknya posbindu di Desa 60 desa 0 desa 0

Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi visual dengan asam (IVA) 70 orang 70 orang 0
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Tersedianya data kasus PTM 1 dokumen 1 dokumen 0

Terfasilitasinya koordinasi Yayasan Kanker Indonesia (YKI) 2 kali 2 kali 0

Tersosialisasinya deteksi dini kanker 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya workshop penguatan jejaring kader posbindu dan refreshing kader posbindu 170 orang 170 orang 0

Terlaksananya sosialisasi program PTM dengan lintas sektor dan anak sekolah 150 orang 150 orang 0

Terlaksananya sosialisasi dampak rokok 50 orang 50 orang 0

Terlaksananya rakor pkjanal PTM 35 orang 35 orang 0

Teralaksananya pemantauan penerapan KTR 7 kali 7 kali 0

1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan

pengendalian

kesehatan jiwa dan

Napza

Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan

napza

Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 13,923,000 1 dokumen 13,414,000

Terselenggaranya koordinasi pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan napza 0 kali 0 kali 0

Terbinanya TPKJM 2

kecamatan

2

kecamatan

0

Tersedianya data kasus penyakit kesehatan jiwa dan napza 1 dokumen 1 dokumen 0

Terselenggarakannya validasi data, koordinasi, refreshing, evaluasi pencegahan dan

pengendalian kesehatan jiwa dan napza

10 kali 10 kali 0

Terlaksananya sosialisasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) 2 kali 2 kali 0

Terlaksananya workshop penguatan jejaring bagi kader jiwa 120 orang 120 orang 0

Tersedianya media KIE kesehatan jiwa 2 paket 2 paket 0

Terlaksananya sosialisasi kesehatan jiwa 150 orang 150 orang 0

1.02.1.02.01.01.50-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan 91.17 % 42,375,000,020 APBD

Kabupaten

97.97 % 38,702,800,000

1.02.1.02.01.01.50.01-P Pelayanan

laboratorium

kesehatan

Terlaksananya pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis dan kimia Lingkup

Kabupaten

1429

sampel

71,323,000 1429

sampel

62,488,000

Terlaksananya pemeriksaan air, makanan dan minuman 1450

sampel

1450

sampel

0

Terlaksananya pemeriksaan uji silang sediaan darah malaria 500 slide 500 slide 0

Terlaksananya sosialisasi penyehatan air minum dan air bersih 12

Kecamatan

12

Kecamatan

0
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1.02.1.02.01.01.50.02-P Pelayanan

Kesehatan Dasar

Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar Lingkup

Kabupaten

21 Pusk 31,283,511,000 21 Pusk 27,408,601,000

Terlaksananya kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) 21 Pusk 21 Pusk 0

Terlaksananya review kebijakan pelayanan kesehatan dasar 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya bimtek petugas pengelola BLUD Puskesmas 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya sosialisasi aplikasi SIM Puskesmas 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya monev pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar 21 kali 21 kali 0

Terlaksananya koordinasi pengelolaan pelayanan kesehatan dasar 3 kali 3 kali 0

1.02.1.02.01.01.50.03-P Pelayanan

Kesehatan Khusus

Tertanganinya Penderita Gangguan Indera Lingkup

Kabupaten

100 % 23,280,000 100 % 20,396,000

Terbinanya program yankes tradisional komplementer 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Terlaksananya monev pelaksanaan program jaminan kesehatan di RS 1 paket 1 paket 0

Terbinanya program pelayanan kesehatan khusus 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Terlaksananya monev pelaksanaan program kesehatan khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 0

1.02.1.02.01.01.50.04 Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan Lingkup

Kabupaten

1 paket 40,862,000 1 paket 35,800,000

Tersosialisasikannya Perbup tentang kelahiran kematian dan penyebab kematian 1 dokumen 1 dokumen 0

Terselenggaranya monev pelayanan kesehatan rujukan 1 paket 1 paket 0

Terbentuknya tim penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan/ Tim SPGDT 1 kali 1 kali 0

Inisiasi penggunaan aplikasi SIM Pelayanan Kesehatan untuk Rumah Sakit 1 kali 1 kali 0

Termonitornya tim pertolongan pertama gawat darurat/ tim sistem penanggulangan gawat

darurat terpadu

1 kali 1 kali 0

Terlaksananya pelatihan PPGD bagi masyarakat awam 8 kali 8 kali 0

Tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan bencana bidang kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0

Terlaksananya pelatihan penanganan bencana bagi masyarakat awam 2 kali 2 kali 0

1.02.1.02.01.01.50.05 Pengembangan

dan Peningkatan

Kinerja Fasilitas

Pelayanan

Kesehatan

Terlaksananya monev Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kec Galur 21

Puskesmas

25,262,000 21

Puskesmas

22,133,000
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Terlaksananya penilaian kinerja Puskesmas 21

Dokumen

21

Dokumen

0

Tersusunnya data SPM bidang kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0

1.02.1.02.01.01.50.06-P Pelayanan

Jaminan

Kesehatan Daerah

Terbayarnya klaim peserta Jamkesda Lingkup

Kabupaten

12 bulan 9,531,211,000 12 bulan 8,350,634,000

Terbayarnya premi peserta JKN APBD 37000 jiwa 37000 jiwa 0

1.02.1.02.01.01.50.07-P Manajemen mutu

pelayanan

kesehatan

(akreditasi)

Terlaksananya akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan Lingkup

Kabupaten

6

Puskesmas

740,659,020 6

Puskesmas

648,918,000

Terlaksananya workshop dan pelatihan dalam rangka akreditasi 9 jenis/

macam

9 jenis/

macam

0

Terlaksananya workshop, sosialisasi SOP 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya koordinasi dengan perguruan tinggi dalam rangka kemitraan 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya workshop akreditasi fasyankes 2 kali 2 kali 0

1.02.1.02.01.01.50.08-P Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Jamkes

Tersusunnya regulasi teknis (Juknis dan PKS) Pelayanan Jaminan Kesehatan Lingkup

Kabupaten

2 jenis 658,892,000 2 jenis 577,279,000

Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan 3 kali 3 kali 0

Meningkatnya kapasitas petugas pengelola P-Care 21 Pusk 21 Pusk 0

Terlaksananya pengelolaan pelaporan pelayanan jaminan kesehatan 12 kali 12 kali 0

Terlaksananya monev pelaksanaan program jaminan kesehatan 21 Pusk 21 Pusk 0

Pelayanan Jaminan Persalinan 0 Bulan 0 Bulan 0

1.02.1.02.01.01.51 Program

Peningkatan

Sumber Daya

Kesehatan

Indeks Sumber Daya Kesehatan 81.07 Nilai 1,733,151,000 APBD

Kabupaten

82.85 Nilai 40,021,885,944

1.02.1.02.01.01.51.01 Pengawasan dan

pemantauan

peredaran

OMKABA

Terpantaunya dan terawasinya peredaran OMKABA Lingkup

Kabupaten

30 lokasi 23,898,000 30 lokasi 20,916,000

Terlaksananya sertifikasi pangan industri rumah tangga (PIRT) 50 lokasi 50 lokasi 0

1.02.1.02.01.01.51.02 Pengadaan

pengelolaan obat

dan perbekalan

kesehatan

Terkelolanya persediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk Puskesmas dan

jaringannya

Lingkup

Kabupaten

21

Puskesmas

217,177,000 21

Puskesmas

188,944
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Pengadaan obat 1 Paket 1 Paket 0

Pengadaan sarana pengamanan instalasi farmasi 0 unit 0 unit 0

Rehab gedung farmasi 1 unit 0 unit 0

Pengelolaan distribusi obat dan e-logistik 1 paket 1 paket 0

1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan

peningkatan dan

perbaikan sarana

pelayanan

kesehatan

Terlaksananya rehab Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah dinas dokter, dokter

gigi, paramedis

Lingkup

Kabupaten

2 unit 1,318,397,000 2 unit 1,145,060,000

Tersusunnya perencanaan kebutuhan pengadaan, perbaikan dan peningkatan sarana

pelayanan kesehatan

1 Dokumen 1 Dokumen 0

Pematangan lahan Puskesmas wates 0 paket 0 paket 0

Terlaksananya pengadaan alat kesehatan 33 unit 33 unit 0

Pengembangan aplikasi SIMPUS layanan Pustu dan Pusling 0 paket 0 paket 0

Terlaksananya pengadaan aplikasi visual grafik dan peta 1 paket 1 paket 0

Pengadaan mobil ambulans Pusling 0 unit 0 unit 0

Pengadaan kendaraan roda 2 bagi petugas kesehatan 15 unit 21 unit 0

Pengadaan peralatan komputer untuk Siknas dan Sikda di Puskesmas dan Dinkes 0 unit 0 unit 0

Pengadaan set pemeriksaan ibu anak KB, set pemeriksaan umum, set minor surgery, set

laboratorium, set pemeriksaan gigi dan mulut, media KIE pelayanan kesehatan peduli

remaja, sanitarian kit, Promkes kit dan posbindu kit

37 paket 42 paket 0

Rehab/ pengembangan Puskesmas 2 unit 2 unit 0

Relokasi dan peningkatan Puskesmas 1 unit 0 unit 0

Pembangunan dan pengadaan alat IPAL 7 unit 4 unit 0

Tersedianya tempat pelayanan sementara Puskemas Temon II 0 unit 0 unit 0

1.02.1.02.01.01.51.04 Perijinan dan

pemantauan

pelayanan

kesehatan swasta

dan Industri

Rumah Tangga

Pengolahan

Pangan (IRTP)

Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi penanggungjawab IRTP 50 orang 45,547,000 50 orang 36,437,000

Terlaksananya sertifikasi PIRT 50 lokasi 50 lokasi 0



V - 20

Terlaksananya penyuluhan higiene sanitasi makanan bagi pemilik/ pengelola TPM 0 orang 0 orang 0

Terlaksananya sertifikasi laik sehat TPM 20 lokasi 25 lokasi 0

Terpantaunya sarana pelayanan kesehatan swasta 30 lokasi 30 lokasi 0

Surat izin tenaga kesehatan 60 surat ijin 60 surat ijin 0

1.02.1.02.01.01.51.06 Pengelolaan

penilaian prestasi

kerja SDMK

Ternilainya prestasi kerja JFT (Jabatan Fungsional Teknis) melalui PAK 14 jenis

JFT

63,749,000 14 jenis

JFT

57,954,000

Terseleksi tenaga kesehatan teladan 5 orang 5 orang 0

1.02.1.02.01.01.51.07 Pengembangan

mutu dan

monitoring

evaluasi SDMK

Tersedianya data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 14 Jenis

JFT

64,383,000 14 Jenis

JFT

58,530,000

Tersusunnya training need assesment SDMK 1 Dokumen 1 Dokumen 0

Terlatihnya petugas pengelola SDM, petugas penilaian angka kredit SDMK 20 orang 20 orang 0

Monitoring dan Evaluasi kinerja SDMK 30 unit 30 unit 0

Peningkatan dan pengembangan kapasitas kompetensi dan kesejahteraan JFT melalui

diklat bimtek dan monev

687 orang 687 orang 0

Terseleksinya pegawai BLUD Puskesmas 21

Puskesmas

21

Puskesmas

0

Terlaksananya review kebijakan SDMK 1 Dokumen 1 Dokumen 0

Terlaksananya workshop uji kompetensi tenaga kesehatan 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya telaah analisis jabatan kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0



V - 21

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

RSUD WATES

JUMLAH PAGU

Rp.
: 185,724,960,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

1.02.1.02.02.01.47-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Cakupan Mutu Pelayanan dan Manfaat 93.75 % 185,724,960,000 APBD

Kabupaten

93.75 % 160,054,000,000

1.02.1.02.02.01.47.01-P Pelayanan Tersedianya Jasa Pelayanan dan Operasional RSUD Wates 12 bulan Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 185,724,960,000 12 Bulan 160,054,000,000
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

RSUD NYI AGENG SERANG

JUMLAH PAGU

Rp.
: 12,462,680,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

1.02.1.02.03.01.47-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

Cakupan Mutu Pelayanan dan Manfaat 81.88 % 12,462,680,000 APBD

Kabupaten

82.5 % 14,183,300,000

1.02.1.02.03.01.47.01-P Pelayanan Tersedianya Jasa Pelayanan dan Operasional RSUD Nyi Ageng Serang 12 bulan Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 12,462,680,000 12 Bulan 14,183,300,000
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JUMLAH PAGU

Rp.
: 128,154,179,300 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO
URUSAN, PROGRAM,

KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

1.03.1.03.01.01.01-P Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 269,180,000 APBD

Kabupaten

20 % 263,900,000

1.03.1.03.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan

peralatan perkantoran

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Lingkup

Kabupaten

12 bulan 104,970,000 12 bulan 99,000,000

0 0 0

1.03.1.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

0 bulan 65,210,000 0 bulan 70,000,000

1.03.1.03.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,

konsultasi dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah 12 Bulan Lingkup

Kabupaten

0 Bulan 99,000,000 0 Bulan 94,900,000

1.03.1.03.01.01.12-P Program Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 82,400,000 APBD

Kabupaten

20 % 354,530,000

1.03.1.03.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan kinerja

SKPD

Seluruh target kegiatan Lingkup

Kabupaten

0

dokumen

34,750,000 0

dokumen

38,220,000

1.03.1.03.01.01.12.02-P Penyusunan laporan

keuangan

Seluruh target kegiatan Lingkup

Kabupaten

0

Dokumen

30,250,000 0

Dokumen

33,270,000

1.03.1.03.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi

dan pelaporan kinerja

Seluruh target kegiatan Lingkup

Kabupaten

0

Dokumen

17,400,000 0

Dokumen

19,140,000

1.03.1.03.01.01.14-P Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja

dan Kualitas Sumber

Daya Manusia OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia

OPD

20 % 1,447,760,000 APBD

Kabupaten

20 % 1,824,700,000

1.03.1.03.01.01.14.01-P Pengadaaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Seluruh target kegiatan 0 16,960,000 0 39,370,000

1.03.1.03.01.01.14.02-P Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Seluruh target kegiatan 0 bulan 1,405,800,000 0 bulan 1,405,800,000

1.03.1.03.01.01.14.05-P Pendidikan dan

Pengembangan SDM

Seluruh target kegiatan 0 25,000,000 0 25,000,000
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Aparatur

1.03.1.03.01.01.18-P Program Pembangunan

dan Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 78.04 % 91,700,090,000 APBD

Kabupaten

79.64 % 104,122,660,000

1.03.1.03.01.01.18.07-P Pemeliharaan berkala

jalan Kabupaten

Seluruh target kegiatan Lingkup

Kabupaten

0 m 21,764,360,000 0 m 22,804,200,000

Milir - Krembangan (112) 0 m 0 m 0

Ngestiharjo - Jetis (55) 0 m 0 m 0

Hargotirto - Sp. Tamanan 0 m 0 m 0

Krebet - Ireng ireng (215) 0 m 0 m 0

Srikayangan- Gulurejo 0 m 0 m 0

Kec.Lendah-Bangeran 0 m 0 m 0

Wonotawang-Gejlik 0 m 0 m 0

Munggang Wetan-Nglambur 0 m 0 m 0

Jl. Sudibyo (276) 0 m 0 m 0

Jl. Sutijab (272) 0 m 0 m 0

Sentolo - Ngelo (163) 0 m 0 m 0

Ps. Jombokan - Trukan (24) 0 m 0 m 0

Purwosari - Tlogosari (154) 0 m 0 m 0

Nogosari - SD. Tegalsari (153) 0 m 0 m 0

Tukharjo - Ps. Gorolangu (167) 0 m 0 m 0

Nglambur - Plono (148) 0 m 0 m 0

1.03.1.03.01.01.18.10-P Peningkatan jalan

Kabupaten

Seluruh target kegiatan Lingkup

Kabupaten

0 m 42,429,510,000 0 m 48,786,000,000

Kembang, Nanggulan – Kalisoka (126) 0 m 0 m 0

Paket I ( Jl. Muh. Dawam (297) Perbaikan Perempatan BOPKRI) 0 m 0 m 0

Kedunggupit - Manggis (157) 0 m 0 m 0

Kalinangka - Cerme (318) 0 m 0 m 0
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BD. Demangrejo - Karangasem (119) 0 m 0 m 0

Peningkatan Jalan Dudukan - Sp. Ngentakrejo (29) (DAK) 0 m 0 m 0

Kongklangan - ireng ireng (286) 0 m 0 m 0

Sp. Clereng Segajih (127) 0 m 0 m 0

Penuntasan Jalan Sentolo - Ngelo 0 m 0 m 0

Paket 1 (Jalan Kemesu - Sentul Banjararum (364) 0.8 km ) 0 paket 0 paket 0

Paket 2 ( Ngemplak banjarsari - banjarharjo (366) 0.8 km ) 0 paket 0 paket 0

Paket 3 ( Jalan Tanjung - Klajoran Banjaroyo (362) 0.8 km; Jalan Ngemplak - Beku

(313))

0 paket 0 paket 0

Paket 4 ( Jalan ngargosari - gayam (510) 0.7 km ; Jalan kantor pos - ngargosari (512)

0.7 km )

0 paket 0 paket 0

Paket 5 ( jalan pasar samigaluh - blondo (126) 0.7 km ; jalan Gegerbajing-Jetis (289)

0.7 km )

0 paket 0 paket 0

Paket 6 ( Sebo- Kedokan Sidoharjo, Samigaluh (128) 0.7 km ; Jalan madigondo-

Wonotawang (127) 0.7 km )

0 paket 0 paket 0

Paket 7 (Jalan Grigak-Giripurwo(350) 0.8 km; Pembangunan Jl Grigak - Sekaro(18) 3

KM )

0 paket 0 paket 0

PAKET 8 (Jalan beteng - watublencong, jatimulyo (353) 0.7 km ; Jalan Sabrang Kidul -

Tlogoguwo Purwosari (591) 0.7 km )

0 paket 0 paket 0

PAKET 9 (Jalan Klajuran-Pendoworejo (74) 0.8 km ; Jalan Jatingaranag Kidul - Sepat

Jatisarono (434) 0.7 km ; Jalan Boto - Kembang Nanggulan (437) 0.7 km ) - Jalan

Jatingaranag Kidul - Sepat Jatisarono (434) 0.7 km - Jalan Boto - Kembang Nanggulan

(437) 0.7 km

0 paket 0 paket 0

Paket 10 ( Jalan Gayam - Balai Desa (611), Desa Banyuroto 0.5 km ; Jalan Jambon-

Sorogaten Donomulyo (425) 0.9 km )

0 paket 0 paket 0

PAKET 12 ( Jalan Taruban -Salamrejo, Tuksono (749) 0.7 km ; Jalan Jlegog-Pogog

Salamrejo (752) 0.9 km )

0 paket 0 paket 0

PAKET 13 (Jalan sentolo Lor - jangkang lor (527) (lanjutan) 0.7 km ; jalan Dlaban -

pongangan (148) 0.7 km )

0 paket 0 paket 0

PAKET 14 (Jalan salamrejo - kayangan, Desa Sukoreno (135) 0.7 km ; Jalan Salam -

Ngrandu (150)

0 paket 0 paket 0

Paket 15 ( jalan soko - clapar (283) (lanjutan) 0.6 km ; jalan tegalrejo - tegiri I (388)

(lanjutan) 0.6 km )

0 paket 0 paket 0

PAKET 16 (jalan anjir - sindon (391) (lanjutan) 1 km ; jalan selo timur, hargorejo (41)

(lanjutan) 0.6 km )

0 paket 0 paket 0

Paket 17 ( Jalan Plampang III- Sangon I Kalirejo Kokap (375) 0.6 km ; Jalan IKK

ngaseman - tejogan (390) (lanjutan) 0.6 km )

0 paket 0 paket 0
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Paket 18 (Jalan teganing III - teganing II (379) (lanjutan) 0.6 km; jalan grindang - tepus

(394) (lanjutan) 0.6 km ; Jalan pripih - puncanggading - kadigunung - tangkisan III -

banjaran (47) (lanjutan) (lanjutan) 0.6 km )

0 paket 0 paket 0

Paket 19 ( Jalan Ngento-Tunjungan Pengasih (103) 0.7 km ; jalan pereng - sendangsari

- sidomulyo (682) 0.7 km )

0 paket 0 paket 0

Paket 20 ( jalan ngruno - ringinardi, karangsari, pengasih (285) (lanjutan) 0.7 km ) 0 paket 0 paket 0

Paket 21 ( Jalan gegunung - sidomulyo (100) 0.7 km; jalan gegunung - gunung malang

(462) 1 km )

0 paket 0 paket 0

Paket 22 ( Jalan sidomulyo - giripurwo (482) (lanjutan) 0.7 km ; jalan secang - ngesong

kleco (681) 0.7 km )

0 paket 0 paket 0

PAKET 24 ( Jalan Klampis - Kaliagung Pengasih (473) ; Jln Gunung Pentul-Ngruno

(489) Karangsari)

0 paket 0 paket 0

Paket 25 ( jalan tamban - bendo (49) (lanjutan) 0.7 km ; jalan nglatiyan - mirisewu,

ngentakrejo (50) 1500m (lanjutan) 0.7 km ; jalan gegulu - kasihan, ngentakrejo,

lendah(409) 1000m (lanjutan) 0.35 km )

0 paket 0 paket 0

Paket 27 ( jalan potrogaten - kalangan, bumirejo, lendah (55) (lanjutan)1000m 0.6 km ;

Jalan Goprakan - Kepanjen (3) 0.5 km )

0 paket 0 paket 0

Paket 28 ( Jalan wonopeti - sorogaten (jalan sorogaten)(345) 0.35 km ; Jalan poros

desa pandowan (339) (lanjutan) 0.4 km ; Jalan pedukuhan XIII - sungapan Tirtorahayu

(329) 0.85 km )

0 paket 0 paket 0

PAKET 29 ( jalan krembangan X- batas cerme - kalinongko (96) (lanjutan) 0.3 km ;

Jalan Tanjung Dua - Kantor Pos (Jl. Cangkringan)(321) ; Jalan Kijan- Karangpatihan

Krembangan (738)(Lelang Ulang)

0 paket 0 paket 0

Paket 30 ( Jalan Loji - Kanoman (Jalan Desa Loji/ Perbatasan Bugel Kanoman) (449)

0.7 km ; jalan pasar pon desa pleret - Mi Maarif desa garongan (85) 0.8 km ; Jalan

Kalipang-Warung senja (92) 0.7 km )

0 paket 0 paket 0

PAKET 32 Jalan Diponegoro (768) Karangwuni 3.2km 0 paket 0 paket 0

1.03.1.03.01.01.18.17-P Pemeliharaan rutin jalan

Kabupaten

Seluruh target Kegiatan Lingkup

Kabupaten

0 m 7,280,750,000 0 m 9,839,760,000

1.03.1.03.01.01.18.19-P Pembangunan jalan

Kabupaten

Seluruh Target Kegiatan Lingkup

Kabupaten

0 Lokasi 9,453,210,000 0 Lokasi 7,755,000,000

Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan Lokal Primer I Tahun 2018 0

dokumen

0

dokumen

0

Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Lokal Primer I Tahun 2018 0

dokumen

0

dokumen

0

Jasa Konsultansi Perencanaan DED Jalan bedah menoreh 0

dokumen

0

dokumen

0

Penyusunan FS Pembangunan Jalan Bedah Menoreh (Desa Kebonharjo) 0

dokumen

0

dokumen

0

Penyusunan UKL UPL Pembangunan Jalan Bedah Menoreh (Desa Kebonharjo) 0

dokumen

0

dokumen

0

Jalan Bedah Menoreh 0 lokasi 0 lokasi 0
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1.03.1.03.01.01.18.20-P Pemeliharaan rutin

jembatan Kabupaten

Pemeliharaan Rutin Jembatan (tersebar) Lingkup

Kabupaten

16 Unit 879,370,000 16 Unit 1,269,000,000

1.03.1.03.01.01.18.21-P Pembangunan jembatan

Kabupaten

Seluruh target kegiatan Lingkup

Kabupaten

0 Unit 6,595,260,000 0 Unit 7,614,000,000

Pembangunan Jembatan Sarigono 0 unit 0 unit 0

Pembangunan Jembatan Kali Kutuk 0 unit 0 unit 0

DED Jembatan Janti (Sepuri) 0 unit 0 unit 0

Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jembatan Lokal Primer I Tahun

2017

0

dokumen

0

dokumen

0

Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Lokal Primer I

Tahun 2018

0

dokumen

0

dokumen

0

Pembangunan Jembatan Klalar 0 unit 0 unit 0

1.03.1.03.01.01.18.22-P Rehabilitasi/pemeliharaan

jembatan Kabupaten

Seluruh target kegiatan Lingkup

Kabupaten

0 Unit 3,297,630,000 0 Unit 4,230,000,000

Jembatan trayu cs 0 Unit 0 Unit 0

Jembatan Kalibuko 0 Unit 0 Unit 0

Jembatan Kaliduren 0 Unit 0 Unit 0

Jembatan Munggangwetan 0 Unit 0 Unit 0

Jembatan Brangkal 1 0 Unit 0 Unit 0

DED Jembatan Klalar 0 Unit 0 Unit 0

Jembatan Papak 0 Unit 0 Unit 0

Jembatan Kedungsogo 0 Unit 0 Unit 0

Jembatan Slanden II 0 Unit 0 Unit 0

Jembatan Klangon 0 Unit 0 Unit 0

Jembatan Botokan 0 Unit 0 Unit 0

Jembatan Krembangan 0 Unit 0 Unit 0

1.03.1.03.01.01.23-P Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Capaian uji laboratorium dan alat berat 81.25 % 217,080,000 APBD

Kabupaten

81.25 % 104,332,640,000

1.03.1.03.01.01.23.14-P Pengujian laboratorium Permohonan Pengujian Laboratorium Kec

Wates

0 Uji 84,990,000 0 Uji 82,890,000
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1.03.1.03.01.01.23.21-P Rehabilitasi dan

pelayanan Alat Berat

Pemeliharaan Alat Berat Lingkup

Kabupaten

0 Unit 132,090,000 0 Unit 127,090,000

1.03.1.03.01.01.52-P Program

Pengembangan,

Pengelolaan, dan

Konservasi Sumber

Daya Air

Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase

pengairan dalam kondisi baik

82.11 % 16,215,540,000 APBD

Kabupaten

83.3 % 120,180,590,000

1.03.1.03.01.01.52.01-P Pembangunan embung

dan bangunan

penampung air lainnya

Pembebasan Lahan Lingkup

Kabupaten

5000 m 1,510,030,000 0 m 1,510,030,000

Pembangunan Embung 1 unit 1 unit 0

Operasi dan Pemeliharaan Rutin Embung 6 unit 6 unit 0

Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Embung 2

dokumen

2

dokumen

0

1.03.1.03.01.01.52.02-P Pemeliharaan saluran

drainase dan gorong-

gorong

Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong Lingkup

Kabupaten

275 M 2,500,250,000 250 M 2,123,660,000

Rehabilitasi / Peningkatan Drainase dan Gorong-gorong 300 M 200 M 0

Pemeliharaan Drainase dan Gorong-gorong 80 Km 80 Km 0

Perencanaan dan Pengawasan 2

Dokumen

2

Dokumen

0

Pembebasan Lahan 0 M2 0 M2 0

1.03.1.03.01.01.52.03-P Pembangunan,

rehabilitasi dan

pemeliharaan bantaran

dan tanggul sungai

Pembangunan Bantaran dan Tanggul Lingkup

Kabupaten

0 m 638,030,000 0 m 638,030,000

Rehabilitasi / Peningkatan Bantaran dan Tanggul 250 m 250 m 0

Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul 10 Km 10 Km 0

Perencanaan dan Pengawasan 2

dokumen

2

dokumen

0

Pembebasan Lahan 0 m2 0 m2 0

1.03.1.03.01.01.52.04-P Rehabilitasi dan

pemeliharaan jaringan

irigasi

Pembangunan Daerah irigasi Lingkup

Kabupaten

1000 M 8,605,130,000 1100 M 8,605,130,000

Rehabilitasi Daerah Irigasi 1300 m 1400 m 0

Perencanaan / Pengawasan 6

Dokumen

4

Dokumen

0

Pembebasan Tanah 0 m2 0 m2 0
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1.03.1.03.01.01.52.05-P Pengelolaan Jaringan

Irigasi

Pemeliharaan Daerah Irigasi Meliputi Gali walet, Babat Rumput, Bangunan Prasarana

Irigasi dan Pembuatan Patok Km dan Hm di 90 Daerah Irigasi Sesuai permen Pu

no.12/PRT/M/2015

Lingkup

Kabupaten

90 DI 1,224,000,000 90 DI 1,233,000,000

1.03.1.03.01.01.52.06-P Peningkatan pengelolaan

irigasi partisipatif

Sidang Komisi Irigasi Lingkup

Kabupaten

5 Kali 1,687,100,000 5 Kali 1,687,100,000

Penilaian GP3A 1 paket 1 paket 0

Desain Partisipatif 5 DI 5 DI 0

Rehabilitasi Daerah Irigasi 5 DI 5 DI 0

Dokumen RP2JI 1

dokumen

1

dokumen

0

1.03.1.03.01.01.52.07-P Pemberdayaan Petani

Pemakai Air

Peningkatan Kapasitas GP3A Lingkup

Kabupaten

0 GP3A 0 0 GP3A 0

Pelatihan Anggota GP3A 0 GP3A 0 GP3A 0

1.03.1.03.01.01.52.08-P Penyelenggaraan

kebijakan teknis irigasi

Penyusunan Perbub Yang Mengatur Tentang Pola dan Tata Tanam Masa Tanam di

tahun berjalan.

Lingkup

Kabupaten

1

Dokumen

51,000,000 1

Dokumen

51,000,000

1.03.1.03.01.01.56-P Program Pembangunan

dan Rehabilitasi Sarana

Prasarana Perkotaan

dan Perkantoran

Cakupan sarana prasarana perkotaan dan perkantoran dalam kondisi baik 84.51 % 10,051,088,000 APBD

Kabupaten

85.56 % 128,880,627,000

1.03.1.03.01.01.56.01-P Pembangunan gedung

kantor dan bangunan

lainnya

Seluruh Target Kegiatan Lingkup

Kabupaten

0 Unit 2,700,000,000 0 Unit 6,000,000,000

Pembangunan DPMPT 0 unit 0 unit 0

Pembangunan Dinas Kesehatan 0 unit 0 unit 0

Pembangunan Bidang Peternakan dan Bidang Keswan Dina 0 Unit 0 Unit 0

1.03.1.03.01.01.56.02-P Rehab sedang/berat

gedung kantor

Seluruh target kegiatan 0 Unit 7,118,000,000 0 Unit 2,476,000,000

Rehab Dinas Pekerjaan umum (Bid. Pengairan dan UPTD Kebersihan) 0 unit 0 unit 0

Rehab gedung UPTD Perhubungan 0 unit 0 unit 0

Rehab Rumah Dinas Bupati 0 Unit 0 Unit 0

1.03.1.03.01.01.56.03 pembinaan dan

pengawasan ijin

mendirikan bangunan

(IMB)

Pembinaan dan Pengawasan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 0 Kec 125,000,000 0 Kec 130,000,000

1.03.1.03.01.01.56.04-P Pembinaan jasa

konstruksi

Seluruh target kegiatan Lingkup

Kabupaten

0 BUJK 108,088,000 0 BUJK 94,037,000

Terlaksannya pembinaan Jasa Konstruksi dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 0 Orang 0 Orang 0
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1.03.1.03.01.01.56.05-P Pengembangan Kota Seluruh Target kegiatan 0

Dokumen

0 0

Dokumen

0

Pengawasan Pembangunan Drainase Kota Wates 0

dokumen

0

dokumen

0

Pembangunan Drainase Kalimambu di Kota Wates 0 m 0 m 0

1.03.1.03.01.01.57-P Program

Pembangunan,

Pengembangan, Sarana

Prasarana Air Minum

dan Sanitasi

Cakupan layanan air bersih dan air limbah 67.66 % 1,939,000,000 APBD

Kabupaten

67.84 % 132,318,037,000

1.03.1.03.01.01.57.01-P Penyediaan sarana

Sanitasi Dasar

Pembangunan Septictank Komunal di Kelurahan Wates Lingkup

Kabupaten

0 Unit 8,000,000 0 Unit 974,410,000

1.03.1.03.01.01.57.02-P Penyediaan sarana Air

Bersih

Water meter Lingkup

Kabupaten

0 unit 1,931,000,000 0 unit 2,463,000,000

Optimalisasi Spamdes 0 paket 0 paket 0

Pendampingan Pamsimas 0 desa 0 desa 0

Pengadaan Tanah SPAM IKK Samigaluh 0 m 0 m 0

Optimalisasi SpamDes 0 desa 0 desa 0

Hibah Air Minum Perdesaan 1000 Sambungan Rumah 19 KKM 0 SR 0 SR 0

Pengadaan Tanah IPA Clapar Hargowilis 0 m 0 m 0

1.03.1.03.01.01.58-P Program Pembinaan

dan Pengendalian Jasa

Konstruksi

Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi 78.63 % 0 APBD

Kabupaten

84.13 % 132,318,037,000

1.03.1.03.01.01.59-P Program Pengelolaan

Kebersihan dan

Pertamanan

Cakupan taman dalam kondisi baik, layanan persampahan 68.26 % 2,454,071,300 APBD

Kabupaten

67.75 % 137,682,477,160

1.03.1.03.01.01.59.01-P Pemeliharaan kebersihan

kota

Terpeliharanya kebersihan kota Lingkup

Kabupaten

12 bulan 515,200,000 12 bulan 574,208,000

1.03.1.03.01.01.59.02-P Pengelolaan

Persampahan

Pembayaran Tenaga Kuliari Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 1,040,000,000 12 Bulan 1,461,980,160

Perawatan sarana dan Prasarana Persampahan 5 unit 5 unit 0

Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan 0 6 0

1.03.1.03.01.01.59.03-P Pembangunan dan

Pengelolaan Taman

Terbayarnya Tenaga Kuliari Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 784,871,300 12 Bulan 2,925,352,000

Terbangunnya Taman 0 Unit 3 Unit 0

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertamanan 0 Unit 2 Unit 0
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Terpeliharanya taman 5 Unit 15 Unit 0

1.03.1.03.01.01.59.04-P Pengelolaan Air Limbah

Domestik

Terbayarnya Tenaga Kuliari 12 Bulan 114,000,000 12 Bulan 402,900,000

Terlayaninya Penyedotan Tinja 152

Lokasi

156

Lokasi

0

Terkelolanya Lumpur Tinja (IPLT) 12 Bulan 12 Bulan 0

1.04.1.03.01.01.22-P Program

Pengembangan

Lingkungan Perumahan

dan Permukiman Sehat

Cakupan Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat 42.15 % 3,777,970,000 APBD

Kabupaten

42.22 % 141,359,047,160

1.04.1.03.01.01.22.01-P Penyediaan Prasarana

Sarana dan Utilitas (PSU)

lingkungan permukiman

Seluruh target kegiatan Lingkup

Kabupaten

0 1,888,990,000 0 1,838,290,000

1.04.1.03.01.01.22.02-P Pemberdayaan

peningkatan infrastruktur

oleh komunitas

Seluruh target kegiatan Lingkup

Kabupaten

0 1,133,390,000 0 1,102,970,000

1.04.1.03.01.01.22.03-P Pembangunan fasilitas

lingkungan rusunawa

Seluruh target kegiatan Lingkup

Kabupaten

0 755,590,000 0 735,310,000

1.04.1.03.01.01.23-P Program Pembangunan

Infrastruktur Perkotaan

Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan 100 % 0 APBD

Kabupaten

100 % 141,359,047,160
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JUMLAH PAGU

Rp.
: 1,164,810,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

1.05.1.05.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 70,070,000 APBD

Kabupaten

20 % 67,504,000

1.05.1.05.01.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran ( jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan bahan kantor ( ATK, cetak

penggandaan dan bahan pustaka

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 31,330,000 12 bulan 31,890,000

1.05.1.05.01.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 bulan 18,740,000 12 bulan 20,614,000

1.05.1.05.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 bulan 20,000,000 12 bulan 15,000,000

1.05.1.05.01.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 7,310,000 APBD

Kabupaten

20 % 74,544,000

1.05.1.05.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Rencana Kerja SKPD,Rencana Kerja Perubahan dan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan

Kinerja Tahunan

Lingkup

Kabupaten

4

dokumen

2,810,000 4

dokumen

2,540,000

1.05.1.05.01.01.12.02-P Penyusunan

Pelaporan

Keuangan SKPD

Laporan keuangan OPD Lingkup

Kabupaten

2

dokumen

2,000,000 2

dokumen

2,000,000

1.05.1.05.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan capaian kinerja OPD, evaluasi kinerja bulanan OPD, triwulanan, semesteran Lingkup

Kabupaten

19

dokumen

2,500,000 19

dokumen

2,500,000

1.05.1.05.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 118,530,000 APBD

Kabupaten

20 % 188,544,000
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1.05.1.05.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Lingkup

Kabupaten

2 unit 15,000,000 1 unit 50,000,000

1.05.1.05.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya alat listrik, kebersihan, bangunan, langganan telepon,air, listrik, servis dan

penggantian suku cadang kendaraan, perijinan kendaraan bermotor, laptop, komputer, printer dan

AC

Lingkup

Kabupaten

34 unit 103,530,000 35 unit 64,000,000

1.05.1.05.01.01.17-P Program

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan dan

Politik

Masyarakat

Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat 83.33 % 968,900,000 APBD

Kabupaten

83.95 % 1,122,084,000

1.05.1.05.01.01.17.13-P Pembinaan

keamanan daerah

Terselenggaranya dan terfasilitasinya pembinaan pertahanan wilayah, komunikasi sosial, bakti

sosial, karya bakti, FKDM, Kominda, PKS, Forkompimda, PKBN

Lingkup

Kabupaten

8 fasilitasi 505,593,200 8

fasilitasi

470,233,200

1.05.1.05.01.01.17.14-P Pembinaan ormas

dan lembaga

penyelenggaraan

Pemilu

terbaharuinya data ormas Lingkup

Kabupaten

1

dokumen

93,429,800 1

dokumen

93,429,800

Terfasilitasinya pembinaan ormas, rakor FKUB tingkat kabupaten dan kecamatan, FPK,

pendidikan pemilih pemula

16

fasilitas

16

fasilitas

0

1.05.1.05.01.01.17.16-P Pembinaan Partai

Politik

Terkelolanya bantuan keuangan kepada partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Lingkup

Kabupaten

10 partai

politik

17,261,000 10 partai

politik

17,261,000

Bintek pengelolaan bantuan keuangan partai politik 10 partai

politik

10 partai

politik

0

1.05.1.05.01.01.17.17-P Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan hari besar nasional Lingkup

Kabupaten

8 kali 352,616,000 8 kali 352,616,000

Terselenggaranya sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan 1 kali 1 kali 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JUMLAH PAGU

Rp.
: 1,756,403,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

1.05.1.05.02.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 99,393,000 APBD

Kabupaten

20 % 95,763,000

1.05.1.05.02.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor Lingkup

Kabupaten

12 bulan 13,443,000 12 bulan 12,953,000

1.05.1.05.02.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 bulan 19,840,000 12 bulan 19,110,000

1.05.1.05.02.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya kordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 bulan 66,110,000 12 bulan 63,700,000

1.05.1.05.02.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 9,120,000 APBD

Kabupaten

20 % 104,553,000

1.05.1.05.02.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunnya Renja dan perubahan Renja OPD Lingkup

Kabupaten

2

Dokumen

3,830,000 2

Dokumen

3,690,000

1.05.1.05.02.01.12.02-P Penyusunan

pelaporan

keuangan SKPD

Tersusunnya laporan keuangan OPD Lingkup

Kabupaten

2

Dokumen

2,100,000 2

Dokumen

2,020,000

1.05.1.05.02.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan penegendalian dan evaluasi kinerja bulanan triwulan LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja dan Penerapan SPIP

Lingkup

Kabupaten

19

Dokumen

3,190,000 19

Dokumen

3,080,000

1.05.1.05.02.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 190,910,000 APBD

Kabupaten

20 % 288,503,000
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1.05.1.05.02.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersediannya sarana dan prasarana perkantoran Lingkup

Kabupaten

10 unit 32,450,000 10 unit 31,270,000

1.05.1.05.02.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran Lingkup

Kabupaten

100 Unit 126,010,000 110 Unit 121,410,000

1.05.1.05.02.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Terlaksananya diklat non formal dan terbinanya korps, kesamaptaan dan pelatihan bela diri Lingkup

Kabupaten

96 orang 32,450,000 96 orang 31,270,000

1.05.1.05.02.01.30-P Program

Peningkatan

Ketenteraman

dan Ketertiban

Umum

Cakupan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 88.8 % 980,140,000 APBD

Kabupaten

89.47 % 848,143,000

1.05.1.05.02.01.30.01-P Pengembangan

kapasitas

perlindungan

masyarakat

Terbinanya linmas desa, sarlinmas dan anggota Lingkup

Kabupaten

1040

orang

441,060,000 1040

orang

251,840,000

Terlaksananya HUT POLPP dan Linmas 1 kali 1 kali 0

1.05.1.05.02.01.30.02-P Pengendalian

ketentraman dan

ketertiban umum

Terselenggaranya operasi penertiban, pengamanan dan pengawalan Lingkup

Kabupaten

455 kali 539,080,000 460 kali 307,800,000

Terfasilitasinya penguburan mayat tidak dikenal 12 mayat 12 mayat 0

1.05.1.05.02.01.32-P Program

Penegakan

Peraturan

Daerah

Capaian peningkatan penegakan peraturan daerah 98.89 % 476,840,000 APBD

Kabupaten

99.11 % 1,307,583,000

1.05.1.05.02.01.32.01-P Pengawasan

penertiban dan

operasi non yustisi

Terselenggaranya monitoring, pengawasan, penegakan KTR dan cukai rokok Lingkup

Kabupaten

60 kali 214,580,000 65 kali 206,750,000

Terbinanya dusun sapta tertib 12 dusun 12 dusun 0

Terselenggaranya operasi non yustisi 115 kali 120 kali 0

1.05.1.05.02.01.32.02-P Penyidikan dan

penindakan

pelanggaran perda

dan ketentuan

perundang-

undangan

Penyidikan dan penindakan pro yustisia kasus pelanggaran perda Lingkup

Kabupaten

575

kasus

262,260,000 575

kasus

252,690,000
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JUMLAH PAGU

Rp.
: 1,508,670,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

1.19.1.19.03.07 Program

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

0 0 APBD

Kabupaten

0 0

1.05.1.05.03.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 97,190,000 APBD

Kabupaten

20 % 93,640,000

1.05.1.05.03.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap), dan tersedianya

peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 64,438,500 12 bulan 64,438,500

1.05.1.05.03.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang ( 8 orang) Lingkup

Kabupaten

12 bulan 21,789,000 12 bulan 21,789,000

1.05.1.05.03.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 bulan 10,962,500 12 bulan 7,412,500

1.05.1.05.03.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 17,960,000 APBD

Kabupaten

20 % 110,950,000

1.05.1.05.03.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Rencana Kinerja SKPD beserta perubahan rencana kinerja Lingkup

Kabupaten

2

dokumen

7,770,000 2

dokumen

7,490,000

1.05.1.05.03.01.12.02-P Penyusunan

pelaporan

keuangan SKPD

Laporan capaian Kinerja Keuangan Semesteran Lingkup

Kabupaten

2

dokumen

2,690,000 2

dokumen

2,590,000

1.05.1.05.03.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan,LAKIP, laporan tahunan, profil

kinerja SKPD dan penerapan SPIP

Lingkup

Kabupaten

19

dokumen

7,500,000 19

dokumen

7,230,000

1.05.1.05.03.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 622,560,000 APBD

Kabupaten

20 % 710,790,000
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Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

1.05.1.05.03.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya Tanah (WMK) dan Garasi dan sarana lainya 2 unit 401,061,800 3 unit 378,341,800

1.05.1.05.03.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya 7 unit mobil roda empat, 6 unit roda enam, 7 unit roda dua, 3 unit komputer, 5 unit

laptop, 4 unit printer, 1 mesin ketik, 3 unit chainsaw, 2 unit pompa air, 1 EWS, listrik, air, telpon,

gedung kantor

41 unit 221,498,200 41 unit 221,498,200

1.05.1.05.03.01.31-P Program

Penanggulangan

Bencana

Cakupan penanggulangan bencana 70.17 % 770,960,000 APBD

Kabupaten

73.17 % 1,453,609,999

1.05.1.05.03.01.31.01-P Pengurangan

resiko bencana

berbasis

masyarakat

Terbentuknya DesaTangguh Bencana Lingkup

Kabupaten

2 desa 120,631,700 1 desa 116,228,649

Terlaksananya sosialisasi PRB, Temu Relawan dan Pertemuan Forum (+kajian) 3 keg 3 keg 0

1.05.1.05.03.01.31.02-P Peningkatan

kapasitas

penyelenggaraan

pemadaman

kebakaran

Terselenggaranya sosialisasi pemadaman kebakaran Lingkup

Kabupaten

150

orang

18,875,000 150

orang

18,186,063

1.05.1.05.03.01.31.03-P Penanganan

kedaruratan dan

logistik

Terfasilitasinya upah harian tenaga PBK non PNS Lingkup

Kabupaten

12 bulan 321,842,000 12 bulan 310,094,784

Tertanganinya kejadian bencana, kebakaran dan tersedianya alat bantu penanganan bencana

dan

12 bulan 12 bulan 0

Tertanganinya manajemen distribusi logistik dan sarana penanggulangan bencana 12 bulan 12 bulan 0

1.05.1.05.03.01.31.04-P Penyelenggaraan

PUSDALOPS

Terfasilitasinya Kegiatan PUSDALOPS (TRC dan Unsur Pengarah) Lingkup

Kabupaten

12 bulan 267,673,300 12 bulan 257,903,238

1.05.1.05.03.01.31.05-P Penyelenggaraan

rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca

bencana

Tersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi Lingkup

Kabupaten

1

dokumen

41,938,000 1

dokumen

40,407,265

Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi 12 bulan 12 bulan 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JUMLAH PAGU

Rp.
: 4,973,905,324 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

1.06.1.06.01.01.01 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 181,058,740 APBD

Kabupaten

20 % 174,450,096

1.06.1.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat, jasa pegawai tidak tetap serta peralatan

perkantoran berupa alat tulis kantor barang cetakan/penggandaan dan bahan pustaka

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 75,058,740 12 bulan 71,450,096

1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya honor penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 bulan 31,000,000 12 bulan 31,000,000

1.06.1.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-

rapat. konsultasi

dan koordinasi

Tersedianya dana untuk perjalanan dinas, makanan dan minuman, koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 bulan 75,000,000 12 bulan 72,000,000

1.06.1.06.01.01.12 Program

Perencanaan.

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 37,122,415 APBD

Kabupaten

20 % 210,217,543

1.06.1.06.01.01.12.01 Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunnya Rev.Renstra,Renja SKPD dan Renja Perubahan Lingkup

Kabupaten

3 dok 13,000,000 2 dok 14,000,000

1.06.1.06.01.01.12.02 Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya laporan bulanan, semesteran, dan akhir tahun Lingkup

Kabupaten

5 dok 7,000,000 5 dok 6,000,000

1.06.1.06.01.01.12.03 Pengendalian.

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan triwulanan, laporan tahunan, monitoring evaluasi kinerja dinas, LKPJ,

LPPD L Kjlp

Lingkup

Kabupaten

16 dok 17,122,415 16 dok 15,767,447

1.06.1.06.01.01.14 Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 675,284,169 APBD

Kabupaten

20 % 860,853,840

1.06.1.06.01.01.14.01 Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Jumlah Operasional dinas roda 4 (1 unit) peralatan dan perlengkapan kantor komputer (2

unit) Camera (1 unit) LCD (1 unit) meja kerja biro (4 unit) kursi kerja (1 unit) kursi tunggu ( 2

unit) rak arsip ( 1 unit)

13 unit 205,000,000 12 unit 190,000,000
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Perkantoran

1.06.1.06.01.01.14.02 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor peralatan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional roda 2,4 dll

48 unit 453,284,169 48 unit 442,636,297

1.06.1.06.01.01.14.04 Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal selama 12 bulan 8 orang 17,000,000 8 orang 18,000,000

1.06.1.06.01.01.24-P Program

Pemberdayaan

Sosial

Indeks Pemberdayaan Sosial 40.08 Nilai 2,198,170,000 APBD

Kabupaten

41.01 Nilai 2,999,283,840

1.06.1.06.01.01.24.03-P Peningkatan

pelayanan

distribusi Rastra

Terlaksananya koordinasi dan Monev bantuan Pangan Lingkup

Kabupaten

12 kali 624,870,000 12 kali 533,880,000

Tersusunnya laporan distribusi bantuan pangan 12 Dok 12 Dok 0

Tersalurkannya bantuan pangan bagi keluarga miskin 47323 kk 47323 kk 0

1.06.1.06.01.01.24.04-P Pemberdayaan

Ekonomi Bagi

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS yang diberdayakan 83 kel 249,940,000 100 kel 283,000,000

Jumlah PMKS yang terentaskan menjadi sejahtera 500 orang 600 orang 0

Tersedianya dan tersalurkannya bantuan sosial kepada PMKS 83 kel 100 kel 0

Pelatihan KUBE 4 kali 6 kali 0

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KUBE dan UEP 30 kali 30 kali 0

Tersusunnya database KUBE 1 dok 1 dok 0

1.06.1.06.01.01.24.05-P Peningkatan

jejaring kerjasama

pelayanan sosial

bagi PMKS

Jumlah Kerjasama Pelayanan PMKS Lingkup

Kabupaten

27

lembaga

75,000,000 26

lembaga

38,000,000

Terselenggaranya hari lanjut usia (HALUN) dan Hari Disabilitas Indonesia (HDI) 600 orang 0 orang 0

Sarasehan komda lansia 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya Koordinasinya Komite Lansia tingkat Kecamatan 12

Kecamatan

12

Kecamatan

0

1.06.1.06.01.01.24.07-P Peningkatan

pelayanan PKH

Buku data penerimaan bantuan lanjut usia dan penyandang disabilitas Lingkup

Kabupaten

2 dok 297,690,000 2 dok 310,850,000

Upaya pemberdayaan keluarga FDS (Family Development Session) 12000 kk 20000 kk 0
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Terlaksananya Sosialisasi PKH 8 kali 10 kali 0

Jumlah RTS yang diberikan Pelayanan Sosial 33500 kk 36000 kk 0

Terlaksananya Koordinasi PKH 12 kali 14 kali 0

1.06.1.06.01.01.24.08-P Peningkatan

kapasitas PSKS

Terlaksananya lomba kreativitas bagi PMKS Lingkup

Kabupaten

1 kali 303,870,000 1 kali 316,840,000

Terbinanya LKS, WKSBM, Orsos, TKSK, PSM, KUBE, dan Karang Taruna 15 kali 15 kali 0

Terbinanya LKS, WKSBM, Orsos, TKSK, PSM, KUBE, dan Karang Taruna 7

lmg/Orang

7

lmg/Orang

0

Terfasilitasinya Koordinasi PSKS 30 kali 30 kali 0

Terselenggaranya Pemberian hadiah bagi PSKS yang berprestasi 6 lmg 6 lmg 0

Terfasilitasinya peserta HKSN 100 orang 100 orang 0

1.06.1.06.01.01.24.10-P Pengembangan

Sistem Informasi

Kesejahteraan

Sosial

Tersusunnya Dokumen data kemiskinan, PMKS (JKNPBI,KKS,PKH) dan pelayanannya

berbasis pedukuhan

1 dok 646,800,000 1 dok 655,860,000

Lokakarya /FGD Penanggulangan Kemiskinan 120 orang 120 orang 0

1.06.1.06.01.01.25-P Program

Perlindungan

Sosial

Indeks Perlindungan Sosial 53.9 Nilai 1,351,080,000 APBD

Kabupaten

54.42 Nilai 4,353,373,840

1.06.1.06.01.01.25.01-P Peningkatan

kualitas pelayanan

PMKS

Terfasilitasinya pendamping SLRT Lingkup

Kabupaten

38 orang 1,190,000,000 38 orang 1,164,000,000

Terfasilitasinya pendamping KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah) 88 orang 88 orang 0

Tersosialisasikannya mekanisme pemberian bantuan 4 kali 2 kali 0

PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial 4362 orang 4362 orang 0

Tersedianya dan tersalurkannya bantuan bagi PMKS 1489

orang/panti

1522

orang/panti

0

1.06.1.06.01.01.25.02-P Perlindungan

Sosial Bagi Korban

Bencana

Jumlah Korban Bencana yang dibantu 400 kk 101,020,000 250 kk 156,030,000

Jumlah Jejaring kemitraan yang dilaksanakan 5

kemitraan

4

kemitraan

0

Jumlah Sarana dan Prasarana tanggap darurat yang tersedia 1 paket 1 paket 0

Terselenggaranya apel siaga tagana 2 kali 2 kali 0

Jumlah Tagana yang aktif 150 orang 150 orang 0
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Operasional Posko 12 bulan 12 bulan 0

1.06.1.06.01.01.25.03-P Penjangkauan dan

Pelayanan Sosial

Jumlah PMKS yang dilayani Lingkup

Kabupaten

120 orang 60,060,000 80 orang 34,060,000

2.02.1.06.01.01.21-P Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Perempuan dan

Pengarusutamaan

Gender

Cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender 83.93 % 147,600,000 APBD

Kabupaten

85.51 % 4,494,173,840

2.02.1.06.01.01.21.01-P Pemberdayaan

lembaga berbasis

Gender

Tersusunnya laporan lembaga berbasis gender Lingkup

Kabupaten

1 dok 37,150,000 1 dok 35,020,000

Terkoordinasinya lembaga berbasis gender 3 kali 3 kali 0

Terfasilitasinya koordinasi GOW 12 kali 12 kali 0

Terkoordinasinya peringatan hari ibu 1 kali 1 kali 0

2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran

Wanita

Terbinanya kewirausahaan bagi perempuan miskin Lingkup

Kabupaten

10 desa 42,150,000 10 desa 35,260,000

Terbinanya kelompok P2WKSS dan desa prima serta pemberdayaan ekonomi perempuan 12 kali 12 kali 0

2.02.1.06.01.01.21.03-P Pembinaan

Gerakan Sayang

Ibu (GSI)

Evaluasi gerakan sayang ibu (GSI) tingkat kabupaten Lingkup

Kabupaten

0 kali 34,150,000 0 kali 35,260,000

Koordinasi Pokjatap GSI Kabupaten dan Satgas GSI Kecamatan 0 kali 0 kali 0

Laporan Evaluasi GSI 0 dok 0 dok 0

Ekspos hasil karya kaum perempuan 1 kali 1 kali 0

2.02.1.06.01.01.21.08-P Penguatan

Pengarustamaan

Gender

Tersusunnya profil pengarus utamaan gender (PUG) Kabupaten Lingkup

Kabupaten

1 dok 34,150,000 1 dok 35,260,000

Tersusunnya laporan evaluasi PUG, PP dan PA 1 laporan 1 laporan 0

Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG 1 kali 1 kali 0

Terselenggaranya Konsultasi PPRG dan ARG 48 kali 48 kali 0

2.02.1.06.01.01.22-P Program

Peningkatan

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak 83.31 383,590,000 APBD

Kabupaten

88.87 4,863,763,840

2.02.1.06.01.01.22.01-P Pembinaan

Kabupaten Layak

Anak

Terkoordinasikannya forum anak kulon progo dan forum anak kecamatan Lingkup

Kabupaten

13 kali 30,000,000 13 kali 25,370,000
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Terkoordinasikannya gugus tugas kabupaten layak anak 4 kali 4 kali 0

Terlaksananya pembinaan kabupaten layak anak 9 kali 9 kali 0

Terevaluasinya kabupaten layak anak 1 kali 1 kali 0

2.02.1.06.01.01.22.02-P Penyediaan

Makanan

Tambahan Bagi

Anak Sekolah

Penyediaan makanan tambahan bagi anak keluarga miskin Lingkup

Kabupaten

342 anak 206,590,000 500 anak 234,480,000

2.02.1.06.01.01.22.03-P Perlindungan

Perempuan dan

Anak Korban

Kekerasan

Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Lingkup

Kabupaten

36 orang 80,000,000 36 orang 55,370,000

Terlaksananya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan 105 orang 110 orang 0

Terbentuknya gugus tugas TPPO 13 kali 0 kali 0

Jumlah Satgas TPPO yang dibentuk di desa rawan TPPO 0 kel 13 kel 0

2.02.1.06.01.01.22.04-P Penguatan

Lembaga

Perlindungan

Perempuan dan

Anak korban

kekerasan

Terkoordinasikannya FPKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan 13 forum 67,000,000 13 forum 54,370,000

Tersosialisasikannya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 12

kecamatan

12

kecamatan

0

Tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 1 Perbup 1 Perbup 0

Terlatihnya kader perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat 220 orang 220 orang 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JUMLAH PAGU

Rp.
: 3,282,393,350 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

2.01.2.01.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 151,890,000 APBD

Kabupaten

20 % 146,350,000

2.01.2.01.01.01.01.26-P Penyediaaan Jasa

dan Peralatan

Perkantoran

Jasa perkantoran berupa jasa persuratan dan jasa pegawai tidak tetap serta peralatan

perkantoran berupa alat tulis kantor, barang cetakan/penggandaan dan bahan pustaka

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 77,437,500 12 bulan 74,613,200

2.01.2.01.01.01.01.27-P Penyediaaan Jasa

Keuangan

Penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 bulan 26,168,300 12 bulan 25,230,700

2.01.2.01.01.01.01.28-P Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 bulan 48,284,200 12 bulan 46,506,100

2.01.2.01.01.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 36,930,000 APBD

Kabupaten

20 % 181,930,000

2.01.2.01.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Renja, Renja Perubahan Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 10,442,800 3 dokumen 10,061,000

2.01.2.01.01.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun Lingkup

Kabupaten

5 dokumen 7,981,200 5 dokumen 7,689,500

2.01.2.01.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan bulanan, triwulanan, tahunan, LKJIP, data LKPJ/LPPD Lingkup

Kabupaten

19 dokumen 18,506,000 19 dokumen 17,829,500

2.01.2.01.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia

OPD

20 % 698,561,400 APBD

Kabupaten

20 % 854,826,500
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2.01.2.01.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Jumlah kendaraan operasional dinas, peralatan dan perlengkapan kantor

(komputer/laptop, AC, meubeler, dll)

0 unit 426,997,700 0 unit 409,332,800

2.01.2.01.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, peralatan gedung kantor dan pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 sarana perkantoran

42 Unit 259,563,700 42 Unit 250,963,700

2.01.2.01.01.01.14.03-P Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

Penilaian angka kredit pegawai 25 Orang 6,000,000 25 Orang 6,600,000

2.01.2.01.01.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat 2 Orang 6,000,000 2 Orang 6,000,000

2.01.2.01.01.01.18-P Program

Perlindungan

Ketenagakerjaan

Cakupan perlindungan ketenagakerjaan 68.09 % 145,090,000 APBD

Kabupaten

69.2 % 980,226,500

2.01.2.01.01.01.18.02-P Pelayanan dan

pengembangan

Hubungan

Industrial

Jumlah bimtek PHI Lingkup

Kabupaten

4 Kelompok 84,500,000 4 Kelompok 69,692,000

Jumlah sosialisasi aturan ketenagakerjaan 8 Kelompok 8 Kelompok 0

Jumlah penyelesaian kasus perselisihan HI 3 Kasus 3 Kasus 0

Jumlah sosialisasi dan monitoring THR 12 Kelompok 12 Kelompok 0

2.01.2.01.01.01.18.03-P Penyusunan

Kebijakan

Pengupahan

Jumlah sosialisasi dan monitoring UMK Lingkup

Kabupaten

2 Kelompok 60,590,000 2 Kelompok 55,708,000

Jumlah survey KHL 12 Kelompok 12 Kelompok 0

Jumlah dokumen usulan penetapan KHL dan UMK 2

Dokumentasi

2

Dokumentasi

0

Koordinasi dewan pengupuhan kabupaten 12 Kelompok 12 Kelompok 0

Bimtek struktur dan skala upah 6 Kelompok 6 Kelompok 0

Sosialisasi struktur dan skala upah 1 Kelompok 1 Kelompok 0

2.01.2.01.01.01.19-P Program

Pengembangan

dan Pelatihan

Tenaga Kerja

Cakupan penempatan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja 72.45 % 2,037,799,700 APBD

Kabupaten

72.89 % 2,943,646,500

2.01.2.01.01.01.19.01-P Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Jumlah peserta bea siswa non PNS Lingkup

Kabupaten

0 Orang 420,263,200 0 Orang 404,923,600
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Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan 40 Orang 40 Orang 0

Jumlah pemagang calon tenaga kerja 75 Orang 75 Orang 0

Jumlah LPK yang diberdayakan 20 LPK 20 LPK 0

Jumlah peserta pelatihan AMT 0 Orang 0 Orang 0

Jumlah peserta pelatihan AVSEC 0 Orang 0 Orang 0

2.01.2.01.01.01.19.02-P Pemberdayaan

Tenaga Kerja

Mandiri Sektor

Informal

Jumlah tenaga kerja mandiri yang diberdayakan Lingkup

Kabupaten

160 Orang 205,693,200 160 Orang 198,185,700

2.01.2.01.01.01.19.03-P Pelatihan

keterampilan bagi

pencari kerja

Jumlah pencaker yang dilatih Lingkup

Kabupaten

272 Orang 811,721,000 272 Orang 782,093,000

Jumlah peserta UJK 140 Orang 140 Orang 0

2.01.2.01.01.01.19.04-P Pelayanan Kios

Three in One

Jumlah penetapan peserta pelatihan Lingkup

Kabupaten

128 Orang 15,098,000 128 Orang 14,547,000

Jumlah pendaftar pelatihan 180 Orang 180 Orang 0

Jumlah fasilitas sertifikat kompetensi 40 40 0

2.01.2.01.01.01.19.05-P Revitalisasi BLK Jumlah sarana prasarana BLK Lingkup

Kabupaten

9 Unit 408,555,800 9 Unit 393,643,400

DED pembangunan BLK 0 Paket 0 Paket 0

2.01.2.01.01.01.19.06-P Penyusunan

Perencanaan

Tenaga Kerja

Daerah (PTKD)

Jumlah dokumen PTKD Lingkup

Kabupaten

1 Dokumen 7,612,100 1 Dokumen 7,334,200

2.01.2.01.01.01.19.07-P Pelayanan

penempatan

tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Lingkup

Kabupaten

2500 Orang 168,856,400 2500 Orang 162,693,100

Jumlah pendaftar pencari kerja 3550 Orang 3550 Orang 0

Jumlah pelayanan pendaftaran lowongan kerja 100 Persh 100 Persh 0

Jumlah sosialisasi sistem antar kerja 12 Kelompok 12 Kelompok 0

Jumlah penyelenggaraan job fair 1 1 0

Jumlah BKK yang diberdayakan 26 26 0

3.08.2.01.01.01.21-P Program

Penempatan

Transmigrasi

Capaian penempatan transmigran 100 % 212,122,250 APBD

Kabupaten

100 % 3,128,192,857
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3.08.2.01.01.01.21.01-P Penyiapan

Transmigran

Jumlah sosialisasi program transmigrasi Lingkup

Kabupaten

8 Kelompok 72,446,000 8 Kelompok 63,028,000

Jumlah calon transmigran terseleksi 100 Orang 100 Orang 0

Jumlah calon transmigran yang dibina 50 50 0

Jumlah calon transmigran yang dilatih 50 50 0

3.08.2.01.01.01.21.02-P Penyelenggaraan

kerjasama

transmigrasi

Jumlah KSAD bidang transportasi Lingkup

Kabupaten

6 Lokasi 35,763,700 6 Lokasi 31,114,400

Jumlah penjajagan kerjasama bidang transmigrasi 3 Lokasi 3 Lokasi 0

3.08.2.01.01.01.21.03-P Penempatan

Transmigrasi

Jumlah transmigran yang ditempatkan Lingkup

Kabupaten

30 KK 103,912,550 35 KK 90,403,957

Jumlah transmigran yang mendapat bantuan modal 0 KK 0 KK 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

JUMLAH PAGU

Rp.
: 4,374,672,410 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

1.03.2.04.01.01.53-P Program

Perencanaan

Penataan Ruang

Cakupan perencanaan penataan ruang 74.68 % 684,430,000 APBD

Kabupaten

81.95 % 659,450,000

1.03.2.04.01.01.53.24-P Penyusunan

Rencana Tata

Ruang dan

Rencana Rinci

Jumlah substansi dokumen perencanaan tata ruang Kec

Kokap

13

Dokumen

394,830,000 15

Dokumen

366,950,000

Dokumen RTH publik yang ditetapkan 7

Dokumen

9

Dokumen

0

1.03.2.04.01.01.53.26 Penyusunan RTBL Jumlah Dokumen RTBL yang ditetapkan Lingkup

Kabupaten

30

Dokumen

260,000,000 36

Dokumen

260,000,000

1.03.2.04.01.01.53.27 Penyebarluasan

Informasi

Penataan Ruang

Kabupaten

Jumlah realisasi penyebaran informasi Lingkup

Kabupaten

4 Orang 29,600,000 4 Orang 32,500,000

1.03.2.04.01.01.60 Program

Pembinaan Tata

Ruang

Cakupan pembinaan tata ruang 21.43 % 0 APBD

Kabupaten

42.86 % 659,450,000

1.03.2.04.01.01.61-P Program

Pengendalian

dan Pemanfaatan

Penataan Ruang

Cakupan pelaksanaan penataan ruang 89.58 % 317,919,505 APBD

Kabupaten

93.75 % 1,007,701,456

1.03.2.04.01.01.61.01-P Penyelenggaraan

BKPRD

Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang tepat waktu Lingkup

Kabupaten

275

Dokumen

88,397,650 289

Dokumen

97,237,415

1.03.2.04.01.01.61.02 Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Jumlah dokumen advice planing Lingkup

Kabupaten

837

Dokumen

105,159,505 879

Dokumen

115,675,456

1.03.2.04.01.01.61.03 Audit Pemanfaatan

Ruang

Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang Lingkup

Kabupaten

1

Dokumen

60,762,350 1

Dokumen

66,838,585

1.03.2.04.01.01.61.04 Pengelolaan

Database dan

Peta Tata Ruang

Data dan peta perencanaan tata ruang Lingkup

Kabupaten

7

Dokumen

63,600,000 7

Dokumen

68,500,000
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1.03.2.04.01.01.62 Program

Pengelolaan

Database dan

Sistem Informasi

Tata Ruang

Cakupan pengelolaan database dan sistem informasi tata ruang 37.5 % 0 APBD

Kabupaten

65.28 % 1,007,701,456

2.04.2.04.01.01.01 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 268,057,185 APBD

Kabupaten

20 % 1,302,564,360

2.04.2.04.01.01.01.26 Penyediaan Jasa

dan Peralatan

Perkantoran

Jasa perkantoran, honorarium penjaga malam,bahan dan peralatan kantor (atk,cetak,

penggandaan, surat kabar)

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 115,413,760 12 bulan 126,955,136

2.04.2.04.01.01.01.27 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Tersedianya penyediaan jasa dan administrasi keuangan Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 34,206,425 12 Bulan 37,627,068

2.04.2.04.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-

Rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 bulan 118,437,000 12 bulan 130,280,700

2.04.2.04.01.01.12 Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 55,529,870 APBD

Kabupaten

20 % 1,363,647,218

2.04.2.04.01.01.12.01 Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan perencanaan kinerja SKPD Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 13,826,945 12 Bulan 15,209,640

2.04.2.04.01.01.12.02 Penyusunan

pelaporan

keuangan

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 30,282,725 12 Bulan 33,310,998

2.04.2.04.01.01.12.03 Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Terlaksananya pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 11,420,200 12 Bulan 12,562,220

2.04.2.04.01.01.14 Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 730,204,850 APBD

Kabupaten

20 % 2,166,872,553

2.04.2.04.01.01.14.01 Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

PC4,laptop2, printer5,scaner1,ups5,gps kamera1,meja kursi tamu 1 set, meja kerja3,rak

buku4,almari5, filling kabinet 8, alat pendingin3 unit, kursi susun 10,peningkatan daya listrik.

12 bulan 460,000,000 12 bulan 506,000,000

2.04.2.04.01.01.14.02 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pembayaran listrik,air, telepon,bbm,jasa servis,suku cadang, perawatan gedung. 12 bulan 267,454,850 12 bulan 294,200,335
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2.04.2.04.01.01.14.04 Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

SDM mengikuti diklat non formal 12 bulan 2,750,000 12 bulan 3,025,000

2.04.2.04.01.01.16-P Program

Pengelolaan

Pertanahan

Cakupan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah 80.48 % 2,318,531,000 APBD

Kabupaten

80.77 % 4,584,953,753

2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah

yang Sudah

Dibebaskan oleh

Pemda

Luas aset Pemda bersertifikat Lingkup

Kabupaten

219619 M2 87,759,000 239619 M2 92,147,000

2.04.2.04.01.01.16.09-P Identifikasi dan

inventarisasi

Pertanahan

Jumlah dokumen identifikasi dan inventarisasi Lingkup

Kabupaten

10

Dokumen

110,000,000 10

Dokumen

105,000,000

2.04.2.04.01.01.16.10-P Sertifikasi Tanah

Masyarakat

Luas tanah masyarakat Lingkup

Kabupaten

497

Bidang

355,000,000 499

Bidang

390,000,000

Fasilitasi pemanfaatan tanah desa yang dilaksanakan (lokasi) 6 Lokasi 6 Lokasi 0

2.04.2.04.01.01.16.11-P Penyediaan dan

Pemanfaatan

Tanah Kas Desa

untuk Kepentingan

Umum

Pembayaran tanah desa yang dilaksanakan (obyek sewa) Lingkup

Kabupaten

402 Obyek

sewa

1,641,832,000 406 Obyek

sewa

1,705,815,200

2.04.2.04.01.01.16.12 Penyelesaian

Permasalahan

Pertanahan

Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan 10

Masalah

65,000,000 10

Masalah

65,000,000

2.04.2.04.01.01.16.13 Pengelolaan

Database

Pertanahan

Luas lahan bersertifikat (m2) Lingkup

Kabupaten

472743024

M2

58,940,000 492743024

M2

60,119,000

2.04.2.04.01.01.19 Program

Pengelolaan

Database dan

Sistem Informasi

Pertanahan

Cakupan pengelolaan database dan sistem informasi pertanahan 69.74 % 0 APBD

Kabupaten

77.74 % 4,584,953,753
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JUMLAH PAGU

Rp.
: 2,315,420,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

2.05.2.05.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 108,200,000 APBD

Kabupaten

20 % 104,250,000

2.05.2.05.01.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (ATK, barang cetakan dan bahan

pustaka); alat kebersihan dan bahan pembersih; pembayaran upah tenaga jaga malam dan

kebersihan 1 orang

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 38,420,000 12 bulan 38,420,000

2.05.2.05.01.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 10 orang Lingkup

Kabupaten

12 bulan 29,700,000 12 bulan 29,700,000

2.05.2.05.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi; Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Lingkup

Kabupaten

12 bulan 40,080,000 12 bulan 36,130,000

2.05.2.05.01.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 21.67 % 6,120,000 APBD

Kabupaten

18.89 % 110,140,000

2.05.2.05.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup

Kabupaten

2

dokumen

2,600,000 2

dokumen

2,800,000

2.05.2.05.01.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Laporan keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Lingkup

Kabupaten

2

dokumen

2,200,000 2

dokumen

1,900,000

2.05.2.05.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan Kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, profil kinerja

SKPD dan Penerapan SPIP SKPD

Lingkup

Kabupaten

19

dokumen

1,320,000 19

dokumen

1,190,000

2.05.2.05.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 547,130,000 APBD

Kabupaten

20 % 637,290,000
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2.05.2.05.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya sarpras perkantoran 8 unit 295,290,000 8 unit 237,300,000

2.05.2.05.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya gedung kantor 2 unit 221,840,000 2 unit 239,850,000

Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, komputer

PC, Laptop, Printer, AC.

30 unit 30 unit 0

Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan 12 bulan 0

2.05.2.05.01.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 3 orang 30,000,000 4 orang 50,000,000

2.05.2.05.01.01.26-P Program

Pengelolaan dan

Konservasi

lingkungan hidup

Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup 55.02 % 646,150,000 APBD

Kabupaten

58.24 % 1,449,440,000

2.05.2.05.01.01.26.01-P Pemberdayaan

masyarakat dalam

pengelolaan

lingkungan hidup

Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Lingkup

Kabupaten

160

orang

199,100,000 160

orang

250,250,000

Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi 4 kali 4 kali 0

Keikutsertaan pameren 3 kali 3 kali 0

Pembinaan saka kalpataru 1 paket 1 paket 0

Even lingkungan hidup 7 even 7 even 0

Pengecatan pohon perindang di tepi jalan 1 paket 1 paket 0

2.05.2.05.01.01.26.02-P Peningkatan

konservasi

lingkungan hidup

Pohon perindang jalan Kec

Pengasih,

Kec

Girimulyo,

Lingkup

Kabupaten

150

batang

296,130,000 200

batang

372,200,000

Sumur resapan 20 unit 20 unit 0

Tanaman di daerah tangkapan, sekitar mata air dan sempadan sungai 1000

batang

1000

batang

0

2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan data

dan informasi

lingkungan hidup

Dokumen Profil Kehati 1

dokumen

150,920,000 1

dokumen

189,700,000

Dokumen IKLH 1

dokumen

1

dokumen

0
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Pembuatan film dokumenter pengelolaan sampah 0 paket 0 paket 0

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 1

dokumen

1

dokumen

0

Dokumen Neraca Sumber Daya Alam 0

dokumen

0

dokumen

0

Dokumen Profil Bank Sampah Kulon Progo 1

dokumen

0

dokumen

0

2.05.2.05.01.01.27-P Program

Penaatan dan

Pengendalian

Pencemaran

Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran 63.99 % 1,007,820,000 APBD

Kabupaten

64.04 % 2,511,690,000

2.05.2.05.01.01.27.01-P Pengendalian

pencemaran dan

kerusakan

lingkungan hidup

Pembangunan Taman Merokok Lingkup

Kabupaten

2 unit 553,620,000 2 unit 565,750,000

Sarana dan Prasarana Komposter 30 unit 40 unit 0

Sarana Prasarana Bak Sampah Taman 30 unit 40 unit 0

Biodegester Biogas Limbah Ternak 8 unit 10 unit 0

Biodegester Biogas Limbah Tahu/Tempe 2 unit 2 unit 0

Sarpras pengelolaan persampahan : Bangunan penutup 2 unit 2 unit 0

Sarpras pengelolaan persampahan : Bak sampah 3R 50 unit 50 unit 0

Sarpras pengelolaan persampahan : Mesin Pencacah 2 unit 2 unit 0

Sarpras pengelolaan persampahan : Kendaraan Roda 3 2 unit 2 unit 0

2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan

kebijakan

pengelolaan

lingkungan hidup

Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan Lingkup

Kabupaten

70 unit

usaha

80,000,000 80 unit

usaha

90,000,000

2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan

kasus lingkungan

Hidup

Kasus lingkungan hidup yang ditangani 10 kasus 50,000,000 12 kasus 60,000,000

2.05.2.05.01.01.27.04-P Pengkajian

lingkungan

Kajian timbulan sampah harian permukiman dan non permukiman Kulon Progo Lingkup

Kabupaten

0

dokumen

74,200,000 0

dokumen

76,500,000

Dokumen lingkungan 250

dokumen

250

dokumen

0

2.05.2.05.01.01.27.05-P Pemantauan dan

pemulihan kualitas

lingkungan

Pantauan kualitas air sungai Lingkup

Kabupaten

20 titik,

kali

250,000,000 20 titik,

kali

270,000,000

Pantauan kualitas emisi industri 5 titik 5 titik 0
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Pantauan kualitas udara ambien 10 titik,

kali

10 titik,

kali

0

Pantauan kualitas tanah 15 titik 15 titik 0

Pantauan usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan 40 lokasi 40 lokasi 0

Pengadaan Alat Laboratorium 5 jenis 5 jenis 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JUMLAH PAGU

Rp.
: 1,543,234,900 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

2.06.2.06.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 154,120,000 APBD

Kabupaten

20 % 148,490,000

2.06.2.06.01.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor

(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 88,120,000 12 bulan 82,490,000

2.06.2.06.01.01.01.27-P Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 34,000,000 12 Bulan 34,000,000

2.06.2.06.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Makanan dan minuman untuk rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 32,000,000 12 Bulan 32,000,000

2.06.2.06.01.01.12-P Program

Perencanaan

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 49,000,000 APBD

Kabupaten

20 % 195,700,000

2.06.2.06.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Rencana kerja SKPD dan Perubahan Renja SKPD Lingkup

Kabupaten

2

dokumen

12,542,250 2

dokumen

12,000,000

2.06.2.06.01.01.12.02-P Penyusunan

pelaporan

keuangan SKPD

Laporan keuangan SKPD Lingkup

Kabupaten

14

dokumen

25,112,000 14

dokumen

24,112,000

2.06.2.06.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja bulanan,triwulanan,semesteran, LAKIP, Laporan

Tahunan dan Laporan SPIP

Lingkup

Kabupaten

20

dokumen

11,345,750 20

dokumen

11,098,000

2.06.2.06.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 449,200,000 APBD

Kabupaten

20 % 626,510,000
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2.06.2.06.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Sarana dan prasarana kerja 17 unit 132,000,000 18 unit 130,000,000

2.06.2.06.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya Sarana/Prasarana Kerja (unit) Lingkup

Kabupaten

50 unit 311,200,000 35 unit 294,810,000

2.06.2.06.01.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal Lingkup

Kabupaten

6 orang 6,000,000 6 orang 6,000,000

2.06.2.06.01.01.15-P Program

Pelayanan

Pendaftaran

Penduduk

Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan 100 % 340,949,900 APBD

Kabupaten

100 % 949,270,000

2.06.2.06.01.01.15.33-P Pencatatan dan

penerbitan

Identitas Penduduk

Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Lingkup

Kabupaten

4000

keping

215,800,000 4000

keping

201,510,000

Terbitnya Kartu Tanda Penduduk (DAK) 4000

keping

4000

keping

0

Terbitnya Kartu Keluarga 15500 set 16000

set

0

Terbitnya Kartu Keluarga (DAK) 15500 set 16000

set

0

Terekamnya KTP-el penduduk 6000

orang

6000

orang

0

Terbitnya KIA (DAK) 20000

keping

25000

keping

0

2.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan

penerbitan

Dokumen Pindah

Datang Penduduk

Terbitnya Surat Keterangan Pindah Lingkup

Kabupaten

1000

dokumen

45,250,000 1178

dokumen

45,250,000

Terbitnya Surat Keterangan Datang 1016

dokumen

1258

dokumen

0

Terbitnya Surat Keterangan Pindah (DAK) 980

dokumen

1000

dokumen

0

Terbitnya Surat Keterangan Datang (DAK) 1000

dokumen

1000

dokumen

0

2.06.2.06.01.01.15.36-P Sosialisasi

Kebijakan

Administrasi

Kependudukan

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan sipil Lingkup

Kabupaten

600

orang

49,899,900 600

orang

46,000,000

Terlaksananya publikasi pelayanan administrasi kependudukan 1 kali 1 kali 0

Publikasi melalui media luar ruang 2 paket 2 paket 0
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2.06.2.06.01.01.15.38-P Pendataan

Kependudukan

Tersusunnya laporan pendataan penduduk Lingkup

Kabupaten

1 laporan 30,000,000 1 laporan 30,000,000

2.06.2.06.01.01.16-P Program

Pelayanan

Pencatatan Sipil

Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil 96.08 % 131,730,000 APBD

Kabupaten

96.36 % 1,076,190,000

2.06.2.06.01.01.16.01-P Pencatatan dan

Penerbitan Akta

Kelahiran

Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran Lingkup

Kabupaten

5000

dokumen

52,000,000 5000

dokumen

50,000,000

Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (DAK) 1000

dokumen

1000

dokumen

0

2.06.2.06.01.01.16.02-P Pencatatan dan

Penerbitan Akta

Perkawinan dan

Perceraian

Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan Lingkup

Kabupaten

70

dokumen

30,000,000 70

dokumen

29,000,000

Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian 1

dokumen

1

dokumen

0

Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (DAK) 70

dokumen

70

dokumen

0

Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (DAK) 1

dokumen

1

dokumen

0

2.06.2.06.01.01.16.03 Pencatatan dan

Penerbitan Akta

Kematian dan

Perubahan Status

Anak

Terlaksananya penerbitan Akta Kematian Lingkup

Kabupaten

5000

dokumen

49,730,000 5000

dokumen

47,920,000

Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (DAK) 1000

dokumen

1000

dokumen

0

Terlaksananya penerbitan dokumen perubahan status anak 2

dokumen

2

dokumen

0

2.06.2.06.01.01.17-P Program

Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan

Cakupan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan 100 % 418,235,000 APBD

Kabupaten

100 % 1,482,085,000

2.06.2.06.01.01.17.01-P Pengelolaan

Sarana dan

Prasarana SIAK

Terpeliharanya dan terbangunnya jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan KTP-el Lingkup

Kabupaten

17 unit 100,000,000 17 unit 98,000,000

2.06.2.06.01.01.17.02-P Pengelolaan

dokumen

kependudukan dan

akta catatan sipil

Re-entry dokumen Lingkup

Kabupaten

0 buku 63,000,000 0 buku 60,000,000

Scan dokumen 0 buku 660 buku 0

Jilid dokumen 500 buku 500 buku 0

Re-entry dokumen (DAK) 0 buku 0 buku 0
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Scan dokumen (DAK) 2600

buku

2600

buku

0

Jilid dokumen (DAK) 0 buku 0 buku 0

2.06.2.06.01.01.17.03-P Pengelolaan

database

kependudukan

Tersusunnya Data Agregat Kependudukan Lingkup

Kabupaten

30 buku 36,000,000 30 buku 34,000,000

2.06.2.06.01.01.17.04-P Penyusunan Profil

dan Monitoring

Evaluasi

Kependudukan

Tersusunnya profil kependudukan Lingkup

Kabupaten

1

dokumen

100,510,000 1

dokumen

100,510,000

Tersusunnya laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan 3

dokumen

3

dokumen

0

2.06.2.06.01.01.17.05-P Fasilitasi Inovasi

Pelayanan dan

Pemanfaatan Data

Kependudukan

Terlaksananya penerbitan kajian pelayanan administrasi kependudukan Lingkup

Kabupaten

1

dokumen

49,899,900 1

dokumen

46,000,000

Terlaksananya penerbitan MOU pemanfaatan data 5

dokumen

5

dokumen

0

2.06.2.06.01.01.17.06-P Pengembangan

Aplikasi SIAK

Terlaksananya pengembangan aplikasi Lingkup

Kabupaten

2 aplikasi 68,825,100 3 aplikasi 67,385,000
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

JUMLAH PAGU

Rp.
: 3,828,250,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

2.07.2.07.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 206,980,000 APBD

Kabupaten

20 % 227,690,000

2.07.2.07.01.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Terkelolanya jasa persuratan, ATK, Cetak Penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai

tetap

Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 113,000,000 12 Bulan 124,310,000

2.07.2.07.01.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 29,898,000 12 Bulan 32,890,000

2.07.2.07.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu, serta

konsultasi dan koordinasi di dalam daerah dan keluar daerah

Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 64,082,000 12 Bulan 70,490,000

2.07.2.07.01.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 44,860,000 APBD

Kabupaten

20 % 276,340,000

2.07.2.07.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Renja tahun 2019 dan Renja perubahan 2018 Lingkup

Kabupaten

0 27,860,000 0 30,650,000

2.07.2.07.01.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersedianya capaian kinerja keuangan semester dan akhir tahun Lingkup

Kabupaten

2 Dokumen 8,000,000 2 Dokumen 8,000,000

2.07.2.07.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersedianya pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan

tahunan profil kinerja SKPD dan diterapkannya SPIP SKPD

Lingkup

Kabupaten

2 Dokumen 9,000,000 2 Dokumen 10,000,000

2.07.2.07.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya

manusia OPD

20 % 581,510,000 APBD

Kabupaten

20 % 916,000,000
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2.07.2.07.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Rehab interior ruang kerja 1 Unit 232,270,000 1 Unit 255,490,000

2.07.2.07.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terkelolanya sarana dan prasarana dinas 38 Unit 337,310,000 38 Unit 371,050,000

2.07.2.07.01.01.14.03-P Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

Termotivasinya dan terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat pegawai fungsional 42 Orang 11,930,000 42 Orang 13,120,000

2.07.2.07.01.01.29-P Program

Penguatan

Kelembagaan

dan Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Cakupan penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 58.34 % 626,330,000 APBD

Kabupaten

61.44 % 1,460,880,000

2.07.2.07.01.01.29.01-P Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat dan

pengembangan

TTG

Terfasilitasinya pengembangan kawasan pedesaan Lingkup

Kabupaten

1 Kawasan 64,370,000 1 Kawasan 54,720,000

Penjaringan peserta gelar TTG 1 Kali 1 Kali 0

Terkoordinasinya pendamping desa 5 Kali 5 Kali 0

2.07.2.07.01.01.29.02-P Peningkatan

partisipasi

masyarakat

Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong masyarakat Lingkup

Kabupaten

12 Kali 210,600,000 12 Kali 182,590,000

Tersalurnya bantuan lantainisasi bagi masyarakat miskin 100 Sasaran 100 Sasaran 0

Terlaksananya TNI manunggal membangun desa 3 Kali 3 Kali 0

Terlaksananya karya bhakti TNI 1 Lokasi 1 Lokasi 0

2.07.2.07.01.01.29.03-P Pemberdayaan

Kelembagaan

Masyarakat

Terlatihnya SIP Posyandu Lingkup

Kabupaten

87

Desa/kelurahan

125,040,000 87

Desa/kelurahan

106,280,000

Terbinanya LPMD/K 87

Desa/kelurahan

87

Desa/kelurahan

0

Terbinanya TPPKK Kabupaten 1 Kali 1 Kali 0

Terselenggaranya lomba LPMD Tk Kab 1 Kali 1 Kali 0

Terlaksananya lomba posyandu tingkat kab dan DIY 1 Kali 1 Kali 0

Terselenggaranya Rakor DPD LPMD 4 Kali 4 Kali 0
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Terselenggaranya Temu Karya LPMD 1 Kali 1 Kali 0

Terselenggaranya Rakor DPC LPMD 24 Kali 24 Kali 0

2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan

Pengembangan

Kelembagaan

Ekonomi Desa

Terbinanya kelembagaan pasar desa Lingkup

Kabupaten

36 Pasar 127,420,000 36 Pasar 108,310,000

Terbinanya pengelolaan BUMDes 87 Desa 87 Desa 0

Tersusunnya data profil pasar desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0

Terbinanya UPK eks-PNPM 11 Kecamatan 11 Kecamatan 0

2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data

dan Evaluasi

Pembangunan

Desa

Terevaluasinya tingkat perkembangan desa (lomba desa) 1 Kali 98,900,000 1 Kali 92,980,000

Terdampinginya penyusunan profil desa 44

Desa/kelurahan

44

Desa/kelurahan

0

2.07.2.07.01.01.30-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa 80.26 % 1,707,880,000 APBD

Kabupaten

83.16 % 2,946,750,000

2.07.2.07.01.01.30.01-P Pembinaan

pengelolaan

keuangan desa

Tertibnya pengelolaan keuangan desa Lingkup

Kabupaten

87 Desa 68,160,000 87 Desa 61,350,000

Telatihnya aparatur desa mengelola keuangan desa 87 Orang 87 Orang 0

2.07.2.07.01.01.30.02-P Pembinaan

perencanaan

pembangunan

desa

Terlaksananya bintek perencanaan desa (RPJM Desa dan RKP Desa) Lingkup

Kabupaten

87 Orang 51,390,000 87 Orang 46,250,000

2.07.2.07.01.01.30.03-P Pendampingan

pemilihan Kepala

Desa, Perangkat

Desa dan BPD

Terisinya formasi jabatan kepala desa Lingkup

Kabupaten

0 Orang 1,379,780,000 0 Orang 1,190,570,000

Terisinya formasi jabatan perangkat desa 123 Aparatur 123 Aparatur 0

2.07.2.07.01.01.30.04-P Pembinaan tata

pemerintahan

desa

Terlatihnya aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa Lingkup

Kabupaten

143 Orang 138,760,000 143 Orang 124,880,000

Tersusunya produk hukum tentang desa 4 Produk

hukum

4 Produk

hukum

0

Tersosialisasinya produk hukum tentang desa 2 Kali 2 Kali 0
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2.07.2.07.01.01.30.05-P Pembinaan

pengelolaan aset

desa

Tertibnya pengelolaan aset desa Lingkup

Kabupaten

87 Desa 32,780,000 87 Desa 29,510,000

2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan

administrasi desa

Terbinanya administrasi penyelenggaraan pemerintah desa bagi kepala urusan Lingkup

Kabupaten

87 Desa 37,010,000 87 Desa 33,310,000

Laporan monitoring 1 Dokumen 1 Dokumen 0

2.08.2.07.01.01.26-P Program

Keluarga

Berencana dan

Pembinaan

Keluarga

Indeks Pembinaan Keluarga Berencana 63.87 Nilai 352,690,000 APBD

Kabupaten

64.44 Nilai 3,229,460,000

2.08.2.07.01.01.26.03-P Pembinaan

masyarakat peduli

KB

Terbinanya kelompok masyarakat peduli KB Lingkup

Kabupaten

7 Kelompok 89,190,000 7 Kelompok 71,440,000

Terlaksananya sosialosasi unmet need 3 Kali 3 Kali 0

Terlaksananya lomba institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), KB Lestari dan

Penyuluhan KB

3 Kali 3 Kali 0

2.08.2.07.01.01.26.04-P Peningkatan

pemberdayaan

ekonomi keluarga

Terbinanya kelompok UPPKS dan KAKB Lingkup

Kabupaten

24 Kelompok 88,020,000 24 Kelompok 70,510,000

Termonitornya UPPKS penerima bantuan sosial 100 Kelompok 100 Kelompok 0

Terlaksananya pameran/ekspose produk UPPKS dan KAKB 1 Kali 1 Kali 0

2.08.2.07.01.01.26.05-P Pembinaan

kelompok Bina

Keluarga Sejahtera

(BKS)

Terevaluasinya program KBKS tingkat kabupaten Lingkup

Kabupaten

9 Lomba 69,660,000 9 Lomba 56,000,000

2.08.2.07.01.01.26.06-P Peningkatan

jejaring

kelembagaan

ketahanan

keluarga sejahtera

Terlaksananya pencanangan hari kesatuan gerak PKK-KB-Kes Lingkup

Kabupaten

13 Kali 39,150,000 13 Kali 31,350,000

Terlaksananya pencanangan TNI manunggal KB-Kes 13 13 0

2.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan

KB dan

pengelolaan Alkon

Terkendalinya kualitas pelayanan KB Lingkup

Kabupaten

21 Puskesmas 66,670,000 21 Puskesmas 53,410,000

Terbina dan terlayaninya kepersertaan KB 300 Orang 300 Orang 0

Terkendalinya pengelolaan alkon diklinik KB 21 Puskesmas 21 Puskesmas 0

2.08.2.07.01.01.27-P Program

Advokasi dan

Pengendalian

Penduduk

Indeks Advokasi dan Pengendalian Penduduk 62.07 Nilai 308,000,000 APBD

Kabupaten

63.91 Nilai 3,481,760,000
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2.08.2.07.01.01.27.01-P Advokasi dan KIE

Kependudukan,

KB dan

Pembangunan

Keluarga ( KKBPK

)

Tersosialisasinya dan teradvokasinya program KKBPK dengan metode KIE Lingkup

Kabupaten

3 Kali 173,000,000 3 Kali 138,170,000

Terpromosikannya program KKBPK melalui Harganas 1 Kali 1 Kali 0

2.08.2.07.01.01.27.02-P Pendataan

keluarga

Tersedianya data keluarga sejahtera Lingkup

Kabupaten

1 Dokumen 60,000,000 1 Dokumen 48,060,000

Terlaksananya updating data keluarga sejahtera 1 1 0

2.08.2.07.01.01.27.03-P Pengelolaan SIM

Pengendalian

Penduduk

Tersedianya data dan informasi kependudukan , keluarga berencana dan

pembangunan keluarga (KKBPK)

Lingkup

Kabupaten

12 Dokumen 75,000,000 12 Dokumen 66,070,000
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PERHUBUNGAN

JUMLAH PAGU

Rp.
: 12,723,010,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

2.09.2.09.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 352,000,000 APBD

Kabupaten

20 % 386,100,000

2.09.2.09.01.01.01.26-P Penyediaan Jasa

dan Peralatan

Perkantoran

Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Lingkup

Kabupaten

12 bulan 200,000,000 12 bulan 220,000,000

2.09.2.09.01.01.01.27-P Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 bulan 33,000,000 12 bulan 37,000,000

2.09.2.09.01.01.01.28-P Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 bulan 119,000,000 12 bulan 129,100,000

2.09.2.09.01.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 67.06 % 240,000,000 APBD

Kabupaten

85.91 % 473,100,000

2.09.2.09.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Renja dan Renstra PD Lingkup

Kabupaten

2 dok 20,000,000 3 dok 40,000,000

2.09.2.09.01.01.12.02-P Penyusunan

pelaporan

keuangan

Laporan keuangan Lingkup

Kabupaten

2 dok 200,000,000 2 dok 22,000,000

2.09.2.09.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan, Laporan Tahunan, Profil Kinerja, LKjIP

dan SPIP

Lingkup

Kabupaten

19 dok 20,000,000 19 dok 25,000,000

2.09.2.09.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 4,934,000,000 APBD

Kabupaten

20 % 5,397,100,000
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2.09.2.09.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Peralatan kantor dan perlengkapan kantor Lingkup

Kabupaten

32 unit 500,000,000 40 unit 250,000,000

2.09.2.09.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

kendaraan dinas, aset bangunan gedung kantor, rekening PJU, peralatan dan perlengkapan

kantor

Lingkup

Kabupaten

58 unit 4,400,000,000 62 unit 4,600,000,000

2.09.2.09.01.01.14.03-P Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

Pegawai fungsional Lingkup

Kabupaten

6 orang 7,000,000 7 orang 9,000,000

2.09.2.09.01.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Peningkatan Kapasitas Pegawai Lingkup

Kabupaten

3 kali 27,000,000 3 kali 30,000,000

2.09.2.09.01.01.14.07-P Pengadaan

Pakaian Dinas

Harian (PDH)

Seragam PDH 0 0 80 35,000,000

2.09.2.09.01.01.14.08-P Pengadaan

Pakaian Dinas

Harian Batik ASN

Pakaian Batik 0 stel 0 0 stel 0

2.09.2.09.01.01.26-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Sarana Prasarana

Perhubungan

Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan 77.39 % 2,199,340,000 APBD

Kabupaten

80.64 % 7,515,330,000

2.09.2.09.01.01.26.01-P Pengelolaan

Terminal

Terminal Kec Temon,

Kec Galur,

Kec

Sentolo,

Kec

Kalibawang,

Kec

Nanggulan

5 Unit 194,840,000 5 Unit 195,000,000

2.09.2.09.01.01.26.02-P Pemeliharaan

Terminal

Fasilitas utama dan pendukung Terminal Kec Temon,

Kec

Kalibawang,

Kec

Nanggulan,

Lingkup

Kabupaten

5 unit 209,000,000 5 unit 240,000,000

2.09.2.09.01.01.26.03-P Pengelolaan

Perparkiran

Kendaraan parkir Lingkup

Kabupaten

270000

kendaraan

370,000,000 280000

kendaraan

400,000,000

2.09.2.09.01.01.26.05-P Pengadaan dan

Pemeliharaan

Sarana Prasarana

PKB

Peralatan Pengujian Kendaraan Lingkup

Kabupaten

11 unit 346,500,000 12 unit 320,990,000

Alat uji dan alat pendukung baru 1 unit 1 unit 0
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2.09.2.09.01.01.26.06-P Pembinaan dan

Pengawasan

Angkutan

Data load factor angkutan darat Lingkup

Kabupaten

1 dok 170,000,000 1 dok 177,340,000

Penyuluhan operator angkutan umum 3 kali 3 kali 0

analisa pemanfaatan terminal 1 dok 1 dok 0

2.09.2.09.01.01.26.07-P Penyelenggaraan

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Terujinya kendaraan bermotor wajib uji Lingkup

Kabupaten

7800

kbwu

409,000,000 8100

kbwu

429,900,000

2.09.2.09.01.01.26.09-P Analisis

Pemanfaatan

Terminal

Data angkutan dan penumpang, potensi pendapatan, dan sarana prasarana utama/

pendukung terminal

Lingkup

Kabupaten

0 doku 0 0 doku 0

2.09.2.09.01.01.26.10-P Kajian Prasarana

Perhubungan

Kajian Jaringan Trayek 1 dok 350,000,000 0 dok 250,000,000

Kajian Angkutan 0 dok 1 dok 0

Potensi parkir 1 dok 0 dok 0

2.09.2.09.01.01.26.11-P Pembangunan

Terminal/Halte

Halte 4 unit 150,000,000 5 unit 105,000,000

DED 1 dok 0 dok 0

Pengadaan Tanah 0 LS 0 LS 0

Terminal Samigaluh 0 unit 0 unit 0

2.09.2.09.01.01.27-P Program

Peningkatan

Tertib Lalu Lintas

Jalan

Cakupan tertib lalu lintas jalan 47.69 % 4,997,670,000 APBD

Kabupaten

52.43 % 12,406,830,230

2.09.2.09.01.01.27.01-P Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

lintas

Operasional LLAJ Lingkup

Kabupaten

60 kali 358,000,000 60 kali 369,700,000

Yustisi LLAJ 30 kali 30 kali 0

Pemel timbangan portable 1 kali 1 kali 0

Pengendalian Hari Besar 3 kali 3 kali 0

Car Free Day 40 kali 40 kali 0

2.09.2.09.01.01.27.02-P Peningkatan

Keselamatan LLAJ

Koordinasi permasalahan LLAJ Kec Wates,

Lingkup

Kabupaten

1 dok 336,000,000 1 dok 374,800,000

Wahana Tata Nugraha 1 dok 1 dok 0
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Saksi ahli 1 dok 1 dok 0

Sosialisasi etika lalu lintas 3 kali 3 kali 0

Pengaturan persimpangan sebidang 12 bulan 12 bulan 0

2.09.2.09.01.01.27.03-P Pemeliharaan

fasilitas lalu lintas

angkutan jalan

Terpeliharanya APILL Lingkup

Kabupaten

8 lokasi 341,000,000 8 lokasi 362,400,000

Warning lamp 2 lokasi 2 lokasi 0

Rambu dan RPPJ 500 unit 500 unit 0

Marka 0 unit 0 unit 0

Guard raill 0 m 0 m 0

Cermin tikungan 4 unit 4 unit 0

2.09.2.09.01.01.27.04-P Pemeliharaan

Rutin LPJU

Terpeliharanya LPJU Lingkup

Kabupaten

2000 unit 450,000,000 2200 unit 450,000,000

2.09.2.09.01.01.27.05-P Pembangunan

Perlengkapan

Jalan

Terbangunnya perlengkapan jalan APILL Lingkup

Kabupaten

0 lokasi 900,000,000 0 lokasi 829,600,230

Guardraill 200 m 200 m 0

rambu dan RPPJ 40 unit 30 unit 0

cermin tikungan 15 unit 10 unit 0

marka 0 m 0 m 0

paku marka reflektor 100 unit 50 unit 0

2.09.2.09.01.01.27.06-P Pembangunan

LPJU

LPJU Lingkup

Kabupaten

200 titik 1,992,670,000 180 titik 2,090,000,000

PJU Desa 50 titik 50 titik 0

2.09.2.09.01.01.27.07-P Database dan

Analisa Kebutuhan

LPJ

Kajian database PJU Lingkup

Kabupaten

0

dokumen

0 0

dokumen

0

2.09.2.09.01.01.27.08-P Peningkatan

Manajemen Lalu

Lintas

Evaluasi Andalalin 1

dokumen

200,000,000 1

dokumen

255,000,000

Survey Lalu lintas 1

dokumen

1

dokumen

0

2.09.2.09.01.01.27.09-P Pengelolaan

Database

Perhubungan

Terkelolanya basis data Perhubungan 1 dok 70,000,000 1 dok 40,000,000
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ATCS 0 titik 1 titik 0

2.09.2.09.01.01.27.10-P Perencanaan Lalu

Lintas

Rencana Induk Transportasi 1 dok 350,000,000 0 dok 120,000,000

Kajian analisa simpang 0 dok 1 dok 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

JUMLAH PAGU

Rp.
: 3,879,843,483 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

2.10.2.10.01.01.01 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 274,359,153 APBD

Kabupaten

20 % 317,359,153

2.10.2.10.01.01.01.26 Penyediaan Jasa

dan Peralatan

Perkantoran

Jasa dan peralatan perkantoran ,penggandaan,Petugas kebersihan,dan penjaga malam

,petugas Front Office layanan informasi dan aduan dari Sopir

Kec

Wates

12 bulan 119,784,313 12 bulan 144,184,313

2.10.2.10.01.01.01.27 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan 28,400,000 12 bulan 32,000,000

2.10.2.10.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Makanan dan minuman rapat,biaya koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 bulan 126,174,840 12 bulan 141,174,840

2.10.2.10.01.01.12 Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 61,724,330 APBD

Kabupaten

20 % 390,020,233

2.10.2.10.01.01.12.01 Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Renja Lingkup

Kabupaten

10 buku 31,224,330 10 buku 37,661,080

2.10.2.10.01.01.12.02 Penyusunan

pelaporan

keuangan

Laporan Keuangan SKPD Lingkup

Kabupaten

1

dokumen

12,500,000 1

dokumen

15,000,000

2.10.2.10.01.01.12.03 Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan Pengendalian Triwulan,laporan Triwulan,Laporan tahunan,profil Kinerja dan LAKIP Lingkup

Kabupaten

18

dokumen

18,000,000 18

dokumen

20,000,000

2.10.2.10.01.01.14 Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 439,000,000 APBD

Kabupaten

20 % 1,054,020,233
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2.10.2.10.01.01.14.01 Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pengadaan barang berdasarkan skala prioritas kebutuhan OPD meliputi :5 komputer ,2 printer,1

set meja kursi tamu,2 lap top,1 unit weriless,2 jam dinding,1 papan white board,1 papan

pengumuman berkaki ,1 jenset,2 LCDda. 2 unit sepeda motor.

Lingkup

Kabupaten

11 jenis 250,000,000 11 jenis 450,000,000

2.10.2.10.01.01.14.02 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pembayaran Listrik,telepon,air dan pemeliharaan sarana prasarana kerja kantor serta

pemeliharaan gedung

12 bulan 145,000,000 12 bulan 161,000,000

2.10.2.10.01.01.14.03 Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

Pegawai JFT/Fungsional 5 orang 10,000,000 5 orang 15,000,000

2.10.2.10.01.01.14.04 Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Diklat barang dan jasa ,Bimtek regulasi kominfo dan diklat Non formal 6 kali 34,000,000 6 kali 38,000,000

2.10.2.10.01.01.19-P Program

Pengembangan

Aplikasi

Informatika

Indeks pengembangan e-Gov 69.49 % 2,422,350,000 APBD

Kabupaten

83.1 % 3,387,950,233

2.10.2.10.01.01.19.01-P Pengawasan dan

pengendalian

sarana dan

prasarana

komunikasi

Menara Telekomunikasi Lingkup

Kabupaten

97

Menara

187,500,000 97

Menara

187,500,000

2.10.2.10.01.01.19.06-P Pengelolaan

Jaringan Komputer

, Server dan

Koneksi Internet

Terkelolanya ruang server layanan koneksi internet untuk 42 SKPD dan 3 ruang publik

pengelolaan koneksi antar SKPD ( local Loop )

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 2,081,484,800 12 bulan 1,993,064,800

2.10.2.10.01.01.19.07-P Penyelenggaraan

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

Secara Elektronik

Terselenggaranya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Lingkup

Kabupaten

12 bulan 92,168,300 12 bulan 92,168,300

2.10.2.10.01.01.19.08-P Pengelolaan

Situs-situs web

resmi Pemerintah

Kabupaten

Terkelolanya Situs wwww.kulonprgokab.go.id Lingkup

Kabupaten

12 bulan 33,000,000 12 bulan 33,000,000

2.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan

Aplikasi Sistem

Informasi

Manajemen

Pemerintah

Kabupaten

Terkelolanya aplikasi-aplikasi sistem informasi Pemerintah kabupaten Kulon Progo 29 jenis Lingkup

Kabupaten

12 bulan 28,196,900 12 bulan 28,196,900

2.14.2.10.01.01.15 Program

Pengembangan

Komunikasi

Media Massa dan

Data/ Informasi/

Statistik

Indeks Pengembangan komunikasi media massa dan Data/Informasi/Statistik 68.25 % 650,700,000 APBD

Kabupaten

77.78 % 4,014,900,233
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2.14.2.10.01.01.15.12-P Penyusunan data

statistik daerah

Dokumen laporan forum data CBDIS buku PDRB,pengelolaan portal satu data analisis

PDRB,analisis ekonomi makro,DDA

Lingkup

Kabupaten

6

dokumen

106,000,000 6

dokumen

106,000,000

2.14.2.10.01.01.15.13-P Penyusunan

database daerah

Data base daerah yang akurat Lingkup

Kabupaten

1

dokumen

110,453,100 1

dokumen

110,453,100

2.14.2.10.01.01.15.14-P Pembinaan

Kelompok

Informasi

Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat Lingkup

Kabupaten

10

kelompok

36,207,000 10

kelompok

35,207,000

2.14.2.10.01.01.15.15-P Pengumpulan,

Pengolahan, dan

Pengelolaan

Informasi

Laporan informasi dan pengaduan masyarakat Lingkup

Kabupaten

0 PPID

Pembantu

95,505,300 0 PPID

Pembantu

95,505,300

2.14.2.10.01.01.15.16-P Penyelenggaraan

Media Center

Kulon Progo

Terpublikasinya kegiatan Pemerintah Daerah melalui siaran Televisi ,iklan adventorial siaran

radio ,press tour dan pameran pembangunan

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 282,613,100 12 bulan 259,863,100

2.14.2.10.01.01.15.17-P Penyelenggaraan

Pertunjukan

Rakyat

Pertunjukan rakyat 1 kali 19,921,500 1 kali 19,921,500

2.15.2.10.01.01.14 Program

Pengelolaan

Persandian

Capaian pengelolaan persandian 36.56 % 31,710,000 APBD

Kabupaten

44.46 % 4,045,460,233

2.15.2.10.01.01.14.01-P Pengelolaan

Persandian

Terkelolanya jaring komunikasi internal Pemkab (JKS) (Jaringan Telephon dan Radio ) 2

jjenis,Forkomsanda 1 kali pengamanan sinyal frekuensi 21 ruang

Lingkup

Kabupaten

3 Jenis 31,710,000 3 Jenis 30,560,000
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

JUMLAH PAGU

Rp.
: 730,360,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2020
KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

2.11.2.11.01.01.01-P Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 114,410,000 APBD

Kabupaten

20 % 125,860,000

2.11.2.11.01.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan

kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 41,800,000 12 bulan 45,990,000

2.11.2.11.01.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 bulan 18,700,000 12 bulan 20,570,000

2.11.2.11.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Jamuan rapat dan tamu, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah Lingkup

Kabupaten

12 bulan 53,910,000 12 bulan 59,300,000

2.11.2.11.01.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 17,600,000 APBD

Kabupaten

20 % 145,220,000

2.11.2.11.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Renja kerja Lingkup

Kabupaten

1

dokumen

2,200,000 1

dokumen

2,420,000

Review renstra 1

dokumen

0

dokumen

0

2.11.2.11.01.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Laporan capaian kinerja keuangan semester, laporan keuangan Lingkup

Kabupaten

2

dokumen

5,500,000 2

dokumen

6,050,000

2.11.2.11.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKIP, laporan tahunan dan profil

kinerja OPD dan penerapan SPIP OPD

Lingkup

Kabupaten

19

dokumen

9,900,000 19

dokumen

10,890,000

2.11.2.11.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

Cakupan peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 326,260,000 APBD

Kabupaten

20 % 403,640,000
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OPD

2.11.2.11.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Lingkup

Kabupaten

1 unit 180,730,000 1 unit 98,330,000

2.11.2.11.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pembayaran perpanjangan STNK, listrik, air dan telepon Lingkup

Kabupaten

12 bulan 145,530,000 12 bulan 160,090,000

Tersedianya peralatan kantor, barang penerangan listrik dan peralatan kebersihan 12 bulan 12 bulan 0

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 43 unit 44 unit 0

2.11.2.11.01.01.24-P Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

dan Pengawasan

KUMKM

Indeks kualitas kelembagaan KUMKM 53.33

Nilai

105,650,000 APBD

Kabupaten

53.48

Nilai

498,839,000

2.11.2.11.01.01.24.04 Penilaian

kesehatan

koperasi

Penilaian Kesehatan KSP/USP Lingkup

Kabupaten

200 24,050,000 200 21,673,000

2.11.2.11.01.01.24.07-P Peningkatan

pemasyarakatan

perkoperasian

Lomba tangkas trampil perkoperasian Lingkup

Kabupaten

120

siswa

41,150,000 80 siswa 37,080,000

Sarasehan 100

orang

25 orang 0

Diklat perkoperasian 30 orang 25 orang 0

Sosialisasi perkoperasian untuk pokmas 30 25 0

Sosialisasi perkoperasian kopsis 30 25 0

Sosialisasi perkoperasian kop/pedagang pasar 30 0 0

2.11.2.11.01.01.24.08-P Penyusunan data

KUMKM

Database KUMKM Lingkup

Kabupaten

4

dokumen

14,180,000 4

dokumen

12,779,000

Profil KUMKM 75

KUMKM

75

KUMKM

0

Up dating web 4 kali 4 kali 0

2.11.2.11.01.01.24.09-P Pelayanan

legalitas dan

kualitas

kelembagaan

koperasi

Perijinan akta pendirian Lingkup

Kabupaten

5

koperasi

26,270,000 5

koperasi

23,667,000

Perubahan AD 2

koperasi

3

koperasi

0
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Revitalisasi/pembubaran koperasi 32

koperasi

0

koperasi

0

Pendirian koperasi sekunder Tomira 1

koperasi

0

koperasi

0

Penyelesaian koperasi pasif 0

koperasi

0

koperasi

0

2.11.2.11.01.01.25-P Program

Peningkatan

Pemberdayaan

KUMKM

Cakupan pemberdayaan KUMKM 34.03 % 122,030,000 APBD

Kabupaten

34.07 % 608,785,000

2.11.2.11.01.01.25.01-P Peningkatan

legalitas produk

KUMKM

Pendaftaran HKI Lingkup

Kabupaten

11 UMKM 18,760,000 10

UMKM

16,905,000

Sosialisasi HKI 25 UMKM 25

UMKM

0

2.11.2.11.01.01.25.02-P Pengembangan

usaha KUMKM

Bintek pengembangan bisnis Lingkup

Kabupaten

50 UMKM 53,390,000 50

UMKM

48,104,000

Pelatihan usaha 10 UMKM 10

UMKM

0

Bintek peningkatan kualitas produk UMKM (pemasok Tomira) 25 25 0

Pengembangan layanan usaha terpadu UMKM 1 1 0

2.11.2.11.01.01.25.03-P Pelatihan

Organisasi,

manajemen,

usaha dan

keuangan KUMKM

Diklat akutansi Lingkup

Kabupaten

30

koperasi

49,880,000 30

koperasi

44,937,000

Pelatihan kewirausahaan 30 UMKM 30

UMKM

0

Diklat auditing 30 UMKM 30

UMKM

0

2.11.2.11.01.01.26-P Program

Pengembangan

Permodalan

KUMKM

Indeks permodalan KUMKM 49.51

Nilai

44,410,000 APBD

Kabupaten

50.96

Nilai

648,801,000

2.11.2.11.01.01.26.01-P Peningkatan

kesehatan

Koperasi

KSP/USP

Pendampingan pengelolaan koperasi KSP/USP Lingkup

Kabupaten

25

koperasi

8,330,000 20

koperasi

7,507,000

Bintek KSP/USP kulopn progo 25

koperasi

25

koperasi

0

2.11.2.11.01.01.26.02-P Peningkatan dan

pengembangan

jaringan kerjasama

usaha KUMKM

Sosialisasi/koordinasi kemitraan dengan perbankan/BUMN/BUMD Lingkup

Kabupaten

30 UMKM 17,080,000 30

UMKM

15,390,000
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2.11.2.11.01.01.26.03-P Pemantauan

pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah bagi

KUMKM

Pendampingan/pemantauan bantuan yang diberikan kepada warga miskin produktif Lingkup

Kabupaten

80 UMKM 19,000,000 80

UMKM

17,119,000

Pemantauan pengelolaan dan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM 30 UMKM 0 UMKM 0

Pemantauan penyaluran modal bagi KUMKM 25 UMKM 0 UMKM 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JUMLAH PAGU

Rp.
: 1,494,751,792 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

2.12.2.12.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 242,653,978 APBD

Kabupaten

20 % 266,819,375

2.12.2.12.01.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Persuratan, jasa pegawai tidak tetap, peralatan kantor, ATK, cetak, penggandaan dan bahan

pustaka

Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 112,248,098 12 Bulan 123,472,907

2.12.2.12.01.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 28,254,820 12 Bulan 31,080,302

2.12.2.12.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 102,151,060 12 Bulan 112,266,166

2.12.2.12.01.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 16,776,650 APBD

Kabupaten

20 % 285,273,691

2.12.2.12.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 3,718,550 12 Bulan 4,090,405

2.12.2.12.01.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Dokumen laporan kinerja keuangan Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 6,251,575 12 Bulan 6,876,733

2.12.2.12.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKjiP, laporan

tahunan, dan profil kinerja SKPD

Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 6,806,525 12 Bulan 7,487,178

2.12.2.12.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 405,171,140 APBD

Kabupaten

20 % 730,961,945
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2.12.2.12.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran selama 1 tahun 12 Bulan 197,629,300 12 Bulan 217,392,230

2.12.2.12.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya peralatan perkantoran selama 1 tahun, pembayaran rekening listrik, air dan

telepon

12 Bulan 189,226,840 12 Bulan 208,149,524

2.12.2.12.01.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Diklat untuk karyawan/karyawati OPD 12 Bulan 18,315,000 12 Bulan 20,146,500

2.12.2.12.01.01.32-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Perijinan

Indeks peningkatan pelayanan perijinan 100 Nilai 350,013,080 APBD

Kabupaten

100 Nilai 1,115,975,233

2.12.2.12.01.01.32.05-P Survey perizinan Penelitian lapangan dan rekomendasi hasil survey Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 159,127,100 12 Bulan 175,039,810

2.12.2.12.01.01.32.10-P Penanganan

aduan masyarakat

dan advokasi

Teraselesaikannya aduan Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 27,500,000 12 Bulan 30,250,000

2.12.2.12.01.01.32.11-P Pelayanan

administrasi

perizinan

Terbitnya izin Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 163,385,980 12 Bulan 179,723,478

2.12.2.12.01.01.53-P Program

Pemantauan dan

Pengawasan

Investasi

Indeks pemantauan dan pengawasan investasi 84.38

Nilai

105,222,975 APBD

Kabupaten

84.54

Nilai

1,231,720,506

2.12.2.12.01.01.53.01-P Pemeliharaan dan

pengembangan

Sistem Informasi

Penanaman Modal

dan Perizinan

Database penanaman modal dan perizinan, sistem informasi penanaman modal dan perizinan Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 59,399,725 12 Bulan 65,339,698

2.12.2.12.01.01.53.02-P Pemantauan dan

pengawasan

pelaksanaan

penanaman modal

dan perizinan

Terpantau dan rerawasinya penanaman modal dan perizinan Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 45,823,250 12 Bulan 50,405,575

2.12.2.12.01.01.54-P Program

Pelayanan

Investasi

Indeks realisasi investasi 70.33

Nilai

374,913,969 APBD

Kabupaten

71.15

Nilai

1,639,725,851

2.12.2.12.01.01.54.01-P Pelayanan

penanaman modal

Pelayanan penanaman modal Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 96,862,486 12 Bulan 102,148,714

2.12.2.12.01.01.54.02-P Pengembangan

penanaman modal

Database pengembangan infrastruktur Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 32,594,183 12 Bulan 35,853,601

2.12.2.12.01.01.54.03-P Penyelenggaraan

promosi

penanaman modal

Promosi investasi dan bahan promosi investasi Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 245,457,300 12 Bulan 270,003,030
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS KEBUDAYAAN

JUMLAH PAGU

Rp.
: 2,910,221,700 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

2.16.2.16.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 213,630,900 APBD

Kabupaten

20 % 235,008,500

2.16.2.16.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan

peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran berupa jasa persuratan, alat tulis kantor, barang

cetakan/penggandaan kantor dan bahan pustaka, dan terbayarnya upah tenaga kerja

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 103,668,800 12 bulan 114,050,000

2.16.2.16.01.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terkelolanya keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 bulan 27,499,500 12 bulan 30,249,500

2.16.2.16.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi dan

koordinasi

Tersedianya jamuan rapat dan jamuan tamu, konsultasi dan koordinasi keluar daerah dan

dalam daerah

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 82,462,600 12 bulan 90,709,000

2.16.2.16.01.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Kerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 30,799,500 APBD

Kabupaten

20 % 268,888,000

2.16.2.16.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan kinerja

SKPD

Tersusunnya rencana kerja dan perubahan rencana kerja SKPD Lingkup

Kabupaten

2

dokumen

9,900,000 2

dokumen

10,890,000

2.16.2.16.01.01.12.02-P Penyusunan laporan

keuangan

Tersusunnya laporan kinerja keuangan semesteran SKPD Lingkup

Kabupaten

2

dokumen

7,700,000 2

dokumen

8,470,000

2.16.2.16.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi, dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran, LKJIP, laporan tahunan Lingkup

Kabupaten

20

dokumen

13,199,500 20

dokumen

14,519,500

2.16.2.16.01.01.12.04-P Profil dan Data

Kebudayaan

Tersusunnya database kebudayaan se Kabupaten Kulon Progo Lingkup

Kabupaten

0

dokumen

0 0

dokumen

0

2.16.2.16.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan Kualitas

Sumber Daya

Manusia OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 1,326,661,300 APBD

Kabupaten

20 % 1,681,965,500
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2.16.2.16.01.01.14.01-P Pengadaaan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Pengadaan kendaraan bermotor, alat kantor, alat rumah tangga, komputer, dan alat rumah

tangga lainnya

Lingkup

Kabupaten

10 unit 325,000,000 12 unit 350,000,000

2.16.2.16.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pembayaran telepon, air, listrik, terpeliharanya 3 unit gedung dan halaman, kendaraan dinas,

AC, komputer/laptop dan printer, mesin ketik, gamelan, LCD, meubelair, belanja alat listrik dan

elektronik, peralatan kebersihan, belanja BBM dan pelumas

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 989,161,300 12 bulan 1,048,077,500

2.16.2.16.01.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Meningkatnya pengetahuan SDM peserta diklat / bimtek / kursus Lingkup

Kabupaten

5 orang 12,500,000 5 orang 15,000,000

2.16.2.16.01.01.15-P Program

Pengembangan

Seni Adat dan

Tradisi

Capaian pengembangan seni Adat dan Tradisi 77.9 % 200,170,000 APBD

Kabupaten

78.88 % 1,874,835,500

2.16.2.16.01.01.15.18-P Pengembangan seni

rupa dan film

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap seni drawing dan film Indie Lingkup

Kabupaten

1 event 100,170,000 1 event 100,000,000

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap seni batik 1 event 0 event 0

Fasilitasi sekolah "nggambar" 0 kali 0 kali 0

Terselenggaranya Festival film Indie 0 event 0 event 0

Terwujudnya pengembangan seni instalasi 0 orang 0 orang 0

2.16.2.16.01.01.15.20-P Pelestarian dan

pengembangan adat

dan tradisi

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai tradisi Lingkup

Kabupaten

1 event 100,000,000 1 event 92,870,000

Tersusunnya buku makna simbolik upacara adat "Kembul Sewu Dulur" Bendung Kayangan

Girimulyo

1 buah 0 buah 0

Fasilitasi koordinator seni, budaya, adat dan tradisi kecamatan 12 orang 12 orang 0

Tersusunnya buku makna simbolik upacara adat bersih dusun dan luaran di Tuksono 0

dokumen

0

dokumen

0

2.16.2.16.01.01.16-P Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Capaian pengelolaan kekayaan budaya 72.51 % 950,190,000 APBD

Kabupaten

73.67 % 2,790,345,500

2.16.2.16.01.01.16.23-P Penyuluhan dan

penyebarluasan

informasi

kepurbakalaan/cagar

budaya/warisan

budaya

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang cagar budaya Lingkup

Kabupaten

1 event 105,000,000 1 event 120,000,000

Terlestarikannya 20 cagar budaya 0 unit 0 unit 0

Terdokumentasikannya cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo 0 buku 0 buku 0

2.16.2.16.01.01.16.25-P Revitalisasi kearifan

budaya lokal

Peningkatan pemahaman pemuda terhadap budi pekerti Lingkup

Kabupaten

1 event 45,000,000 1 event 70,000,000
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2.16.2.16.01.01.16.26-P Pelestarian,

pemberdayaan dan

promosi budaya

Terselenggaranya Sermo Art Festival Lingkup

Kabupaten

1 event 800,190,000 1 event 725,510,000

Terselenggaranya Pesona Budaya di TMII 0 event 0 event 0

2.16.2.16.01.01.17-P Pengembangan

Sejarah, Bahasa

dan Sastra

Capaian pengembangan Sejarah Bahasa dan Sastra 95.24 % 188,770,000 APBD

Kabupaten

100 % 2,972,231,500

2.16.2.16.01.01.17.01-P Pengembangan

Bahasa dan Sastra

Workshop literasi Lingkup

Kabupaten

1 event 95,000,000 1 event 95,000,000

Penyusunan modul huruf jawa 0

dokumen

0

dokumen

0

Terselenggaranya lomba puisi, cerkak dan geguritan 0 event 0 event 0

Terselenggaranya Seleksi Kulon Progo Idol dan Festival Karawitan Remaja 0 event 0 event 0

2.16.2.16.01.01.17.02-P Pengembangan

Kesejarahan

Tersusunnya sejarah Desa Salamrejo, Sentolo Lingkup

Kabupaten

1

dokumen

93,770,000 1

dokumen

86,886,000

Tersusunnya buku jejak langkah TB Simatupang di Kulon Progo 1

dokumen

0

dokumen

0

Tersusunnya kitab / jamus Kalimosodo 0

dokumen

0

dokumen

0

Tersusunnya Buku Sejarah Kota Wates 0

dokumen

0

dokumen

0

Tersusunnya biografi Ki Widi 0 buku 0 buku 0

Tersusunnya prototipe arsitektur rumah tinggal, kantor, ruang usaha, outdoor visual Kulon

Progo

0

dokumen

0

dokumen

0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

JUMLAH PAGU

Rp.
: 9,204,441,676 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

2.17.2.17.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 615,267,820 APBD

Kabupaten

20 % 707,152,993

2.17.2.17.01.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa administrasi (persuratan) dan peralatan perkantoran (ATK, barang

cetakan, bahan pustaka), jasa PTT

Lingkup

Kabupaten

20 bulan 563,036,220 20 bulan 647,086,700

2.17.2.17.01.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

20 bulan 16,011,400 20 bulan 18,413,000

2.17.2.17.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Tersedianya makan minum rapat Lingkup

Kabupaten

20 bulan 36,220,200 20 bulan 41,653,293

2.17.2.17.01.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 47,584,975 APBD

Kabupaten

20 % 861,811,744

2.17.2.17.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD, Tersusunya restra SKPD Lingkup

Kabupaten

20 dokumen 9,725,575 20 dokumen 111,084,551

0 0 0

2.17.2.17.01.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunya laporan capaian kinerja keuangan semester SKP Lingkup

Kabupaten

20 dokumen 34,409,700 20 dokumen 3,967,100

2.17.2.17.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi, dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, LKijP, laporan, laporan tahunan , laporan profil

kinerja SKPD

Lingkup

Kabupaten

20 dokumen 3,449,700 20 dokumen 39,607,100

2.17.2.17.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia

OPD

20 % 8,007,358,881 APBD

Kabupaten

20 % 1,423,926,139
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2.17.2.17.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan (rolling shelving 54 doble

mobile, scaner, laptop, AC 2 PK, AC 1 PK, kamera, rak koleksi buku, rak koran, rak

display majalah

Lingkup

Kabupaten

20 unit 7,607,358,881 20 unit 118,114,395

2.17.2.17.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana kantor (alat listrik dan elektronik, telepon, air, Iistrik,

jasa KIR perbaikan kursi dan almari kantor, pemeliharaan jaringan SIKS( sistim informasi

Kerasipan statis0

Lingkup

Kabupaten

20 bulan 360,000,000 20 bulan 400,000,000

2.17.2.17.01.01.14.03-P Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai fungsional lewat angka kredit Lingkup

Kabupaten

20 orang 20,000,000 20 orang 22,000,000

2.17.2.17.01.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Terkirimnya peserta Diklat pegawai kantor perpustakaan/arsip 20 orang 20,000,000 20 orang 22,000,000

2.17.2.17.01.01.21-P Program

Pengembangan

Budaya Baca

Prosentase Peningkatan Layanan Perpustakaan 48.39 % 306,410,000 APBD

Kabupaten

49.01 % 1,726,646,139

2.17.2.17.01.01.21.08-P Pemasyarakatan

dan

pengembangan

minat baca

Lomba bercerita bagi siswa SD/MI Lingkup

Kabupaten

1 kali 123,176,820 1 kali 113,308,096

Pelayanan Book Loan 10 titik 10 titik 0

Jumlah lokasi terlayani perpustakaan keliling 90 titik 90 titik 0

Pelayanan masyarakat pengguna perpustakaan Se-Kabupaten Kulon Progo 0 pengunjung 0 pengunjung 0

Bedah buku 1 kali 1 kali 0

Pameran koleksi perpustakaan 1 kali 1 kali 0

Pameran/ bursa buku 3 kali 3 kali 0

Terlaksananya penerbitan majalah perpustakaan "Transformasi" 2 edisi terbitan 2 kali 2 kali 0

2.17.2.17.01.01.21.09-P Pembinaan dan

pengembangan

perpustakaan

Terwujudnya jalinan komunikasi perpustakaan umum melalui forum komunikasi Lingkup

Kabupaten

1 kali 49,944,830 1 kali 49,343,360

Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah 1 kali 1 kali 0

Akreditasi perpustakaan desa dan sekolah 2

perpustakaan

2

perpustakaan

0

2.17.2.17.01.01.21.11-P Pelestarian dan

layanan sistem

otomasi bahan

pustaka

Perawatan dan pemeliharaan bahan pustaka Lingkup

Kabupaten

750

eksemplar

16,331,653 750

eksemplar

16,134,976

Pengolahan sarana sistem otomasi perpustakaan dan terinputnya koleksi bahan pustaka

dalam data base

2200

eksemplar

2200

eksemplar

0
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2.17.2.17.01.01.21.18-P Penyediaan dan

pengelolaan bahan

pustaka

Penambahan buku koleksi bahan pustaka fiksi dan non fiksi untuk layanan perpustakaan Lingkup

Kabupaten

2200

eksemplar

116,956,697 2200

eksemplar

123,933,568

2.18.2.17.01.01.23-P Program

Peningkatan

Pengelolaan

Kearsipan

Capaian pengelolaan kearsipan 67.94 % 227,820,000 APBD

Kabupaten

84.16 % 1,948,746,139

2.18.2.17.01.01.23.03-P Pengembangan

sistem

administrasi

kearsipan

Tersusunnya Perbup. tentang JRA Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 38,850,000 1 dokumen 36,700,000

2.18.2.17.01.01.23.04-P Akuisisi

Pengelolaan arsip

statis

Penilaian dan penyusutan arsip Lingkup

Kabupaten

1 SKPD 61,490,000 1 SKPD 62,000,000

Terlaksananya perawatan arsip statis daerah 6200 lembar 6200 lembar 0

2.18.2.17.01.01.23.05-P Pembinaan dan

Pengembangan

sistem Kearsipan

Fasilitasi petugas kearsipan Lingkup

Kabupaten

153 orang 38,850,000 153 orang 36,700,000

Terlaksananya bimtek kearsipan 153 orang 153 orang 0

Terlaksananya koordinasi/ konsultasi kearsipan 153 orang 153 orang 0

Terselenggaranya forum masyarakat kearsipan Se-DIY 1 kali 1 kali 0

2.18.2.17.01.01.23.06-P Pendokumentasian

Kearsipan

Pendokumentasian kegiatan/ even bernilai guna arsip Lingkup

Kabupaten

24 even 88,630,000 24 even 86,700,000

Terlaksananya alih media arsip statis 0 0 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JUMLAH PAGU

Rp.
: 1,890,640,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

3.01.3.01.02.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 137,840,000 APBD

Kabupaten

20 % 132,810,000

3.01.3.01.02.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan, komunikasi, air, listrik, perijinan kendaraan) dan

peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka)

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 34,000,000 12 bulan 30,000,000

3.01.3.01.02.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 bulan 49,000,000 12 bulan 49,000,000

3.01.3.01.02.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 bulan 54,840,000 12 bulan 53,810,000

3.01.3.01.02.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 33,380,000 APBD

Kabupaten

20 % 164,970,000

3.01.3.01.02.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Dokumen renstra SKPD dan Renja SKPD Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 7,000,000 2 dokumen 7,000,000

3.01.3.01.02.01.12.02-P Penyusunan

pelaporan

keuangan

Dokumen laporan kinerja keuangan Lingkup

Kabupaten

4 dokumen 9,000,000 4 dokumen 9,000,000

3.01.3.01.02.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD (bulanan, triwulanan, tahunan,

Lakip dan Profil kinerja SKPD)

Lingkup

Kabupaten

19

dokumen

9,380,000 19

dokumen

8,160,000

3.01.3.01.02.01.12.04-P Pengumpulan dan

penyusunan data

statistik

Dokumen data statistik kelautan dan perikanan Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 8,000,000 1 dokumen 8,000,000

3.01.3.01.02.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Cakupan peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia

OPD

20 % 516,680,000 APBD

Kabupaten

20 % 662,790,000
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Daya Manusia

OPD

3.01.3.01.02.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pembelian 5 unit laptop, 2 unit komputer PC, 4 unit printer, kamera digital 1 unit, LCD

proyektor 3 unit

Lingkup

Kabupaten

25 unit 211,680,000 25 unit 142,820,000

3.01.3.01.02.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pemeliharaan gedung dan halaman kantor 4 unit, kendaraan roda dua 59 unit, kendaraan

roda tiga 2 unit, kendaraan roda empat 9 unit, rehab gedung kantor dinas

Lingkup

Kabupaten

70 unit 300,000,000 70 unit 350,000,000

3.01.3.01.02.01.14.03-P Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

Penilaian angka kridit bagi pegawai fungsional 12 orang 5,000,000 12 orang 5,000,000

3.01.3.01.02.01.38-P Program

Peningkatan

Produksi

Perikanan

Budidaya

Cakupan peningkatan intensifikasi perikanan budidaya 100 % 541,180,000 APBD

Kabupaten

100 % 1,184,220,000

3.01.3.01.02.01.38.01-P Pengembangan

perikanan

budidaya

Tersedianya dan tersalurkannya bantuan sarana produksi (terpal, bibit, pakan) Kec Temon,

Kec Wates,

Kec

Panjatan,

Kec

Lendah,

Kec

Sentolo,

Kec Kokap,

Kec

Girimulyo,

Kec

Kalibawang

1 kelompok 340,180,000 1 kelompok 317,430,000

Tersedianya dan tersalurkannya bantuan pengembangan pakan alami cacing sutra 0 kelompok 0 kelompok 0

Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku pakan (tepung ikan) 0 ton 0 ton 0

Tersedia dan tersalurkannya bantuan paket pengembangan mina padi/ugadi 0 ha 0 ha 0

Terlatihnya pembudidaya gurami dan pembudidaya lele, pembuatan pakan alternatif, mina

padi, pelatihan budidaya cacing sutra, ikan hias dan perbenihan melalui metoda sekolah

lapang

100 orang 100 orang 0

Terlatihnya pembudidaya ikan dalam CBIB dan CPIB 100 orang 100 orang 0

Tersedianya dan tersalurkannya bantuan paket perbenihan ikan 0 kelompok 0 kelompok 0

Pendampingan integrasi gurami-kelapa bojong bulat 0 kelompok 0 kelompok 0

Dem/kaji terap pengembangan perikanan 1 paket 1 paket 0

Penataan sentra komoditas (RPIJM, FS udang vaname, DED sentra lele 1 paket 1 paket 0
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3.01.3.01.02.01.38.02-P Pengembangan

bibit ikan unggul

Benih ikan unggul lele, gurami, nila Lingkup

Kabupaten

350000

ekor

41,000,000 350000

ekor

42,000,000

3.01.3.01.02.01.38.03-P Peningkatan

kesehatan ikan

dan lingkungan

pembudidayaan

ikan

Terlatihnya pembudidaya ikan dalam pengendalian hama penyakit ikan (HPI) Lingkup

Kabupaten

90 orang 80,000,000 90 orang 82,000,000

Tersosialisasinya vaksinasi ikan 30 orang 30 orang 0

Terujinya sampel kandungan residu logam berat 12 sampel 12 sampel 0

Terpantaunya hama penyakit ikan (HPI) dan lingkungan budidaya ikan 200 RTP 200 RTP 0

Terpantaunya peredaran dan perdagangan obat ikan dan bahan biologis 12 kecamatan 12 kali 12 kali 0

Tersedianya stock obat ikan 1 paket 1 paket 0

Terlaksananya uji sampel ikan dan air 12 sampel 14 sampel 0

Tersosialisasikannya penyediaan obat ikan legal 1 ksli 1 ksli 0

Terlatihnya pembudidaya ikan dalam pengelolaan limbah perikanan 1 1 0

3.01.3.01.02.01.38.04-P Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Perikanan

Budidaya

Pendampingan DAK kelautan dan perikanan Lingkup

Kabupaten

1 paket 80,000,000 1 paket 80,000,000

Terwujudnya penyediaan sarana prasarana budidaya perikanan 0 kelompok 0 kelompok 0

Terwujudnya penyediaan sarana prasarana budidaya mina padi 0 ha 0 ha 0

3.01.3.01.02.01.39-P Program

Peningkatan

Produksi

Perikanan

Tangkap dan

Pengendalian

Sumber Daya

Perikanan dan

Kelautan

Cakupan peningkatan produksi perikanan tangkap dan pelestarian sumber daya

perikanan dan kelautan

100 % 372,900,000 APBD

Kabupaten

100 % 1,544,630,000

3.01.3.01.02.01.39.01-P Pemberdayaan

Nelayan Kecil

Terselenggaranya pembinaan kelompok nelayan kecil Kec Temon,

Kec Wates,

Kec

Panjatan,

Kec Galur,

Kec Lendah

7 kelompok 150,000,000 7 kelompok 139,910,000

Terselenggaranya pencatatan data produksi perikanan tangkap 1 dokumen 1 dokumen 0

Terselenggaranya bimtek pemasaran hasil tangkapan ikan di TPI 25 orang 25 orang 0
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Terlaksananya bintek kaderisasi nelayan kecil 20 orang 20 orang 0

Terselenggaranya bimtek Meteorologi Kelautan Perikanan dan alat bantu navigasi kapal

perikanan

30 orang 30 orang 0

Terselenggaranya bimtek alih tekhnologi penangkapan ikan 15 orang 15 orang 0

FGD penguatan kelembagaan KUB perikanan 25 orang 25 orang 0

Terselenggaranya bimtek rancang bangun pembuatan alat tangkap jaring 15 orang 15 orang 0

Terselengaranya BST dan navigasi 1 kali 1 kali 0

3.01.3.01.02.01.39.02-P Pengembangan

sarana dan

prasarana nelayan

kecil dan

pelelangan ikan

Terlaksananya pembangunan/rehab TPI (bugel, karangwuni, trisik, congot) Kec Temon,

Kec Wates,

Kec

Panjatan,

Kec Galur

1 unit 75,000,000 1 unit 73,000,000

Tersedia dan tersalurkannya alat bantu navigasi dan radio komunikasi 0 unit 4 unit 0

Tersedia dan tersalurkannya peralatan TPI 0 unit 4 unit 0

Terlaksananya pelatihan pengelolaan pelelangan ikan 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya penyampaian sistem informasi pelelangan ikan 1 dokumen 1 dokumen 0

Tersedia dan tersalurkannya sarpras penangkapan ikan 4 paket 4 paket 0

Penataan TPI dan kawasan sentra nelayan (DED, FS, dll) 1 dokumen 0 dokumen 0

3.01.3.01.02.01.39.03-P Penyelenggaraan

pelelangan ikan

Penyelenggaraan pelelangan ikan (4 TPI) Kec Temon,

Kec Wates,

Kec

Panjatan,

Kec Galur

4 TPI 82,000,000 4 TPI 82,000,000

3.01.3.01.02.01.39.04-P Perlindungan

Nelayan Kecil dan

Sumber Daya Ikan

Sosialisasi peraturan perundang undangan pelestarian sumberdaya perikanan Kec Temon,

Kec Wates,

Kec

Panjatan,

Kec Galur,

Kec

Lendah,

Kec

Sentolo,

Kec

Pengasih,

Kec Kokap,

Kec

Girimulyo,

Kec

Samigaluh,

Kec

Kalibawang,

1 kali 65,900,000 1 kali 65,500,000
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Kec

Nanggulan

Operasi terpadu di perairan umum 5 kali 5 kali 0

Restocking di perairan umum 50000 ekor 50000 ekor 0

Bimtek pokmaswas 30 orang 30 orang 0

Lokakarya pokmaswas 0 0 0

Terlaksananya pengawasan alat tangkap dan hasil tangkapan di TPI 0 0 0

Terlaksananya penumbuhan pokmaswas 1

pokmaswas

1

pokmaswas

0

Terlaksananya sarana dan prasarana pokmaswas 0 paket 0 paket 0

Terlaksananya penguatan lembaga pokmaswas 0 kali 0 kali 0

3.01.3.01.02.01.40 Program

Peningkatan

Daya Saing

Produk Kelautan

Perikanan

Cakupan peningkatan daya saing produk kelautan perikanan 100 % 288,660,000 APBD

Kabupaten

100 % 1,822,810,000

3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan

Perijinan Usaha

Perikanan

Terlaksananya sosialisasi perijinan usaha perikanan Lingkup

Kabupaten

16 kali 130,000,000 16 kali 130,000,000

Terbitnya perijinan usaha perikanan 2500 unit 2500 unit 0

Pendataan dokumen perijinan usaha perikanan 1 dokumen 1 dokumen 0

3.01.3.01.02.01.40.02 Pengembangan

Usaha Perikanan

Terlaksananya evaluasi kelembagaan perikanan Kec Temon,

Kec Wates,

Kec

Panjatan,

Kec Galur,

Kec

Lendah,

Kec

Sentolo,

Kec

Pengasih,

Kec Kokap,

Kec

Girimulyo,

Kec

Samigaluh,

Kec

Kalibawang,

Kec

Nanggulan,

Lingkup

Kabupaten

13

kelompok

158,660,000 13

kelompok

148,180,000
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Terlaksananya lomba cipta menu ikan 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya pengembangan kulon progo fish centre 1 paket 1 paket 0

Pameran hari pangan dan manunggal fair 2 kali 2 kali 0

Terlaksananya forum komunikasi nelayan 0 orang 0 orang 0

Terlaksananya forum komunikasi perbenihan 50 orang 50 orang 0

Terlaksananya forum komunikasi gerakan pakan mandiri 50 orang 50 orang 0

Terlaksananya forum komunikasi budidaya perikanan 50 orang 50 orang 0

Terlaksananya pemantauan keamanan pangan 165 kali 165 kali 0

Terlaksananya Bimtek kelembagaan nelayan kecil 30 orang 30 orang 0

Terlaksananya bimtek kelembagaan pakan mandiri 0 orang 0 orang 0

Terlaksananya bimtek kelembagaan perbenihan 0 orang 0 orang 0

Terlaksananya bimtek kelembagaan pokdakan 30 orang 30 orang 0

Terlaksananya gerakan memasyarakatkan makan ikan 500 orang 500 orang 0

Dokumen kelembagaan bidang kelautan dan perikanan 1 dokumen 1 dokumen 0

kontes ikan 1 kali 1 kali 0

Penataan kawasan sentra produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (DED, FS) 1 dokumen 0 dokumen 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PARIWISATA

JUMLAH PAGU

Rp.
: 5,032,216,470 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

3.02.3.02.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 153,167,245 APBD

Kabupaten

20 % 168,483,970

3.02.3.02.01.01.01.26-P Penyediaan Jasa

dan Peralatan

Perkantoran

Jasa perkantoran berupa jasa persuratan dan jasa pegawai tidak tetap serta peralatan

perkantoran berupa alat tulis kantor, barang cetakan/penggandaan dan bahan pustaka

Lingkup

Kabupaten

100

Persen

45,185,580 100

Persen

49,704,138

3.02.3.02.01.01.01.27-P Penyediaan Jasa

Keuangan

Penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

100

Persen

36,756,885 100

Persen

40,432,574

3.02.3.02.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

100

Persen

71,224,780 100

Persen

78,347,258

3.02.3.02.01.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 16,385,050 APBD

Kabupaten

20 % 186,507,525

3.02.3.02.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Renja, Renja Perubahan Lingkup

Kabupaten

100

Persen

9,075,000 100

Persen

9,982,500

3.02.3.02.01.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun Lingkup

Kabupaten

100

Persen

5,110,050 100

Persen

5,621,055

3.02.3.02.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan bulanan, triwulanan, lap tahunan, LKjiP, data LKPJ/LPPD Lingkup

Kabupaten

100

Persen

2,200,000 100

Persen

2,420,000

3.02.3.02.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 348,754,175 APBD

Kabupaten

20 % 570,137,118
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3.02.3.02.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Jumlah kendaraan operasional dinas, peralatan dam perlengkapan kantor (Komputer/laptop, AC,

mebeler, dll)

Lingkup

Kabupaten

100

Persen

95,106,000 100

Persen

104,616,600

3.02.3.02.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, peralatan gedung kantor dan pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional roda 2 dan 4 sarana perkantoran

Lingkup

Kabupaten

100

Persen

251,173,175 100

Persen

276,290,493

3.02.3.02.01.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Kec

Wates

100

Persen

2,475,000 100

Persen

2,722,500

3.02.3.02.01.01.19-P Program

Peningkatan

Pemasaran

Wisata

Cakupan peningkatan promosi berbasis IT dan efektifitas atraksi wisata 100 % 318,380,000 APBD

Kabupaten

100 % 859,547,118

3.02.3.02.01.01.19.01-P Pengembangan

Jaringan

Kerjasama

Pemasaran,

Promosi dan

Edukasi Pariwisata

Meningkatnya jumlah jaringan kerja sama pemasaran promosi dan edukasi pariwisata Lingkup

Kabupaten

30

persen

83,520,000 28

persen

75,000,000

3.02.3.02.01.01.19.02-P Pemasaran dan

Promosi

Pariwisata

Meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata Lingkup

Kabupaten

34

persen

103,030,000 31

persen

97,241,000

3.02.3.02.01.01.19.03-P Pengelolaan

Atraksi Wisata

Meningkatnya pengelolaan atraksi wisata Lingkup

Kabupaten

35

persen

131,830,000 40

persen

117,169,000

3.02.3.02.01.01.20-P Program

Peningkatan

sarana prasarana

pariwisata dan

pengelolaan daya

tarik wisata

Cakupan peningkatan sarana prasarana obyek wisata dalam kondisi baik dan peningkatan

pengelolaan daya tarik wisata

71.43 % 3,970,140,000 APBD

Kabupaten

75 % 4,684,777,118

3.02.3.02.01.01.20.01-P Pembangunan,

Pemeliharaan,

Pengelolan Sarana

dan Prasarana

Pariwisata

Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata Lingkup

Kabupaten

41

persen

2,420,591,366 45

persen

2,200,000,000

3.02.3.02.01.01.20.03-P Pengelolaan

Retribusi

Terkelolanya retribusi wisata Lingkup

Kabupaten

30

persen

1,549,548,634 30

persen

1,625,230,000

3.02.3.02.01.01.21 Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Pariwisata

Cakupan peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata serta pengembangan kapasitas

kelembagaan dan SDM

46.81 % 225,390,000 APBD

Kabupaten

49.83 % 4,901,937,118

3.02.3.02.01.01.21.01-P Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Kwalitas

Kelembagaan

Pariwisata

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kualitas kelembagaan pariwisata Lingkup

Kabupaten

37

persen

165,390,000 38

persen

167,000,000
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3.02.3.02.01.01.21.02-P Peningkatan

Kwalitas Usaha

dan Jasa

Pariwisata

Meningkatnya kualitas jasa usaha pariwisata 9 persen 60,000,000 11

persen

50,160,000
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

JUMLAH PAGU

Rp.
: 12,579,864,300 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

2.03.3.03.01.01.26-P Program

Pemberdayaan

Penyuluhan

Cakupan peningkatan pemberdayaan kelompok tani 75.96 % 455,530,000 APBD

Kabupaten

78.59 % 438,900,000

2.03.3.03.01.01.26.01-P Pemberdayaan

Kelembagaan Tani

Peningkatan kelas kelompok Lingkup

Kabupaten

70 Klp 109,327,200 76 Klp 105,336,000

Penyelenggaraan Lomba Pembangunan Pertanian 1 Kali 1 Kali 0

Penyelenggaraan Lomba Cipta Menu (LCM) 1 Kali 1 Kali 0

Penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara (APN) 1 Kali 1 Kali 0

Keikutsertaan pameran tingkat kabupaten 1 Kali 1 Kali 0

Keikutsertaan Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) 1 Kali 0 Kali 0

Keikutsertaan dalam Pekan Nasional (PENAS) KTNA 0 Kali 1 Kali 0

Penyelenggaraan Pelatihan bagi Penyuluh (PNS, THL-TBPP, Swadaya) 1 Kali 1 Kali 0

2.03.3.03.01.01.26.03-P Peningkatan

Kapasitas dan

Penilaian Kinerja

Penyuluh

Terdampinginya penyusunan RDK dan RDKK Lingkup

Kabupaten

1393 klp 346,202,800 1393 klp 333,564,000

Terevaluasinya P4S 18 klp 20 klp 0

Tersusunnya programa tingkat desa 88 dok 88 dok 0

Tersusunnya programa tingkat kecamatan 12 dok 12 dok 0

Terevaluasinya kinerja penyuluhan PNS, THL TBPP penyuluhan swadaya 181 klp 178 klp 0

Terevaluasinya kelas kelompok tani (Non perikanan dan kehutanan) 1393 klp 1393 klp 0

Terbinanya kelompok tani oleh penyuluh swadaya 601 649 0
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Terbinanya kelompok tani oleh penyuluh PNS 368 320 0

Terbinanya kelompok tani oleh penyuluh THL TBPP 424 424 0

Terbinanya asosiasi oleh penyuluh kabupaten 19

asosiasi

19

asosiasi

0

Terbinanya gabungan kelompok tani oleh koordinator BPP 88 klp 88 klp 0

2.03.3.03.01.01.27-P Program

Ketahanan

Pangan Daerah

Cakupan upaya diversifikasi pangan 77.83 % 421,660,000 APBD

Kabupaten

78.87 % 845,170,000

2.03.3.03.01.01.27.01-P Pengembangan dan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

Sertifikat produk olahan pangan Lingkup

Kabupaten

4 PIRT 337,328,000 4 PIRT 325,016,000

fasilitas dan pendampingan pemanfaatan pekarangan 10 Klp 10 Klp 0

Sosialisasi B2SA 2 Kali 2 Kali 0

Uji mutu dan keamanan pangan 200

Sampel

200

Sampel

0

Penyediaan alat uji sampel (kualitatif) hasil panen dan olahan pangan primer 1 Unit 1 Unit 0

Penyusunan pola pangan harapan 1 Dok 1 Dok 0

2.03.3.03.01.01.27.02-P Pengembangan

Ketersediaan dan

Penanganan

Rawan Pangan

Penumbuhan dan pelatihan kelompok afinitas Lingkup

Kabupaten

1

Kelompok

84,332,000 1

Kelompok

81,254,000

Koordinasi dewan ketahanan pangan 2 Kali 2 Kali 0

Penumbuhan dan atau pendampingan Lembaga keuangan desa dan lumbung pangan

masyarakat

4

Kelompok

4

Kelompok

0

Pengembangan kelompok afinitas lama 4

Kelompok

4

Kelompok

0

Jumlah kelompok lumbung/cadangan pangan 20

Kelompok

20

Kelompok

0

Pemantauan gapoktan LDPM dan Toko Tani Indonesia 20

Gapoktan

20

Gapoktan

0

Penyusunan Neraca Bahan Makanan 1 Dok 1 Dok 0

Penyusunan peta rawan pangan 1 Dok 1 Dok 0

3.03.3.03.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 633,638,400 APBD

Kabupaten

20 % 1,455,678,800
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3.03.3.03.01.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, alat tulis kantor, cetak,

penggandaan dan bahan pustaka

Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 237,614,400 12 Bulan 228,940,800

3.03.3.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 198,012,000 12 Bulan 190,784,000

3.03.3.03.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat serta biaya koordinasi dan kosultasi Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 198,012,000 12 Bulan 190,784,000

3.03.3.03.01.01.12-P Program

Perencanaan

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 86,929,900 APBD

Kabupaten

20 % 1,539,428,800

3.03.3.03.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan kinerja

SKPD

Tersusunya dokumen Rencana kerja SKPD Lingkup

Kabupaten

1 Dok 13,039,500 1 Dok 12,562,500

Review Renstra 1 Dok 0 Dok 0

3.03.3.03.01.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunya laporan Capaian Kinerja Keuangan Lingkup

Kabupaten

4 Dok 10,431,500 4 Dok 10,050,000

3.03.3.03.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan; LAKIP, Laporan Tahunan,

profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

Lingkup

Kabupaten

19 dok 34,772,000 19 dok 33,500,000

3.03.3.03.01.01.12.04-P Pengumpulan dan

penyusunan data

statistik

Tersusunya data statistik urusan pertanian Lingkup

Kabupaten

1 dok 28,686,900 1 dok 27,637,500

3.03.3.03.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan Kualitas

Sumber Daya

Manusia OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia

OPD

20 % 493,376,000 APBD

Kabupaten

20 % 2,014,793,300

3.03.3.03.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Lingkup

Kabupaten

250 Unit 455,424,000 250 Unit 438,798,000

Terpeliharanya listrik, telepon dan air 12 Bulan 12 Bulan 0

3.03.3.03.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup

Kabupaten

250 Unit 0 250 Unit 0

Terbayarnya listrik, telepon dan air 12 Bulan 12 Bulan 0

3.03.3.03.01.01.14.03-P Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

Tersusunnya DUPAK Pegawai Fungsional Lingkup

Kabupaten

76 Orang 30,361,600 76 Orang 29,253,200
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3.03.3.03.01.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Terkirimnya aparatur untuk mengikuti lokakarya, seminar, bimtek, kursus dll Lingkup

Kabupaten

10 Orang 7,590,400 10 Orang 7,313,300

3.03.3.03.01.01.33-P Program

Peningkatan

Produksi dan

Mutu Produk

Tanaman Pangan

Cakupan peningkatan produktivitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasil

tanaman pangan

50.35 % 2,964,800,000 APBD

Kabupaten

50.39 % 6,914,243,300

3.03.3.03.01.01.33.01-P Peningkatan

Produksi Tanaman

Pangan

Cetak sawah Kec

Lendah,

Kec

Sentolo,

Kec

Pengasih,

Kec

Girimulyo,

Kec

Kalibawang,

Kec

Nanggulan

50 ha 1,126,624,000 44 ha 1,861,791,000

Pengembangan padi menuju beras premium organik 200 ha 200 ha 0

Sertifikasi organik 0 paket 1 paket 0

Pengadaan pestisida 1 paket 1 paket 0

Fasilitasi sarana dan gerakan untuk perlindungan tanaman pangan dari OPT (organisma

pengganggu tanaman) dan DPI (dampak perubahan iklim)

60 kali 60 kali 0

Fasilitasi peningkatan produksi aneka tanaman kacang dan umbi 0 ha 20 ha 0

Fasilitasi penerapan tekhnologi baru budidaya tanaman pangan 1 kali 1 kali 0

Fasilitasi mendukung perbenihan tanaman pangan 2 kali 2 kali 0

Fasilitasi gerakan mendukung peningkatan IP dan luas tambah tanam tanaman pangan 13 kali 13 kali 0

Fasilitasi sarana produksi cetak sawah baru 50 ha 44 ha 0

Fasilitasi lokasi percontohan pertanian modern 0 ha 0 ha 0

Pelestarian padi lokal 20 ha 20 ha 0

Penyusunan dan evaluiasi rencana luias tanam, panen, produksi dan produktifitas tanaman

pangan

4 kali 4 kali 0

Benchmarking peningkatan produksi/peningkatan kualitas tanaman pangan 0 kali 1 kali 0

3.03.3.03.01.01.33.02-P Penanganan Pasca

Panen, Pengolahan

dan Pemasaran

Hasil Tanaman

Pangan

Inventarisasi pelaku usaha pengolahan hasil tanaman pangan (12 kecamatan) Kec Temon,

Kec Wates,

Kec

Panjatan,

Kec Galur,

12

kecamatan

577,013,000 12

kecamatan

500,041,000
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Kec

Lendah,

Kec

Sentolo,

Kec

Pengasih,

Kec Kokap,

Kec

Girimulyo,

Kec

Samigaluh,

Kec

Kalibawang,

Kec

Nanggulan,

Lingkup

Kabupaten

Pendampingan gapoktan PUAP (88 gapoktan) 88 desa 88 desa 0

Study banding ke gapoktan PUAP di luar propinsi 0 kali 1 kali 0

Inventarisasi sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan 12

kecamatan

12

kecamatan

0

Threser bermotor dan terpal/deklit 12 unit 12 unit 0

Pembangunan Dryer 1 unit 1 unit 0

Study banding dalam rangka bimtek peningkatan mutu hasil tanaman pangan 1 unit 1 unit 0

Pengembangan pelayanan informasi harga tanaman pangan 12 bulan 12 bulan 0

Fasiltasi Opcup rasda 0 gapoktan 2 gapoktan 0

3.03.3.03.01.01.33.03-P Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Mendukung

Produksi Tanaman

Pangan

Pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A Kec Temon,

Kec Wates,

Kec

Panjatan,

Kec Galur,

Kec

Lendah,

Kec

Sentolo,

Kec

Pengasih,

Kec Kokap,

Kec

Girimulyo,

Kec

Samigaluh,

Kec

Kalibawang,

Kec

Nanggulan,

Lingkup

30

P3A/GP3A

1,261,163,000 30

P3A/GP3A

2,537,618,000
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Kabupaten

Fasilitasi alat dan mesin pertanian (traktor, alat tanam, kendaraan roda tiga, lightrap, dll) 5

kelompok

5

kelompok

0

Pemberdayaan UPJA 12

kecamatan

12

kecamatan

0

Fasilitasi pengawalan kebijakan pupuk dan pestisida 4 kali 4 kali 0

Pembangunan gedung klinik PHT/Fasilitasi klinik PHT 3 unit 2 unit 0

Pembangunan saluran tersier 1 unit 1 unit 0

Belanja rumah burung hantu/kandang karantina 20 unit 20 unit 0

Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air (dam, parit, JIAT, embung, dll) 9 unit 9 unit 0

Jalan usaha tani 2 unit 2 unit 0

Pelatihan UPJA/alsintan 3 kali 3 kali 0

Fasilitasi petani PAH 0

kelompok

3

kelompok

0

Fasilitasi alat metrologi alat ubinan, soil tester, jangka sorong, ombro meter, dll) 6 unit 6 unit 0

Benchmarking pengelolaan sarana prasarana mendukung tanaman pangan 1 kali 1 kali 0

3.03.3.03.01.01.34-P Program

Peningkatan

Produksi dan

Mutu Produk

Hortikultura

Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarpras dan kualitas hasil

holikultura

50.71 % 612,880,000 APBD

Kabupaten

50.75 % 7,504,753,300

3.03.3.03.01.01.34.01-P Peningkatan

Produksi

Hortikultura

Fasilitasi sarpras budidaya Kec

Sentolo,

Kec

Pengasih,

Kec

Samigaluh,

Kec

Nanggulan

0 unit 429,016,000 15 unit 413,357,000

Pemeliharaan tanaman durian 0 ha 30 ha 0

Pembangunan JUT 0 unit 0 unit 0

Pengembangan kawasan durian 0 ha 0 ha 0

Pendampingan kelompok pelaksana kegiatan PLKSDABM 0

kelompok

0

kelompok

0

Gerakan pengendalian OPT hortikultura 36 kali 36 kali 0
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Pengembangan pepaya unggul 0 ha 0 ha 0

Terlaksananya bantuan saprodi dan peremajaan pepaya 0 batang 0 batang 0

Saprodi pengembangan cabe merah 0 ha 0 ha 0

Saprodi pengembangan bawang merah 10 ha 0 ha 0

Tersalurkannya bantuan alsintan budidaya bawang merah (lightrap) 100 unit 0 unit 0

SL GAP 0 unit 0 unit 0

Tersedianya dan tersalurkannya bibit kelengkeng di tawang sari pengasih 0 batang 0 batang 0

Booster untuk tanaman kelengkeng 0 batang 0 batang 0

Terwujudnya pemeliharaan tanaman kelengkeng 2000

batang

0 batang 0

Terwujudnya uji keunggulan dan kebenaran varietas bawang merah lokal gotakan 1 paket 0 paket 0

Pengembangan tanaman jahe 0 ha 20 ha 0

Pengembangan tanaman melon 0 ha 0 ha 0

3.03.3.03.01.01.34.02-P Penanganan Pasca

Panen, Pengolahan

dan Pemasaran

Hasil Hortikultura

Pendampingan kelompok pembudidaya durian Kec Temon,

Kec Wates,

Kec

Panjatan,

Kec Galur,

Kec

Lendah,

Kec

Sentolo,

Kec

Pengasih,

Kec Kokap,

Kec

Girimulyo,

Kec

Samigaluh,

Kec

Kalibawang,

Kec

Nanggulan,

Lingkup

Kabupaten

0

kelompok

183,864,000 0

kelompok

177,153,000

Bantuan peralatan pasca panen, peralatan pengolahan 4

kelompok

4

kelompok

0

Bimtek penanganan pasca panen pengolahan 1 kali 1 kali 0

Pengembangan pelayanan informasi harga pasar 12

kecamatan

12

kecamatan

0
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Fasilitasi pemasaran komoditas hortikultura 1 kali 1 kali 0

3.03.3.03.01.01.35-P Program

Peningkatan

Produksi dan

Mutu Produk

Perkebunan

Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas

hasil perkebunan

50.53 % 925,860,000 APBD

Kabupaten

50.57 % 8,396,813,300

3.03.3.03.01.01.35.01-P Penangananan

Pasca Panen

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Perkebunan

Fasilitasi pengolahan kakao , salak malang banjarharjo kalibawang Kec

Samigaluh,

Kec

Kalibawang

0

kelompok

555,516,000 0

kelompok

535,236,000

Fasilitasi pengolahan teh sangan KT tegal subur Nglinggo timur samigaluh 0

kelompok

0

kelompok

0

Ketersediaan alat penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran kakao 5 Klp tani 1

kelompok

1

kelompok

0

Ketersediaaan alat pengolahan dan pemasaran cengkeh 4 klp tani 1

kelompok

1

kelompok

0

Terlaksananya pelatihan pengolahan dan pemasaran kakao 5 klp tani 1

kelompok

1

kelompok

0

Terlaksananya pelatihan pengolahan teh 0 kali 0 kali 0

Terlaksananya pelatihan/ bimtek pengolahan dan pemasaran cengkeh 4 kali 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya temu kemitraan sebanyak 4 kali 1 kali 1 kali 0

Rehab/pembangunan rumah produksi coklat 1

kelompok

0

kelompok

0

Pembangunan showroom coklat 0

kelompok

1

kelompok

0

Rehab cafe dan penataan kawasan kopi 0

kelompok

1

kelompok

0

Fasilitasi pembangunan cafe dan peralatannya (kopi) 0

kelompok

0

kelompok

0

Promosi dan pengembangan aktifitas wisata 0 paket 0 paket 0

3.03.3.03.01.01.35.02-P Peningkatan

Produksi Tanaman

Perkebunan

Pembangunan irigasi air permukaan di KT Tegal Subur, nglinggo timur, pagerharjo,

Samigaluh

Kec

Samigaluh,

Kec

Kalibawang,

Lingkup

Kabupaten

0

kelompok

370,344,000 0

kelompok

356,824,000

Bimtek pembibitan tanaman teh 0

kelompok

0

kelompok

0

Saprodi intensifikasi tanaman kakao KT Andum Rejeki, Padaan Ngasem, Banjarharjo,

Kalibawang

0

kelompok

0

kelompok

0
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Fasilitasi alat dan saprodi untuk peningkatan produksi tanaman kakao 8 kelompok 2

kelompok

2

kelompok

0

Fasilitasi alat dan saprodi untuk peningkatan produksi tanaman cengkeh 8 kelompok 2

kelompok

2

kelompok

0

Pengembangan/pembangunan jaringan irigasi kawasan perkebunan 8 unit 1 unit 1 unit 0

Saprodi penguluhan tegakan tanaman teh 3 ha 0 ha 0 ha 0

Fasilitasi sarana dan prasarana pembibitan kakao 0

kelompok

0

kelompok

0

Jalan produksi perkebunan 2

kelompok

0

kelompok

0

Fasiltasi sarpras pendukung kampung kakao 0 paket 1 paket 0

Penataan lingkungan kebun dan pembangunan jalan kebun kopi 0

kelompok

1

kelompok

0

Intensifikasi kopi, peremajaan kopi 2

kelompok

2

kelompok

0

3.03.3.03.01.01.36-P Program

Peningkatan

Produksi dan

Pemasaran Hasil

Peternakan

Cakupan peningkatan produksi dan pemasaran hasil ternak 96.39 % 5,445,510,000 APBD

Kabupaten

96.4 % 13,680,063,300

3.03.3.03.01.01.36.01-P Peningkatan

Produksi

Peternakan

Semen beku Kec Temon,

Kec Wates,

Kec

Panjatan,

Kec Galur,

Kec

Lendah,

Kec

Sentolo,

Kec

Pengasih,

Kec Kokap,

Kec

Girimulyo,

Kec

Samigaluh,

Kec

Kalibawang,

Kec

Nanggulan,

Lingkup

Kabupaten

3000 dosis 1,524,742,800 3000 dosis 1,479,310,000

Bantuan hibah sapi 45 ekor 50 ekor 0

Bantuan hibah kambing 204 ekor 120 ekor 0

Bantuan hibah domba 60 ekor 60 ekor 0
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Bantuan hibah unggas 9itik) 330 ekor 0 ekor 0

Bantuan hibah unggas (ayam) 250 ekor 0 ekor 0

Bantuan hibah bahan kandang 0

kelompok

0

kelompok

0

3.03.3.03.01.01.36.02-P Penanganan Pasca

Panen dan

Pengembangan

Usaha Peternakan

Kontes ternak sapi dan kambing Lingkup

Kabupaten

10 kategori 536,315,200 0 kategori 528,325,000

Pendampingan perijinan 18 kali 18 kali 0

Bimtek kelompok 0

kelompok

0

kelompok

0

Monev kelompok 12

kecamatan

12

kecamatan

0

Temu usaha peternakan 1 kali 1 kali 0

Kontes burung 1 kali 1 kali 0

3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH

dan Pasar Hewan

Terfasilitasinya operasional RPH dan pasar hewan Lingkup

Kabupaten

12 bulan 117,146,000 12 bulan 105,665,000

Tersedianya alat alat kebersihan, obat obatan dan pakaian kerja 1 paket 1 paket 0

3.03.3.03.01.01.36.04 Pengembangan

sarana prasarana

pemasaran hasil

peternakan

Pembangunan pasar hewan Lingkup

Kabupaten

1 paket 3,267,306,000 1 paket 3,169,950,000

Pembangunan jalan dan jembatan 0 paket 0 paket 0

Review DED 0 kali 0 kali 0

Pembangunan pasar burung 1 paket 0 paket 0

Penyhusunan DED pasar klangon 1 paket 0 paket 0

Pembangunan pasar klangon 0 paket 0 paket 0

3.03.3.03.01.01.37-P Program

Peningkatan

Kesehatan Hewan

dan Kesehatan

Masyarakat

Veteriner

(Kesmavet)

Cakupan kesehatan ternak dan kesmavet 88.62 % 539,680,000 APBD

Kabupaten

88.62 % 14,200,043,300

3.03.3.03.01.01.37.01-P Peningkatan

Kualitas dan

Kuantitas Hasil

Olahan Peternakan

Uji Produk pangan asal hewan dari pemalsuan dan cemaran mikroba Lingkup

Kabupaten

80 Sampel 15,111,000 65 Sampel 14,559,440
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Pelatihan masyarakat dalam pengolahan hasil peternakan 1 Kali 1 Kali 0

3.03.3.03.01.01.37.02-P Kesehatan

Masyarakat

Veteriner

Pemantauan hewan qurban dan pemantauan peredaran pangan asal hewan Lingkup

Kabupaten

24 Kali 64,500,000 24 Kali 48,000,000

Sosialisasi penanganan hewan qurban 1 Kali 1 Kali 0

Sosialisasi peduli ASUH 1 Kali 1 Kali 0

Sosialisasi penyakit zoonaza 1 Kali 1 Kali 0

Jumlah sampel uji kualitas produk PAH 150

Sampel

110

Sampel

0

3.03.3.03.01.01.37.03-P Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyakit Hewan

Terlaksananya pemantauan peredaran obat hewan Lingkup

Kabupaten

6 Kali 237,459,200 6 Kali 228,791,200

Terlaksananya pengawasan pos lalu lintas ternak 4 Kali 4 Kali 0

Terlaksananya pemantauan penyakit hewan menular 20 Kali 20 Kali 0

Sosialisasi Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ) 3 Kali 3 Kali 0

Terlaksananya Pengendalian Anthraks 5200 Ekor 4450 Ekor 0

3.03.3.03.01.01.37.04-P Peningkatan

pelayanan

kesehatan hewan di

UPTD wilayah utara

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan (klinik, reproduksi, laboraturium) di UPTD

puskeswan wilayah utara

Kec

Samigaluh,

Kec

Kalibawang,

Kec

Nanggulan

12 Bulan 91,745,600 12 Bulan 88,396,600

Tersedianya peralatan pendukung pengobatan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack

(1 paket)

3 Paket 3 Paket 0

3.03.3.03.01.01.37.05-P Peningkatan

pelayanan

kesehatan hewan di

UPTD wilayah

tengah

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan (klinik, reproduksi, laboraturium) di UPTD

puskeswan wilayah tengah

Kec

Lendah,

Kec

Sentolo,

Kec

Pengasih,

Kec Kokap

12 Bulan 80,952,000 12 Bulan 77,997,000

Tersedianya peralatan pendukung pengobatan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack

(1 paket)

3 Paket 3 Paket 0

3.03.3.03.01.01.37.06-P Peningkatan

pelayanan

kesehatan hewan di

UPTD wilayah

selatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan (klinik, reproduksi, laboraturium) di UPTD

puskeswan wilayah selatan

Kec Temon,

Kec Wates,

Kec

Panjatan,

Kec Galur

12 Bulan 49,912,200 12 Bulan 62,235,760

Tersedianya peralatan pendukung pengobatan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack

(1 paket)

3 Paket 3 Paket 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PERDAGANGAN

JUMLAH PAGU

Rp.
: 8,327,640,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO
URUSAN, PROGRAM,

KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

3.06.3.06.01.01.01-P Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 309,490,000 APBD

Kabupaten

20 % 298,190,000

3.06.3.06.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan

peralatan perkantoran

Jasa perkantoran (Honorarium Non PNS) Bahan Kantor (ATK, Cetak.

Pengadaan dan Surat Kabar) Peralatan Kantor dan Cetak Karcis Retribusi

Pasar serta Karcis Tera

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 204,490,000 12 bulan 193,190,000

3.06.3.06.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan baran (12 orang) Lingkup

Kabupaten

12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000

3.06.3.06.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat,

konsultasi dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 bulan 95,000,000 12 bulan 95,000,000

3.06.3.06.01.01.12-P Program Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 22,800,000 APBD

Kabupaten

20 % 320,160,000

3.06.3.06.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan

kinerja SKPD

Renstra SKPD Lingkup

Kabupaten

0 Dokumen 6,300,000 0 Dokumen 5,000,000

Renstra Perubahan 1 Dokumen 0 Dokumen 0

Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0

Renja Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 0

3.06.3.06.01.01.12.02-P Penyusunan laporan

keuangan

Laporan capaian kinerja keuangan Lingkup

Kabupaten

4 Dokumen 10,500,000 4 Dokumen 10,000,000

3.06.3.06.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, LKjiP, laporan

tahunan, Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

Lingkup

Kabupaten

19 Dokumen 6,000,000 19 Dokumen 6,970,000

3.06.3.06.01.01.14-P Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja

dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD

Cakupan peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber

daya manusia OPD

83.16 % 552,280,000 APBD

Kabupaten

83.17 % 852,280,000

3.06.3.06.01.01.14.01-P Pengadaaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Tersedianya kendaraan dinas roda empat, printer, AC 2 PK, meja kursi

tamu, gordyn, kendaraan roda dua, kursi kerja, lemari karcis, kursi rapat,

rak kayu, AC, laptop, kamera, mesin ketik manual, stabiliser, UPS Prolink,

wifi/router, rak buku, komputer, kursi rapat, meja kerja, filling kabinet, UPS,

Roll kabel, stabilizer, almari kayu, meja kursi tamu, scanner, gerobak

20 Unit 184,280,000 15 Unit 114,120,000
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sampah, rak kayu, rak dixion, almari besi kaca, almari besi, TV LED, rak

display, lampu sorot, tangki spayer, UPS, handycam, gedung metrologi

Tersedianya peralatan perkantoran untuk UPTD Metrologi: kursi susun,

meja komputer, kursi komputer, filling kabinet 4 laci, papan tulis whiteboard

berkaki, komputer PC, laptop/netbook, mesin ketik manual, kakulator 16

digit, printer, AC 2 PK, wireless

0 Buah 0 Buah 0

Pembangunan ruang rapat 0 0 0

3.06.3.06.01.01.14.02-P Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Pembayaran listrik, air, telepon, internet, pemeliharaan kendaraan dinas,

gedung kantor, komputer, mesin ketik, kipas angin, AC, laptop ;terbayarnya

jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (perizinan

kendaraan, rekening telepon, listrik, air); tersedianya peralatan

pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan kebersihan), serta BBM

kendaraan operasional

38 Unit 350,000,000 41 Unit 400,000,000

Conector/MCB listrik 0 Buah 0 Buah 0

3.06.3.06.01.01.14.03-P Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai Fungsional Lewat

Angka Kredit

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit Lingkup

Kabupaten

4 Orang 8,000,000 4 Orang 8,000,000

3.06.3.06.01.01.14.04-P Pendidikan dan Pelatihan

Non Formal

Pegawai mengikuti kursus/diklat barang jasa Lingkup

Kabupaten

10 Orang 10,000,000 10 Orang 10,000,000

3.06.3.06.01.01.20-P Program Pembinaan dan

Penataan Pasar

Tradisional

Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional 48.56 % 5,234,160,000 APBD

Kabupaten

54.27 % 5,895,400,000

3.06.3.06.01.01.20.08-P Pembinaan Ketertiban,

Keamanan, Kebersihan dan

Keindahan Pasar

Tertibnya Pedagang Pasar Lingkup

Kabupaten

12 Pasar 880,000,000 12 Pasar 900,000,000

Penyediaan Tabung Pemadam Kebakaran 10 Unit 10 Unit 0

Tersosialisasinya Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Pemeliharaan

Bangunan dan Ketertiban Pasar

120 Orang 120 Orang 0

Terbayarnya Honor Petugas Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban Pasar 12 Bulan 12 Bulan 0

Penyediaan Peralatan Keamanan Pasar 0 Buah 0 Buah 0

Isi ulang tabung pemadam kebakaran 19 Tabung 38 Tabung 0

3.06.3.06.01.01.20.09-P Pembinaan Pelayanan dan

Pengendalian Perijinan

Penggunaan Sarana Pasar

Tradisional di UPTD Pasar

Wilayah Selatan

Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih (19 pasar) (unit) Lingkup

Kabupaten

613 Unit 61,000,000 613 Unit 63,000,000

Terbitnya ijin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dan tempat

mendirikan bango)

2800 Ijin 3000 Ijin 0

Pemeliharaan ringan pasar 10 Pasar 10 Pasar 0

Terawasinya aktivitas pedagang sesuai ketentuan perijinan 8 Kali 8 Kali 0
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3.06.3.06.01.01.20.10-P Pembinaan Pelayanan dan

Pengendalian Perijinan

Penggunaan Sarana Pasar

Tradisional di UPTD Pasar

Wilayah Utara

Terbitnya ijin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dan tempat

mendirikan bango) Terpeliharanya 5 Pasar tradisional UPTD wilayah Utara

Lingkup

Kabupaten

1850 Ijin 48,000,000 1950 Ijin 50,000,000

Terawasinya aktivitas pedagang sesuai ketentuan perijinan (11 pasar) 8 Kali 8 Kali 0

Pemeliharaan Ringan 4 Pasar 4 Pasar 0

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 296 Unit 296 Unit 0

3.06.3.06.01.01.20.15-P Pengelolaan Retribusi di

UPTD Pasar Wilayah Utara

Terpungutnya retribusi pasar dan tempat khusus parkir di 11 pasar Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 90,000,000 12 Bulan 94,000,000

Tersedianya seragam petugas pemungut 16 Buah 0 Buah 0

Terbayarnya upah pemungut retribusi 12 Bulan 12 Bulan 0

3.06.3.06.01.01.20.16-P Pengelolaan Retribusi di

UPTD Pasar Wilayah

Selatan

Terpungutnya retribusi pasar dan tempat khusus parkir di 19 pasar.

pemakaian kekayaan daerah di pasar, dan pembayaran bagi hasil tempat

khusus parkir di 19 pasar

Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 133,000,000 12 Bulan 136,000,000

Tersedianya seragam petugas pemungut retribusi 19 Buah 0 Buah 0

Terbayarnya upah pemungut retribusi 12 Bulan 12 Bulan 0

3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan,Pengelolaan

dan Rehabilitasi Pasar

tradisional

Pembangunan Pasar Kec Temon,

Kec Galur,

Kec Kokap,

Kec

Kalibawang,

Kec

Nanggulan

2 Pasar 3,803,960,000 2 Pasar 3,573,120,000

Rehabilitasi Pasar 3 Pasar 3 Pasar 0

Pemantauan kegiatan Pasar 12 Bulan 12 Bulan 0

Penyusunan DED 2 Dokumen 2 Dokumen 0

Penyusunan UKL-UPL; Penyusunan Amdalalin 2 Dokumen 2 Dokumen 0

3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan data dan

informasi pasar tradisional.

Tersusunnya Database Pasar Tradisional/updating data dan informasi

pasar

Lingkup

Kabupaten

1 Dokumen 79,200,000 1 Dokumen 82,000,000

Sistem informasi pasar/softprogram data dan informasi (sampling

pedagang pasar) di 30 pasar

0 Dokumen 0 Dokumen 0

3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan manajemen

usaha bagi pedagang pasar

Terlatihnya pedagang pasar tentang manajemen usaha 200 Orang 139,000,000 220 Orang 145,000,000

Terfasilitasi Lomba Pasar Sehat 1 Event 1 Event 0

Pembentukan APPSI 8 Pasar 8 Pasar 0
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Terlatihnya pedagang di dalam pasar katagori miskin produktif tetang

usaha dan kewirausahaan

120 Orang 140 Orang 0

3.06.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan

Usaha Perdagangan

Capaian pengembangan usaha perdagangan 19.68 % 351,070,000 APBD

Kabupaten

20.91 % 6,233,660,000

3.06.3.06.01.01.23.01-P Pembinaan dan Penataan

Pedagang kaki Lima

Pendampingan dan Penataan PKL Lingkup

Kabupaten

30 PKL 13,000,000 25 PKL 12,000,000

3.06.3.06.01.01.23.03-P Pembinaan Usaha

Perdagangan

Terselenggaranya pembaharuan data pedagang di luar pasar Lingkup

Kabupaten

1 Dokumen 19,380,000 1 Dokumen 19,000,000

Terselenggaranya bantuan peralatan usaha perdagangan 0 Kelompok 0 Kelompok 0

Pembinaan perijinan usaha perdagangan 300

Rekomendasi

300

Rekomendasi

0

Penyelenggaraan sosiolisasi peraturan perundangan usaha perdagangan 20 Orang 20 Orang 0

3.06.3.06.01.01.23.04-P Pembinaan Pengembangan

Produk Unggulan dan

Ekspor Import

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor Kabupaten

Kulon Progo 12 Kecamatan

Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 15,000,000 12 Bulan 14,000,000

Terbinanya pelaku usaha perdagangan dengan tingkat pemahaman

tentang pemasaran on line

10 Orang 10 Orang 0

3.06.3.06.01.01.23.05-P Pengembangan

Kelembagaan Kerjasama

Kemitraan

Terkelolanya Outlet Handycraft Sentolo dan Rest Area Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 28,000,000 12 Bulan 25,000,000

Terfasilitasinya kerjasama kemitraan usaha perdagangan 3 Perjanjian 3 Perjanjian 0

3.06.3.06.01.01.23.06-P Pengawasan peredaran

barang dan jasa.

Terselenggaranya pemantauan dan pengawasan peredaran 3 barang

penting dan strategis

Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 22,990,000

Terselenggaranya pemantauan dan pengawasan peredaran barang dan

jasa 9 barang kebutuhan pokok

12 Bulan 12 Bulan 0

3.06.3.06.01.01.23.08 Pengembangan Pemasaran

dan promosi perdagangan.

Terselenggarakannya kegiatan promosi produk melalui pameran dalam

DIY dan luar DIY

Lingkup

Kabupaten

3 Pameran 180,000,000 3 Pameran 178,000,000

Terselenggaranya pemasarab secara on line 0 Aplikasi 0 Aplikasi 0

3.06.3.06.01.01.23.09-P Pembinaan, Pengendalian

dan Pengawasan

Kemetrologian.

Terlaksananya penyuluhan kemetrologian Lingkup

Kabupaten

15 Orang 10,000,000 15 Orang 9,000,000

Cetak brosur 50 Lembar 50 Lembar 0

Database data UTTP di luar pasar 1 Dokumen 1 Dokumen 0

Pengadaan peralatan standard minimum unit metrologi legal 0 Set; unit; buah 0 Set; unit; buah 0

3.06.3.06.01.01.23.10 Pelayanan Kemetrologian. Terlaksananya peneraan alat ukur, tukar, timbang dan perlengkapanya

(UTTP) bertanda tera sah

Lingkup

Kabupaten

3700 UTTP 60,690,000 4300 UTTP 58,270,000

Pengadaan thrmohygrometer,thermometer 0 Unit 0 Unit 0
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Penilaian layanan mandiri oleh assesor 0 rekomendasi 0 rekomendasi 0

3.07.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan

Industri

Indeks pertumbuhan industri 12.31 Nilai 1,857,840,000 APBD

Kabupaten

12.68 Nilai 8,060,190,000

3.07.3.06.01.01.23.08-P Penumbuhan dan

Pengembangan Usaha

Industri Berbasis

Sandang,Kulit dan Kerajinan

Penyelenggaraan penumbuhan dan pengembangan usaha industri

melalui;

Lingkup

Kabupaten

0 577,340,000 0 640,000,000

Pelatihan peningkatan ketrampilan 0 Orang 0 Orang 0

Temu usaha produk sandang, kulit, kerajinan 0 Orang 0 Orang 0

Pembinaan manajemen produksi 25 Orang 25 Orang 0

Pemberian bantuan peralatan produksi 15 Kelompok 15 Kelompok 0

Publikasi melalui media massa 0 Kali 0 Kali 0

Tersedianya informasi produk industri sandang, kulit, kerajinan 0 Buah/booklet 0 Buah/booklet 0

Terkelolanya kios Dekranasda Kab.Kulon Progo 11 Bulan 11 Bulan 0

Pendampingan penumbuhan dan pengembangan usaha industri 11 Bulan 11 Bulan 0

Sosialisasi legalitas usaha 60 Orang 90 Orang 0

Pendampingan/Peningkatan Kapasitas Sentra 2 Bulan/Sentra 2 Bulan/Sentra 0

Peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal 20 Orang/jenis 20 Orang/jenis 0

Peningkatan kapasitas pelaku industri sandang, kulit dan kerajinan 30 Orang 30 Orang 0

Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi produksi 5 Kelompok 5 Kelompok 0

Peningkatan mutu dan desain produk 20 Orang 25 Orang 0

Pengembangan inovasi dan produk kreatif 6 Produk 10 Produk 0

Pengembangan jaringan usaha/temu usaha 20 Orang 20 Orang 0

Peningkatan penguasaan teknologi informasi 20 Orang 25 Orang 0

Pengembangan kerajinan tenun 15 Orang 15 Orang 0

3.07.3.06.01.01.23.09-P Penumbuhan dan

Pengembangan Usaha

Industri Berbasis

Agro,Makanan dan Minuman

Penyelenggaraan penumbuhan dan pengembangan usaha industri

melalui;

Lingkup

Kabupaten

0 650,200,000 0 590,300,000

Pelatihan peningkatan ketrampilan pengrajin 0 Orang 0 Orang 0
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Temu usaha produk agro, makanan dan minuman 0 Orang 0 Orang 0

Pembinaan penguatan kelembagaan sentra IKM 0 Orang 0 Orang 0

Pembinaan manajemen produksi 20 Orang 20 Orang 0

Pemberian bantuan peralatan produksi 15 Kelompok 15 Kelompok 0

Pendampingan sentra industri 2 Bulan/sentra 2 Bulan/sentra 0

Pendampingan penumbuhan dan pengembangan usaha industri 11 Bulan 11 Bulan 0

Publikasi melalui media massa 0 Kali 0 Kali 0

Tersedianya media informasi produk industri berbasis agro, makanan,

minuman, melalui IT dan cetak

0 Buah/booklet 0 Buah/booklet 0

Sosialisasi legalitas usaha 60 Orang 90 Orang 0

Peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal 40 Orang 40 Orang 0

Peningkatan kapasitas pelaku industri agro , makanan dan minuman 30 Orang 30 Orang 0

Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi produksi 5 Kelompok 5 Kelompok 0

Peningkatan kemampuan pengemasan produk 20 Orang 25 Orang 0

Fasilitas sertifikat ijin edar, produk halal 6 Produk 10 Produk 0

Pengembangan jaringan usaha 20 Orang 20 Orang 0

Peningkatan penguasaan teknologi informasi 20 Orang 20 Orang 0

Pengembangan produk gula semut 20 Orang 25 Orang 0

Peningkatan kapasitas sentra 0 Sentra 0 Sentra 0

Pembangunan fasilitas sentra 0 Sentra 0 Sentra 0

Pemberian bantuan alat bagi sentra 0 Sentra 0 Sentra 0

3.07.3.06.01.01.23.10-P Penumbuhan dan

Pengembangan Usaha

Industri Berbasis

Logam,Kimia dan Aneka

Penyelenggaraan penumbuhan dan pengembangan usaha industri

melalui;

Lingkup

Kabupaten

0 630,300,000 0 596,230,000

Pembinaan penguatan kelembagaan sentra IKM 0 Orang 0 Orang 0

Pembinaan manajemen produksi 0

Kelompok/orang

0

Kelompok/orang

0

Pembinaan legalitas usaha dan peningkatan standar mutu 0 IKM 0 IKM 0
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Pelatihan peningkatan keterampilan tukang kayu 0 Orang 0 Orang 0

Sosialisasi legalitas usaha 60 Orang 60 Orang 0

Penerapan Gugus Kendali Mutu 0 Kelompok IKM 0 Kelompok IKM 0

Pendampingan sentra industri 2 Bulan/sentra 2 Bulan/sentra 0

Pendampingan penumbuhan dan pengembangan usaha industri 11 Bulan 11 Bulan 0

Fasilitas uji mutu/pengujian kualitas produk 10 Produk 10 Produk 0

Pemberian bantuan peralatan produksi 10 Kelompok 15 Kelompok 0

Peningkatan kapasitas pelaku industri logam, kimia dan aneka 15 Orang 15 Orang 0

Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi produksi 15 Orang 15 Orang 0

Peningkatan mutu dan desain produk 10 Orang 10 Orang 0

Pengembangan jaringan usaha 15 Orang 20 Orang 0

Peningkatan penguasaan teknologi informasi 10 Orang 20 Orang 0

Pengembangan olahan batu 50 Orang 50 Orang 0

Sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 20 Orang 20 Orang 0



V - 110

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

SEKRETARIAT DAERAH

JUMLAH PAGU

Rp.
: 10,240,350,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.03.01.01-P Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 2,212,950,000 APBD

Kabupaten

20 % 2,132,180,000

4.01.4.01.03.01.01.26-P Penyediaan jasa dan

peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan)dan tersedianya peralatan kantor (alat

tulis kantor, cetak, pengandaan dan bahan pustaka), sewa pengharum ruangan,

Tenaga Harian Lepas, jasa cleaning service, jasa keamanan

Kec

Nanggulan,

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 1,194,521,500 12 bulan 1,146,601,500

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan)dan tersedianya peralatan kantor (alat

tulis kantor, cetak, pengandaan dan bahan pustaka), Jasa penataan arsip

12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan)dan tersedianya peralatan kantor (alat

tulis kantor, cetak, pengandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan)dan tersedianya peralatan kantor (alat

tulis kantor, cetak, pengandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan)dan tersedianya peralatan kantor (alat

tulis kantor, cetak, pengandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan)dan tersedianya peralatan kantor (alat

tulis kantor, cetak, pengandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan)dan tersedianya peralatan kantor (alat

tulis kantor, cetak, pengandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan)dan tersedianya peralatan kantor (alat

tulis kantor, cetak, pengandaan dan bahan pustaka)

12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan)dan tersedianya peralatan kantor (alat

tulis kantor, cetak, pengandaan dan bahan pustakaan)

12 bulan 12 bulan 0

Pengelolaan Naskah Dinas 0 bulan 0 bulan 0

4.01.4.01.03.01.01.27-P Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

Kabupaten

12 bulan 118,428,500 12 bulan 118,428,500

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 12 bulan 0

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 12 bulan 0
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Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 12 bulan 0

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 12 bulan 0

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 12 bulan 0

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang, makan

minum rapat serta ATK jasa keuangan

12 bulan 12 bulan 0

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 12 bulan 0

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 12 bulan 0

4.01.4.01.03.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi dan

koordinasi

Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 bulan 900,000,000 12 bulan 867,150,000

Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 0

Tersedianya makan dan minum rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 0

4.01.4.01.03.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 40,340,000 APBD

Kabupaten

20 % 2,171,050,000

4.01.4.01.03.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan kinerja

SKPD

Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan Lingkup

Kabupaten

3 dokumen 9,800,000 2 dokumen 9,470,000

4.01.4.01.03.01.12.02-P Penyusunan

pelaporan keuangan

Dokumen laporan capaian kinerja semesteran keuangan dan capaian kinerja akhir

tahun

Lingkup

Kabupaten

4 dokumen 14,640,000 4 dokumen 14,100,000

4.01.4.01.03.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,LKjIP, profil kinerja SKPD,serta

Penerapan SPIP Setda.

Lingkup

Kabupaten

21 dokumen 15,900,000 21 dokumen 15,300,000

4.01.4.01.03.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan Kualitas

Sumber Daya

Manusia OPD

Cakupan peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya

manusia OPD

20 % 3,354,770,000 APBD

Kabupaten

20 % 5,403,380,000
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4.01.4.01.03.01.14.01-P Pengadaaan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran Lingkup

Kabupaten

100 unit 670,770,000 100 unit 640,000,000

4.01.4.01.03.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor,

perizinan kendaraan dinas operasional, komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, alat kebersihan kantor

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 2,500,000,000 12 bulan 2,454,830,000

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor,

perizinan kendaraan dinas operasional, komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, alat kebersihan kantor

0 bulan 0 bulan 0

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor,

perizinan kendaraan dinas operasional, komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, alat kebersihan kantor

0 bulan 0 bulan 0

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor,

perizinan kendaraan dinas operasional, komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, alat kebersihan kantor

0 bulan 0 bulan 0

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor,

perizinan kendaraan dinas operasional, komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, alat kebersihan kantor

0 bulan 0 bulan 0

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor,

perizinan kendaraan dinas operasional, komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, alat kebersihan kantor

0 bulan 0 bulan 0

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor,

perizinan kendaraan dinas operasional, komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, alat kebersihan kantor

0 bulan 0 bulan 0

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor,

perizinan kendaraan dinas operasional, komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, alat kebersihan kantor

0 bulan 0 bulan 0

Pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan

perlengkapan kantor, jasa komunikasi, sumber daya listrik, jasa PAM, perizinan

kendaraan dinas operasional, komponen instalasi listrik,/penerangan bangunan kantor,

alat kebersihan kantor /(Bag.Rumah Tangga)

0 bulan 0 bulan 0

4.01.4.01.03.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/workshop/seminar (Bag. Adm.

Perekonomian)

Lingkup

Kabupaten

2 orang 37,500,000 2 orang 37,500,000

Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/workshop/ seminar

(Bag.Organisasi)

1 orang 1 orang 0

Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/workshop/ seminar (Bagian

Rumah Tangga)

5 orang 5 orang 0

Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/workshop/ seminar (Bagian

Umum)

1 orang 1 orang 0

Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/workshop/ seminar (Bag.

Hukum)

1 orang 1 orang 0

Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/workshop/seminar (Bag. Adm

Kesra dan Kemasy)

1 orang 1 orang 0
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Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/workshop/ seminar (Bag. Adm.

Pemerintahan)

1 orang 1 orang 0

Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/workshop/ seminar (Bag. LP) 1 orang 1 orang 0

Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non formal/workshop/ seminar (Bag Adm.

Pembangunan)

1 orang 1 orang 0

4.01.4.01.03.01.14.08-P Pengadaan Pakaian

Dinas Harian Batik

ASN

Pakaian dinas 155 orang 46,500,000 0 orang 0

4.01.4.01.03.01.14.09-P Penyediaan

Kelengkapan dan

Jasa Bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi bupati dan wakil bupati Lingkup

Kabupaten

7 jenis 100,000,000 7 jenis 100,000,000

Medical Check Up KDH/WKDH beserta keluarga 8 orang 8 orang 0

4.01.4.01.03.01.16-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

KDH/Wakil KDH

Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH 100 % 710,100,000 APBD

Kabupaten

100 % 6,093,380,000

4.01.4.01.03.01.16.38-P Penyusunan amanat

Pimpinan Daerah

Dokumen Amanat Pimpinan Daerah Lingkup

Kabupaten

500 dokumen 13,000,000 500 dokumen 13,000,000

4.01.4.01.03.01.16.40-P Peningkatan

Layanan

Keprotokolan

Layanan keprotokolan Lingkup

Kabupaten

12 bulan 529,600,000 12 bulan 509,500,000

Sosialisasi keprotokolan 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.03.01.16.42-P Pelayanan

Kehumasan bagi

Pimpinan Daerah

Layanan kehumasan pimpnan daerah Lingkup

Kabupaten

350 kali 167,500,000 350 kali 167,500,000

4.01.4.01.03.01.26-P Program Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan dan

Bantuan Hukum

Cakupan penyusunan produk dan pelayanan hukum 95.52 % 597,890,000 APBD

Kabupaten

97.04 % 6,669,440,000

4.01.4.01.03.01.26.25-P Penyusunan

Raperda

Dokumen rancangan peraturan daerah Lingkup

Kabupaten

10 dokumen 114,750,000 10 dokumen 110,510,000

4.01.4.01.03.01.26.28-P Penyusunan produk

hukum Bupati

Dokumen Perbup, Kep. Bupati dan Instruksi Bupati untuk penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Lingkup

Kabupaten

453 dokumen 34,700,000 453 dokumen 33,450,000

4.01.4.01.03.01.26.29-P Pengelolaan JDI

hukum

Pembinaan JDI Hukum Lingkup

Kabupaten

19 kali 47,000,000 19 kali 45,300,000

Terkelolanya Web JDI Hukum di bagian hukum, 1 web 1 web 0

4.01.4.01.03.01.26.30-P Penyuluhan hukum Pembinaan hukum , Pokmaskum , kadarkum Lingkup

Kabupaten

12 kali 78,700,000 12 kali 75,800,000
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4.01.4.01.03.01.26.31-P Publikasi produk

hukum

Cetak Lembaran Daerah Lingkup

Kabupaten

10 dokumen 81,330,000 10 dokumen 78,400,000

Sosialisasi produk hukum 4 kali 4 kali 0

Cetak Berita Daerah 3 buku 3 buku 0

Cetak Buku Informasi PerUU 1 buku 1 buku 0

Cetak Buku Abstrak 1 buku 1 buku 0

Leaflet 1000 lembar 1000 lembar 0

4.01.4.01.03.01.26.33-P Monev produk

hukum daerah

Laporan Monev produk hukum daerah Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 23,000,000 2 dokumen 22,000,000

4.01.4.01.03.01.26.34-P Penyusunan

Program

Pembentukan

Peraturan Daerah

Draft keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah. Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 9,360,000 1 dokumen 9,000,000

4.01.4.01.03.01.26.35-P Penyelesaian

Permasalahan

Penegakan Hukum

di Daerah

Koordinasi penyelesaian permasalahan penegakan hukum di daerah Lingkup

Kabupaten

4 kali 20,100,000 4 kali 19,400,000

4.01.4.01.03.01.26.36-P Penyusunan dan

Evaluasi Rencana

Aksi Nasional Hak

Asasi Manusia

(RANHAM)

Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasil evaluasi Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 20,450,000 2 dokumen 19,700,000

4.01.4.01.03.01.26.37-P Pelayanan Bantuan

Hukum

terlayaninya penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi SKPD dan pemdes Lingkup

Kabupaten

4

permasalahan

151,000,000 4

permasalahan

145,500,000

Terlayaninya penyelesaian visum dan perawatan 2 visum 2 visum 0

Terlayaninya penyelesaian permasalahan hukum yang dimintakan bantuan hukum 2 kasus 2 kasus 0

4.01.4.01.03.01.26.38-P Penyusunan

Perjanjian Daerah

Dokumen MOU dan perjanjian daerah Lingkup

Kabupaten

30 dokumen 17,500,000 30 dokumen 17,000,000

4.01.4.01.03.01.29-P Program

Pengembangan

Kapasitas Otonomi

Daerah

Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah 100 % 720,160,000 APBD

Kabupaten

100 % 7,363,320,000

4.01.4.01.03.01.29.33-P Peningkatan

Kesadaran Cinta

Daerah

Terselenggaranya peringatan Hari Jadi Kabupaten Lingkup

Kabupaten

1 224,160,000 1 216,100,000

4.01.4.01.03.01.29.41-P Pengembangan

Kapasitas

Kecamatan

Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan perwilayahan Kecamatan Lingkup

Kabupaten

12 kecamatan 65,000,000 12 kecamatan 62,600,000

4.01.4.01.03.01.29.42-P Pengelolaan Batas

Wilayah Kabupaten

dan Pembakuan

Terpasangnya dan terpeliharanya pilar batas wilayah kabupaten Lingkup

Kabupaten

0 kecamatan 0 0 kecamatan 0
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Nama Geografis

Tersedianya tentang pembakuan nama geografis 0 dokumen 0 dokumen 0

4.01.4.01.03.01.29.43-P Penyelenggaraan

dan Pelaporan

Otonomi Daerah

Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Lingkup

Kabupaten

3 dokumen 27,000,000 3 dokumen 26,000,000

4.01.4.01.03.01.29.44-P Kerjasama dengan

Pemerintah Daerah

Lain

Dokumen Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain Lingkup

Kabupaten

3 dokumen 59,000,000 5 dokumen 56,900,000

4.01.4.01.03.01.29.45-P Penyusunan

Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun

Anggaran/Akhir Masa Jabatan

Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 81,000,000 1 dokumen 78,000,000

4.01.4.01.03.01.29.46-P Penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Informasi Laporan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (ILPPD)

Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 78,000,000 2 dokumen 75,100,000

4.01.4.01.03.01.29.47-P Inventarisasi dan

Pembakuan Nama

Rupabumi

dokumen inventarisasi pembakuan nama rupabumi 1 dokumen 25,000,000 1 dokumen 24,000,000

4.01.4.01.03.01.29.48-P Pengelolaan Batas

Wilayah Kabupaten

Terpasangnya dan terpeliharanya pilar batas wilayah kabupaten 1 kecamatan 161,000,000 1 kecamatan 155,180,000

Terkoordinasikannya penyelesaian permasalahan wilayah perbatasan 1 paket 1 paket 0

4.01.4.01.03.01.33-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kemasyarakatan

Capaian pelayanan kegiatan kemasyarakatan 100 % 1,125,320,000 APBD

Kabupaten

100 % 8,447,560,000

4.01.4.01.03.01.33.08-P Penyelenggaraan

Haji

Tersedianya sarana penyelenggaraan pamitan,pemberangkatan,mangayubagyo dan

transportasi bagi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi (PP)

Lingkup

Kabupaten

550 orang 126,500,000 600 orang 121,900,000

4.01.4.01.03.01.33.10-P Pencegahan

Pemberantasan

Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN)

Penyuluhan dan Sosialisasi P4GN Lingkup

Kabupaten

10 kali 41,500,000 10 kali 40,000,000

4.01.4.01.03.01.33.15-P Pembinaan

keimanan dan

ketaqwaan

Terbentuknya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Lingkup

Kabupaten

9 desa 456,000,000 9 desa 439,400,000

Terlaksananya peganjian aparat, safari jumat dan safari tarawih 75 kali 75 kali 0

Terseleksinya Kafilah MTQ tingkat Kabupaten dan Propinsi serta penghafal Al Quran 3 kali 3 kali 0

Peringatan Hari Santri dan Festival Santri Kabupaten Kulon Progo 1 kali 1 kali 0

Lomba FASI Kabupeten 1 kali 1 kali 0

Lomba Dai Kulon Progo 1 kali 1 kali 0
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Lomba CTA Kulon Progo 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.03.01.33.18-P Pendampingan

Penyaluran Bantuan

Kepada Masyarakat

Tersalurkannya bantuan untuk yatim piatu, tempat ibadah, madrasah Diniyah, ponpes Lingkup

Kabupaten

1 paket 14,300,000 1 paket 13,800,000

4.01.4.01.03.01.33.19-P Pendampingan

GNOTA

Terfasilitasinya bantuan GNOTA Lingkup

Kabupaten

450 orang 9,000,000 500 orang 8,600,000

4.01.4.01.03.01.33.20-P Pembinaan anggota

organisasi

kemasyarakatan

Terbinanya keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui organisasi keagamaan Lingkup

Kabupaten

4900 orang 406,700,000 5000 orang 391,840,000

4.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan Masjid

Agung

Terpeliharanya Masjid Agung dan terbangunnya Masjid Agung Lingkup

Kabupaten

1 paket 71,320,000 1 paket 68,700,000

4.01.4.01.03.01.51-P Program

Perumusan dan

Pengendalian

Kebijakan

Penguatan

Kelembagaan

Cakupan Efektivitas dan Efisiensi kelembagaan 78.49 % 164,630,000 APBD

Kabupaten

87.39 % 8,606,180,000

4.01.4.01.03.01.51.01-P Evaluasi

kelembagaan

Dokumen Raperda Pola Organisasi dan Raperbup SOTK dan UT Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 49,430,000 1 dokumen 47,500,000

4.01.4.01.03.01.51.02-P Evaluasi analisis

jabatan

Raperbup Analisis Jabatan Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 34,400,000 1 dokumen 33,000,000

4.01.4.01.03.01.51.03-P Evaluasi

Pelaksanaan

Kebijakan Bidang

Administrasi Umum

Rakor Administrasi Pemerintahan Umum Lingkup

Kabupaten

12 dokumen 13,500,000 12 dokumen 13,000,000

Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah (FORKOMPANDA) 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.03.01.51.05-P Monev

ketatalaksanaan

Dokumen hasil monev Ketatalaksanaan Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 9,600,000 1 dokumen 9,620,000

4.01.4.01.03.01.51.06-P Monev Pelaksanaan

RB dan SOP

Dokumen monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SOP Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 17,400,000 2 dokumen 16,800,000

4.01.4.01.03.01.51.08-P Penyusunan

dokumen SAKIP dan

SPM

Dokumen Penyusunan SAKIP dan Monev Penerapan SPM Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 40,300,000 2 dokumen 38,700,000

4.01.4.01.03.01.53-P Program Pelayanan

Bantuan Hukum

Capaian pelayanan bantuan hukum 100 % 0 APBD

Kabupaten

100 % 8,606,180,000

4.01.4.01.03.01.58 Program

Perumusan dan

Pengendalian

Kebijakan

Pemerintahan

Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan 100 % 115,380,000 APBD

Kabupaten

100 % 8,717,350,000

4.01.4.01.03.01.58.27-P Perumusan

Kebijakan

Pemerintahan

Umum

Dokumen kebijakan pemerintahan umum Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 32,000,000 2 dokumen 30,700,000
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4.01.4.01.03.01.58.28-P Monev Pelaksanaan

Pemilu/Pemilukada

Dokumen hasil monev pelaksanaan Pemilu/Pemilukada Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 54,000,000 1 dokumen 52,000,000

4.01.4.01.03.01.58.29-P Monev Pelaksanaan

Kebijakan

Pemerintahan

Dokumen hasil monev pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 29,380,000 2 dokumen 28,470,000

Dokumen hasil rakor bidang pemerintahan dan kesra 1 dokumen 1 dokumen 0

4.01.4.01.03.01.59-P Program

Peningkatan

Kualitas

Pengadaan

Barang/Jasa

Capaian pengadaan barang dan jasa 100 % 609,100,000 APBD

Kabupaten

100 % 9,304,220,000

4.01.4.01.03.01.59.01-P Penyelenggaraan

Layanan Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik Lingkup

Kabupaten

230 paket 446,100,000 230 paket 429,670,000

4.01.4.01.03.01.59.02-P Perencanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lingkup

Kabupaten

1 laporan 89,000,000 1 laporan 85,500,000

4.01.4.01.03.01.59.03-P Monitoring evaluasi

dan pelaporan

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa

Laporan hasil proses pengadaan barang/jasa dan laporan hasil monitoring Lingkup

Kabupaten

1 laporan 51,000,000 1 laporan 49,500,000

4.01.4.01.03.01.59.04-P Pembinaan dan

Informasi Layanan

Pengadaan

terlaksannya pembinaan dan tersedianya informasi pengadaan Lingkup

Kabupaten

42 SKPD 23,000,000 42 SKPD 22,200,000

4.01.4.01.03.01.65-P Program

Peningkatan

BUMD dan

Lembaga

Keuangan

Cakupan BUMD dan lembaga keuangan berkinerja baik 98.95 % 130,430,000 APBD

Kabupaten

99.3 % 9,429,890,000

4.01.4.01.03.01.65.01-P Monev pelaksanaan

kebijakan bidang

lembaga keuangan

pedesaan

Dokumen monev pelaksanaan kebijakan bidang lembaga keuangan pedesaan Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 34,100,000 2 dokumen 32,870,000

Ekspose hasil monev bidang lembaga keuangan pedesaan 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.03.01.65.02-P Monev BUMD dan

Lembaga Keuangan

Daerah (LKD)

Laporan hasil monev pelaksanaan kebijakan bidang BUMD, laporan hasil monev

BUKP, laporan hasil pelaksanaan kegiatan TSP/CSR

Lingkup

Kabupaten

3 dokumen 96,330,000 3 dokumen 92,800,000

FGD pengembangan potensi BUMD/BUKP/CSR 3 kali 3 kali 0

Kajian tentang BUMD/BUKP/CSR 1 dokumen 1 dokumen 0

4.01.4.01.03.01.66-P Program

Peningkatan

Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah

Daerah

Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah 100 % 0 APBD

Kabupaten

100 % 9,429,890,000
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4.01.4.01.03.01.67-P Program

Peningkatan

Kapasitas Sistem

Pelayanan Publik

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik 100 % 88,000,000 APBD

Kabupaten

100 % 9,514,680,000

4.01.4.01.03.01.67.01-P Evaluasi Kinerja

Pelayanan Publik

Dokumen pedoman pelayanan publik Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 88,000,000 1 dokumen 84,790,000

Dokumen laporan hasil evaluasi penerapan PPK BLUD 1 dokumen 1 dokumen 0

Dokumen pengiriman SKPD peserta kompetisi inovasi pelayanan publik 1 dokumen 1 dokumen 0

Dokumen laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) 42 unit 42 unit 0

4.01.4.01.03.01.68-P Program

Perumusan dan

Pengendalian

Kebijakan

Kesejahteraan

Rakyat dan

Kemasyarakatan

Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan

100 % 34,140,000 APBD

Kabupaten

100 % 9,547,570,000

4.01.4.01.03.01.68.01-P Monev Pelaksanaan

Kebijakan Kesra dan

Kemasyarakatan

Dokumen hasil monev pelaksanaan kebijakan kesra dan kemasyarakatan Lingkup

Kabupaten

3 dokumen 19,140,000 3 dokumen 18,890,000

4.01.4.01.03.01.68.02-P Perumusan

Kebijakan Kesra dan

Kemasyarakatan

Dokumen kebijakan kesra dan kemasyarakatan 3 dokumen 15,000,000 3 dokumen 14,000,000

4.01.4.01.03.01.69-P Program

Perumusan dan

Pengendalian

Kebijakan

Perekonomian

Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian 100 % 151,780,000 APBD

Kabupaten

100 % 9,693,810,000

4.01.4.01.03.01.69.01-P Perumusan

kebijakan bidang

pertanian, Pangan,

kelautan dan

perikanan

Dokumen kebijakan bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 13,000,000 1 dokumen 12,500,000

4.01.4.01.03.01.69.02-P Monev pelaksanaan

kebijakan bidang

pertanian, Pangan,

kelautan dan

perikanan

Dokumen hasil monev pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan, kelautan dan

perikanan

Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 18,000,000 2 dokumen 17,340,000

4.01.4.01.03.01.69.03-P Perumusan

kebijakan bidang

koperasi UMKM

penanaman modal

dan pelayanan

terpadu

Dokumen kebijakan bidang koperasi UMKM penanaman modal dan pelayanan terpadu Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 15,080,000 1 dokumen 14,500,000

4.01.4.01.03.01.69.04-P Monev pelaksanaan

kebijakan bidang

koperasi UMKM ,

Penanaman modal

Dokumen monev pelaksanaan kebijakan bidang koperasi UMKM, penanaman modal

dan pelayanan terpadu

Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 49,000,000 2 dokumen 47,200,000
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dan pelayanan

terpadu

Ekspose hasil monev bidang koperasi UMKM, penanaman modal dan pelayanan

terpadu

1 kali 2 kali 0

4.01.4.01.03.01.69.05-P Perumusan

Kebijakan Bidang

Perindustrian dan

Perdagangan

Dokumen kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 5,000,000 1 dokumen 4,900,000

4.01.4.01.03.01.69.06-P Monev pelaksanaan

Kebijakan Bidang

Perindustrian dan

Perdagangan

Laporan pengendalian inflasi (TPID) Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 51,700,000 1 dokumen 49,800,000

Laporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) 0 0 0

4.01.4.01.03.01.70-P Program

Perumusan dan

Pengendalian

Kebijakan

Pembangunan

Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan 100 % 185,360,000 APBD

Kabupaten

100 % 9,872,400,000

4.01.4.01.03.01.70.01-P Perumusan

Kebijakan bidang

Perencanaan

Pembangunan

Penelitian

Pengembangan dan

Kominfo

Dokumen Kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan

dan Kominfo

Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 12,500,000 1 dokumen 12,100,000

4.01.4.01.03.01.70.02-P Monev pelaksanaan

kebijakan bidang

perencanaan

pembangunan,

litbang dan kominfo

Dokumen Laporan monev pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan,

litbang dan kominfo

1 dokumen 16,960,000 1 dokumen 16,500,000

Rakor Asisten Perekonomian Pembangunan dan SDA 12 kali 12 kali 0

4.01.4.01.03.01.70.03-P Perumusan

kebijakan bidang PU

Tata Ruang dan

Pertanahan

Dokumen kebijakan bidang PU Tata Ruang dan Pertanahan Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 8,000,000 1 dokumen 7,700,000

4.01.4.01.03.01.70.04-P Monev Pelaksanaan

Kebijakan bidang PU

tata Ruang dan

Pertanahan

Dokumen Laporan monev pelaksanaan kebijakan bidang PU tata Ruang dan

Pertanahan

Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 47,500,000 1 dokumen 45,690,000

4.01.4.01.03.01.70.05-P Perumusan

Kebijakan bidang

Lingkungan Hidup

Pariwisata dan

Perhubungan

Dokumen Kebijakan bidang Lingkungan Hidup Pariwisata dan Perhubungan Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 90,800,000 1 dokumen 87,200,000

4.01.4.01.03.01.70.06-P Monev Pelaksanaan

Bidang Lingkungan

Hidup Pariwisata dan

Dokumen laporan monev pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Pariwisata

dan Perhubungan

Lingkup

Kabupaten

1 Dokumen 9,600,000 1 Dokumen 9,400,000
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Perhubungan
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

SEKRETARIAT DPRD

JUMLAH PAGU

Rp.
: 11,627,259,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.04.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 201,249,000 APBD

Kabupaten

20 % 193,859,000

4.01.4.01.04.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor,

barang cetakan, penggandaan, perangko,surat kabar/majalah)

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 16,479,000 12 bulan 16,479,000

4.01.4.01.04.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya Honor Petugas Penatausahaan Keuangan dan Barang Lingkup

Kabupaten

12 bulan 27,550,000 12 bulan 26,450,000

4.01.4.01.04.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 bulan 86,850,000 12 bulan 83,370,000

4.01.4.01.04.01.01.30-P Pembuatan Buletin

dan Profil Anggota

DPRD

Buletin, Booklet (Profil) Anggota DPRD (eks) Lingkup

Kabupaten

2450 buah 70,370,000 2450 buah 67,560,000

4.01.4.01.04.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 32,240,000 APBD

Kabupaten

20 % 224,809,000

4.01.4.01.04.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Penyusunan Renja dan Renstra Lingkup

Kabupaten

3 buah 10,880,000 3 buah 10,450,000

4.01.4.01.04.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun Lingkup

Kabupaten

2 buah 17,000,000 2 buah 16,320,000

4.01.4.01.04.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,

Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, dan Penerapan SPIP

Lingkup

Kabupaten

19 dokumen 4,360,000 19 dokumen 4,180,000

4.01.4.01.04.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya

manusia OPD

20 % 1,283,380,000 APBD

Kabupaten

20 % 1,486,519,000
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OPD

4.01.4.01.04.01.14-01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor 600 unit 228,230,000 600 unit 219,100,000

4.01.4.01.04.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup

Kabupaten

12 bulan 824,010,000 12 bulan 820,720,000

4.01.4.01.04.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik Lingkup

Kabupaten

8 orang 14,630,000 8 orang 14,040,000

4.01.4.01.04.01.14.10-P Penyediaan

Kelengkapan dan

Jasa Bagi

Pimpinan dan

Anggota DPRD

Pakaian Dinas dan pakaian tradisional untuk anggota DPRD, Medical checkup

pimpinan/anggota DPRD dan keluarganya (stel/orang)

Lingkup

Kabupaten

160 stel/org 216,510,000 120 stel/org 207,850,000

4.01.4.01.04.01.62 Program

Pembentukan

Peraturan

Daerah

Capaian penetapan peraturan daerah 100 % 4,881,230,000 APBD

Kabupaten

100 % 6,189,529,000

4.01.4.01.04.01.62.01-P Pembahasan

Produk Hukum

Daerah

Terbahasnya rancangan peraturan daerah (perda) Lingkup

Kabupaten

14 dokumen 1,769,780,000 14 dokumen 1,703,980,000

4.01.4.01.04.01.62.02 Penyusunan

Program

Pembentukan

Peraturan Daerah

Tersusunnya program pembentukan perda (dokumen) 2 dokumen 1,040,810,000 2 dokumen 1,003,170,000

4.01.4.01.04.01.62.05-P Penetapan Skala

Prioritas Kegiatan

DPRD

Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD (dokumen) Lingkup

Kabupaten

12 dokumen 443,470,000 12 dokumen 429,730,000

4.01.4.01.04.01.62.06-P Publikasi Kinerja

Lembaga DPRD

Terselenggaranya website dan sistem informasi DPRD (bulan), tersedianya

data dan informasi tentang kegiatan dan hasil kerja DPRD (bulan),

terselenggaranya semiloka kaukus perempuan (KPP) (kali)

Lingkup

Kabupaten

12 bulan/kali 265,520,000 12 bulan/kali 254,900,000

4.01.4.01.04.01.62.07 Koordinasi dan

Konsultasi DPRD

Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 bulan 1,158,780,000 12 bulan 1,116,420,000

4.01.4.01.04.01.62.08-P Penyusunan

Materi, Risalah

Rapat DPRD dan

Rapat Paripurna

Non Perda

Tersusunnya Risalah Rapat DPRD dan Terselenggaranya Rapat Paripurna

non Perda

40 dokumen 202,870,000 40 dokumen 194,810,000

4.01.4.01.04.01.63 Program

Penganggaran

dan Pengawasan

Kebijakan

Pembangunan

Daerah

Cakupan penetapan dokumen perencanaan, penganggaran dan

rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan

100 % 5,229,160,000 APBD

Kabupaten

100 % 11,232,349,000
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4.01.4.01.04.01.63.01-P Pembahasan

Perencanaan dan

Evaluasi

Penganggaran

Terbahasnya rancangan APBD dan perubahan APB, terbahasnya rancangan

KUA PPAS dan perubahan KUA PPAS, Terbahasnya rancangan

pertanggungjawaban APBD (dokumen)

Lingkup

Kabupaten

5 dokumen 1,207,940,000 5 dokumen 1,162,890,000

4.01.4.01.04.01.63.02-P Penyusunan

Rekomendasi

LKPJ Bupati dan

LHP BPK

Terbahasnya LKPJ Bupati dan LHP BPK (dokumen) Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 268,510,000 2 dokumen 261,040,000

4.01.4.01.04.01.63.03-P Penyusunan

Pokok-pokok

Pikiran DPRD

Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD (dokumen), terwujudnya

penyelenggaraan penjaringan aspirasi masyarakat (reses) (kali)

Lingkup

Kabupaten

3 dokumen/kali 696,960,000 3 dokumen/kali 672,360,000

4.01.4.01.04.01.63.04-P Penegakan Disiplin

dan Etika Anggota

DPRD

Tersusunnya laporan kinerja Badan Kehormatan Lingkup

Kabupaten

4 dokumen 196,660,000 4 dokumen 192,060,000

4.01.4.01.04.01.63.05-P Pengawasan

Kebijakan dan

Pembangunan

Daerah

Laporan dan rekomendasi komisi Lingkup

Kabupaten

4 dokumen 1,071,160,000 4 dokumen 1,031,580,000

4.01.4.01.04.01.63.06-P Peningkatan

Kapasitas

Pimpinan dan

Anggota DPRD

Bimtek/Workshop/Lokakarya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (kali) Lingkup

Kabupaten

4 kali 870,280,000 4 kali 838,730,000

4.01.4.01.04.01.63.07-P Kerjasama Antar

Lembaga DPRD

dan Setwan

Terfasilitasinya kerjasama antar lembaga perwakilan rakyat daerah dan

setwan (dokumen), terfasilitasinya aktivitas ADKASI dan ASDEKSI (Lembaga)

Lingkup

Kabupaten

2

Lembaga/dokumen

917,650,000 2

Lembaga/dokumen

884,160,000

4.01.4.01.04.01.64 Program

Pengawasan

Kebijakan dan

Pembangunan

Daerah

Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan 0 % 0 APBD

Kabupaten

0 % 11,232,349,000
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN TEMON

JUMLAH PAGU

Rp.
: 355,610,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2020
KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.08.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 59,870,000 APBD

Kabupaten

20 % 57,000,000

4.01.4.01.08.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Terpenuhinya jasa dan peralatan perkantoran Kec

Temon

12 bulan 20,770,000 12 bulan 20,000,000

4.01.4.01.08.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Penyediaan jasa keuangan Kec

Temon

12 bulan 14,100,000 12 bulan 14,100,000

4.01.4.01.08.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat serta biaya koordinasi dan konsultasi Kec

Temon

12 bulan 25,000,000 12 bulan 22,900,000

4.01.4.01.08.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 11,230,000 APBD

Kabupaten

20 % 67,820,000

4.01.4.01.08.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Kec

Temon

3

dokumen

4,000,000 3

dokumen

4,000,000

4.01.4.01.08.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya Laporan kinerja keuangan Kec

Temon

2

dokumen

3,230,000 2

dokumen

3,230,000

4.01.4.01.08.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendaliaan evaluasi dan pelaporan kinerja Kec

Temon

19

dokumen

4,000,000 19

dokumen

3,590,000

4.01.4.01.08.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 114,900,000 APBD

Kabupaten

20 % 178,520,000
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4.01.4.01.08.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran Kec

Temon

70 unit 19,900,000 30 unit 17,000,000

4.01.4.01.08.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 40 unit 95,000,000 40 unit 93,700,000

4.01.4.01.08.01.31-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

Cakupan peningkatan pelayanan kecamatan 76.07 % 33,850,000 APBD

Kabupaten

85.71 % 211,120,000

4.01.4.01.08.01.31.93-P Pelayanan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Terkoordinasinya penanganan sosial Kec

Temon

12 kali 25,850,000 12 kali 25,000,000

Terkoordinasikannya KPK 12 kali 12 kali 0

Terkoordinasikannya PKK 6 kali 6 kali 0

Terbinanya KAKB 4 kali 4 kali 0

Tersosialisasinya KDRT dan pengarusataman gender 60 orang 60 orang 0

Terlaksananya safari tarawih dan pengajian 10 kali 10 kali 0

Terkoordinasinya MTQ 4 kali 4 kali 0

Terkoordinasinya MTQ 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.08.01.31.96-P Pelayanan Umum

Kecamatan

Tersosialisasinya PATEN Kec

Temon

60 orang 8,000,000 75 orang 7,600,000

Terkelolanya PATEN 12 bulan 12 bulan 0

4.01.4.01.08.01.61-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 90.46 % 135,760,000 APBD

Kabupaten

90.88 % 341,940,000

4.01.4.01.08.01.61.01-P Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa Kec

Temon

15 desa 20,760,000 15 desa 20,820,000

Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa 15 desa 15 desa 0

Terkoordinasinya intensifikasi PBB 50 orang 50 orang 0

TErevaluasinya produk hukum tingkat desa 15 desa 15 desa 0

Terdampinginya penyaluran dan ke pemerintah desa 15 desa 15 desa 0
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Terkoordinasinya pemilihan Kades dan perangkat desa 15 desa 15 desa 0

Terbentukmya BPD 15 desa 15 desa 0

4.01.4.01.08.01.61.02-P Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban

Lingkungan

Terfasilitasi pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) Kec

Temon

4 kali 43,000,000 4 kali 37,000,000

Terlaksananya patroli terpadu 12 bulan 12 bulan 0

Terfasilitasinya posko penanganan bencana alam tingkat Kecamatan 12 bulan 12 bulan 0

Terfasilitasinya pengamanan Pemilukada, Pileg dan Pilpres 1 kali 0 kali 0

4.01.4.01.08.01.61.03-P Penyusunan

Database

Kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan Kec

Temon

1

dokumen

5,000,000 1

dokumen

6,000,000

4.01.4.01.08.01.61.04-P Pendampingan

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Termonitornya penyelenggaraan UAN Kec

Temon

3 kali 8,000,000 3 kali 8,000,000

Terbinanya PKBM 30 orang 45 orang 0

Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 50 orang 60 orang 0

Terbinanya pengajar PAUD 50 orang 60 orang 0

Terbinanya perpustakaan desa 15 desa 15 desa 0

4.01.4.01.08.01.61.05-P Pendampingan

Budaya Daerah,

Pemuda dan

Olahraga

Terfasilitasinya kegiatan olah raga Kec

Temon

4 kali 11,000,000 4 kali 11,000,000

Terkirimnya festival seni dan budaya 5 kali 5 kali 0

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 5 kali 5 kali 0

Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 5 kali 5 kali 0

Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.08.01.61.06-P Perencanaan,

Pengendalian, dan

Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Terkoordinasinya lomba desa Kec

Temon

1 kali 28,000,000 1 kali 28,000,000

Terkoordinasinya BBGRM 1 kali 1 kali 0

Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4

dokumen

4

dokumen

0
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Tersusunnya RPTK 1

dokumen

1

dokumen

0

4.01.4.01.08.01.61.07-P Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

Tersosialisasinya wawasan kebangsaan Kec

Temon

50 orang 11,000,000 60 orang 11,000,000

Terselenggaranya peringatan hari besar 6 kali 6 kali 0

Terfasilitasinya latihan Paskibra 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.08.01.61.08-P Pendampingan

Lembaga

Keuangan Mikro

dan Ekonomi

Produktif

Terbinanya UKM Kec

Temon

50 orang 9,000,000 60 orang 9,000,000

Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat 6

lembaga

7

lembaga

0

Terlaksananya promosi UMKM 3

lembaga

3

lembaga

0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN WATES

JUMLAH PAGU

Rp.
: 1,491,688,483 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.09.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 105,648,250 APBD

Kabupaten

20 % 101,790,000

4.01.4.01.09.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Meningkatnya kualitas pelayanan dan peralatan kantor Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 50,900,000 12 bulan 50,978,000

4.01.4.01.09.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 30,537,000 12 bulan 30,267,000

4.01.4.01.09.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Meningkatnya pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan pembangunan Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 24,211,250 12 bulan 20,545,000

4.01.4.01.09.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 12,550,000 APBD

Kabupaten

20 % 153,930,000

4.01.4.01.09.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja OPD, Rencana keerja Perubahan OPD dan Rencana Strategis

(dokumen)

Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

2

dokumen

4,015,000 2

dokumen

44,505,000

4.01.4.01.09.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja keuangan semesteran (dokumen) Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

2

dokumen

4,575,000 2

dokumen

4,575,000

4.01.4.01.09.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP Laporan Tahunan, Profil Kinerja

serta Penerapan SPIP (Dokumen)

Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

19

dokumen

3,960,000 19

dokumen

3,060,000
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4.01.4.01.09.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 130,050,000 APBD

Kabupaten

20 % 287,902,000

4.01.4.01.09.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya 100 buah kursi rapat, 1 unit AC, 1 rak arsip, 2 buah PC Komputer, 2 buah

printer.kursi stanlis,1buah kotak aduan, papan informasi, rak besi, meja rapat dan filling kabinet

Kec

Wates

115 unit 38,500,000 5 unit 40,170,000

4.01.4.01.09.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya aset Gedung Kantor, Rumah Dinas , kendaraan dinas, dan perlengkapan gedung

kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinann kendaraan ,

listrik, air, telpon) tersedianya pemeliharaan peralatan kantor (peralatan Listrik dan alat

kebersihan serta tersedianya BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas

Kec

Wates

12 bulan 81,050,000 12 bulan 93,802,000

4.01.4.01.09.01.14.07-P Pengadaan

Pakaian Dinas

Harian (PDH)

Tersedianya Pakaian Dinas Harian untuk pegawai 33 stel 10,500,000 0 stel 0

4.01.4.01.09.01.31-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

Cakupan peningkatan pelayanan kecamatan 89 % 48,467,110 APBD

Kabupaten

94 % 333,169,000

4.01.4.01.09.01.31.93-P Pelayanan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Terkoordinasinya penanganan permasalahan sosial (kali) Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

1 kali 32,467,110 1 kali 30,267,000

Terbinanya KAKB (kali) 1 kali 0 kali 0

Terkoordinasinya PKK (kali) 3 kali 0 kali 0

Tersosialisasikannya PKDRT dan pengarusutamaan gender (kali) 1 kali 0 kali 0

Terlaksananya safari jumat, safari tarwih, dan pengajian PNS (kali) 10 kali 0 kali 0

"Terkoordinasikannya kecamatan sehat (kali)" 2 kali 0 kali 0

Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan (kali) 12 kali 0 kali 0

Penanganan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) (kali) 2 kali 0 kali 0

4.01.4.01.09.01.31.96-P Pelayanan Umum

Kecamatan

Terkelolanya PATEN (bulan) Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 16,000,000 12 bulan 15,000,000

Tersosialisasinya PATEN (orang) 50 orang 50 orang 0

4.01.4.01.09.01.40-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kelurahan

Cakupan Peningkatan Pelayanan Kelurahan 80.36 % 173,068,576 APBD

Kabupaten

89.18 % 500,203,968
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4.01.4.01.09.01.40.33-P Pelayanan Umum

Kelurahan

Terkoordinasinya TKPK Kec

Wates

5 kali 173,068,576 5 kali 167,034,968

Terkelolanya Pelayanan Umum Kelurahan 12 bulan 12 bulan 0

4.01.4.01.09.01.60-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kelurahan

Cakupan Pningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan 69.41 % 888,252,747 APBD

Kabupaten

74.12 % 1,362,263,494

4.01.4.01.09.01.60.01-P Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Kemasyarakatan

Terlaksananya koordinasi tingkat RW Kec

Wates

64 kali 511,284,700 64 kali 504,284,700

Honorarium Ketua RT RW 12 bulan 12 bulan 0

Terfasilitasinya kegiatan RT RW 8 kali 8 kali 0

Fasilitasi kegiatan linmas 2 kali 2 kali 0

Fasilitasi pembentuikan lkk 0 fasilitasi 0

fasilitasi

0

Pembelian seragam linmas 10 buah 0 buah 0

Pembelian alat komunikasi linmas 2 unit 0 unit 0

4.01.4.01.09.01.60.02-P Peningkatan

Kapasitas

Rohaniawan dan

Kegiatan

Keagamaan

Terfasilitasinya peningkatan kerukunan antar umat beragama 1 fasilitasi 33,738,400 1

fasilitasi

32,238,400

Fasilitasi kegiatan keagamaan 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

HR Rohaniawan / Rois 5 bulan 5 bulan 0

4.01.4.01.09.01.60.03-P Penyediaan Data

dan Informasi

Kelurahan

Updating data dan informasi Kelurahan ( Profil Kelurahan ) 1 fasilitasi 5,938,800 1

fasilitasi

5,938,800

Pengelolaan Wibsite Kelurahan 12 bulan 12 bulan 0

4.01.4.01.09.01.60.04-P Pendampingan

PBB Perkotaan P2

Terdistribusinya SPPT PBB P2 pada wajib pajak dan tercapainya optimalisasi target PBB 1 fasilitasi 14,737,000 1

fasilitasi

10,000,000

4.01.4.01.09.01.60.05-P Pendampingan

budaya daerah,

pemuda dan

olahraga

Fasilitasi Kegiatan olahraga 1 fasilitasi 7,233,000 1

fasilitasi

4,605,500

Fasilitasi kegiatan budaya daerah 1 fasilitais 1

fasilitais

0
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Fasilitasi Kegiatan kepemudaan ( Karang Taruna dan PIK Remaja ) 0 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Pembelian Seragam Karang Taruna 10 buah 0 buah 0

4.01.4.01.09.01.60.06-P Perencanaan

monitoring dan

pengendalian

pembangunan

Daerah

Padat karya Kec

Wates

1 paket 126,949,347 1 paket 124,620,626

Monitoring pelaksanaan pembangunan wilayah 3 kali 3 kali 0

Musrenbang Kelurahan 1

dokumen

1

dokumen

0

HR Tim LPMK 9 bulan 9 bulan 0

Fasilitasi UKM 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

4.01.4.01.09.01.60.07-P Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya kegiatan hari besar Kec

Wates

1 fasilitasi 4,546,600 1

fasilitasi

4,546,600

terselenggaranya patroli terpadu 2 kali 2 kali 0

Peringatan hari besar Nasional 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

4.01.4.01.09.01.60.08-P Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat

Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat Kec

Wates

1 fasilitasi 28,466,400 1

fasilitasi

24,466,400

Terfailitasinya kegiatan PKK Kelurahan 12 bulan 12 bulan 0

koordinasi PKK tingkat RW 32 kali 32 kali 0

Pembelian seragam Pengurus PKK 30 buah 0 buah 0

4.01.4.01.09.01.60.09-P Peningkatan

Kesejahteran

sosial masyarakat

HR Tenaga pendidik PAUD Kec

Wates

12 bulan 155,358,500 12 bulan 151,358,500

Transport pengolah data SIP 12 bulan 12 bulan 0

Pemberian PMT Balita 12 bulan 12 bulan 0

Koordinasi kegiatan Rastra 12 bulan 12 bulan 0

Koordinasi kegiatan kader kesehatan 10 bulan 10 bulan 0

4.01.4.01.09.01.61-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan

Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 90.46 % 133,651,800 APBD

Kabupaten

90.88 % 1,491,034,348
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4.01.4.01.09.01.61.01-P Peningkatan

penyelenggaraan

pemerintahan

desa/ kelurahan

Terevaluasinya produk hukum tingkat desa (dokumen) Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

7

dokumen

30,187,000 7

dokumen

29,500,000

Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa (desa) 7 desa 7 desa 0

Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa (desa) 7 desa 7 desa 0

Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemdes (desa) 7 desa 7 desa 0

Terdampinginya Aplikasi Siskeudes 7 desa 7 desa 0

Sosialisasi dan Intensifikasi PBB (orang) 50 orang 0 orang 0

Terkoordinasinya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa (desa),BPD 0 desa 2 desa 0

4.01.4.01.09.01.61.02-P Peningkatan

ketrentraman dan

ketertiban

lingkungan

Terfasilitasinya posko penanganan bencana alam tingkat kecamatan (bulan) Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

2 bulan 35,941,300 2 bulan 34,941,300

Terlaksananya patroli terpadu (bulan) 12 bulan 0 bulan 0

"Terfasilitasinya pengamanan pileg,pilpres,pilkada (bulan)" 3 bulan 0 bulan 0

"Terfasilitasinya pencegahan penyakit (miras dan narkoba) (kali)" 1 kali 0 kali 0

Pelatihan baris berbaris (PBB) dan penanganan bencana (kali) 1 kali 0 kali 0

4.01.4.01.09.01.61.03-P Penyusunan

database

kecamatan

"Tersusunnya profil kecamatan (dokumen)" Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

1

dokumen

3,950,000 1

dokumen

3,750,000

4.01.4.01.09.01.61.04-P Pendampingan

peningkatan

kualitas pendidikan

Terbinanya tenaga pendidikan PAUD (orang) Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

30 orang 2,500,000 30 orang 2,512,054

"Terbinanya UKS tingkat kecamatan (orang)" 30 orang 30 orang 0

Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS (kali) 2 kali 2 kali 0

4.01.4.01.09.01.61.05-P Pendampingan

budaya daerah,

pemuda dan

olahraga

Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

12 kali 10,704,900 0 kali 9,704,900

"Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan (kali)" 2 kali 0 kali 0

Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional (kali) 3 kali 0 kali 0

Terkirimnya peserta nyadran agung (kali) 1 kali 0 kali 0
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Terkoordinasinya pengembangan budaya daerah 2

kelompok

0

kelompok

0

4.01.4.01.09.01.61.06-P Perencanaan,

pengendalian dan

pelaporan

pembangunan

daerah

Tersusunnya RPTK (dokumen) Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

1

dokumen

30,409,500 1

dokumen

30,409,500

Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah (dokumen) 1

dokumen

0

dokumen

0

Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong masyarakat (kali) 1 kali 0 kali 0

Terkoordinasinya lomba desa (kali ) 1 kali 0 kali 0

4.01.4.01.09.01.61.07-P Peningkatan

wawasan

kebangsaan

"Terselenggaranya peringatan Hari besar (kali)" Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

2 kali 11,410,200 0 kali 10,404,200

Terselenggaranya latihan upacara bendera peringatan hari besar nasional (kali) 10 kali 0 kali 0

Tersosialisasinya wawasan kebangsaan 50 orang 0 orang 0

Terfasilitasinya latihan paskibra (peleton) 1 peleton 0 peleton 0

4.01.4.01.09.01.61.08-P Pendampingan

lembaga keuangan

mikro dan ekonomi

produktif

Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat (lembaga)?BUMDES Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

3

lembaga

8,548,900 0

lembaga

7,548,900

Terlaksananya pembinaan UKM (kali) 2 kali 0 kali 0

Terbinanya lelompok pengelola sampah 25 orang 0 orang 0

"Terlaksananya Sosialisasi Implementasi IUMK (orang" 25 orang 0 orang 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN PANJATAN

JUMLAH PAGU

Rp.
: 427,210,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2020
KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.10.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 70,720,000 APBD

Kabupaten

20 % 68,140,000

4.01.4.01.10.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran Kec

Panjatan

12 Bulan 46,690,000 12 Bulan 46,690,000

4.01.4.01.10.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Kec

Panjatan

12 Bulan 18,800,000 12 Bulan 18,800,000

4.01.4.01.10.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Tersedianya rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Kec

Panjatan

12 Bulan 5,230,000 12 Bulan 2,650,000

4.01.4.01.10.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 11,700,000 APBD

Kabupaten

20 % 79,420,000

4.01.4.01.10.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunnya rencana kerja OPD Kec

Panjatan

3

Dokumen

6,000,000 2

Dokumen

6,000,000

4.01.4.01.10.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester Kec

Panjatan

2

Dokumen

2,700,000 2

Dokumen

2,530,000

4.01.4.01.10.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja Kec

Panjatan

19

Dokumen

3,000,000 19

Dokumen

2,750,000

4.01.4.01.10.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 168,830,000 APBD

Kabupaten

20 % 242,090,000



V - 135

4.01.4.01.10.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Kec

Panjatan

10 Unit 83,830,000 9 Unit 77,670,000

4.01.4.01.10.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpenuhinya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Kec

Panjatan

12 Bulan 85,000,000 12 Bulan 85,000,000

4.01.4.01.10.01.31-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

Cakupan peningkatan pelayanan kecamatan 76.07 % 41,100,000 APBD

Kabupaten

85.71 % 281,690,000

4.01.4.01.10.01.31.93-P Pelayanan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial Kec

Panjatan

12 Bulan 21,100,000 12 Bulan 20,000,000

Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 12 Bulan 12 Bulan 0

Terkoordinasikannya HKG PKK 1 Kali 1 Kali 0

Terkoordinasikannnya Kecamatan Sehat 4 Kali 4 Kali 0

Terbinanya KAKB 4 Kali 4 Kali 0

Terlaksananya Safari Jumat, Safari tarawih dan Pengajian PNS 10 Kali 12 Kali 0

Tersosialisasikannya KDRT dan pengarusutamaan gender 1 Kali 1 Kali 0

Termonitornya PMKS dan PSKS 2 Kali 2 Kali 0

Terdampinginya pengembangan pemberdayaan perempuan dan PKK 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.10.01.31.96-P Pelayanan Umum

Kecamatan

Terkelolanya PATEN Kec

Panjatan

12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 19,600,000

Tersosialisasikannya PATEN 2 kali 2 kali 0

Tercetaknya dokumen perijinan 55

dokumen

60

dokumen

0

4.01.4.01.10.01.61-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kecamatan

Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan 90.46 % 134,860,000 APBD

Kabupaten

90.88 % 411,630,000

4.01.4.01.10.01.61.01-P Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Terevaluasinya produk hukum tingkat desa Kec

Panjatan

33

Dokumen

29,000,000 33

Dokumen

25,000,000

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa 4 kali 4 kali 0
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Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 4 Kali 4 Kali 0

Terdampinginya penyaluran dana (ADD, DD, DBH) pemerintah Desa 12 Bulan 12 Bulan 0

Terkoordinasinya Intensifikasi PBB 10 Bulan 10 Bulan 0

Terkoordinasikannya Pemilihan Kades dan Perangkat Desa lainnya 11 Desa 11 Desa 0

Terfasilitasinya penyusunan APBDes 11 Desa 11 Desa 0

Terfasilitasinya JDIH Desa 2 Kali 2 Kali 0

4.01.4.01.10.01.61.02-P Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban

Lingkungan

Terlaksananya Patroli Terpadu Kec

Panjatan

12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 25,000,000

Terfasilitasinya Posko Penanggulangan Bencana Alam Tingkat Kecamatan 12 Bulan 12 Bulan 0

Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat 1 kali 1 kali 0

Terfasilitasinya koordinasi pelaksanaan PEMILU 4 Bulan 0 Bulan 0

Terfasilitasinya Manajemen konflik 4 Kali 4 Kali 0

Terbinanya Linmas 1 Kali 1 Kali 0

4.01.4.01.10.01.61.03-P Penyusunan

Database

Kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan Kec

Panjatan

1

Dokumen

5,000,000 1

Dokumen

5,000,000

4.01.4.01.10.01.61.04-P Pendampingan

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Terbinanya Pengajar PAUD Kec

Panjatan

1 kali 8,000,000 1 kali 8,000,000

Terbinanya Pengelola PAUD 2 kali 2 kali 0

Terbinanya UKS Tingkat Kecamatan 1 Kali 1 Kali 0

Terbinanya PKBM 1 Kali 1 Kali 0

Termonitornya penyelenggaraan UAN dan UAS 1 Kali 1 Kali 0

Terfasilitasinya PMTAS 0 Orang 0 Orang 0

Termonitornya perkembangan perpustakaan masyarakat 1 Kali 1 Kali 0

Termonitornya Jam Belajar Masyarakat 1 Kali 1 Kali 0

4.01.4.01.10.01.61.05-P Pendampingan

Budaya Daerah,

Pemuda dan

Olahraga

Terfasilitasinya kegiatan olah raga masyarakat Kec

Panjatan

24 Kali 9,860,000 24 Kali 9,860,000
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Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 1 Kali 1 Kali 0

Terkirimnya festival seni dan budaya 1 Kali 1 Kali 0

Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 Kali 1 Kali 0

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 Kali 1 Kali 0

Terdampinginya pengembangan wisata 0 kali 0 kali 0

4.01.4.01.10.01.61.06-P Perencanaan,

Pengendalian, dan

Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Tersusunnya RPTK Kec

Panjatan

1

Dokumen

35,000,000 1

Dokumen

34,080,000

Terkoordinasinya Lomba Desa 1 Kali 1 Kali 0

Terkoordinasinya BBGRM 1 Kali 1 Kali 0

Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah 4

Dokumen

4

Dokumen

0

4.01.4.01.10.01.61.07-P Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan Hari Besar Nasional Kec

Panjatan

2 Kali 18,000,000 2 Kali 18,000,000

Tersosialisasinya Wawasan Kebangsaan 1 Kali 1 Kali 0

Terfasilitasinya Pelatihan Paskibra 1 Peleton 1 Peleton 0

4.01.4.01.10.01.61.08-P Pendampingan

Lembaga

Keuangan Mikro

dan Ekonomi

Produktif

Terbinanya lembaga ekonomi produktif masyarakat Kec

Panjatan

4

lembaga

5,000,000 4

lembaga

5,000,000

Terbinanya UKM 30 orang 35 orang 0

Terbinanya BUMDes 11 Desa 11 Desa 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN GALUR

JUMLAH PAGU

Rp.
: 575,964,055 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2020
KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.11.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 87,314,300 APBD

Kabupaten

20 % 96,000,000

4.01.4.01.11.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa dan peralatan perkantoran Kec

Galur

12 bulan 35,646,300 12 bulan 40,000,000

4.01.4.01.11.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Tersedianya jasa keuangan Kec

Galur

12 bulan 18,668,000 12 bulan 20,000,000

4.01.4.01.11.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Tersedianya rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Kec

Galur

12 bulan 33,000,000 12 bulan 36,000,000

4.01.4.01.11.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 13,850,000 APBD

Kabupaten

20 % 113,000,000

4.01.4.01.11.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunnya perencanaan kinerja SKPD Kec

Galur

3

dokumen

5,000,000 2

dokumen

6,000,000

4.01.4.01.11.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya laporan keuangan Kec

Galur

2

dokumen

3,850,000 2

dokumen

5,000,000

4.01.4.01.11.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Kec

Galur

19

dokumen

5,000,000 19

dokumen

6,000,000

4.01.4.01.11.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 255,999,755 APBD

Kabupaten

20 % 384,099,731
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4.01.4.01.11.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 10 unit 55,000,000 10 unit 60,000,000

4.01.4.01.11.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 12 bulan 200,999,755 12 bulan 211,099,731

4.01.4.01.11.01.31-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

Cakupan peningkatan pelayanan kecamatan 76.07 % 43,850,000 APBD

Kabupaten

85.71 % 437,099,731

4.01.4.01.11.01.31.93-P Pelayanan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Terkoordinasikannnya Kader Penanggulangan Kemiskinan Kec

Galur

10 kali 27,850,000 10 kali 33,000,000

Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial 2 kali 2 kali 0

Terbinanya KAKB 3 kali 3 kali 0

Terkoordinasikannya PKK 4 kali 4 kali 0

Tersosialisasikannya KDRT dan Pengarusutamaan Gender. 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya safari jumat, safari tarawih dan pengajian PNS 7 kali 7 kali 0

Terkoordinasikannya Kecamatan Sehat 4 kali 4 kali 0

Tersosialisasikannya KADARZI 1 kali 1 kali 0

Terbinanya DBKS 2 kali 2 kali 0

Terkoordinasikannya Monitoring Gerakan PSN 3 kali 3 kali 0

4.01.4.01.11.01.31.96-P Pelayanan Umum

Kecamatan

Tersosialisasinya PATEN Kec

Galur

1 kali 16,000,000 1 kali 20,000,000

Terkelolanya PATEN 12 bulan 12 bulan 0

4.01.4.01.11.01.61-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kecamatan

Cakupan peningkatan penyelenggaran pemerintah kecamatan 90.46 % 174,950,000 APBD

Kabupaten

90.88 % 632,099,731

4.01.4.01.11.01.61.01-P Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa / Kelurahan

Terevaluasinya produk hukum tingkat desa 7 desa Kec

Galur

35

dokumen

46,680,000 35

dokumen

52,000,000

Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 7 desa 12 bulan 12 bulan 0

Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa 7 desa 12 bulan 12 bulan 0
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Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 7 desa 12 bulan 12 bulan 0

Terkoordinasikannya intensifikasi PBB P2 7 desa 12 bulan 12 bulan 0

Terkoordinasikannya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 7 desa 12 bulan 12 bulan 0

Terevaluasinya hasil pencermatan penggunaan dana desa dan tertib administrasi desa 7 desa 4 kali 4 kali 0

4.01.4.01.11.01.61.02-P Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban

Lingkungan

Terbinanya Linmas Desa se Kecamatan Galur Kec

Galur

1 kali 43,450,000 1 kali 48,000,000

Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya Patroli Terpadu 12 bulan 12 bulan 0

Terfasilitasinya Posko Penanganan Bencana Alam tingkat kecamatan 1 bulan 1 bulan 0

Terkoordinasikannya Penanganan Konflik 4 kali 4 kali 0

4.01.4.01.11.01.61.03-P Penyusunan

Database

Kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan Kec

Galur

1

dokumen

5,000,000 1

dokumen

6,000,000

4.01.4.01.11.01.61.04-P Pendampingan

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Termonitornya penyelenggaraan UAS dan UAN Kec

Galur

2 kali 5,560,000 2 kali 6,000,000

Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 1 kali 1 kali 0

Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali 1 kali 0

Terbinanya PKBM 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.11.01.61.05-P Pendampingan

Budaya Daerah,

Pemuda dan

Olahraga

Terkirimnya Peserta Nyadran Agung Kec

Galur

1 kali 10,200,000 1 kali 12,000,000

Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali 1 kali 0

Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional 1 kali 1 kali 0

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali 1 kali 0

Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali 1 kali 0

Terfasilitasinya kegiatan pembinaan mocopat 5 kali 5 kali 0

4.01.4.01.11.01.61.06-P Perencanaan,

Pengendalian dan

Pelaporan

Terkoordinasikannya lomba desa Kec

Galur

1 kali 37,600,000 1 kali 40,000,000
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Pembangunan

Daerah

Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong masyarakat 1 kali 1 kali 0

Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4

dokumen

4

dokumen

0

Tersusunnya RPTK 1

dokumen

1

dokumen

0

4.01.4.01.11.01.61.07-P Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional Kec

Galur

1 kali 21,460,000 1 kali 25,000,000

Tersosialisasikannya Wawasan Kebangsaan 1 kali 1 kali 0

Terfasilitasinya latihan Paskibra 1 pleton 1 pleton 0

4.01.4.01.11.01.61.08-P Pendampingan

Lembaga

Keuangan Mikro

dan Ekonomi

Produktif

Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat Kec

Galur

2

lembaga

5,000,000 2

lembaga

6,000,000

Terfasilitasinya Pembinaan UKM 1 kali 1 kali 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN LENDAH

JUMLAH PAGU

Rp.
: 479,114,297 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2020
KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.12.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 101,390,000 APBD

Kabupaten

20 % 97,690,000

4.01.4.01.12.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersediannya bahan (ATK, cetak,

penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

Kec

Lendah

12 bulan 57,475,000 12 bulan 54,775,000

4.01.4.01.12.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Kec

Lendah

12 bulan 19,049,000 12 bulan 19,049,000

4.01.4.01.12.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Makanan dan minuman untuk rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Kec

Lendah

12 bulan 24,866,000 12 bulan 23,866,000

4.01.4.01.12.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 14,480,000 APBD

Kabupaten

20 % 109,720,000

4.01.4.01.12.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunya Renja, Perubahan renja, dan renstra Kec

Lendah

2

dokumen

3,536,500 3

dokumen

3,530,000

4.01.4.01.12.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran Kec

Lendah

2

dokumen

5,500,000 2

dokumen

5,500,000

4.01.4.01.12.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja

SKPD, serta penerapan SPIP

Kec

Lendah

19

dokumen

5,443,500 19

dokumen

3,000,000

4.01.4.01.12.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 137,470,000 APBD

Kabupaten

20 % 242,170,000
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4.01.4.01.12.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan 1 unit sepeda motor, 1 buah tv, 1 buah dispenser, 1 unit mesin antrian, 1

unit komputer

Kec

Lendah

5 unit 53,000,000 41 unit 48,000,000

4.01.4.01.12.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya aset 1 unit gedung kantor, 1 unit mobil, 8 unit sepeda motor, 5 unit komputer, 4 unit

laptop, 5 unit printer, 4 unit mesin ketik, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran (listrik, telepone, air, dan perijinan kendaraan), tersediannya peralatan pemeliharaan

gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan) serta tersediannya BBM kendaraan operasional

Kec

Lendah

12 bulan 78,120,000 12 bulan 84,450,000

4.01.4.01.12.01.14.08-P Pengadaan

Pakaian Dinas

Harian Batik ASN

Tersedianya pakaian kerja batik untuk ASN 23 potong 6,350,000 0 potong 0

4.01.4.01.12.01.31-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

Cakupan peningkatan pelayanan kecamatan 76.07 % 55,722,447 APBD

Kabupaten

85.71 % 293,891,575

4.01.4.01.12.01.31.93-P Pelayanan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Terlaksananya penanganan permasalahan sosial Kec

Lendah

2 kali 37,130,150 1 kali 33,988,508

4.01.4.01.12.01.31.96-P Pelayanan Umum

Kecamatan

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan umum kecamatan (12 bulan) Kec

Lendah

12 bulan 18,592,297 12 bulan 17,733,067

Terlaksanannya sosialisasi pelayanan 50 orang 50 orang 0

Terlaksananya pembinaan pelayanan bagi Desa 24 orang 24 orang 0

4.01.4.01.12.01.61-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kecamatan

Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan 90.46 % 170,051,850 APBD

Kabupaten

90.88 % 451,733,702

4.01.4.01.12.01.61.01-P Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Terlaksanannya evaluasi produk hukum tingkat desa Kec

Lendah

18

dokumen

36,447,850 18

dokumen

32,447,850

Terselenggaranya fasilitasi pemerintahan desa 6 desa 6 desa 0

Terlaksananya pendampingan penyaluran dana ke desa 6 desa 6 desa 0

Terlaksanannya fasilitasi pemilihan kepala desa dan perangkat desa serta pemilihan BPD 6 desa 6 desa 0

Terlaksanannya inventarisasi aset desa 6 desa 6 desa 0

Terlaksanannya intensifikasi pembayaran PBB 6 desa 6 desa 0

4.01.4.01.12.01.61.02-P Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban

Lingkungan

Terselenggarannya posko penanganan bencana alam tingkat kecamatan Kec

Lendah

12 bulan 28,287,150 12 bulan 26,077,427

Terlaksanannya kegiatan patroli terpadu 6 bulan 6 bulan 0
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Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 50 orang 50 orang 0

Terbinanya Linmas 70 orang 70 orang 0

Terfasilitasinya pengamanan pemilu 6 bulan 6 bulan 0

Terfasilitasinya Forkompimcam 12 bulan 12 bulan 0

4.01.4.01.12.01.61.03-P Penyusunan

Database

Kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan Kec

Lendah

1

dokumen

5,500,000 1

dokumen

5,500,000

Terlaksanannya pendataan potensi desa 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.12.01.61.04-P Pendampingan

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Terbinanya pengajar PAUD Kec

Lendah

1 kali 15,246,500 1 kali 14,246,500

Terbinanya PMTAS 1 kali 1 kali 0

Terbinanya PKBM 1 kali 1 kali 0

Termonitornya UAN, UAS 1 kali 1 kali 0

Terlaksanaan pembinaan perpustakaan desa 1 kali 1 kali 0

Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.12.01.61.05-P Pendampingan

Budaya Daerah,

Pemuda dan

Olahraga

Terkirimnya festival seni dan budaya / gelar seni budaya Kec

Lendah

1 kali 14,749,000 1 kali 13,749,000

Terbinanya kegiatan kepemudaan 1 kali 1 kali 0

Terbinanya kegiatan olah raga 4 kali 4 kali 0

Terkirimnnya peserta Nyadran Agung 1 kali 1 kali 0

Terbinanya kegiatan budaya tradisional 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.12.01.61.06-P Perencanaan,

Pengendalian, dan

Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Tersusunnya RPTK Kec

Lendah

1

dokumen

31,293,650 1

dokumen

28,293,650

Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4

dokumen

4

dokumen

0

Terkoordinasinya bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 kali 1 kali 0

Terkoordinasi lomba desa dan lomba LPMD 2 kali 2 kali 0
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4.01.4.01.12.01.61.07-P Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya Peringatan hari Besar Kec

Lendah

2 kali 29,185,000 2 kali 29,185,000

Tersosialisasinya wawasan kebangsaan 50 orang 50 orang 0

Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton 1 peleton 0

4.01.4.01.12.01.61.08-P Pendampingan

Lembaga

Keuangan Mikro

dan Ekonomi

Produktif

Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat Kec

Lendah

1 kali 9,342,700 1 kali 8,342,700

Terbinanya BUMDes 1 kali 1 kali 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN SENTOLO

JUMLAH PAGU

Rp.
: 485,770,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2020
KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.13.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 66,640,000 APBD

Kabupaten

20 % 64,200,000

4.01.4.01.13.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan

kantor (ATK, cetak dan penggandaan dan bahan pustaka)

Kec

Sentolo

12 bulan 23,640,000 12 bulan 23,900,000

4.01.4.01.13.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang serta ATK Jasa Keuangan Kec

Sentolo

12 bulan 19,000,000 12 bulan 18,000,000

4.01.4.01.13.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya dan konsultasi koordinasi Kec

Sentolo

12 bulan 24,000,000 12 bulan 22,300,000

4.01.4.01.13.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 20,400,000 APBD

Kabupaten

20 % 83,860,000

4.01.4.01.13.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Kec

Sentolo

1

dokumen

12,609,000 1

dokumen

12,609,000

4.01.4.01.13.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya laporan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun Kec

Sentolo

2

dokumen

3,160,000 2

dokumen

3,051,000

4.01.4.01.13.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja, LKJiP, Laporan tahunan dan

penetapan SPIP SKPD

Kec

Sentolo

25

dokumen

4,631,000 30

dokumen

4,000,000

4.01.4.01.13.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 220,050,000 APBD

Kabupaten

20 % 295,880,000
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4.01.4.01.13.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terse araan dinas roda 2 i unit, printer 2 unit serta 1 unit kursi kerja Kec

Sentolo

0 unit 154,000,000 0 unit 149,976,500

Terbangunnya lantai dan plafon gedung kecamatan 0 paket 0 paket 0

4.01.4.01.13.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya gedung kantor Kec

Sentolo

0 unit 66,050,000 0 unit 62,043,500

Terbayarnya listrik telepon dan air 12 bulan 12 bulan 0

Terpeliharnya komputer PC/Laptop 10 unit, printer 6 unit 16 unit 16 unit 0

Terpeliharanya kendaraan dinas 12 unit (perijinan kendaraan dinas, peralatan suku cadang, BBM

Gas pelumas

12 unit 12 unit 0

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran (Kursi rapat 30 unit 30 unit 30 unit 0

4.01.4.01.13.01.31-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

Cakupan peningkatan pelayanan kecamatan 76.07 % 53,640,000 APBD

Kabupaten

85.71 % 347,560,000

4.01.4.01.13.01.31.93-P Pelayanan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Terfasilitasinya pembinaan PSKS Kec

Sentolo

1 fasilitasi 34,280,000 1

fasilitasi

32,760,000

Terfasilitasinya kegiatan PKK perempuan dan anak 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terfasilitasinya keadaan keagamaan 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

4.01.4.01.13.01.31.96-P Pelayanan Umum

Kecamatan

Terkelolanya PATEN Kec

Sentolo

2 fasilitasi 19,360,000 1

fasilitasi

18,920,000

4.01.4.01.13.01.61-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kecamatan

Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 90.46 % 125,040,000 APBD

Kabupaten

90.88 % 469,030,000

4.01.4.01.13.01.61.01-P Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa / Kelurahan

Terlaksananya pendampingan penyaluran dana tingkat desa (ADD,BHP,BHR dan DD)(8 desa) Kec

Sentolo

1 fasilitasi 27,547,850 1

fasilitasi

26,647,850

Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum

tingkat desa)(8 desa)

1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terlaksananya tertib administrasi keuangan desa (8 desa) 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terlaksananya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa (8 Desa) 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0
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Terlaksananya intensifikasi PBB (8 desa) 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

4.01.4.01.13.01.61.02-P Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban

Lingkungan

Terfasilitasinya pembinaan Linmas Kec

Sentolo

1 fasilitasi 19,467,150 1

fasilitasi

18,567,150

Terfasilitasinya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat (patroli terpadu) 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

4.01.4.01.13.01.61.03-P Penyusunan

Database

Kecamatan

Tersusunnya dokumen profil kecamatan Kec

Sentolo

1 fasilitasi 5,500,000 1

fasilitasi

6,500,000

4.01.4.01.13.01.61.04-P Pendampingan

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Terfasilitasinya UKS Kec

Sentolo

1

Fasilitasi

13,246,500 1

Fasilitasi

13,046,500

Terfasilitasi PMT AS 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terfasilitasinya PAUD 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

4.01.4.01.13.01.61.05-P Pendampingan

Budaya Daerah,

Pemuda dan

Olahraga

Terlaksananya pendampingan budaya daerah, pemuda dan olahraga Kec

Sentolo

1 fasilitasi 13,749,000 1

fasilitasi

13,249,000

Terlaksananya pendampingan pemuda dan olahraga 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

4.01.4.01.13.01.61.06-P Perencanaan ,

Pengendalian dan

Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Terwujudnya monitoring evaluasi pembangunan (BBGRM, Lomba desa dan Monev Kec

Sentolo

1 fasilitasi 17,293,650 1

fasilitasi

16,393,650

Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan terwujudnya monitoring evaluasi pelaporan

pembangunan

1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

4.01.4.01.13.01.61.07-P Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan Kec

Sentolo

1 fasilitasi 21,185,000 1

fasilitasi

20,185,000

Terlaksananya Paskibraka 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terlaksananya hari jadi Kulon Progo 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terlaksananya HUT RI 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

4.01.4.01.13.01.61.08-P Pendampingan

Lembaga Keungan

Mikro dan Ekonomi

Terlaksananya pendampingan keuangan mikro dan produktif Kec

Sentolo

1 fasilitasi 7,050,850 1

fasilitasi

6,880,850
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Produktif
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN PENGASIH

JUMLAH PAGU

Rp.
: 540,739,100 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2020
KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.14.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 142,851,000 APBD

Kabupaten

20 % 157,134,000

4.01.4.01.14.01.01.26-P Penyediaan Jasa

dan Peralatan

Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan jasa dan peralatan kantor Kec

Pengasih

12 bulan 69,126,000 12 bulan 76,038,000

4.01.4.01.14.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang Kec

Pengasih

12 bulan 21,178,000 12 bulan 23,295,000

4.01.4.01.14.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Terkoordinasi dan terkonsultasikannya tugas-tugas SKPD Kec

Pengasih

12 bulan 52,547,000 12 bulan 57,801,000

4.01.4.01.14.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 22,085,100 APBD

Kabupaten

20 % 181,428,000

4.01.4.01.14.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunya Renja, Perubahan renja, dan renstra Kec

Pengasih

2

dokumen

6,665,000 3

dokumen

7,331,000

4.01.4.01.14.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya laporan keuangan Kec

Pengasih

2

dokumen

6,930,000 2

dokumen

7,623,000

4.01.4.01.14.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan

tahunan, Profil Kinerja, dan penerapan SPIP

Kec

Pengasih

19

dokumen

8,490,100 19

dokumen

9,340,000

4.01.4.01.14.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 149,554,000 APBD

Kabupaten

20 % 345,937,000
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4.01.4.01.14.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Kec

Pengasih

60 unit 46,110,000 12 unit 50,721,000

4.01.4.01.14.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam konsisi baik Kec

Pengasih

12 bulan 103,444,000 12 bulan 113,788,000

4.01.4.01.14.01.31-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

Cakupan peningkatan pelayanan kecamatan 76.07 % 70,337,000 APBD

Kabupaten

85.71 % 423,307,000

4.01.4.01.14.01.31.93-P Pelayanan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Terkoordinasikannya Kecamatan Sehat Kec

Pengasih

3 kali 34,004,000 3 kali 37,404,000

Terkoordinasikannya Kader Penanggulangan Kemiskinan 10 kali 10 kali 0

Terlaksananya safari Jumat, Safari Tarweh dan Pengajian PNS 14 kali 14 kali 0

Terkoordinasikannya penanganan masalah sosial 2 kali 2 kali 0

Terbinanya KAKB 3 kali 3 kali 0

Tersosialisasikannya KDRT dan pengarusutamaan gender 2 kali 2 kali 0

Terlaksannya koordinasi Terkoordinasikannya PKK 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.14.01.31.96-P Pelayanan Umum

Kecamatan

Terkelolanya Paten Kec

Pengasih

12 bulan 36,333,000 12 bulan 39,966,000

4.01.4.01.14.01.61-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kecamatan

Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 90.46 % 155,912,000 APBD

Kabupaten

90.88 % 594,478,006

4.01.4.01.14.01.61.01-P Peningkatan

Penyelenggaran

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Terevaluasinya produk hukum tingkat desa Kec

Pengasih

28

dokumen

42,487,000 28

dokumen

46,735,000

Terkoordinasikannya pengisian perangkat desa 3 desa 3 desa 0

Intensifikasi PBB 7 desa 7 desa 0

Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 12 bulan 12 bulan 0

Terdampingnya tertib administrasi penyelenggaraan pemdes 7 desa 7 desa 0

Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 7 desa 7 desa 0
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4.01.4.01.14.01.61.02-P Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban

Lingkungan

Terfasilitasinya Posko Penanganan Bencana Alam tingkat kecamtan Kec

Pengasih

12 bulan 31,680,000 12 bulan 34,848,000

Terlaksanannya kegiatan patroli terpadu (12 bulan) 9 bulan 9 bulan 0

Terfasilitasinya pengamanan pemilukada 4 bulan 4 bulan 0

Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat (miras dan narkoba) 1 bulan 1 bulan 0

4.01.4.01.14.01.61.03-P Penyusunan

Database

Kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan (7 desa) Kec

Pengasih

1

dokumen

3,300,000 1

dokumen

3,300,006

4.01.4.01.14.01.61.04-P Pendampingan

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Terfasilitasinya PMTAS Kec

Pengasih

1 fasilitasi 12,804,000 1

fasilitasi

14,084,000

Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Termonitornya penyelenggaran UAN, UAS 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terbinanya PKBM 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terbinanya pengajar PAUD 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

4.01.4.01.14.01.61.05-P Pendampingan

Budaya Daerah,

Pemuda dan

Olahraga

Terfasilitasinya Kegiatan budaya tradisional Kec

Pengasih

1 Kali 11,962,000 1 Kali 13,158,000

Terfasilitasinya Kegiatan Olah raga 1 Kali 1 Kali 0

Terfasilitasinya Kegiatan kepemudaan 1 Kali 1 Kali 0

Terkirimnya festival seni dan budaya 1 Kali 1 Kali 0

Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 Kali 1 Kali 0

4.01.4.01.14.01.61.06-P Perencanaan,

Pengendalian, dan

Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Tersusunnya RPTK Kec

Pengasih

1

dokumen

32,614,000 1

dokumen

35,875,000

Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4

dokumen

4

dokumen

0

Terselenggarannya koordinasi bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 kali 1 kali 0
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Terlaksanannya koordinasi lomba desa dan lomba LPMD 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.14.01.61.07-P Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya Peringatan hari Besar Kec

Pengasih

2 kali 11,385,000 2 kali 12,523,000

Terselenggaranya sosialisasi wawasan kebangsaan 40 orang 40 orang 0

4.01.4.01.14.01.61.08-P Pendampingan

Lembaga

Keuangan Mikro

dan Ekonomi

Produktif

Terbinanya UKM Kec

Pengasih

45 orang 9,680,000 45 orang 10,648,000

Terbinanya Lembaga Ekonomi Masyarakat 2

lembaga

2

lembaga

0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN KOKAP

JUMLAH PAGU

Rp.
: 429,364,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2020
KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.15.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 84,323,000 APBD

Kabupaten

20 % 65,500,000

4.01.4.01.15.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Jasa Perkantoran(honorarium non PNS) dan tersedianya dan tersedianya bahan( ATK, cetak

penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

Kec

Kokap

12 bulan 47,650,000 12 bulan 47,000,000

4.01.4.01.15.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan) Kec

Kokap

12 bulan 19,173,000 12 bulan 1,000,000

4.01.4.01.15.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Kec

Kokap

12 bulan 17,500,000 12 bulan 17,500,000

4.01.4.01.15.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 13,610,000 APBD

Kabupaten

20 % 78,610,000

4.01.4.01.15.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Rencana Kerja OPD, Rencana Kerja Perubahan SKPD dan Rencana Strategis SKPD Kec

Kokap

2

dokumen

5,700,000 2

dokumen

5,700,000

4.01.4.01.15.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan Semester Kec

Kokap

2

dokumen

3,267,000 2

dokumen

3,594,000

4.01.4.01.15.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD serta

penerapan SPIP

Kec

Kokap

19

dokumen

4,643,000 19

dokumen

3,816,000

4.01.4.01.15.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 128,060,000 APBD

Kabupaten

20 % 202,000,000
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4.01.4.01.15.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terbelinya sepeda motor, mobil, meja, kursi kerja, kursi pelayanan, AC, TV, Amplifier, LCD proyektor,

almari arsip , UPS, laptop, komputer, monitor, printer, kamera,lensa kamera,blitz, speaker, genset,

router wireless, antena TV, teralis, backdrop pendopo, HT, Pesawat Telepon, Gawai (Handphone),

harddisc eksternal.

15 unit 41,800,000 15 unit 41,800,000

4.01.4.01.15.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor , gedung rumah dinas, kendaraan dinas, peralatan/

perlengkapan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (perijinan

kendaraan, listrik dan air) tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan

alat kebersihan) serta tersedianya BBM kendaraan operasional

12 bulan 86,260,000 12 bulan 81,590,000

4.01.4.01.15.01.31-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

Cakupan peningkatan pelayanan kecamatan 76.07 % 45,811,000 APBD

Kabupaten

85.71 % 246,070,000

4.01.4.01.15.01.31.93-P Pelayanan Sosial

dan

Kemsyarakatan

Terbinanya KAKB Kec

Kokap

1 kali 24,621,000 1 kali 24,007,000

Terkoordinasinya penanganan permasalahan sosial 2 kali 2 kali 0

Terkoordinasinya kader penanggulangan Kemiskinan 12 bulan 12 bulan 0

Terlaksana safari jumat, sarfari tarwih dan pengajian PNS 3 kali 3 kali 0

Pembinaan kecamatan Sehat 1 kali 1 kali 0

Pembinaan Pencegahan KDRT 10 bulan 10 bulan 0

Pembinaan kelompok posyandu 2 kali 2 kali 0

Penanganan gangguan kejiwaan masyarakat 4 kali 4 kali 0

Pembinaan pra nikah caten 4 kali 4 kali 0

Pembinaan GSI 2 kali 2 kali 0

Pembinaan Forum Perlindungan Kekerasan Keluarga (FPKK) 2 kali 2 kali 0

Pemberdayaan perempuan 2 kali 2 kali 0

Pembinaan Kelompok Difabel 2 kali 2 kali 0

Pembinaan kader KPK 2 kali 2 kali 0

Pengiriman kafilah MTQ 1 kali 1 kali 0

Pembinaan keagamaan 4 kali 4 kali 0

Penyelenggaraan Pengajian PNS, TNI, Polri dan Perangkat Desa 3 kali 5 kali 0

Pembinaan pengarusutamaan gender 2 kali 4 kali 0
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4.01.4.01.15.01.31.96-P Pelayanan Umum

Kecamatan

Tersosialisasi PATEN Kec

Kokap

100 % 21,190,000 100 % 20,063,000

Terkelola PATEN 0 0 0

4.01.4.01.15.01.61-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kecamatan

Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 90.46 % 157,560,000 APBD

Kabupaten

90.88 % 382,750,000

4.01.4.01.15.01.61.01-P Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa / kelurahan

Tersosialisasikanya PKB Kec

Kokap

1 kali 34,493,000 1 kali 32,768,000

Tersosialisasikannya UU Tentang Desa 2 kali 2 kali 0

Tersosialisasi Produk Hukum Desa 4 kali 4 kali 0

Terdampinginya dana ke pemerintah Desa 5 desa 5 desa 0

Terdampinginya Tertib administrasi keuangan desa 5 desa 5 desa 0

Terkoordinasinya itensifikasi PBB 1 kali 2 kali 0

Terevaluasinya Perdes 5 perdes 5 perdes 0

Terkoordinasinya Pengisian Perangkat Desa 5 desa 5 desa 0

Terlaksananya Bimtek BPD 0 kali 2 kali 0

Sosialisasi PKB 1 kali 1 kali 0

Sosialisasi PerUU ttg Desa 2 kali 2 kali 0

Intensifikasi PBB 1 kali 1 kali 0

Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa 0 desa 5 desa 0

Pendampingan pengisian Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya 5 desa 5 desa 0

Sosialisasasi Pemilu 0 kali 0 kali 0

Sosialisasi Pemilukada 0 kali 0 kali 0

Penyusunan laporan kependudukan 12 bulan 12 bulan 0

4.01.4.01.15.01.61.02-P Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban

Lingkungan

Terlaksananya Pengamanannya Pemilukada Kec

Kokap

0 bulan 41,050,000 0 bulan 24,630,000

Terlaksananya Pembinaan Pencegahan Penyakit Masyarakat 1 kali 1 kali 0
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Terlaksananya Pembinan Linmas 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan 10 bulan 10 bulan 0

Terlaksananya Posko Bencana Alam Tingkat Kecamatan 10 bulan 10 bulan 0

Pembinaan pencegahan penyakit masyarakat (judi, miras, narkoba, psk, pembinaan kenakalan

remaja)

3 kali 3 kali 0

Pelaksanaan Patroli terpadu 10 bulan 10 bulan 0

Pembinaan Linmas(pembinaan SDM, kesamaptaan) 2 kali 2 kali 0

Penanggulangan Bencana Alam tingkat Kecamatan (pembentukan posko, pencegahan resiko,

pelatihan, penanganan korban,)

4 kali 4 kali 0

Simulasi kebencanaan 2 kali 2 kali 0

4.01.4.01.15.01.61.03-P Penyusunan

Database

kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan Kec

Kokap

1

dokumen

4,070,000 1

dokumen

4,274,000

4.01.4.01.15.01.61.04-P Pendampingan

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Monitoring dan evaluasi wajar 12 tahun Kec

Kokap

4 kali 11,543,000 4 kali 10,515,000

Monitoring Pemberantasan buta askasa 4 kali 4 kali 0

Monitoring penyelenggaraan UAN dan UAS 2 kali 2 kali 0

Monitoring PMTAS 2 kali 2 kali 0

Pembinaan UKS 2 kali 2 kali 0

Pembinaan Polisi Kecil Sekolah (PKS) 2 kali 2 kali 0

Terdiklatnya SDM Pengajar PAUD 0 orang 20 orang 0

Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.15.01.61.05-P Pendampingan

Budaya Daerah,

Pemuda dan

Olahraga

Terlaksananya Kegiatan Olahraga Kec

Kokap

30 kali 13,964,000 30 kali 13,266,000

Terkirimnya Peserta nyadran agung 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya Kegiatan Budaya daerah 2 kali 2 kali 0

Terlaksananya Pembinaan Pemuda 2 kali 2 kali 0

Pembinaan Seni, adat dan Budaya 0

kelompok

4

kelompok

0
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Pelaksanaan Gelar seni Budaya 1 kali 1 kali 0

Pengiriman kelompok seni Budaya 2

kelompok

2

kelompok

0

Pembinaan karang taruna 0 desa 5 desa 0

Pengiriman kontingen olah raga 1

kontingen

1

kontingen

0

Penyelenggaraan Olah Raga Rekreasi Masyarakat 1 kali 1 kali 0

Terselenggaranya Haornas 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.15.01.61.06-P Perencanaan ,

Pengendalian dan

Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Tersusunnya Laporan evaluasi monitoring Pembangunan Daerah Kec

Kokap

4

dokumen

18,810,000 4

dokumen

17,870,000

Terlaksananya musrenbang Kecamatan 1 kali 1 kali 0

Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali 1 kali 0

Terkoordinasi bulan bakti gotong royong masyarakat 1 kali 1 kali 0

Pengawasan Pembangunan fasilitas umum dan pembangunan rumah 10 bulan 10 bulan 0

4.01.4.01.15.01.61.07-P Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional (Pelaksanaan Upacara) Kec

Kokap

4 kali 19,550,000 4 kali 18,573,000

Peringatan Hari Jadi 1 kali 1 kali 0

Terselenggaranya Tirakatan malam 17 Agustus 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya Gladi Bersih Peringatan Hari Besar Nasional 8 kali 8 kali 0

Peringatan HUT RI (Pembentukan Paskibra, Latihan Paskibra, Pengukuhan Paskibra, dan Latihan

Paduan Suara dan Pelaksanaan Upacara)

5 kali 5 kali 0

Pembinaan Wawasan Kebangsaan (Sosialisasi Nilai-nilai Pancasila, Sosialisasi Nilai-nilai

Patriotisme Bangsa/NKRI)

2 kali 2 kali 0

Tersosialisasinya Bina Masyarakat Perbatasan Dan Tenaga Kerja dan Penanganan Konflik Sosial di

Wilayah Kecamatan

3 kali 3 kali 0

4.01.4.01.15.01.61.08-P Pendampingan

Lembaga

Keuangan Mikro

dan Ekonomi

Produktif

Terbinanya BUMDes dan Koperasi Kec

Kokap

100 % 14,080,000 100 % 14,784,000

Terbinanya UKM 0 0 0

Sosialisasi Perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup 0 0 0
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Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) 0 0 0

Pengembangan Pemasaran dan pemantauan Produk Usaha Kecil dan Menengah (pembinaan dan

pendampingan Usaha Kecil dan Menengah)

0 0 0

Pencatatan dan pendataan UMKM 0 0 0

Pelatihan pengelolaan limbah organik 0 0 0

Sosialisasi Peraturan perundangan tentang Usaha Pertambangan 0 0 0

Pendampingan dan pembinaan pokdarwis 0 0 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN GIRIMULYO

JUMLAH PAGU

Rp.
: 592,849,253 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2020
KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.16.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 118,794,600 APBD

Kabupaten

20 % 118,794,600

4.01.4.01.16.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran ( Jasa persuratan, jasa Pegawai Tidak Tetap) dan tersedianya peralatan kantor

(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan surat kabar)

Kec

Girimulyo

12 bulan 54,229,000 12 bulan 54,229,000

4.01.4.01.16.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Kec

Girimulyo

12 bulan 18,335,600 12 bulan 18,335,600

4.01.4.01.16.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu serta biaya koordinasi dan konsultasi Kec

Girimulyo

12 bulan 46,230,000 12 bulan 46,230,000

4.01.4.01.16.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 19,540,000 APBD

Kabupaten

20 % 137,624,600

4.01.4.01.16.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunnya Renja, Perubahan renja, dan review renstra Kec

Samigaluh

2

dokumen

11,329,625 3

dokumen

10,319,625

4.01.4.01.16.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kec

Girimulyo

2

dokumen

3,508,500 2

dokumen

3,808,500

4.01.4.01.16.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, dan Profil Kinerja

dan penerapan SPIP

Kec

Girimulyo

19

dokumen

4,701,875 19

dokumen

4,701,875

4.01.4.01.16.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 249,900,000 APBD

Kabupaten

20 % 383,643,350
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4.01.4.01.16.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Kursi tunggu untuk pemohon sebanyak 2 unit, kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 2 unit,

soundsystem sebanyak 1 unit, tombol antrian sebnayak 1 unit, AC sebanyak 1 unit

Kec

Girimulyo

7 unit 39,466,250 4 unit 36,466,250

4.01.4.01.16.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Biaya rehab gedung eks KB Kecamatan 1 unit, biaya operasional kendaraan roda 4 sebanyak 1

unit, kendaraan roda 2 sebanyak 9 unit, jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

(listrik, telepon dan perizinan kendaraan dinas) dan pemeliharaan peralatan kantor (alat listrik, alat

kebersihan) serta BBM operasional kendaraan dinas

Kec

Girimulyo

25 unit 205,671,250 25 unit 204,313,750

4.01.4.01.16.01.14.08-P Pengadaan

Pakaian Dinas

Harian Batik ASN

Tersedianya pakaian kerja batik untuk ASN 23 potong 4,762,500 25

potong

5,238,750

4.01.4.01.16.01.31-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

Cakupan peningkakatan pelayanan kecamatan 76.07 % 34,490,000 APBD

Kabupaten

85.71 % 416,873,350

4.01.4.01.16.01.31.93-P Pelayanan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Terlaksananya penanganan permasalahan sosial Kec

Girimulyo

2 fasilitasi 21,493,012 1

fasilitasi

20,833,012

Terlaksananya pengajian, safari jumát dan safari tarowih serta pengiriman khafilah 3 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terlaksananya pembinaan PUG dan sosialisasi KDRT 2 fasilitasi 2

fasilitasi

0

Terlaksananya Kecamatan sehat 2 fasilitasi 2

fasilitasi

0

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan dan lansia 2 fasilitasi 2

fasilitasi

0

Terlaksananya pembinaan KAKB 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terlaksananya koordinasi permasalahan penanggulangan kemiskinan 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terlaksananya kegiatan FPKK 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

4.01.4.01.16.01.31.96-P Pelayanan Umum

Kecamatan

Tersosialisasikannya PATEN Kec

Girimulyo

2 kali 12,996,988 2 kali 12,396,988

Terkelolanya PATEN 12 bulan 12 bulan 0

4.01.4.01.16.01.61-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kecamatan

Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 90.46 % 170,124,653 APBD

Kabupaten

90.88 % 602,007,430

4.01.4.01.16.01.61.01-P Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa / Kelurahan

Terkoordinasikannya intensifikasi PBB P2 Kec

Girimulyo

4 desa 41,868,943 4 desa 46,055,837

Terkoordinasikannya pemilihan kades dan pengisian perangkat desa 4 desa 4 desa 0
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Terdampinginya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa 4 desa 4 desa 0

Terdampinginya tertib administrasi keuangan desa 4 desa 4 desa 0

Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah desa 4 desa 4 desa 0

Terevaluasinya produk hukum tingkat desa 28

dokumen

28

dokumen

0

4.01.4.01.16.01.61.02-P Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban

Lingkungan

Terselenggarannya posko penanganan bencana alam tingkat kecamatan Kec

Girimulyo

12 bulan 38,901,445 12 bulan 42,791,590

Terlaksanannya kegiatan patroli terpadu 14 kali 14 kali 0

Terlaksanannya fasilitasi pencegahan penyakit masyarakat 1 kali 1 kali 0

Terlaksanannya pembinaan Linmas 50 orang 50 orang 0

Terfasilitasinya pengamanan pemilu/ pemilukada 6 fasilitasi 6

fasilitasi

0

4.01.4.01.16.01.61.03-P Penyusunan

Database

Kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan Kec

Girimulyo

1

dokumen

4,869,865 1

dokumen

5,356,852

4.01.4.01.16.01.61.04-P Pendampingan

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Terfasilitasinya PMT AS Kec

Girimulyo

180

orang

7,493,255 180

orang

8,242,581

Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 180

orang

180

orang

0

Terbinanya pengajar PAUD 40 orang 40 orang 0

Terbinanya PKBM 15 orang 15 orang 0

Termonitoringnya penyelenggaraan UAS dan UAN 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.16.01.61.05-P Pendampingan

Budaya Daerah,

Pemuda dan

Olahraga

Terkirimnya festival seni dan budaya Kec

Girimulyo

6 kali 18,020,420 6 kali 19,822,462

Terfasiitasinya kegiatan budaya tradisional 5 kali 5 kali 0

Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali 4 kali 0

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali 1 kali 0

Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.16.01.61.06-P Perencanaan,

Pengendalian dan

Tersusunnya RPTK Kec

Girimulyo

1

dokumen

36,266,725 1

dokumen

39,893,398
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Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4

dokumen

4

dokumen

0

Terselenggaranya bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 kali 1 kali 0

Terlaksanannya koordinasi lomba desa 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.16.01.61.07-P Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya Peringatan hari Besar (HUT Ri dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo) Kec

Girimulyo

2 kali 17,807,680 2 kali 19,588,448

Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan 48 orang 48 orang 0

4.01.4.01.16.01.61.08-P Pendampingan

Lembaga

Keuangan Mikro

dan Ekonomi

Produktif

Terlaksanannya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat Kec

Girimulyo

2

lembaga

4,896,320 2

lembaga

3,382,912

Terfasilitasinya pembinaan UKM 45 orang 45 orang 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN NANGGULAN

JUMLAH PAGU

Rp.
: 590,730,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2020
KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.17.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 92,000,000 APBD

Kabupaten

20 % 101,200,000

4.01.4.01.17.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan jasa dan peralatan kantor Kec

Nanggulan,

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 42,161,000 12 bulan 46,378,000

4.01.4.01.17.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang Kec

Nanggulan

12 bulan 21,789,000 12 bulan 23,967,000

4.01.4.01.17.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Terkoordinasinya dan terkonsultasikannya tugas tugas SKPD Kec

Nanggulan

12 bulan 28,050,000 12 bulan 30,855,000

4.01.4.01.17.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 26,730,000 APBD

Kabupaten

20 % 130,198,000

4.01.4.01.17.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunnya Renja, Perubahan Renja, dan Renstra Kec

Nanggulan

3

dokumen

16,130,000 3

dokumen

17,848,000

4.01.4.01.17.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya laporan keuangan Kec

Nanggulan

2

dokumen

4,800,000 2

dokumen

5,000,000

4.01.4.01.17.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan

tahunan profil kinerja, dan penerapan SPIP

Kec

Nanggulan

12 bulan 5,800,000 12 bulan 6,150,000

4.01.4.01.17.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 198,000,000 APBD

Kabupaten

20 % 347,998,000
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4.01.4.01.17.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Kec

Nanggulan

37 unit 60,345,000 37 unit 70,345,000

4.01.4.01.17.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran Kec

Nanggulan

67 unit 137,655,000 67 unit 147,455,000

4.01.4.01.17.01.31-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

Cakupan peningkatan pelayanan kecamatan 76.07 % 100,000,000 APBD

Kabupaten

85.71 % 457,998,000

4.01.4.01.17.01.31.93-P Pelayanan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Penanganan permasalahan sosial Kec

Nanggulan

1 kali 69,220,000 1 kali 74,220,000

Terkoordinasinya kelompok asuh keluarga binangun 1 kali 1 kali 0

Koordinasi Kesehatan 1 kali 1 kali 0

Koordinasi kader penanggulangan kemiskinan 12 kali 12 kali 0

Koordinasi DBKS 1 kali 1 kali 0

Pembinaan KDRT dan Pengarusutamaan gender 40 orang 40 orang 0

Pembinaan keagamaan 2 kali 2 kali 0

4.01.4.01.17.01.31.96-P Pelayanan Umum

Kecamatan

Terlaksananya pelayanan PATEN Kec

Nanggulan

12 bulan 30,780,000 12 bulan 35,780,000

4.01.4.01.17.01.61-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kecamatan

Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 90.46 % 174,000,000 APBD

Kabupaten

90.88 % 647,198,000

4.01.4.01.17.01.61.01-P Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Terlaksananya pengisian perangkat desa Kec

Nanggulan

6 Desa 41,500,000 6 Desa 45,000,000

Terlaksananya pembinaan produk hukum desa 6 desa 6 desa 0

Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan desa 6 desa 6 desa 0

Terlaksananya pembinaan administrasi desa 6 desa 6 desa 0

Terlaksananya pembinaan Siskeudes dan pengendalian internal tingkat desa 6 desa 6 desa 0

Terkoordinasinya intensifikasi dan pembayaran PBB 6 desa 6 desa 0
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4.01.4.01.17.01.61.02-P Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban

Lingkungan

Terlaksananya patroli terpadu Kec

Nanggulan

10 kali 33,500,000 10 kali 35,000,000

Terlaksananya kewaspadaan bencana alam 2 bulan 2 bulan 0

Terlaksananya sosialisasi pencegahan penyakit masyarakat 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya pembinaan linmas 1 kali 1 kali 0

Terfalisitasinya FORKOMPINCAM 12 bulan 12 bulan 0

4.01.4.01.17.01.61.03-P Penyusunan

Database

Kecamatan

Tersusunya profil kecamatan Kec

Nanggulan

1

dokumen

8,000,000 1

dokumen

10,500,000

Terlaksananya pembinaan penyusunan profil desa 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.17.01.61.04-P Pendampingan

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Terlaksananya pemantauan UAN dan UAS Kec

Nanggulan

2 kali 16,000,000 2 kali 17,500,000

Terlaksananya pembinaan PAUD 1 kali 1 kali 0

Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.17.01.61.05-P Pendampingan

Budaya Daerah,

Pemuda dan

Olahraga

Terdampinginya budaya daerah, pemuda dan olahraga Kec

Nanggulan

4 kali 17,500,000 4 kali 19,000,000

Terlaksananya pembinaan budaya daerah , pemuda dan olah raga dan Nyadran Agung 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.17.01.61.06-P Perencanaan,

Pengendalian, dan

Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Terlaksananya BBGRM Kec

Nanggulan

1 kali 28,500,000 1 kali 32,000,000

Terlaksananya lomba desa 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan 6 desa 6 desa 0

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 1 kali 1 kali 0

Pendampingan minapolitan 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.17.01.61.07-P Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

Terlaksananya pembinaan Wasbang Kec

Nanggulan

1 kali 18,500,000 1 kali 19,000,000

Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI 1 kali 1 kali 0
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Terselenggaranya peringatan hari jadi Kabupaten Kulon progo 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya pelatihan paskibra 1 pleton 1 pleton 0

4.01.4.01.17.01.61.08-P Pendampingan

Lembaga

Keuangan Mikro

dan Ekonomi

Produktif

Terlaksananya pembinaan BUMDES Kec

Nanggulan

1 kali 10,500,000 1 kali 11,200,000

Terlaksananya pembinaan UMKM 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya pembinaan koperasi 1 kali 1 kali 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN SAMIGALUH

JUMLAH PAGU

Rp.
: 700,870,336 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2020
KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.18.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 85,658,000 APBD

Kabupaten

20 % 104,220,000

4.01.4.01.18.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan jasa dan peralatan kantor Kec

Samigaluh

12 bulan 34,740,000 12 bulan 34,740,000

4.01.4.01.18.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang Kec

Samigaluh

12 bulan 18,798,000 12 bulan 34,740,000

4.01.4.01.18.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Terkoordinasi dan terkonsultasinya tugas-tugas SKPD Kec

Samigaluh

12 bulan 32,120,000 12 bulan 34,740,000

4.01.4.01.18.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 23,886,500 APBD

Kabupaten

20 % 125,406,500

4.01.4.01.18.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunnya Renja, Perubahan Renja, dan Renstra Kec

Samigaluh

2

dokumen

18,206,500 3

dokumen

18,206,500

4.01.4.01.18.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya laporan keuangan Kec

Samigaluh

2

dokumen

2,680,000 2

dokumen

2,680,000

4.01.4.01.18.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan LAKIP, Laporan

tahunan, Profil KInerja dan penerapan SPIP

Kec

Samigaluh

19

dokumen

3,000,000 19

dokumen

300,000

4.01.4.01.18.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 335,814,000 APBD

Kabupaten

20 % 454,870,930
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4.01.4.01.18.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran 31 Unit 53,955,000 41 Unit 53,955,000

4.01.4.01.18.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Tersediannya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 12 bulan 275,509,000 12 bulan 275,509,430

4.01.4.01.18.01.14.07-P Pengadaan

Pakaian Dinas

Harian (PDH)

Tersediannya pakaian kerja batik untuk ASN 23 potong 6,350,000 0 potong 0

4.01.4.01.18.01.31-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

Cakupan peningkatan pelayanan kecamatan 76.07 % 55,015,230 APBD

Kabupaten

85.71 % 505,936,066

4.01.4.01.18.01.31.93-P Pelayanan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Terlaksananya penanganan permasalahan sosial Kec

Samigaluh

2 fasilitasi 28,607,920 1

fasilitasi

26,553,871

Terlaksananya pembinaan PUG dan sosialisasi KDRT 2 fasilitasi 2

fasilitasi

0

4.01.4.01.18.01.31.96-P Pelayanan Umum

Kecamatan

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan umum kecamatan (12 bulan ) Kec

Samigaluh

1 fasilitasi 26,407,310 1

fasilitasi

24,511,265

Terlaksananya sosialisasi pelayanan 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terlaksananya pembinaan pelayanan bagi desa 1 desa 1 desa 0

4.01.4.01.18.01.61-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kecamatan

Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 90.46 % 200,496,606 APBD

Kabupaten

90.88 % 691,895,001

4.01.4.01.18.01.61.01-P Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Terlaksananya evaluasi produk hukum tingkat desa Kec

Samigaluh

7 desa 44,075,591 7 desa 40,910,966

Terselenggaranya fasilitasi pemerintahan desa 7 desa 7 desa 0

Terlaksananya pendampingan penyaluran dana ke desa 7 desa 7 desa 0

Terlaksananya fasilitasi pemilihan kepala desa dan perangkat desa serta pemilihan BPD 7 desa 7 desa 0

Terlaksananya inventarsisasi asset desa 7 desa 7 desa 0

Terlaksananya intensifikasi PBB 7 desa 7 desa 0

4.01.4.01.18.01.61.02-P Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban

Terselenggaranya posko penanganan bencana alam tingkat kecamatan Kec

Samigaluh

12 bulan 42,072,159 12 bulan 39,051,376
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Lingkungan

Terlaksananya kegiatan patroli terpadu 12 bulan 12 bulan 0

Terlaksananya fasilitasi pencegahan penyakit masyarakat 12 bulan 12 bulan 0

Terlaksananya pembinaan linmas 7 desa 7 desa 0

Terfasilitasinya pengamanan pemilu/pemilukada 1 kali 0 kali 0

4.01.4.01.18.01.61.03-P Penyusunan

Database

Kecamatan

Tersusunya profil kecamatan Kec

Samigaluh

1

dokumen

22,037,797 1

dokumen

20,455,483

Terlaksananya pendataan potensi desa 7 desa 7 desa 0

4.01.4.01.18.01.61.04-P Pendampingan

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Terlaksananya pembinaan pengajar PAUD Kec

Samigaluh

7 desa 10,170,180 7 desa 9,297,946

Terlaksananya pembinaan PMTAS 2 kali 2 kali 0

Terlaksananya pembinaan PKBM 7 desa 7 desa 0

Terlaksananya monitoring UAN dan UAS 3 kali 3 kali 0

Terlaksananya pembinaan Perpustakaan desa 7 desa 7 desa 0

Terlaksananya pembinaan UKS 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.18.01.61.05-P Pendampingan

Budaya Daerah,

Pemuda dan

Olahraga

Terlaksananya fasilitasi kegiatan seni budaya Kec

Samigaluh

1 fasilitasi 20,034,361 1

fasilitasi

18,595,894

Tersediannya data dan terlaksannya kegiatan organisasi pemuda 7 desa 7 desa 0

Terlaksananya fasilitasi kegiatan olah raga 1 fasilitasi 1

fasilitasi

0

Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.18.01.61.06-P Perencanaan,

Pengendalian, dan

Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Tersusunnya RPTK Kec

Samigaluh

1

dokumen

20,034,361 1

dokumen

18,595,894

Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah 4

dokumen

4

dokumen

0

Terselenggaranya koordinasi bulan Bahkti Gotong Royong Masyarakat 7 desa 7 desa 0

Terlaksananya koordinasi lomba desa dan lomba LPMD 7 desa 7 desa 0
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4.01.4.01.18.01.61.07-P Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya Peringatan hari besar Kec

Samigaluh

1 bulan 30,051,541 1 bulan 27,893,840

Terselenggaranya sosialisasi wawasan kebangsaan 1 kali 1 kali 0

Terlaksananya fasilitasi latihan Paskibraka 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.18.01.61.08-P Pendampingan

Lembaga

Keuangan Mikro

dan Ekonomi

Produktif

Terlaksananya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat Kec

Samigaluh

1 fasilitasi 12,020,616 1

fasilitasi

11,157,536

Terlaksananya pembinaan BUMDes 7 desa 7 desa 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN KALIBAWANG

JUMLAH PAGU

Rp.
: 290,040,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019

PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN

2020
KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.01.4.01.19.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 85,040,000 APBD

Kabupaten

20 % 85,040,000

4.01.4.01.19.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran Kec

Kalibawang

12 bulan 46,690,000 12 bulan 46,690,000

0 0 0

4.01.4.01.19.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan dan barang Kec

Kalibawang

12 bulan 18,800,000 12 bulan 18,800,000

4.01.4.01.19.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan dan barang Kec

Kalibawang

12 bulan 19,550,000 12 bulan 19,550,000

4.01.4.01.19.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 30,000,000 APBD

Kabupaten

20 % 115,040,000

4.01.4.01.19.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD Kec

Kalibawang

2

dokumen

17,000,000 2

dokumen

17,000,000

4.01.4.01.19.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester Kec

Kalibawang

2

dokumen

6,000,000 2

dokumen

6,000,000

4.01.4.01.19.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja Kec

Kalibawang

19

dokumen

7,000,000 19

dokumen

7,000,000

4.01.4.01.19.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 0 APBD

Kabupaten

20 % 115,040,000
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OPD

4.01.4.01.19.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Kec

Kalibawang

0 bulan 0 0 bulan 0

4.01.4.01.19.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpenuhinya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Kec

Kalibawang

0 bulan 0 0 bulan 0

4.01.4.01.19.01.31-P Program

Peningkatan

Pelayanan

Kecamatan

Cakupan peningkatan pelayanan kecamatan 76.07 % 68,000,000 APBD

Kabupaten

85.71 % 183,040,000

4.01.4.01.19.01.31.93-P Pelayanan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Terkoordinasikannya penanganan permasalahan sosial Kec

Kalibawang

12 kali 46,000,000 12 kali 46,000,000

Terkoordinasikannya kader penanggulangan kemiskinan 12 orang 12 orang 0

Terkoordinasikannya HKG PKK 1 kali 1 kali 0

Terkoordinasikannya Kecamatan Sehat 4 kali 4 kali 0

Terbinanya KAKB 4 kali 4 kali 0

Terlaksananya Safari Jumat, Safari Tarawih dan Pengajian PNS 10 kali 10 kali 0

Tersosialisasikanya KDRT dan Pengarusutamaan Gender 1 kali 1 kali 0

Termonitornya PMKS dan PSKS 2 kali 2 kali 0

Terdampinginya pengembangan pemberdayaan perempuan dan PKK 1 kali 1 kali 0

4.01.4.01.19.01.31.96-P Pelayanan Umum

Kecamatan

Terkelolanya PATEN Kec

Kalibawang

12 kali 22,000,000 12 kali 22,000,000

Tersosialisasikannya PATEN 2 orang 2 orang 0

Tercetaknya dokumen perijinan 50

dokumen

50

dokumen

0

4.01.4.01.19.01.61-P Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kecamatan

Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 90.46 % 107,000,000 APBD

Kabupaten

90.88 % 290,040,000

4.01.4.01.19.01.61.01-P Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Terevaluasinya produk hukum tingkat Desa Kec

Kalibawang

33

dokumen

30,000,000 33

dokumen

30,000,000

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa 4 Desa 4 desa 4 desa 0



V - 174

Terdampinginya tertib administrasi keuangan Desa 4 desa 4 desa 0

Terdampinginya penyaluran dana (ADD, DD, DBH) pemerintah Desa 4 Desa 12 bulan 12 bulan 0

Terkoordinasinya Intensifikasi PBB 4 Desa 10 bulan 10 bulan 0

Terkoordinasikanya Pemilihan Kades dan Perangkat Desa lainnya 4 desa 4 desa 0

Terfasilitasinya penyusunan APBDes 4 desa 4 desa 0

Terfasilitasinya JDIH Desa 2 kali 2 kali 0

4.01.4.01.19.01.61.02-P Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban

Lingkungan

Terlaksananya Patroli terpadu Kec

Kalibawang

12 bulan 0 12 bulan 0

4.01.4.01.19.01.61.03-P Penyusunan

Database

Kecamatan

Tersusunnya Profil Kecamatan Kec

Kalibawang

1

dokumen

5,000,000 1

dokumen

5,000,000

4.01.4.01.19.01.61.04-P Pendampingan

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Terbinanya Pengajar PAUD Kec

Kalibawang

1 orang 8,000,000 1 orang 8,000,000

Terbinanya Pengelola PAUD 2 2 0

Terbinanya UKS Tingkat Kecamatan 1 orang 1 orang 0

Terbinanya PKBM 1 orang 1 orang 0

Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS 1 kali 1 kali 0

Terfasilitasinya PMTAS 1 orang 1 orang 0

Termonitornya perkembangan perpustakaan masyarakat 1 kali 1 kali 0

Termonitornya Jam Belajar Masyarakat 1 1 0

4.01.4.01.19.01.61.05-P Pendampingan

Budaya Daerah,

Pemuda dan

Olahraga

Terbinanya Pengajar PAUD Kec

Kalibawang

1 orang 8,000,000 1 orang 8,000,000

4.01.4.01.19.01.61.06-P Perencanaan,

Pengendalian, dan

Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Tersusunya RPTK Kec

Kalibawang

1

dokumen

18,000,000 1

dokumen

18,000,000

4.01.4.01.19.01.61.07-P Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan Hari Besar nasional Kec

Kalibawang

2 kali 33,000,000 2 kali 33,000,000
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4.01.4.01.19.01.61.08-P Pendampingan

Lembaga

Keuangan Mikro

dan Ekonomi

Produktif

Terbinanya lembaga ekonomi produktif masyarakat Kec

Kalibawang

4

lembaga

5,000,000 4

lembaga

5,000,000



V - 176

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

INSPEKTORAT DAERAH

JUMLAH PAGU

Rp.
: 1,401,360,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.02.4.02.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 139,420,000 APBD

Kabupaten

20 % 134,330,000

4.02.4.02.01.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan) Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 39,330,000

Pembayaran upah penjaga malam 12 Bulan 12 Bulan 0

4.02.4.02.01.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang) Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 25,000,000

4.02.4.02.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 74,420,000 12 Bulan 70,000,000

4.02.4.02.01.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 6,730,000 APBD

Kabupaten

20 % 140,810,000

4.02.4.02.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Dokumen Rencana Kerja dan Renja Perubahan Lingkup

Kabupaten

2

Dokumen

2,200,000 2

Dokumen

2,200,000

4.02.4.02.01.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Laporan keuangan semester dan tahunan Lingkup

Kabupaten

2

Dokumen

2,000,000 2

Dokumen

2,000,000

4.02.4.02.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan LKjIP, laporan tahunan,

laporan SPIP dan profil kinerja SKPD

Lingkup

Kabupaten

18

Dokumen

2,530,000 18

Dokumen

2,280,000

4.02.4.02.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 296,210,000 APBD

Kabupaten

20 % 426,210,000
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4.02.4.02.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pengadaan AC Split Lingkup

Kabupaten

0 Unit 0 0 Unit 0

Pengadaan Rol meter 0 Unit 0 Unit 0

Pengadaan Meteran dorong 0 Unit 0 Unit 0

Pengadaan Laptop dan PC 0 Unit 0 Unit 0

Pengadaan Printer 0 Unit 0 Unit 0

Pengadaan UPS 0 Unit 0 Unit 0

Pengadaan Motor 0 Unit 0 Unit 0

Pengadaan HP Saber Pungli 0 Unit 0 Unit 0

4.02.4.02.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 266,210,000 12 Bulan 262,400,000

4.02.4.02.01.01.14.03-P Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

Penetapan Penilaian Angka Kredit Lingkup

Kabupaten

2

Semester

15,000,000 2

Semester

13,000,000

4.02.4.02.01.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Terkirimnya peserta diklat/bimtek/kursus Lingkup

Kabupaten

3 Orang 15,000,000 2 Orang 10,000,000

4.02.4.02.01.01.57-P Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa 63.73 % 959,000,000 APBD

Kabupaten

65.12 % 1,350,200,000

4.02.4.02.01.01.57.01-P Pemeriksaan

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa Lingkup

Kabupaten

87 Desa 322,490,000 87 Desa 320,810,000

Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa 0 Desa 0 Desa 0

4.02.4.02.01.01.57.05-P Tindak lanjut hasil

pemeriksaan

Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Lingkup

Kabupaten

2 Jenis 58,034,200 2 Jenis 57,273,000

Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah 1 Kali 1 Kali 0

4.02.4.02.01.01.57.13-P Pemeriksaan

dengan tujuan

tertentu dan

khusus / kasus

Pemeriksaan tujuan tertentu dan khusus / kasus Lingkup

Kabupaten

8 Obrik 42,700,000 5 Obrik 37,072,000
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4.02.4.02.01.01.57.14-P Pelaksanaan

pengawasan

internal secara

berkala

Laporan hasil pemeriksaan reguler Lingkup

Kabupaten

40 OPD 166,355,000 40 OPD 153,040,000

4.02.4.02.01.01.57.16-P Peningkatan

Kapabilitas APIP (

Internal Audit

Capability Models )

Tersedianya SIM Pengawasan Lingkup

Kabupaten

0 Buah 39,620,000 0 Buah 35,795,000

Terselenggaranya Program Peningkatan Pelatihan Mandiri 4 Kali 4 Kali 0

Terwujudnya kapabilitas APIP level 3 3 Level 3 Level 0

Terwujudnya peningkatan pengelolaan data pengawasan 12 Bulan 12 Bulan 0

4.02.4.02.01.01.57.18-P Pengendalian

pelaksanaan

kebijakan Kepala

Daerah

Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB Lingkup

Kabupaten

0

Dokumen

70,534,600 0

Dokumen

70,000,000

Reviu RKA SKPD 42 OPD 42 OPD 0

Laporan hasil review dokumen laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah 43 OPD 43 OPD 0

4.02.4.02.01.01.57.19-P Pendampingan

Pengelolaan Aset

Daerah

Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Asset Lingkup

Kabupaten

0 OPD 32,195,000 0 OPD 30,000,000

Laporan Hasil Stock opname dan cash opname 42 OPD 42 OPD 0

4.02.4.02.01.01.57.20-P Monitoring dan

Evaluasi

Percepatan

Pemberantasan

Korupsi dan

Akuntabilitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN Lingkup

Kabupaten

42 OPD 227,071,200 42 OPD 220,000,000

Terwujudnya penetapan dan pendampingan SKPD percontohan zona integritas 4 OPD 4 OPD 0

Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK 1

Dokumen

1

Dokumen

0

Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi SPIP 42 OPD 42 OPD 0

Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJiP 42 OPD 42 OPD 0

Tersedianya Laporan Saber Pungli 4

Dokumen

4

Dokumen

0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JUMLAH PAGU

Rp.
: 3,274,720,000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.03.4.03.01.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 215,290,000 APBD

Kabupaten

20 % 207,430,000

4.03.4.03.01.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran /jasa persuratan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan

bahan pustaka)

Lingkup

OPD

12 bulan 86,147,000 12 bulan 81,287,000

4.03.4.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Lingkup

OPD

12 bulan 33,143,000 12 bulan 33,143,000

4.03.4.03.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi Lingkup

OPD

12 bulan 96,000,000 12 bulan 93,000,000

4.03.4.03.01.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian,

dan Evaluasi

Kinerja

Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 47,100,000 APBD

Kabupaten

20 % 252,810,000

4.03.4.03.01.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun n+1 dan Renja perubahan SKPD tahun n Lingkup

OPD

0

dokumen

14,000,000 2

dokumen

11,880,000

Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun n+1, Renja perubahan SKPD tahun n, Renstra

Bappeda

3

dokumen

0

dokumen

0

4.03.4.03.01.01.12.02-P Penyusunan

pelaporan

keuangan

Dokumen laporan capaian kinerja keuangan Lingkup

OPD

2

dokumen

22,500,000 2

dokumen

22,500,000

4.03.4.03.01.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja

SKPD, Laporan SPIP

Lingkup

OPD

21

dokumen

10,600,000 21

dokumen

11,000,000

4.03.4.03.01.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

Cakupan peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 404,360,000 APBD

Kabupaten

20 % 642,410,000
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OPD

4.03.4.03.01.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

sarana dan prasarana perkantoran Lingkup

OPD

25 unit 64,160,000 4 unit 61,600,000

4.03.4.03.01.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pembayaran listrik, telepon, air dan komponen listrik dan kebersihan Lingkup

OPD

12 bulan 300,000,000 12 bulan 300,000,000

Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan perkantoran 75 unit 75 unit 0

Pemeliharaan gedung 2 paket 2 paket 0

4.03.4.03.01.01.14.03-P Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

penilaian pegawai fungsional Lingkup

OPD

5

pegawai

4,000,000 5

pegawai

4,000,000

4.03.4.03.01.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Peserta diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan sendiri Lingkup

OPD

30

pegawai

24,000,000 30

pegawai

24,000,000

4.03.4.03.01.01.14.08-P Pengadaan

Pakaian Dinas

Harian Batik ASN

Pakaian dinas batik Lingkup

OPD

46

pegawai

12,200,000 0

pegawai

0

4.03.4.03.01.01.21-P Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target 79.82 % 1,187,230,000 APBD

Kabupaten

86.24 % 1,285,220,000

4.03.4.03.01.01.21.29-P Penyusunan

RPJMD

Dokumen RPJMD & KLHS Lingkup

Kabupaten

0

dokumen

485,000,000 0

dokumen

0

Dokumen RPJMD 1

dokumen

0

dokumen

0

Dokumen draft Rancangan Awal RPJMD 0 0 0

4.03.4.03.01.01.21.44-P Penyusunan

RKPD

Dokumen RKPD tahun 2020 dan RKPD Perubahan tanun 2019 Lingkup

Kabupaten

2

dokumen

407,619,000 2

dokumen

373,000,000

4.03.4.03.01.01.21.61-P Penyusunan KUA

dan PPAS

Dokumen KUA PPAS tahun 2020 dan KUPA PPAS Perubahan tahun 2019 Lingkup

Kabupaten

4

dokumen

121,301,000 4

dokumen

111,110,000

4.03.4.03.01.01.21.74 Pengelolaan

Sistem Informasi

Pembangunan

Daerah (SIPD)

Dokumen SIPD Lingkup

Kabupaten

1

dokumen

78,481,000 1

dokumen

71,900,000

4.03.4.03.01.01.21.75 Penyusunan

analisis data

perencanaan

pembangunan

daerah

Dokumen analisis data perencanaan pembangunan daerah Lingkup

Kabupaten

4

dokumen

58,993,000 5

dokumen

54,000,000
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4.03.4.03.01.01.21.78 Penyusunan

rencana DAK,

Danais, dan

Bantuan Keuangan

Khusus

Dokumen usulan rencana DAK, Danais, BKK, dan TP Lingkup

Kabupaten

4

dokumen

35,836,000 4

dokumen

32,800,000

4.03.4.03.01.01.31-P Program

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan

dan Kesra

Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Pemerintahan dan

Kesra

79.25 % 186,920,000 APBD

Kabupaten

86.79 % 1,465,320,000

4.03.4.03.01.01.31.01-P Sinkronisasi Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi

Dokumen laporan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Lingkup

Kabupaten

4

dokumen

29,920,000 4

dokumen

27,000,000

4.03.4.03.01.01.31.02-P Perencanaan

Pembangunan

Sub Bidang

Pemerintahan

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Pemerintahan Lingkup

Kabupaten

9

dokumen

58,000,000 8

dokumen

56,500,000

4.03.4.03.01.01.31.03-P Perencanaan

Pembangunan

Sub Bidang

Penunjang

Pemerintahan

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Penunjang Pemerintahan Lingkup

Kabupaten

9

dokumen

56,000,000 8

dokumen

54,600,000

4.03.4.03.01.01.31.04-P Perencanaan

Pembangunan

Sub Bidang

Pendidikan

Kebudayaan dan

Kominfo

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo Lingkup

Kabupaten

9

dokumen

43,000,000 8

dokumen

42,000,000

4.03.4.03.01.01.32-P Program

Perencanaan

Pembangunan

Sosial dan

Ekonomi

Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Sosial dan Ekonomi 75 % 233,170,000 APBD

Kabupaten

80 % 1,689,980,000

4.03.4.03.01.01.32.01-P Perencanaan dan

Pengendalian

Penanggulangan

Kemiskinan

Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Lingkup

Kabupaten

1

dokumen

96,543,000 1

dokumen

91,660,000

4.03.4.03.01.01.32.02-P Perencanaan

Pembangunan

Sub Bidang

Penanaman Modal

Tenaga Kerja dan

Pariwisata

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penanaman modal, tenaga kerja, dan

pariwisata

Lingkup

Kabupaten

9

dokumen

43,955,000 8

dokumen

42,000,000

4.03.4.03.01.01.32.03-P Perencanaan

Pembangunan

Sub Bidang

Pertanian

Perdagangan dan

Koperasi

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi Lingkup

Kabupaten

9

dokumen

51,328,000 8

dokumen

50,000,000
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4.03.4.03.01.01.32.04-P Perencanaan

Pembangunan

Sub Bidang Sosial

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan Lingkup

Kabupaten

9

dokumen

41,344,000 8

dokumen

41,000,000

4.03.4.03.01.01.33-P Program

Perencanaan

Pembangunan

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah

Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

75 % 303,900,000 APBD

Kabupaten

81.25 % 1,871,990,000

4.03.4.03.01.01.33.01-P Perencanaan

Pembangunan

Sub Bidang

Prasarana Wilayah

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang Prasarana Wilayah Lingkup

Kabupaten

9

dokumen

71,454,000 8

dokumen

68,000,000

4.03.4.03.01.01.33.02-P Perencanaan

Pembangunan

Sub Bidang

Penataan Ruang

Permukiman dan

Perkotaan

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penataan ruang permukiman dan

perkotaan serta review SSK

Lingkup

Kabupaten

10

dokumen

63,413,000 0

dokumen

61,010,000

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang penataan ruang permukiman dan

perkotaan

0

dokumen

8

dokumen

0

4.03.4.03.01.01.33.03-P Perencanaan

Pembangunan

Sub Bidang

Sumber Daya

Alam

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang SDA Lingkup

Kabupaten

0 169,033,000 8 53,000,000

Dokumen perencanaan dan pengendalian sub bidang SDA serta KLHS 10 0 0

4.03.4.03.01.01.34-P Program

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Rata-rata persentase ketercapaian program pembangunan 97.48 % 354,460,000 APBD

Kabupaten

98.08 % 2,213,510,000

4.03.4.03.01.01.34.01-P Pengendalian

Kebijakan dan

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

Laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan (APBD), Laporan TEPRA, Laporan pengendalian

pelaksanaan RPJMD, Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD,

Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik, Pengendalian

Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD, Pengendalian Pelaksanaan RKPD

Lingkup

Kabupaten

10

dokumen

123,043,000 10

dokumen

116,000,000

4.03.4.03.01.01.34.02-P Pengendalian dan

Evaluasi

Pelaksanaan DAK

Laporan pengendalian pelaksanaan DAK secara berkala triwulan Lingkup

Kabupaten

4

dokumen

77,748,000 4

dokumen

76,000,000

4.03.4.03.01.01.34.04-P Evaluasi Hasil

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah Lingkup

Kabupaten

5

dokumen

97,484,000 5

dokumen

93,520,000
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4.03.4.03.01.01.34.05-P Pengendalian dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Danais, Bantuan

Keuangan Khusus,

dan Tugas

Pembantuan

Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana Bantuan

Keuangan Pemda DIY dan Tugas Pembantuan secara berkala triwulan

Lingkup

Kabupaten

12 56,185,000 12 56,000,000

4.06.4.03.01.01.16 Program

Kerjasama

Pengembangan

IPTEK

Capaian tindak lanjut kerjasama 100 % 342,290,000 APBD

Kabupaten

100 % 2,543,310,000

4.06.4.03.01.01.16.01-P Pengembangan

Kerjasama

Pemerintah

Daerah Dengan

Perguruan Tinggi

Perjanjian kerjasama/ijin KKN Lingkup

Kabupaten

15

dokumen

43,772,000 15

dokumen

42,000,000

4.06.4.03.01.01.16.02-P Jaring penelitian

(Jarlit) tingkat

kabupaten

Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian DRD kepada Bupati Lingkup

Kabupaten

1

dokumen

298,518,000 1

dokumen

287,800,000

kajian efektivitas kinerja 1 kajian 1 kajian 0

Jumlah teknologi tepat guna 3 macam

TTG

3

macam

TTG

0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JUMLAH PAGU

Rp.
: 8,002,421,029 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.04.4.04.05.01.01-P Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 184,950,686 APBD

Kabupaten

20 % 178,190,227

4.04.4.04.05.01.01.26-P Penyediaaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Jasa surat menyurat, ala tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan

bacaan serta pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor

Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 60,420,732 12 bulan 58,212,250

4.04.4.04.05.01.01.27-P Penyediaaan jasa

keuangan

Honor pengelola keuangan dan barang sebanyak 18 orang Lingkup

Kabupaten

12 bulan 44,944,405 12 bulan 43,301,417

4.04.4.04.05.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi dan

koordinasi

Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu,koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan

dalam daerah

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 79,585,549 12 bulan 76,676,560

4.04.4.04.05.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 26,830,000 APBD

Kabupaten

20 % 204,040,227

4.04.4.04.05.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan kinerja

SKPD

Rencana kinerja SKPD, Rencana kinerja tahunan SKPD, Penetapan kinerja SKPD,

Rencana Strategis SKPD

Lingkup

Kabupaten

0 dokumen 6,000,000 0 dokumen 5,680,000

Rencana kinerja SKPD, Rencana kinerja tahunan SKPD, Penetapan kinerja SKPD 2 dokumen 2 dokumen 0

4.04.4.04.05.01.12.02-P Penyusunan laporan

keuangan

Laporan kinerja semester dan tahunan yang akurat dan akuntabel Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 7,830,000 2 dokumen 7,500,000

4.04.4.04.05.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja blnan, triwulan, LAKIP, laporan tahunan, profil

kinerja SKPD, penerapan SPIP.

Lingkup

Kabupaten

19

dokumen

13,000,000 19

dokumen

12,670,000

4.04.4.04.05.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan Kualitas

Sumber Daya

Manusia OPD

Cakupan peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia

OPD

20 % 533,750,343 APBD

Kabupaten

20 % 718,409,814
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4.04.4.04.05.01.14.01-P Pengadaaan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Lingkup

Kabupaten

85 unit 216,596,329 75 unit 208,760,571

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 0 paket 0 paket 0

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 20 buah 20 buah 0

4.04.4.04.05.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Biaya pemeliharaan rutin gedung kantor Lingkup

Kabupaten

12 bulan 304,400,174 12 bulan 293,297,508

Biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional 12 bulan 12 bulan 0

Biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 12 bulan 0

4.04.4.04.05.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan non formal 3 orang 12,753,840 3 orang 12,311,508

4.04.4.04.05.01.18-P Program

Peningkatan

Pengelolaan

Anggaran dan

Kualitas Kebijakan

Pengelolaan

Keuangan

Cakupan peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan

keuangan

100 % 426,440,000 APBD

Kabupaten

100 % 1,129,289,814

4.04.4.04.05.01.18.01-P Penyusunan APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

4 dokumen 206,460,875 4 dokumen 200,978,175

Tersusunnya Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD

4 dokumen 4 dokumen 0

Tersusunnya Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD

2 dokumen 2 dokumen 0

Tersusunnya Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2 dokumen 2 dokumen 0

4.04.4.04.05.01.18.02-P Penelitian DPA dan

DPPA SKPD

Terverifikasinya DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD untuk APBD Murni dan perubahan

APBD

Kec

Wates,

Lingkup

Kabupaten

88

dokumen

13,883,330 88

dokumen

11,716,382

4.04.4.04.05.01.18.03-P Penyusunan

Standardisasi Harga

dan Biaya

Dokumen hasil appraisal dan Raperbup tentang SHBJ Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 117,366,748 2 dokumen 112,323,365

4.04.4.04.05.01.18.04-P Perumusan

Kebijakan

Pengelolaan

Keuangan

Dokumen Raperbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup

Kabupaten

4 dokumen 50,979,595 4 dokumen 48,566,564

4.04.4.04.05.01.18.05 Penyusunan

Pergeseran

Anggaran

Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Kec

Wates,

Lingkup

5 dokumen 37,749,452 5 dokumen 37,295,514
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Pendapatan dan

Belanja Daerah

Kabupaten

4.04.4.04.05.01.19 Program

Peningkatan

Pengelolaan

Perbendaharaan

Cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan 99.22 % 263,820,000 APBD

Kabupaten

99.46 % 1,383,479,814

4.04.4.04.05.01.19.01-P Pengelolaan Belanja

langsung

Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan dokumen SPM Belanja Langsung dan terbitnya

SP2D

Lingkup

Kabupaten

0 SKPD 24,489,600 0 SKPD 22,294,300

Surat Penyediaan Dana (SPD) untik semua SKPD 5 kali 5 kali 0

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untik semua SKPD 60 kali 60 kali 0

4.04.4.04.05.01.19.02-P Pengelolaan Belanja

Tidak Langsung

Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan dokumen SPM Belanja tidak Langsung,

terbitnya SP2D, penguji, regester, SKPP, SPT 1721 A2 dan update data pegawai

Lingkup

Kabupaten

0 SKPD 103,913,000 0 SKPD 101,664,900

Surat Penyediaan Dana (SPD) untik 45 SKPD 2 kali 2 kali 0

Daftar gaji bagi 45 SKPD, Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD 14

dokumen

14

dokumen

0

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk 44 SKPD 14

dokumen

14

dokumen

0

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) non gaji 98

dokumen

98

dokumen

0

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) 350

dokumen

350

dokumen

0

4.04.4.04.05.01.19.03-P Penyelesaian

Tuntutan

Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

(TPTGR)

Terselesaikannya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta kerugian daerah

yang bersifat informasi

Lingkup

Kabupaten

0 dokumen 25,288,800 0 dokumen 22,985,000

Laporan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 2 dokumen 2 dokumen 0

4.04.4.04.05.01.19.04-P Pengelolaan Kas

Umum Daerah

Laporan penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah Lingkup

Kabupaten

48

dokumen

63,498,800 48

dokumen

61,736,100

Pengesahan dana-dana langsung 4 SKPD 4 SKPD 0

Tersahkannya dana-dana langsung yang digunakan SKPD 0 dokumen 0 dokumen 0

Dokumen Anggaran kas 2 dokumen 2 dokumen 0

Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Transfer 58

dokumen

58

dokumen

0

4.04.4.04.05.01.19.05 Pembinaan

perbendaharaan

Terbinanya bendahara pengeluaran Lingkup

Kabupaten

0

bendahara

22,198,100 0

bendahara

20,931,500

Sosialisasi/workshop pengelolaan keuangan daerah 3 kali 3 kali 0

Penilaian kinerja perbendaharaan entitas pengelolaan keuangan daerah 44 SKPD 44 SKPD 0
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4.04.4.04.05.01.19.06-P Pengelolaan

Keuangan PPKD

Tersalurnya belanja keuangan PPKD Lingkup

Kabupaten

12 bulan 24,431,700 12 bulan 24,578,200

4.04.4.04.05.01.20-P Program

Peningkatan

Penerapan

Akuntansi dan

Pelaporan

Capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan 100 % 169,180,000 APBD

Kabupaten

100 % 1,546,589,814

4.04.4.04.05.01.20.01-P Penyusunan

Pertanggungjawaban

APBD

Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan tersusunnya

Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Lingkup

Kabupaten

2 dokumen 70,747,233 2 dokumen 66,029,723

4.04.4.04.05.01.20.02-P Penyusunan

Laporan

Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD triwulanan, semester I dan prognosis. Lingkup

Kabupaten

5 dokumen 12,128,035 5 dokumen 9,052,363

4.04.4.04.05.01.20.03-P Sinkronisasi data

realisasi APBD

Teridentifikasi dan terklasifikasinya data penerimaan dan pengeluaran APBD serta

terselenggaranya koordinasi antar SKPD dan SKPKD

Lingkup

Kabupaten

45 SKPD 10,969,767 45 SKPD 10,016,573

4.04.4.04.05.01.20.04-P Pengelolaan SIMDA Tersedianya data akuntansi keuangan daerah yang akurat. Lingkup

Kabupaten

45 SKPD 75,334,965 45 SKPD 78,011,341

4.04.4.04.05.01.20.05-P Penyusunan

Laporan Dana Tugas

Pembantuan

Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan tingkat koordinator UAPPA-W Lingkup

Kabupaten

0 buku 0 0 buku 0

4.04.4.04.05.01.21-P Program

Peningkatan

Penerimaan Pajak

Daerah

Cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah 52.94 % 5,504,170,000 APBD

Kabupaten

53 % 6,940,229,814

4.04.4.04.05.01.21.01-P Rekonsiliasi data

piutang PBB

Pedesaan dan

Perkotaan

Tersedianya Data Piutang PBB P2 Tahun 2013 Lingkup

Kabupaten

0 desa 88,310,000 0 desa 89,300,000

Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah 3

kecamatan

3

kecamatan

0

4.04.4.04.05.01.21.02-P Perekaman data dan

Penetapan Pajak

Daerah

Terbitnya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB, STPD Pajak Daerah Tahun 2017 Lingkup

Kabupaten

0 jenis

pajak

312,975,000 0 jenis

pajak

316,105,000

Diterbitkannya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB, STPD Pajak Daerah Tahun 2018 dan

Terlegalisasinya SPPT PBB

10 jenis

pajak

10 jenis

pajak

0

4.04.4.04.05.01.21.03-P Penagihan Pajak

Daerah

Terlaksananya Piutang Pajak Daerah Non PBB Lingkup

Kabupaten

0 WP 943,500,000 0 WP 952,900,000

Tertagihnya piutang PBB P2 0 desa 0 desa 0

Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah 2500 WP 2500 WP 0

4.04.4.04.05.01.21.04-P Pembaharuan Basis

Data PBB P2

Terlaksananya pendataan Obyek dan Subyek Pajak, kode Zona Nilai Tanah (ZNT), Peta Blok

PBB P2 Tahun 2017

Lingkup

Kabupaten

0 dokumen 157,350,000 0 dokumen 158,930,000

Terlaksananya pendataan Obyek dan Subyek PBB P2 Tahun 2018 8 dokumen 8 dokumen 0
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4.04.4.04.05.01.21.05-P Pelayanan dan

Validasi Data BPHTB

Terlayaninya masyarakat dalam mengurus perpajakan termasuk pembetulan, pembatalan,

keberatan, mutasi, informasi dan validasi BPHTB

Lingkup

Kabupaten

12 bulan 180,000,000 12 bulan 184,304,000

4.04.4.04.05.01.21.06-P Pendataan dan

Pendaftaran Obyek

dan Subyek Pajak

Daerah

Terlaksananya data Obyek dan Subyek Pajak Daerah Tahun 2017 Lingkup

Kabupaten

0 jenis

pajak

3,301,435,000 0 jenis

pajak

3,166,295,000

Data Subyek Pajak 400 wajib

pajak

400 wajib

pajak

0

Data Obyek Pajak 1200 wajib

pajak

1200 wajib

pajak

0

4.04.4.04.05.01.21.07-P Intensifikasi

Penerimaan dan

Rekonsiliasi Pajak

Daerah

Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu di Tahun 2017 Lingkup

Kabupaten

0 desa 520,600,000 0 desa 525,806,000

Terwujudnya validasi dan akurasi data PPJ dan PBB P2 12 bulan 12 bulan 0

Terlaksananya intensifikasi pajak daerah 10 jenis

pajak

10 jenis

pajak

0

4.04.4.04.05.01.22 Program

Peningkatan

Pendapatan

Daerah

Cakupan Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah 100 % 340,170,000 APBD

Kabupaten

100 % 7,275,689,814

4.04.4.04.05.01.22.01-P Penyusunan

Perencanaan

Pendapatan Daerah

Tersusunnya database potensi pajak/retribusi Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 103,639,100 1 dokumen 103,402,100

Tersusunnya target pendapatan daerah 2 dokumen 2 dokumen 0

Forkom pendapatan se-DIY 2 kali 2 kali 0

4.04.4.04.05.01.22.02-P Evaluasi Pendapatan

Daerah

Tersusunnya laporan harian penerimaan pendapatan daerah Lingkup

Kabupaten

0 bulan 27,547,300 0 bulan 27,144,500

Tersusunnya laporan realisasi bulanan pendapatan daerah 0 bulan 0 bulan 0

Terverifikasinya laporan pendapatan OPD 17 OPD 17 OPD 0

Tersusunnya laporan pendapatan OPD Pengelola Pendapatan 12

dokumen

12

dokumen

0

4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan

Pengadministrasian

Benda Berharga

Terporforasinya dan tersajinya data karcis retribusi dan terlegalisasinya SPPT PBB Lingkup

Kabupaten

0 bulan 43,884,800 0 bulan 43,237,600

Terwujudnya pengendalian karcis pajak dan retribusi yang sah 12 bulan 12 bulan 0

4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan

Pendapatan Daerah

Sosialisasi pendapatan daerah Lingkup

Kabupaten

16 kali 165,098,800 16 kali 161,675,800

Kajian produk hukum tentang pendapatan daerah 4

peraturan

4

peraturan

0
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4.04.4.04.05.01.23-P Program

Peningkatan

Pengelolaan Asset

dan Investasi

Pemerintah Daerah

Cakupan peningkatan pengelolaan asset dan investasi pemerintah daerah 96.67 % 553,110,000 APBD

Kabupaten

96.67 % 7,808,609,814

4.04.4.04.05.01.23.01-P Perencanaan dan

Monev Aset Daerah

Tersusunnya dokumen RKBMD, daftar pengadaan, kebijakan pengelolaan aset dan laporan

hasil monev pengelolaan aset

Lingkup

Kabupaten

0 dokumen 94,102,100 0 dokumen 94,906,200

Tersusunnya dokumen RKBMD 1 dokumen 1 dokumen 0

Daftar pengadaan aset 1 dokumen 1 dokumen 0

Kebijakan pengelolaan aset 1 dokumen 1 dokumen 0

Laporan hasil monev pengelolaan aset 1 dokumen 1 dokumen 0

4.04.4.04.05.01.23.02-P Penatausahaan

Barang Milik Daerah

Tersusunnya laporan BMD, SK Bupati Penilaian BMD Lingkup

Kabupaten

0 dokumen 172,208,230 0 dokumen 162,264,700

Terbaharukannya SIM Aset dan Persediaan 0 paket 0 paket 0

Laporan semesteran BMD 2 dokumen 2 dokumen 0

SK Bupati hasil sensus BMD 1 dokumen 1 dokumen 0

SK Bupati penilaian BMD 1 dokumen 1 dokumen 0

4.04.4.04.05.01.23.03-P Pemindahtanganan,

Pemusnahan dan

Penghapusan

Barang Milik Daerah

Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD Lingkup

Kabupaten

4 kali 90,217,428 4 kali 90,096,000

4.04.4.04.05.01.23.04-P Perencanaan,

monev dan

penatausahaan

investasi pemda

Tersedianya kebijakan investasi, tersalurnya investasi dan terpantaunya investasi pada

BUMD

Lingkup

Kabupaten

0 dokumen 82,533,267 0 dokumen 82,726,100

Tersalurnya investasi dan terpantaunya investasi pada BUMD 2 unit 2 unit 0

4.04.4.04.05.01.23.05-P Optimalisasi Barang

Milik Daerah

Terlaksananya sewa menyewa, pinjam pakai, penyertaan modal dan tukar menukar BMD Lingkup

Kabupaten

1 dokumen 43,435,619 1 dokumen 42,975,420

4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan

Barang Persediaan

Tersusunnya laporan barang persediaan dan penghapusan barang persediaan serta

pembinaan pengelolaan barang persediaan

Lingkup

Kabupaten

0 dokumen 70,613,356 0 dokumen 59,951,580

Laporan barang persediaan 1 dokumen 1 dokumen 0

Laporan penghapusan BMD 1 dokumen 1 dokumen 0
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KULON PROGO

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JUMLAH PAGU

Rp.
: 5,601,190,395 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

NO

URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2020

KETERANGAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA
TARGET KEUANGAN

4.05.4.05.07.01.01-P Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20 % 203,161,914 APBD

Kabupaten

20 % 223,478,107

4.05.4.05.07.01.01.26-P Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan Penyediaan peralatan kantor

(alat tulis, cetak, dan penggandaan)

Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 85,039,731 12 Bulan 93,543,709

4.05.4.05.07.01.01.27-P Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (10 orang) Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 42,771,303 12 Bulan 47,048,430

4.05.4.05.07.01.01.28-P Penyediaan rapat-

rapat, konsultasi

dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 75,350,880 12 Bulan 82,885,968

4.05.4.05.07.01.12-P Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 20 % 31,795,500 APBD

Kabupaten

20 % 258,453,157

4.05.4.05.07.01.12.01-P Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Rencana Kinerja SKPD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kinerja Tahunan SKPD,

Penetapan Kinerja SKPD

Lingkup

Kabupaten

2

Dokumen

15,738,800 2

Dokumen

17,312,680

4.05.4.05.07.01.12.02-P Penyusunan

laporan keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Lingkup

Kabupaten

2

Dokumen

10,556,700 2

Dokumen

11,612,370

4.05.4.05.07.01.12.03-P Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjlP, laporan tahunan dan profil SKPD Lingkup

Kabupaten

15

Dokumen

5,500,000 15

Dokumen

6,050,000

4.05.4.05.07.01.14-P Program

Peningkatan

Sarana/Prasarana

Kerja dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD 20 % 294,858,775 APBD

Kabupaten

20 % 597,857,810
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4.05.4.05.07.01.14.01-P Pengadaaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Pengadaan roller pack Lingkup

Kabupaten

0 Paket 114,955,800 0 Paket 159,451,380

Pengadaan LCD 0 Unit 0 Unit 0

Pengadaan AC Split 0 Unit 2 Unit 0

Pengadaan tangga alumunium 0 Unit 0 Unit 0

Pengadaan laptop 4 Unit 4 Unit 0

Pengadaan printer 0 Unit 0 Unit 0

Pengadaan kursi kerja 0 Buah 0 Buah 0

Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0 Unit 2 Unit 0

Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor - Almari Arsip kayu 0 Unit 0 Unit 0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin - AC 2 PK Standart (Split) 0 Unit 0 Unit 0

Membuat garasi mobil/motor ukuran 15m x 17m 1 Paket 0 Paket 0

Membuat Kanopi didepan ruang rapat BKPP 0 Paket 0 Paket 0

Kursi Tamu 1 Set 0 Set 0

Kursi pimpinan (eselon IV) 12 Unit 0 Unit 0

Meja ruang rapat 6 Unit 0 Unit 0

Kursi ruang rapat 0 Unit 25 Unit 0

Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (Empat) untuk menggantikan Mitsubishi L-300 0 Unit 0 Unit 0

Komputer desktop 2 Unit 0 Unit 0

Mebelair kantor dalam rangka penataan ruang kerja 0 Set 1 Set 0

Sign board (tulisan BKPP di halaman depan) 0 Paket 0 Paket 0

Wireless (pengeras suara) 1 Unit 0 Unit 0

Televisi 70 inch 1 Unit 0 Unit 0

CCTV 0 Paket 0 Paket 0

Gordyn 1 Paket 0 Paket 0
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4.05.4.05.07.01.14.02-P Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Terpeliharanya tempat parkir/garasi, taman, pemeliharaan dan perawatan kendaraan

dinas/operasional fasilitas/sarana kerja dan pemenuhan kebutuhan BBM, komunikasi, air, listrik,

perizinan kendaraan

Lingkup

Kabupaten

12 Bulan 154,502,975 12 Bulan 169,953,273

4.05.4.05.07.01.14.04-P Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Pengiriman pegawai BKPP untuk mengikuti diklat non formal Lingkup

Kabupaten

5 Orang 8,000,000 7 Orang 10,000,000

4.05.4.05.07.01.14.08-P Pengadaan

Pakaian Dinas

Harian Batik ASN

Pakaian Batik untuk ASN BKPP 58 Potong 17,400,000 0 Potong 0

4.05.4.05.07.01.57-P Program

Pendayagunaan

Aparatur

Cakupan peningkatan pendayagunaan aparatur 86.79 % 257,243,250 APBD

Kabupaten

87.82 % 855,101,060

4.05.4.05.07.01.57.01-P Mutasi dan alih

jabatan fungsional

tertentu

Terselenggaranya alih fungsi JFT Lingkup

Kabupaten

100 PNS 64,871,000 100 PNS 64,871,000

Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar daerah 30 PNS 30 PNS 0

Terselenggaranya pengangkatan kepala sekolah 24 Kepala

Sekolah

24 Kepala

Sekolah

0

4.05.4.05.07.01.57.02-P Penataan jabatan

fungsional umum

Terselenggaranya redistribusi untuk pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional umum Lingkup

Kabupaten

100

Orang

29,000,000 100

Orang

29,000,000

4.05.4.05.07.01.57.03-P Pengelolaan

kenaikan pangkat

PNS

Pengelolaan kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji pokok PNS Lingkup

Kabupaten

750

Orang

119,000,000 700

Orang

119,000,000

Terbitnya SK pengangkatan PNS 250

Orang

250

Orang

0

4.05.4.05.07.01.57.04-P Pengendalian

penilaian angka

kredit

Terbinanya dan terkendalinya penilaian kinerja (PAK) JFT Lingkup

Kabupaten

17 SKPD 19,000,000 17 SKPD 19,000,000

4.05.4.05.07.01.57.05-P Pelaksanaan Ujian

Dinas dan UPKP

Terselenggaranya ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNS Lingkup

Kabupaten

25 Orang 25,372,250 25 Orang 25,372,250

Terselenggaranya ujian dinas PNS 25 Orang 25 Orang 0

4.05.4.05.07.01.58-P Program

Pengembangan

Aparatur

Cakupan pengembangan aparatur 94.42 % 4,064,703,321 APBD

Kabupaten

95.77 % 5,526,274,713

4.05.4.05.07.01.58.01-P Penyusunan

formasi dan

pengadaan PNS

Tersusunnya formasi pegawai PNS Lingkup

Kabupaten

1 SK

Bupati

787,404,453 1 SK

Bupati

866,144,898

Pengangkatan CPNS 500

CPNS

500

CPNS

0

Laporan pemantauan seleksi calon praja IPDN 1

Dokumen

1

Dokumen

0

4.05.4.05.07.01.58.02-P Pengelolaan

pegawai non PNS

Tersusunnya formasi pegawai non PNS, terselenggaranya penataan dan evaluasi pegawai non

PNS

Lingkup

Kabupaten

1 SK 39,756,475 1 SK 43,732,123
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4.05.4.05.07.01.58.03-P Pengangkatan

PNSD jabatan

struktural

Terpetakannya potensi dan kompetensi aparatur (PPKA) Lingkup

Kabupaten

50 Orang 466,653,440 50 Orang 513,318,784

Terselenggarakannya pelantikan pejabat struktural 3

Pelantikan

3

Pelantikan

0

Tersusunnya Perbup tentang SKT 1 SK 1 SK 0

Aplikasi penilaian kinerja 1 Paket 1 Paket 0

4.05.4.05.07.01.58.04-P Pengelolaan tugas

belajar dan izin

belajar

Terkirimnya peserta tugas belajar biaya APBD Lingkup

Kabupaten

5 Orang 0 5 Orang 0

Terkirimnya peserta tugas belajar biaya non APBD 17 Orang 11 Orang 0

Terbitnya izin belajar 100

Orang

100

Orang

0

Terwujudnya analisis kebutuhan tugas belajar / Ijin belajar 0

Dokumen

0

Dokumen

0

4.05.4.05.07.01.58.05-P Pendidikan

penjenjangan

struktural

Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat II Lingkup

Kabupaten

4 Orang 1,431,423,600 3 Orang 1,774,565,960

Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat III 10 Orang 7 Orang 0

Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat IV 34 Orang 43 Orang 0

4.05.4.05.07.01.58.06-P Pendidikan dan

pelatihan

prajabatan, teknis

dan fungsional

Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan diklat Lingkup

Kabupaten

0 SK 1,339,465,353 0 SK 1,473,411,888

Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat fungsional 10 Orang 10 Orang 0

Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat teknis 190

Orang

160

Orang

0

Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat prajabatan 500

Orang

500

Orang

0

4.05.4.05.07.01.59-P Program

Pembinaan dan

Pelayanan

Aparatur

Cakupan pembinaan dan layanan aparatur 92.12 % 749,427,635 APBD

Kabupaten

99.96 % 6,526,645,112

4.05.4.05.07.01.59.01-P Pembinaan disiplin

pegawai

Terselenggaranya sidak pegawai Lingkup

Kabupaten

2 Kali 183,923,850 2 Kali 202,316,235

Rekomendasi izin perkawinan/ perceraian 15 Izin 15 Izin 0

Atribut PNS 2500

Buah

2500

Buah

0

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepegawaian 150

Orang

150

Orang

0



V - 194

Sumpah/ janji dan pembekalan PNS 500

Orang

500

Orang

0

Pakaian Dinas PNS 0 Potong 0 Potong 0

4.05.4.05.07.01.59.02-P Pembinaan

nilai-nilai integritas

aparatur sipil

negara

Terlaporkannya harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Lingkup

Kabupaten

100

Orang

31,405,770 100

Orang

34,546,347

Terlaporkannya LP2P 3500

Orang

3500

Orang

0

4.05.4.05.07.01.59.03-P Pengelolaan

administrasi

kepegawaian

Tersedianya data kepegawaian, cuti, BT, DUK, karis, karsu, karpeg, kenaikan pangkat

pengabdian, pensiun, dan kartu taspen

Lingkup

Kabupaten

6275

Orang

389,487,065 5917

Orang

604,435,772

Penghargaan tanda kehormatan anugrah satya lancana karya satya 250

Orang

250

Orang

0

Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS sakit dan CPNS 500

Orang

500

Orang

0

4.05.4.05.07.01.59.04-P Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahan penghasilan PNS Lingkup

Kabupaten

2288

Orang

33,914,650 2288

Orang

37,306,115

4.05.4.05.07.01.59.05 Pengelolaan data

dan tata usaha

kepegawaian

Validasi data PNS Lingkup

Kabupaten

6275 PNS 110,696,300 5917 PNS 121,765,930

Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen ASN 0 Aplikasi 0 Aplikasi 0

Entry data pensiun pada SAPK 250

Orang

250

Orang

0

Fasilitasi dan dokumentasi SKP dan PPK PNS 6275

Orang

5917

Orang

0
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BAB VI 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

 

Indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari Indikator Sasaran Daerah, 

Indikator Kinerja sasaran OPD dan Indikator Kinerja Program yang tertuang pada tabel 

berikut. 

Tabel 6.1 

Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon progo Tahun 2019 

 

Indikator Sasaran Satuan 

Target Capaian 
Kinerja 

II 

2019 

target 

Rata-rata Lama Sekolah tahun 8,73 

Harapan Lama Sekolah tahun 14,49 

Angka Melek Huruf % 98,33 

Angka Harapan Hidup tahun 75,04 

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 55,35 

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 8,52 

Cakupan Pelestarian dan  
Pengembangan Budaya 
daerah 

% 74,66 

Cakupan prestasi generasi 
muda 

% 38,07 

Pendapatan perkapita 
penduduk 

juta rupiah 17,39 

Angka Pengangguran Terbuka % 2,9 

Nilai akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah (AKIP) 

Nilai BB 

Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Opini BPK) 

Opini BPK WTP 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM)  

Nilai 78,15 

Cakupan penegakan 
peraturan daerah dan 
penanganan konflik sosial 

% 80,00 

Indeks Pembangunan 
Infrastruktur 

Nilai  70,67 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

Nilai  63,31 

Persentase Kesesuaian Ruang % 87,41 
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Tabel 6.2 

Indikator Kinerja Utama OPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 

 

No Indikator Kinerja Sasaran 
Satuan 

Kinerja 

Target Kinerja 

Organisasi 

perengkat Daerah 

(OPD) 
OPD 

Penanggungjawab 
II 

2019 

target 

1 Indeks Partisipasi Pendidikan 

Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Non Formal 

Nilai 15,88 Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga 

2 Angka Partisipasi Murni 

Sekolah Dasar 

% 99,59 Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga 

3 Angka Partisipasi Murni 

Sekolah Menengah Pertama 

% 98,24 Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga 

4 Cakupan prestasi generasi 

muda 

% 38,07 Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga 

5 Indeks Keluarga Sehat % 35,00 Dinas Kesehatan 

6 Cakupan Fasilitas Kesehatan 

Terakreditasi  

% 20,14 Dinas Kesehatan 

7 Nilai Kesehatan BLUD RSUD 

Wates 

Nilai AA RSUD Wates 

8 Nilai Kesehatan BLUD RSUD 

Nyi Ageng Serang 

Nilai AB RSUD Nyi Ageng 

Serang 

9 Capaian panjang jalan 

penghubung antar wilayah 

dalam kondisi baik 

% 79,65 Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

10 Indeks ketersediaan sumber 

daya air 

Nilai 83,13 Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

11 Cakupan gedung 

perkantoran pemerintah dan 

PSU perkotaan kondisi baik 

% 78,01 Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

12 Cakupan lingkungan sehat 

permukiman dan perumahan  

% 54,91 Dinas Pekerjaan 

Umum Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 
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No Indikator Kinerja Sasaran 
Satuan 

Kinerja 

Target Kinerja 

Organisasi 

perengkat Daerah 

(OPD) 
OPD 

Penanggungjawab 
II 

2019 

target 

13 Cakupan peningkatan 

wawasan kebangsaan dan 

politik masyarakat  

% 81,67 Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

14 Cakupan penegakan hukum  % 97,22 Satuan Polisi Pamong 

Praja 

15 Cakupan ketangguhan 

masyarakat menghadapi 

bencana 

% 85,33 Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

16 Indeks Penanganan 

Permasalahan Sosial 

% 63,00 Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

17 Cakupan peningkatan 

kualitas hidup perempuan 

dan anak 

% 78,57 Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

18 Indeks produktivitas tenaga 

kerja 

% 77,12 Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 

19 Persentase Kesesuaian 

Pemanfaatan Ruang 

% 84,00 Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang 

20 Persentase lahan 

bersertifikat 

% 82,34 Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang 

21 Indeks Kualitas Air Nilai 34,54 Dinas Lingkungan 

Hidup 

22 Indeks Kualitas Udara Nilai 88,82 Dinas Lingkungan 

Hidup 

23 Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Nilai 79,50 Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

24 Indeks Ketahanan Keluarga  Nilai 58,73 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Pengendalian 

Penduduk dan 
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No Indikator Kinerja Sasaran 
Satuan 

Kinerja 

Target Kinerja 

Organisasi 

perengkat Daerah 

(OPD) 
OPD 

Penanggungjawab 
II 

2019 

target 

Keluarga Berencana 

25 Indeks Partisipasi 

Masyarakat 

Nilai 57,26 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

26 Cakupan Pengembangan 

Kapasitas Otonomi Desa 

% 80,26 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

27 Cakupan kualitas layanan 

transportasi 

% 57,65 Dinas Perhubungan 

28 Cakupan layanan komunikasi 

dan informatika 

% 67,27 Dinas Komunikasi dan 

Informasi 

29 Nilai rata-rata volume usaha 

koperasi 

Rp 504.034.267  Dinas Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah 

30 Pertumbuhan  omzet UMKM 

yang difasilitasi 

% 19,13 Dinas Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah 

31 Nilai investasi  juta rupiah 1.410.809 Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu 

32 Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Nilai 82,08 Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu 

33 Cakupan Pelestarian dan  

Pengembangan Budaya 

daerah 

% 88,95 Dinas Kebudayaan 

34 Pemustaka yang 

memanfaatkan perpustakaan 

% 34,96 Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan 
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No Indikator Kinerja Sasaran 
Satuan 

Kinerja 

Target Kinerja 

Organisasi 

perengkat Daerah 

(OPD) 
OPD 

Penanggungjawab 
II 

2019 

target 

35 Penerapan arsip sesuai 

kaidah kearsipan  

% 51,91 Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan 

36 Produksi perikanan ton          15.923  Dinas Kelautan dan 

Perikanan 

37 Peningkatan kunjungan 

wisatawan 

% 17,61 Dinas Pariwisata 

38 Produksi padi ton   122.655,60  Dinas Pertanian dan 

Pangan 

39 Produksi jagung ton     26.702,75  Dinas Pertanian dan 

Pangan 

40 Produksi kedelai ton       2.725,05  Dinas Pertanian dan 

Pangan 

41 Produksi cabe ton     11.303,30  Dinas Pertanian dan 

Pangan 

42 Produksi bawang merah ton       3.675,71  Dinas Pertanian dan 

Pangan 

43 Produksi melon ton     21.006,68  Dinas Pertanian dan 

Pangan 

44 Produksi durian ton       4.295,18  Dinas Pertanian dan 

Pangan 

45 Produksi jahe ton       2.905,96  Dinas Pertanian dan 

Pangan 

46 Produksi cengkeh ton          463,00  Dinas Pertanian dan 

Pangan 

47 Produksi kakao ton       1.163,33  Dinas Pertanian dan 

Pangan 

48 Cakupan ketersediaan 

karbohidrat non beras  

kkal/kap/hr 65,00 Dinas Pertanian dan 

Pangan 

49 Capaian ketersediaan protein 

nabati sayur dan buah  

gr/kap/hr 4,50 Dinas Pertanian dan 

Pangan 

50 Capaian ketersediaan protein 

unggas  

gr/kap/hr 20,50 Dinas Pertanian dan 

Pangan 
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No Indikator Kinerja Sasaran 
Satuan 

Kinerja 

Target Kinerja 

Organisasi 

perengkat Daerah 

(OPD) 
OPD 

Penanggungjawab 
II 

2019 

target 

51 Jumlah kelompok tani yang 

naik kelas 

kelompok 70 Dinas Pertanian dan 

Pangan 

52 Produksi daging kg   12.313.587  Dinas Pertanian dan 

Pangan 

53 Produksi telur kg 9.880.123  Dinas Pertanian dan 

Pangan 

54 Nilai usaha industri  juta rupiah 1.186.000  Dinas Perdagangan 

55 Nilai Usaha Perdagangan juta rupiah 2.557.643  Dinas Perdagangan 

56 Jumlah pasar tradisional 

dengan sarana prasarana 

kondisi baik 

pasar 21 Dinas Perdagangan 

57 Cakupan kualitas kebijakan 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

% 85,71 Sekretariat Daerah 

58 Persentase capaian jumlah 

sasaran OPD  yang 

memenuhi target kinerja 

% 94,68 Sekretariat Daerah 

59 Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

% 78 Sekretariat Daerah 

60 Cakupan peningkatan 

kapasitas lembaga 

perwakilan rakyat daerah 

% 100 Sekretariat DPRD 

61 Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Nilai 78,26 Kecamatan 

62 Cakupan peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan  

% 90,46 Kecamatan 

63 Nilai Rata-rata Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Nilai 79,23 Kecamatan Wates 

64 Cakupan peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan  

% 90,46 Kecamatan Wates 
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No Indikator Kinerja Sasaran 
Satuan 

Kinerja 

Target Kinerja 

Organisasi 

perengkat Daerah 

(OPD) 
OPD 

Penanggungjawab 
II 

2019 

target 

65 Cakupan peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan kelurahan 

% 69,41 Kecamatan Wates 

66 Capaian indeks maturitas 

SPIP 

Nilai 3,00 Inspektorat Daerah 

67 Persentase capaian jumlah 

sasaran daerah yang 

memenuhi target 

%  76,47  Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

68 Rata-rata persentase 

ketercapaian sasaran daerah 

%  91,20  Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

69 Cakupan pengelolaan 

keuangan dan asset 

% 99,22 Badan Keuangan dan 

Aset Daerah 

70 Capaian peningkatan 

kualitas aparatur 

% 85,61 Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan 
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Tabel 6.3 

Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 

No 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Program OPD 

Tahun ke-2 

2019 

1 Program Pendidikan 

Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Non 

Formal 

Cakupan Pembinaan 

Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Non 

Formal 

% 38,31 Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olah 

Raga 

2 Program Pembinaan 

Sekolah Dasar 

Cakupan Pembinaan 

Sekolah Dasar 

% 60,43 Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olah 

Raga 

3 Program Pembinaan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Cakupan Pembinaan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

% 88,96 Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olah 

Raga 

4 Program Pembinaan 

Ketenagaan 

Indeks Peningkatan 

Kapasitas Ketenagaan 

nilai 43,23 Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olah 

Raga 

5 Program Peningkatan 

Pembinaan Pemuda 

dan Olah Raga 

Cakupan Pembinaan 

Pemuda dan Olahraga 

% 51,80 Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olah 

Raga 

6 Program Peningkatan  

Kesehatan 

Masyarakat 

Indeks Kesehatan 

Masyarakat 

nilai 67,16 Dinas Kesehatan 

7 Program Pencegahan 

dan Pengendalian 

Penyakit  

Indeks Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit  

nilai 69,94 Dinas Kesehatan 

8 Program Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan 

Cakupan Pelayanan 

Kesehatan 

% 91,17 Dinas Kesehatan 

9 Program Peningkatan 

Sumber Daya 

Kesehatan 

Indeks Sumber Daya 

Kesehatan 

nilai 81,07 Dinas Kesehatan 

10 Program Peningkatan 

Pelayanan kesehatan 

rujukan RSUD Wates 

Cakupan Mutu 

Pelayanan dan Manfaat  

% 93,75 RSUD Wates 

11 Program Peningkatan 

Pelayanan kesehatan 

Cakupan Mutu 

Pelayanan dan Manfaat  

% 81,88 RS Nyi Ageng 

Serang 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Program OPD 

Tahun ke-2 

2019 

rujukan RSUD Nyi 

Ageng Serang 

12 Program 

Pembangunan dan 

Rehabilitasi/Pemelihar

aan Jalan dan 

Jembatan 

Capaian panjang jalan 

kabupaten dalam kondisi 

baik 

% 78,04 Dinas Pekerjaan 

Umum 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

13 Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Kebinamargaan 

Capaian uji laboratorium 

dan alat berat 

% 81,25 Dinas Pekerjaan 

Umum 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

14 Program 

Pengembangan, 

Pengelolaan dan 

Konservasi Sumber 

Daya Air 

Indeks ketersediaan air 

baku, peningkatan 

pelayanan irigasi, dan 

drainase pengairan 

dalam kondisi baik 

Nilai 82,11 Dinas Pekerjaan 

Umum 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

15 Program Pengelolaan 

Kebersihan dan 

Pertamanan 

Cakupan taman dalam 

kondisi baik, layanan 

persampahan 

% 68,26 Dinas Pekerjaan 

Umum 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

16 Program 

Pembangunan, 

Pengembangan, 

Sarana Prasarana Air 

Minum dan Sanitasi 

Cakupan layanan air 

bersih dan air limbah 

% 67,66 Dinas Pekerjaan 

Umum 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

17 Program 

Pengembangan 

Lingkungan 

Perumahan dan 

Permukiman Sehat 

Cakupan 

pengembangan 

lingkungan perumahan 

dan permukiman sehat 

% 42,15 Dinas Pekerjaan 

Umum 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Program OPD 

Tahun ke-2 

2019 

18 Program 

Pembangunan dan 

Rehabilitasi Sarana 

Prasarana Perkotaan 

dan Perkantoran 

Cakupan sarana 

prasarana perkotaan 

dan perkantoran dalam 

kondisi baik 

% 84,51 Dinas Pekerjaan 

Umum 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

19 Program Peningkatan 

Wawasan 

Kebangsaan dan 

Politik Masyarakat 

Cakupan peningkatan 

wawasan kebangsaan 

dan politik masyarakat 

% 82,22 Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

20 Program Peningkatan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum  

Cakupan  peningkatan 

ketenteraman dan 

ketertiban umum  

% 92,68 Satuan Polisi 

Pamong Praja 

21 Program Program 

Peningkatan 

Penegakan Peraturan 

Daerah 

Capaian peningkatan 

penegakan peraturan 

daerah 

% 100 Satuan Polisi 

Pamong Praja 

22 Program 

Penanggulangan 

Bencana 

Cakupan 

penanggulangan 

bencana 

% 70,17 Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

23 Program Perlindungan 

Sosial 

Indeks Perlindungan 

Sosial 

Nilai 53,90 Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

24 Program 

Pemberdayaan Sosial 

Indeks Pemberdayaan  

Sosial  

Nilai 40,08 Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

25 Program Peningkatan 

pemberdayaan 

perempuan dan 

pengarusutamaan 

gender 

Cakupan pemberdayaan 

perempuan dan 

pengarusutamaan 

gender 

% 83,93 Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Program OPD 

Tahun ke-2 

2019 

26 Program Peningkatan 

Perlindungan 

Perempuan dan Anak 

Cakupan Perlindungan 

Perempuan dan Anak 

% 83,31 Dinas Sosial 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

27 Program 

Pengembangan dan 

Pelatihan Tenaga 

Kerja 

Cakupan penempatan 

dan pengembangan 

kompetensi tenaga kerja 

%  72,45  Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

28 Program Perlindungan 

Ketenagakerjaan 

Cakupan perlindungan 

ketenagakerjaan 

% 68,09 Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

29 Program Penempatan 

Transmigrasi 

Capaian Penempatan 

Transmigran 

% 100 Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

30 Program Perencanaan 

Penataan Ruang 

Cakupan perencanaan 

penataan ruang 

% 74,68 Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang 

31 Program 

Pengendalian dan 

Pemanfaatan 

Penataan Ruang 

Cakupan pelaksanaan  

Penataan Ruang 

% 89,58 Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang 

32 Program Pengelolaan 

Pertanahan 

Cakupan Pengelolaan 

penggunaan dan 

pemanfaatan tanah 

% 80,48 Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang 

33 Program Pengelolaan 

dan Konservasi 

lingkungan hidup 

Cakupan pengelolaan 

dan konservasi 

lingkungan hidup 

% 55,02 Dinas Lingkungan 

Hidup 

34 Program Penaatan 

dan Pengendalian 

Pencemaran  

Cakupan peningkatan 

penaatan dan 

pengendalian 

pencemaran 

% 63,99 Dinas Lingkungan 

Hidup 

35 Program Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk 

Cakupan Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan 

% 100 Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Program OPD 

Tahun ke-2 

2019 

Sipil 

36 Program Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan 

Cakupan Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

kependudukan 

% 100 Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

37 Program Pelayananan 

Pencatatan Sipil 

Cakupan Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

% 96,08 Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

38 Program Penguatan 

Kelembagaan dan 

Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat  

Cakupan Penguatan 

Kelembagaan dan 

Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat  

% 58,34 Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

39 Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa  

Cakupan  Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

% 80,26 Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

40 Program Keluarga 

Berencana dan 

Pembinaan Keluarga 

Indeks Pembinaan 

Keluarga Berencana 

Nilai 63,87 Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Program OPD 

Tahun ke-2 

2019 

41 Program Advokasi dan 

Pengendalian 

Penduduk 

Indeks Advokasi dan 

Pengendalian Penduduk 

Nilai 62,07 Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

42 Program Peningkatan 

Pelayanan Sarana 

Prasarana 

Perhubungan 

Cakupan pelayanan 

sarana prasarana 

perhubungan 

% 77,39 Dinas 

Perhubungan 

43 Program Peningkatan 

Tertib Lalu Lintas 

Jalan 

Cakupan tertib lalu lintas 

jalan 

% 47,69 Dinas 

Perhubungan 

44 Program 

Pengembangan 

Aplikasi Informatika 

Cakupan 

Pengembangan e-Gov 

% 69,49 Dinas Komunikasi 

dan Informasi 

45 Program 

Pengembangan 

Komunikasi Media 

Massa dan 

Data/Informasi/Statisti

k 

Cakupan Komunikasi 

Media Massa dan 

Data/informasi/Statistik 

% 68,25 Dinas Komunikasi 

dan Informasi 

46 Program Pengelolaan 

Persandian 

Cakupan Pengelolaan 

Persandian 

% 36,56 Dinas Komunikasi 

dan Informasi 

47 Program Peningkatan 

Kualitas Kelembagaan 

dan Pengawasan 

KUMKM  

Cakupan kualitas 

Kelembagaan KUMKM 

% 53,33 Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan 

Menengah  

48 Program 

Pengembangan 

Permodalan KUMKM 

Cakupan  

Permodalan KUMKM 

%i  49,51 Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan 

Menengah  
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Program OPD 

Tahun ke-2 

2019 

49 Program Peningkatan 

Pemberdayaan 

KUMKM 

Cakupan Pemberdayaan  

KUMKM 

% 34,03 Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan 

Menengah  

50 Program Pelayanan 

Investasi 

Indeks realisasi  

investasi 

Nilai  70,33 Dinas Penanaman 

Modal dan 

Perijinan Terpadu 

51 Program Peningkatan 

Pelayanan Perijinan 

Indeks peningkatan 

pelayanan perijinan 

Nilai  100 Dinas Penanaman 

Modal dan 

Perijinan Terpadu 

52 Program Pemantauan 

dan Pengawasan 

Investasi 

Indeks pemantauan dan 

pengawasan investasi 

Nilai  84,38 Dinas Penanaman 

Modal dan 

Perijinan Terpadu 

53 Program 

Pengembangan Seni 

Adat dan Tradisi 

Cakupan 

Pengembangan Seni 

Adat dan Tradisi 

% 77,90 Dinas 

Kebudayaan 

54 Program 

Pengembangan 

Sejarah Bahasa dan 

Sastra 

Cakupan 

Pengembangan Sejarah 

Bahasa dan Sastra 

% 95,24 Dinas 

Kebudayaan 

55 Program Pengelolaan 

Kekayaan Budaya 

Cakupan Pengelolaan 

Kekayaan Budaya 

% 72,51 Dinas 

Kebudayaan 

56 Program 

Pengembangan 

Budaya Baca 

Cakupan Peningkatan 

Layanan Perpustakaan 

% 48,39 Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

57 Program Peningkatan 

Pengelolaan 

Kearsipan 

Cakupan Pengelolaan 

Kearsipan 

% 67,94 Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

58 Program Peningkatan 

Daya Saing Produk 

Kelautan Perikanan 

Cakupan peningkatan 

daya saing produk 

kelautan perikanan 

% 100 Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

59 Program Peningkatan 

Produksi Perikanan 

Budidaya 

Cakupan peningkatan 

intensifikasi perikanan 

budidaya 

% 100 Dinas Kelautan 

dan Perikanan 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Program OPD 

Tahun ke-2 

2019 

60 Program Peningkatan 

Produksi  Perikanan 

Tangkap dan 

Pengendalian Sumber 

Daya Perikanan Dan 

Kelautan 

Cakupan peningkatan 

produksi perikanan 

tangkap dan pelestarian 

sumber daya perikanan 

dan kelautan 

% 100 Dinas Kelautan 

dan Perikanan 

61 Program Peningkatan 

Sarana Prasarana 

Pariwisata dan 

Pengelolaan Daya 

Tarik Wisata 

Cakupan peningkatan 

sarana prasarana objek 

wisata dalam kondisi 

baik dan peningkatan 

pengelolaan daya tarik 

wisata 

% 71,43 Dinas Pariwisata 

62 Program Peningkatan 

Pemasaran Wisata 

Cakupan peningkatan 

promosi berbasis IT dan 

efektifitas atraksi wisata 

% 100 Dinas Pariwisata 

63 Program Peningkatan 

Pemberdayaan 

Pariwisata 

Cakupan peningkatan 

pembinaan usaha jasa 

pariwisata serta 

pengembangan 

kapasitas kelembagaan 

dan SDM 

% 46,81 Dinas Pariwisata 

64 Program Peningkatan 

Produksi dan Mutu  

Produk Tanaman 

Pangan 

Cakupan peningkatan 

produktifitas, 

ketersediaan sarana 

prasarana dan kualitas 

hasil tanaman pangan 

% 50,35 Dinas Pertanian 

dan Pangan 

65 Program Peningkatan 

Produksi dan Mutu  

Produk Hortikultura 

Cakupan peningkatan 

produktifitas, 

ketersediaan sarana 

prasarana dan kualitas 

hasil hortikultura 

% 50,71 Dinas Pertanian 

dan Pangan 

66 Program Peningkatan 

Produksi dan Mutu  

Produk Perkebunan 

Cakupan peningkatan 

produktifitas, 

ketersediaan sarana 

% 50,53 Dinas Pertanian 

dan Pangan 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Program OPD 

Tahun ke-2 

2019 

prasarana dan kualitas 

hasil perkebunan 

67 Program Peningkatan 

Produksi dan 

Pemasaran Hasil 

Peternakan 

Cakupan peningkatan 

produksi dan pemasaran 

hasil ternak 

% 96,39 Dinas Pertanian 

dan Pangan 

68 Program Peningkatan 

Kesehatan Hewan dan 

Kesehatan 

Masyarakat Veteriner 

(Kesmavet) 

Cakupan kesehatan 

ternak dan kesmavet 

% 88,62 Dinas Pertanian 

dan Pangan 

69 Program Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Daerah 

Cakupan upaya 

diversifikasi pangan 

% 77,83 Dinas Pertanian 

dan Pangan 

70 Program 

Pemberdayaan 

Penyuluhan  

Cakupan peningkatan 

pemberdayaan 

kelompok tani 

% 75,96 Dinas Pertanian 

dan Pangan 

71 Program 

Pengembangan 

Industri 

Indeks pertumbuhan 

industri 

Nilai 12,31 Dinas 

Perdagangan 

72 Program Pembinaan 

dan Penataan Pasar  

Tradisional 

Cakupan peningkatan 

kualitas Pasar 

Tradisional 

% 48,56 Dinas 

Perdagangan 

73 Program 

Pengembangan 

Usaha Perdagangan 

Capaian pengembangan 

usaha perdagangan 

% 19,68 Dinas 

Perdagangan 

74 Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Cakupan pelayanan 

administrasi perkantoran 

% 20,00 Semua OPD 

75 Program Peningkatan 

Sarana/Prasarana 

Kerja dan Kualitas 

Sumber Daya Manusia 

Cakupan Peningkatan 

Sarana/Prasarana Kerja 

dan Kualitas Sumber 

Daya Manusia OPD 

% 20,00 Semua OPD 
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Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Program OPD 

Tahun ke-2 

2019 

OPD 

76 Proram Perencanaan, 

Pengendalian dan 

Evaluasi Kinerja 

Cakupan Perencanaan, 

Pengendalian dan 

Evaluasi Kinerja 

% 20,00 Semua OPD 

77 Program Peningkatan 

Pelayanan Kedinasan 

KDH/Wakil KDH 

Cakupan kinerja 

pelayanan kedinasan 

KDH/Wakil KDH 

% 100 Sekretariat 

Daerah 

78 Program Penataan 

Peraturan Perundang-

undangan dan 

Bantuan Hukum 

Cakupan penyusunan 

produk dan pelayanan 

hukum 

% 95,52 Sekretariat 

Daerah 

79 Program 

Pengembangan 

Kapasitas Otonomi 

Daerah 

Cakupan 

pengembangan 

kapasitas otonomi 

daerah 

% 100 Sekretariat 

Daerah 

80 Program Peningkatan 

Pelayanan 

Kemasyarakatan 

Capaian pelayanan 

kegiatan 

kemasyarakatan 

% 100 Sekretariat 

Daerah 

81 Program Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan Penguatan 

Kelembagaan 

Cakupan Efektifitas dan 

Efisiensi kelembagaan 

% 78,49 Sekretariat 

Daerah 

82 Program Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan 

Pemerintahan 

Cakupan Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan Pemerintahan 

% 100 Sekretariat 

Daerah 

83 Program Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat 

dan Kemasyarakatan 

Cakupan Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan Kesejahteraan 

Rakyat dan 

Kemasyarakatan 

% 100 Sekretariat 

Daerah 
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No 
Program Prioritas 
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Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Program OPD 

Tahun ke-2 

2019 

84 Program Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan 

Perekonomian 

Cakupan Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan Perekonomian 

% 100 Sekretariat 

Daerah 

85 Program Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan 

Pembangunan 

Cakupan Perumusan 

dan Pengendalian 

Kebijakan 

Pembangunan 

% 100 Sekretariat 

Daerah 

86 Program Peningkatan 

Kualitas Pengadaan 

Barang/Jasa 

Capaian pengadaan 

barang dan jasa  

% 100 Sekretariat 

Daerah 

87 Program Peningkatan 

BUMD dan Lembaga 

Keuangan 

Cakupan BUMD dan 

Lembaga Keuangan 

berkinerja baik  

% 98,95 Sekretariat 

Daerah 

88 Program Peningkatan 

Kapasitas Sistem 

Pelayanan Publik 

Cakupan Peningkatan 

Kapasitas Sistem 

Pelayanan Publik 

% 100 Sekretariat 

Daerah 

89 Program 

Pembentukan 

Peraturan Daerah 

Capaian penetapan 

peraturan daerah   

% 100 Sekretariat DPRD 

90 Program 

Penganggaran dan 

Pengawasan 

Kebijakan 

Pembangunan Daerah 

Cakupan penetapan 

dokumen perencanaan, 

penganggaran dan 

rekomendasi hasil 

pengawasan kebijakan 

dan pembangunan 

% 100 Sekretariat DPRD 

91 Program Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan 

Cakupan Peningkatan 

Pelayanan Kecamatan 

% 76,07 Kecamatan 

92 Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Kecamatan  

Cakupan peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

kecamatan  

% 90,46 Kecamatan 

93 Program Peningkatan 

Pelayanan Kelurahan 

Cakupan Peningkatan 

Pelayanan Kelurahan 

% 80,36 Kecamatan Wates 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Program OPD 

Tahun ke-2 

2019 

94 Program Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Kelurahan 

Cakupan Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kelurahan 

% 69,41 Kecamatan Wates 

95 Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 

Internal  

Cakupan peningkatan 

sistem pengawasan 

internal dan 

pengawasan desa 

% 63,73 Inspektorat 

Daerah 

96 Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Persentase capaian 

jumlah program yang 

memenuhi target 

% 79,82 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

97 Program Perencanaan 

Pembangunan 

Pemerintahan dan 

Kesra 

Persentase capaian 

jumlah program yang 

memenuhi target bidang 

Pemerintahan dan Kesra 

% 79,25 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

98 Program Perencanaan 

Pembangunan Sosial 

dan Ekonomi 

Persentase capaian 

jumlah program yang 

memenuhi target bidang  

Sosial dan Ekonomi 

% 75,00 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

99 Program Perencanaan 

Pembangunan 

Infrastruktur dan 

Pengembangan 

Wilayah 

Persentase capaian 

jumlah program yang 

memenuhi target bidang 

Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah 

% 75,00 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

100 Program 

Pengendalian 

Pembangunan Daerah  

Rata-rata persentase 

ketercapaian program 

pembangunan 

% 97,48 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

101 Program Kerjasama 

Pengembangan 

IPTEK 

Capaian tindak lanjut 

kerjasama 

% 100 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Capaian 

Kinerja 

Program OPD 

Tahun ke-2 

2019 

102 Program Peningkatan 

Pengelolaan Anggaran 

dan Kualitas Kebijakan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Cakupan peningkatan 

pengelolaan anggaran 

dan kualitas kebijakan 

pengelolaan keuangan 

% 100 Badan Keuangan 

dan Asset Daerah 

103 Program Peningkatan 

Pengelolaan 

Perbendaharaan 

Cakupan peningkatan 

pengelolaan 

perbendaharaan 

% 99,22 Badan Keuangan 

dan Asset Daerah 

104 Program Peningkatan 

Penerapan Akuntansi 

dan Pelaporan 

Capaian peningkatan 

penerapan akuntansi 

dan pelaporan 

% 100 Badan Keuangan 

dan Asset Daerah 

105 Program Peningkatan 

Pendapatan Daerah 

Cakupan Peningkatan 

Realisasi Pendapatan 

Daerah 

% 100 Badan Keuangan 

dan Asset Daerah 

106 Program Peningkatan 

Penerimaan Pajak 

Daerah 

Cakupan peningkatan 

penerimaan pajak 

daerah 

% 52,94 Badan Keuangan 

dan Asset Daerah 

107 Program Peningkatan 

Pengelolaan Asset 

dan Investasi 

Pemerintah Daerah 

Cakupan peningkatan 

pengelolaan asset dan 

investasi pemerintah 

daerah 

% 96,67 Badan Keuangan 

dan Asset Daerah 

108 Program 

Pengembangan 

Aparatur  

Cakupan 

Pengembangan 

Aparatur  

% 94,42 Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

109 Program 

Pendayagunaan 

Aparatur 

Cakupan Peningkatan 

Pendayagunaan 

Aparatur 

% 86,79 Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

110 Program Pembinaan 

dan Pelayanan 

Aparatur  

Cakupan Pembinaan 

dan Layanan Aparatur  

% 92,12 Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 

2019 terbagi menjadi 2 (dua) subbab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan. 

 

6.1. Kaidah Pelaksanaan 

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2019 

berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2019, RKPD Propinsi DIY Tahun 2019,  RPJMD Kulon Progo Tahun  2017 – 

2022 . Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang 

lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi 

menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional. 

Dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo berfungsi sebagai landasan, pedoman dan 

acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan 

Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan 

RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan 

APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai 

acuan/pedoman bagi Organisasi  Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas 

dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan 

untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan  

dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya  

ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan 

kesejahteraan masyarakat.  Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus 

memperhatikan kunci sukses  pembangunan daerah yaitu perencanaan yang baik, berkualitas, 

akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan 

dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan 

prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh 

komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain 

hal tersebut di atas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin 

kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah. 

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum 

daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan 

rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan 
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transparasi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan  dengan tujuan diketahui oleh 

semua pihak. 

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat 

berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan  akuntabilitas 

pengelolaan program pembangunan , maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan 

evaluasi.  Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 

mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara  Evaluasi  

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

           

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah 

direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan 

tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana 

dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap 

tahapan pelaksanaannya.   Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan  OPD pada 

posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan 

evaluasi  terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila 

terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan 

korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal 

ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu 

hal yang penting. 

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut diatas maka ditetapkan kaidah kaidah 

pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sebagaiberikut : 

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap 

program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing OPD agar menyempurnakan 

Rancangan awal Rencana Kerja  Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2019. 

2. OPD  dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan 

program program yang ada di RKPD Tahun 2019 dengan sebaik baiknya. 

3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan 

dan kegiatan dalam program-program pembangunan. 

4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan 

tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil hasil pemantauan secara berkala 

kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

5. Pada akhir tahun anggaran 2019, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang 

sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam 
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APBD, kesesuaian dengan target  RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan 

perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya. 

 

6.2. Kesimpulan 

 

1. RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 penyusunannya dilakukan secara partisipatif 

berdasarkan usulan masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, DPRD dan pemangku 

pembangunan lainnya. 

2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2019. 

Pelaksanaan  pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai 

dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2019 yaitu : “Mewujudkan 

Pertumbuhan Daerah melalui Pembangunan Seutuhnya dan Pemerataan 

Pembangunan  ” sehingga program kegiatan di masing masing OPD mengarah pada 

pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat 

sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis 

sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian. 

3. RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis 

dengan prioritas pembangunan DIY maupun dengan prioritas pembangunan Nasional.  

Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, 

maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan 

pembangunan dengan  APBD Provinsi, baik berupa cost sharing maupun activity sharing 

yang dimuat dalam RKPD masing masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN 

maupun sumber dana lainnya. 

4. Kerja keras, semangat, komitmen,partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari 

pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan 

bertanggungjawab  terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan 

tanggung jawabnya masing-masing. 
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